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S€gala puji bagi Allah llang mernkikan pertolongan untuk

segala amal saleh dengan niknrat-Np,
kita unfuk m€niaga furats kenabian dengan rahrnat-

Itfua, mengilhami orang 1lang dikeh€ndaki kepada perkahan yang

iuiur, pernaharnan yang benar, dan bbiat yang suci-

Lalu, lahirlah amal perbuatan yang merriliki

berkelaniutan, lang ditransfer dari kahngan orang Fng bernalar

dan bertrsaha merriadi bagian lrang s€rupa dengann!,a- Sehingga,

pengetahuan tentang berbagai hakikat meny€rgap mereka, hlu
dapat bersikap lurnk terhadap perkara yang dian51pp sukar oleh

orang-orang png bertuat semaunlra, dan mampu melupakan

perkara yang fdak disenangi oleh orang-orang iahil. Jasad mereka

telah tiada, narnun perumpamaan mereka ada dalam hati.

Mereka adalah dua omng lrnam yang Infi"h S!,aikhul Islam

dan berkah bagi rnakhluk, Muhyiddin Abu Zakariyp Yafu7a bin

$araf An-Naurawi dan penenrsqTa yang melaniutkan penulisan ,4/
It{ajmu', Taqiyrddin Ali bin Abdul Kafi As-Subh. Mereka telah

mengerahkan sehrruh kernampuan untuk Stlarh Al Muhaddzab
sampai batas !,ang dikehendaki Allah. t"{asing-rnasing Imam

mernberikan catatan ktab ini s6ara optirnal, tringga kernatian
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menjemput mereka di saat mereka menulis salah safu bab fikih
yang baru melerarati sedikit pembahasan ibadah dan belum sampai
menyelesaikan sebagian bab-bab jual beli.

Tepatnya, Imam An-Nawawi meninggal dunia ketika
menulis bagian awal bab riba; sementara Imam As-Subki
meninggal dunia ketika men!rusun bab pengembalian barang
karena mengandung cacat.

Imam An-Nawawi dalam mukaddimah kitab ini mengajukan
permohonan dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah yang
Mahatahu dan Mahawaspada, seraya berdoa: "Aku memohon
kepada Allah yang Mahamulia semoga menyempumakan kitab ini
dengan cara lrang terbaik dan paling paripuma. Sempumakanlah,
segerakanlah, dan manfaatkanlah dia di dunia dan di akhirat.
Perbaryraklah manfaafuiya dan tebarkanlah faedahnya bagi seluruh
kaum muslimin."

Oleh sebab ifu, orang alim mana pun mempelajari kitab ini,
yang matanlya, Al Muhadzdzad disusun pertama kali oleh lmam
yang sangat alim Abu Ishaq hrahim bin Ali bin yusuf Al Fairuz
Abadi Asy-syirazi. Kitab ini memuat berbagai masalah yang pelik
dan berbagai kernusykilan yang mendalam sebagai bagan dari
praktik ilrniah yang cukup berat. Aku hitung dari At Muhadzdab
lahirlah 25 kitab yang berusaha mengurai kemusykilan di
dalamnya.

Berprjak pada fakta tersebut, tekad Imam Abu Zakariy4p
Muhyiddin Yahsra bin syarf bin Mari bin Hasan bin Husain bin
Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Al Jaulanil unh.rk memberi
catatan kitab ini, hal ini merupakan proyek paling besar dalam

r Al Jaulani dinisba&an pada kota Al Jaulan, satu dishik di kota Naura. AryNaqrawi
mengerrrukakan ini dalam Tahdzib Al-Asma'wa Al-Lughat.
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seiarah p€ngetahuan kdshman. Dalam men!rusun kitabnlra, An-

Nawawi menggunakan metode 1ang berbeda dengan pendahulu

dan ulama sezamannya- Metode An-Narrrawi terbilang baru. Beliau

mernaparkan perrielasan setiap pasal s@ara hrntas, fidak

meleuatkan penielasan sahr kata dan satq kosakata pun, seperti

dipraktikkan oleh pensrnrah Snng hin.

Perrbaca tidak mudah mengikuti pernptaan asli penytrsun

mabn(Asysyirazi) karena telah diiaba*an sederrikian rupa dahm

komentar p€rstarah- Perrbaca iuga akan keuahhan mengikuti alur

tulisan An-Naunwi, karena beliau dahm kah derni kata

nnbn kitab ini, sehingga limpahan rnakna dan hukum terserap

dari kitab ini begitu saia, seperti bunmg mernatuk b€biiian dengan

paruhnSra atau penditian s@rzmg pengarnat dengan teleskopnln.

Imam ArrNawawi merry'ampaikan st/anh kitab ini dangan

sistematika prg terstrukhrr dengan baik- Beliau mernuaskan rasa

ingin tahu pernbaca dengan mencanhrnkan setiap pasal kitab ,4/

Muhadzdab secara ufuh, abu ctrplikan pasal grang memuat kasus

yang unik, kernudian beliau kernukakan dengan penjelasan 5rang

lugas serta uraian lang memrniukkan keluasan ilmu yang telah

Allah karuniakan padanp- Perrjelasan An-Nawawi mudah dicerra

oleh kahngan lprrg memiliki ketertatasan penalaran dan

pernahaman-

Begitu apilqla gayra bahasa dan sistematika buku ini,

selama lebih dari 7 abad, buku ini meniadi referensi bagi setiap

penulis atau pengnrsrn buku dalam bidang fikih, hadits, sejarah

periwaSrat, bahasa, tafsir, atau dasardasar seluruh kelimuan

syrari'at, dan penggtahuan ilahiah-

Kematian meniemput An-Naurawi di puncak usia

kernatangan beliau. ArNarrrawi wafat dalam usia 45 tahun.
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Menurut informasi yang kami terima, An-Nawawi memiliki banyak
kunang-kunang yang meneranginya di saat gelap- Ini salah satu
faktor mengapa beliau sangat produktif menulis, hingga karyanya
melimpah dan beragam.

Kalau tidak begitu, pada masa ifu belum tersedia fasiltas
penerem[fan yang memadai bagi para penulis, dalam waktu yang
relatif singkat, dan umur yang pendek, An-Nawawi tidak mungkin
meninggalkan berjilid-jilid kar5a yang fenomenal, seperti Raudhah
Ath-Thalibin, terdiri dan L2 jfiid, sSnrah Muslim 18 ;ilid, Tahdzibul
Asma wm Al Lughal3 jilid, dan Syarh IJ Al Bukhari, tidak sampai
selesai kernudian dilanjutkan oleh penulis lain. IG4n An-Nawawi
lainnlp seperti Al Mnhaj, Hasyiah Na At-Tanbih, karya Ishaq
AqrSyirazi, Ri5ndh Ash-Shalihin, dan Al Adzt<aa dan masih
banyak kar5ra-karya beliau lainya yang tidak cukup tempat untuk
menyebubnSa satu per safu-

An-Nawawi d{S selalu konsisten terhadap prinsip dan
metode penulisan yang beliau rumuskan pada bagian mukaddimah
buku ini. Jejak langkah An-Nawawi kemudian dilanjutkan oleh
Imam As-Subki- Beliau berusaha menyelesarl<an Al Majmu,dengan
melanjutkan hrlisan pendahulunya (An-Nawawi).

As-Subki g sangat mendalami kajian ushul fikih. Gaya
bahasa png digunakan dalam mensyarahi kitab ini sesuai dengan
semangat zamannya, yang cenderung mendalam, panjang-lebar,
dan bertel*tele. Bahkan, untuk menjelaskan dua bab jual beli saja
As-Subki mernbutuhkan dua jilid besar. Dua jilid ini diterbitkan
pada cetakan sebelumnya dalam tiga volume oleh para tengkulak
furats yang mengklaim sebagai penerbit, para penerbit palsu yang
tamak.

ll n Uoi^u'SyarahAl Muhadzdzab



As-Srbki meninggal dunia k€fika menydesaikan bab

pengernbalian barang karena aib, bagian dari ktab jual beli. Jadi,

rnasih merryisakan s€bagian besar bab yang belum diqrarahi. Aku

telah mentatrqirl dua naskah htab k!i, muhi dati stpmh png ditulis

oleh ArNaurawi Snng terdiri dari 9 iiM, dihrfu*an dengan

mentatrqiq stanh yang ditangani oleh lrram As-Subki, baik dalam

b€nfuk rnantrslaip maupun cetalran-

Suafu hari aku berrnirnpi berternu dengan lrnam An-

Nawawi- Bdiau merrgalurgkan tasbih yang untaiannya s€rupa para

penulis ldtab. Aku iuarlg s€l<ah berrnimpi, bahkan bisa dibilang

Udak pernah. AInr baru sair mengalami mimpi yang luar biasa dan

meninggalkan kesan madalam dala'rn hiduplnr- S€paniang

hidupku yang harnpir mernasuld usia 70 tahun, mimpi lang
perrnh aku alarni btsa dihittrrg iari- Bqitu pagi harinya, hafiku

merrrbenarkan mimpi tetsebut, dan jiuraku berbisik agar alnr segera

merryelesaikan Al Majmu'- Namtm, besam3a h€as dan perasaan

s€{Fn menghalangi langlohle unfuk maealisasikan niat yang telah

bulat dalam hati- Mimpi tersebut, yang belurn pernah aku

sampaikan kepada siapa pun tenrs menggelitildm unfuk

mdanjutkan prqyek Al lWajmul hingga menimbulkan perasaan

bersalah.

Tib&fiba dalam diri ini mr-nrcullah teftad yang begitu kuat,

1ang tidak p€rnah aku rasakan s€b€knnya kah mengeriakan

fugas apa puru keberaniaru yarg anehnya tanpa kusadari,

mernbanfulnq dan metode 1ang jelas dan terang terpampang di

hadapanle untuk maingankan tgas ini. Seg€m, aku singsingkan

lengan baiu untuk menplankan t{as muha ini. Sungguh, aku

merasa terpanggil oleh seruran Imam An-Naunwi; dan tangan

kdnrasaan menggerakkanku unrfuk merealisasikan tusas ini yang

seb€lumnya sernpat rnargambar€-
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Kitab Al Majmui yang tak lepas dari kekurangan, ini
menjadi referensi para penulis di bidang fikih, uhsul fikih, hadits
dan ulumul hadits, bahasa dan berbagai cabang keilmuannya,
selama 7 abad. Padahal, An-Nawawi hanya mengulas seputar
ibadah dan sebagian kitab jual beli.

Begitu proses tahqiq l$ab Al Majmu'baik versi cetak
maupun versi manuskrip selesai, aku sampai Utik kulminasi;
mereka ifu merupakan sebuah ker,vajiban dan fugas mulia untuk
menyelesaikan penulisan buku ini. Aku sendiri berka,vajiban unhrk
menunaikan fugas mulia ini, seperti disebutkan secara eksplisit

dalam doa sang imam, wali, dan hafizh An-Nawawi.

Aku pkin terselesaikannya kitab ini bagian dari keramat
beliau rg. Sebab, di antara pertanda kejelasan dan keagungan

keramat yaifu terkabulnSra doa leruat tangan 1orang miskin," di
mana tidak terbersit dalam kalbu seorang pun, bahwa dia mampu
menulis satu huruf untuk menyempumakan kitab ini. Aku, yang

fakir ini, bukan kategori orang-orang populer, tidak punya gelar

akademis, bukan sumber ilmu agama, dan tidak pemah terlibat
secuil pun dalam menangani karya sebesar ini. Dari sini jelas

keramat Imam An-Nawawi begitu gamblang, bagaikan matahari di
siang bolong.

Setelah menyelesaikan jilid ke-16 cetakan pertama, atau jilid
ke-\7 cetakan Al Qal'ah, penulis terkena musibah. Aku
dikriminalkan oleh penguasa, dan ditawan di penjara Abdun
Nashir.

6*S,l:'g$tC,?Ar,gAB
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"Di situlah diuii onng-onng mukmin dan

(hatinla) dangan goncangan tang dahs5nt." (Qs- Al Ahzaab [33:

11)

Sebagian orang berasumsi, aku fidak 'dizinkan" unhrk

menyelesaikan kitab ini, seperti nasib yang menimpa dua

pendahuluku (An-Naurawi dan As-Subki)- Ban!,ak orang

bemnggapan, penahanku kali ini -sebelumnlta aku sering

dipenjarakan- akan meniadi akhir apllm dan penghujung

kehidupanku.

Dengan demikian, kitab .4/ Maimu'ini disusun oleh tiga

orang. Dua orang di antara mereka adalah ulama besar Islam- Di

tangan mereka berdua, penjelasan Al Mulndznab belum

terselesaikan. Fakta inilah lrang menstimulus sebagian orang yang

memiliki jiwa lpng kerdil dan hati yarg sakit, untuk

memperpanjang perkara agung ini, merernuk bentangan gunung,

nekat menceburkan diri dalam fugas ini dengan leher grang terikat,

tangan yang gemetar dan mati rasa, akal yang sering luput, dan

kaki yang sering terpeleset-

Mereka merrcuri kesernpatan keabsenan perrulisan selarna di

penjara Nashir, dan mengeluarkan produk baialon untuk

menghambat kemuliaan jitua. Buku tersebut dipenuhi dengan

kejahilan, m€naunrlon kesesatan, dan ditambahi bertagai

inforrrnsi yang berlebih- Bulnr ini diberi label iilid ke18. Lebih

parah lagi, dia ditertitkan dengan cetakan 5rang dipalsukan- Para

pembajak melakukan berbagai cara agar bulnr baiakan ini

berjumlah 20 iilid, seperti pentmpasan hak, penctrian data, dan

kejahatan intelekttnl lainnla.

Tujuannya jelas, menyesatkan para pecinta Al Maimu'dan

kalangan yang percalp iurnlah jilid kitab ini akan mencapai jumlah
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genap, yaitu 20 jilid. Syetan mengelabui tindakan para pembajak,
sehingga berani merekayasa jumlah jilid, memberi sampul png
mewah, dan menghiasnya dengan wama ernas. Unfuk
menyempumakan tipuan, buku bajakan ini dicetak dengan kertas
kuning, karena wama kuning identik dengan kitab-kitab turats.

Lebih dari ifu, para pembajak ini mernbuang rurna aku png
dimuat kepada cetakan pertama edisi penyempurna (cetakan Al
Qal'ah). Tumpukan kecaman dari para korban lnng mengetahui
mana edisi yang original dilontarkan kepada mereka. para
pembaca akhimya tahu tindakan pembajakan ini, mereka Sang
tega melacurkan ilmu dan memakan jerih palah para penulis.

Anehnya, pelaku tindak pidana pembaiakan ini meninggal
setelah proses penerbitan edisi bajakan ini dipamrkan, dan
meninggalkan keunfungan materi dari kejahatan ini bagi pihak lain.
Dia telah menjual akhiratrya dengan dunia.

oleh karena ifu, aku telah bertekad bulat menambah materi
kajian di setiap jilid yang terlewat kepada cetakan sebelumnya,
sesuai saran sejumlah rekan dan untuk mengecoh para pembajak
yang terlanjur menikmati hasil pembajakan tanpa batas. Aku
menyandarkan diri , sepenuhnya kepada Allah. Semoga Dia
memberiku pertolongan, tidak hanya menambah informasi kepada
setiap jilid, tetapi juga menambah jilidnyra yang ins5a Attah
mencapai 24 jilid. Isi setiap jilid lebih tebal seperernpat jilid dari
versi cetakan sebelumnya.

Aku memohon kepada Allah, Tuhan Arsy 1ang agung, agar
menjadikan buku ini bagiku sebagai lisan !,ang iuiur kepada
golongan yang terakhir; dan menjadi syafa'at bagiku kepada Hari
Kiamat,
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'(Ingatlah) kepda hari ketil<a) setiap onng dabng untuk

membela dirin5n sendiri. "(Qs.An-Nahl [16]: 11U

Semoga buku ini membawa pertaikan bagi ummat dan

kefurunanku, serta melapangkan hati para hakim untuk mmgadili

dengan dasar syariat Islam, sehingga mereka berkenan

memanfaatkan kajian buku ini, tahqiq, arahan, dan pufusannya-

Kami melihat di cakrawah, bahura kabar pertolongan bagi

Islam akan muncul, dan gerakan begifu ielas-

rkil gJl q i, u:x{u',i,;, J:"5 3 rf, }
-;gLqlil&

'Dialah gng telah mangutus Rasul-N5a dangan petunluk (Al

Qurbn) dan agarna Fng benar unfuk diurggul{an abs sqala

agana."(Qs. At-Taubah [9]: 33]. Sqala hal yang akan datang itu

pasti dekat.

Kedua Imam besar, An-Nawawi dan As-Subki, telah

menjelaskan metode mereka dalam mensyarah Al Muhadzdzab

sesuai kemampuan yang Allah karuniakan. Adalah suatu

keniscayaan bagi penulis -yang iika dibandingkan dengan dua

Imam ini, derajatku tidak sampai kepada deraiat kendi

atau sandal seorang dari mereka- pertama unfuk mengakui

keterbatasan ilrnu yang dimiliki, seraya mernohon pertolongan
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Allah, semoga Allah mengamniakan setitik ilmu dan kemampuan-

Nya baE penulis untuk menyelesaikan tugas ini.

Kedua, aku memohon kepada seluruh pembaca buku ini
berkenan kiranya mendoakan penulis agar dikaruniai rahmat dan
penutup aib, serta mengajari penulis ilmu Allah sehingga

mengetahui segala kecerobohan. Aku hanyalah penuntut ilmu
sepanjang hayat, tidak terbetik dalam hati diri ini telah mencapai

derajat ulama. Derajatku tidak lain derajat murid di hamparan para

dermawan dan murah hati, yang telah menerima ilmu dari sisi-

Nya.

Srapa pun yang menemukan kebenaran dalam buku ini, itu
bukan dariku. Penulis tidak lebih utama dari yang lain, karena yang

aku lakukan di sini sebatas memaparkan hasil penelitian, kajian,

dan pencatatan- Semua ini karunia dari Allah-

Sebaliknlra, jika aku salah langkah dan salah fulis, semua ifu
dari setan yang terkuhrk, yang telah bersumpah akan selalu

menggoda umat manusia dari jalan Allah yang lums- Pembaca
yang menemukan kekeliruan dalam buku ini, dengan penuh rasa

hormat, silahkan luruskan dan nasihatilah diriku. Dengan nasihat

tersebut dia akan terbebas dari tanggungan di hadapan Tuhan, dan

memberiku pencerahan dan suplemen lrang sangat dibufuhkan dari
orang-orang terkemuka. Mereka yang telah diingatkan oleh

baginda Nabi, orang yang paling alim,

*"f ,b iusts {\t e$ itg Uj
"Umat ini akan selalu berada di abs un$an Allah hingga

datang uruen Allah 5mng lain. "(HR. Al Bukhari).

ll n uoi^u'SyuahAl Muhadzdzab



Di sini perlu kiranlp penulis sampaikan metode lrang

digunakan dalam bulil ini- Buku ini mernberi catatan penjelasan

dari dua pertiga bagian Al Muhaddab yang belum disyarahi,

karena An-Nawawi dan As-Subki baru mengulas sepertiganSn-

Mengingat bertagai bab dan kitab Srang tertuang dabrn Al
Majmu' menjadi acuan perafuran umat, baik dari kalangan awaln

maupun ilmuwan, yang meliputi afuran Islam tentang ekonomi,

sosial, hukum pidana, €fika, politik, militer, dan pernerintahan,

maka penulis perlu mengacu pada para ekonom terkait hukum

syirkah, qaradh, qimdh, dan munbahah. Termasuk di dalamnya

praktik muamahh baru 1rang berlaku di tengah umat Islam seperti

asuransi, akad konsesi, perseroan modal bersama, perseroan

tertatas, dan akad-akad hinqa- Begitu iuga sebagai acuan attran

pertankan yang meniadi urat nadi ekonomi makro dan bahkan

ekonomi mikro, karena bank ternpat penyimparnn aset yang

mernberikan jamirnn dan perlindungan bagi pemiliknla dari

pencurian, kebakaran, banjir, kerusakan, ketrilangan, dan bahap

lainnya.

Pada terbitan kali ini aku mernaparkan tema-tema di atas

secara detail, 5nng akan memuaskan keingintahuan para pencari

hukum Allah. Mqd<a 5rang ingin segera kernbali kepada s5nriat

Allah fu, serta., menjauhi perafuran akal manusia 5rang tettatas,

suara-suara igauan lrang sesat dan mungkar, dan perah-ran-

perafuran yang menyimPang.

Pembaca ins7a Alkh akan menernukan lajian 57ang cukup

mendalam di bidang ketrangan, yang mengacu pada pendapat

para ahli di bidangnya. Perrulis juga mengutip perbedaan perrdapat

tentang suatu kasus png menjadi polemik di tengah masyarakat

dalam bidang moneter- Aku mengutip penuh pendapat tersebut
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tanpa mengusik fujuan penggagasnya, diikuti dengan analisis

berikut nukilan pendapat yang lebih kuat berikut dalil masing-
masing pendapat, sehingga dapat ditemukan mana pendapat yang
paling valid.

Sementara kepada ktab dan bab-bab berikuhrya, kami
memaparkan pandangan berbagai madzhab, pendapat para ulama
dari masing-masing madzhab berikut dalilnya, baik dalil naqli
maupun aqli (filth naqli dan aqli), dasardasar hukum dan
penyebabnya kepada kaidah-kaidah utnurn, di mana kami
mengacu pada metode ashab kami; ashabul wujuh. Pada kasus
yang tidak mempunyai landasan hukum yang qath'r, atau punya

banyak wajh, pendapat, kondisi, atau jalur riwayat pendapat dan
menunhrt tarjih, maka penulis merujuk pada kaidah ushul rumusan
penulis, juga mengacu pada kaidah ushul lain yang tidak sejalan

dengan metode penulis, atau aku mengompromikan dua kaidah
ushul atau dua jalur riwayat.

Para Imam dari masa AsySyaf i .;& selalu mengkaji lr-
Risalah sampai dengan masa Abdurrahman bin Mahdi yang intens
mengkaji ushul fikih. Ulama ushul fikih dapat dibagi menjadi dua
aliran -dari perspektif modem-.

Pertama, aliran muhaddits. Aliran ini memmuskan berbagai
kaidah sebagai landasan pengambilan hukum fikih dari dalil-dalil
yang parsial. Metode ini digagas oleh Imam As5rSyafi'i rg. Melalui

metode ini telah lahir berbagai karya dari sejumlah penulis yang

dibesarkan dalam lingkup yang didomirasi ajaran dasar para

muhaddits.

Kdua, aliran mutakallimin. Kontribusi tertesar di bidang
ushul fikih diberikan oleh para ulama [<ritis. Di antaranya dari
kalangan Mu'tazilah seperti pemuka mereka Al Qadhi Abdul
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Jabbar Al Mu'tazili dalam kitabnya; Al Umdah. Kitab tersebut

dikomentari oleh Hasan Al Bastri (w. 463 H) dalam N Mu'tamad-

Buku ini kemudian diberi catatan oleh Imam Al Haramain, Abu Al

Ma'ali AMul Malik bin Asy-Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini

AqrSyafi'i Al Asy'ari (w. 478) dalam Al Burhan.

Karya [mam Al Haramain selanjutnya diulas oleh muridnya,

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad AI

Ghazali Asy-S5rafi'i, penlmsun IhSa 'Ulumuddin, (w. 505) dalam l/
Mustashfa. Empat kitab ini disusun oleh para penulis lnng
berkonkibusi besar dalam kajian ilmu kalam. Karena itu, metode

ushul fikih yang mereka gagas disebut metode mutakallimin-

Keempat ktab di atas juga menjadi referensi utama metode

ini baE para penulis berikutnya yang mengikuti aliran

mutakallimin, baik dalam benfuk karya ikhtisar nraupun komentar

atas suafu ringkasan, dan setemsnya.

Seorang Imam besar, pakar ushul, mufassir, sekaligus ahli

kalam terkemuka, Muhammad bin Umar Ar-Razi AsSrSSnf i, yang

populer dengan ruuna Fakhruddin Ar-Razi atau Al Faktunrrrazi (w-

606 F0 meringkas metode mutakallimin dalam bukunln, Al
Mahshul. Langkah Al Fakhrurrazi diikuti oleh Al Allamah lmam

Abu Al Hasan AIi bin Muhammad yang terkenal dengan narna

Saifuddin Al Amidi (w. 631 H) dalam kitabnlra, Al lhkam fi Ushul

Al Ahkam.

Kitab Al Mahshul dan Al lhkam mendapat apresiasi dari para

ulama dalam benhrk karya ringkasan atau ikhtisar dari karp
Sebut sja, misalnya Syaikh Sirajuddin Al Amuri

merangkum Al lukhshrl/ dalam kitabngra, At-Tahshil; Tajuddin Al

Amwi meringkasnln dalam l*ab Al Hashil.
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Selanjutnya, Syaikh Syihabuddin Al Qarafi Al Maliki (w. 684
H) mengadaptasi mukaddimah dan bertagai kaidah dalam kitab
At-Tahshil dan Al Hashil karya Sirajuddin dan Tajuddin Al Amuri,
dalam sebuah kitab kecil berjudul At-Tanqihaf. langkah yang sama
diambil oleh Qadhi Abdullah bin Umar Al Baidhawi AqlS5rafi'i (w.

685 H) dalam kitab Muntaha As-Su'al qml amal fi llmai Al llshul
wal Jadal, yang kemudian diringkas dalam lttab Mukhtashar Al
Muntaha.

Pada perkembangan selanjufoeya, muncullah berbagai
komentar terhadap karya-karya ringkasan di atas. Komentar
tersebut kemudian diperas lagi menjadi catatan pinggir (hawasy),

dan catatan pinggir didukung oleh berbagai ketetapan. Keunikan
seluruh kitab ini terletak kepada ketetapan kaidah-kaidah ushuti
(ushul fikih) yang sesuai dalildan bukti yang ada.

Penulis mengadopsi kaidah yang didukung oleh dalil; dan
menafikan kaidah yang kontradiksi dengan dalil, tanpa
mempertimbangkan ada tidaknya relevansi kaidah tersebut dengan
masalah cabang (furu\ sebagai produk para ahli fikih. Dengan
demikian, kaidah ushul seperti ini berfungsi sebagai saftrna unfuk
merumuskan suafu hukum (istinbath) dan barometer masalah-

masalah furu'. Dia bukan produk fikih. Sebab itulah, pemaparan
berbagai masalah furu' dalam kitab-kitab fikih terkadang sekadar

contoh atau salah satu cara untuk menjelaskan, bukan metode
unfuk menenfukan dan merumuskan suafu kaidah.

Aliran berikutnya -jika bisa dikatakan dernikian- dapat
dibedakan dari proyek penetapan kaidah-kaidah ushul dengan
asumsi para Imam madzhab telah menggunakan kaidah tersebut
dalam ijtihad, pemaparan berbagai masalah fikih, dan penjelasan
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hukumnya. Pdorrnn mereka dalam menetapkan kaidah-kaidah ini

adalah masalah fiint'yargdikutip dari para Imam tersebut.

Alasan di balik p€n(gunaan metode ini oleh para ulama fikih

Hanafi yaitu, pam Imam ma&hab ini tdak meninggalkan

kompilasi kaidah yang dibut$*an, seperti kompilasi yang diberikan

AqrSyafi'i kepada para muridnya. Para Imam ma&hab Hanafiyah

hanln meninggalkan {uru'sqta bertagai masalah fikih 3ang tidait

sedikit rumlah dan ragamnla. Sebagian masalah ini tersebar dalam

perrnasalah fint' yarEterkernuka-

Jadi, ulama fikih Hanafi berpedoman pada masalah rfuru'

produk para irnamnla, dengan cara mengklasifikasikannya dalam

beberapa batnsan, baru kernudian dari klasifikasi ini disusunlah

bertagai kaidah dan afuran sebagai landasan utama madzhab

mereka, guna mernperktrat permasalahan furu'png dikutip dari

para imamnya- Rumusan ini juga berfungsi sebagai argumen

mereka dalam perdebatan dan diskusi, sekaligus membanfu

mereka unfuk merrggali hukurn baru yang belum dikemukakan

oleh para knam dalam ijtihad yang terdahulu.2

Proses perurnusan kaidah di atas sangat rentan, karena

seringkali lolangan ini menetapkan kaidah ushul sesuai dengan

rumusan masalah furu' yang dinukil dari para Imam madzhab.

Ketika sebuah kaidah ditetapkan, lalu di kemudian hari tempta dia

kontradiksi dengan sebagian furu'yang ditetapkan, aliran ushul ini

mengubah rurrrrsan kaidah tersebut sesuai masalah furu'ters&ut.
Berikut kami papa*an dua contoh untuk menjelaskan dua metode

di atas-

z khtlsar metode ini sama see€rti runusan prg dikelnukakan oleh mendiang
qlailfi Zal0yuaan qrataru
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Perbma, pendapat tentang penyebab wakfu ker,vajiban

shalat. Ulamat ma&hab Hanafi dan madzhab yang lainnya sepakat
bahwa wakfu setiap shalat lima waktu merupakan penyebab
wajibnya shalat, menjadi tanggungan orang mukallaf,juga sebagai
syarat sahn!,a melaksanakan shalat. Jadi, shalat tidak wajib
sebelum rrasuk wakfu; menyegerakan shalat sebelum wakfunya
hukumnya udak sah; juga tidak boleh mengakhirkan shalat dari
wakfunla. Hal ini sama kesepakatan para ahli fikih tentang
bolehnya melaksanakan shalat kapan pun dalam wakfu yang
menyebabkan kauajiban shalat.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang bagian
wakfu yang menjadi penyebab kalajiban shalat. MaksudnSra, tanda
penetapan kamjiban spi'terhadap mukallaf. Jumhur ulama
berpendapal perryebab tersebut yaitu bagian pertama wakfu
shalat. Jadi, ketika wakfu shalat telah masuk, otomatis mukattaf
difunfut unfuk menunaikan shalat yang telah ditetapkan kepada
wakfu ifu, sekalipun dia boleh memilih untuk melaksanakannya
kapan saja selama dalam rentang waktu tersebut. Demikian ini jika
orang tersebut berhak dikenai kalajiban kepada awal wakfu.

Sebaliknya, jika dia tidak berhak dikenai ka,vajiban kepada
awal urakfu (karana ada penghambat), maka bagian waktu
penyebab keurajiban shalat tersebut baginya adalah ketika
hambatan tersebut hilang. Apabila penghambat ini menghabiskan
seluruh waktu shalat, maka orang tersebut tidak dikenai taklif dan
tidak r,rnjib shalat.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan, penyebab wajibqn
shalat pitu bagian wakhr yang berhubungan dengan pelaksanaan
shalat. Kefika shalat dilaksanakan kepada bagian awal waktu,
maka itulah penyebab kewajibannya. Jika dia dilaksanakan kepada
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bagian berikutnln, qnktu ifulah penyebabnya dan bqlihr

setemsnya- Apabila seseorzrng belum melaksarnlon shalat hingga

tersisa baEan uraktu png tidak cglmp untuk shalat, ielas bagian

inilah yang merrjadi perryebab karaiiban shaht- Apabfu wakhl

shalat telah habis dan dia belum shaht, maka perr@ab kanrajiban

shalat itu adahh pada keseluruhan u,aktu tersebut-

Jumhur melandasi pendapatny'a dengan dalil slar'i' yaifu

firman Ahh e,

,yi * Jt*ai )j'4iitAi;i
'Lakstnl<anlah slnlat sqak nnblnri tqgdilwA ampi

gelapryp rra lam, "(Qs- Al Israa' ll,.7l..78l-

Allah B menFdikan tergelincimlTa rnatahari s€bagai hnda

karajiban shalat. Penetapkan karajiban atrrs mulollaf ditandai

dengan firrrnn-Nya, olal<sanakanlah slnbt-- Namun, manakala

As-Sunr6h menerangkan awal dan akrtir u;aktu shaht, hal tersebut

merrgindikasikan keleluasaan @, mul<alhf untuk melaksanakan

shalat kapan saia, sehma dalam rerrtang urakfu tersebut-

Berpiiak pada dalil ini, k€fika seorang mukallaf merrgalami

bagian urakfu wajib tersebut, sernentara dia fdak mengalami

hambatan bklif, karajiban shalat meniadi tanggungannlp dan dia

wajib melaksanakannya tepat lrnkfu atau secara qdln (di luar

uakfu sernestinlfl-

Lain halnlra iil<a dia tidak mengalami bagian wakhr wajib

dan tidak merqgalami hambatan bldf, dia fidak dik€nai keurajiban

apa plm-

Sernentara ifu, ulama fikih Hanafi trak mendasari

pendapatnp dengan dalil apa pun, baik Al Qtrr'an rnaupun As-
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sunnah. Pendapat madzhab ini hanya berpedoman pada berbagai
masalah furu' yang dikutip dari para Imam madzhab. Mereka
mengkaji berbagai masalah furu' fil<rh, dan menemukan kasus
berikut: "Apabila seseorang dikenai ka,vajiban kepada awal wakfu
shalat, kemudian muncul faktor yang menghambat ke-taHif-annya,
dimana penghalang ini terus berlangsung hingga waktu shalat
berakhir, maka dia tidak dikenai ka,vajiban melaksanakan shalat
kepada waktu itu."

Dari kasus tersebut, ulama fikih Hanafi menyimpulkan,
bahwa bagian pertama waktu shalat bukanlah penyebab ka*ajiban
shalat. Sebab, andaikan dia penyebabnya tentu kauajiban tersebut
tetap dibebankan kepada tanggungan si mukallafdengan sekadar
adanya waktu shalat. Mukalkf tidak terbebas dari tanggungan
setelah kesibukannya berakhir kecuali setelah melaksanakan atau
meng- qa dha kevuaj iban ters ebut.

ulama madzhab Hanafi menemukan, bahwa ketika seorang
mukallaf melaksanakan shalat pada awal wakfu, maka shalatrya
sah. Dari sini mereka berpendapat, bagian akhir wakfu shalat
bukanlah penyebab kewajiban shalat. Sebab, andaikan dia
penyebab keurajiban shalat, tentu shalatnya yang dilakukan pada
awal wakfu tidak sah. Mengingat, shalat tersebut dilaksanakan
sebelum adanya penyebab keurajiban shalat dan syarat sahnya
belum terpenuhi, yaitu waktu shalat. shalat tidak sah sebelum ada
penyebabnya dan terpenuhi syarat keabsahannya.

ulama madzhab Hanafi juga menyimpulkan dari kasus di
atas, ketika seorang mukallaf tidak melaksanakan shalat Ashar
hingga masuk waktu naqish (wakfu sore ketika wama pancaran
sinar matahari mulai menguning), kemudian dia melaksanakan
shalat kepada waktu tersebut, maka shalatrya sah namun makruh.
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Merujuk kasus di atas, ulama fikih Hanafiph merumuskan

hukum bahwa apabila kewajiban (shalag baru dilaksanakan kepada

akhir waktu maka akhir wakhr ini penyebab urajibn5a shalat.

Alasanngra, keabsahan shalat kepada wakfu naqish merupakan dalil
bahwa, shalat tetap dir,rajibkan dalam kondisi belum terpenuhinya
syarat akibat minusnya penyebab keurajiban shalat, yaifu waktu-
Oleh karena itu, melaksanakan shalat kepada ulakfu naqish

' hukumnya sah dan shalatnp ada (bukan qadhal, sebagaimana
< --iLlah diwajibkan.

Statemen di atas, seperti kasus gang telah ditetapkan, bahwa
"Apabila seorang mul<allaf belum melaksanakan shalat Ashar
hingga habis waktu, kemudian dia melaksarnkan shalat Ashar
kepada hari berikutnya, misaln5ra, kepada wakfu naqish, maka
shalatn5n tidak sah."

Dari kasus ini, ulama fikih Hanafi mertrmuskan, apabila
seseorang tidak memenuhi kannjiban shalat yang dibebankan
padanya pada wakfu tertenfu, maka penyebab ka,r,rajibannya

adalah seluruh bagian waktu tersebut, bukan bagian akhimya.
Sebab, jika bagian akhir waktu tersebut menjadi penyebab setelah
berakhimya wakfu shalat, maka tentu tdak ada faktor yang

menghambat keabsahan qadha shalat kepada waktu naqish.
Alasannya, kanajiban shalat dalam kondisi demikian itu
mamjibkan wakfu naqish karena kekurangan penyebab. Oleh
karena itu, boleh mug-qadha shalat itu kepada u/akhr naqish.

Dalam mempertimbangkan masalah furu'agar dalil nasi
relevan dengann5a. Ulama madzhab Hanafi mengatakan,
penyebab yang meurajibkan shalat 5raitu bagian awal wakftr, lika
berhubungan dengan shalat Ada' (pada u,alfu shalat tersebut).

Apabila dia tidak berkaitan dengan Ada' (pelaksanaan shalat)
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faktor penyebab ini beralih kepada bagian waktu berikutnya,

demikian setemsnya.

Apabila tersisa sebagian waktu yang hanya cukup untuk

melaksanakan shalat fardhu, maka bagian waktu inilah yang

menjadi penyebab kewajiban tersebut. Apabila waktu shalat telah

habis dan seorang mukallaf belum melaksanakannya, maka

kalajiban ini dinisbatkan pada seluruh waktu tersebut.

Kdua, ulama fikih Hanafi menetapkan dalam kaidah ushul

mereka, "Kata homonim tidak bermakna umum." Homonim

merupakan (musytanl4 satu kata yang menunjukkan suafu makna,

kemudian kata digunakan unfuk satu makna atau beberapa makna

yang berbeda. Misalnya, kata 'ain yang berarti "emas," "mata,"

dan "intelijen."

Penggunaan kata seperti ini -seperti dikemukakan di

depan- dalam sebuah ungkapan hanya dapat merujuk pada satu

makna saja. Tidak ada satu Imam madzhab pun yang

mengemukakan kaidah ini. Ulama Hanafiyah memmuskan kaidah

ini dari sebagian masalah fikih, seperti pendapat mereka dalam

kasus wasiat berikut.

Seandainya seseorang berwasiat kepada para maula<rya,

sementara pewasiat memiliki maula atasan dan bawahan,

kemudian dia meninggal dunia sebelum menjelaskannya, maka

wasiabnya batal. Pembatalan ini akibat dari tidak diketahuinya

objek yang diwasiatkan. Ketidaktahuan ini tidak lain berasal dari

homonimnyra l<ata maula yang merujuk pada dua arti. Pertama,

maula dalam arti orang yang memerdekakan (mu'tiql atau disebut

juga maula atasan; kedua, orang yang dimerdekakan (mu'bq),

yang juga disebut maula bawahan.
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Dalam kasus ini, kata maula tidak dapat ditafsirkan dengan

kedua makna tersebut serara sekaligus. Tetapi, png dimaksud

adalah salah satunya. Dan, hal ini tidak diketahui.

Dari kasus ini para ulama memmuskan kaidah "kata

homonim tidak bermakna umum". Ini kemudian dijadikan salah

satu kaidah ushul.

Namun, sebagian ulama fikih Hanafi melihat kaidah dalam

konteks ini tidak sinkron dengan sebagian masalah /trnr'5rang lain

yang telah ditetapkan dalam madzhab, seperti pendapat mereka

terkait permasalahan sumpah. Misaln5ra, seandainya seseorang

berkata, 'Demi Allah aku tidak akan bicara dengan prrra maula-

mu." -sementara orang yang disumpahi mempunSai beberapa

maula atasan dan bawahan- lalu dia berkata kepada salah

seorang maularrya. maka dia telah melanggar sumpah.

Hukum pelanggaran sumpah akibat betricara dengan salah

seorcmg maulanya hanya berlaku iika kata maula dalam kasus ini

merujuk pada dua makna secara bersamaan. Sementara hal ini

konhadiksi dengan kaidah yang telah ditetapkan tentang kata

homonim- Oleh karenanln sebagian mereka merumuskan kaidah

tersebut menjadi "kata homonim tidak bermakna ulnurn kecuali

jilo disebutkan setelah bentuk negatf, maka dia bermakna

umum-"

Jelas, dalam kasus sumpah di atas, lata maula disebutkan

setelah fmse bentuk negatif (tidak akan bicara). Jadi, kata ini dapat

merujuk dua makna sekaligus dalam satu redaksi. Oleh sebab ihr,

wajar jika sebagian besar madzhab Hanafi mengemukakan

masalah furu' fil<rh dalam kitab-.kitab ushul mereka, mengingat

pada kenyataannSa dia merupakan ushul bag kaidah-kaidah

tersebut, sekalipun secara sistematis, masalah funt' ini
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dicantumkan sebagai penjelasan lebih lanjut didasarkan pada

kaidah-kaidah ushul.

Seperti telah kami kemukakan sebelumnya, masing-masing

aliran ushul ini memiliki karya tersendiri. Sebelumnya telah

disebutkan beberapa karya ushul dari aliran pertama, yaifu mereka

yang mengikuti metode Asy-Syafi'i, yang mayoritas disebut dengan

aliran mutakallimin. Mengingat, sebagian besar mereka adalah

para ahli kalam.

Sedangkan karya ushul dari madzhab Hanafi di antaranya

yang terpenting adalah kitab .4/ Ushull<arya Abu Bakar Ahmad bin

Ali Al Jashshash (w. 370 H), Taqwim Al Adillah susunan Abu Zaid

Ubaidillah bin Umar Ad-Dabusi (w. 430 H), N Ushul karya

Syamsul Aimmah Al Sarkhasi (w. 482 H), dan Al Uhsul yang

ditulis oleh Fakhr Al Islam Ali bin Muhammad Al Bazdawi (w. 482

H). Kitab yang disebutkan terakhir ini merupakan kitab ushul fikih

madzhab Hanafi yang paling bagus dan lengkap. Al Ushul

dikomentari oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al Bukhari (w. 730 H)

dengan kitab berjudul IGsy{Al Asrar.

Pada perkembangan selanjutnya, dari dua alimn ushul fikih di

atas muncullah aliran lain yang mengompromikan dua aliran ini

dalam beberapa karya tulis. Kompromi ini menyumbangkan dua

faedah dan manfaat:

Pertama, pengembangan fikih le'u,rat pengaplikasikan kaidah

ushul terhadap berbagai masalah dan menghubungkan keduanya.

Kdua, proses verifikasi kaidah-kaidah ushul dan dalil dan

melandasinya.

Di antara ulama yang mencoba mengompromikan dua alimn

ini yaitu, Muzhaffaruddin Ahmad bin Ali, terkenal dengan natna
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hnu As-Sa'ati Al Harnfi (w- 694 fil dahm kitabnlp yang beriudul

Badi' An-Nizlnm Al Jam'u baina Kibbai Al hzutadi wa Al
Ahl@m. Shadrus qA'ah t baidillah bin Musa Al Hanafi (w- 747

F0 menuliskan s€buah buku yang b€riudul At-Tanqiih, lalu dia

mengomerrtari IGr],a ini dalam kitabnSn At-Taudhih. Al Badzdawi

meringkas kitab ushul ini, yang diikufi oleh Ar-Razi dalam Al
Mahshul hn Al MukhbsharlGrt a lbnu Al Hajib.

Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin AMul Kafi bin

Taqiyrddin As-Srbki, guru kami yang merintis proyek

penyelesaian Al Majmu'tahap p€rtarn, waht tahun 771H, dan

meninggalkan s€hnh l<art a berradul Jam'u Al Jaqnmi'.

Pada penrhrkaan Jam'u Al Jatnmil Tajuddin menulis,

"Ehlku ini kompihsi lebih dari semtus kitab." Selanjuturya,

Muhamrrnd bin AMul Wahid terkenal derrgan hnu AI Hammam

Al Hanaft (w- 861 FI) merrynrsun klbtb At-Tahnfi,9nng kemudian

dikomerrtari oleh muridnp, Muharnmad bin Muharnrnad Amir Haj

AI Halabi (w. 879 FI), dengan khb beriudul At-Taqrir wm At-
Tahbir.

Berikutn5n, Muhibbulhh bin AMtrs Syukur Al Hanafi (w.

1119 FI) merr3nrsun lsab Muslam Ab-Tsubut Ini kitab kalangan

muta'akhir 3nng paling d€tail-

Seluruh kibb ini sangat mernbanfu kami, berlot karunia

Alhh. Dahh Tuhan y.ang merrorlnrpi kami dan sebaik$aik wakil.

$mb€r inforrnasi Fng paling mulia, paling agung, dan kiblat

sefuruh mujtahicl dan iuru htwa-Fng b€rasal dari Tuhan semesta

alarrr-pitu Kitabullah Al Qur'an- Kami menjelaskan setiap ayat

Al Qur'an dengan banfuan berbagai referensi tentang tafsir,

huhrn, dan ulumul qur'an- Sagian lGrta ini ada Srang dapat

dipetik rnanfaatntn, adapula htab yang perlu disanggah karena

L
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memuat makna yang kurang benar. Demikian pula kami merujuk
kitab-kitab kajian lainnya, baik sebagai informasi maupun validasi.

Berikut kitab-kitab tersebut:

1. Al Jami' li Ahkam Al Qur'an, ditahqiq oleh Syaikh
Athfisy, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin
Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, penerbit Darul Kutub Al
Mishriryah.

2. Jami' Al Bayan, ditahqiq oleh Ustadz Ahmad dan

Mahmud Muhammad Syakir, karya Imam Muhammad
bin Jarir bin Ja'far Ath-Thbari, penerbit Al Ma'arif.

3. Mafatih Al Ghaib, karya Imam bin Khathib Az-Ziy

terkenal dengan nama Al Fakhrurazi, penerbit Al
Mishrigryah.

Tafsir Al Qur'an Al Adhim, kaqra Imam Al Hafizh
Imaduddin bin Katsir, penerbit Al Halabi.

Ad-Dur Al Manstsur fi At-Tasfir bil Ma'fsur, Imam Al
Hafizh As-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

Fath Al Bayan fi Maqashid Al Qur 'an, naskah ini ditahqiq
oleh penulis (Najib Al Muthi'i) untuk penerbit Al Imam,

karya Shadiq Hasan Khan.

Tafsir Al lGsysyaf, disusun oleh Al Allamah Mahmud
Jarullah Az-Tamakhsyari, penerbit Asy-Syarqiyyah.

Ruh Al Ma'ani, karya Mufti Wilayah lrak, Mahmud Syukri
Al Alusi, cetakan AlMuniriyyah.
Tanwir Al Miqbas min Tafsir lbnu Abbas, tafsir yang

dinisbatkan kepada hnu Abbas &, disusun oleh

Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz Abaadi, penerbit Al
Babi Al Halabi.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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l}.Hasyiah Al Jamal Ala Al Jalalain, Srang disusun oleh

Imam Jalaluddin As-Suy-rthi dan Jalaluddin Al Mahalli,

penerbit Al Maimuniah.

LL.Hasyiah ,Ash-Shawi Ala Al Jalalain, panefiit Maktabah

Ar-Rasyqnd.
L2.Tafsir lbu Ehdis, kar5ra Syaikh AMul Hamid bin Badis Al

Jaza'in, penertit Darul Fikr.

L3.Tafsir Al Manar (tidak lengkap), kompilasi kaiian Syaikh

Muhammad AMuh dalam surat kabar Al Abbasi, lang
dikutip dan dikomentari oleh Saryid Rasyid Ridha,

penerbit Al Manar.

L4.Tafsir Dur Al ,*nr, (menafsirkan hwatihus suwar),

karya Mahmud Hamzah Al Husaini, dari

Dr. Hasan Abbas 7aliJ., putertit Al Markaz Al Arabi lil
Ba'ts wan Nasyr.

1.l.Adhqn'Al kSan (ada di hngan panulis sampai iilid 8),

susunan Muhammad Al Amin Al Jakani Aq1$prqithi,
pene6it Al Madani-

L6.Irqnd Al Aql As-Salim ila MazaSn Al Qur'an N l{arim,

karya Imam Abu As-Su'ud Muhammad Al lrrracli, penertit

Al Husainiah.

LT.Tafsir Al Baidhawi, susunan Imam Al Qadhi AMullah bin

Umar Al Baidhawi, penertit Al Halabi. Judul tafsir ini

Anonr At-Tanzil wa Asnr AFTa'wil, penabit tahun

1305 H.
L8.At-tafsir Al QaSyim, dikompilasi dari ktab-htab lrnam

Spmsuddin Az-7ar'i. populer dengan nanra lbnu Qaygrim

Al Jauziyyah, Spikh Muhammad bin ldris An-Nadrpi,

penerbit As-Sunnah AI Muhammadiyah.
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L9.Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an, susunan Ustadz Syahid Sayryid

Qutb, penerbit Asy-Syuruq.

2O.S5nrh Musykilat Al Qur'an, susunan Abu Abdullah

Muhammad bin Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, populer

dengan nam Ibnu Qutaibah, penerbit Dar At-Turats.

zl.Ahkam Al Qur 'an, Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-

Razi, terkenal dengan nama Al Jashshash, penerbit Al
Bahiya,rah.

2Z.Ahkam Al Qur'an,l<arya Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi

Al Maliki, penerbit Dar Ihya Al Kuhrb Al Arabi54,rah.

Z3.Gharib Al Qur'an, karya Raghib Al Ashfahani, ditahqiq

oleh Muhammad Sayyid Kailani, penerbit Kairo, tahun

1381 H.
24.Mutasyabih Al Qur'an, karya Al Qadhi AMul Jabbar,

penerbit Dar At-Turats.

2l.Ahl<am Al Qur'an, karya Imam Asy-S5nfi'i, dikompilasi

oleh Al Hafizh Al Baihaqi, penerbit Ghazat Al Aththar.

26.Bulugh Al Mamm fi Syarh Ayat N Ahkan, susunan

Shadiq Hasan l(han, penerbit Al Madani.

27 . Al Burhan fi Ulum Al Qur'an, karSa Imam Al badr Az-

Zarkasyi penerbit Al Halabi.

28.41 ltqan fi Ulum Al Qur 'an, karya Al Jalal As-Suy.rthi,

penerbit Al Halabi.

29.41 fawa'id fi Masyakil Al Qur'an, karya lzzbin AMus
Salam, penerbit Kementerian Wakaf Kuwait.

3}.Fath Ma Manna bih Ar-Rahman fi I'nb Al Qur'an,l<arya
Imam Al Abkari, penerbit Al Halabi.

3l.Madarik At-Tanzil, karya Imam An-Nasafi, penerbit Al

Amiriyyah.

32.Manahil Al 'Irfan, karya Az-Zarqani, penerbit Al Halabi.
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33.At-Tasjil Ash-Shauti li Al Qur'an, Dr. Muhammad l-abibi

As-Sa'id, Dar Al Kutub Al Arabi.

34.Bashair Dawi At-Tamyiz {i l-atha'if Al Kibb Al Aziz,

karya Al Fairuz Abadi, penertit Majelis Tinggi Umsan

Agama Islam.

31.At-Tibgan fi Aqsam Al Qur'an, l<arya Spmsuddin bin

Qayyim Al Jauzilyah, Maktabah As-Sunnah Al
Muharnmadi5ryah.

36.Mujam Alfazh Al Qur'an, ditertitkan oleh Lembaga

Bahasa Arab, Kairo.

37.S5arh Mujiat N Qur'an, ka4n S!,arif Ar-Ridha, penerbit

Al Halabi.

38.Lubb An-Nuqul fi ,Asbab An-Nuztl, kartn Al Hafizh As-

Sugrthi, penerbit Dar At-Tahrir-
39-Asbab An-Nuzul, karta Al Wahidi, penertit Muassasah Al

Ahram, ditahqiq oleh SaSyid Ahmad Shaqr.

4O.An-Nasikh wa N Mansukh, karya Abu Muhammad Ali
bin Hazm Al Andalusi, pada baEan catatan pinggir Lubab

An-Nuqul, penerbit As-Sa'adah-

4L.Ra'y fi An-Naskh, ka4n AMul Muta'al Al Jabiri, buku ini

kemudian diberi judul la Naskh fi Al Qur'an, terakhir

ditelbitran oleh Al I'tisham.

42.Ijaz Al Qur'an, karya Abu Bakar Al Baqilani, penerbit Al
Amiri!,lrah.

43.1'jaz Al Qur'an, lorta Mushtafa Shadiq Ar-Rafi'i,

peneftit Ar-Risalah.

M.Tanzih Al Qur'an An Al Matln'in, l<arrSa Qadhi AMul
Jabbar, penertit AI Khaaniii.

 5.Tafsir At-Tahrir wa At-tanwir, karp ulama Tunis,

Muhamrnad Ath-Thahir bin Asyur, penerbit Isa Al Halabi.
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46.Tafsir Surah An-Nur, karya Taqiy Ali bin Abu Al Abbas
hnu Taimiyyah, penerbit As-Sunnah Al
Muhammadigyah.

47.1'jaz Al Qur'an, karyra Qadhi Abu Bakar Al Baqilani,
penerbit Mushthafa Al Halabi.

48.Tafsir Surah An-Nur, karya Abu Al A'la Al Maududi,
penerbit Darul I'tisham.

49.Fath Al Qadir, karya Ali bin Muhammad Asy-syaukani,
penerbit Al Halabi.

50.A1 Muhadzdzab fi ma Rafa'a fi Al eur'an min Al
Mu'arrab, karya Jalaluddin As-Suyuthi, diterbitkan atas
dukungan pemerintah Maroko dan Uni Emirat Arab,
penerbit Fadhalah, Muhammadi5ryah, Maghrib.

5l.Al Mushhaf Al Mufassir, karya Muhammad Farid Wajdi,
penerbit As-Sya'b

S2.Ghan'ib Al Qur'an wa Raghaib Al Furqan, karya An-
Naisaburi, penerbit Al Imam.

S3.Muqaddimah ft At-Tafsir, Muhammad Farid Wajdi,
penerbit Asy-S5n'b.

S4.At-Tib5an fi Adab Hamalah Al Qur 'an, karya Imam An-
Nawawi, penerbit Al Imam.

s5.Fadhail Al Qur'an, karya Al Hafizh hnu Katsir, diberi
pengantar dan diterbitkan oleh wartawan, Faruq Ali
Manshur.

56.Tafsir Juz Amma, karya Ustadz Imam Muhammad
AMuh, penerbit Al AmiriWah.

S7.Tafsir Juz Tabank, Ustadz Syaikh AMul Qadir Al
Maghribi, penerbit Al Amiriyyah.

S8.Tafsir Al Ehyan, Syaikh Husain Muhammad Makhluf,
penerbit Rabithah Alam Islami.
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S9.Tafsir Al Jawahir, kar!,a Syaikh Thanthawi Jauhari,

penerbit Al Halabi.

60.Muhaunhh Ashriah lit Tafsir, Dr. Mushthafa Mahmud,
penerbit Al Ma'arif-

6l.Sjntlnhat Mushthafa Malanud, susunan AMul Mutta'al
Al Jabari, penerbit Al I'tisham.

62.At-Tafsir Al MuSasar, karya Syaikh AMul Jalil Isa,

penerbit Al Akhbar.

63.At-Tafsir Al Mugssr Muhammad AMul t a$if (bin Al
I(hathib), penertit Al Ashri!,!ah.

64.1{alinnt Al Qur 'an, Syaikh Husain Muhamnnd Makhluf,

penertit Al Ma'arif.

6\.Iulalasin At-Ta'wil, Sttaikh Jamaluddin Al Qasimi,
penertit Al Halabi.

66-Falnis Al Qur'arl, karya Mahmud Raamigar, penertit
Teheran, penertit 1384 H.

6T.Ahlcarn Al Qur'an, l<arya Al Kiya Al Htuasi AttrThabari,
manuskrip.

68.TafsA Gharib Al Qur'an, karya hnu Taimil6nh Ad-

Dainuri, penertit Al Halabi.

69.Nahwa Tafsir Maudhu'i Ii Al Qur 'an, kajian tafsir dimuat

dalam Majalah Al Ba5an, Lembaga Agama Sudani,

susunan SSraikh Abu Al Qasim T,alinal Abidin.

7O.Zad Al Masir fi llmi At-Tbfsa, karp Al Hafizh Abu AI

Faraj bin Al Jauzi, penertit Maktab Al Ishmi, di Belrut.

7l.Al Mtrhhaf Asy$arif, dengan Qiraat Ad-Duri,

Perpustakaan Univercitas Ummu Durrrnn Al Islami-

Berikutn5ra, referensi ilmu qira'at, seperti:

72.Mah ,4s5rS5athibi547ah, naskah di
perpustakaan penulis.
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73.41 Hujjah fi Al Qira'at As-Sab'i, penerbit Al Hai'ah Al
Ammah lil Kitab.

74.Mah Al JazanSyah wama Alaiha min S3ntruh, penerbit
Kairo.

Referensi selanjutnya berkaitan dengan sunnah Nabawi, atau
bisa disingkat menjadi Kitab As-Sunnah, yaitu:

T\.Shahifah Hammam bin Munabbih An Abi Hurairah tfu,,

dicetak berikut mukaddimah dan catatan di Haidar
Aabaad, tahun 1374 H, berdasarkan penelitian Dr.
Hamidillah dari naskah manuskrip di Perpustaan Berlin.

76.41Muowththai karya Imam Malik bin Anas, berdasarkan

riwayat Yahya bin Yahya bin Bakar Al l-aitsi Al Mahmudi,
ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

77.41 IIal, l<an1a Imam Ali bin Abdullah Al Madini, ditahqiq
oleh Dr. Muhammad Mushthafa Al A'zhami, penerbit Al
Maktab AI Islami, Beirut, tahun L392H.

78.41 Muumththa ', berdasarkan riwayat Muhammad bin Al
Hasan Asy-Syaiban, ditahqiq oleh Abdul Wahhab, Abdul
[-athif, penerbit Kairo, tahun 1387 H.

79.A2-Zuhd Ar-Raqa'iq, l<arya Abdullah bin Al Mubarak Al
Marwazi, ditahqiq oleh Habiburrahman Al A'zhami,
diterbitkan oleh penerbit Maalikaawu'i, India, tahun
1386 H.

80.A1 Muwaththa', berdasarkan riwayat Ibnu Dahab,
penerbit Al Maghrib, ditahqiq oleh sebagian ulama

Maroko.

Sl.Musnad Al Humaidi nuru Al Bukhari- bukan Al
Humaidi penyusun Al Jami' baina Ash-Shahihain,

ditahqiq oleh Habiburrahman Al A'zhami, diterbitkan di
Maalikaawu'i, India, tahun 1387 H.

30 ll .U Uoi*u'SyuahAl Muhodzdzab



8Z.As-Sunan, Sa'id bin Manshur Al l(hirasani Al Makki,

ditahqiq oleh Habiburrahman Al A'zhami, di penerbit di

Paris, Maalikaawu'i, tahun 1387 H.

83.Musnad Al Imam Ahmad. Al Hafizh hnu Hajar dalam

Ta'jil Al Manfaah, menyatakan, "Dalam Al Musnad hanya

terdapat tiga atau empat hadits lang tdak memiliki

landasan dalil lrang jelas. Alasannya, lmam Ahmad

memerintahkan unfuk mencampur sebagian hadits ini.

Hadits di atas termasuk bagian darinla, tetapi dia tidak

dicanfumkan karena lupa.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mentahqiq sebagian

kitab .4/ Musnad yang diterbitkan oleh Darul Ma'arif setebal 15

jilid, kurang lebih sepertiga Al Musnad.

84.Musnad Al Imam Ahmad, penerbit Al Hindiyyah. Pada

catatan pinggimya tercantum ringkasan lfitarb lhnz Al
Ummal.

85.41 Fath Ar-Rabbani bi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbl
Asy-Syaibani, karya Syaikh Ahmad AMurrahman As-

Sa'ati (Al Bana), namun tidak sampai selesai. Pen5nrsun

merniliki 22 jilid buku ini-

86.Shahih Al Bukhari, N Jami' Ash-Shahih Al Musnad N
Mukhtashar min Umur Rasulillah fu, wa Sunanih wa

penerbitN Utsmani.

87.Fath Al Bari SSnnh Shahih Al BuMnri, karya Al Hafizh

Ahmad bin Ali bin Hajr Al Asqalani, penerbit Al
Mishri54,rah, kemudian ditertitkan oleh As-Salafi!,yah.

Penulis mengutip dua versi cetakan ini.

88.Hadyt As-Sad Muqaddimah Fath Al furi, karp Al
Haf2h hnu Hajar Al Asqalani, terdapat dua edisi cetak

dan satu naskah penerbit Al Amirigyah.
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89.1ry7ad Asy-Sari Syarh Shahih Al Bukhafi, karya Al Hafizh
Ahmad bin Muhammad Al Asqalani, penertit Al
Maimaniyyah, 12 jilid; dan penertit Al Arniri!,yah, 10
jilid.

g0.Itfrhaf Al Bari fi Syarh Shahih Al Bul<hari, kar5ra Abu
7al<an17.:la Al Anshari, dilanjutkan dengan IrcWd As-Sari
5rang dipisah dengan daftar isi, penerbit Al Maimaniyyrah.

9l.Umdah Al Qan Syarh Shahih Al Efukhari, ka4ra lrnam
Mahmud bin Ahmad Al Aini Al Hanafi, penerbit AI
Munirilyah.

92.A1 l{awakib Ad-Durari fi SSnrh Shahih Al Bukhari, ka4n
Imam Muhammad bin Yusuf bin A[ Al Kirmani, penerbit
Al Mishriyyah.

93.Sunan Abi Daud Sulaiman bin At Asy'ab As-Sijisbru',
ditahqiq oleh Muhyiddin Abdul Harnid, penertit Kairo,
tahun 1354 H.

94.Fath Al Mulhim fi Syarh Shahih Muslim, ka4n S!,aikh
Ad-Dayubandi, penerbit Haidar Aabaad.

95.41 Mulhim bima Asykala min Tatkhish Shahih Muslim,
karya Syaikh Ahmad bin Umar AI Qrthubi, penerbit Al
Halabi.

96.lkmal Al Mu'allim fi Syarh Shahih Muslim, ka4n Imam
Muhammad bin Khalifah Ad-Dasnani, lang populer
dengan nama Al Albi Ali, tercanfum pada catatan pinggir

8n h Muslim, karya An-Nawawi, penerbit Al Halabi.
97.llnnal Mubllim bi Fawa'id Kibb Muslim, ka4a Al eadhi

Ipdh bin Musa Al Yahshabi, edisi manuskrip.
g8.Jami' AtTirmidzi, Abu Isa Muhamrnad bin Isa bin Surah,

ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir dan Muhammad Fuad
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AMul Baqi, 3 jilid yang sudah ditahqiq danzjilid sisanya

belum.
gg.Jami' At-Tirmidd, ditahqiq oleh Usta& Azat Ad-Da'as,

penerbit Himsh, tahun 1387 H.

L00. Sunan A*Nasa ); Imam Al Hafizh Abu AMurrahman

Ahmad bin Syu'aib, ditahqiq oleh Muharnmad Athaillah

Al Qaushipni Al Amrtastari, penertit Mathba'ah As-

Salafi!,yah, I-ahore, Pakistan, tahun 1376 H, yang

disebut juga dengan Al Mujbb, As-Sunan N
Kubn- Al Mujbb salah satu kitab sunnah.

L}L. Sumn lbnu Malah, karta Imam Muhammad Abu

Abdullah Muharnmad bin Yazid Al Quzrryaini, ditahqiq

oleh Muhamnnd Fuad AMul Baqi, penertit Dar lhya

Al Kutub Al Arabi.

lO2. Surnn Adhrimi, l<arla Abu Sa'id Utsman bin Sa'id

Utsmani bin Sa'id bin Khalid, ditatqiq oleh Muhammad

Ahrrad Dahrnan, penertit Damaskas, tahun 1345 H,

dan penertit AMullah Hasyim Al Yamani, Madinah-

lO3. Musnad Abi Bala Ash-Shiddiq 4&,, susunan Al Marwazi,

ditatqiq oleh Syu'aib Al Arra'uth, peneibit Al Maktab

Al lslami-

104. Shahih lbnu l{huaimah, karya Abu Bakar Muhammad

bin Ishaq bin l(huzaimah bin Al Mughirah, ditahqiq oleh

Dr. Mushthah Al A'zhami, penertit Al Kutub Al lslami,

Beirut, tahun 1391 H.

L05. Shahk lbnu Hibbn,l<artra Abu Hatim Al Busti, iilid 1,

yang ditahqiq oleh S!,aikh Ahrnad Syakir dan

dit€ftitran oleh Darul Ma'arif; 2 iilid berikutrya

diterbi*an oleh penertit Al Ashimah tanpa ditahqiq.

106. Shahih Abi Armmh, penabitBeirut.
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lO7. Syanh As-Sunan, karya Syaikh Al Islam Al Husain bin

Mas'ud Al Farra' Al Baghawi, ditahqiq oleh Syua'ib Al
Ama'uth dan Zuhair Asy-Syawisy, penerbit Al Maktab

Al Islami, tahun 1391 H.

1O8. Ma'alim As-Sunan, karya Muhammad bin Muhammad

bin lbrahim Al Busti. Kitab ini merupakan kompilasi

dari Syarh Mukhbshar Sunan Abi Daud dan kitab

Tahdzib Abi Daud, karya Al Mundziri, penerbit As-

Sunnah Al Muhammadiyiyah, tahun 1367 H.

lO9. At-Tamhid lima Fi Al Muwaththa' min Al Ma'ani wal

Asanid, karya Al Hafizh Abu Bakar Umar bin AMul
Barr, ditahqiq oleh Mushthafa Al Alawi dan

Muhammad Al Bakri, penerbit Al Mulakigph, Ribath,

tahun 1387 H.

L10. Al Musnad, karya Sulaiman bin Daud Ath-Tha5ralisi,

penerbit Haidar Aabaad, tahun 1351 H.

l7l. Taisir Al Fattah Al Wadud fi Takhrii Al Muntaqi li lbni
Abi Al Jarud, karya Sayyid Abdullah Al Hasyim Yamani

Al Madani.

172. Mushannaf lbni Abi S5nibah, karya Al Hafizh Abu

Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah,

diterbitkan dalam 5 jilid, penerbit Al Ulum Asy-

Syarafiyryah, Haidar Aabaad, tahun 1390 H.

713. Naf'u Qut Al Mughtadzi bi Syarhi Sunan At-Tirmidzi,

dicetak di India, tahun 1342H.
LL4. As5rSyama'il Al Muhammadi5yah, karya Imam At-

Tirmidzi, penerbit Mathba'ah Al Istiqamah, Mesir,

tahun 1253 H.
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tt5.. Ta'wil Mukhtalaf Al Hadits, karya hnu Qutaibah Abu

Abdullah Muhammad bin Muslim Ad-Dainuri, Kairo,

tahun L326 H.
LL6. Sumn Ad-Daruquthni, berikut , susunan

Syamsul Haq Al Azhim Abaadi, penertit Hasyim

Yamani.

Ll7. Starh Ma'ani Al Atun karln Imam Abu Ja'far Ahmad

bin Muhammad bin Salamah Ath-Thamaawi, penerbit

Al Anurar Al Muhammadi$Eh, tahun 1387 H.

lL8. Ma'alim ,4s-Sunan, kart/a Muhammad bin Muhammad

bin lbrahim Al Busti, kitab ini berjudul: Sgarh

Mukhbslar Sunan Abi Daud, berikut l<rtarb Tahdzib Abi
Daud, lerta Al Mundziri, penerbit As-Sunnah Al
Muhammadlyyah, tahun 1367 H.

ll9. Al Musbdnk, karta Al Hakim Abu AMullah bin AI

Bai', karlra sejenisnya Talkhish Al Musbdmk, susunan

Al Haftzh A&-Dzahabi, penertit Dairah Al Ma'arif Al

Utsmani!,lnh, Haidar Aabaad, tahun 1343 H.

12O- Mafiru' Az-hqm'id wa Manba' Al Fawa'id, l<an1a N
Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al Hatsami,

penerbit Hisamuddin Al Qudsi.
L2l. tuidlnn Al Ahundzi Ala Kibb At-Tinnidzi, karya Al

aadhi Abu Bakar Muhammad bin AMullah bin

Muhamrnad bin Al Arabi, penerbit Al Mathba'ah Al
Mishrlrlah, tahun 1350 H.

122. As-Sumn Al Kubn, karya Abu Bakar Ahmad bin Al
Husain Al Baihaqi, karyra sejenisn5ra yaftt Al Jauhar An-
Naqiy fi Ar-Radd Ak Al kihaqi, karln Abu At-

Turkirrnni, dicetak di India oleh penertit Dairatul
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Ma'arif Al Utsmaniyyah, Haidar Aabaad, tahun 1354
H.

123. Al Bukhari bi Syarh Az-hrkasyi, penerbit Al
Mishr[yah.

L24. Syarh As-Sudi li Shahih Al Bukhari, karya Imam Abu Al
Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi,
penerbit Darul Ma'rifah, Beirut.

125. Al I'tibar fi An-Nasikh wa Al Mansukh min Al Atsar,
karya Imam Al Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Musa
Al Hazimi, ditahqiq oleh Syaikh Raghib Ath-Thabbaakh
Al Halabi, dicetak di Halb, tahun 1346 H.

126. Al Umdah fi Ma'alim Al Halal wa Al Haran min Khaiil
Anaan Alaihi As-Salam, karya Al Hafizh Abu
Muhammad Taqiyrddin Abdul Al Ghani Al Maqdisi Al
Hanbali. Kitab ini menghimpun hadits-hadits tentang
pokok-pokok hukum yang disepakati oleh Al Bukhari
dan Muslim. Ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir,
cetakan tahun 1373 H.

127. Jami' Al Ushul min Ahadits Ar-Rasul $, karya Al
Hafizh Abu As-Sa'adat Majduddin Mubarak bin
Muhammad bin Al Atsir Al Jazari, ditahqiq oleh Syaikh

Muhammad Al Faqi, diterbitkan atas donatur
Almarhum Raja Abdul Aziz Alu Sa'ud, dicetak tahun
1368-1374 H.

128. Ihkam Al Ahkam S5nrh Umdah Al Ahkan, karya Al
Hafizh Taqiyuddin bin Daqrqrl lid. Kitab ini
mengomentari Umdah Al Ahkam yang berisi 107
hadits, ditahqiq oleh Muhammad Hamid Al Faqi, dan

dibaca ulang oleh Syaikh Ahmad S3lakir tahun 1383 H.
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L29. Al Umdah, Hasyiah Ala Kitab lhkam Al Ahl<an, karya

Ibnu Daqiqul [id, ditahqiq oleh Ali bin Muharnmad Al

Hindi, Mesir, 4 iilid.
L3O. Fath At As5tnaf li Ma'rifah Al Athnat lortra Al Hafizh

Jalaluddin Abu Al Hajjaj Yusuf bin Az-Zak Al Mazzi,

yang dicetak bersama kitab:

L3t. An-Nukat ,4zh-Zzanaf Ala Al Ahtaaf, catatan Al

Hafizh hnu Hajar ,Al Asqalani, di-shahil>l<an dan

dikomentari oleh Syaikh AMus Shamad Sprafuddin,

penerbit Bombay India, seban5rak 7 iilid, jilid pertama

dicetak kepada tahun 1384 H.

L32- Mfbah Ash-Shahihain, karta $nikh Muhammad Asy-

Slarif bin Mushthafa At-Tauqaawi, seorang ularna asal

Aasitanah. Beliau menulis satr"r kunci untuk Slahih Al
Bukhari dan sahr kunci untuk Shahih Muslim- Kedua

buku ini diberi judul Mftah Ash-Shahilnin, diceAk

tahun 1313 H.

133. Sunan An-Nasa'i, (N Mujbba) bi S5nrh As-Suythi dart

Hasyrph As-Sindi, karya Abu AMurrahman Ahmad

bin Syu'aib Asy-Syafi'i, penertit Al Misfuignh-

t34. ,As-Sunn Al Kubm, karr AMurrahman Ahrnad bin

Syr'aib, terdiri dari 4 jilid dan dicetak di India.

135. SSarh Sunan lbni Maiah, tidak sempuma, susunan

Syaikh Ula'uddin Maflithaawi bin Qalif, manuslaip.

136. Mishbah Az-Zuiaiah Ala Sunan lbni Maiah, susurnn Al

Hafizh As-Suyrthi.

137. Ma Tamassu llaihi Al Haiah min Sumn lbni Maiah, 8
jilid, susunan Syaikh Sirajuddin bin Al Mulqin,

manuslaip.
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L38. Tanwir Al Haumalik Syarh Muwaththa Malik, karya Al
Hafizh As-Suyrthi, penerbit Al Halabi. Kitab ini juga

mernuat kitab:

L39. Is'aaf Al Muowththa ' bi Rijaal Al Muwaththa ' .

L40. Aujaz Al Masalik fi S5nrh Al Muwaththa ', Imam Malik,
susunan ulama India, Syaikh Muhammad Zakari5a,ra Al
Kandahlawi, diterbitkan atas donasi dari $aikh 7-ayid

Alu Nahyan.

L4L. Al Istidzkaar lima fr Al Muwaththa' min Al Mabani um

Al Abaa susunan Abu Umar Yusuf bin Abdul Barr,
penerbit Mesir.

L42. Al Isfiifaa' wa Al limaa', karyra Abu Al Walid Sulaiman
bin Khalaf Al Baaji, manuskrip.

L43. Al Munbqa min S5arh Al Muutaththa', l<anlla Abu Al
Walid Sulaiman bin Khalaf, dicetak atas donasi dari
Mualana Sultan AMul Hafizh; Sultan Maroko, dicetak
oleh penerbit As-Sa'adah, Kairo, atas kewenangan Haji
AMussalam bin Syaqrun.

LM. Al Qabas fr Sjarh Muwaththa' Maalik bin Anas, trdak
lengkap, susunan Qadhi Abu Bakar Al Arabi,
manuskrip.

L45. S5nrh Az-hrqaani Ala Muovaththa' Maalik, karya

Imam Muhammad bin Abdul Baqi bin Yuusuf Az-
Zarqaani, peneltit Ahmad Hanafi, Mesir.

146. Daliil As-Saalik ila Muwaththa' Maalik, susunan Syaikh
Imam Muhamrnad Habidullah bin Mapbi Al Jukani
AsySyanqithi, dicetak di Mesir.

L47. Idhaa'ah Al Halik min Alfazh Dalil As-Saalik, Syaikh
Imam Muhammad Habibullah Asy-Syinqithi, cetakan

Mesir.
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L48. Musnad Abi Aqmrnn Al Wadhdlnah bin Abdullah Al
Yasykwi, penabitDairah Al Ma'arif Al Utsrnaniyfh-

149. Al Mua'llim bi Fawaa'id Kibb Muslim, lorta Imam

Muharnmad bin Ali Al fvlaziri Al Maliki, manuslaip.

LSO. ,As-Sunan wa Al Abar, l<artn Imam Al Hafizh Abu

Bakar Al Baihaqi, penerbit India, lengkap; sebagian jilid

kitab ini dicetakan oleh Majelis Tnggi Bidang

Keislarnan, ditahqiq oleh Sayyid Ahrnad Slraqr-

151. Musnad ArRabii' bin Habiib Al AMhi, cetakan

Mesir.

L52. Starh An-Naowwi Ah Shahih Muslim bin Al Haifiei N
Qusyaii, parcfiit N lv{ishri!,!Eh.

153. ITiban Al Aulitq; l<artn Al Hafizh Abra Nu'aim Al
Ashbahani, penerbit tUahba'ah As-Sa'aadah.

L54. Tsukatsi5tSaat Al Mtd (Nakmt Shdr Al Malorak

wa Quu/vnh Aifi Al Armad), panabit Damasktrs,

dikomentari oleh Al l\tlaq{isi, Perenrstakaan lslam

Ustadz Zuhair SyawisrT-

155. Talkhish Al l{abiir {i fakhni Alnadib A,sy$nrh Al
IGba li Ar-Rafit s.rsuran Al Hafizh lbnu Hajar Al

Asqalani, penertit Yarnan-

L56. Nashb Ar-Raa5ah fi Taktuii Alnadib Al Hidaa5nh,

kar!,a Imam Az-7:dh i, ditahqiq oleh S!,aikh

Muharnmad T:rhidAl Kautsari, Mesir, tttlajelis llmu.

L57 . Al Adab N Mud,l<art a Imam Al BuL*rari, penertit

Indh.
L58- llal lbnu Abi Haatim, ditatqiq oleh Muhibuddin Al

Khathiib, karta Al Haftzh lbnu Abu Hatim Ar-Razi,

pene$it Salafit tph.
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L59. I6riz Al Ummaal fi Sunan Al Aqwal wa Al Af'al, karyu

Irnam Alauddin Al Burhanfuuri, penerbit Halb.
160. Al Jaami' N l{abiir populer dengan nama Jam' Al

Janmrni', karya Hafizh Al Jalalain As-Suyuthi,

manuskrip, diberi pengantar oleh Ma'aali Hasan Abbas
7ali, penerbit Hai'ah Al Ammah lil Kitab.

16l. Al Jaami'Al Azhai fi Ahadits An-Nabi Al Anwar, kuryu

Imam Al Munadi penerbit Pusat Kajian Arab bidang

Utbang.

162. Al Fath Al l{abiir bi hona'id Al Jaami' Ash-Shaghiia

susunan Syaikh Yusuf An-Nabhani, penerbit Mushthafa

Al Halabi.

L63. Faidh Al Qadiir SSarh Al Jaami' Ash-ShaghiA, ka4n
Imam Al Munadi, penerbit Musthafa Al Halabi.

L@. Az-Zrhd li Abdillah bin Al Mubank, cetakaan India.
L65- As-Sunan Al Ab5an fi Al Hadits Al Mu'an'an, l<arya

Ibnu Rusydi, ditahqiq oleh Dr. Al Habib Balkhujah,

Mufti Wilayah Tunisia.

166. Al Mushannaf, karya Abdur Razzaq bin Hammam Ash-

Shan'aani, ditahqiq oleh Habiibullah Al A'zhami,
cehkah Halb.

167. Nail Al Authaar SSnrh Muntaqa Al Akhbaar min
Ahaadits Sa5ryid Al Akhyaar, karp Muhammad bin Ali
AsySyaukani, komentar Munbqa Majduddin Abdus
Salan bin Taimiyyah Al Jad, karya Abu Al Abbas

Ahmad bin Abdul Halim, penerbit Al Muniriyyah.
168. Subul As-Sakam Syarh Bulugh Al Mann, kartn

Syaikh Al Amir Ash-Shan'ani, komentar Bulugh Al
Manm, karya Al Hafizh hnu Hajar, penertit Al
Istiqamah, Kairo.
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169. At-Targhiib wa At-Tarhiib, kar!,a Al Hafizh AMul

Azhiim Al Mun&iri, penerbit Al Halabi.

l7O. Mubriq Al Azhan Stlart Masyriq Al Anrnr, bagian

nnbnrya disusun oleh Imam Ash-Shan'aani, sedang

syantTnya disusun oleh lzzr.rddin yang populer dengan

nanra lbnu AI Mulk, penerbit Al Jawa'ib, Al Astanah-

l7L. As-Simj At Munir gF* N Jami' AslrSlnghir, lorya

Imam Al Uzairi. Pada bagian pinggir kibb ini tercantum

kitab Sgrh Al Hafni, pnabit N Mathba'ah Al

eznaryrn.
L72- Zad Al Muslim finn ltafua anhi Al Bulclnri wa Muslim,

lartta q,aikh Muhamrnad Habiibullah bin Ma Ya'ba Al

Hanald Aslrsyirqithi, penerbit Al Halabi-

L73. MasSnariq At Anwmr fi Musykil Ash-Slnhiih min Al
,AaMar, karp aa&i llradh Al Yahshabi, penerbit Al

Hindi.
L74. Takhnj Ahaadib AI lfuna' bi Hanisy Al lhSpa', karyra

Al Hafizh Zainuddin Al k4i, pene'rbit Al Halabi dan

Agr$n'b, Kairo-

175. Amal Al Yaum ua N lailah, karta lbnu As-Sinni,

penerbit Al Mathba'ah As-Salafryph.

176. Mifbah Kunuuz ,As-Sunmh, disusun dahm bahasa

Inggris oleh A. J. Wensinck, dan diterienrahkan dalam

bahasa Arab oleh Almarhum Muhammad Fuad Abdul

Baqi, buku ini dimuat dalarn Dainh Al Ma'arif Al
Ishnllryh- Buku ini menghimpun 13 ktab induk

hadits.

L77 . Al Mu iam Al Muf'ahns li Alhazh Al Hadib, Ratbbhu
Janta'ah min Al Musbqtr*pin, diedit oleh A.J-

Wensinck, dan diteriernahkan dalam bahasa Arab oleh
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I
I Almarhum Muhammad Fuad Abdul Baqi, cetakan

Belanda.

17 8. Aqdhit)yah Ar-Rasul, Ibnu Ath-Thallaq.
179. Nuzhah Al Muttaqiin Syarh Riyaadh Ash-Shaalihiin,

karta Abu Zakariyya An-Nawawi, disusun oleh Dr.
Mushthafa Sa'id, Dr. Mushthafa Al Bugha, Muhyiddin
Ali Asy-Syrraihi, dan Amin Luthfi, diterbitkan oleh

Muassasah Ar-Risalah, Beimt, tahun L397 H.
180. Dal<haair Al Mawaaits fi Ad-Dilaalah Ala Mawadhi' Al

Hadits, karya Imam Abdul Bugha An-Naabilisi. Kitab ini
mengomptlasi athraf Kutubus Sab'ah, dicetakan oleh
I-ernbaga Pengembangan dan Literafur Al Azhar.

18L. Al Mathaalib Al Ali54nh, karya AI Hafizh hnu Hajar Al
Asqalani.

182. Daliil Al Faalihiin Syarh Ri5ndh Ash-Shalihin, hnu
Allaan Al Makki, penjelasan Ar-Riyadh karya An-
Naurawi, dicetakan oleh Lembaga Pengernbangan dan
Literatur Al Azhar.

L83. Syarh Al Adzkar li lbni Allaan Al Makki Ala Al Adzkaar,

kartn An-Nawawi, diterbitkan oleh Lembaga

Pengembangan dan Literatur Al Azhar.

184. At-Tai Al Jaami' li Al Ushuul, karya Syaikh Manshur Ali
Nashil. Kitab ini berisi kompilasi kitab induk hadits yang

lima, tidak mencanhrmkan Sunan Ibnu Majah.

Dterbitkan oleh Darul Kutub Al Arabiyyah.

185. Ishlah l{hatha' Al Muhadditsiin, ka4n Imam Al
Khaththaabi, penerbit Al Halabi.

186. Jami' BaSnn Al llm wa Fadhlih, karlra Abu Umar bin
Abdul Barr, penerbit Al Muniri54,rah.
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t87. Jami' At Ulum wz, Al Hikam fi Sln h Klnmsin

Haditsn, karya hnu Raiab Al Hanbali, penertit

Mushaurarah, Beinrt; dan cetakan yang ditahqirq oleh

Dr- Al Ahmadi Abu An-Nur, hanya dit€fti*an dua jilid

saja oleh Muassasah Al Ahram.

188. Nawaadir Al tJshuul,lorta Al Hakiim At-Tirmidd-

LBg. At k5nan wa At-Ta'rtif fi Asbab Whruud Al Hadix

Asthslarif, karya hnu Hamzah Ad-Dnrasqi, penerbit

Darul Ma'rifah.

l9O. Taisir Al Ushuul ila Jaani' Al Ushuul min Alaadits Ar-

Rasuul, susunan hnu Ar-Rabi' As-Slpibani, cehkan

Mesir.

lgl. At lhsaan fi Taqriib Alwdib lbnu Hibfun, ka4n

Jalahddin As-Suyuthi, cehkan Indh-

L92. Aun Al Baan fi Hilli Adillah Al Buklnri,l€rya Shadiq

Hasan Khan. Kitab 1ru sgmh &n:
L93- At-Tajriid Ash-Shariih, lGrya S!,aikh Husain Mubarak

Az-Zubaidi.

L94. Gtntnh At Maqshuud fi Hilli Sunan Abi Daud, ka4a

Slamsul Haq Al Azhim Abadi, tidak lengkap, iilid
p€rtarna buku ini dicetak di India-

t95. Aun Al Ma'bud ft Hilli Sumn Abi Daud,larta Srikh
Muhammad Atytaf Al Azhim Abadi, cetakan India-

196. Badzt At Majhuud fi Hill Surnn Abi Daud,lGrta Syaikh

Khalil Ahmad Al Anshari, cetakan Kairo deng3n

cahtan singkat, lorta Stail& Muhamrad Zakariyya Al

lhndahhwi.
197 - N Manhal At Adzb Al Mauruud Slnrh Surnn Abi Daud,

karta uhma muhaqqiq, Syaikh Mahmud l(hithaab As-

Subki, tdak lengkap, hanya sampai pembahasan
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Talbiyah, Kitab Haji. Naskah ini kemudian ditulis ulang
oleh Syaikh Amin dengan judul 'Aun Al Malik Al
Ma'buud fi Takmilah Al Manhal Al Adzb Al Maurud."
Kitab ini juga belum selesai, penerbit As-Sa'adah.

L98. Tuhfah Al Ahwadzi Sjmrh Jaami' At-Tirmidzi, karya
Syaikh Abu Al Ali Muhammad Abdurrahman Al
Mubaarakfuuri, cetakan India dan cetakan tanpa tahqiq
oleh Mathba'ah Al Aashimah.

L99. At-Taliiq Al Mumajjad Syarh Ala Muwaththa' Al Imam
Muhammad,l<arya Syaikh Abu Al Hasanat AI lalkandi,
cetakan India-

200. I-aami' Ad-Damri Ala Jaami' Al Bukhai, karya SSraikh

Muharnmad 7al<a/,ry1a Al Kaanid Halawi, cetakan
Pakistan, 10 iilid.

2Ol. Al l<aukab Ad-Dud Ak Jaami' At-Tirmidzi, susunern

Syaikh Muhammad Talantnla Al Kandahlawi, cetakan

Nadunh Al Ulama, India.

202. Mafaatih As-Sunnah, karya Syaikh Muhammad Abdul
Aziz N Khauli, penerbit Mathba'ah Al Istiqamah.

203. Al Faa'iq fi Ghanib Al Hadiits, karya Abu AI Qasim
Jarullah Mahmud bin Umar Az-Tamakhsyari, ditahqiq
oleh Muhammad Abu Al Fadhal dan Ali An-Nahawi,
cetakan tahun 1366 H, Mesir.

204. An-NilnaSah fi Ghariib Al Hadiits, ka4n Imam
Majdudin Abu As-Sa'adat Al Jazat'. bin Al Atsir,
ditahqiq oleh Ahmad Az-7aawi dan Muhamnnd Ath-
Thanaahi, penerbit Dar lhya Al Kutub Al Arabilyah,
tahun 1383 H.

205. $nrh Al Ghariibiin, karya Imam Al Haradi, penerbit

Majelis Tinggl Umsan Agama Islam.
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206. S5nrh Musykil Al Aatsar karya Abu Ja'far Ath-

Thahawi, penertit Haidar Aabaad.

207. Taghliiq At-Ta'liiq, N Haftzh lbnu Hajar sambungan

dari catabn pingEr Al Buktnri, manuskrip-

208. Jaami'Al Maaanid, Abu Al Faraj bin Al Jauzi-

209. Musrnd Al Imam N har.
2lO. Musmd Abi YaIa Al Maushili.

2L1. Ta'jiil Al Mank'ah bi hrma'id Rihal Al Aimmh Al
Arba'ah, N Hafizh hnu Haiar.

212. Al ljaabh ftma Isbdml<ahu Aaisyah Ah Ash-

Shahaabah, ka4n Imam Badruddin Az:7a*asyr,

penerbit Al Hasyimi!,!,ah.

273. Musmd N Imam hid bin l/, dikompilasi oleh AMul
Mz N Baghdadi, penerbit Kairo.

214. Musnad As5rSSafi'i, karp lmam Muhammad bin l&'rs,

penertit Kairo.

2L5. S5nr* Tlamaium Abunab Al Buklnri, Irnam Ahmad

WaliJryullah Ad-Dahlawi, penertit [ndia-

2L6. Nahj Al hlaaghah, karp Imam lth lGmrnhullah
Wajlnh, dikomenbri oleh lbnu Abi Al Hadid, iuga

dikomentari oleh $nikh Muhammad Abduh, penerbit

Danrl Fikr, Beirut dan Al Halabi, Mesir.

217. Ad-Dur An-NabiA Ala Hamisy An-Nihetlah, ka4a

Jalaluddin As-Suyr-rthi, penerbit Al Utsmani!,lnh, Mesir.

218. N IIal li Imam Ahmad bin Hanbl, ditahqiq oleh Thalq

Qaj Buck dan Ismail Jarha Aughali, penerbil Ankara,

tahun 1383 H.

219- Al Mulnddits AI Faashil bairn Ar-Raa'i qa Al Waa'i,

kar5n Qadhi Abu Muhammad Al Hasan Al Amhari
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Mazzi, ditahqiq oleh Dr. Muhammad Ajjaj Al Khathib,
penerbit Darul Fikr, Beirut, tahun 1391 H.

22O- Ma'ifah 'Uluum Al Hadiits, susunan Imam Abu
AMullah bin Al Bai' Al Hakim, ditahqiq oleh Dr.
Mu'zham Husain, tahun 1357 H.

22L. Rislah fi Al Mufaadhalah baina Ash-Shahaabah, karya
Ibnu Hazm Al Andalusi, ditahqiq oleh Usta& Sa'id Al
Afghani, penerbit Darul Fila, Beirut, tahun 1389 H.

222. Taqyiid Al 'Ilm, karya Al Hafizh, sejarawan, Abu Bakar

Al Khathib AI Baghdadi, ditahqiq oleh Yusuf Al
Ghabqri, penerbit Dar Ihya As-Sunnah An-Nabawi54,rah,

Beirut, tahun 1395 H.

223- Al kti'aab fi Ma'dfah Al Ashaab, ka4n Abu Umar
Yusuf bin AMul Barr, penerbit Nahdhah Mesir,

ditahqiq oleh Ali Al Bajaawi.

224. Al lltnaa' ila Ma'ifah Ushuul Ar-Riw,n5ah oua Taqyiid
,As-Sima', karya Qadhi Ipdh Al Yahshabi, ditahqiq oleh

Sa!,Vid Ahmad Shaqr, penerbit Dar At-Turats, Kairo,
dan Al Maktabah Al Atiqah, Tunisia.

225. Kitab Al Ansab, karya Tajul Islam Abu Sa'id Abdul
Karim bin Muhammad bin Abu Al Muzhaffar As-

Sam'ani, diberi pengantar oleh orientalis Margelious.

Kitab ini digandakan dengan Seng di London3, tahun
t9t2M.

226. Al Isfaar fi Nasab Ash-Shahaabah min An-Anshaar,
ka4n Syaikh Muwaffiquddin bin Qudamah Al Maqdisi,

ditahqiq oleh Ustadz Ali Nahwidh, penerbit Darul Fikr,

Beirut, tahun 1391 H.

3 Satu zumber menyebutkan buku ini telah ditafuiq oleh AMurrahman bin Yahya,
Uhrna Yamaru dan sekarang diterbi&an di India.
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227 . Muqaddimat Uuum Al Hadiits,lmam Abu Amr Utsman

bin AMurrahman AsyS5ahararri, terkenal dengan

narrra lbnu Ash-Shalaah, penerbit Al Halabi.

228. Tadriib Ar-Raawi S3nrh Taqriib An-Nawaawi, karya Al

Hafizh Jalaluddin As-SuSnrthi, ditahqiq oleh AMul
Wahhab Abdul latftif, penerbit Al Halabi, tahun 1385.

229. Alfrtph Al Hadiits, Jalaluddin As-Suyuthi, ditahqiq oleh

Ahmad Syakir, penerbit Al Halabi.

230. Manlni Dawi An-Nazhar SSarh Manzhumah 'Ilm Al
Atar, karya Syaikh Muhammad Mahfuzh At-Tarmasi,

penertit Mushthafa Al Halabi, tahun 1374.

231. Taudhiih Al Afkaar li Mabani Tanqiih Al Anzhaar,

karya Amir Ash-Shan'ani, ditahqiq oleh Muhammad

Muhyiddin Abdul Hamid, penertit Kairo, tahun 1358

H.
232. N Ajwibah Al Fadhiilah li Asikh Al Asyanh Al

IGamikh, susunan Syaikh Muhammad AMul Hay Al

l-aknudi, ditahqiq oleh AMul Fattah Abu Ghuddah,

tahun 1384 H, Halb.

233. Ar-Ra'fu wat Takmiil fil Jarh um At-Ta'diil, kar9ra Abu

Al Hasanat Muhammad AMul Hay Al Laknudi,

ditatqiq oleh AMul Fattah Abu Ghuddah, penerbit AI

Ashil, Halb, tahun 1383.

234. Qauna'id fi Uluum Al Hadiits, karya S!,aikh Zhafr

Ahmad Al Ubmani At-Tahanuwi Al Hindi, iilid petama

buku ini ditahqiq oleh AMul Fatthah Abu Ghuddah,

penerbit Darul Qalam, Beirut, tahun L392H.
235. Al Jaami' li Aadaab Asy$nikh As-Saami', karya Al

IGathib Al Baghdadi, Beirut.
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236. Tharh At-Tatsriib fi Syarh At-Taqriib, karya Abu Zur'ah
bin Ahmad bin Abdurrahiim, anak dari Al Hafizh Al
Iraqi, penerbit Lembaga Pengembangan dan

Penerbitan Al Azhar, Mesir.

237. Al Baa'its Al Hatsiits fi lkhtishar Ulum Al Hadits, karya

Al Hafizh Abu Al Fida' bin Katsir, penerbit Darut
Turats, Kairo.

238. At-Taqyiid wa Al lidhaah Syarh Muqaddimah lbni Ash-
Shalah, susunan Al Hafizh Zainuddin AI lraqi, penerbit

As-Salafiyyah.

239. Fath Al Mughiits fi Syarh Alfiyah Al Hadits li Al lraqi,
susunan Abu Al Khair As-Sakhawi, penerbit As-

Salafiyyah.

240. Tabsith Uum Al Hadits wa Adab Ar-Riwayah, seri

pertama dari buku Tahta Raayah As-Sunnah, penerbit
Al I'tisham.

241. Qawa'id At-Tahdits, Jamaluddin Al Qasimi, penerbit Al
Halabi.

242. Nukhbah N Fil<ar fi Mushthalah Ahli Al Aatsaar, karp
Al Hafizh hnu Hajar, penerbit Al Halabi.

243. Luqath Ad-Dunr fi Syarh Nukhbah Al Fikar, Al Hafizh
hnu Hajar, penerbit Al Halabi.

244. Manzhumah Al Hadits, susunan Maulana Sultan Abdul
Hafizh, penerbit Ar-Ribath.

245. As-Sunnah wa Makanafuhaa fi At-Tasyrii' Al Islaami,

Dr. Mushthafa As-Siba'i, penerbit Al Madani, tahun
1380 H, Kairo.

2M. Uluum Al Hadiits wa Mushthalaahuh, Dr. Shubhi

Shaalih, penerbit Universitas Damaskus, tahun 1389
H.
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247. Al Manhai fi [Jluum Al Hadiits, Dr- Muhammad As-

Simahi, penerbit Darul Anmar Press, cetakan tahun

1382 H.
248. Buhuts fi Tarikh As-Sunnah N Mus5atnfah, Dr. Akrha

Dhiya Al Umari, Muassasah Risalah, Beirut, tahun

1395 H.
249. As-Sunnah Qabl At-Tadwiin, Dr. Muhammad Ajjaj Al

Khathib, penerbit Kairo, tahun 1383 H.

250. Ushut At Hadiits Uluumuh um Mushthalaahuh, Dr-

Muhammad Ajjaj Al Khathib, penerbit Darul Fikr,

Beinrt, tahun 1391 H.

251. Difaa' An As-Sunnah wa Radd Syubhah Al
Musgtbsyriqiin wa Al Kitab Al Mu'ashshiriin, Dr.

Muhammad Abu Syrbah, penertit Majma' Al Buhuuts

Al Islami.

252- Sinh Ar-Rasuul Alaihi Ash-Shalatu was Salaam, I&inu

Hisyam, ditahqiq oleh Muhyiddin AMul Hamid,

penerbit Darut Tahrir, edisi lain ditatqiq oleh Al hyari

dan rekan-rekan-

253. Sinh &Wid N Mursalin, Syaikh Muhammad Abu

Zuhrah, ditertitkan atas donasi dari Pernerintah Qatar.

254. Sinh SaWd Al Mussalin, Muhammad lzzatDarutazah,

ditertitkan atas donasi dari Pemerintah Qatar-

255. Sinh eryd Al Mursalin, Abu Al Hasan An-Nadwi,

diterbitkan atas donasi dari pemerintah Qatar-

256. Nur Al Yaqin ft Sinh Sa5ryid N Mursalin, Syaikh

Muhammad Al t(hadhari Bik, penertit Al Maktabah At-

Tijariyah.

257 . Nabiy Al Bin, karya hrahim Al hyari, Darut Tahrir-
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258- Zad Al Ma'aad fi Hadyi l{hair Al lbaad, karya
S5nmsuddin Az-7ar'i, populer dengan nama hnu Al
Qayyrm, ditahqiq oleh Muhammad Hamid Al Faqi.

259. Sgarh As5rSSatnaa il Al MuhammadiSry;ah, Manla Ali AI
Qari, penerbit Al Jawa'ib, Konstantinopel-

260. AsySyifaa fi At-Tb'rif bi Huquuq Al Mushthafa, eadhi
Irdh Al Yahshabi.

26L. S5nrh As5rSyifaa, karSra Manla Ali Al Qari, ditahqiq
oleh Spikh Husain Muhammad Makhluf, diterbitkan
atas donasi dari Pemerintah Abu Dhabi.

262. Ha5nt Muharrunad, karya Muhamrrnd Husain Haikal
Basyra, penerbit Mesir, diberi pengantar oleh Prof.
Muhamrrnd Mushthafa Al Maraghi.

263- Muhammd Rasulullah, kart a Muhyiddin Ridha,
penerbit Mesir.

264. Mulwrunad Al Matnl Al lhamil, ka4n Muhammad
Jad Al Maula Bik, penerbit Mesir.

265. Mulnmnad Al l{halqi Al lhamil, karya Muhammad
Jad Al Maula Bik, penerbit Mesir.

266. Muhanrnad Al Mabal Al A'la baina Al Anbiya',
Khaujah lGrnaluddin, diberi pengantar
Hodb, diterjemahkan oleh Mahmud
penerbit An-Namudzajiyah.

267. SiSnr SaWd Al Mursalin, hnu Ishaq, penerbit Al

268. Ar-Raudhah Az-Zakiryah fi fu'dh Al Aushaaf wa Al
Iiltashaa'ish Al Muhammadigryah, karp Dr. Hasan
Abbas Zaki, penerbit Lembaga Perbuhran.

269. ,4*Nur Al Mulnmnadiy; At-Taujih wa Al I'tibar ila
Ma rifah Al Qadar oua Al Mqdaar, ka4n Muhammad

oleh Lord

Asy-Syarif,
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AMud Daayim Al Fallali Al Mauriu5nni, penertit Daml

Mathbu'at Ad-Dauliyah.

270. Syifaa' As-Saqam fi Zitaanh Khatuil Aranm, lortla

Taqiytrddin Ali bin Abul Kafi As-Subki, penerbit Daml

Afaq, Beirut.

27L. Ash-Shaanm AI Manki {i Ar-Radd Ak .As-Subki, lbnu

AMul Hadi Al Maqdisi, penerbit Al Imam-

272. Muhammad fi Shabaahu on l{ahulatih un Athunri
Ha5ntih, kompilasi kajian lang disampaikan oleh

Muhammad Syaukat At-Tauni Al Muhaami, Mesir.

273. Simh Khairil lbad, karya Irnam Ash-Shalitti Ad-

Dimaq,rrqi, penerbit Majelis Tinggi Urusan Agama Ishm.

274. bnada Addada An-Nabi Slnlalkhu Ahiln wa hllam
Nisa'ahu, karya Dr. Ahmad Al Haufi, penerbit Majelis

Tinggi Unrsan Agama Islam.

275. Afuadytnhtu Muhammad, l<arya Abbas Mahmud Al

Aqqad, penertit At-Tijariyl,ah, cetakan pertarrta-

276. Muhammad Rasulullah,lorya Dr. Mushthafia Mahmud,

penertit Darul Ma'arif.

277. Mulnmmad Rasul Al Inani5iy;ah, makalah pada surat

kabar Al Masa , AMurmhman AsySyarqawi.

278. Mulnmmmad Rasulullah, kumpulan nnkalah Mahmud

Abdul Wahhab, tanggapan atas hrlisan AsgrSgrarqawi,

penerbit Al I'tisham.

279. Al Wahyt Al Muhammadi,lorta Sa!ryid Rast/id Ridha,

penerbit Darul Manar.

280. Sinh An-Nabi i$5, karya Al Hafizh lbnu Katsir, penertit

Al Halabi.

28L. Burdah, Al Madiih bi Sryruhihaa, dan beberapa karya

sejenis dari bertagai penertit.
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Referensi seputar kritik hadits dan sanggahan terhadap hadits

maudhu'dan matruk.

282. Al Mauhdu'ad tanpa tahqiq, karya Al Hafizh Abu Al
Farj bin AlJauzi, penerbit As-Salafiyph, Madinah.

283. Al Qaul Al Musaddad fi Adz-Dabb An Al Musnad,
karya Al Hafizh bin Hajar, berisi terhadap
pendapat Ibnul Jauzi dalam Al Musnad.

284. Ta'liqaat As-Suyuthi Ala lbnul Jawi, terdapat dua
naskah manuskrip: satu di Makkah dan satu lagi di
Madinah.

285. Al Qaul Al Hasan fi Adz-Dzabb An As-Sunan, karya Al
Hafizh Al Jalal As-Suyuthi, sanggahan terhadap
pendapat hnul Jauzi.

286. Al Fao,a'id N Majmubh fi Al Ahadits Al Maudhu'ah,
penerbit Al Madani, karya Muhammad bin Ali Asy-
Syaukani, Qadhi wilayah Shan'aa'.

287. Zhafr Al Anaani fi Ar-Radd Ala AsyS5nukani fima
hlla fihi min Al Fawa'id Al Majmu ah.

288. I<asyf Al Khafaa' wa Muziil N llbas ,4nma lqrtahan
min Al Ahaadiits Ala Alsinah An-Nas, karya Syaikh
Isma'il bin Muhammad Al Jarahi Al Ajluni, penertit Dar
Ih5ra At-Turats AlArabi, Beimt, cetakan tahun 1351 H.

289. Al Maqashid Al Hasanah fi hgan l{atsir min Al
Ahaadiits Al Musybhirah Na Al Nsinah, karya AI
Hafizh Abu Al Khair As-Saktnwi.

290. Tamyiz Ath-Tha3ryib min Al l{habiits fiMa Yaduuru Ala
Alsinah An-Nas min Al Hadiits, karSn hnu Rabi' Asy-
Syaibaani, penerbit Lembaga Penerbitan dan
Pertukuan Al Azhar.
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29L. Tanzih Asy-S5ni'ah Al Marfu'ah An Al Akhbaar As5t-

S5nani'ah Al Maudhuu'ah, ka4n hnu lraq Al Kanani,

Perpustakaan Kairo, ditahqiq oleh AMullah Ash-Shadiq

Al Ghimaawi dan rekan.

292. Al Mughni An Al Hifzh qm Al Kibab ft Qaulihim, Iam
Yashihhu Slni'un fi Hadal Ehab, karya Al Hafizh

Dhiyauddin Al Maushili Al Hanafi, manuskrip.

293. Al h'iits Ala Al Khallaash min Hawadits Al
Qashshaash, karya Al Haf2h Zainuddin Al lraqi,

manuskrip.

294. Al l-aali' Al Mashnubh fi Al Ahaadiits Al Maudhuu'ah,

Jalal As-Suyrthi, penerbit At-Tijari5a;ah.

295. Tadzkinh N Maudhuu'aat, ka4n Imam Muhammad

bin Thahir Al Fattani Al Hindi, penerbit Al Munirig,rah.

296. Tadzkinh Al Mauhduu'aat, Imam bin Thahir Al

Maqdisi, penerbit Kairo.

297. Al Maudhuu'aat Al Kubma, karya Manla Abu Ali Al

Qari, cetakan Beimt, ditahqiq oleh Muhammad Ash-

Shabagh, tahun 1390 H, Al Maktab Al Islami-

298. Al Maudhuu'aat Ash-Shughna, ka4n Manla Abu Ali Al

Qari, cetakan Beirut, populer dengan judul l/ Mashnu'

fi Ma'rifah Al Hadiits Al Maudhul ditatqiq oleh Abdul

Fattah Abu Ghuddah, penerbit Maktab Al Mathub'aat

Al Islamiyyah.

299. Tadzkinh Al Maudhuu'aat, ka4n hnu Al Qaisirani,

manuskrip-

300. Tadzkimh Al Maudhuubat, ka4n Imam Al Uqaili,

manuskrip.

301. M'maj Ad-Diraa3mh, Al Hafizh lbnu Hajar Al Asqalani,

penerbit India.

L--
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302. Tahdzir Al Muslimin min Al Ahaadiits Al Maudhuu'ah
Ala Sa9ryid Al Mursalin, karya AMullah Muhammad Al
Basyir Zhafir, penerbit Mesir.

303. Tahdzir Al l{hawwaash min Akaadzib Al Qashshaash,
karya Jalal As-Suyrthi, penerbit Mesir.

304. Al Ishaabah fi Tamyiiz Asma' Ash-Shahaabah, karya
Al Hafizh hnu Hajar,penerbit At-Tijari!,yah, setiap

halaman kitab ini memuat informasi kitab:

305. Al Isti'aab fi Ma'ifah N Ashhaab, karya Al Hafizh hnu
Abdul Barr, tanpa tahqiq.

306. Al Ishaabah fi TamyiX Asma Ash-Shahaabah, Wa N
Hafizh hnu Hajar, berikut kitab Al Isti'aab, ditahqiq
oleh Dr. Thaha Az-7,alr:ri.

307. Usud Al Ghaabah fi Ma'rifah Asma' ,4sh-Shahaabah,

kar5n Majduddin bin Al Atsir Al Jazri, jilid pertama

diterbitkan oleh penerbit At-Ta'awun, iilid berikutnSp

diterbitkan oleh penerbit Asy-S5n'b, ditahqiq oleh
Mahmud Abdul Wahhab Faid dan Muhammad Ahmad
Asyur serta rekan.

308. Siyar A'lam An-Nubala, karya Al Hafizh S5ramsuddin

A&-Dzahabi, penerbit Daml Ma'aarif, tiga jilid, sisanya

masih dalam benfuk manuskrip.

309. Ath-Thabaqat Al Kubn, karya Muhamnad bin Sa'ad,

sekretaris Al Waqidi, ditahqiq oleh Dr. Aun, penertit
Darut Tahrir.

310. Tajriid Asma' Ash-Shahaabah, kar!,a Al Hafizh
Syamsuddin A&-Dzahabi, cetakan India.

371. Ar-Riyadh Al Musthabaah fi Jumlah man Raura fi kh-
Shahihain min Ash-Shahaabah,l<arya S!,aikh Yahya bin
Abu Bakar Al Amiri, cetakan India.
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3L2. Husn Al Mulnadlnnh orn bihi Danra ,4s-Shahaabah fi
Man Dalrlnla Mshr min AslrShalnabh, Jahl As-

Suyuthi, penerbit Al Maimaniyyah.

313- Ab hlar AslTshicldiq, kar!,a S!'aikh Ali Ath-Thanthawi

Ad-Dnrasyqi, penertit Kairo-

314. AslTslriddiq Aht kkar, Dr. Muhamrnad Husain Haikal

Basya, dt€rbi*an oleh Al Maktabah At-Tipriyyah dan

Darul Ma'aarif.

315. Al Faruq Unnr,lorta Dr- Muhamrnad Husain Haikal

Baqla, p€n€rbit Darul Ma'aarif-

3t6' Siinh Unar bin Al Klnthd'1ab t&' karlp Al Hafizh Abu

Al Farai bkt Al Jauzi, penerbit Kairo.

3L7. Ahan@h Aslrshkldiq, karya Abbas Mahmud Al

Aqqad, penerbit Al Ma'aaril-

318. Ahan@h Unnr, lor!'a Abbas Mahmud Al Aqqad,

penerbit Al lvla'aarif.

3L9. Dru An-Nmin Ubman bin Affan, karta Abbas

Mahmud Al Aqqad, penerbit Darul Hilaal.

320. Ahaa/lph AI hrmm, karta Abbas Mahmud Al Aqqad,

penerbit Darul Ma'arif.

321. Abu Asy-S/ulndaa ', karya Abbas Mahmud Al Aqqad,

penerbit DaruI Hilal.

322. Tlnbaqaat Ash-Shahehalr, tercantum dala,rn safu pasal

dahm buku kami, Tabith Uhrum Al Hadib.

323. Akhbr Tamin, Ad-Dai,lor!,a Al Mtrqrizi, &hhqiq oleh

Dr. Muhammad Aqlr.r, penerbit Darul I'tsham-

324. Faslnl Alu AI kit, Uarya Al Muqrizi, ditahqiq oleh Dr-

Muhammad Asyur, penerbit Darul I'tisham.
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325. Al Qaul Al QaWm fi Ma Yaruih lbnu Taimiah wa lbnul
Qayyrm fi Fadhail Ahli Bait, karya Syarif Al Imam
Hamid Al Muhdhar, Dar Asy-Syuruuq.

326. Jamharah Ansaab Al Anb, karya Imam Abu
Muhammad Ali bin Hazm Al Andalusi, penerbit Darul
Kutub.

327. Uytun Al Akhbaar, karya lbnu Qutaibah Ad-Dainuri,
penerbit Darul Kutub.

328. Hayatu Ash-Shahabah, karya Syaikh Muhammad
7-alanyl a Al Kandahlawi.

329. Muruuj Adz-Dzaha6, Al Mas'udi, penerbit Darul Kutub.
330. Ath-Thabaqaat, Khalifah bin Khiyath, guru .lmam Al

Bukhari.

331. Tadzkirah Al Huffaazh, karya Adz-Dzahabi, berikut
catatan tambahannya.

332. Qala'id Al Aqyan.
333. Faowat Al Waafiyaat, penerbitAl Maktabah Al Atiqah,

Tunisia.

334. Dail Tadzkinh Al Huffaazh, karya As-Suyuthi.
335. Tarikh Al Islam wa Thabaqaat Al Mas5aahir min Al

Alaam, karya Al Hafizh Adz-Dzahabi, ditahqiq dan
diterbitkan oleh Hisam Al Qudsi.

336. Mablim Al Iman fi A yan Al Qirwaan, penabit Al
Maktabah Al Atiqah, Tunisia, dan distribusikan oleh
Darut Turats, Kairo.

337 . Taril<h Dimasyqa,lbnu Asakir, cetakan Kairo.
338. Ath-Thabaqaat N Kubra, karya AsySya'rani, penerbit

Al Halabi.

339. Tad<h Naisabur, Al Hafizh hnu Al Bai' Al Haakim,
penerbit India.
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340. Thabaqat As5tS|nfi'iyah Al Kubra, Tajuddin bin Ali bin

Abul Kafi As-Subki, ditahqiq oleh Mahmud Ath-

Thanahi, penerbit Al Halabi.

34L. Al l{aamil fi At-Tarikh, Abu As-Sa'adat bin Al Atsir,

penerbit India.

342. Al Musybbih fi Asma Ar-Riial, Al Hafizh Syamsuddin

Adz-Dzahabi, ditahqiq oleh Muhammad Al Bukhari,

penertit Al Halabi, tahun 1382 H.

343. Tabshir Al Munbbih bi Tahrir Al Musytabih, katya N
Haf2h hnu Hajar Al Asqalani, bempa penambahan

informasi !/ang tdak tercanhrm dalam kitab Al
Musybbih karya Adz-Dzahabi. Ditertitkan oleh Ad-

Darul Mishri5a;ah, dan Darul Kuhrb Al Arabi, ditahqiq

oleh Ali Al Bajawi, dan dimuraja'ah oleh Syaikh

Muharnmad Ali An-Najjar. Proses penertitan dimulai

tahun 1383 H dan selesai tahun 1386 H.

3M. Mu'id An-M'am wa Mubid An-Niqam, karya AMul
Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, penertit Darul

Kitab Al Arabi.

345. Tarikh lbnu l{haldun, terkenal dengan iu&tl Diown Al
Ibr ura Muqaddimatuhu, penerbitAl Amiriy!/ah.

346. Al Bidagah wa An-Niha3mh, karya Al Hafizh hnu

Katsir, penertit Al Muniri5yah.

347. Tarikh Ath-Thabari, ditahqiq oleh Mahmud Muharnrrad

Slrakir, susunan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir,

penerbit Darul Ma'arif.

348. Mm'ah Al Jinan fi Wafi5nt al-A yan, karya Al Yaf i AI

Yamani, cetakan lndia.
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349. Al Jawaahir Al Madhdhgyah fi Thabaqat Al
karya Syaikh Muhyiddin Al Qurasyr,

penerbit Konstantinopel.

350. Waafiyat Al A'yaan, karya hnu Khalkaan, penerbit As-
Sa'adah, Mesir.

351. Al Waafi bil Waafiyaad, karya Shalahuddin Ash-Shafadi,
belum seluruhnya diterbitkan, Beirut.

352. Mujam Al Adibba', karya Yaqut AI Himawi, ditahqiq

dan diterbitkan oleh Farid Ar-Rifa'i.
353. Mu'jam Al Buldaan, karya Yaqut Al Himawi, penerbit

Darul Kutub.

354. Maraashid Al lththilaa' Mukhtashar MuJ:am Al Buldaan.

355. Tabyiin Kidzb Al Muftana Ala Abi Al Hasan Al Asy'ari,
karya Al Hafizh Ibnu Asaakir, penerbit Hisamuddin Al
Qudsi.

356. Ar-Rihlah Al Andalusi54ah, Muhammad Labib Al
Batanuni.

357. Ar-Rihlah Al Hijazgryah, Muhammad I-abib Al
Batanuni.

358. Rihlah lbnu Bathuuthah, penerbit N Amiriyyah.
359. Tawarikh Al Bukhari Ats-Tslatah (koleksi

manuskrip), karya Al Hafizh Amirul Mukminin fi As-
Sunnah, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, telah

dicetak dan didishibusikan di pasar.

36O. Thabaqat Al Hanabilah, karya hnu Abu Ya'al Al
Maushili, penerbit Al Akhawiah.

361. Ad-Diibaj Al Muhadzdzab fi A yan Al Madzhab, karya
hnu Farhun Al Maliki, penerbit Al Istiqamah.

362. Bada'i Az-Zhuhuur fi Waqaa'i Ad-Duhuu4 karya hnu
Iyaas, penerbit Al Amiriyyah.
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363. An-Nujwtn ,42-hahimh, lorya lbnu Taghri Badri,

penerbit l-ernbaga Umum Perbuhan-

364- Durmh Al ltiiaal, karya lbnu Al Qadhi, Maktabah Al

Atiqah, Tunisb, didistibusikan oleh Darut Turats,

Kairo.

365. Abu hr'ah Ar'Rad nab falrqiq Kibbih Adlr-

Dhubh', w Aiaibafrln Ak Adhh Al Elatdai,

desertasi dohoral Sp'ikh Sa'di Shahh Al Has!,irni-

366. Al Khafrnth Al lfubn, Al ltlaqrizi, penerbit Darut

Tahrir.

367 . Al Mughni fi Dlnbdl N ,4sma', Patanni, penerbit India-

368. Tuhfah Dawi Al Afi {i Musykil Al Asma tnn Naab,

ka4n lbnu Khathib Ad-Ditrs!,ah Al Fayumi, perrerbit

London, tahun 1905 M.

369. Al Aneb AI Mutafhh fi Al Klnfith/ Al Mubnnbilah
fil Klnth wnl Dlnbth, larya Muharnrrnd Thahir Al

Maqdis! perrerbit [-ondon, tahun 1865 H; berikut kitab:

37O. Dail AI Aruab Al Muttafryh fi AI KITath, lorta
Muhammad bin Abu Bakar Al Ashbatnni-

371. Al lrrbb fi Mukhbslnr Al Arwlnb,lorta lbnu Al Atsir

Al Jazari-

372- Ad-Dunr Al l{aaminah {i A'tran Al Ma'iah Ats-

Tamtunh,l<art a Abu Al Fadhal bin Halar Al Asqalani,

penertit Darul Kutub Al Arabilrlph.

373. Raf'u Al Ishn 'an Qudlnt fuIishr, panabit l-ernbaga

Umum Perbtrkuan, s'usun rn Al Hafizh Abu Al Fadhal

Ibnu Halr Al Asqalani.

374. Dail Rafu Al Ishr, ka4n Abu Al Khair As-Sakhawi Al
Hafizh, murid Abu Al Fadhal, penerbit Al Hahh Al
Aammah lil Kitab.
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375. Abna ' Al Ghamar fi Anba' Al Umur, karya Abu Al
Fadhal bin Hajar Al Asqalani, penerbit Al Haiah Al
Aammah lil Kitab.

376. Bughyah Al Wu'aat fi Akhbaar An-Nuhaad karya Jalal

As-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

377. Tahdzib Al l{amal, karya Jamaluddin Al Mazzi, Naskah

file dari manuskrip, di Darul Kuhrb.

378. Tahdzib Al Tahdzib, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal bin
Hajar, penerbit Haidar Aabaad, India.

379. Taqnb AbTahdziib, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal bin
Hajar, penerbit Al Namnakani, Madinah, dicetak di
Mesir.

380. Tahdziib Al Asmaa' wa Al Lughaat, karya Al Hafizh
Muhyiddin An-Nawawi, pen!rusun Al Majmu', penerbit
Al Munir!4ph.

387. Khul yang paling shahih Tahdziib Al Kamaal, karya

Ahmad bin Abdullah Al Khazraji, ditahqiq oleh Syaikh

Mahmud AbdulWahhab Fayid, Maktabah Kairo.
382. Nisaa' An-Nabi, karya Aisyah Abdurrahman terkenal

dengan Binhr Asy-Syaathi', penerbit Darul Ma'arif.
383. Manaqib Asy-Syafi'i, l<arya Abu Bakar Al Husain Al

Baihaqi, ditahqiq oleh Sayyid Ahmad Shaqr, penerbit

Darut Turats, Kairo.

384. Taanikh Baghdaad, karya Al Khathib Al Baghdaadi,
penerbit Beirutiyyah, naskah film sebanyak 14 jilid.

385. Al Jarh wa At-Ta'diil, karya Abu Haatim Ar-Raazi,
penerbit India.

386. Miaan Al I'tidaal fi Naql Ar-Rijaal, ditahqiq oleh Ali Al
Bukhari, karya Al Hafizh Adz-Dzahabi, penertit Al
Halabi.
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387 . Lian N Mizan, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal Ahmad

bin Haiar Al Asqalani, penerbit India-

388. Isbf Al Mufuthba' bi Riiaal Al Muunththa', karya

Jalal As-Suyuthi, penerbit Al Halabi, catatan pinggr l/
Muwaththa'.

389. At-Ta'rif bi Riiat Al Muuraththa ', karya Abu Abdullah

Muhammad bin Yahya Al Hadzdza' , manuskrip, 4 iilid'

390. Asmaa' Syuyuhk Malik, katlp Muhammad bin lsma'il

bin Khafun Al AsYbili, manuskriP-

391. Rijaal N Muunththa ', riwa5at Muhammad bin Al

Hasan, lorta Qasim bin Qathlu Bughaa, manuskrip'

392. At-Ta'diil un At-Takhnii liman Kharnia lahu Al Bukhari

fi Ash-Slnhiih,lort a Abu Al Walid Sulaiman bin l{halaf

Al Baii, manuslaiP.

393. Al Kanral fr ,Asma' Ar-Riial, karya hnu An-Najjar

Muhamrrnd bin Mahmud Al Baghdadi, manuskrip-

394. Ta',iif Ahli At-Taqdiis bi Manatib Al Maushuifin bi At-

Tadliis, kartn Al Hafizh lbnu Hajar Al Asqalani,

manuslaiP-

395. At-Tabyiin Ii,4smaa' Al Mudallisiin, karya Burhanuddin

bin Sabath Al Aiami, penerbit India-

396. Al lghtibath bi Ma'rifah man Rumi5a bi Al lkhtilath,

kaqp Burhanuddin bin Sabath Al Ajami, penerbit tndia-

397. Adh-Dhu'afaa ', karya Imam Al Bukhari, diterbitkan

bersama dengan Adh-Dhu'afaa ula N Matuukiin,

Imam AMurrahman bin Syuaib, peneltit India-

398. Al fGsyf Al Hatsiits Ah Man Rumia bi Wadh'i N
Hadib.

399. Taj N Mafniq fi Tahliyt/ah Uama Al Maryriq, karya

Khalid bin Isa Al Balawi, diterbitkan atas kerjasama
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Pemerintah Maroko dan Uni Emirat Arab, cetakan

Fadhalah Al Muhammadi5ryah, Maroko.

400. Qaamus Al A1aam li l{hairuddin Az-Zarkali, cetakan

Kairo.

4Ol. Thabaqaat Al Fuqahaa', karya Thasy Kubra dengan

tambahan, penerbit Al Astanah.

402. Tbj At-Taraajum, karya Ibnu Qathlu Bugha, penerbit Al
Astanah.

403. Al A'laaq Al Khathiirah fi Dzikr Umaraa' Asy-Syam wa

Al Jaziinh, karya Imam Izzuddin bin Syaddaad, ditahqiq

oleh Dominique Scuerdl, Damaskus, tahun 1373 H.

404. Hadi5yah Al Arifiin fi Asmaa' Al Muallifiin, Isma'il

karya Basyra Al Baghdadi, penerbit Istanbul.

405. Al Badr Ath-Thaali' bi Mahasin min Ba'd Al Qam At-
Tasi',|<arya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.

406. Al l{awaakib As-Saa'irah bi A yaan Al Ma'iah Al
Aasyirah, karya Najmuddin Al Ghazi.

407. Al Waafiyat, karya Abu Al Abbas Ahmad bin Hasna bin

Ali bin Al Khathib, populer dengan nama hnu Qunfudz
Al Qasnathini, ditahqiq oleh Adil Nuwaihidh, penerbit

DarulAfaq.

Referensi Ushul Fikih, selain kitab-kitab yang telah
aku singgung pada pendahuluan, yaifu:

408. Ar-Risalah, kitab yang dihadiakan oleh Asy-Syafi'i

kepada Abdurrahman bin Mahdi, ditahqiq oleh Syaikh

Ahmad Syakir, penerbit Al Halabi.

409. Al lhl<aam ft Ushuul Al Ahkaam, ditahqiq oleh Ahmad

Syakir, karya Abu Ali Muharnmad bin Hazm al-

Andalusia, penertit Al Khaaniji.
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4lO. Al lhl<aam fi Ushuul Al4hkann,lorta Saifuddin Abu

Al Hasan Al Amidi, penerbit Darul Kutub-

4Lt. At Musbshfa, karta Imam Abu Hamid Muhammad bin

Muhammad Al Ghazali, perrerbit Al Amirivfh- Pada

bagian pinggir kitab ini terdapat kitab:

4L2. Mustlam Ab-Tsubuut, lortla Muhibullah bin AMus

S!,akur, iuga dilengkaPi lritab:

4L3. Fawaafih Ar-Ralnmuut bi Sprh Musllam Ab-Tsubuut,

torta Abdul Ali Muhammad bin Nizhamuddin-

414. Al Manhuul fi llm Al Ushuul, lor!,a Abu Hamid Al

Ghazali.

415. At Warqaat fi IIm Al Ghwl Innm Al Hamnnin lorta
Abu Al Ma'ali Abdul lvlalik Al Ju,aini, penertit Al

Munirlyph-
416. S5arh At Waraqaat fi Al Ushul, kar!,a Jalaluddin

Muhamrrad bin Ahmad Al N{atralli, pene6it Al

Muniriryah.
4L7 - Has{nh ,4sh-Slnawi Ala StPfi Jalaluddin Al Mahalli,

kart a Ahrnad bin qdsim Ash-Shaaurt, penertit Al

Muniri!,yah.

478. Ushuut Fqh,karyaAli bin Mutnmrrnd bin Al Husain Al

Bazdawi, penerbit Maktabah Astt-Shanayi'-

4L9. Nasyr Al hnuud Ala Muqi As-Su'uud,lorya Sayyid

AMullah bin lbrahim Al Ahwi Aslrsyirxqithi, dit€6i*an
atas kerlrsarna penerbitan raskah furats oleh

pernerintah Maroko dan Uni Emirat Amb-

420. Jam'u Al Jawmmi',karyra Taiuddin Abdul Wahhab bin

Ali As-$bki, penerbit Al Flalabi-

42L. q/arh Jahluilin Al Malnlli Ala Jami Al Jarnmi',

panabit N Halabi.
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422. Hasyiah Al Bannaani ma'a Taqriiraat AryrSyarbiini Ala
S5arh N Mahalli, penerbit Al Halabi.

423. Mbnas Al Uquul fi Tahqiiq Al Qiyaas min Al [)shuul,
karlp Syaikh Isa Munawwin, penerbit At-Tadhamun Al
Ukhra.

424. Hushuul Al Ma'mul min 'Ilm Al Ushuul, karya Shadiq
Hasan Khan, penerbit Al Jawa'ib, Konstantinopel.

425. Ircyaad Al Fuhuul ila Tahqiiq Al Haq min llm Al (Jshuul,

ka4n Muhammad bin Ali fuy-Syaukaani, penerbit
Shabiih.

426. Ushuul As-Sarkhasi Al Hanafi, penefrit Darul Kutub Al
Arabi.

427. Al Burhaan, Imam Al Haramain karln AMul Malik Al
Juwaini, ditahqiq oleh Abdul Azhim Ad-Daib, Darul
Anshar, Kairo.

428. qlanh At-Talwiih Ala At-Tauhdiih, kar5n Sa'duddin At-
Taftazani, penerbit Shabiih

429. SSarh Al Adhad Al liji li Mukhtashar Al Muntahaa,
lorya Ibnu Al Hajib, penerbit Al Khaaniji.

430. S5arh Al Uzmaii Ala Al Mr'ah, karya Manla Ali
Khasru, Darut Thaba'ah Al Aamirah.

43L. Al lhafiah fi Al Jadal, Imam Al Hararnain karya Abu Al
Ma'ali Al Juwaini.

432. Taisiir At-Tahriir fi Al Ushuul Al Jaani' baina Ishthilahi
Al Hanafiyah wz, Asy-Syaafi\nh, karya hnu Al
Hammam; juga dilampirkan kitab:

433. S5nrh Amir Bad SWah Ala Taisiir At-Tahriin penerbit
Mushthafa Al Babi Al Halabi.

4U. Al Musawwadah fi Ushuul Al Fiqh Al Hanbali, karya
tiga puka Ibnu Taimiyah: Majduddin Abdus Salam Abu
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Al Bamkat, Syihabuddin Abdul Halim, dan Taqiy''ddin

Abu Al Abbas Ahmad, cetakan Makkah-

435. At-Tamt iid li Istikhnai N Masa'il Al Furuu'i5nh min Al
Qawaa'id Al Ushuuli5tyah,lorta Jamaluddin Al Isnawi,

penertit Al Khaaniji.

436- At Mu'brrad fi Ushuul fiqh, kcrrya Abu Al Hasan Al

Bashri, penerbit I-ernbaga llmu Pengetahuan Perancis,

Damaskus.

437. At Mamar uE, na'ahu S5ruruuh, karya Imam An-Nasafi,

pene6it Darus Sa'adah-

438. Mintnai Al Ushuul,lGrta Qadhi Abdullah bin Umar Al

Baidhawi, penertit Salafil,lnh.

4gg. Nitny:ts Suul Syarh Mnlnai Al Ushuul, karla

Jamaluddin AMurrahim bin Hasan Al Asnawi, penerbit

As-Salaftnnh.
4/;O. Sullam At Wushuul ik Nihaayah As-Suul SWrh Minhaai

Al [Jshuul, torta kak€k kami, Imam Muhammad

Bukhait Al Muthi'i, penertit As-Salafi!4rah-

44L- fakhnii N Funtu' Ak Al lJshuul, karya Abul Manaqib

Syihabuddin Az:?:rn@, ditahqiq oleh Dr- Ash-Shalihi,

penerbit Muassasah Ar-Risalah-

M2. At lhkaam fi Tamyiiz Al Fabaon min Al Ahlcaam, karya

Imam Al Qurafi Al Maliki, ditahqiq oleh Spikh AMul

Fattah Abu Ghuddah, penertit Halb-

443. At Funruq fi Ushuul Al fiqh Al Mafiki, ka4a Abu Al

Abbas Ahrrad bin ldris Abdurrahman Al Qurafi,

perrertit Al Hahbi.

444. Al Matshuut fi llmi Al [Jshuul, karya Abu AMullah

Fakhruddin Ar-Rad, penertit Al Khanizi.
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M5. Raf'u N Hajib An Mukhtashar lbnu Al Hajib, karya

Tajuddin AbdulWahhab As-Subki, penerbit Al Halabi.

446. Itsbat Al Qiyaas wa Hujj$4nh Al ljmas', karya Abu

Bakar Muhammad bin lbrahim bin Al Mundzir An-

Naisaburi.

M7. Al Asybah wa An-Nazhaa'ir li Qawaa'id Al Fiqh As5r

S5na[i'i, karya JalalAs-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

448. Al Asybah wa An-Nazhaa'ir li Qawaa'id Al Fiqh Al
Hanafi, karya lbnu Al Abbas Zainuddin bin Najim,

cetakan Kairo.

449. Qaon'id Al Ahl<am fi Fiqh Asy-Syaafi'r, karya lzz bin
AMus Salam, penerbit Al Istiqamah.

450. Ta'sisun Nazhar, karya Abu Zaid Ad-Dabusi, penerbit

Al Imam.

451. Al Luma' fi Al Ushul, karya Abu Ishaq Ibrahim Asy-

Syirazi, pen!rusun Al Muhadzdab.
452- ushul Fiqh, Syaikh Muhammad Al Khudhari Bik,

pene6it At-Tijariah.

453. I'km Al Mawaqi'iin An Rabb Al Alamin, karya

SSnmsuddin AzZar'i terkenal dengan nalna hnul
Jauziyyah, penerbit Al Karustaniah.

454. Hasyiah Al Badkhasyi Ala Syruuh Al Minhaai,

penabitShabiih.
455. Raudhah An-Naazhir wa Jannah Al Munaa*ir, katya

Ibnu Qudamah, penerbit Al Manar.

456. Al Muu,mafaqaa4, Imam Asy-Syathibi, ditahqiq oleh

SSraikh AMullah Danaz.
457. Al Faqih Al Mutafaqqih, Al Hafizh Abu Bakar Al

Khathib Al Baghdadi, diberi catatan dan ralidasi oleh

lsma'il Al Anshari, Suria.
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458. Ushuul Fiqh Al Iskarni, kart/a Syaikh Zakiyuddin

Sya'ban.

Referensi htab-kitab Madzhab AslrSrfi'i'
459. At [Jmm, lmam AsySpli'i berdasarkan riwayat Ar-

Rabi' bin Sulaiman Al Muradi.

460. Mukhbslnr Al (Jmm, lortn Imam Al Muzani, Abu

Ibrahim Isma'il bin Yahya.

46l' Az-haahir fi Ghafiib Alfaazh Aq$lna{i? dilampirkan

oleh Al Muzani dalam Mukhbsharrrya, lnng disusun

oleh tmam Al llghawi Abu Manshur Al Azhar, ditahqiq

oleh Dr. Muhammad Jabr Al Ulfi, dan diteliti ulang oleh

Stnikh Muhamrnad Bast/ir Al ldlibi dan Dr- AMus

Sattar Abu Ghuddah, penertit Silsilah At-Turats Al

Islami, dit€xti*.an oleh Kementuian Wakaf Kurait,

tahun 1399 H, cehkan Al Mathba'ah Al Ashriy!/ah,

Kr.$rait-

462. Al Haawi, kaqra Abu Al Hasan Al Maunrdi, Master

para hakim, Syaikh ulama kalangan lraq, manuslaip di

Darul Kuhrb dan Al Watsaiq Al Mishriylrah- Kami Udak

menemukan Kitab Wadii'ah kepda edisi ini- Secara

tdak serrgaja aku menernukan dan membuat

softcoplnya dan dit€rbitkan edisi berikutrlp pada

halaman 82.
463. AI ElaSaan, karta Qadhi Abu Al Khair Al Immni,

rnanuskrip di Darul Kutub.

464. $arh lbham Al Waiiiz, manuskrip-

465. N Wasiith,lorlla Abul Fuhrh As'ad Al Aiali Amir Syah

Ali At-Tahrir, rnarruskriP.

L
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466. Asn Al Mathaalib Syarh Raudhah Ath-Thaalib,
rnanuskrip.

467. Haasyiah lbnu Qaasim Al lbadi Ala Tuhfah tbni Hajar
Ala Al Minhaaj, manuskrip, dicetak berikut Hawaasyi
At-Tu h fa h dan Asy-Sya rwani.

468. hsyaad Al Muhtaaj fi Syarh Al Minhaaj, karya
Badruddin, Qadhi Syubhat Al Asadi.

469. Al lbtihaaj bi Hawaasyi Al Minhaaj kar5n Badruddin
Abu Al Baqa.

470. Khalaash Al Baari min hsyaad Al Fataaua min
Masalik Al Haawi.

471. Al lbtihaaj bi Syarh Al Minhaaj, karya Taqiyrddin As-
Subki.

472. Al Isyraaf, karya Abu Bakar bin Al Mundzir, rnanuslaip
tidak lengkap, di Daml Kutub.

473. Al khr Al Muhiith S5nrh Al Wasiith, karya Al Ghazali,

manuskrip.

474. AI EJasiith, karya Al Ghazali, manuslaip.
475. Nihaayah Al Muhtaaj Syarh Al Minhaaj, karya Ar-

Fliamli, penerbit Al Halabi.

476. Mtghni Al Muhtaaj Syarh Al Mnhaai AsySyibramalisi,
penerbit Al Halabi.

477. Hawaasyi Tuhfah Al Muhtaaj Ala Sjnrh Al Minhaaj,
karya hnu Hajar Al Baihaqi Al Makki (atau AI Haitami).

478- Haasyiah Al Ehajuui, Ali hnu Qasim, penerbit Al
Halabi.

479- Haasyiah Al Bujnmi Ala Al Klnthrtb Al Mummma
Tuhfah Al Habiib Syarh Al Khathiib,8 jilid, manuslaip.

48O. At-Tarsyiih wa At-Tashhiih, karya Taqiyuddin As-Subki,
manuskrip.
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481. Tahnir At-Tanqiih, karya Abu Zakar!6ra Al Anshari,

manuslaip, naskah manuskrip, perpustakaan Ma'had

Dimyath Al Azhar.

482- ,Asy$aamil, lort a Ibnu Ash-Shabbaagh Al Imam Abu

Nashr, naskah manuskrip, perpustakaan Ma'had

DimSnth AI Azhar-

453. Stlarh At-T;?nbiih,lortla SSnikh Abu Ishaq, penyusun z4l

Muhadzdzab, lort a Az-Zankaluni.

48il,. Mn At-Tanbiih, lort/a Syaikh Abu Ishaq dan catatan

pinggiqp, penielasan kata-kata musykil dan asing,

lor!,a Imam An-Naurawi, peneltit Al Halabi-

485- At-Titimnah, Al Mutawalli, 8 iilid, manuslaip di Darul

Kuhrb.

486- Tashhiih N Mnhaai, kaqn As-Sirai Al Bulqini,

mantrskrip-

487. At-Ta'ryqufut Ak Al Muhimmaf, kaqn lbnu Imaad,

manuslrip-
488. Tuhfah A*Nabiih Syarh At-Tanbiih, kart/a lbnu Imaad,

rranuslaip-

489- Marlzhuurah Al Ma'fuututaat, karya lbnu Imaad,

dic€tak di Mesir.

49O. Al lutathhb N Aali Slarh Waiiiz Al Glnaali, karya

Imam lbnu Ar-Rif'ah.

49L. Al Fafuuma, lort/a Taqiyuddin As-Subki, penerbit

Hisamuddin Al Qudsi.

492. Stnth lulasaa'il At-TaIim, karta $nikh Sa'id Ba'asyan,

penerbit Al Hahbi.

493. Al Fabaorra Al Hadiits$4,ah, karta hnu Hajar Al

Hatsami.

494. Fabava Afififfiin Al Akwi.
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495. Ih5a Uluum Ad-din, karya Abu Hamid Al Ghazali,

penerbit Al Halabi, ditahqiq oleh Sulaiman Dunya.

496. Al Fiqh Ala Al Madzaahib Al ,4rba'ah, karya Syaikh

Abdurrahman AlJaziri, penerbit At-Tijariah Al Kubra.

497 . Al Haawi fi Al Fabawa, karya As-Suyuthi.

498. Bahr Al Madzhab, l<arya Imam Ar-Rqpni, manuskrip,

13 jilid, di Darul Kuhrb.

499. Al Ahkaam As-Sulthaani54nh, karya Abu Hasan Al
Bashri Al Mawardi, penerbit Al Halabi.

500. Raudhah Ath-Thsalibin Mukhbshar As5rgarh Al
I{abiir, Al Musamma bi Fathi Aziz li Ar-Raf i Syarh Al
Wajiz li Al Ghazali, susunan Al Hafizh Muhyiddin An-
Nawawi, cetakan perpustakaan Islam Suria.

501. Tuhfah Al Habiib bi Syarh Nazhm Ghaayah wa At-
Taqriib, penerbit N Istiqamah.

502. Fath Al Aziiz Syarh Al Wajiiz, karya Imam AMul Karim
Ar-Rafi'i, sebagiannya dicetak kepada bagian al<hir Al
Majmu', penerbit N Masyayikh. Sebagian besar lainnSra

masih berupa manuskrip di Daml Kutub dan Al
Watsaaiq.

503. S5nrh Mukhtashar Al Muzani, karln Syaikh Thahir bin
AMullah Ath-Thabari, naskah manuskrip di Darul
Kutub, 11jilid.

504. At-Ta'liq, l<arya Qadhi Husain, manuskrip.

505. Al Hujah fi Al Madzhab Al Qadiim, ka4n AsySSrafi'i

diriun5ratkan oleh Al Husain bin Ali bin Yazid Al
Karabisi Al Baghdadi, manuslaip di Al
Mutawakkuliyyah, Shana'a.

506. Al lbaanah, karlra Imam Abu Al Qasim Al Fauraani,

rnanuslaip di At-Taimuri!,lnh.
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507. Al Umdah, karya Imam Abu Al Qasim Al Fauraani,

manuskirp di At-Taimuriyyah.

Referensi Madzhab Abu Hanifah dan Murid-
muridnya

508- Al Bahr Ar-Raa'iq Syah l{anz Ad-Daqaa'iq-

509- Al Mabsuuth, karya Syamsul Aimmah, As-Sarkhasi,

penerbit Mesir, tahun 1323 H

SLO. kdaa'i Ash-Shanaa'i fr Tartiib As5tS5nnai', Imam

Ulauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani terkenal

dengan julukan "Flaja pam Ularna," penertit Al

Jamaliah milik Muhammad Al l&aaniii atas donasi dari

Muhammad As'ad Baasyaa Jaabiri Taadmrh-

5ll. Radd Al Mukhbar Ala Ad-Dur N Mukhbar, karln

Syaikh Muhammad bin Aabidiin terkenal dengan judul

Hasyiah lbni Aabidin, Darut Thaba'ah Al Mishriyyah,

tahun L27l H.

5t2. Al Jaami' Ash-Shaghiir, kat:n Imam Muhammad bin Al

Hasan Asy-Syaibaani.

5L3. As-&ir Al l{abiir, karya Imam Muhammad bin Al

Hasan Asy-Syaibaani, diterbitkan di Mesir atas

dukungan dari Majelis llmu Pengetahuan India-

514. Al Jami' Al l{abiia karya Imam Muhammad bin Al

Hasan Asy-syaibaani, diterbitkan di Mesir.

5L5. Mulbqa Al Abhar,2 jilid versi cetak di Konstantinopel-

5L6. Ar-Radd Ala Sair N Auat dicetak di Kairo-

517 . As'Simaj Al Wahhaai Ala Al Qaduri, manuskrip-

518. As5rS5namil Ala Madzlzab Abi Hanifah, karSa Abu Al

Qasim Al Baihaqi Al Hanafi.

Al Majmu'SyuahAl Muhadzlzab ll ,t



5L9. Al Inaayah Ala Al Hidaayah.

520. Fath Al Qadiir, karya Al Kamal bin Al Hammam,
penerbit Dar Ath-Thaba'ah Al Mishri5yah, tahun LZZL
H.

521. Fath Al Mu'iin Ala N Kanz, karya Manla Ali Miskin.
522. Al l{hatnaj, karya Abu Yusuf, penerbit Maktabah Al

Kulliyyat.

523. Al Mukhtashar, karya Abu Ja'far Ath-Thahawi,
ditertitkan atas dukungan dari Majelis Ilmu India.

524. Ahkaam Al Mawaarits, karya Syaikh Isawi Ahmad
Isawi.

525. Tanqiih Al Fataawa Al Haamidi5yah.

526. Al Muntaqaa Syarh Multaqaa Al Abhar.
527 . Majma' Al Anhar Sjnrh Multaqaa Al Abhar.
528. Dunr Al Muntaqa S5nrh Majma'Al Anhar.
529. Al Fabum Al Anqaruwityah.
530. Kitab Adab Al Qadhi, susunan Abu Bakar Ahmad bin

Umar, terkenal dengan judul l/ I{hashshaf, berikut
penjelasannya, karya Syaikh Imam Abu Bakar Ahmad
bin Ali Ar-Raazi Al Jashshash.

Referensi Madzhab Imam Malik dan ulama fikih
AsV-SSnfi'i-nya

531. Al Mudawownah, berdasarkan riwayat Samnun bin
Sa'id At-Tanukhi, berikut kitab:

532. Kitab Al Muqaddimaat At Mumahadat li fuyaan Rasm
Al Mudaota,vanah min Al Ahkam AsSt-Syar'i5nh wa At-
Tahshiilaat Al Muhal*maat li Ummahat Al Musykilat,

Imam hnu Rusydi, penerbit Al Amiriah.
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533. Sgrh Al l{hirasy Ala Mukhtashar Khalil, dilengkapi

dengan catatan pinggir:

534- Tabshimh Al Hukkaam, karya lbnu Farhun, penerbit Al

Bahiah, Mesir, tahun 1302 H.

535. Haasyiah AsSt-S5aikh Ali Al Adawi, cetal<an Dar Shadir,

Beirut.

536. Al Ahl<aam As-Sulthaani54nh, karya Ath-Tharthusyi-

537 . Bidaagh Al Muibhid wa NihaaSah Al Muqbshid, karya

Imam hnu Rusydi Abu Al WaM Muhammad bin

Ahmad Al Qurthubi Al Andalusi, penertit Al

Jamal[nnh, tahun L329 H.

538. Aqnb N Masalik li Madzhab Al Imam Malik, penabit

karya Al Maktabah Ats-Tsaqafiyyah, susunern Al

Allarnah Ahrnad bin Muharnmad Ad-Dardir.

539. AsSrS5arh Ash-Shaghiir Ala Aqmb Al Maaalik,
perrjelasan Ma h Ad-Da rdiir, penabit Darul Ma' arif -

54O. Haasyiah Al Allamah ,asy-fuail<h Ahmad bin

Mulwrumd Ash-Shaawi Ala As5rSSarh Ash-Shaghia,

penabit Darul Ma'arif, ditahqiq oleh Almarhum Dr.

Mushthafa Washfi.

54L. Hasyiah Aslrshaf.ati Ala Al Jaumhir Az-hkit/t/ah Sarh
Mah Al Asynaawiytmh, cetakan Kairo.

542. S5nrh Al Imam Az-hryaani Ala Mah Al Azit/tnh,

penabit N Halabi.

543. Kifaaph Ath-Thaalib S5nrh Risalah Abi haid Al
Qintnan| penerbit N Halabi.

Referensi Madztrab Imam Ahmad bin Hanbal 16,
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5M. Al Hiyaaah wa At-Taqaadum fi Al Fiqh N Islaami, Dr.
Muhammad Abdul Jawwad Muhammad.

545. Al Mughni S5nrh Mah Al Kharqi, karta Al Allamah
Muwaffiqudin bin Qudaamah Al Maqdisi, penerbit Al
Muniriyyah.

546. Al Fatawa Al Kubra, karya Syaikhul Islam lbnu
Taimln7ah, cetakan Riyadh, 24 jilid.

547. I{asyf Al Qinaa' min Al lqnaa', karya Sfikh Manshur,

cetakan Kairo.

548. Ath-Thuruq Al Hul<rniySnh fi As-Sgaaah Asy
SSar'i5yah, karya hnul Qayfrim Al Jauziyph, penerbit

Al Madani, Kairo.

549. Majmu'ah Ar-Raaa'il wa Al Maaa'il, karyra Ibnu
Taimiyyah, Taqiyuddin Abu Al Abbas Ahrnad bin Abdul
Halim, penertit Al Manar.

550. As-Sgnasah As5rAsy-Sjnr'it4/ah fi Ishhah Ar-Raa'i ua
Ar-Ra'itgnh, karya hnu Taimiyyah, diterbitkan oleh
beberapa penerbit di Kairo dan Beirut.

Referensi tentang Pemikiran, Dahrch, Fiqih,
Nasihat, dan Pendidikan

551. Kutub wa Rasa'il Asy-Syaikh Muhammad Al Glnzaali,
kompilasi fulisan para pemikir dan juru dakwa modem.

552. Al Halaal wa Al Hanam, Dr. Yusuf Al Qaradhawi,
Darul I'tisham dan lainnya.

553. NazJtanat fi Al Halaal wa Al Hamam, komentar
terhadap pendapat seorang ulama.

554. Ahkaam Az-hkaah, Dr. Yusuf Al Qaradhawi.
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555. Hujjatutlah Al Baalighah, Al Allamah Ahmad Wali5nrllah

Ad-Dahlawi, naskah terbitan lndia, sebagian berbahasa

Arab dan sebagian Urdu.

556. Rasaa'il Al Allamah Abdullah bin hid Al Mahmud,

Pimpinan Tertinggi Mahkamah Syariah dan Urusan

Keagarnaan, Qatar.

557 . Al Faqiih wa Al Mubfaqqih, karya Al Hafizh Abu Bakar

Al Khathib Al Baghdadi, ditashhih dan diberi catatan

oleh Spikh Isma'il Al Anshari, cetakan Damaskus-

558. Ad-Da'wah Al Islamiyph wa l{aifa Inbs5arat fi Al
Alarn, diteriernahkan dari bahasa Inggris-

559. SSarh Al Qawaanin AsyS5nr'$4ah, lorya Sfikh
Muharnrnad Farj As-Sanhuri.

56A. S5arh Qanuun Al Washi5y;ah, karya Syaikh Muhammad

Abu Zahrah.

561. Muhadlnnat fi An-Nashnni5p;ah, karya Syaikh

Muharnmad Abu Zahrah.

562. Muhadlntat Muqaamnah baina Ast/-Stnni'ah wa baina

Al Qaunaniin Al Wadh'i54ah, kar9a Musytasar Ahmad

Muurafi.

563. Mabadi' Al Huhn fi Al Islam, kaqn Dr- AMul Hamid

Mutatralli, cetakan Darul Ma'arif.

564. Muqaddimah Al [Jlum, karya Abu Ya'qub As-Sakkaaki-

565. Haqa'iq Al Islam wa Abaathil l{hushumihi, karya

Abbas Mahmud Al Aqqad.

566. Ad-Din AI Khaalish, karya lmam Mahmud Khithab As-

Subki, pene6it As-Sa'adah.

567. Ad-Din Al l{haalish, karya Shadiq Hasan Khan,

penertit Al Madani.
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568. Az-humazir fi An-Nahy An lrtikaab Al l{abaa'ir, karya
hnu Hajar Al Makki Al Haitami, penerbit Al Halabi.

569. Al lGbaa'ir, karya Al Haf2h Adz-Dzahabi, As-

Salafiyph.
570. Al Bid'ah wa Mauqif Al Islatn Minha, karya Dr. Ghuzzat

Athi!,t/ah.

57L. llaan As-Saajid bi Ahkaam Al Masaajid, lort/a Imam

Az-Tarkasr)i. penerbit Muassasah Al Ahram.

572. As-Sunan Al Mubbdiaaf, kaqn Syaikh Abdus Salam Al
Hauramidi.

Referensi Kedokteran lrang kami gunakan guna
menetapkan sebagian kasus, seperti hukum apakah
ikatan nasab dapat ditetapkan dengan tes DNA?
Termasuk di dalamnya menetapkan status janin-

573. Al Mausu'ah Ath-Thibi5ryah, karya Dr. Ahmad Ammar
dan Dr. Muhammad Ahmad Sulaiman.

574. Ath-Thiib AsgrSSarT, karya Dr. Muhammad Sulaiman,

penertit Darul Kutub Al Arabi.

575. Ath-Thiib As5rS5ar?, disertasi doktoral Yahya Syarif

dan Muhammad Abdul Aztz Saifun Nash, dan

Muhammad Adli Masyali.

Dan, masih banyak buku-buku lain yang telah

diterjernahkan oleh para dokter, murid-murid kami.

Referensi Sasha, Kompilasi Syair (Diwanl
Jahiliah, Kompilasi Syair Mukhdharmin dan Masa
Islam

76 ll n Wi^rr'Sluah Al Muhadzdzab

-]



576. At Aghani, karya Abu Al Faraj Al Ashfihaani, penerbit

Darul Kutub.

577. Kina5natAl Adibfua ', karln Al Juriani, manuskrip-

578. Nihaagh N Arb, karya An-Nawawi, penerbit Darul

Kutub.

579. Uytun Al ,4t<hhan karya hnu Qubibah, penerbit

Darul Kutub.

580. Shabhu Al A'sW fi Shina'ah Al InsSm ', karyra Al

Qalqasyadi, penertit Darul Kutub.

58t. Al Aqd Al Fartid, karya hnu AMu Rabbah, beberapa

penerbit.

582. Al hlraan wa At-Tabyiin, karya Al Jahizh, ditahqiq

oleh Muhibuddin Al Khathib.

583. Al Burclnan wa N Uriaan, karya Al Jahizh.

584. Al Malnasin wa N Adhdaad, ka4n Al Jahizh.

585. Al Buklaka ', kar5ra Al Jahizh.

586. Syarh Diwan Al Hamaasah, karya hnu Tamam-

587 - Wahy Ar-Risalah, karya Ahmad Hasan Az-Ziyat,

penerbit Ar-Risalah.

588. Wahy Al Qatam, karya Mushthafa Shadiq Ar-Rafi'i,

penerbit Darul Ma'arif.

589. N Faakhir,lortla Imam Abu Thalib Al Mufadhdhal bin

Salamah bin Ashim, ditahqiq oleh AMul Alim Ath-

Thahawi, dan diperiksa ulang oleh Muhammad Ali An-

Najjar.

590. Tsamar Al Qulub fi Al Mudhaf wa Al Mansub, karya

Ats-Tsa'alib, penertit Al Madani'

59L. Musaamanh N AkhSnar, karya Muhyiddin bin Arabi.

592. Maima'Al Amtsaal, Al Maidani.
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593. Adab Al l{aatib, karya Ibnu Qutaibah, penerbit London,
tahun 1900 M.

594. Al Adhdaad fi Al Lughah, ka4n hnu Al Anbari,
penerbit Al Husainiah, tahun 1325 H.

595. Tahdziib Al Lisaan, karya Ibnu Makki Ash-Shaqli,
ditahqiq oleh Dr. Abdul Aziz Muthir, tahun L966H.

596. Tahdziib Al Lughah, karya Abu Manshur Al Azhari,
cetakan Kairo, tahun 1386 H.

597. Ishlaah Al Manthiq, karya Ya'qub bin As-Sakiit,

ditahqiq oleh Ahmad Syakir dan AMus Salam Hamn,
cetakan Kairo, tahun L376H.

598. Lisan Al Arab, karya Ibnu Manzhur Al lfriqi, peneftit Al
Amiriah.

599. Tamib Al Qaamuus, karya Syaikh Thahir Az-7awi,
penerbit Al Halabi.

600. Al Qaamuus Al Muhiith, karya Imam Al Fairuz Abadi,
penerbit At-Tijarigryah Al Kubra.

6Ol. Fiqh Al Lughah, karya Ats-Tsa'alibi, cetakan Beirut.
602. Mukhtsar Ash-Shihaah, karya Ar-Razi, pene6it Al

Amiriah.
603. Al Muhkam, karya Abu Al Hasan Ali bin Isma'il

terkenal dengan nama hnu Saryidah.

604. Al Mishbaah Al Muniir Slarh Ghariib Asy-Syarh Al
IGbir, karya Al Fayumi, penerbit Al Amiriah.

605. Tahdziib Al Alfaazh, karya lbnu As-Sakiit.

606. I-aisa min l{alam Al Arab, karya hnu Khalawiyyah.

607. Al Jaasus Ala Al Qaamuus, ka4n Ahmad Faris Asy
Syidyaq, penerbit Istanbul.

608. Mujam Maqaayiis Al Lughah, karya Abu Al Hasan

Ahmad bin Faris, ditahqiq oleh AMus Salam Harun.

ZE ll ,ilUoj^u'SyuahAt Muhadzdzab

-1



609. At Khashaa'ish, katya hnu Jinni, penerbit Al

Amiriyyah.

6lO. At Kitaa4 karya Sibawaih, penerbit Al Amiriah'

6lL. I{hiaanah Al adab, kann AMul Qadir Al Baghdadi,

penerbit Bulaq, tahun 1299 H-

6L2. An-Nahw Al Waafi, karya Dr. Abbas Hasan, penerbit

Al Ma'arif.

613. At Mukhashshish, karp Abu Al Hasan Ali bin Isma'il,

terkenal dengan nalna karya hnu SaSnTidah, cetakan

Beirut.

6L4. Al Mtzhir, karya Jalal As€uyr.rthi, mengulas tentang

ilmu-ilmu bahasa dan ragamnYa-

6t5. At Atfaazh N Kiaabi54nh, karSn Al Hamdzani, cetakan

Beirut.

616. Al Lisn Al Arabi, terbitan berkala yang dipublikaskan

oleh Uga Arab, dicetak di Maroko-

617 . Ha5nah Al Ha5nwaan, karya Ad-Damiri-

618. Ajaa'ib Al Makhluqaar, kartn Al Qazwaini-

619. At Hagnuman, karya Al Jahizh, ditahqiq oleh AMus

Salam Hamn, pene6it Mushthafa Al Babi Al Halabi,

tahun 1938 H.

62O. Taaj Al Aruus Slnrh Al Qaamuus, karya Muhammad

Murtadha Az-Zubaidi.

621. An'Nuquud wa Al Maslnarif, karya Dr. AMul Aziz

Mara'i dan Isa AMuh.

622. Bunuuk bila Fawaa'id, l<arya Dr. Isa AMuh, penerbit

Darul I'tisham.

623. NazhanSyah Ar-Riba, karya Dr- Isa AMuh, Darul

I'tisham.

524. At lqtishaad Al Islaami, karya Dr- Ath-Thahawi'
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625. Risaalah Dr. Nu'man AMur Razzaq As-Samira'i 
1

tentang pengakuan seseorang yang sakit parah. 
I

626. Zahr Al Adab, karya Al Hishri, ditahqiq oleh Dr. Zaki 
iMubamk. i

627. S5ndzanat Adz-Dzahab, l<arya hnul Imad Al Hanbali, I

penerbit Al Qudsi, tahun 1350 H. 
I

628. At Ahd At Qadiim wa Al Ahd Al Jadiid, kitab suci Ahli I

Kitab, Yahudi dan Nashrani 
I

629. Mafizllah Ar-Risalah, karya Ahmad Hasan Az-Ziyat. I

690. Shaid Al l{haathir, ku4n hnul Jauzi, ditahqiq oleh I
Muhammad Al Ghazali 

I
631. Maiahh Nurul Islam tsunma Al,4zhar. I
632. Itasyf ,4zh-Ztunuun An Asami At Kutub ural Funuun, I

karta Hajji Khalifah, cetakan tahun 1310 H, Istanbul I
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Al Jauzi, cetakan tahun 1340 H. I
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proses pen!,usunan kitab ini. Terlebih, pen! rsun tidak akan

pemah melupakan banfuan saudaraku yang sangat baik dan mulia,

seorang yang sangat alim, Imam sa1ryid Hamid bin Abu Bakar Al

Muhdhar. semoga Allah menyejukkan pandangan beliau dengan

kehrrunannya.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Slaikh

Mukhtar hrahim Al Hayij, pimpinan Lajnah As-Sunnah, Badan

Kajian Keislaman, llang telah memberikan perhatian terhadap

setiap huruf karya kami sehingga dapat dipertanggungiawabkan di

hadapan Mahkamah nanti.

Terima kasih penulis haturkan kepada sahabatku tercinta

Muhammad bin Auullah Ba uqail, semoga Allah melimpahkan

rahmat-Np kepada beliau. Juga, kepada png terhormat Kepala

Duien Pendidikan Tinggi, Syaikh Hasan AMullah Ali Syaikh, di

Kerjaan Saudi Arabia, atas perhatian beliau terhadap kitab ini dan

menjadikannSn sebagai referensi di beberapa universitas-

Ucapan terima kasih png terhingga penyusun hahrkan

kepada yang terhormat Imam, lang sangat alim, saudaraku yang

mulia, s5nikh Auul Adz bin Baz, lang telah menerima kitab ini

dengan baik. Begitu juga, tidak lupa kami sampaikan terima kasih

kepada seluruh alim ulama di Malaysia, lndonesia, Ardan,

Universitas Damaskus, p& ulama Al Azhar, dan seluruh profesor

di bertagai perguruan tinggi, png telah merujuk kitab ini dalam

makalah dan buku-buku mereka.

Terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah

membanfu kami. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih

kepada 5rang terhormat Dr. Muhammad Nashir, Perdana Menteri

Malaysia, lnng mulia Sultan Kedah, Perdana Menteri Tartajano,

Hakim agung dan wakil raja wilaSnh Serdang, Profesor Hasan Al
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Adifi" duta b€sar Malapia untuk Mesir, yang telah menjalin

hubungan 1nng baik derrgan kami.

Profesor Hasan parrah mengunjungi Khortum. Tepatrya,
keeada hari Jrrn'at, beliau mencari penulis di seluruh wilayah

Khort rn, dan akhimya bertemu juga. Beliau meminta kepadaku

unfuk m€ndoakan supalra ketal<waannya bertambah, diampuni

s€gala dosanya" dan mengembalikan agamaku, amanahku, dan

punglosan arrnl pertuatanku kepada Allah.

Tidak lupa, sernoga Allah memberi balasan yang setimpal

k€eada Profesor Dr. Muhammad Ahmad Al Haj, Rektor

Univemsitas Islam Ummu Durman, Dr. Ahmad Tijani Umar, Dr.

Muhammad Utsman Shalih, mantan dekan Fakultas Studi Islam,

kof- Dr- Yuflil Al Alim, Dekan Fakultas Humaniora, yang

perrulis kepada setiap acara unh,rk menamai kitab ini

Af lukin; dan Prof- Dr- Mubarak ldris, Dekan Fakultas Kajian

Islam, s€rta sefuruh akfivitas akademika di Universitas Islam.

SerrrcSa Allah mernbahs mereka yang telah bersikap positif

terhadap perrulis, amal yang tidak seberapa, dan kemampuan aku

yang terbatas dalam men!rusun kitab ini.

S€rnoga keselanahn dilimpahkan kepada para rasul.

Segah puf bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Muhammad Najib Al Muthi'i

K€frn Prodi As-Sunnah dan Ulumul Hadits, Universitas
Islam Ummu Durman

Khartoum, Ash-Shafiah

Sabhr, 20 Muharram 1403 H, bertepatan dengan

6 November 1982M

Ez ll ,il oq*iSloahAl Ltuhadzdzab



Sanad Penulis Bersambung samPai

dengan Imam An-Nawawi

Aku meriwayatkan kitab ini secara ijazah dari Sayyid Hasan

Al Ahdal, dari Sayryrid Ali, dari bapaknya, Salryid Muhammad, dari

bapaknya, Sayyid [dms, dari bapaknya, Sayyid Umar, dari

bapaknya sayyrd ldrus bin AMurrahman bin Muhammad Al

Habsyi, secara dibaca kepada sebagian muridnya dan ijazah

kepada sebagian lainnya, dari Muhammad bin Ahmad Uqailah,

dari Syaikh Hasan Al Ajimi.

Pada rangkaian sanad lain, disebutkan, dari Ar-Rahmati,

dari sSnikh AMul Ghani, mereka berdua dari An-Najm Al Ghazi,

dari bapaknya, Al Badr, dari Al Jalal As-Suyuthi, dari Syaikhul

Islam Ilmuddin Al Bulqini, dari Abu Ishaq hrahim, dari Syaikh

Ulauddin bin Al Aththar, dari penyusun llang sangat alim, Abu

7-al<anya Yahya bin Syaraf An-Nawawi; semoga Allah

mengharumkan ruh beliau.[ |

Sanad Penulis sampai dengan Imam Al Bukhari
(Sanad N Mu'ammirinl

Sayyid Syafir Hamid As-Sirri Al Hadhrami di Mina,

tepatorya di kediaman Almarhum Muhammad bin lwadh bin Ladin

mengijazahkan kepadaku, dia berkata: Sayyid Muhammad Ali bin

SayTid Muhammad bin sayyid ldrus Al Habsyi mengijazahkan

kepadaku dari bapaknya.
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Pada jalur lain disebutkan, Say!/id Al Muammar Hasan

Fad'aq di rumahq7a, Mal{kah, pada akhir bulan Dzulhijjah, tahun
1372 H mengijazahrkan kepadalu dari Sayyid Al Allamah Idrus bin
Sayryid Umar bin Sa!,yid Idris AI Habryi. Jalur ini berdasarkan

sanad Al Muammirin. Sanad ini sangat luhur, bersumber dari
bapakngra, Almarhum Sat t d Umar, dan tiga ormg gurunya, Imam
Muhaddits Al Atsari AI Muammir S!,aikh AMurrahman AI Kazburi,

S!,aikh Imam Al Fadhil Al Flamrna AI Faqih terkenal dengan nama

AqrSpfi'i Junior, Sayt id &n paman dari kakekku, Slnikh Ali bin
Ahmad Al Kabari, dan q1ailfi Al Mutamaqqin lrnam Muhaddits

Syihab Ahmad Afardi Al Utsmani, terkena dengan nama Al
Munini.

Ketiga SSnikh ini menerima sanad pamungkas dari para

zahid dan ahli ibadah, Al Mah lt/as Al Kaurani, dari musnid

Madinah; Al Mala lbrahton Al Kaurani, dari Al Muammir Ash-Shufi,

Al Mala AMullah bin As'aduddin Ad-Dahurari, dari Syaikh

Quthbuddin Muhamnrad bin Ahmad ArrNahnrurali.

Antara aku dan An-Mlnrnmli terdapat 10 perantara. Aku
menerirnir jalur sanad yang paling tinggi, pifu jalur yang aku

riwaptkan dari Syaikh karni Al Munawwar Ali bin AMul Ban Al
Wana'i, dari Syaikh Qutbuddin An-Nahruwali. Antara aku dan An-
Nahnrunli berdsarkan sanad ini terdapat tiga perantara.

An-Naharurali meriwqlatkan dari bapakryp Al Muammir
Ahmad bin Muharnrnad ArFNahru\ /ali, dari Al Hafizh Nuruddin
Abu Al Futuh Ahmad bin Abdullah Ath-Thawusi.

Sayyid Idrus mernrturkan, antara aku dan Ath-Thawusi
berdasarkan sanad bapald$r4 terdapat 7 perantara, sedangkan

a Yattg merrgerlrkakan p€rrlFfiaan ffi adatah Sa!,!,id ldrus bin Umar Al Habs!,i.
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berdasarkan sanad Al Wana'i terdapat 5 perantara. Idrus

menambahkan, aku memiliki sanad yang sama dengan sanad

Syaikh kami Al Wana'i. Yaitu, sanad dari Syaikh kami yang alim

ssnikh shalih Al Fallani, dari Al Muammir Muhammad bin

Muhammad bin sinah, Al Muammir Al Fallani dari Al Allamah

Ahmad bin Ali Asysyanawi Al Abbasi, dari Al Allamah sa5ryid

Ghadhanfar An-Naqsyabandi, dari Al Allamah Tajuddin

Abdunahman bin Ahmad Al Kazruni, dari Al Hafizh Ahmad Abul

Fuh.rh Ath-Thawusi.

Abul Fuhrh meriwayatkan dari Syaikh Al Muammir Baba

Yusuf Al Harwi dari Muhammad bin syadzbahakhat Al Farghani

png mendengar langsung dari Syaikh Al Muammir Abu Luqman

Yahya bin Ammar Al Khatlani yang mendengar langsung

seluruhnya dari Imam Al Farbari yang mendengar seluruhnya dari

[nam Al Bukhari.

Sayyid Al ldrus bin Saryid Umar mengatakan, berdasarkan

rangkaian sanad ini dapat diketahui antara aku dan Imam Al

Bukhari terdapat L4 perantara, sampai dengan SaSryidina

Rasulullah $.
Sayyid Al ldrus melanjutkan, mengacu pada mngkaian

sanad tersebut dapat diketahui antara aku dan Al Bukhari

berdasarkan sanad bapakku terdapat 12 perantara, sedangkan

berdasarkan tiga orang muammir di atas, sanadku bertemu dengan

lmam Al Bukhari dengan 14 perantara, sampai dengan Rasulullah

$. segala puji dan anugerah hanya milik Allah. Menurutku, inilah

sanad paling tinggr yang ada di muka bumi.

Mengacu data di atas, antara aku dan Al Mushthafa $
terdapat 18 perantara. Sa5n/id Al ldrus menuturkan, para Imam

besar dan agung menerima sanad ini dan memperhifungkannya
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sebagai karunia Allah & bagi mereka. Sayyrid Dr. Muhammad Al

Alawi Al Maliki mengijazahkan kepadaku riwapt yang didengar

oleh bapaknp, Salr:yid Alawi bin Abbas Al Maliki-

Alawi bin Abbas menuturkan, bapakku iuga meriuaftkan
sanad yang tinggi -maksudnya Shahih Al Bukhari- dari Sprif
Muhammad AMul Hay Al Kinani. Beliau menulis dalam bukunya,

Al Minrnh:

Aku Shahih Al Imam Abi Abdillah

Muhamnpd bin Isma'il Al Bukhari, dari bapakku, Slnikh Abu Al
Makarim Abdul Kabir AI Kinai secara langsung l€bih dari satu kali.

Abu Makarim mengatakan, Spikh Abdul Ghani bin Abu Sa'id Ad-

Dahwali di Madinah menceritakan sebagiannla kepadaku s@ara

langzung dan seluruhnya secara Uazah kepada bapakku, Syaikh

Abu Sa'di dan Muhaddits abad ini, Syaikh Muhammad Ishaq Ad-
Dahlawi AI Makki, riwapt mereka berdua bersumber dari

pimpirnn para ulama Syaikh Abdul Aziz Ad-Dahhwi Al Makki,

dari bapaknya Muhaddits India Syaikh Ahmad Waliy.rllah Ad-

Dahlawi dari Abu Thahir Muhammad bin Ibrahim Al Kurani Al
Madani, dari bapaknya seorang alim dan musnidHijaz Al Burhan

hrahim AI Kurani, dari Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al
Ghazi Al Amiri Ad-Dimas5qi, dari bapaknya $aikh Badruddin,

dari Qadhi Zal<arrrlya Al Anshari.

Qadhi 7.al<any1a mengatakan, Amirul Mukminin dalam

bidang hadits, Asy-Syihab Ahmad bin Hajar Al Asqalani

mengabarkan kepada kami dari As-Siraj Al Husain bin Mubarak

Az-Zubaidi dari Abul Waqt AMul Auaal bin Isa As-Sajazi Al
Harawi, dari Abu Al Husain Ad-Daunrdi, dari Muhammad bin

Ahmad As-Sa*hasi, dari Muharnmad bin Yusuf Al Rafuari, dari
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Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari. Semoga

Allah mengrcikan hatinya dan mengharumkan rnat<amnya-

Demikian ini sanad tertinggi yang bsambung sampai

dengan Ash-Shahih se@ra langsung, dan diterima dari mulut ke

mulut oleh para periunyat besar.

Aku rasa cukup mencantumkan sanad ini, tdak perlu

menyebutkan seluruh sanad Kufubus Sitbh, Muwaththa' Malik,

dan Musnad Ahmad. Tujuan pencanfuman sanad tersebut sebagai

dokumentasi literahrr ahli sanad dan \ralidasi hubungan para

periwayat dalam mentransfer hadits dari mulut ke mulut sekaligus

mernbuktikan adanya pertemuan. Tiba saatrla unhrk

menyampaikan maksud di atas.

***
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Bab Jual Beli Murabahah

Asy-Syirazi €b mengatakan: Barangsiapa yang

membeli barang, dia boleh menjualrr3n kembali dengan
harga modal, yaitu dengan harga yang lebih rendah,
dan dengan harga lnng lebih mahal darinSTa- Demikian
ini sesuai dengan saMa Rasulullah $, 'BiIa kedua ienis
barang ifu befreda, maka iuallah emant lalian-"

Dia juga boleh menjual barang tersebut secara

murabahafi. Yaitu, penjual memilah antara modal dan
kadar keuntungannlra. Misalnya dengan perngntaan,
'Harganln 100 dirham- Aku jual dia padamu dengan
harga modal plus untungnya satu dirham untuk setiap
sepuluh dirham-"

Praktik ini diperbolehkan berdasarkan riwayat
dari lbnu Mas'ud 6-

Diriwayatkan dari lbnu Mas'ud, bahwa beliau
tidak mempernasalahkan praktik iual beli dengan harga
sepuluh, sebelas, atau dua belas. Jual beli ini dilakukan
dengan harga llang diketahui, oleh karena ifu dia
diperbolehkan-

Misalnya peniual berkata, 'Aku iual padamu

seharga 110 dirham-" Boleh iuga meniual barang
tersebut dengan harga !/ang lebih rendah. Misalnya,
'Modalnya 1OO dirham. Aku jual padamu seharga
modalnya, dikurangi safu dirham unhrk setiap 10
dirham." Jual beli seperti ini telah diketahui harganya,
oleh karenangn, praktik ini diperbolehkan. Misalnya,
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peniual berkata, 'Aku iual padamu 100 dirham

dikurangi 10 dirham."

Dia juga diperbolehkan meniual setengah barang

tersebut secara murabahah. Apabila bagan barang

tersebut tidak berbeda seperti makanan dan seorang

budak, harga ini dikenakan untuk setiap bagiannya, dan

pemilik boleh menjual bagran yang dikehendaki sesuai

dengan hargangn-

Apabila bagtan barang ini berbeda, seperti dua

helai kain atau dua orang budak, maka penjual

menenfukan harga keduanya dan membagr dua harga

tersebut sesuai nilainya masing-masing, kemudian

menjual salah satunya sesuai harga yang telah

ditentukan. sebab, harta tersebut telah dibagi pada dua

barang sesuai nilainYa.

Oleh sebab itu, seandainya seseorang membeli

pedang dan sebidang tanah seharga 1000, dirham

maka harga tersebut dibagi pada dua oblek ini sesuai

dengan nilain37a masing-masing- Kemudian, or:rng yang

berhak atas syrf'ah (syafil membeli tanah tersebut

dengan harga telah ditenhrkan sesuai nilainSTa-

Penielasan Redaksional:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-

Nasaa'i, dan Ibnu Majah, hadits tersebut bersumber dari hadits

Ubadah bin Ash-Shamit, dengan redaksi:

!--
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.*rl"q'ol{ li'.r& 35 W
"Enns dangan errEts, perak dengan perak, gandwn

dengan gadurq je:lai dengan jelai, kurma dengan kurma, ganm
dangan @ffi, wft, sepadan, sama bobottya, dan smn senh

tqima. Apbila bmng-banng ini berbda jenis, maka iuallah
saul<a kalb4 fila dilakuan s@ra serah terima."

Hadits png sarrra diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada

bagian akhir hadib ini tertulis, 3\ *tS 4U ?.Jt G bi Cyj'e

q ;i5 * t4 'I{ami diperintahkan untuk manjual jelai dengan

gandurn, gpdn, dangan jelai, secara serah teima, semau kalian.'

Atsar Abdullah bin Mas'ud diriwayratkan oleh Ibnu Hazm

dari hnu l\rlas'ud, hnu Abbas, dan hnu Umar. hnu Mas'ud

merLrpakan orarg keenam yang pertama kali masuk Islam.

Abdulhh bin Mas'ud, merupakan seorang sahabat &.
Nama aslinya Abu AMurrahman bin Mas'ud bin Ghafil, hnu
Habib bin Samh bin Far bin Makhzum bin Shahilah bin Kahil bin

Al Harits bin Tamim bin Sa'ad bin Hudzail bin Mudrikah bin llps
bin Mudhar bin Nazzar Al Hudzali, sekutu Banu Zahrah Al Kufi.

:llu 'Ar ,:,ituI-2JJ/'.)

tiy,*1x-4yu" f,
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Ibnu Abdullah bin Mas'ud adalah ummu Abd binti Abdun

bin Sawa, berasal dari zuku Hudzail. ummu AM telah memeluk

Islam dan turut berhijrah ke Madinah-

hnu Mas'ud merupakan anak dari sahabat phtra dan

seoftrng sahabat perempuan. Auullah termasuk pemeluk Islam

terdahulu, yaitu ketika sa'id bin zaid masuk Islam, dan sesaat

sebelum Umar bin Al Khahthab masuk Islam-

Sebuah riwayat dari AMullah menyebutkan, "Engkau tahu

aku adalah orang keenam (yang pertama kali masuk Islam). Di

muka bumi ini tidak ada muslim selain kami." Hadits riwayat Ath-

Thabrani dengan sanadngra-

hnu Mas'ud merupakan salah safu sahabat yang ikut

berhijrah ke Habasph, kernudian juga hijrah ke Madinah. Beliau

terlibat bersama Rasulullah * dalam perang Badar, Uhud,

Khandaq, Baiafur Ridhwan, Yarmuk, dan pertempuran lainnya.

hnu Mas'udlah yang bertanding menghadapi Abu Jahal dalam

perang Badar. Rasulullah bersaksi bahwa lbnu Mas'ud calon

penghuni surga.

Ibnu Mas'ud mempakan pela5nn Nabi $ yang selalu slgap

mempersiapkan sandal ketika beliau hendak berpergian, dan

membawa sandal itu di lengannya ketika Nabi melepasnya-

Ibnu Mas'ud sangat rajin membantu dan melayani Nabi $'
Dalam shahih Muslim disebutkan, Ibnu Mas'ud menuturkan,
,,Rasulullah & berkata padaku, Aku izinkan engkau untuk

menyingkap kelambu, dan mendengarkan rahasiaku, sebelum aku

melarangmu'." Ibnu Mas'ud terkenal sebagai sahabat yang

mengetahui banpk rahasia dan juga yang menangani siwak dan

sandal Rasulullah. Beliau mertuvayatkan 848 hadits dari Rasulullah

&.
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Enam puluh empat di antaranya sarn-salna diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim. Sisangn, 2l hadits hanya

diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan 35 hadits hanya diriwayatkan

oleh Muslim.

Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadits dari hnu
Mas'ud adalah hnu Umar, hnu Abbas, hnu Az-Zubair, Abu Musa

Al Asy'ari, Anas, Jabir, Abu Sa'id, Imran bin Al Hushain, Amr bin

Harits, Abu Hurairah, dan sejumlah tabi'in besar yang udak

terhitung jumlahnya.

Di penghujung umumya, hnu Mas'ud tinggal di Kufah, dan

meninggal pada tahun 32 H. Pendapat lain menyebutkan, wafat

tahun 33 H. Menurut sumber lain, beliau kembali ke Madinah.

Para sejarawan sepakat, hnu Mas'ud meninggal dunia kepada usia

60-an tahun.

Menurut sejarawan yang berpendapat lbnu Mas'ud wafat di

Madinah, beliau dimakamkan di Baqi'. Ada yang mengatakan,

jenazah hnu Mas'ud dishalatkan oleh Utsrnan. Ada Snng berkata,

oleh Az-Zubair bin AI Awwam. Ada juga png berpendapat, oleh

Ammar bin Yasir.

AMullah bin Mas'ud adalah salah seorang pernuka sahabat

dan, ahli agarna, sangat menguasai keilrrruan Al Qur'an, fikih,

fatwa, bertudi mulia, serta menjadi panutan dalam bidang ilmu.

Dalam Shahih Al Bukhari dan Slnhih Muslim terdapat

hadits dari Abu Musa, beliau menuturkan, "Aku dan saudaraku

baru saja tiba dari Yaman. Kami tinggal beberapa lama di

Madinah. Kami mengira hnu Mas'ud dan ibunya termasuk ahli bait

Rasulullah $, karena kami lihat mereka sering sekali keluar-masuk

rumah beliau dan kerap bersamanya."
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Dalam Shahih Al Bukhaibersumber dari Abdurrahman bin

Zaid, disebutkan, beliau berkata: Kami bertanya kepada Hudzaifah,

"Beritahu kami, orang yang paling dekat sikap, petuniuk, dan

hidayahnya kepada Rasulullah $. Kami akan belaiar padanya-"

Hu&aifah menjawab, "Kami tidak mengetahui orang yang paling

dekat sikap, petunjuk, dan hidayahnya dari Rasulullah selain hnu

Ummu Abd. Para pelajar dari kalangan sahabat Muhammad $
mengetahui, hnu Ummu Abd adalah orang yang paling dekat

wasilahnya kepada Allah."

Disebutkan dalam Ash-Shahihain, bersumber dari hnu

Mas'ud, dia mengatakan, "Rasulullah # yang mengajariku

tasyahud. Telapak tangaku diletakkan di antara dua telapak

tangannya, seperti posisi ketika beliau mengajariku satu surah Al

Qur'an."

Masih dalam Ash-Shahihain lnng bersumber dari hnu
Mas'ud ;&, dia menuturkan, "Pada saat kami bersama Rasulullah

S di Mina, tiba-tiba rembulan tertelah dua. Satu potong berada di

balik bukit, dan satu potong lainnya di depannya- Rasulullah $
lalu berkata kepada kami, 'Saksikanlah!''

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain bersumber dari hnu
Mas'ud, beliau menuturkan: Rasulullah S berkata, "hcakanlah

At Qur'an unfukku!'hnu Mas'ud berkata dengan heran, "Wahai

Rasulullah $, aku membacakan Al Qur'an kepadamu, padahal

dia diturunkan kepadamu?" Beliau bersabda, 'Sungguh, aku

serang mendengarl<annya dai orang lain.' Aku pun membacakan

surah An-Nisaa'. Ketika sampai kepada ayat:
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"Dan bagaimanal<ah kadaan orang lafir nanti), iika l{ami

mendatangkan s@ftng sal<si (Rasul) dai setiap umat dan l{ami
mendatangkan engkau Muhammd) s&gai saki atas mqel<a.'
(Qs. An-Nisaa' [4]: 41) "Cukup sampai sini!" kata beliau. Aku

menoleh ke arahn5a, temyata beliau sedang berlinang air rnata.

Dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari Masruq, dia

berkata: Abdullah bin Mas'ud diceritakan pada AMullah bin Amr

bin Al Ash. Dia bertata, "Aku selalu mencintain5a. Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa, "Pelaiarilah Al Qur'an dari

anpt orang: AMullah, Salim nnula Abu Hudaifah, Muadz, dan

uby bin l{abb.'Pada rivrayat lain, Ubay disebutkan lebih dulu

sebelum Mu'adz.

Diriuayatkan dalam Slnhih Muslim, dari hnu Mas'ud, dia

berkata, "Derni Tuhan png tidak ada Tuhan yang patut disernbah

selain Dia. Tidak ada safu surah pun dalam Al Qr.r'an, kecuali aku

tahu di nurra dia dihrnrnkan. Tidak ada satu a1zat pun kecuali aku

tahu tentang apa dia dihrrunkan- Jika aku tahu ada orang lain 1ang
lebih alim tentang Kitabullah darilu dan bisa dijangkau kendaraan

unta, aku pasti menernuinla."

Dalam riuaSrat selain ,4sh'Slphilnin png bersumber dari

Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah # bersaMa,

'Berpqangtquhkh kepda janii lbnu Ummi AM." Suatu kefika

Umar bin Al Khaththab mengirim hnu Mas'ud ke Kuhh, dan

mengirim surat unttrk penduduk di sana. "fih mengirim Ammar

kepada kalian sebagai pemimpin; AMullah bin Mas'ud sebagai
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guru dan menteri. Mereka berdua termasuk kalangan sahabat

Rasulullah # yutg mulia, dan ahli Badar. Patuhilah mereka-

Sungguh, aku memprioritaskan AMullah bin Mas'ud kepada kalian

atas diriku sendiri."

Umar berkomentar tentang lbnu Mas'ud, "Beliau ibarat

perisai yang dipenuhi ilmu. Setiap malam ketika seluruh mata telah

terpejam, beliau bangun unhrk melaksanakan shalat malam. [-alu'

terdengar suara gema seperti gemuruh lebah hingga wakhr subuh-"

Ketika hnu Mas'ud meninggal dunia, Abu Ad-Darda'

berkata, "sepeninggalku tidak ada olang sepertinya-"

Abu Thayyibah menuturkan: Saat hnu Mas'ud sakit keras

dan Utsman menjenguknya. Utsman berkata, 'Apa yang engkau

rasakan?". Dia menjawab, "Dosadosaku-" Utsman kembali

bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Dia menjawab, "Rahmat

Tuhaku," Utsman kembali berkata, "Bagaimana kalau aku

panggilkan tabib? Dia menjawab, "Tabib jushr menambahku

sakit." Utsman kembali berkata, "Bagaimana bila aku memberimu

harta?" Dia menjawab, "Aku tidak membufuhkannya," Utsman

berkata, 'Pemberian ihr unhrk anak-anak perempuanmu. Apakah

engkau mengkhawatirkan pufoi-putriku menjadi fakir?" Dia

berkata, "Sungguh, aku telah menyuruh mereka unhrk membaca

surah Al Waaqi'ah setiap malam- Aku pemah mendengar

Rasulullah * bersabda, 'Siapa saia yang membaa surah Al
Waaqi'ah pada setiap malam, dia tidak al<an pemah tertimpa

kefakimn selaman5a'."

hnu Mas'ud memiliki tiga orang putra: Abdurrahman-

kunyah hnu Mas'ud dinisbatkan kepada nama ini-, Utbah, dan

Abu Ubaidah. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amir, nalnun
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menurut pendapat lain, naman5a adalah kun5nh tersebut (Abu

Ubaidah).

Para ulama sepakat, bahr,ra Abu Ubaidah tidak menerima
hadits dari bapaknya; Ibnu Mas'ud. Meski demikian, riwapt Abu
Ubaidah dari beliau cukup banlnk, seluruhnln munqathi'.

Sementara itu, AMurrahman, menunrt Ali bin Al Madani

dan mayoritas ulama, menerirla hadits dari a5nhnp; AMullah bin
Mas'ud.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, 'Ketika Ibnu Mas'ud

meninggal dunia, AMurmhman masih berumur 6 tahun."

Yahya bin Ma'in menerangkan, AMurrahman Udak penrah

mendengar hadits dari aphrya. Wallahu a'larn. Dernikian
pemlntaan An-Navrnwi.

llata Al Munbahah mempakan bentuk mashdar (infinitfl
dari kata Raabaha, derirrasi dari kata Ar Ribh, 37ang artin5n
"tambahan". Munbahah secarar terminologi berart jual beli barang

dengan harga yang telah ditambahkan nilai keunhrngan, dengan

beberapa sSarat png dipaparkan dalam berbagai hulnrm dan

madzhab ulama.

Karo.. "dih' dalam bahasa Persia bemrt "sepuluh," gazadih,

"sebelas," dan davwzadih "dua belas". Makzudn1n, Ibnu Mas'ud

berpendapat tidak masalah menjual kernbali barang png telah

dibeli dengan harga sepuluh, sebelas, atau dua belas.

Hukum: An-Naurawi & menlntakan dalam Ar-Raudhah,

bahwa praktik jual beli munbahah memiliki beberapa redaksi,

narnun yang paling sering digunakan ada tiga redaksi.
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Pertama: "Aku jual dengan harga pembelian atau dengan

harga yang aku serahkan plus keuntungan sekian-"

Kedua: "Aku jual dengan harga yang telah dibebankan

padaku berikut keunhrngan sekian." Konsekuensi hukum unsur-

unsur yang berada di baurahnya dari dua redaksi di atas itu

berbeda-beda, begitu juga dalam kasus jual beli yang wajib

diinformasikan, sebagaimana akan kami jelaskan nanti, Insya

Allah.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual dengan harga

pembelianku." Redalsi ini hanp memasukkan harga penjualannya

saja. Sedangkan iika penrbeli mengatakan, "Dengan apa yang

telah dibebankan padaku." Di samping mencakup harga

pembeliaan, itu juga mencakup biaSa takaran, penunjuk jalan, kuli,

penjaga kebun, buruh panen, tukang jahit, juru wama kain,

ongkos pevramaan, biaya khitan, pelapisan dinding tembok, dan

seluruh biaya yang mesti dikeluarkan agar barang punya nilai jual

trnggi. Yang termasuk kategori jual beli ini juga adalah, penysddaan

rumah yang berisi perabotan-

Sementara biaya png dikeluarkan unfuk melanggengkan

kepernilikan, bukan untuk meningkatkan nilai jual, seperti nafkah

budak, pembelian sandang, pakan temak, menurut pendapat

shahih tidak dibebankan kepada harga penjualan.

Menunrtlm (Al Muthi'i): Penrbebanan biaya tersebut

sebagai kompensasi dari manfaat png diperoleh dari barang yang

dijual (produk), seperti memberi pelumas kendaraan,

meningkatkan kualitas perapian, dan sirkulasi udam. Akan tetapi,

biaya yang melebihi kelaziman seperti tarif dispensasi, komposisi

I
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nomor logam kendaraan, akad asuransi png berdasarkan asas

kepatuhan, seluruh biaya ini dibebankan pada harga jual.

Abu Sa'ad Al Mutawalli dalam At-Tatimmah mengahkan:

Pajak yang ditarik oleh pemerintah (bea cukai) termasuk dalam

kategori beban penjual.

Seandainya penjual memotong sendiri kain yang dijual,

menakar, atau mernanggul sendiri, atau mernoles rumah dengan

tanah liat, maka upah pekerjaan ini tidak masuk termasuk dalam

harga jual. Barang dagangan diperhitungkan sebagai tanggungan

penjual berdasarkan pengorbanan yang dia keluarkan. Dernikian

juga halnyra seandainya rumah tersebut miliknln, atau orang lain

melakukan pekerjaan ifu s@ara suka rela, atau dengan cara

merninjamkan rumah. Apabila penjual ingin menambahi rdaksi
akad tersebut, @ranya dengan mengucapkan, "Aku beli, atau

wajib atasku sekian, atau aku mengeriakan sesuafu png upahnya

sekian; aku telah jual dia padamu dengan harga tersehrt berikut

ketrnfungannya sekian. "

Ketiga: 'Aku jual barang ini seharga ditambah

keunfungan sekian-" Menurut pendapat yang shahih, redaksi ini

sarna dengan ucapan "Dengan harga pernbelian."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan: Redaksi ini sama

dengan redaksi "Dengan apa llang dibebankan padaku." Ibnu Ash-

Shabbagh memilih pendapat ini.

Pendapat lang sama dikemukakan oleh Al Mawardi dalam

Al Hawi, jilid 6, naskah manuskrip, lembar 226 dan setenrsnya:

"Jual beli murabahah, yaitu penjual mengatakan, Aku jual padamu

pakaian ini secara munbahah, dengan harga pembelian 100

dirham plus keuntungan satu dirham untuk setiap 10 dirham'. Jual

beli seperti ini diperbolehkan dan tidak makruh.
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Diriwayatkan dari AMullah bin Umar dan Abdullah bin

Abbas rg, bahwa mereka memakruhkan jual beli ini sekalipun

diperbolehkan.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, beliau membatalkan

jualbeli mumbahah dan melamngnya, dengan alasan harga barang

yang diperjualbelikan tidak diketahui, dan informasi harga yang

disampaikan oleh penjual tidak bisa dijamin benar-

Dalil diperbolehkann5a jual beli munbahah yaitu firman

Allah &,

"Allah menghalalkan iual beli dan mengharamkan iba,"
(Qs. Al Baqarah 121,2751.

Hal itu disebabkan karena harga dalam jual beli murabahah

dapat diketahui, seperti halnya kejelasan harga dalam jual beli

musawamah. Tidak ada bedanya antara ucapan "Aku jual baju ini

padamu seharga 110 dirham" dan "Aku jual padamu seharga 100

dirham ditambah keuntungan 1 dirham untuk setiap 10 dirham,,"

karena harganya sama-sama 110 dirham, sekalipun redaksinya

berbeda.

Al Mawardi melaniutkanr Alasan terkait harga yang

disampaikan penjual tidak bisa dijamin kebenarannya dan tidak

bisa diterima, karena menumt hukum asal pemyataan penjual ifu

benar. Mengenai keterangan yang diriwayatkan dari hnu Abbas,

bahwa beliau memakruhkan ucapan penjual "Sepuluh, sebelas (dih

dawaadih," hal ini memiliki dua penafsiran:

Wii,;'€1ifi,ri'ikt
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Penafsiran Pertama: Beliau memakruhkan pem5rataan ini,

karena redaksi tqsebut bukanlah bahasa Arab laiaml yang keluar

dari dialek bahasa Arab.

Penafsiran Kdua: Hal tersebut makruh karena pemyataan

ini mengindikasikan bolehnya jual beli 10 dirham dengan 12

dirham.

Apabila telah diputuskan, bahwa akad munbhah ihl

diperbolehkan, maka pembeli harus mengetahui harga barang

dalam akad tersebut setelah mernastikan kebenarann!,ra. Apabila

panjual tidak mernberitahu harga barang tersebut, dan berkata,

"Aku jual barang itu padanp dengan harga pernbelian dan

keuntungan satu dirham untuk setiap 10 dirham," maka iual beli

ini tdak diperbolehkan.

Begifu puh jika pernbeli berkata, "Aku jual padamu dengan

harga sesuai perhitr.rnganku ditambah keunfungan sahr dirham

untuk setiap 10 dirham." Jual beli ini tdak diperbolehkan, karena

kedua belah pihak tidak menetapkan harga tertentu ketika alrad;

dan dengan sesuatu 5rang menjadikan harga barang tersebut dapat

diketahui setelah akad. Hal itu bisa jadi kedua belah pihak

berbeda persepsi soal besaran harga 3rang disebutkan setelah akad

dan tidak merujuk pada faktor yang menafikan ketidaktahuan dan

mencegah perbedaan tersebut. Jadi, akad in bathil (tdak sah),

karena harga bamng itu tdak dapat diketahui.

Bila ditetapkan bahwa penjual harus menyebutkan harga di

saat akad, maka peniual tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

Kondisi pertama: Menambahkan informasi harga, berikut

harga perrbeliannya;
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Kondisi kedua, Menambahkan informasi harga penjualan

saja. Misalnya, dalam kasus ini, nilai harga tersebut adalah 100

dirham, maka peniual dapat mengemukakan hal ini dengan salah

sahr dari tiga redaksi di atas.

Kondisi Ketiga: Penjual berkata, 'Aku membelinya seharga

100 dirham" atau "modal barangku 100 dirham"l atau "aku telah

menanspng harga L00 dirham." Penjual boleh menggurnkan

salah sahr dari tiga rdaksi di atas.

Apabila p€niual menginformasikan harga barang dan biaSn

yang harus ditanggungnlp seperti; ongkos pe\^ramaan (kain),

pemotongan, pengadaan pakan temak, atau bialn transportasi;

misalnSn dia menrbdi barang ittr seharga 100 dirham dan harus

menanggung biaya pe\[alnaan atau pernotongan sebesar 10

dirham, maka pafual boleh memberitahukan harganSn dengan

salah satu dari tiga redaksi-

Misalnya, 'AI<rr menanggung biayra 100 dirham dan 10

dirham'- Penjual Udak boleh menggunakan redaksi, "Aku

mernbdinln seharga 110 dirham." Juga, tidak menggurnkan

rdaksi, "Aku manngpng biaya 110 dirham." Atau, sebaliknya

dengan redaksi "AI(t menang5lung 100 dirham dan 10 dirham."

Alasan pelarangan ini, karena modal !/ang digunakan unfuk

membeli seluruh barang dagangan ini bukanlah harga yang

ditetapkan dalam akad iual beli tersebut.

Jika penitnl ingin mernberitahukan harga barang, berikut

apa lpng telah dia hlnrkan terhadap barang tersebut, misaln5n dia

membeli kain seharga 100 dirham dan mernotongnya sendiri,

sehingga dia berhak atas upah sekitar 10 dirham, maka dalam

kasus ini dia tidak boleh menggunakan salah satu dari tiga redaksi

di atas- Dia tidak boleh mengatakan, "Aku membelinya seharga
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110 dirham," Tidak boleh berkata, "Modal barangku ini 110

dirham." Dan tidak boleh menggunakan kalimat, "Aku telah

menanggung biaSa 110 dirham."

Alasannya, perbuatan seseorang unfuk dirinya tidak bisa

dihargai. Yang bisa dinilai hargan5n adalah pekeriaan orang lain.

Coba bandingkan, seandainya seorang pekerja dalam akad

mudhanbah, memperkerjakan orang lain unfuk mengangkrt

bamng, maka ongkosnya dibebankan kepada aset mudlnnbh.
sedangkan, jika dia mengangkutr5ra sendiri, maka dia tidak boleh

menarik upah dari aset mudlnnbhtersebut-

Di saat perfual tidak boleh menggunakan ketiga redaksi di

atas, dia hanlra punlra safu redaksi akad llaihr, 'Aku jual barang ini

padamu seharga 100 dirham, aku sendiri telah lakukan unttrk

barang itu yang seUanaing dengan upah 10 dirham; aku

mengambil keunhfrgan 1 dirham dari setiap 10 dirham." Dengan

dernikian, si penjual tabebas dari kebohongan dan tujuannSra pun

tercapai.

Dengan kata lain, jual beli munblnh hukumnya sah, baik

peniual ihr menggunakan redaksi akad, 'Aku iual padamu barang

ini seharga pernbelian; 100 dirham misalnla, ditambah unhrng 10

dirharn" maupun redalsi, 'Aku jual barang ini padamu dengan

keunfungan yrang diperoleh dari setiap 10 dirham harganln-'

Selanjutnln, apabila pembeli mengetahui harga barang dan

tambahan biaya yang dikeluarkan unfuk barang tersebut, seperti

biap hansportiasi dan beltagai akad asuransi keselamatan,

dimana setiap penrsahaan ekspedisi barang selalu meng€nakan

bea tersebut. -sehingga perafuran Islam menghalalkan praktik ini,

sebagaimana yang akan kami paparkan nanti insya Allah pada

pernbahasan Perserikatan- Maka kasus ini termasuk dalam
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redaksi akad "Aku iual padamu harga barang ini berikut

keunfungann5ra sekian. "

Apabila penjual tidak menjelaskan harga pembelian, selain

bia5n pekeriaan penjual saja, atau perkerjaan orang lang suka rela

melakukannya tanpa pamrih, maka dia tidak termasuk dalam jual

bdi munfuhah, kecrrali penjual menielaskan hal tersebut.

Derrikian haln5ra harga barang, jika dia berbenfuk barang

dagangan dan belum diketahui oleh pembeli, maka penjual hams

menjelaskannSa, misalnyra dengan redaksi, 'Aku jual kain ini

padamu dengan harga pembelian- Dia termasuk barang anu

(dernihan) 1lang nilai harganya sekian."

Sedangkan jika perrbeli mengetahui harga barang tersebut,

maka penjual tdak hams menjelaskannya, sekalipun jika dia

menjelaskan harga tersebut, dan akad ifu tetap sah- Penjelasan ini

dilakukan untuk menghindari kebohongan yang dilarang.

Sdangkan, iika harga tersebut berupa uang atau barang yang ada

padarannya, seperti barang yang dapat ditakar dan sebagainya,

maka peniual tidak harus menielaskanryn.

Cabang: Apabila seseorang membeli dua barang dalam

safu akad, kemudian dia hendak menjual salah safun1a secara

munbahah, atau ada dua orang mernbeli safu barang lalu mereka

membagi rata, dan salah safun5ra ingin meniual bagiannya secara

munbahah senilai harga Srang telah diserahkan kepada peniual,

maka dia boleh meniual bagiannya dengan harga tersebut.

Alasannlra, harga dapat dibagikan pada barang lang diiual

menurut kadar nilainya- Contoh kasus, seandainya barang yang

diiual adahh sebidang tanah dan sebilah pedang, maka oftmg yang

berhak atas sgf'ah boleh membeli tanah tersebut sesuai harganya.
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Madzhab para Ulama Tentang Jual Beli Secara
Munbahah

Pendapat Ma&hab Azh-Zhahiri-

Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam Al Mulnlk
menyatakan: Masalah: Tidak halal melakukan jual beli dengan

syarat, (misalnya) engkau memberiku keunfungan safu dirham

unfuk setiap safu dinar; dan juga slnrat aku membagi keuntr.rngan

denganmu sekian dan sekian dirham. Jika akad seperti ini sampai

terjadi, maka selamanSn batal.

Seandainya dua belah pihak melakukan jual beli tanpa

sgrarat di atas, narnun penjual mernberitahu, bahwa dia mernbeli

barang itu dengan harga sekian dan sekian; serta mendapatkan

keunfungan hanln sekian, maka jual beli ini sah.

Apabila tertukt ucapan penjual ini bohong, nurka hal itu
tidak mempengaruhi sedikit pun jual beli tersebut. Penjual tidak

boleh menarik kernbali barangnlp kecuali jika barang tersebut

mengandung aib, abu kerugian yang sangat besar, seperti iual beli

lainnya.

Penjual yang berdusta dia berdosa akibat kebohorgannya.

Dalil pernyataan ini adalah, bahwa jual beli dengan syarat engkau

memberiku keunfungan sekian, menrpakan s5arat lrang Udak

terdapat dalam Kibbullah. Praktik seperti irn bathil$dak sah); dan

akad dalam barang tersebut juga bathil (statusnya tdak sah). Di
samping ifu, praktik tersebut termasuk jual beli dengan harga yang

tidak diketahui, karena kedua belah pihak menjalin akad dengan

syarat berbagi keunfungan safu dirham untuk setiap satu dinar.
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Bila dia mernbeli dinar di luar kanntungan, pembeliannya

dengan harga dinar tersebut, dimana keunfungannln ifu bempa

dirham di luar keunhrngan safu dirham lainnya. Prakuk ini disebut

iual beli glnnr (beresiko) 5ang dilarang oleh Nabi #i. Juga,

dikategorikan ,,ral beli dengan harga lang tdak diketahui

Uesaranntn.

Jika iual befi ini terbebas dari syarat di atas, maka transaksi

tersebut sah, sebagaimana png telah diperintahkan oleh Allah &,
dan kebohongan perrjual itu termasuk tindakan maksiat dirinya

terhadap Allah B, dan hal tersebut tidak mempengaruhi akad jual

beli. Kebohorgan ini sama halnSa seperti pertuatan zina atau

minum klpma, iika pernbeli terbukti melakukannla; semuanla

sama-

Karni merirrralatkan dari ialur periwayatan Waki', Sufyan

Ats-Tsauri mengaba*an kepada kami dari Abdul A'la, dari Sa'id

bin Jubair, dari lbnu Abbas, bahrpa beliau memakruhkan jual beli

dih u/a datnadih- Artin5a, "Aku memberikan ker.rnfungan

kepadamu duaMas dari harga sepuluh." Praktik ini disebut iual
bejn mtnblnh-

Karni dari Ibnu Abbas, dia berkata, "ld
termasuk riba-"

Bersumber dari ialur periuraptan Waki' dan AMur Razzaq,

mereka r Sufi;an Ats-Tsauri mengabarkan kepada

kami dari Amrnar Ad-Dahani, dari hnu Abu Ni'am, dari hnu
Urnar, Miau mengatakan, 'Jual beh dih wa dawaadih terrnasuk

riba."

Ikrirnah berperrdapat, jual beli tersebut haram. Al Hasan

mernakruhkan praktik iual beli ini. Masruq berpendapat sama

dengan Al Hasan. l"{asruq menlptakan, bahwa semestinSra penjual
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berkata, "Aku mernbelinln dengan harga sekian" atau "Aku

menjualnya dengan harga sekian-"

Kami meriwayatkan dari hnu Mas'ud, bahwa beliau

mempertolehkan jual beli munbahah, jika penjual Udak

mengambil keunfungan dari nalkah Snng dikeluarkan atas barang

yang dijual. Namun, hnu Al Musalryib dan qruraih

mernpertolehkan praktik ini.

hnu Sirin berkomentar, iual beh dih owdaowadih 6&k
masalah, nafkah 5nng dikeluarkan unfuk merawat pakaian ihr

tentun5n diperhifungkan.

Ulama yang mernperbolehkan jual beli ini mengernukakan

umian lnng panjang dalam kasus orang Srang membeli bararg
secara kredit dan menjualnln s@ara tunai; dan kasus orarg !,ang
mernbeli bamng 5nng peniualannla laku keras, dan menjualnya di
saat kondisi pasar sedang lesu, serh pengeluaran 5nng dihifung
sebagai ongkos jahit, lipat, pffi, pemotongan hasil panen,

konsumsi para pekerja, dan insenff makelar.

Apabila penjual mengkalim telah melakukan kekeliruan, di
sini terdapat rincian kasus. Jika tenrngkap, dia telah bertohong,
maka seluruh pemyataannSn fasid. Akan tetapi, menurut kami,

siapa saja 5nng mengalami kelesuan usaha di suafu n€{FreL !,ang
tidak mernbuahkan transaksi selain pengeluaran di atas,

hendaknya dia mengemukakan *Aku tdah menanggung biaSn

dernikian." Jadi, seluruh nafkah lpng dikeluarkanqra ihr

diperhihrngkan.

Bisa juga dia mengatakan, 'Aku mernbelinya dengan harga

sekian." Sehingga seluruh nafkah untuk merawat barang tersebut

tidak diperhifungkan, kernudian dia berkata, "Tetapi, aku tdak
menjualnya dengan hargp pernbelianku. Engkau mengambilnSn
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dariku dengan harga sekian dan sekian. Jika tidak, flnggalkan

saia." Jual beli seperti ini sah, dan tidak dikategorikan sebagai

mumbhah.

Kami meriunptkan dari jalur hnu Abi Syaibah, Jarir -lbnu
Abdul Hamid- dari Abu Sinan, dari AMullah bin Al Harits, dia

menufurkan, "S@rang pria melauuati sekelompok orang, di tengah

mereka terdapat Rasulullah dB. Dia berbalik lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, akr mernbelinp seharga sekian dan sekian, di bawah

harga standar-" Rasulullah $ berkata padanya, "sdelahl<anlah

kelebilnnn5a."

Mereka (Lrlama Azh-Zhahiri) menSratakan, bahwa hadits

mursl ifu sarrn seperti hadits musnad. Riwayrat diatas termasuk

hadits mutsl lang mereka sanggah dengan alasan, bahwa oftIng

tersebut tidak bermakzud menjual barang itu, dan dia Udak

mendapatkan keunfungan secuil pun. Demikian keterangan 5nng

kami hrtip dafi Al Mulnlla.

Pendapat Madzhab Hanafi-

Uhma rna&hab Hanafi berpendapat, bahwa iual beli

munblnh adalah, iual beli dengan harga pembelian plus

keunfurgan. Hukumnya sah bila memenuhi dua q,rarat:

Syarat pertama: Objek yang diper;ual belikan bempa

barang dagangan. Oleh karena itu, tidak sah jual beli dua mata

uang secarr mumblnh-

Apabila seseorang membeli dua pound Uunail) emas

dengan p€rak, kernudian menjualnSp seharga perak tersebut

ditambah beberapa qirsy atau beberapa riyal, ini dikategorikan ke

dalam munblnh- Alasannlra, karena mata uang pound tidak bisa
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ditenfukan dengan penetapan, sebab dua pound itu wujudn5n tidak
dapat dimiliki ler,r,rat pembelian. Bisa saja dia membeli keduanSa

kemudian memasukkann5n ke kantong dan mengeluarkan pound
yang lain. Jadi, pound tidak dapat dimiliki melalui pembelian, dan
tidak dapat ditentukan dengan penetapan.

lain haln5a dengan barang dagangan, pembeli boleh
membebankan biaya produksi dan diskibusi bamng yang lazim
dikeluarkan dalam praktik perniagaan kepada harga produk.
Dalam hal ini baik pengeluaran ihr dihrjukan untuk objek di dalam
barang tersebut, seperti; biala pannmaan kain, ongkos jahit,
bordir, biaya mengurai dan mernintal woll dan kapas, pernbuatan
saluran irigasi, penyiraman tanarnan. Maupun objek di luar barmg,
seperti; biaya transportasi, pernberian pakan helruan yang tidak
berlebihan, dan insentif unfuk makehr.

Apakah penjual mesti distpratkan untuk mernbebankan
seluruh biaya ihr pada harga barang dan menjelaskannSra? Dalam
kasus ini terdapat perbdaan Menumt purdapat mjih,
hal itu dikembalikan pada kebiasan yang berlaku dalam
perdagangan-

Syarat kedua: Alat tukar 1nng digunakan dalam jml beli
munbahah adalah mata uarg standar, seperti pound, rilal, dolar,
dinar, dan lira. Demikian pula dengan barang ]/ang ditakar,
ditimbang, dan safuan lrang sarna. Sementara sahran 1rang tidak
saru bukan alat fukar standar. K€fika seseorang mernbeli unta
seharga 10 pound, dia boleh menjualnya seharga itu berikut
keunfungann5a dalam jumhh tertenfu.

Begitu halnya jika sesorang membeli unta seharga 10
idnb gandum, dia boleh menlual unta tersebut seharga itu plus

keuntungan safu idmb gandum png sejenis. Demikian halnSn
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apabila seseoftmg membeli sfu idnb gandum dengan sekalerrg

minyak samin yang isinya 30 kati; dia boleh merrltnl gandum

tersebut dengan harga ihr, ditambah sepotorg samin yang

diperhitungkan oleh para pihak png menfalin al<ad dan dapat

diperjualbelikan- Kelebihan ini disebut Al AWmh.

Apabih fiarga Snng digunakan bukan rnata uang standar,

melainkan harga taksiran, -rnaksudnya barang tersebut diiual

dengan harga, tidak dengan cara ditakar atau seienisnlp,

seperti jual beli heuran ternak, pakaian, dan lahan- maka iual beli

mumfuhahdalam praktik ini sah bila menrenuhi dua sgnrat:

$arat Pertarna: Harga yang digunakan dalarn pernbelian

itu merupakan aht fukar 11ang digunakan untuk mernMi barang

pertarra kali-

Misalngra, Zaid menrbeli kain dari Amr dengan alat fukar

seekor kambing; kemudian Muharnmad mernbdi kain tersebut dari

Zaid derrgan kambing yang digunakan untuk mernbeli kain itu
setelah Muhammad memilikiryn dari Amr.

Syarat Kedua, Besaran keunfunganqp tdah dik€tahui-

Misalnla, seperti pernyataan pernbeli, "Alar bdi kain ini darimu

dengan alat tukar seekor kambing yang telah akr beli plus

LO qurusyatau keunfungan setakar gandum-

Apabila besar keuntungan tersebut fidak dik€tahui, sepetrti,

"Aku beli kain ini darimu dengan seekor kambirg tersebut

ditambah keuntungan 5 persen dari harga tersebtrt" ltnl beli ini

tdak sah, karena dalam ilustrasi ini harga pakaian itu belurn ielas.
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Pendapat Ma&hab Maliki-

Ularna rrn&hab Maliki menyatakan, bahwa murabahah
adahh menitral barang dagangan dengan alat fukar yang

unfuk mernbelinya, yaitu dengan ditambah keunhrngan
yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Praktik ini khilaful aula
(merrynhhi arnahn yang utama) karena dia membutuhkan banyak
keterangan yang terkadang menyulitkan bagi kalangan urnurn,
s€tringga iral beli ini menjadi fasid.

Dalam ,ual beli murabahah, seorang penjual harus
merfdaskan secara detail barang dagangannya dan seluruh biaya

1Bng dikehnrkan itu, 5ang dibebankan kepada harga

iual- Txlak !ilang praktik ini menggiring dua belah pihak dalam
s€ngk€ta-

.hnl beli munbahah sarna dengan iual beli isti'man
(mernberi kepercagraan kepada pihak penjual). Praktiknya,
s€s@rarrg mernbeli barang dagangan dengan harga yang
dipercayakan sepenuhnya kepada pihak penjual. Misalnya,
pernbdi b€rkata kepada penjual, "Juallah barang ini padaku
dengan harga lnng biasa engkau tetapkan kepada orang lain,
karerra aku fdak tahu harganya."

Sama halnya dengan jual beli muzayadah (lelang), yaitu dua
calon pernbdi atau lebih memberikan tawaran tertinggi terhadap
srafu bamng sebelum harganya ditetapkan dan penjual sepakat
dengan penauraran salah satunya. Jika tdak demikian, praktik ini
hularnnya tnram, karena terjadi penawaran atas penawaran pihak
lah-

Uhrra ma&hab Maliki menambahkan, bahwa jual beli
munblmhada dua cara:
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Cara Pertama: Penjual menawarkan barang dagangan

dengan keuntungan sepuluh unfuk setiap setrafus, misalnya, lebih

besar, atau lebih kecil dari ifu- Mumbahah semacaln ini memiliki

dua ilustrasi:

Ilushsi perbm4 penjual membeli barang dagangan

dengan harga tertentu dan tidak mengeluarkan biaya tambahan

sedikit pun. Praktik ini sudah jelas. Dalam ilustrasi ini, pembeli

menyerahkan harga yang telah ditambah keurntungan dengan

jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ilushsi kdua, penjual mengeluarkan biap tambahan di

luar harga pembelian. Ilustrasi ini memiliki tiga praktik:

Prakfik Pertama: Biaya yang dikeluarkan penjual berupa

barang png tetap dan berada dalam barang dagangan. Misalnla,

penjual membeli kain putih, lalu mev.ramainya, atau membeli bulu

dari rumah potong lalu memintaln5a, atau membeli kain lalu

menjahit dan membordim5a. Peuramaan, pintalan, dan bordiran

mempakan sifat 5rang ada pada kain.

Hukum bia5ra tersebut salna seperti harga- Jadi, biayanya

dibebankan pada harga dan perhitungan keunfungan mengacu

padanya. Hanya saja, penjual dis5raratkan untuk menjelaskan biaya

tersebut, seperti penjelasan soal harga. Misalnya penjual

menerangkan, "Aku membeli kain ini seharga sekian, atau

mencetakngra sekian, atau mev.ramainya sekian, atau menjahitrya

sekian-"

Apabila pekerjaan ini (menjahit, met ramai, membordir kain)

dilakukan sendiri, maka penjual tidak boleh mengambil upah dan

keunfungan darinSp.
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PrakEk Kedua: Biaya yang dikeluarkan tidak berada pada

barang dan tidak dikhususkan untuknya, seperti upah
penjaga rumah dan ongkos kirim. Hukumnya, biaya ini tidak
dibebankan pada harga asli dan Udak digabungkan pada

Apabila seseorang meminjamkan rumah tertentu agar
penyeua merawatn5ra, dan sebenamya dia tidak membuhrhkan
rumah tersebut, maka upah perawatan ini dibebankan dalam
harga, dan tidak diperhihrngkan dalam keunfungan. Sama dengan
upah rnakelar, ketika kebiasaan yang berlaku pembelian hanlra

dapat dihkukan ler,r,rat pihak ketiga.

Prakfik Ketiga: Biaya tersebut tidak ada dalam bamng
dagangan, tetapi dia dikhususkan unfuk barang tersebut. Pekerjaan
ini jika biasaryla dilakukan sendiri oleh pedagang, seperti melepas
dan mengikat kain, namun terkadang hal ini juga diorderkan pada
pihak lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk itu tdak
dibebankan pada harga jual dan juga tidak dimasukkan dalam

Dernikian pendapat kalangan muta'akhirin madzhab Maliki.
Semerrtara ifu, pemyataan Imam Malik #B sendiri dalam Al
Mudaqtuannh sebagai berkut:

'Malik berpendapat tentang gandum yang dibeli di suatu

daerah lalu diangkut ke daerah lain, 'Menumt aku, biaya makelar,
nafkah, ongkos mengikat dan melepaskan barang, termasuk biap
seura gudang, tidak dibebankan pada harga barang. Sdangkan
biaya se\ ra alat transportasi dibebankan pada harga pokok, bukan
kepada keuntungan. Lain halnya jika penjual mengetahui seluruh
pen rurarem lang masuk terhadap barang tersebut. Apabila para
calon pernbeli memasukkan biaya ser,r,ra itu dalam kannhrngan atas
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sepengetahuan penjual, maka ini tdak masalah- Biaya

pemotongan dibebankan pada harga, sedangkan biap penjahitan

dan panramaan dibebankan pada keuntungan dan juga dibebankan

kepada harga pokok.Sedangkan pekeriaan lrang Udak bisa

ditangani sendiri oleh pedagang seperti biaya palon hanran, dia

diperhifungkan dalam harga pokok, bukan dalam keunfungan.

Penjual juga disyaratkan untuk menjelaskan hal itu."

Apabila penjual menslraratkan pembeli untuk tidak

memberin5ra keuntungan atas biap Sang telah dikeluarkaDoVd,

baik biaya untuk mengeriakan objek 5rang ada dalam barang

dagangan, seperti pe\ /"amaan kain dan sebagaingra, maupun bukan

objek yang ada pada barang dagangan dan tidak dikhususkan

bagrnlra, seperti ongkos kirim, atau yang dikhususkan baginya

tetapi biasanya penjual melakukannya sendiri atau sebaliknya,

maka penrbeli wajib melaksanakan qprat tersebut, jika penjual

menyebutkan seluruh biap png telah dikeluarkan.

Dari sini jelas bahwa, penyebutan harga dan biaya barang,

baik terkait objek yang ada di dalamnya maupun tdak, disyaratkan

dalam kondisi apa pun. Apabila penjual mengabkan, *Aku

menjual barang ini dengan kamfungan sepuluh dari setiap serafus,

misalnSra," kemudian dia menyebutkan harga ditambah biaya yang

dikeluarkannp, tanpa menyebutkan jenis pekerjaan pada barang

yang dibebankan pada harga dengan ditambahkan kepada

keunhrngan, pekerjaan pada barang lang dib€bankan tanpa

dihitung keuntungan, dan pekerjaan di luar barang yang

dibebankan hanSn pada harga pokoknya; maka akad dalam kasus

iutr fasid, karena pernbeli tidak mengetahui kondisi ini.

Yang termasuk dari dua model jual beli munbahah, adalah

seseorcrng meniual barang kepada pembeli dengan keunfungan
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tertentu yang beracuan pada jumlah harga. Misalnya, pernbeli

berkata, "Aku jual barang ini padamu sesuai harganya ditambah
keunfungan sepuluh atau lima." Pada praktik jual beli ini, penjual
juga disyaratkan unfuk menyebutkan harga dan biaya yang

dikeluarkan dalam mengelola barang itu, baik pekerjaan ini terkait
langsung seperti pe\r/amaan kain dan sebagainya maupun tidak
berkaitan seperti ongkos penjaga dan ongkos kirim- Ketenfuan ini
berlaku pada biaya yang tidak disandarkan pada harga berikut
keuntungan; dibebabkan tanpa keuntungan, maupun fidak
dibebankan sarna sekali.

Pada praktik ini, jual beli tersebut sah, tetapi harga berikut
biaya yang dikeluarkan oleh penjual unfuk barang dagangan ini,
yaitu yang tidak berkaitan dengan harga seperti ongkos kirim,
dikenakan kepada pihak pembeli. Kecuali jika pembeli

mensyaratkan perhifungan biaya tersebut, maka jual beli ini sah.

Dalam kasus ini tidak ada bedan5ra antara alat fukar emas,
perak, dan sejenisnya ataupun alat fukar dengan taksiran harga.
Apabila seseomng membeli kain dengan seekor kambing,
seseorang sah menjualnga dengan kambing yang sama dalam
proses pembelian dari segi sifat ditambah kanntungan tertenfu.
Akan tetapi, disyaratkan kambing yang akan dijadikan alat fukar ini
telah dimiliki oleh calon pernbeli atau bukan miliknSra namun telah
dijamin sehingga bisa didapatkan. Jika fidak demikian, jual beli
tersebut tidak sah.

Pendapat Madzhab Hanbali-

Ulama ma&hab Hanbali berpendapat, bahwa apabila
keuntungan dan harga barang tersebut diketahui, maka jual beli
munbahah ini sah tanpa dihukumi makruh. Apabila penjual
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berkata, "Aku jual padamu rumah ini dengan hatga pembelian,

yaitu 100 pound dihmbah keunfungan 10 pound," maka akad ini

sah.

Sedangkan jika penjual berkata, "Aku jual rumah ini dengan

syarat aku mengambil keunfungan safu pound dari setiap 10

pound hargangra," tanpa menyebutkan harganya, maka jual beli ini

sah namun makruh.

Penjual seharusnya menjelaskan harga bamng dagangannya

dalam jumlah terhitung dan biaya yang dikeluarkan untuknya yang

juga dalam iumlah terhitung. Apabila seseomng membeli barang

dengan harga 10 dan mengeluarkan biap unfuknga sebesar 10,

maka dia unjib menjelaskanryn sesuai ketenhran ini, dengan

redaksi "Aku mernbelingra seharga 10 dan meurarnainya, menakar,

menimbang, atau mernberin5n pakan sekian dan sekian-"

Ibnu Qudarnah dalam Al Mughni mengratakan:

"Munbahah adalah jual beli dengan acl,ran modal dan

keuntungan yang diketahui dua belah pihak. Penjual dan pembeli

disyaratkan tahu besaran modal, yang bisa diungkapkan dengan

redaksi, 'Modallm atau aku mengeluarkan modal 100, misalrya.

Aku menjualnya dengan harga ifu ditambah keunfungan 10'. Jual

beli seperti ini diperbolehkan. Tidak terdapat khikf mengenai

keabsahan iual beli ini. Bahkan, kami tidak menemukan seomng

ulama pun lnng mernaknrhkan.

Apabila peniual mengatakan, Aku jual padamu seharga

modal barang ini, llaitu 100, dan mengambil keuntungan satu

dirham dari setiap 10 dirham' atau "Sepuluh dengan sebelas, atau

sepuluh dengan duabelas," Imam Ahmad mernakruhkanryn-
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Kemakruhan praktik jual beli ini diriwayatkan dari Umar,
Ibnu Abbas, Masmq, Al Hasan, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan
A*ra bin Yasar.

Ishaq mengatakan, jual beli mumbahah dengan rdaksi di
atas tidak diperbolehkan, karena hargan5ra tidak diketahui dalam
akad. Kasus ini sama dengan jual beli barang dengan tambahan
bialra png dikeluarkan oleh penjual.

Berbeda dengan Ishaq, Sa'id bin AI Musayyab, hnu Sirin,
Syuraih, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, ulama fikih rasionalis,
dan hnu Al Mundzir memberikan toleransi praktik jual beli
munblnh- Alasannya, baik modal maupun keunfungannya telah
dik€tahui- Hal ini sama dengan, seandainln penjual mengatakan,
'Dtarnbah keunfungan 10 dirham."

Argumen pemakruhan sebagian ulama terhadap jual beli
munblnh adalah, sebab pendapat hnu Umar dan Ibnu Abbas

Snng juga memakruhkannya, dan tidak ada sahabat lain yang
menyelisihi mereka. Sebab, mumbahah mengandung unsur lnng
tdakielas dan menghindar hal ini tentu lebih utama.

Hukum murabahah adalah makruh tanzih, sementara jual
beJinln tetap sah, sebagaimana keterangan yang telah kami
papa*an. Ketidaktahuan besaran modal bisa diminimalisir dengan
penghifungan, sehingga tidak menimbulkan kemgian. Misalnln,
seperti seseorang menjual sefumpuk makanan dengan harga safu
dirham untuk setiap qafA. Sedangkan biaya yang berada di luar
perhiturEan tersebut, tentu tidak diketahui baik s@ara urnurn
rraupun s@ra rinci."
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Cabang: Orang yang membeli dua barang dalam sahr

akad, kemudian hendak menjual salah safunya-

Kami telah mengulas sebelumnya. Ulama madzhab kami

menlatakan, dia tidak boleh meniual barang tersebut menunrt

bagian ha.ganla, karena harga dapat dibagi pada barang yang

diiual sesuai nihinp.

Ahmad berpendapat: Barang lnng dibeli ini ada dua

ma@m:

Pertama: Jual beli ini teriadi pada barang Srang dihargai

(mutaqawwfult di mana harga tidak dapat dibagr kepada setiap

bagiannya, seperti pakaian, hanran temak, pohon png berbuah,

dan sebagainya. Sebagian bararrg seperti ini Udak boleh

diperjualbelikan secara murablnh, sebdum peniual

menginformasikan kondisi sebenamla-

Ahmad telah menetapkan masalah ini. Beliau menlatakan,

setiap bamng Snng dibeli secam kolektif kernudian dibagi, salah

safu anggota tidak boleh meniualnya secarer munblnh, kecuali

dia berkata, "Kami mernbelinlra secara kolektif kemudian

mernbaginlra-" Pendapat serupa dikernukakan oleh Ats-Tsauri,

Ishaq, dan ulama fikih rasionalis.

Kedua: Barang yang diperlalbelikan memiliki padanan

(mubmatsil di rrrana harganln bisa dibagikan s€caftt parsial,

sep€rti gandum dan jelai yarg s€rupa- Oleh karern ifu, boleh

menjual sebagian bamng ini secam munblah s*anains dengan

h*gun1a. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan ulama

fikih rasionalis. Kami fidak menemukan pe6edaan dalam

pendapat ini sebab harga perbagiannya dikehhui scara pasti.

Oleh karena ifu, boleh menjual safu garfzfumpukan makanan.
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Apabila seseorcrng mernesan dua buah palGian dengan silat

lnng sarna, lalu mengambil keduanya sesuai sifat tersebtr! dan
hendak merrjtral salah safunya se@ra mumblnh sesuai bagian
harganl,ra-

Dari perspektif qiyas, jual beli di atas diperbolehkan, karern
harga dapat dibagian pada dua pakaian tersebut secarzr sarna rata,
tanpa melrrpertimbangkan harga.

Begitu iuga halnya, jika dia mengalihkan penrbelian pada

sahh safu pakian ini, atau berhalangan men€rirnanlra, maka dia
berhak mendapatkan separuh harga tanpa mernpertimbangkan
harga bamng yang dipesannlra. Jadi, seolatr.olah dia mengambil
bamng ifu safu per safu- , harta ini dikenakan pada
kedua paloian ini secara sarna, karena kesamaan rifut1la dalam
tanggungan. Dua paloian ini seperti dtn takar rrnkanan. Jika
salah satun1p memiliki tambahan sifat, maka dla diperlalnrkan
seperti losus png terjadi setelah akadiual bdi. Wallahu a'lam-

Astrsyirad & menlratakan: Pasa[ Peniml ha.p
boleh menginformasikan harga yang telah ditetapkan
dalam iul beli-

Apabila seseorang membeli dengan harga
tertenfu lrerrudian penjual memangkas sebagiannga,
atau tambahan, di sini terrdapat beberapa
tinjalan-

Jitra hal tersebut dilakukan setelah penehpan
akad, male findal{an penjual ini fidak bisa ditraitkan
dengan akad; bagian barang yang telah dipanglasnlp
fidak dapat dikurangi dalam jual beli munbhal4, dra
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juga tidak boleh menginformasikan penambahan atas
objek yang bertambah, karena iual beli tersebut telah
ditetapkan dengan harga pertama.

Pengurangan dan penambahan ini bersifat
sukarela (tabarrul lpng tidak diimbali dengan
kompensasi, sehingga harganya tidak berubah.

Apabila pengurangan atau penambahan ini terjadi
pada mas.r khiynr, maka dia dikaitkan dengan akad dan
harga ditetapkan setelah adanya pengurangan dan
penambahan tersebut.

Abu Ali Ath-Thabari mengatakan: Jika kita
berpendapat, barang yang diperiualbelikan fidak
berpindah dengan akad itu sendiri, maka Undakan
peniual tersebut fidak dikaitkan dengan iual beli, karena
barang tersebut telah dimiliki dengan harga pertarna,
sehingga dia tidak berubah oleh hal lain setelah itu-

Pendapat madzhab adalah lpng pertama, sebab
sekalipun barang telah berpindah, narnun jual belinya
belum ditetapkan. Oleh karena itu, harga bisa saia
berubah akibat zuatu hal yang berkaitan dengan akad-

Apabila seseor.rng membeli kain seharga 10
dirham, memotongngra dengan ongkos safu dirham,
menjahitnya dengan ongkos safu dirham, dan
membordimp dengan ongkos satu dirham, maka
penjual berkata, 'AI(u telah mengeluarkan biaya 13
dirham" atau 'Aku telah menanggung biaya 13
dirham,' dan redaksi semisalnya- Penjual fidak boleh
mengatakan, 'Aku membelinya seharga 13 dirham"
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atau mengucapkan 'Harganya 13 dirham,' karena ini
dtrsta.

Jika penjual mengucapkan, "Modalku 13 dirham"
di sini terdapat dua pendapat ulama fikh A+r-Syafi'i:
Pendapat Pertama: Penjual tidak boleh mengatakan
demikian, karena modal sama dengan harga, sementara
harga kain tersebut 10 dirham.

Pendapat Kedua: Penjual boleh menlarnpaikan
penawar.rn tersebut, karena modal adalah biap yang
dikeluarkan unfuk suafu barang, dan biaya pengadaan
kain tersebut adalah 13 dirham.

Apabila penjual melakukan sendiri pemotongan
dan bordir kain, dia menggunakan redaksi 'Aku
membeliryra 10 dirham, dan mengolahnlra lrang
sebanding dengan 3 dirham-" Penjual fidak boleh
mengatakan, 'Aku membelinya 13 dirham,' karena
perbuatan lrang dilakukan oleh penjual sendiri tidak
dikenai ongkos dan tidak dipatok sebagai harganSp-

Jika seseorang membeli barang seharga 100
dirham dan menemukan aib di dalamnya dan terjadi aib
yang lain, lalu dia menarik kerugiannya yaitu 10
dirham, maka ucapkanlah, 'Aku mengeluarkan biaya
90 dirham" atau 'Aku menanggung biaya 90 dirham."
Penjual fidak boleh mengatakan, "Harganya 100
dirham," karena menarik kerugian dalam kasus ini
berarti mengambil kembali sebagian harga- Jadi,
pembeli mengurangingra dari harga 100 dirham- Penjual
tidak boleh mengatakan, *Aku membeliryp seharga 90
dirham," karena ini dusta.
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Apabila barang lpng diperjualbelikan berupa
budal, lalu dia melakukan tindakan pidana (iina5rahl,

kemudian pembeli menebus denda jinaSrah tersebut,
maka denda tersebut fidak boleh dibebankan kepada
harga- ehsanqn, bahwa tebr.rsan dikeluarkan unfuk
melanggengkan kepemilikan- Oleh karena itu, dia tidak
dibebankan pada harga, sama seperti biaSra pakan
heunn ternak-

SebalikngTa, iil<a budak ini dilukai oleh pihak lain,
lalu perrbeli menarik ganti rugrnya, maka dalam kasus

ini tendapat dua pendapat ulama fikih A,slrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Besaran kerugian ini fidak
mengurangi harga- Seperti halnf denda tindakan

iinaWh fidak dibebankan kepada harga, maka kerugian
aldbat tindakan iinaWh juga tidak dapat diambil dari
harga-

Pendapat Kedua= Kerugian ini mengurangi harga,
karena dia menrpakan kompensasi dari bagian yang
dipedrnlbelikan, sarna seperti kerugian karena
kerusalran barang-

Apabila barang lpng diperiualbelikan
menghasilkan manfaat dalam kepemilikan peniual,
seperti anah sns;u, dan buah- Hal ini tidak
mempengaruhi harga, karena akad tidak
menyinggungnya-

Jika pembeli mengambil buah yang telah ada saat

akad, atau memerah susu yang telah ada saat akad, dia
mempengaruhi harga, karena akad menyinggungnya.
Kompensasi pengambilan tersebut adalah bagian dari
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harga- Maka, pembeli mesti mengeluarkan
kompensasinya.

Apabila pembeli mengambil anak !/ang telah ada
saat berlangsungnya akad, di sini terdapat rincian
hukum. Apabila kita berpendapat, bahwa kandungan
fanin) mempunyai hukum tersendiri, maka dia sama
seperti air susu dan buah.

[-ain halnya, jika kita berpendapat, bahwa
kandungan ini tidak memiliki hukum tersendiri, dia
sarna sekali tdak mempengaruhi harga barang-

Apabila seseorang membeli barang dengan harga
yang ditempokan, dia tidak boleh menginformasikan
dengan harga yang muflak, karena tenggang waktu
merupakan bagran dari unsur harga. Karena ifu, jika dia
menjual barang ifu secara mwabhah tanpa
memberitahu tenggang waktunln kepada pembeli,
kemudian pembeli mengetahui hal ifu, maka dia berhak
atas khigmr, sebab penjual telah melakukan kebohongan
terhadap salah satu unsur harga- Kasus ini sama
dengan oftmg yang membeli sesuafu !,ang temlnata
catat, dan dia tidak menyadari hal ifu-

Apabila seseorang membeli sesuafu seharga 10
dirham dan menjualnya seharga 5 dirham, kemudian
membelinSra kembali seharga L0 dirham, maka dia
menginformasikan harga 10 dirham itu (pada penjual)-
Dia tidak boleh menggabungkan kerugian itu kepada
harga barang.

Selanjutnya jika seseoftrng membeli barang
seharga 10 dirham dan menjualnln 15 dirham,
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kemudian dia membeli kembali seharga 10 dirham, dia
juga menginformasikan harga 10 dirham tersebut,

maka keuntungan tersebut tidak mengurangi harga

barang- Sebab, harga merupakan besaran nilai unfuk
membeli suafu barang dalam suafu akad, yang meniadi

milik pembeli- Dalam kasus ini harga tersebut 10
dirham.

Jika seseoftmg membeli budak seharga 10 dirham
kemudian bersepakat dengan budaknya itu, lalu
menjualnp dan kemudian membelinya kembali seharga

20 dirham, dengan fuiuan memberitahukan harga
pembelian budak ini, maka tindakan ini dimaknrhkan,
karena seandainln dia menlptakan hal ifu secara jelas

dalam akad, akad4Ta rusak- Jika dia bermaksud
demikian, hukumn5n makruh-

Apabila dia menginformasikan harta 20 dirham
ini dalam iual beli murabhah hukumnlp boleh, karena
keabsahan penjualan dari budakngra seperti iual beli
budak dari pihak lain- Oleh karena itu, dia boleh
menginformasikan harga pembeliannya- Jika calon
pembeli mengetahui harga tersebut, dia tidak berhak
khiymr, karena pembelian seharga 20 dirham ini sah-

Penjelasan Redalrsional:

Apabila per{ual berrnaksud memberitahukan harga barang,

di sini ada beberapa ketenfuan. Jika barang tersebut dalam kondisi

baik, tidak mengalami pertrbahan, maka dia menginformasikan

harganla.
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Jika penjual mengurangi sebagian harga dari calon pembeli,

atau membelinya setelah penetapan akad, maka jual beli ini belum
sah. Penjual memberitahukan harga yrang pertama, bukan harga di
luar itu. Sebab, praktik itu merupakan hibah dari satu pihak
kepada pihak lain dan bukan sebagai kompensasi.

Apabila penslurangan ini terjadi pada masa khiyarmaka dia
manpengaruhi akad, dan penjual haruslah menginformasikannya
dalam harga barang tersebut. Demikian ini jika harga barang

tersebut benrbah lebih rendah dari harga Snng ditetapkan.

Jika harga barang ini mahal, dia fidak hams

memberitahukannya, karena hal tersebut akan menambah harga

barang. Begrtu juga jika hargan5n murah, perrual tidak harus
menginformasikan hal tersebut, karena dia telah berkata jujur

tanpa mernberitahukan ifu.

Sangat mungkin penjual hams menginformasikan kondisi
barang, sebab jika calon pembeli mengetahui barang sebenamya,

mungkin saja dia tidak sepakat dengan harga tersebut. Jadi,
merryembunyikan kondisi barang termasuk benfuk ghanr fual beli
yang beresiko). Artin5n, jika penjual tidak menginformasikan harga
barang dan tidak menjelaskan kondisinya, maka hal ini jelas tidak
dipertolehkan, sebab dengan demikian dia telah menggabungkan

tindakan bohong dan ghanr.

An-Nawawi menyatakan: Sebaiknya jual beli mumbahah
didasari sikap amanah. Oleh karena ifu, peniual harus juiur dalam
menyrampaikan barang dagangannln, iuiur derrgan biap yang

dikeluarkan -jika menjualnp dengan redaksi tersebut-.

Seandainyra seseorang mernbeli barang seharga 100
dirham, dan lepas dari kepemilikannp (leunt iual beli atau
peralihan kepemilikan lainngn), kemudian membeliqp kembali
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seharga 50 dirham, modal barang ini adalah 50 dirham. Da tidak

boleh mengakumulasi harga yarg pertama-

Seandaiqra seseoremg mernbdi barang seharga 100 dirham

dan menjualn5n seharga 50 kerrudian mernbelinya

kembali seharga 100 dirham, rnaka modal barang ini adahh 100

dirham. Penjual tdak boleh mengalarmulasikan kerugian png
pertama dengan pembelian kedua, hlu merrginforrndikan bahura

harganya adalah 150 dirham.

Apabila dia mernbeli barang seharga 100 dirham dan

menjualqa dengan harga 150 dirham, kernudian mernbelin5n

kembali dengan harga 100 dirharn, maka terdapat rincian hukum.

Jika dia menjualnya se@ra murablnh, dengan redaksi 'modal"

atau kata 'aku telah mernbelinya,' dirnana dia menginformasikan

harga 100 dirham. Jika dia merriualnya derrgan redaksi 'Aku telah

menanggung," di sini terdapat dua perrdapat ularrn fikih As5r

Syafi'i,

Pendapat Pertama: mernkitahukan trarga 100 dirtnm.

Pendapat Kduar Merrginforrnasikan harga 50 dirham.

Cabang: Sebaiknln modal atau harga barang dikehhui

oleh kdua behh pihak yang ffiansalcsi munblnh. Apabila

salah satu pihak tidak mengetahuinlra, rnaka menurut pendapat

5nng paling sl-Ehih, akad tersebut tdak sah, hal ihr sama seperti

hukum yang berlaku dahm ,ual beli non-muftrbalnh. Meski

demikian, seandainlp harga banng diketahui saat di rnajelis akad,

maka akad ini tdak beftalik meniadi sah, menurut pendapat Spng

shahih.
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Sementara itu, menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

kedua (menginformasikan harga 50 dirham), bahwa jual beli

tersebut menjadi sah, karena harga kedua mengacu pada harga
pertama, dimana mengetahui hal ini cukup mudah. Kasus ini
seperti; orang yang berhak syuf'ah (SWfil yang menuntut sSai'ah

sebelum mengetahui harga barang, karena mudah diketahui. Jadi,

mengenai syarat kejelasan harga barang di majelis akad, terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Jika mata uang yang digunakan adalah dirham yang tidak
diketahui timbangannya, maka mengenai boleh-tidaknya jual beli
secara murabahah, di sini terdapat khilaf yang telah disebutkan di
atas. Menurut pendapat yang paling shahih, jual beli ni bathil
(tidak sah). Penjelasan ini dikemukakan oleh An-Nawawi dalam.4r-
Raudhah.

Cabang: Pihak penjual makruh bersekongkol dengan
pemilik barang- Praktiknya, seseorclng menjual barang dengan

harga pembelian, kemudian pihak lain membelinya dengan harga
yang lebih tinggi sebagai acuan informasi harga dalam murabahah.

Jika praktik di atas dilakukan, hnu Ash-Shabbagh

berpendapat: Pembeli berhak atas khi5nr. Pendapat ini disanggah

ulama lainn5a. An-Nawawi menyatakan: Di antara ulama yang

menyalahi pendapat Ibnu Ash-Shabbagh adalah, penyrsun L/
Muhadda6; Asy-Syirazi dan ulama lainnya. Pendapat hnu Ash-
Shabbagh lebih kuat.

Cabang: Seandainya seseorang membeli barang, dimana
sebelum penetapan akad, kedua belah pihak melakukan
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penambahan atau pengurangan harga, menumt lorni iual beli ini
sah. Harga adalah nilai barang yang ditetapkan dalam akad.

barang setelah penetapkan akad, dan menjualngra dengan redaksi
"Aku beli," maka dia tidak hams mengurangi bagian tersebut. Jika

dia menjualnya dengan redaksi, "Aku menanlgung bialra," dia

hanya menginformasikan sebagian harganya.

Sebalikn5a, jika dia mengurangi seluruh harga, dia tdak
boleh menjual bamng ifu secara munbahah dengan redaksi di
atas. Seandainya dia mengurangi sebagian harga setelah

berlangsungnya mumbahah, maka pengurangan tdak boleh

mempengaruhi pembeli, menurut pendapat yang slnhih. Menurut
pendapat ulama fikih As5rSyafi'i lainnyra: Pengurangan harga

tersebut berpengaruh pada pembeli, seperti dalam kasus

perunkilan dan perserikatan. Dernikian penjelasan ArrNaunwi
dalam Ar-Raudhah.

Cabang: Apabila kamu telah memahami beftagai
masalah yang telah kami kemukakan pada bab ini. Masahh kitab

ini diilustrasikan dalam kasus or.rng 5ang mernbeli paloian secara

munbahah dengan kannfungan safu dirham dari setiap 10 dirham,

dan memberitahukan bahwa harganlra 100 dirham. Pembeli

mengambil pakaian itu seharga 110 dirham. Setelah itu, penjual

kembali dan menemngkan, bahwa telah teriadi kesahhan harga:

Dia telah membelinya seharga 90 dirham. Dahm kasus ini iual beli

tereebut sah, dan penjual telah menunjukkan sikap

Pembeli boleh mengambil pakaian tersebut seharga 90
dirham berikut bagian kanntungannya, harga totakryra 99 dirham.

Sisanya, setelah dikurangi kesalahan hitung tersebut b€rikut bagian
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, yaitu 11 dirham, dikembalikan kepada penjual.
Sdanjufurya, menurut pendapat ma&hab, pembeli berhak atas
khitpr.

Kernudian, AsSrsyirazi mengemukakan pendapat lain,
bahura pernbdi berhak khiyar untuk men-faal<h akad atau
melaniutkan dengan harga yang masih tersisa. Yaifu bukti yang
menuniukan pernbeli telah melakukan penyimpangan harga
sebagairnana akan kami kemukakan dalam penjelasan dan uraian
AlMtMdab.

Selaniutrya apabila pembeli mengambil pakaian tersebut
seharga 90 dirham berikut bagian keunfungannya, maka menumt
rnadzhab Aslrqraf i, dia menggunakan akad pertama. Sebagian
ulama fikih AqrSffi'i menyatakan, jushr dia mengambiln5n
dengan alod yang baru. Pendapat ini keliru, karena seandainSa dia
mengambil barang ihr dengan akad yang baru, maka tenfu akad
p€rtarna batal, dan mesti membufuhkan penq,aratan kadar

seperti dibutuhkan kepada akad pertama.

Pdaiaran: Al Mawardi dalam Al Hawi membagi jual beli
dahm tlp kategori: Jual bdi musau/amah, jual beli munfuhah
yang sedang diuhs pada bab ini, dan jual beh mukhasamh.

AI lttlawardi melanjutkan, ilusbasi jual beli mukhaanh
!,aifu, seorarg penjual mengatakan, "Aku mernbeli pakaian ini
setErga 100 dirham. Aku menjualnya padamu s@ara mukhaanh,
dillunngi sahr dirham per 10 dirham." Prakfik seperti ini
diperbolehkan seperti jual beli murabahah.

Cabang: Apabila seseorang membeli kain dan memotong,
mernbordir, atau menjahibrya, di sini terdapat beberapa hukum.
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Jika dia hendak menjualnya secara mumbahah, informasikanlah

kondisi tersebut kepada calon pembeli, baik pekeriaan itu dilakuan

sendiri maupun diorderkan kepada pihak lain. Pendapat ini

mengacu pada pemyataan png kami kenrukakan tentang hriuan

menehpkan kepemilikan hnpa mengambil keunhrngan- Rincian

kasus ini baru dipaparkan di muka.

Cabang: Apabila barang lrang dijual mengalami

pembahan seperti berkurangnya bobot karena sakit, terluka, rusak

sebagian, atau dikurangi komisi, kerusakan, atau sebagiann5n

diambil oleh pembeli, seperit bulu, stlsu yang ada, dan

sebagainn3n; maka penjual harus menginformasikan kondisi

tersebut dari persepsin5ra. Dalam hal ini kami Udak menernukan

perbdaan

Apabila penjual telah menarik kemgian dari aib atau

pelukaan tersebut, dia menginformasikan kondisi ini menumt

persepsin5ra- [-antas, apa yang mesti dia katakan? Di sini terdapat

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Penjual tidak boleh mengatakan

"Modalku sekian" atau "Aku telah menanggung sekian," karena

modal tidak lain adalah nilai harga.

Pendapat Kedua, Kerugian mengurangi harga barang, dan

penjual mengatakan "Aku telah menanggung sekian," sebab dia

telah berkata jujur, maka hal tersebut senrpa dengan penyampaian

informasi tentang kondisi sebenamya.

Cabang: Pendapat para ulama terkait kasus jual beli

munbahah.

L
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Menumt kami, jika seseorang membeli sesuafu (kain,

misalnya) dan mengolahnya, seperti memotong, membordir, atau
menjahitnya, maka dia harus menginformasikan hal tersebut.
Demikian merupakan pendapat ini madzhab kami. Pendapat ini
juga merupakan pendapat zahirdan madzhab Ahmad.

Imam Ahmad menyatakan: Penjual menjelaskan barang
yang dibelinya dan biaya yang telah dia keluarkan, natnun dia tidak
boleh mengatakan, "Aku mengeluarkan biaya sekian." Pendapat
ini dikemukakan oleh Al Hasan, hnu Sirin, Sa'id bin Al Musayyib,
Thawus, An-Nakha'i, Al Auza'i, dan Abu Tsaur.

hnu Qudamah berpendapat: Sangat mungkin penjual boleh
mengakumulasikan segala biaya kepada harga barang, dan
mengatakan, "Aku mengeluarkan biaya sekian," karena dia telah
berkata jujur. Pendapat ini juga dikemukakan oleh AsySya'bi, Al
Hakam, dan Asy-Syafi'i.

Akan tetapi, setelah itu Ibnu Qudamah berpendapat bahwa
tindakan ini termasuk ghanr terhadap pembeli, karena mungkin
saja seandainya pembeli mengetahui sebagian biaya yang
dikeluarkan ifu unfuk pengelolaan barang, dia tidak menyukainya,
lantaran dia memang kurang suka hal ifu. Tindakan ini sama

dengan mengurangi biaya dan asesoris untuk her,rran peliharaan

dan mengurangr kualitas penjagaan barang.

Mengenai masalah yang berkaitan dengan kekurangan dan
aib barang, Abu Al Khiththab dari kalangan rnadzhab Hanbali
mengatakan: Kerugian akibat aib ini mengurangi harga barang,
seperti pendapat madzhab kami.

Pendapat zhahir dalam madzhab Ahmad menyatakan
bahwa, pemberitahuan kondisi barang menurut persepsi penjual
mengindikasikan adanya kejujuran, hal ini lebih menjelaskan
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penafian ghamr dan kebohongan terhadap pernbeli. Jadi, perrjual

mesti melakukan hal ifu- Dernikian sanra halnp dengan kasus

omng yang membeli dua barang derrgan safu harga dan membagi

dua harga tersebut secara adil. Pengqipsan kemgian akibat

tindakan suahr jirntah sarna derrgan harga sebagian barang yang

telah dijual. Jrgu, seperti nilai salah satu pakaian kefika salah

safun5ra rusak- Usaha dan ra5lam tambahan pada barang

tambahan yang Udak mengurangi obiek SBng diiual

dan bukan pula kompensasi darinya.

Sedangkan jika barang ltang driual terlibat Undakan pidana

lalu pernbeli menebusnla, maka tebusan ini tdak boleh

dibebankan kepada harga dan tdak boleh merrginformasikannp

dalam jual bdi munhhah. Kami tidak meng€hhui adanlp khilaf
dalam kasus ini. Alasannya, kenrgian tersebut tidak menambah

harga maupun objek yang diiual- Dia hanla akan menghilangkan

kekurangannya akibat Undakan pidana dan aib 11ang diakibatkan

oleh keterikatannlp derrgan sifat budak. Pernbayaran kemgian

ini ibarat obat yang menyernbuhkan penyakit yang diderita

pernbeli-

Sernerrtara ifu pengobatan, sqala biaya, sandang, dan

pengelolaan p€rfual terhadap barang dagangan dengan sendirinln

atau dikedalon omng lain tanpa upah, perrjual Udak boleh

menginformasikan hal ifu dalam harga, menunrt safu perrdapat

ulama fikh Aqr$nfi'i. Jika dia mernberitahukan kondisi

Eebernmy"a menurut perspektifnlp, maka itu lebih baik.

Ulama ma&hab Maliki menerangkan, bahwa peltuatan

yang dilakukan oleh perriual untuk barang dagangannya dapat

dibagi merriadi tiga.

t
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Pqbn4 tindakan yang diperhifungkan dalam harga pokok
dan purrya bagian dalam keunfungan-

Kdra, tindakan yang diperhitungkan dalam harga pokok
nariln tdak punya bagian dalam

Kq4 tindakan yang tidak diperhitungkan dalam harga
polokdan tdak punya bagian dalam kannfungan.

T€drait tindakan yang diperhitungkan dalam modal dan
d{adlon sebagai bagian dari keunfungan adalah, tindakan png
merrpcngaruhi objek barang dagangan seperti menffit dan
rneuarrni kain- sedangkan tindakan 5nng diperhifungkan dalam
modal rrrnun tdak termasuk bagian dari keunfungan adalah,
tindakan ynng tidak mempengaruhi barang dagangan dan tidak
mryldn dihlnrkan sendiri oleh penjual, seperti merrgangkut
banrg darri safu negara ke negara lain dan penyannan gudang.

Sernerrtara ifu, tindakan lrang tidak diperhit,ngkan dalam
6.- hal sdraligus adalah, segala aktivitas 1nng tidak mempengaruhi
bardng dagangan yang bisa ditangani sendiri oleh pemilik barang,
sepati perantara dan mengelnas barang dagangan.

Abu Hanifah berpendapat: Jushrr seluruh tndakan penjual
wftlk banng dagangannla, seluruhnSra ifu dibebankan kepada
hnsa bardng-

Abnr Tsaur menyatakan: Mumbhah hanp boleh dilakukan
d€ngan trarga pembelian saja, kecuali jika pembeli ingin

harganya s@ara rinci. Namun, iika hal ini teriadi,
malo nrernrnrt beliau, jual beli tersebut faskh. AlasannSra, karena
p€qinl tehh be6ohong, sebab dia berkata kepada pihak penjual,
'Flarga bamng ini sekian dan sekian" padahal nyatanln tidak
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demikian. Praktk ini, menumt Abu Tsaur, terrnasuk kategori

penipuan.

Cabang: Pemlntaan Innm Al Kasani dalam kda'i Ash-

Shanaai' terrtarrg rrndzhab Abu Hanifah.

Beliau merqntakan: Seandainp seseoftmg mernbeli kain

seharga 10 dirham dan membandroln5a dengan harga 12 dirham,

lalu menjualn5ra secara mumbhah sesuai harga bandrol tanpa

penjelasan, maka praktik ini dipertolehkan jika bandrol ini dan

keuntungannSa juga dapat diketahui, serta tidak mengandung

unsur khianat. S€bab penjual telah berkata jujur, tetapi dia tidak

boleh berkata, 'Aku membelinSa sekian," karena dengan demikian

dia pernbohong.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa apabila seorang

pembeli flCak mengetahui kebiasaan pedagang, dan menumhrya,

bandrol adalah harga itu sendiri, maka dia tidak boleh menjualnya

secara munhhahdalam kondisi demikian tanpa ada penjelasan-

Dernikian halnya jika seseorang mannrisi harta benda lalu

mernbandrolnya, kernudian meniualnya s@arur munfuhah sesuai

harga bandrol tersebut, praktik ini dipertolehkan seperti pendapat

yang telah kami kemukakan.

Jika ses@rtmg mernbeli barang kemudian meniualnya

dengan keuntungan sekian, lalu dia membelinSa kembali dan

hendak menjualnya s@ara munbahah, maka dia hams

mengurangi seluruh laba sebelumn5ra baru meniualnya secam

munfuhah sesuai harga modal setelah dikurangi laba. Jika setelah

dikurangi laba tidak menyisakan harga, maka dia tidak boleh

L
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rnagual barang ifu secara murabahah. Demikian ini menumt Abu
Hanifah-

Sernentara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, pedagang
bol€h menjual barang tersebut secara murabahah dengan acuan
harsa terakhir, tanpa memberikan penjelasan dan tanpa
mernpertimbangkan akad-akad sebelumnya, baik unfung maupun
rug-

Penjelasannya sebagai berikut: Jika seseorang membeli
paloian seharga 10 dirham lalu menjualnya dengan harga 15
difiam, kernudian dia membelinya kernbali dengan harga 10
dirham; maka menurut Abu Hanifah, dia menjual pakaian ifu
s@rzr munbahah dengan harga 5 dirham. Sedangkan menurut
Abu Yusuf dan Muhammad, orang ini menjualnya dengan harga
10 dtoham.

Argumen pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa
akad yang dilakukan sebelum murabahah tidak diperhitungkan
karena dia telah berlalu dengan sendirinya dan hukumnya tidak
berlalar- Sedangkan hukum akad yang terakhir, llaitu bahwa
barans tersebut milik si pembeli, masih berlaku. Kondisi terakhirlah
prg menjadi acuan, karenanya barang ifu dijual menurut harga
temkhir-

Menurut Abu Hanifah, pembelian yang terakhir seperti
faktor lnng meurajibkan kepemilikan pakaian tersebut. Oleh
lor€na ifu, dalarn kasus ini beliau menetapkan laba yang diperoleh;
yaihr 5 dirham sebagai acuan jual beli munbahah. Alasannya,
mungkin saja transaksi ini batal akibat aib atau penyebab
pernbatalan lainnya. Ketika seseorang membelinya, berarti dia
tehh keluar dari kemungkinan tersebut, sehingga stafusnya
sernakin kuat-
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Perregasan shtus ini melrruat s5aftlnt penehpan tersebut.

Oleh karena ih4 dh mernMi paloian tersebut Mkut 5 dirham

keunhrnganqla derrgan lurga 10 dirharr\ ini menurut safu

pendapat uhma fikh Aqrsyaf i- Di sini teridapat sryblnt lraitu dia

telah mernbdl dua bardng kernudian menitral salah safunya secara

mt-mblmh dengan tnrga kesefurutran. Pralfk ini Udak

diperbolehkan tanpa p€nielasan harga- S€bab, syblat dalam bab

ini merniffki konsdarensi hukum 1nng idas-

gagarnairnana menunrtnu, iika sesorang mernbdi pakaian

seharga 10 dfuharn s@rir lcedit, kenrudian dia h€ndak meniualnya

kernbali s@rzr muablahdengan harga 10 dirham secaftr hrnai,

bukankah dia s€batamya tdak boleh secara

m.nblmh tanpa penidasan, unfuk menghindari syblnt Karena

alasan qpblnt inilatL da rnesE merrrbandirgkan tnrga tersebut

dengan bansaksi seUetumnla- Ol€h karena ifu, dia uaiib

menghindari hal tersebut dengan cara menidaslen harga pakaian

ini-

Apabih onrg ini merrlrnl paloian di ahs ttarya 20 dirham

kernudian dia mernMinya kerrbali dengan harga 10 dirham, iadi
solah=olah dia mernbeli palGian dan tambahan uang 10 dirham

dengan hargn 10 dtoham- Uang 10 dirham ini dibdi dengan 10

dirham larg lainrryra. Pakaian tersebut seiatinya tdak mendapat

kompenmsi dahm alod mtn'tradlnh, sehing[F di dalamnSra

mernungkinkan teriadi rib-llarararrya. dia tdak boleh meniualngra

s@ra munblmh Wabhu a'Iam- S€bagafonana kami kutip dari

Alfui'-
Kami perlu pernyataan Al Mauardi berikut:

'seandainla s€s€orang mernMi paloian seharga 100

dfuharr\ lalu menernukan kerusakan di dalamnf dan menarik
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kenrgiann5n 10 dirham, dalam jual beli murabahah dia tidak boleh
memberitahukan harga 100 dirham. Dia harus menginformasikan
kepada pembeli, bahwa harga pakaian itu 90 dirham dengan salah
satu dari tiga redaksi (yang telah kami singgung pada awal bab).
Jadi, denda kerugian yaitu penarikan kembali sebagian harga
sebagai kompensasi dari bagian yrang kurang dalam jual beli.

Apabila seseorang membeli budak seharga 100 dirham, lalu
budak ini terkena luka, dan dia menarik denda kerugian dari
pernbeli sebesar 10 dirham, maka jumlah harga yang disampaikan
kepada pihak pernbeli disini ada dua pendapat.

Pertama: Dia harus memberitahu, bahwa harga budak
tersebut 90 dirham, karena denda kerugian jina5nh mempakan
komperrsasi dari bagian barang, sehingga dia seperti denda
kemgian akibat kerusakan barang.

Kedua: Penjual boleh menginformasikan, bahwa harga
budak tersebut 100 dirham, karena denda kerugian Snng diambil
akibat jinagh tidak berkaitan dengan akad. Denda tersebut akibat
sesuafu yang teriadi setelah akad dilaksanakan, jadi hal itu sama
dengan sebuah tindakan terhadap obyek jual beli.

Jika penjual menginformasikan menumt pendapat pertama,
bahura harga budak tersebut 90 dirham, kemudian calon pembeli
mengetahui tindakan jinayah itu, dia tdak berhak khijnr.
sebaliknln, apabila penjual menginformasikan sesuai pendapat
kedua, bahwa harganya 100 dirham, kemudian calon pembeli
mengetahui bekas jinayah itu, maka dia berhak khitar.

Akan tetapi, seandainya seseorang membeli keledai lalu
memanfaatkannya, atau hewan ternak lalu memerah susunya, atau
kebun kurma lalu memetik buahnya, maka dia tdak harus
merrginformasikan hal tersebut.
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Jika perrbeli menginformasikan pernanfaat tersebut dalam

proses pernbelian, maka dia perlu memastikan kadar jasa, buah,

hasil, dan susu lnng telah digunakannln- Bahkan, dia mesti

menginformasikan seluruh harga. Ulama ma&hab AsySyafi'i Udak

berbeda pendapat soal ini, karena penranfaatan ini dilakukan

setelah akad dilaksanakan, sehingga dia fidak mernpengaruhi

harga. Lain halnya dengan pemanfaahn air susu heuran dalam

akad bshdytnh, penjual harus mengurangi harga harnn ternak

tersebut sesuai kadar air susu yang telah dimanfaatkan, karena

dalam akad ini, air susu sangat mernpengaruhi harga.

Pelajaran perrting: Apabila seormg budak yrang b€rutang

dan diizinkan oleh tuann5a mernbeli sesuafu seharga 10 dirham,

lalu menjual kerrbali dari tuannya seharga 15 dirham, atau

sebaliknya, maka dia boleh mengambil keunfungan dari modal 10

dirham. Sebab, akad ini berlangsung anhra dua bdah pihak

(budak dan tuannya). Sekalipun akad ini sah, tetapi dia tidak lepas

dan sybhaf ketiadaan objek 17ang diFal.

Budak tersebut milik tuanngra; dan aset di tangannp
pastilah hak sang hran. Jadi, seolah-olah dia mernbeli barang

unfuk fuannya seharga 10 dirham, lalu mengemukakan redaksi ini,

bukan Srang lain.

Redaksi kah, "Budak Sang benrbng" adalah lebih utama

dalam bertagi keunfungan sekalipun tidak ada utang, karena

adanya kepernilikan sang tuan terhadap sang budak adalah

berdasarkan ijma'. Budak mul<abb sarn:I dengan budak png
mendapat i/ln dari tuannya.

Seandainlp pihak 3nng melakukan mudlnnbah dengan

porsi pembagian ketrnfungan setelah mernbeli sesuafu seharga 10

dirham dan menjualnya dari pernilik harta seharga 15 dirham,
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maka pemilik aset mendapatkan laba 12,5 dirham, dan membagi

keunfungan tanpa penjelasan.

Jika budak wanita yang dijual itu bermata juling atau telah

digauli -dan tidak perawan lagi- atau pakaian 5rang dijual telah

digerogoti tikus atau terbakar api, menurut Abu Hanifah: Penjual

tidak wajib menjelaskan kondisi tersebut. Maksudnya bahwa, dia

tidak harus mengatakan "Aku membeli budak ifu dalam keadaan

sehat dengan harga sekian, lalu dia juling di tanganku" atau
"Pakaian ifu digerogoti tikus, misalnya," karena seluruh barang

yang menjadi kompensasi harga'masih tersedia. Selain ifu, bagian

yang hilang (budak yang hilang keperawanannla dan pakaian yang

rusak lantaran digigit tikus) merupakan sifat yang Udak

berkompensasi harga, jika bagian tersebut rusak bukan karena

tindakan seseorang.

Keterangan di atas terkait dengan penjelasan harga

sebelum ditemukan kerusakan. Adapun kerusakan ifu sendiri wajib
diielaskan kepada calon pembeli, berdasarkan keterangan Al

Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Hadits Al Ada bin l(halid yang

diriwayatkan oleh Jam'ah menyebutkan, Rasulullah &
men5nrratiku, "lni barang yang Muhammad Rasulullah $ jual

kepada Al Ada bin Khalid, jual beli seorang muslim kepada muslim

lain, yang tidak mengandung permusuhan, tipuan, dan tidak

dimahalkan."

Jadi, penjual wajib menjelaskan kondisi rusak png ada

pada barang, tanpa perlu menerangkan, baht*n dia membelinya

dalam keadaan baik seharga sekian, kemudian terkena sesuafu

hingga rusak.
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Ketenhran di atas berlaku jika kerusakan tersebut sedikit.

Jika kerusakan ini besar dan dinilai parah oleh orang banyak,

maka barang tersebut tidak boleh dijual secar?r munbahah.

Sementara itu, iika budak wanita ini digauli dalam keadaan

pemwan atau pakaian ini sobek ketika dilipat dan dibuka, maka

penjual wajib menjelaskan kondisi tersebut.

Apabila seseorang membeli barang secam kredit dan

melakukan jual beli munbahah tanpa penjelasan, pennbeli berhak

atas khiyar. Apabila pembeli merusak barang dagangan kemudian

mengetahuin5a, maka dia wajib membayar seluruh harga.

Demikian pula akad perwakilan, yaitu penjual berkata, "Umslah

apa lnng aku beli darin5n dengan harga sekian," lalu pihak kedua

menanggapi, "Aku ums asetnu." Akad seperti ini sah, asalkan

harganln telah diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu

pihak tidak mengetahui harga barang, maka akad tersebut tidak

sah-

Pelajaran penting: Apabila seseorang membeli dua buah

pakaian dalam satu akad dengan harga 5 dirham, dia tidak boleh

menjual salah safunya secara murabahah dengan harga 5 dirham

tanpa penjelasan. Sebab, seandainya hanya ada safu bamng, dia

boleh menjual separuhnya secara munbahah, sesuai kesepakatan

ulama. Jika dia menjual dengan harga lebih dari 5 dirham, maka

hukumnya tidak boleh.

Tidak sah menjual barang yang bergerak sebelum diserah

terirnakan. Dan, sah jual beli murabahah terhadap kebun. Berbeda

dengan pendapat Muhammad bin Al Hasan dari kalangan ulama

madzhab Abu Hanifah.

Barangsiapa membeli bahan makanan png ditakar, dia

tidak boleh menjualnya kembali dan tidak boleh memakannya
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sebelum menakamya. Penakaran yang dilakukan oleh penjual di
hadapan pembeli adalah setelah akad berlangsung dan pembeli

ada, tidak menakamya saat pembeli tidak ada. Demikian halnya

barang yang ditimbang dan barang safuan, lain halnya dengan

barang yang diukur dengan safuan hasta, meter, dan yard.

Pada pemyataan As-Subki *B telah dijelaskan tentang tidak

wajibn3ra pengukuran di hadapan pembeli kepada jual beli kain
png tersimpan dalam kemasan yang tertutup, sebab jika dilakukan
pengukuran malah akan merobek dan merusak kemasan.

Mernbuka kernasan sama dengan membeli, karena itu penjual

berhak melakukan akad murabahah dan penruakilan terhadap
barangbarang tersebut, jika jumlahnya bertambah, dan juga

terhadap sisan5ra jika barang itu dikurangi.

AsySyirazi & menyatakan: Pasal, Apabila
pembeli berkata, 'Modalnya 100 dirham, dan aku
menjualnlra padamu seharga modal dan keuntungan
sahr dirham unfuk setiap 10 dirham; atau dengan
keuntr.rngan sepuluh-sebelas," maka harga barang
tersebut 11O dirham-

Apabila penjual mengatakan, 'Aku jual padarnu
seharga modal dan dikurangi sepuluh-sebelas,' maka
harganlra menjadi 9l dirham, setiap l L dirham
dikurangi safu dirham- Maksud pernlntaan ini, 'Aku
jual padamu dengan harga 100 dirham dengan qnrat
men[Jur.rngr safu dirham dari setiap 11 dirham.' Jadi,
harga 99 dirham dikurangi 9 dirham, karena 99 dirham
sarna dengan sebelas dikali 9 dirham, dan menyisakan
safu dirham lrang merupakan modal, lalu 11 bagian ini
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dikurangi satu- Sehingga, sisanga 91 dirham dikurangi
satu bagian dari l L dirham-

Apabila penjual berkata, 'Aku iual padamu
dengan mengrrangi satu dirham dari setiap 10
dirham," maka tedoit harga barang ini, ada dua
pendapat ulama fiIrih AgrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Hargarrya 91 dirham
dikurangi satu bagian dari 11 dirham- Ini merupakan
pendapat StBiIfi Abu Hamid Al Isfarayini 6-

Pendapat Kedua: Harga barang ini 90 dirham- Ini
merupakan pendapat St aikh Qadhi Abu Ath-Thayib
Ath-Thabari- Perxilapat ini shahih, karena 100 sama

dengan 10 diloli 1O dirham- ArtinSp, ,ika setiap 10
dirham dilffiangi sahr dirham, maka sisangra 90 dirham-

Penplasan Redaksional:

Perrjdasan sebagian pasal ini tdah pada uraian

dua pasal sebelumnlp- Pemyataan 'Keunfungan safu dirham

unfuk setiap 10 dirham atau dengan keunfungan sepuluh-sebelas"

Prakfik s€eerti ini diperboleitkan, tetapi Imam Ahmad

mernakruhkannp. Kerrrakruhan ini diriwayatkan dari hnu Umar,

hnu Abbas, Masnrq, Al Hasan, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan

Atra bin Yasar.

Ishaq : Jual beli munblnh di atas tidak

dipefuolehkan karena harga barang tidak dikehhui saat akad. Hal

ini sarra dengan kasr,r.s; seseorang 57'ang mernbeli barang dengan

harga yang diterrtukan dahm perhifungan.
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Ishaq menambahkan, bahwa beberapa tokoh seperti sa'id
bin Al Musaryib, hnu sirin, Syuraih, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-
syafi'i, ulama fikih rasionalis, dan hnu Al Mundzir mentoleransi
praktik di atas. Karena modal telah diketahui, dia sama dengan
pem5ratan penjual "Dan keunfungan 10 dirham.',

Alasan kernakruhan prakuk ini, adalah dikarenakan Ibnu
Umar dan Ibnu Abbas juga memakruhkanqa, dimana kami tidak
menernukan sahabat lain yang menyalahi pendapat ini. selain ifu,
jual beli sema@rn ini mengandung ketidaktahuan harga.
Menghindari kondisi ini tenhr lebih baik. Jual beli tersebut
dihukumi malmrh bnzih, dan akadnp sah.

Ketidaktahuan harga bisa dihindari dengan perhitungan.
Misalnya, seperti orang yang menjual sefumpuk bahan makanan
derrgan harga safu dirham per saht qafiz. Sementara harga yang
dihasilkan dari perhitungan tidak diketahui baik secara global
rnaupun parsial.

Apabila kasus ini telah ditetapkan, maka karni berpendapat,
k€fika seseorcmg menjual barang dengan harga modalnya dan
keunfungan 10 dirham, kemudian dikehhui dari pengakuannya,
bahua modalnp adalah 90 dirham, maka jual beli tersebut sah,
karena terdapat penambahan harga.

Penambahan harga tidak menghalangi keabsahan akad,
seperti kerusakan barang dagangan. Pembeli berhak menarik
k€lebihan modal dari pihak penjual sebesar 10 dirham dan
menguranginya dari laba, yaihr safu dirham. Jadi, pernbeli orkup
memba5nr 99 dirham. Pendapat ini dikemukakan oreh Asy-syafi'i
dalam qaul j.adid, Snng didukung oleh Ats-Tsauri dan hnu Abu
[nila.
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Abu Hanifah berpendapat Pernbeli diberi pilihan untuk

mengambil seluruh harga atau meninggalkannya, ini iika
diqipskan pada kasus barang png rusak.

AsySSafi'i meriwayatkan pada salah safu dari dua

pendapahrya, bahura jika seseorang menjual barang dengan harga

modal ditambah selumlah laba, rincian hukumnya sebagai berikut;

Apabila kadar modalnSra telah jelas, maka barang dibeli dengan

harga tersebut Mkut tambahan harga yang disepakati oleh dua

belah pihak. Begitu halnlp barang lnng rusak, menumt ulama

ma&hab Hanbali, artiryra bahwa pernbeli berhak mengambil

kenrgian.

Sehniutnya, bararg rusak hanlra boleh diperjualbelikan

dengan harga yang tersebut dalarn akad. Dalam kasus ini, pembeli

telah rela dengan harga modal dan laba Sang telah ditetapkan-

Apakah penrbeli b€*rak atas khiSmf Menurut AsSrSpfi'i dalam

salah satu dari dua pendapatrSrat Pernbeli berhak khiSnrl<arena dia

fidak diiamin bebas dari penipuan harga. Di samping itu,

terkadang fuiuan pernbelian barang dengan hatga tersebut, karena

pembeli berkedudukan sebagai sekufu, wakil, ataupun posisi

lainnya.

Ketemngan yang ditetapkan dari Ahmad menyebutkant

Bahwa pernbeli diberi pilihan antara membeli barang tersebut

dengan harga modal dan bagian labanp atau meninggalkannya,

ini menurut sahr pendapat. Ulama ma&hab Hanbali menukil

pendapat ini.

Ibnu Qtrdarnah menyatakan dalam Al Mughni:

"Zhahir pernSptaan Al Khiraqi menyebutkan, bahwa

pembeli tdak berttak atas khitnr." Menurutku (Al Muthi'i),
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pendapat ini menyalahi pendapat Al Imam, sebagaimana dikutip
oleh ulama madzhab Hanbali.

Pendapat lain, menurut ulama fikih Asgrs5rafi'i, pembeli
tidak berhak khiyar, karena dia terah rela dengan harga 110
dirham. Ketika dia mendapatkan harga 99 dirham, tenfu pihak
penjual telah menambah kebaikan padanya. oleh karena itu, pihak
pembeli tidak berhak khtyar sama seperti kasus orang lrang
membeli sesuafu, bahwa dia mengandung kerusakan namun
temyata tidak, atau budak yang buta huruf temyata dia terampil,
bisa menulis, dan mewakilkan pemberi barang tertenfu dengan
harga 100 dirham, lalu dia membelinya dengan harga 90 dirham.

sementara pihak penjual; jelas tidak berhak khi5ar, kerena
dia telah menjual barang tersebut seharga modal dan bagian
labanya, dimana ifu semua telah terpenuhi.

Apabila seseorang membeli barang dan ingin menjualn5ra
kembali, lalu si penjual mengurangi harga barang ifu sebelum
penetapan akad, maka pembeli (ketika menjual kembali barang rtu)
menginforrnasikan harga sebelum dipotong oleh penjual.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i, Ulama madzhab Hanbali, dan
Abu Hanifah mengatakan: pembeli berhak menginformasikan
harga pertama, bukan harga lain. sebab, praktik ini termasuk
hibah dari salah satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan tanpa
kompensasi.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pengurangan harga ini
dikaitkan dalam akad, sedangkan menginformasikannSn adalah
dalam jual beli murabahah. Jika pengurangan harga ini terjadi
pada saat khiyardan sebelum penetapan akad, ulama sepakat hal
itu wajib diberitahukan dalam jual beli mumbahah.
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Mengenai penrbahan harga karena berkurangnp barang,

misalnya bamng berubah akibat rusaknya sebagian unsur,

melahirkan, terkena aib, atau penjual mengambil sebagiannya

seperti bulu, air susu, dan sebagain5ra, maka pernbeli

menginforrrasikan kondisi tersebut menumt persepsinya- Jika
pernMi menarik kerugian akibat rusak atau tindakan jinaSah, hal
itu luga diinformasikan menunrt persepsinla.

Abu Al Khaththabi dari kalangan ulama Hanabilah

: Kemgian akibat adanln rusak mengurangi harga

barang itu dan penjual harus mernberitahukan sisa harganya,

s€bab derrda kenrgian karena kerusakan barang ifu mempakan

i dari manfaat yang hilang. Jadi, harga yang ditetapkan

adalah kompensasi manfaat yang tersisa.

Berkaitan dengan denda kenrgian akibat kemsakan barang

atau Undakan iinatah, Asy-Syaf i mengatakan: Penjual

mengumngi ifu dari harga barang dan menyebutkan "Aku

m€nan(gung biaf sekian," sebab dia telah menlrarnpaikan

informasi ifu dengan jujur. Jadi, hal itu sarna seperti penjual

mernberitahukan keadaan barang menumt persepsinya.

Sedangkan jika barang yang dijual terlibat dalam Undakan

jhnt/al\ lalu pernbeli menebusnyra, maka tebusan ini tdak dikaitkan

dengan harga dan tdak perlu menginformasikannya dalam jual beli

munbffi sebab denda kenrgian ini tdak menambahi nilai jual

barang tersebut. Kasus ini sarna dengan obat yang menyembuh

pengBkit 1nng menimpa objek di tangan pernbeli,

sebenamya dia menyembuhkan kekurangan barang obyek tersebut

akibat findakan jinayah. Kerusakan terkait statr.rs budak sebagai

barang lang diiual sarna dengan obat, seperti 56ng telah kami

teranglon di muka.
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Sernentara itu, perubahan barang dalam wujud
penarnbahan, seperti pertumbuhan dan perkembangan tubuh,
mern@lari keterampilan, melahirkan, berbuah lebat, atau
mdakukan usaha penyembuhan, di sini terdapat uraian hukum.
Jika penirnl hendak melepas barang tersebut dalam transaksi
mtnblnh maka informasikanlah harga barang itu tanpa
menyehrt tambahannya, karena itulah kadar harga pembeliannya-

Apabih penjual mengambil pertumbuhan yang terpisah dari
ohtek iual beli, seperti anak, buah yang dipetik, memperbantukan
hdak perempuan, atau menggauli budak yang bukan penrwan,

rnaka dia menginformasikan modalnya tanpa harus menjelaskan
kondisi tersebut, sebab pemanfaatan tersebut dikategorikan
s€bagai

Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ahmad, bahwa
menr-rnrt Miau, pembeli wajib menjelaskan seluruh pemanfaatan
tersehrt- Dernihan ini pendapat Ishaq.

Uhma ftkih rasionalis berpendapat tentang hasil panen
yarg dialrfiil oleh penjual, bahwa tidak masalah menjual barang
tersehrt s6ara mumbahah. Sementara anak dari budak wanita
dan hrah dari pohon hanya boleh dijual secara murafulnh setelah

stafusnya, sebab penjelasan ini bagian dari konsekuensi
altad-

Menurut hnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah:
Jilrahu peniual juiur, tidak melakukan tindakan ghanr, dia boleh
menirakrga tanpa menjelaskan pemanfaatan tersebut, hal tersebut
sanr.r halnya jika barang ifu bertambah. Di samping ifu, anak dan
buah itu merupakan pertumbuhan yang terpisah (dari induk dan
pohon)- Oleh karena itu, tidak dilarang baE si pemilik untuk
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menjualnya s@ara munbahah tanpa merryebutkan pemanfaatan

itu, hal ini sama seperti hasil panen.

Untuk lebih jelasnya, bandingkan keterangan ini dengan

pendapat 5nng dilartip dari Al Maunrdi kepada penjelasan akhir

pasl sebelumn5ra-

Astrsyirad & mengatakan: Pasal: Apabila
pembeli menginformasikan modal barang sebesar 100
dirham dan menjualnya dengan laba satu dirham dalam
setiap 10 dirham, kemudian berkata, "Aku salah" atau
menyampaikan bukH bahwa, temlnta harga barang ifu
90 dirham, maka iual beli ini sah-

At Qadhi Abu Hamid meriwayatkan satu
pendapat ulama fildh AslrSlnfi'i lainnln, bahwa jual
beli tersebut batal, karena ielas harga barang ifu adalah
90 dirham dan labanya 9 dirham- Demikian ini jika
harga tersebut fidak diketahui kepada saat akad
berlangsung- Oleh karena itu, akadnya batal-

Pendapat madzhab adalah pendapat yang kedua,
karena jual beh merupakan at<ad atas harga yang telah
diketahui- Sebagian harga itu dikurangi secara tipuan.
Pengurangan sebagian harga fidak memsak jual beli,
seperti pengurangan sebagian harga akibat penarikan
denda pada barang !/ang rusak-

Mengenai besaran harga yang ditarik oleh pihak
pembeli, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama: Harga barang itu menjadi 110 dirham,
karena harga lpng disebutkan dalam akad adalah 110

Al Mqinru'SyuahA mhadzdzab ll 742



dirham. Apabila terbukti penipuan ini dari pihak
peniual, maka harga barang ini tidak dikurangi sedikit
pun- Sama h.Lf dengan kasus oftmg yang menjual
sesuatu dengan harga tertenfu, lalu dia menemukan aib
di dalamnya.

Kedua: Harga barang ini 99 dirham- Pendapat
tersebut shahih, karena terdapat pengalihan
kepemilikan Spng mempertimbangkan harga pertama.
Apabila peniual menginformasikan tambahan, dia wajib
mengurangi tambahan ifu, sarna seperti kasus qruf'ah
dan tauliSph- Hal ini berbeda dengan kerusakan barang,
karena di sana terdapat harga !/ang telah disebutkan
dalam akad- Sedang dalam kasus ini, harga barang
adalah modal ditambah kadar laba tertentu. Telah jelas
sebelumnya bahwa, modal barang tersebut adalah 90
dirham ditambah laba 9 dirham.

Apabila kita mengatakan, harga barang ifu 110
dirham, maka pembeli berhak khiSTar unfuk
mempertahankan barang tersebut dengan harga ifu
atau men-faakh finl beli, karena dia didesak untuk
mengambil barang ifu dengan harga modal. Sementara
harga itu lebih tinggl daripada modalnSn, oleh
karerranya, pembeli berhak atas khiymr-

Jika ldta berpendapat, hargangn 99 dirham,
apakah pembeli berhak atas khi5mi? Ulama madzhab
Astrst afi'i berbeda pendapat mengenai perkara ini. Di
antara mereka ada Snng berpendapat, bahwa di sini ada
dua pendapat:
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Pertama: Pembeli berhak khiynr, sebab iika
penjual telah melakukan kesalahan kepada informasi
yang pertama, tidak menufup kemungkinan dia
melakukan hal yang sarna kepada informasi berikutnya,
di samping harganya berbeda. Jika penjual telah
berkhianat pada informasi pertama, maka tidak ada
jaminan dia fidak akan berbohong pada informasi
kedua. Jadi, penjual tetap berhak l&iyar.

Kedua: Ini mempakan pendapat yang shahih,
bahwa pembeli fidak berhak khi5nr- Karena khiyar
diberlakukan unfuk kasus pengurangan dan adanya
unsur merugikan, sementara di sini terdapat
penambahan dan pemanfaatan. Sebab, penjual awalnya
menyebutkan harga barang 110 dirham, dan dia
meralatnya menjadi 99 dirham- Oleh karena itu, tidak
ada khiyar dalam kasus ini.

Ada juga yang berpendapat, jika pengkhianatan
ini diperkukuh dengan pengakuan pihak penjual,
pembeli wajib membayar harga barang ifu 99 dirharn
dan tidak berhak atas khi5nr- Namun, jika
pengkhianatan ini ditetapkan dengan bukti, apakah
pembeli berhak atas khiyai? Dalam menjawab
pertanyaan ini, ada dua pendapat.

Bila tindakan khianat dikukuhkan dengan
pengakuan pihak penjual, maka ini mengindikasikan
sifat amanahngna, sehingga tidak memunculkan dugaan

dia akan melakukan pengkhianatan yang lain. Lain
halnya, jika pengkhiantan penjual ini dikukuhkan
dengan bukti, maka ada dugaan bahwa dia akan
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melahdnn pengkhianatan yang lainnya. oleh karena
itq pembeli berhak atas khiSnr.

Lrhma fildh Asy-Syafi'i menuturkan, bahwa dua
perrdapat AslrSyafi'i di atas berlaku jika barang
dagangamya masih ada, namun bila barangnya terah
rusah malta pembeli wajib membelinya dengan hargay, dirham sesuai kesepakatan pendapat yang ada.
Sebab, kami memperbolehkan pembeli unfuk men-
faekh ,ual beli sekalipun barangnla telah rusak,
menarik sehrah kemudharatan dari pembeli dan
@ kepada pihak penjual. Suatu
kemrdtraratan fidak dapat dihilangkan dengan bahaya
lnng lah-

Oteh sebab ifu, seandainya barang dagangan
yang ada pada pihak pembeli telah msak, kemudian dia
mengefiahui aib di dalamnya, dia tidak berhak fasakh-

.fka kita berpendapat, tidak ada khi5mr bagr
pembetr atau berpendapat, pembeli berhak khiSnr,
kemrdian perrbeli memilih untuk melanjutkan jual beli,
hntas aprakah penjual berhak khitni?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama
fikh AryrSyaf i:

Peodapat Pertama: Penjual berhak atas khi5nr,
sebab dia han57a ridha kepada harga yang disebutkan
rl-r-qr atca4 lraitu L10 dirham. Namun dia tidak bisa
menerima kondisi barang ifu-
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Pendapat Kedua: Penjual fidak berhak khi5nr,
karena dia ridha dengan harga modal berikut labanya,

dan ifu telah terpenuhi-

Penjelasan Redaksional:

SeandainSa penjual berkata, 'Aku membeli barang seharga

100 dirham dan menjualnSa secara murabahah," kernudian

temSrata dia mernbeliryn seharga 90 dirham berdasarkan

pengakuan atau bukti, menumt pendapat shahih, jual beli ini sah-

Menurut pendapat ini, kebohongan penjual ada dua

macam: Pengkhiarntan dan kekeliruan. Menanggapi dua jenis

kebohongan ini, mernunculkan dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat yang paling ahir,
memufuskan gugumla tambahan dan bagian labanya-

Pendapat Kedua: Tambahan dan bagian laba itu tidak

gugur-

Apabila kita berpendapat tambahan harga dan laba itu

gugur, maka mgrrgenai penetapkan khispr bagi pernbeli terdapat

dua riwayat pendapat ulama fikih AsySyaf i:

Riwayat Pendapat Pertama: Riwayat yang paling shahih,

terbagi menjadi dua pendapat AsySyafi'i: Pertama, pendapat yang

paling zlnhir menyatakan bahwa pembeli tidak berhak khiyar-

Kdua, pembeli berhak khitar.

Riwayat Pendapat Kedua: Jika penjual tertukti telah

berbohong, maka pernbeli berhak atas khiSnr. Jika kebohongan ini

berdasarkan pengkuan penjual, maka pembeli tidak berhak khi5nr

Alasannya, jika kebohongan ini diungkap dengan bukti, maka tidak
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ada irminan pembeli tidak akan berkhianat lagi. sedangkan
pensah.ran (ikrar) memberikan is5arat akan sifat amanah.

Apabila kita berpendapat, pembeli tidak berhak l<hi5ar atau
uerpeoaapat, bahwa pemberi mempertahankan barang seterah
pqprarylan, lalu apakah penjual berhak hg^n Di sini terdapat
d,a pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut pendapat lain, ada
dna pendapat Asy-syafi'i. yang paring shahih adarah, bahwa
pergml fidak berhak khilnr.pendapat lain menyebutkan, terdapat
dua p€ndapat ulama fikih Asysyafi'i dalam ilustrasi pengkhianatan
pen rral di atas.

Dalam ilustasi kekeliruan penjual, jelas pembeli berhak atas
lfiitpr- Jika kita berpendapat, penambahan dan labanya tidak
gu$r, rrnka pernbeli berhak atas l<hiyar, kecuari jika dia
rn€ng€tahui pembeli telah berbohong. Jika demikian, kasusnSra
s€p€rti orang yang membeli barang rusak padahal dia mengetahui
kondsi itu.

Apabila khilnr telah diputuskan bagi pembeli, laru dia
b€rlrata kepada pembeli, "Jangan engkau mqfaakh jual beli,
lcr"', aku telah menguftmgi kelebihan ifu darimu-' Mengenai
pengrguran khigar ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
SlEf i-

seluruh ketentuan ini berlaku jika barang prg dijual itu
masih utuh- sedangkan jika kasus ini terungkap setelah barang
tersehrt rusak, AI Mawardi memufuskan gugumya tambahan
b€rilut hbanSra- Menurut pendapat yang paling slahih, dalam hal
ini terdapat dua pendapat.

Ar'Nawawi berpendapat, demikian ini pendapat yang
dputuskan oleh Al Mawardi, Spng dikuup oleh penyrsun L1
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Muhadzdzab, AqrSyasyr, dari kalangan ma&hab AsySyafi'i,

secara mutlak. Wallahu A'lam.

Jika kita berpendapat, tambahan dan laba tersebut gugur

maka pembeli tidak berhak khi5nr. Sementara peniual yang ketika

barang masih utuh tidak berhak khi5ar, demikian pula dalam

kondisi barang telah rusak. Jika tidak dernikian, dalam kasus ini dia

berhak khiWr.

Ketika kita berpendapat tidak terdapat pengguguran harga

dan laba, lalu apakah pernbeli berhak men-hskhjual beli? Di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-$nfi'i. Pendapat yang

paling shahih adalah, bahwa pembeli tdak b€rhak faskh, ini sama

seperti kasus pernbeli yang menemukan cacat pada barang setelah

rusak. Akan tetapi, dia menarik selisih harga dan bagian labanla,

seperti halnya hak mengambil kerugian barang yang rusak.

SeandainSn seseorang membeli barang secara kredit tanpa

menjelaskan jatr.tr temponya, pembeli kedua tidak berhak abs

lhtlar, akan tetapi pembeli pertama boleh kh$ar. Dernikian pula

dalam kasus ketika lupa akan sesuatu 5ang uniib disebutkan dalam

akad.

Al Ghazali menyatakan, apabila penjual tidak mernberitahu

kerusakan barang kepada pembeli, maka mengenai hak

pengurangan sesuai selisih harga, terdapat dua pendapat jika

penjual berbohong. Aku tidak mqtemukan pendapat yang

mengkontemya. Jika terjadi khilaf, menurut pendapat yang

marajibkan pengurangan harga; acuannya adalah harga standar

dan penyesuaian harga barang dengannya.
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Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat yang dikenal dalam
madzhab menyatakan bahwa, tindakan penjual ini (yang tidak
menyebutkan aib) udaklah mengurangi harga, dimana kerugian
yang bakal dialami pembeli dapat dihindari dengan pemberian
lrhSpr- taalahu A'lam. Demikian keterangan An-Nawawi dalam
Ar-Raudlnh, sebagaimana dikutip oleh Ar-Rafi,i.

Cabang: Apabila penjual berbohong dengan mengurangi
harga, lalu berkata, "Harga, modal, atau biaya yang aku keruarkan
unfuk barang ini 100 dirham," dan menjualnya secara munbahah,
kernudian berkata, "Aku keliru. Harga sebenamya 110 dirham," di
sini teridapat rincian hukum.

Jika pembeli membenarkan pemyrataan pembeli, dalam
kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-syafi'i. pertama:

JrEl Hi tersebut sah, sama seperti kasus pernbeli yang salah
harga 3lang terlalu mahal. Pendapat ini diputuskan

oleh Al Mawardi dan Al Ghazali dalam Al wajiz. pendapat yang
paling slnhih menumt Asysyaf i dan Al Baghawi adarah, bahwa
jual bdi tersebut tidak sah karena sulit dipraktikkan.

Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat pertama lebih
slnhih- Pendapat ini didukung oleh Al Mahamiri, Al Jurjani,
p€n],usun Al Muhadzdad Asy-syasyi, dan ulama lainnya. wallahu
A'bm-

Apabila kita mengacu pada pendapat pertama, yaitu
pendapat 5nng paling shahih bahwa tambahan tersebut tidak
ditetapkan, maka penjual berhak atas khi5nr. Kdua, tambahan

1g[ ll et uoi*u'SyuahAt Muhadzdzab



tersebut ditetapkan berikut labanya, dan pembeli berhak atas

khisar.

Jika pembeli menilai penjual telah berbohong, di sini

terdapat dua kondisi:

Kondisi pertama: Penjual tidak perlu menjelaskan

kesalahannln, sehingga ucapannya tidak bisa diterima. Seandainya

dia mengernukakan saksi, kesaksiannya tidak bisa diterima.

Andaikan penjual menganggap pembeli mengetahui

kejujurannp dan memintanya unfuk bersumpah, bahwa dia tidak

mengetahui ihr, apakah penjual boleh melakukan hal ini? Di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat yang paling shahih, menurutku (Al Muthi'i),

bahwa penjual boleh meminta pembeli untuk bersumpah-

Pendapat ini diputuskan oleh Al Mahamili dalam N Muqni dart

lainnya. Jika kita berpendapat, penjual meminta pernbeli unfuk

bersumpah tetapi dia menolal*yu, mengenai penolakan sumpah

dari pihak penggugat terdapat dua pendapat ulama fikih Asy
Spfi'i.

Menurutku (Al Muthi'i): Yang paling shahih, penolakan

tersebut tidak dapat diterima. Walkhu Atam.

Apabila kita berpendapat, bahwa pembeli diminta untuk

bersumpah jika dirinya tidak mengetahui kejujuran penjual. Jika

dia bersumpah, maka akad ini berlangsung sesuai dengan

sumpahnya. Jika pembeli menolak bersumpah, dan kami

mengembalikan sumpah, maka penjual bersumpah unhrk

memastkan bahwa dirinya tidak berbohong. Jika penjual telah

bersumpah, maka pembeli berhak atas khiyar unfuk meneruskan
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akad sesnai s:umpahnya atau men-fasakh jual beli tersebut.
Dernikian, mereka memuflakkan kasus ini.

Konselorensi pemyataan kami, bahr,va sumpah yang
dikembalikan berikut penolakan sumpah tergugat sarna seperti
ikrar (pengakuan), artinya bahwa penggugat tersebut dikembalikan
kepada kondisi ketika penjual berkata julur.

Kordisi kedua: Penjual menjelaskan alasan kesalahan
ucapannla Snng bisa diterima. Misalnya, penjual mengatakan,
"Sebenamgra yang membeli barang ifu adalah wakirku. Aku
menginformasikan, harganya 100 dirham, temyata bukan ifu
harganlra-" Atau, penjual berkata, "Aku menerima buku catatan
barang, ternlpta dia mengandung tipuan" atau ,.Aku telah
mengecek katalogku. Aku salah lihat harga bamng lain." Jika
demikian, rnaka gugatannya unfuk bersumpah dapat diterima.

Menurut safu pendapat, perbedaan ini dikembalikan pada
sumpah, jika kita berpendapat penjual tidak bersumpah atau
saksinla diderrgarkan. Jika tidak demikian, kesaksiann5a
didengarkan, menurut pendapat yang paling shahih.

Apabila ketenfuan di atas telah diputuskan, maka
konsekuensi hukumnya sebagai berikut. Jika penjual menduga
penjual telah keliru menyebutkan harga yang lebih rendah dari
harga pernbelian, maka dia tidak berhak atas kelebihan harga yang
diklaimrya. Tetapi, jika pembeli membenarkan pemyataan
perUu4 rnaka penjual berhak atas khi5nrunfuk meneruskan akad
atau menr6sa&hrya.

Jika pernbeli tidak membenarkan pemlrataan penjual, maka
rincian sebagai berikut. Apabila penjual menjeraskan
alasan lrang mungkin terjadi, -misalnya penjual berkata, .Aku

telah melihat daftar harga, temyata harga barang ini lebih mahal
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dari yang aku sebutkan," dan alasan sejenisnlp- maka

kesaksiannya dapat didengarkan, bila dia memiliki sal$i.

Jika saksi ini membenarkan pemyataan peniual, maka dia

berhak atas khijar, dan kelebihan harga itu tdak dit€tapkan

baginya.

Sebaliknya, jika penjual tidak merrgemukakan alasan 5nng

masuk akal atas kesalahannya, maka kesaksiannln tidak dapat

diterima sama sekali-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kesalsian pernbeli

dahrn kondisi apa pun tidak dapat diterima, baik dia menielaskan

alasan yang rnasuk akal maupun tidak masuk akal, karena bukfi

tersebut kontadiktif dengan pem5ataannln- Yang muktamad

adalah p€rtarna-

Peniual b€rhak meminta pernbeli unfuk , bahuta

dia tdak mengetahui harga tersebut melebihi ttarg yang

disebutkan oleh penjual ataupun tidak melebihinga.

Apabila pernbeli mengalo"ri, dia tdak meng€tahui harga

tersebut, maka hulnrmqn salna jika dia mernbernrkan pemyataan

penjual. Sehingga pembeli berhak atas khi5nr, bukan tambahan

targa.

Selaniutnp, jika pembeli bersumpah bahwa, dia tidak

mengetahui harga barang yang akan berlangsung seperti sedia

kala. Artin5n, kedua belah pihak tidak berhak atas khi5ar.

Apabila pembeli menolak untuk bersumpah, maka sumpah

itu dikernbalikan kepada pihak penjual. Jika penjual bersumpah,

maka dia berhak atzrs khi5nr unhrk mengambil harga sesuai harga

yang dikemukakan dalam sumpah pernbeli atau untuk

mengembalikannlra-
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Cabang: Apabila kebohongan pembeli tampak jelas dalam
akad mumbahah, seperti; pembeli menginformasikan bahwa dia
membeli bamng itu seharga 100, lalu terbukti atau mengakui
bahwa dia membelinya kurang dari itu, maka pembeli berhak
untuk menggugurkan kelebihan harga pokok itu dan laba yang
sebanding dengannya.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli
munbalah.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa jika
kebohongan penjual berhasil diungkap dengan bukt, pengakuan,

atau penolakan sumpah, maka pembeli berhak mengambil barang
dagangan berdasarkan harga pembelian atau mengembalikannya.
Pembeli juga berhak memotong harga yang telah diserahkannya
sesuai nilai kelebihannya karena kebohongan penjual dalam jual
beli secara buliah saja.

Sementara itu dalam kasus jual beli murabahah, pembeli
hanya diberi hak khiyar untuk menolak jual beli tersebut atau
mempertahankan seluruh harga. Sebagian ulama mengatakan,
pembeli juga berhak memotong kelebihan harga dalam jual beli
tersebut.

Apabila seseorang membeli pakaian seharga L0 dirham
plus laba 5 dirham dan temyata harganya 8 dirham, bukan 10
dirham, maka pembeli berhak mengurangi 2 dirham dari harga
pokoknSra berikut labanya. Apabila barang yang dfiual rusak atau
pembeli menganggapnya msak, atau terjadi kenrsakan, dan barang
tersebut ada padanya sebelum dikembalikan, maka
gugur, dan dia wajib membayar seluruh harga.
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Ulama ma&hab Maliki menyatakan' Bentuk ketidakjujuran

penjual dalam praktik munbahah bisa berbentuk penipuan,

kebohongan, ataupun pemalsuan. Penipuan, yang dimaksud di sini

adalah, perfual yang menanamkan anggapan, bahwa dalam suatu

barang terdapat corak yang disukai, sekalipun ketiadaan corak ini

tidak merrgurangi nilai barang; atau sebaliknp, dirnana penjual

mengelabuhi, bahura barang tersebut baru diproduksi oleh

pengrajin, padahal itu bamng lawas yang telah lama disimpan

kepada perfual. Atau, menipu calon pernbeli bahua barang ini

produksi pabrik anu, padahal bukan, dengan qnrat kondisi barang

tidak mengurangi harga. Jika tidak demikian, barang tersebut

berarti telah terkern kenrsakan yang dikenai hukum png berlaku

dalam khlprarb.

Semenbra ihr, hukum penipuan tersebut dalam munfuhah

lEihr, pernbeli dik€nai khi5nr unfuk mempertahankan barang

dagangan atau mengernbalikannla kepada p€rfual-

Selanjutnya, Orang png berbohong, yaihr peniual Fng
menginformasikan produk tidak sesuai kenyataannya sehingga

barang bemilai lebih tinggi. Misalnya, penjual mengaku membeli

barang itu dengan harga 30 dirham, padahal dia mernbelinln

tranya 20 dtoham-

Dalam tesus ini, pernbeli berhak mengurangi harga yang

ditambahkan oleh pihak penjual berikut labanya. Pembeli berhak

atas barang tersebut dengan cara demikian. Jika pihak penjual

tidak menerima kepufusan ini, maka pembeli diberi pilihan antara

mempertahankan barang tersebut atau mengembalikarur5a kepada

pihak perrjual.

Apabila t€riadi sesuafu atas bamng dagangan seperti

berkernbang biak, berkurang jumlahnya, atau telah dipasarkan,
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sehingga tidak dapat dikembalikan kepada penjual, dalam kasus ini
terdapat beberapa tinjauan.

Jika penjual melakukan penipuan, rnaka pembeli harus
menyerahkan nilai yang paling rendah dari harga barang tersebut
atau harga standar saat diserahkan. pembeli tidak perlu
memperhitungkan labanya.

Apabila penjual berbohong, maka pernbeli diberi khi5nr
antara mengambil barang tersebut dengan harga sebenamSra
ditambah labanya atau mengambilnya dengan harga standar saat
meneriman5ra. [-ain halnya, jika harga barang ini telah di-mark up
dari harga fiktif berikut keuntungannya; dalam hal ini pembeli tidak
hams mengembalikan kelebihan tersebut, karena perUual telah rela
dengan harga fiktif tersebut. Jadi, kqraikan harga barang png
tidak bisa diusahakan sebagai hak khusus, diia menambahkan
kefiktifan harga.

Sementara itu, pemalsu yaifu orcrng lang mengetahui
kerusakan pada barang dagangan narnun dia
menyembunyikannya. Hukum pernalsu barang daram akad
munbahah sarna seperti pemalsuan barang pada akad jual beli
lainnya.

Pada pembahasan khiyar telah dijelaskan, bahwa pembeli
berhak atas khgar untuk mengembalikan barang -dan dia tidak
dikenai denda apa pun- atau mempertahankannya - dan tidak
dikenai denda apa pun-. lain halnya, apabila dia menjual barang
secara mumbahah, dan terbukti di dalamn5ra mengandung
penipuan, kebohongan, atau pemalsuan, maka kasus ini sempa
dengan kerusakan yang parah.

Apabila barang dagangan rusak sebelum diterima oleh
pembeli, akad tersebut belumlah terikat. Berbeda dengan jual beli
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lainngn, seperti muzabadah atau musawamah, karena jika terjadi

penipuan, kebohongan, dan sebagainya, dan barang rusak

sebelum diserahkan kepada pihak pembeli, maka tanggungannya

ada di tangan penrbeli karena telah terjadi akad.

Para murid Ahmad bin Hanbal men5atakan, jika seseorang

menjual sesuatu secara buliyah (system perwakilan) dan

mumbhah kemudian t€ftukti dia telah berbohong soal harga,

maka penrbeli berhak untuk menggugurkan kelebihan harga

barang lpng dvnnrk up oleh penjual dalam taulitnh dan

munblnh dari harga pokok, dan mengurangi labanln dalam jual

beli munblnh, yaitu mengurangi tambahan harga berikut

penurunan nilainya- Jual beli tersebut berlaku kepada sisanya, dan

setelah ihr pembeli tidak berhak atas khiyar.

Apabila peniual berkata, "Sungguh, aku salah menyebut

harga, karena harga tersebut lebih mahal dari harga yang aku

sebutkan," maka yang dimenangkan adalah pem5ataan penjual

yang didukung sumpahnlra. MisalnSra, pembeli meminta pihak

penjual unh-rk bersumpah, lalu penjual bersumpah bahwa, saat jual

beli dia tidak mengetahui harga barang tersebut lebih mahal dari

tnrga png disebutkannSn.

Pasca peniual bersumpah, penrbeli dib€ri khitmr antara

barang atau menyerahkan tambahan harga yang

diklaim oleh peniual.

Apabila per[ual menolak sumpah, maka dia haryn berhak

menerima pernbayamn lrang telah ditetapkan dalam akad.

Sebagian ularna ada Srang memiibl<an bahura pernSnhan peniual

tentang tambahan harga tidak bisa diterima, kecuali berdasarkan

bukfi, selama dia tidak dikenal sebagai orang yang jujur, menuntt

pendapat png diunggulkan.
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Cabang: Tanggapan Ibnu Rusydi dalam Bida3nh At
Mujtahid terhadap ulasan singkat di atas, para ulama berbeda
pendapat tentang orang yang membeli barang secara munbahah
sesuai harga yang disebutkannya, kemudian diketahui dengan
pengakuan atau bukti, bahwa harga tersebut lebih murah,
sementara barangnya masih ada.

Malik dan sekelompok ulama berpendapat pembeli berhak
atas khgar antara mengambil barang ifu dengan harga yang sah
atau membatalkan jual beli. Jika jual beli ini tidak ditetapkan oleh
pihak penjual, maka pembeli wajib mengambilnya dengan harga
yang sah; jika dia menetapkannya, maka jual beli ini tetap bagi
pihak pembeli.

Abu Hanifah dan Zhafr menyatakan: Jushm pembeli berhak
khilnr secara muflak, dan tidak harus mengambil barang tersebut
dengan harga; yang jika ditetapkan oleh pembeli, maka jual beli ini
ditetapkan.

Ats-Tsauri, Ibnu Abu laila, Ahmad, dan sekelompok ulama
berpendapat: Jual beli tersebut tetap berlaku bagi dua belah pihak
setelah pengurangan harga.

Sementara ifu, ada dua pendapat yang diriwayatkan dari
Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Pembeli berhak khi5ar secaramutlak.

Pendapat Kedua: Jual beli ini tetap berlaku setelah
pengurangan harga-

Argumen ulama yang ma,uajibkan jual beli paska
pengurangan harga yaitu, pihak pembeli diunhrngkan dengan
modal yang digunakan unfuk membeli barang, bukan aset di luar
itu.
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Perbedaan pendapat di atas meniscayakan adanp bnih

unfuk memenfukan pendapat yang zlnhir, seperti kasus pernbeli

Sang mengambil barang dengan takaran yang rnaklum, hlu pihak

p€niual mengeluarkan barang bukan dengan takaran tersebut,

rnaka penjual wajib memerruhi takaran tersebut-

Semerrtara ifu, argumen ularna yang berp€ndapat bahqra

khitnr berlalm mutlalq dianalogikan dengan kasgs kebohongan

dalam kasus ini akibat adanp aib. Maksudku (Al Muthi'i), seperti

halnya karajiban pernklakuan khi5ar pada barang png nrsak,

khgarjuga diberlakukan pada kasus iual beli yang mengandung

kebohongan.

Astrsyirad & mengatakan: PasaL Apabila peniual

memberitahukan bahwa harga barang 100 dan labarrr
10, kemudian berkata, 'Aku keliru- HarganSn 1L0-"
Pernptaan ini trdak dapat diterima- Sebab, perkataan

penjual dikategorikan sebagai penarikan ikrar
(pengakuan) yang berkaitan dengan hak dami- Hal ini
tidak diperbolehkan, sarna seperti pengakuan utang

kepada pihak lain-

Apabila pihak peniual berkata, 'Bersumpahlah

pembeli p.d.tnL bahwa dia Udak mengetahui harga

barang itu 110," daliam kasus ini terdapat dua riwayat
pendapat:

Riwalrat Pendapat Pertama: Jika pembeli berkata,
'Aku membelinlra atas kemauanku," pembeli fidak perlu

bersumpah, karena pengakuannSTa telah mengkounter

sumpah tersebut- Jika pembeli menlratakan, 'Aku
membeliryla dengan takaranku- Aku kira dia
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membelingla seharga 100. Tern3rata, dia membelinyra
seharga 11O," pembeli dikenai sumpah, karena
pernyataan ini fidak bertolakbelakang dengan
pengakuanqra-

RiwaSTat Pendapat Kedua: Kasus ini didasari oleh
dua pendapat tentang zumpah penggugat berilrut
penolalranrryra. Jika kita berpendapat, bahwa sumpah
tersebut seperti buldi, pembeli diminta untuk
ber$rmpah- Sebab, jitra dia menolak bersumpah, maka
kita mendapat suafu buld- Akan tetapi bulsti tersebut
fidak dapat diterima- Jika kita berpendapat, sumpah ini
seperti , ldta meminta pembeli unfuk
bersurnpah- Sebab, iika pembeli mau bersumpah,
berarE ldta telah mendapatkan pengakuanngra;
sementara pengakuan dapat diterima.

Penielasan Redaksional:

Ihrsbasi kasus dalam kitab ini bisa dilihat dalam kasus ormg
yang rn€rfual paloian scarr munhhah dengan laba safu dirham
unfuk setiap 10 dirham- Ia menginformasikan, bahwa lurga
paloian itu 100 dirham. P"rriual lalu mengambilnp dengan harga
110 dirham. Berselang uraktu ctrkup larna penjual datang dan
merrrberitahu, bahura dia salah inforrnasi soal harga bamng. Harga

adahh 120 dirham. Dalam kasus ini, pernbeli ada dua
kondisi: mernbenarkan atau menolak pemyataan penjual akan
kekdinnnnya.

Apabih pernbeli mernbenarkan pihak perdual, bahua tnrga
bamrrg tersebut l2O dirham; menurut safu pendapat, pihak
pernbdi b€fiak atas khigarantara mengambil pakaian ihr seharga
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harga ters€but berikut baEan labanf -iadi, totalnla 132 dirham-
atau merr fasakhi;rrtbeli ini.

Sefanhn jika pernbeli fidak mernbenarkan ucapan

perriual, rnaka 1Bng dimenargkan adalah perrdapat perrrbeli.

Apabia pernberitahuan 1rang pertama p€rfual merryebutkan

harya 100 difiam, kernudian merrginformasikan bahun dia

mernMirya unhrk dirinya sendiri, kesaksian tentang khim harga

kedua bahwa fnrganlp 120 dirham tidak dapat diterima, karena

dia telah mernbohongi dirinf dengan pemyataan p€rtama. Pihak

lnng bersilorlnrh menolak kesaksian peniual, rnaka kesaksian

tersebut diltonpahlon padanln dan Udak menerirna dari pihak

p€r1}ral-

Apabila perriual meminb perrbeli untuk bersumpah, bahwa

harga banng tersebtrt 100 dfuttam, maka mengenai boleh-Udaknya

p€rrnintaan zumpah ini terdapat dua riwalnt , dua

perdapat ulama fikih Aqrsyafi'i yang bersumber dari perbedaan

dtra pendapat dalam sumpah pergsugat setelah penohkan pihak

tepgugat-

ApalGh sumpah tersebut berlaku sebagairnana kesaksian?

Atau berlaku s€e€rti pengalean? di mana pihak pernbeli wajib

dimintai sumpah. Sebab, seandainya penjual mengakui klaim

pernMi kepda informasi pertarna bahwa 100 dirham-
dia merrginformasikan hal ifu berdasarkan pernbelian unkilryp atau

Uuaakn1n 1ang diizinlon untuk bemiaga-kernudian dia datang lalu

matginforrnasikan bahura unkilnln keliru dan budaknSra berkata

salah, bahwa terrrlpta harsanla 120 dirtnm. Apaloh kesaksian

terkait klaim tersebut diterima? Dalam hal ini terdapat dua

pendapat uhrna fikih Aslrqpfi'i.
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Pendapat Pertama: Kesaksiann5a fidak dapat diterima,
sama seperti kasus orang yang mengaku telah membeli pakaian ifu
untuk dirinya. Kebohongan penjual tdak mernpengaruhi
pemyataan sebelumnya. Dengan demikian kamjiban sumpah
pembeli terdapat dua pendapat ulama fikih AsyS5rafi,i.

Pendapat Keduat Kesaksian atas klaim tersebut dapat
diterima yang digunakan sebagai pufusan hukum bagi pembeli.
Pihak pembeli berhak atas khi5nr untuk mengambil pakaian ini
dengan harga yang didukung oleh kesaksian di atas, berikut
labanya; atau mqtfasakhjual beli tersebut.

Apabila pihak pembeli tidak memiliki buld, dia berhak
meminta pembeli unfuk bersumpah, menurut safu pendapat ulama
fikih Asy-syafi'i. Jika pihak pembeti bersumpah, dia berhak
mengambil pakaian ini dengan harga pertama berikut labanya,
lraitu 110 dirham.

Sebaliknya, jika pembeli menolak sumpah, maka sumpah
diberikan kepada pihak penjual. Apabila penjual bersumpah,
dikatakan kepada pembeli "Anda berhak khi5aruntuk mengambil
pakaian tersebut dengan harga kedua berikut labanya, yaitu 32
dirham; atau menfaakhjual beli. "

Cabang: Asy-Syafi'i AS menyatakan: Apabila seseorang
menjual barang secara murabahah, kernudian mengernukakan
bukti, bahwa harganya lebih tinggr dari harga lang telah
disebutkan; dan dia melakukan kesalahan datam har ini, maka
transaksi ini tetap berlaku dan kesaksian tersebut tidak dapat
diterima. Sebab, dia mendustakan pemyataan pertama.
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Malik mengatakan: Kesaksian ini dapat diterima, dan

pembeli dipaksa untuk mernbayar harga tersebut. Pendapat ini

kurang tepat, karena ini dikategorikan jual beli 11ang lain (bukan

mumbahah.

Terkait masalah ini, Malik kernbali berpendapat Apabila

barang dagangan telah nrsak, maka pembeli diberi khitnr untuk

(mengembalikannSa) dan mernbayar denda kemsakan barang

sesuai harga pada hari penerimaan barang, atau membelinya

dengan harga Srang sah. Dernikian ini masalah yang populer dalam

bab ini.

Pengetahuan tentang hukum iual beli di atas, dalam

madzhab Malik, mengacu pada pengetahuan tentang hukum tiga

masalah berikut konselmensinya, yaitu hukum pengembalian

barang karena mengandung kerusakan, hukum penipuan dalam

jual beli, dan hukrm dalam kasus keberadaan aib. Sementara itu,

hukum tentang penipuan dalam jual beli telah disampaikan

sebelumnp.-

Hukum perrgerrbalian barang karena rusak berlaku dalam

jual beli mutlak. Sernentara ifu hukum pemalsuan dalam jual beli,

menurut Malik Pihak peniual diberi pilihan secara mutlak. Penjual

fidak hams melanjutkan transaksi, sekalipun nilai kadar

pemalsuannlp telah dikumngi- Hal ini satrll dengan kasus

pembohongan. Denrfian menumt hnu Al Qasim.

Namun, mentrrut Asyhab: Pemalsuan dalam jual beli dapat

dibagi dalam dua kategori: Pemalsuan yang dapat mempengaruhi

harga dan pemalsuan yang tidak mempengaruhi harga.

Menurut Asyhab, pemalsuan yang tidak mempengaruhi

harga, maka dia tdak dikenai hukum. Sedangkan, hukum
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pemalsuan yang mempengaruhi harga, ifu sama dengan hukum
kebohongan dalam jual beli.

Sementara ifu, kasus yang berdampak hukum bam, ada
empat: Kasus kebohongan dan pemalsuan jual beli, kebohongan
dan penipuan, pemalsuan dan penipuan terkait kerusakan barang,
terakhir kebohongan, pemalsuan, dan penipuan tentang kenrsakan
barang. Menurut dasar madzhab lbnu Al Qasim dalam kasus ini,
pembeli mengambil barang yang masih berlaku , ini jika
barang yang rusak ifu sebagai konsekuensi dari hukum salah satu
dari dua kasus, atau dengan sesuatu 1rang lebih njih darinya.

Jika bamng tidak msak, maka salah satu pihak diiatuhi
hukuman, bisa dengan khiyar -jika ifu memungkinkan- atau
dengan mengompromikan -jika ini Wattahu
a'lam.

Berbagai Permasalahan Dalam Jual Beh Murabahah

Permasalahan pertama: Apabila seseorang membeli barang
dengan harga kredit, dan hendak menjualnya secaftr mumbahah,
maka ketika menginformasikan pembelian, dia perlu menyebutkan
jatuh tempo harga. Jika penjual tidak menyebutkan tanggal jatuh
tempo pembayaran tersebut; Al Mawardi mengutip 4alam Al
Hawi, juz ke-6, edisi manuskrip, di Darul Kufub wal Al Watsaiq,
no. 82 dan no. 228, yang kopiannya disimpan dalam dokumen
penulis- dari Sufyan Ats-Tsauri:

Jika barang tersebut masih ufuh, maka pembeli berhak
khiyar. Namun, jika dia telah merusaknSa, dia harus memba5rar
harga barang ifu secara tunai.
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Diriurayatkan dari Ahmad dan Ishaq, pernbeli boleh

menahan dari pihak peniual sesuai tempo png telah

ditehpkan dalam akad.

Al Marrnrdi kernudian menulis: Madzhab Asy-Syafi'i

memperbolehkan Fal beli tersebut. Pembeli diberi pilihan antara

men-ksl<htual b€li atau menenrskannSn dengan membayar harga

s@ara hruri, karena terrpo dan biaya yang dikeluarkan oleh

pembeli tidak berkaitan dengan kurang atau lebih.

Perrrnsalahan kedua, Pemglataan penjual dalam akad

munfulnh 'Aku merrjual padamu dengan harga sekian,"

peqntaan ihr berkonsekuerrsi laba dari jenis harga pertama.

Tetapi, boleh$oleh saja menetapkan laba dari unsur yang tidak

seienis dengan trarga.

Andaikan peniual berkata, 'Aku beli sekian dolar, dan aku

jual padamu derrgan harga !/ang sama ditambah laba satu riyal

trnfuk setiap 10 dolar, maka labanya bemsal dari mata uang

negara domisili- L-ain halnlna, jika kurs riyal naik salna seperti mata

uang n€{Fra domisili dan permintaan pasar sangat tinggi.

Sernentara rnata uang asli difungsikan sebagai pembaSlaran baik

terrrnsuk rnata uang negam domisili maupun valuta asing.

Pernrasahhan ketiga: Seandaiqn seseorang memberikan

hibah tanpa kompensasi, dia tdak boleh menjualn5ra secara

mumblnh kecuali derrgan menjelaskan harganya dan juga

meniuahy s@ara mumhlnh-

Andaikan seseorulg mernberikan hibah dengan sgrarat

imbalan,S dirnana dia menyebutkan (nilainya) dan menjualnya

s Srdah m€ntadi kebiasaan mast arakat di negara karni unhtk mernberikan hibah

kelrada sesaflra dahm bertagai perzrlraan, seperti pernikahan dan kelahiran. Hibah
tersehrt dinnlcsdkan agar si pernberi hibah menerirna balasan pada perayaan lang
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secena mwablnh Apabih seseorang menyevuakan rumah kepada
seonng hdah atau merrikahi seorang budak, atau meng-khulu'
dari snmlrgp lFrxl hdah ahu mendamaikan orang 5rang berhak
menertun r ditpt dafuE" maka dia tidak boleh menjual budak
tersehrt s&ila m,.nblnh dengan redaksi "pembelian," namun
boleh rnenfuah[E d€ngan rcdaksi "Aku menanggung biaya.,'
PerrSataan ini ma$k ke dalam kategori ijanh yraitu biaya standar
seua runah mahar n iHl masuk dalam pemikahan dan khului
sernentara ditpt dalarr. alod perdamaian.

Perrnasahhan kanpat Para ulama merumuskan konsep
munblah serzr rrrnrrrn dalam redaksi penjuaran, "Aku jual
padamu bardr,g 5prg alor bdi berikut labanya sekian" dan "sesuai
biaya 1ang telah alar ketrarkan." Mereka tidak menyinggung
p€rb€daan dahm redaksi inl

Apabla peqinl berlata: "Aku berwasiat unfuknya bagian
pukalal" rnerdra rn€r{rehlkan satu pendapat ulama fikih Asy-
Sgaf i, balu,a r€dald ini udak sah. Hanya sah jika penjual berkata
'Dergan baghn lErlg sarr, derrgan bagian putraku". sepertinya
pan uhrrn lErr5la rnensft pada pendapat 5ang paling shahih.
JitG tdak dernnkan, dn redaksi di atas tentu tidak ada bedanya.

Merrunflsr (Al Muthi'i): penjelasan ini kontradiksi
dengan kontdrs pernSptaan mereka. Perbedaannya sangat jelas.
s€bab, pernatnrnan yarg p€rtama kali muncul ketika mendengar
l.lirnat 'dergan apa lnr {I alna beli" adalah dengan harga yang

htoL Jadi, dithat dni kebtrsaan lrrrtn lnng berlaku, hibah sep€rti ini seperti hutang
dabmArg$ngilr

Bahkar\ tidak iralg ra peltedlna hibah seperti ini meurasiatkan hal tersebut
mqrrdang trernrirrBNa pda pu-a sanak keluargan!,a, agar dia terlepas dari
tarBrrrFrL Prahik deu*irr rfi.dbrr libah dengan tujuan merdapatkan imbalan.
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sarna dengan harga pernbelian- Pembuangan frase "dengan harga

yang sama" ini unfuk mernpersingkat redaksi- Dan, penjelasan

seperti ini tdak dapat diap[kasikan dalam redaksi wasiat-

Permasahtran kelima: Ada enam nama objek jual beli Snng

secara ulnuln-

Kata "bumi'. 'Burni' dalam praktik jml beli bisa diartikan

sebagai "sebidang tanah,' "lapangan," dan "halaman"- Apabila

seseo6ng berkata, 'Aku iual bumi ini," sementara di sana terrdapat

bangunan dan pepohonan, dalam kasus ini ada beberapa tinjauan.

Jika peniml mengatakan, "selain pohon dan bangurnn di

dalamnya," maka pepohoran dan berbagai bangunan tersebut

tidak terrnasuk dalarn akad jual beli. Sebalikryra, iika p€rfual

menyebutkan 'Beriktrt apa lrang ada di dalamnya" maka dia

masuk dalam iual b€h- Begitu juga jika peniual mengucapkan,

"Aku jual dia beriht bertagai hak-hakn1a,' menurut pendapat

yarrg shahih.

Apabila p€4ilral merryebutkan kata, 'bumi" secata ulnuln,

dan ditegaskan di sini bahwa dia memasukkan pepohonan dan

bangurnn; sementnra dalam kasus orang lang menggadaikan

bumi secarel ulnurrL beliau menegaskan sanua ihr masuk dalam

jual beli. Dahm kasus ini, Ulama fikih AsySyafi'i memiliki

beberapa riwayat pendapat:

Riwapt Pendapat Pertama: Yang paltng shahih menurut

jumhur, kedua ketetapan di atas berlaku.

Riwalnt Pendapat Kdua: Dalam kasus ini terdapat dua

pendapat- Dimana rituayat pendapat Ketiga: Memufuskan tidak

mazuknya pepohornn dan bangunan dalam dua akad tersebut-

Pendapat ini dikerrukakan oleh lbnu Suraij dan dipilih oleh Imam
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Aslrsyirazi dan Al Ghazali. An-Nawawi menyinggungnya dalam
Ar-Ratdlnh.

Perrnasalahan keenam: Pertianian ada dua ma@m:

Jenis pertanian yang pertama: Hasil pertanian yang
dipanen safu kali seperti gandum dan jelai. pertanian seperti ini
tdak masuk dalam jual beli "bumi" 5rang disebutkan secara urnurn.
Menurut pendapat ma&hab, boleh menjuar bumi yang sedang
digarap, sarur seperti menjual rumah 5ang berisi perabotan.

Men,nrt pendapat lain, dua pendapat ini udak berlaku
dalam jual beli tdak funai. Jika kita berpendapat sesuai dengan
pendapat nadzhab, maka pembeli bahak khilar, apabila dia tidak
mengetahui kondisi barang. Misalnya, calon pembeli telah melihat
tanah Fng diiual lebih dahulu. Jika tidak dernikian, hukum ini
udak b€rlaku- Apabila penjual telah melepas tanah ini, apakah
secaEr hul$m tanah tersebut kembali ke tangan pembeli dan
masuk dalam tanggungannya?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syaf i:

Pendapat Pertama: Tanah tersebut tidak bisa dikembalikan
ke targan pembeli, karena tanah tersebut masih dalam
penanganan- Perkata ini sempa dengan rumah png dipenuhi
perabotan-

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat ulama fikih Ary-
syafi'i Spng paling shahih Benar adanSra, bahr,ra barang tersebut
menjadi milik pembeli, karena penyerahan budak yang
diperlualbdikan juga bisa dilakukan. Hal ini berteda dengan juat
beli rumah, sebab mengosongkan rumah dari perabotan seketika
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ifu sangat memungkinkan. Pertedaan pendapat seputar masalah

ini telah disinggung di muka.

Cabang: Apabila lahan yang dijual terdapat tanaman ubi,

lobak, salnran, atau bawang, dia tidak termasuk dalam penjualan

lahan tersebut, perkara ini sama seperti gandum. Perlu diketahui,

setiap tanaman yang tidak masuk dalam penjualan lahan 5rang

disebutkan secara umum, maka dia pun tidak masuk dalam jual

beli lahan.

Apabila penjual berkata, "berikut hak-hak lahan," maka

penjual tidak diperintah untuk mencabut tanaman saat itu juga-

Justru, penjual boleh membiarkan tanaman ini sampai wakfu

panen tiba. Begihr tiba masa panen, penjual diperintahkan unhrk

mencabut tanaman ifu dan mengosongkan lahannln.

Selain itu, penjual juga berkalajiban meratakan lahan dan

membersihkan dari segala jenis akar-akaran png berpengaruh

negatif terhadap kualitas tanah, seperti akar pohon jagung-

Demikian ini sama dengan kasus jual beli rumah berisi perabotan

yang tidak dapat dikeluarkan lewat pintu. Dalam hal ini penjual

hams mengeluarkan perabotan dengan cara apapun, dan dia

menjamin ganti ruginya.

Jenis pertanian yang kduat Tarnrnan yang buahnya

dipanen sekali dalam dua tahun atau lebih, seperti pohon kapas

hijazi, bunga narsis, violet, dimana yang nampak ketika lahan ini

dijual, buah pohon tersebut masih menjadi milik penjual.

Mengenai rnasuk tidaknya bibit tanaman dalam iual beli

lahan, terjadi perbedaan pendapat lang telah disebutkan

sebelumnya terkait jtnl beli lahan yang ditumbuhi pepohornn. Satu
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riuayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa
bunga narsis dan violet masuk dalam jenis pertama.

Sernerrtara ifu tanaman yang dapat dipanen berulang kali
s€e€rti kubis, pohon kuyrr, fumbuhan andevui, na'na', kapas, dan
pohon tlnrhun, maka jual beli lahan 5nng berisi tanaman ini
sernua, hasil panennp tetap menjadi milik peniual.

Mengerrai masuk tidaknya pohon tersebut dalam jual beli
terdapat pendapat. Menurut Sfikh Abu Muhammad Al
Jtnraini, bahwa dapat dipastikan pohonnya masuk dalam jual beli
lahan. Jika kita berpendapat demikian, maka peniual disyaratkan
untuk mernotong seluruh bagian pohon 1nng tampak, karena dia
menambah objek 3nng dijual sehingga dia serupa dengan objek
yang lain; baik bagian yang tampak ini muncul kepada masa
pernotongan rnaupun bukan.

Dahm At-Titimmah, Abu Sa'ad Al Mutaunlli mengratakan:
Bahwa hanya pohon kayu yang wajib dipotong oleh pihak penjual,
kecuali jika baEan yang telah tampak dapat dimanfaatkan dan di
lahan tersebut masih terdapat pohon yrang lain. Maka, pohon ini
sarna dengan pohon kayu.

Perrrnsalahan kefujuh: Sebagian perbankan qpriah yang
afuran dan regulasinya mengharamkan praktik riba
memberlakukan kebijakan yang cendemng memaksa dan
merekalasa unfuk memperlunak akad munbahah, hal tersebut
dilakukan guna memasukkan nasabah png menginginkan jaminan
dari lernbaga luar. Yaifu, nasabah yang ingin mendapatkan barang-
bamng meruah seperti mobil dan lernari es atau kebufuhan
konsrrntif lainnp.

Bank berkuasa unfuk melunasi pernbagraran atas nama
agen, bqifu barang tersebut datang, pihak bank berwenang atas
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jaminan pada pernbayaran yang telah diberikan kemudian

menjualnya kepada pihak pembeli atas namatrln secara

mumbahah. Secara zhahir, praktik muamalah ini sah, akan tetapi

makruh karena dia serupa dengan jual beli a5ryinah. Mentrrut kami,
jual beli aSyinah hularmnya sah namun makruh, sekalipun menurut

ma&hab lain iual beli ini batal.

Apabih bank hendak menerapkan praktik demikian, maka

pihak bank berkeurajiban menenfukan biagra proses perwakilan

barang seperti urakil agen dalam pengadaan barang atas namanya,

pemeriksaan barang, pembersihan barang, kemudian

menyerahkannla ke pihak agen. Biaya tersebut dikeluarkan untuk

menutup ongkos admistrasi, komunikasi, rebibusi, ekspedisi ke

berbagai daerah produksi, biap soara gudang, pernbalnran harga

barang, da., paiak impor agar dapat dibersihkan dan diserahkan ke

pihak agen.

Agen bemtang harga barang tersebut berikut seluruh btaya

yang telah dikeluarkan oleh bank. Selanjutnya, selumh jasa bank

diperhihrngkan dan dibebankan pada piutang agen. Biaya ini

disepakati oleh dua belah pihak dalam akad setelah beban

pekerjaan yang ditanggung oleh bank telah jelas. Hal ini dilakukan

untuk menghindari rekayasa dari pihak bank, seperti pengalihan

pihak yang mendatangkan barang atas namanya kepada pembeli

bam, yang mernbelin5a dari orang yang mengambil barang

tersebut berdasarkan perhitungan bank-

Pihak yang terikat dengan akad ini adalah pihak pertama

berikut sumber akad tersebut, karena bank berwenang mernbayar

harga bamng tersebut dan menang1rng seluruh pengerjaannya

hingga sampai di tangan pembeli. Praktk ini sempa. dengan

qandh png mendatangkan manfaat. Penyebab 5rang mendorong
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lernbaga perbankan berbisnis dalam safu ilusbasi atau dua ilustrasi
seperti mudhanbah dan qindh, ada dua macarn.

Ketenfuan ini mernbatasi bank dari akad-akad syariah lain
yang tersedia, di nrana seluruh ilusbasi transaksi modem masuk
dalam akad-akad tersebut seperti perunkilan (unkalat), pengalihan
piutang (hiuralah, ji'alah, akad muqaotmlah, dan akad melalui pihak
ketiga-

Prakfik di atas mempakan muatnalah baru dalam tata
afuran pertankan !,ang masih membufuhkan tinjauan yang luas
oleh para praktisi di bidang pertankan syariah, sehingga para
rnsabah puas dengan kqehsan akad yang sedang dilakukan serta

lluna menghindari pernaksaan ilustasi transaksi yang bertujuan
untuk menyingkronkan praktik yang sebenamya tidak legal s@ara
qan'-

ulama fikih Malik menyatakan, Jual beli png memiliki
banlrak fujuan hukumnya dilarang, karena hal ifu mengandung
praktik kotor- Al Hirasyi memaparkan pemyataan ini,6 bahwa
seluruh jual beli yang dipe6olehkan s@arcr zhahir, dapat dilarang
secara batin karerra mengandung praktik kotor- Misalnya, dua
belah pihak yang melakukan jual beli yang dipertolehkan secara
zhahir, narnun jual beli tersebut menghantarkan kepada larangan
secara bafin. Praktk ini terjadi pada objek yang banyak dibutuhkan
oleh konsumen-

Penjelasan gnnntilal, Pada sebagian redaksi menggunakan
kata "sebagai fuiuan," dengan besifu subjeknya kata ganti yang
tersembunyi pada kaa kerla katsun, yang merujuk pada kata
"praktik-" Kata "fuiuan" mempakan keterangan subjek, artinya

o Uhat al lfhirasyt 'Ata MutchbstnrAl Khalil,iitd V, hlm. 93.
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"praktik yang banyak difu;u-" Bisa juga, kata "fujuan" menjadi

keterangan keadaan, artin5ra "praktik 5rang banyak berlaku karena

dia dibutuhkan," seperti jual beli dan peminjaman jasa, atau seperti

tuduhan jual beli, peminlaman, dan hrduhan peminjaman jasa-

Kebuhrhan konsumen terhadap praktik ini sangat besar, sehingga

tuduhan terhadapnya sanra dengan penetapan.

hnu Hazm dalam Al Muhalla, pada masalah 1505,

menulis: " Qawa'id lraitu jual beli emas dengan exnas, atau emas

dengan perak, juga jual beli perak dengan perak, dan jual beli

empat logam berharga dengan sejenisnya hukumnya boleh, baik

kedua belah pihak melakukan tansaksi jual beli setelah itu maupun

tidak terjadi jual beli. Demikian halnya alad muswamah, iuga
diperbolehkan, baik kedua belah pihak melangsungkan jual beli

maupun Udak. Sebab, tidak ada dalil yang melarang transaksi ini-

Seluruh muamalah yang dilarang telah disebutkan namanla

dengan jelas.

Allah $ berfirman,

"Padahal Allah telah menielaskan kepadamu apa Jnng
dihanml<an-N5m kepdamu, kecuali iil<a l<amu dalam kadaan
ter@l<sa. "(Qs.Al An'aam [6]: 119).

Seluruh praktik png tidak dijelaskan keharamannya kepada

kita berarti halal bendasarkan nash Al Qur'an. Karena dalam

agama hanya ada hukum fardhu, halal, atau haram. Perkara

fardhu diperintahkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Perkara

haram diterangkan dengan jelas dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

A::;FYJt#i;cF|66
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Begifu juga, perkara haram telah diterangkan dengan gamblang

dalarn Al Qur'an dan As-Sunnah.

Perkara di luar dua hukum ini, yaitu yang bukan fardhu dan
bukan pula haram, bisa dipastikan dia termasuk halal, dimana
tdak ada hukum keempat di sini.

Pem5rataan hnu Hazm di atas ditetapkan dalam seluruh
rnadzhab. Menurut ulama fikih Maliki dalam kitabn5ra Al
Muqaddimat Ala Al Mudawwanah,lmam Malik menulis, "Jual beli

Snng dipertolehkan adalah transaksi yang tidak dicurigai oleh
qan'dan tidak ada keterangan yang melamngnya, karena Allah
B memperbolehkan jual beli kepada seluruh hamba-Nya. Bahkan,

Allah mengizinkan jual beli lebih dari sahr aSrat dalam Al Qur'an.

D antaranlra !,aitu uyut,\!}( ;;rj '€ti 5,ti 'fr, 'wah

mqghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah

I2l:2751.

Kah 'jual beli" berbenfuk urnurn, sebab kata funggal (rbrrz,

mufndl kefika didahului oleh huruf Alif dan Laam, dia menjadi
kata umum. K€fika kata umum digunakan dalam sebuah kalimat,
maka dia diarahkan kepada pengertian urnurn, kecuali ada faktor
grang mengkhususkann5ra. Apabila ada bagian kata umum 5ang
dikhususkan, sebagian yang lain tetap dalam sifat umumnya. Jadi,

firrnan Allah, '€li '6i fit 'Allah menghakll<an jual beti"

meocakup seluruh jenis jual beli, kecuali yang dikhususkan oleh
dalil- Walhasil, praktik di luar ihr tetap dalam hukum mubah.

Sernentara ifu, menumt ulama fikih Harnfi, penyusun l/
Ilietnh men5ratakan dalam bab Mumbahah dan Taulgy;ah,
"Munbahah adalah pengalihan barang yang telah dimiliki dengan
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akad pertama dan harga tertentu berikut tambahan laba.

Sedangkan buli5yah adalah pemindahan barang yang dimiliki

dengan akad pertama tanpa adanya tambahan laba.

Penyrsun Al Hida5ah menambahkan, dua jenis jual beli ini

(mumbahah dan tauli5y;al) diperbolehkan karena telah memenuhi

syarat. Konsumen juga sangat membutuhkan dua model transaksi

ini. Alasann5ra, orcmg yang tidak mengetahui praktik perdagangan

mernbutuhkan bimbingan orang yang telah lihai dalam berbisnis,

dia melakukan hal tersebut dengan senang hati, juga dengan

barang png dibeli pihak pertama berikut tambahan labanya- Oleh

karena itu, praktik ini jelas diperbolehkan. Di samping itu, dua jual

beli ini didasari oleh sikap amanah.

Al Kalam bin Al Hammam menyatakan: Sudah sangat jelas,

bahwa jual beli ini tidak lagi membutuhkan dalil khusus lang
memperbolehkannya, setelah ditemukan dalil yang menetapkan

bolehn5n jual beli secarct muflak dengan syarat-sprat yang telah

dimaklumi bersama. Inilah dalil bolehnya munbahah-

Akad Murabahah Dalam Bank Slnriah

Fatwa S!/aikh Badrul Mutawalli AMul Basith

Usta& Ahmad Buzaigh Al Yasin, ketua Majelis Administrasi

Baifut Tamwil Kuwait menlampaikan pertanyaan berikut kepada

Slnikh Badul Mutawalli:

"Kami mohon tuan berkenan mengeluarkan fatwa kepada

kami terkait praktik jual beli barang dan objek secam tunai atas

tanggungan pihak lain dan barang ini dijual kepada mereka secara

kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga hmai.
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Contoh kasus, seseorang ingin mernbeli suafu barang atau
aset tertenfu, tetapi tidak sanggup membaSramya secara funai, lalu
dia meminta kami untuk membeli barang ifu unfuknya- Karni
membeli barang itu secara funai, kemudian menjualryp kepada
orang itu secara kredit ditambah laba tertentu yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Bagaimana hukum praktik di atas?"

Jawaban Syaikh Badrul Mutarualli:

Pemintaan yang keluar dari pihak lrang mengaiukan
pembelian dikategorikan sebagai janji. Ada beberapa tiniauan
dalam praktik ini, karena para ulama belteda pendapat tentang
objek yang dijanjikan ini, apakah dia mengikat atau [dak.

Aku cendemng sependapat dengan lbnu Syrbramah A
ltang mengatakan, bahwa seluruh janji 37ang mengikat fldak dapat
menghalalkan perkara haram dan juga tidak dapat mengharamkan
perkara halal. Jadi, pengajuan pembelian ini dikategorikan ian;i
mengikat 5rang mesti dipenuhi dan menjadi tanggungan utang-

Demikian isyarat yang dapat ditangkap dari bunyi zhahir
nash N Qur'an dan hadits Nabi. Mengacu pada pendapat ini lebih
mudah bagi kita, dimana mengamalkann5ra dikategorikan sebagai

muamalah. Oleh karena itu, pengajuan sprat di atas fidaklah
dilarang. Hanya Allah yang memberikan pertolongan.

Fatwa ini dikeluarkan kepada bulan Jumadil Akhir tahun
1399 H.
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Fatwa Muktamar Ulama

tentang Bank Syariah di Dubai

Pada muktamar ini berkumpul 59 ulama dari berbagai

pelosok negeri Islam, dan membahas masalah berikut:

Nasabah mengajukan pembelian barang dengan ciri-ciri

tertentu dan harga yang mesti dibayar kepada bank, ditambah laba

yang telah disepakati oleh dua belah pihak.

Muktamar mengeluarkan rekomendasi:

"Nasabah menerima janji dari petugas bank untuk membeli

barang sesuai syarat-syarat yang telah ditenfukan, dan janji lain

dari bank untuk menyempumakan jual beli ini setelah terjadi

pernbelian barang sesuai syamt-syarat tersebut.

Janji seperti ini mengikat kedua belah pihak untuk

memenuhin5a sesuai hukum madzhab Maliki. Sementara menurut

madzhab grang lain, janji tersebut mengikat kedua belah pihak

sebagai akad piutang. Transaksi yang mengikat sebagai piutang

juga dapat mengikat untuk dilunasi ketika kemaslahatan kedua

belah pihak telah terpenuhi. Juga, dapat melunasi dan

mengintervensinya.

Fatwa Muktamar Bank Syariah Kedua di Kuwait

Peserta muktamar berkumpul di kota Kuwait dari tanggal 6-

8 Jumadil Akhir tahun 1403 H. Ada 12 lembaga keuangan syariah
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yang bergabung dalam muktamar ini, juga dihadiri oleh ulama-

ulama besar.

Sejumlah masalah dibahas oleh para peserta muktamar.

Setelah para ulama mengkaji dan memutuskan, dikeluarkanlah

sejumlah rekomendasi. Terkait dengan tema ini fiual beli

murabahahl tercanfum kepada rekomendasi poin kedelapan dan

kesembilan, yang berbunyi:

8. Muktamar memutuskan, transaksi dalam jual beli

murabahah kepada pihak yang mengajukan permohonan

pembelian barang, setelah barang yang dibeli dimiliki dan dijaga,

kemudian menjualnya kepada pihak yang mengajukan pembelian,

dengan laba yang disebutkan dalam perjanjian terdahulu,

diperbolehkan secara syan'.

Ketenhran ini berlaku selamaT pihak bank syariah

bertanggung jawab atas kerusakan barang yang belum diserahkan.

Bank mengembalikan barang yang harus dikernbalikan karena

kerusakan yang samar.

Prakflk murabahah bila dikai&an dengan janji dan

keberadaannya yang mengikat pihak pemohon atau bank, atau

keduanya, maka pengambilan barang dengan adanya keterikatan

ini merupakan praktik yang dapat diterima oleh sSmml Setiap

bank diberi opsi unfuk menjalankan pendapatnya dalam kasus

keterikatan ini sesuai pendapat lembaga pengawas syari'ah.

7 Kata thaalama dalam redaksi ini berbentuk sgrthiah yang semakna dengan kata

maa daannt Penggunaan kaa thaalama dalam pengertian ini kumng tepat. Kata

thalama sebenamya digurnkan sesuai benhrknya lnng tersusun dari dm kata, lraifu
thala dart ma. Jadi, penggunaan thalama yang benar dalam kalimat seperti kalimat

thaalama nashahtuka (ketika aku menasihatimu), thaahma sa'itu ilail<a (ketika aku

berjalan mmgharnpirirnul, thaalama asa'a fiian at-tashamtf (ketika fulan berbuat

curang dalam transaksi), dan sebagainya.
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9. Muktamar memufuskan, pengambilan laba dalam

berbagai praktik muraja'ah dan lainnya diperbolehkan, dengan

syarat pihak bank tidak berhak memuhrskan besaran laba

sebelumnya, selain menurut kadar bahaya yang pasti terjadi karena

penolakan sumpah.

Fatwa Syaikh AMul Aiaz bin Baz

12 Jumadail Akhir L4O2 M

Pertanyaan: Apabila nasabah bank syariah mengajukan

pembelian barang yang nilainya seribu riSral Saudi, dan pihak bank

syariah menyetujuinya; atau nasabah menyebutkan ciri-ciri barang

tersebut kepada pihak bank dan membelinya secara munbahah

yang diangsur selama satu tahun, dengan laba sebesar 100 riyal

Saudi, sehingga harga totalnya 1.100 riyal Saudi. Praktik ini

dilakukan setelah bank membeli barang dimaksud dari perniliknya

tanpa keterikatan nasabah untuk memenuhi janji tersebut atau janji

yang tertulis. Bagaimana hukum praktik ini menumt Anda? Terima

kasih.

Berikut tanggapan Syaikh Bin Baz:

Apabila praktik jual beli ini terjadi seperti pemyataan di

atas, maka muanalah tersebut tidak masalah, apabila barang yang

dibeli menjadi milik bank syariah dan kepemilikannya beralih ke

tangan pembeli, berdasarkan pesan umuln dalil syariat. Semoga

Allah memberi pertolongan kepada kita semua pada praktik lrang
diridhai.Nya.

Penulis cendemng pada pendapat terakhir. Pendapat ini

menutup kemungkinan terjadinya berbagai praktik syrbhat yang
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bisa saja muncul pada fatwa-fatwa sebelumnya, terlebih fatwa

Syaikh Badrul Mutawalli yang merujuk pada pendapat hnu
Syubramah, dengan asumsi bahwa hnu Syubramah adalah

seorang sahabat, tanpa menyebut tahun kelahiran dan wafatrya.

Sebenamya beliau termasuk thabaqah kelima, yang wafat tahun

L4l.H.
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Bab Najasy

Ary-Syrrazi dts menyatakan:'Pembahasan tentang

membeli barang yang sudah ditawar pihak lain,
penduduk kota membeli barang yang diperuntuhkan
bagl penduduk pedalaman, mencegat rombongan
dagang, menaikan harga, dan menimbun barang

dagangan.

Najasy hukumnya haram. Naiast/ adalah menawar
dengan harga lebih tinggi untuk mengelabui calon
pembeli yang lain. Dalil keharamannya adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibnu (Jmar, ;:;$t *. * i
'Nabi $ melarang naiasy-" Naiasy mengandung unsur

tipuan dan rekayasa-

Apabila seseor.rng tertipu oleh bujukan oftmg
lain, lalu membeli barang yang dimalsud, iual beli

tersebut sah. Alasannya, larangan ini tidak dituiukan
pada akad jual beli tersebut, sehingga dia fidak
menghambat keabsahanngn, seperti iud beli di saat

adzan shalat Jum'at berkumandattg.

Jika pembeli mengetahui kondisi tersebut, maka

terdapat beberapa tiniauan. Apabila pembeli tidak
melakukan tindakan ekonomis terhadap barang

tersebut, maka pembeli tidak berhak kh$ar, karena

penipuan dalam kasus ini tidak muncul dari pihak
peniual.
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Sebaliknya jika najasy ada kaitannya dengan
tindakan penjual, maka di sini terdapat dua pendapat
Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembeli berhak atas khiyar
unfuk mempertahankan barang atau
mengembalikannya- Sebab, peniual telah melakukan
penipuan, sehingga pembeli berhak mengembalikan
barang tersebut, sama seperti kasus iika penjual
menyembunyikan kerusakan barang.

Pendapat Kedua: Pembeli tidak berhak atas

khi5ar, karena dia teledor, tidak meneliti kondisi barang
dengan cermat dan tidak menerima informasi pihak
yang mengetahui harga barang.

Penjelasan Redalsional:

Hadits hnu Umar berkualitas muttafaq alaih. Bab ini

memuat beberapa bahasan berikut.

Najasy serara etimologi berarti menggiring dan memancing

heuran buman dari sarangnya unfuk diburu, seperti dalam kalimat

najasyb ash-shaid anjaqnhu (kamu menggiring herruan buruan, dia

menggiringnya). Kata najasya mengikuti pola kata qasham

(najasya-5anjusy).

Secara terminologi, najasy yaitu menjual barang dengan

harga tinggi. Penjual ini terjadi atas rekayasa pihak penjual dengan

pihak ketiga, sehingga keduanya sama-sama berdosa. Rekayasa

tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pembeli. Pelaku najasy

mendapatkan keuntungan darinya, terlebih pihak penjual.

Misalnya, pihak ketiga membujuk calon pembeli bahwa dia
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membeli barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi unfuk

mempengaruhi pihak lain.

hnu Baththal Ar-Rakabi dalam Sgarh Ghanb Al
Muhadzdzab menjelaskan, bahwa najasy adalah orang lang
menggiring hetr.ran buruan; sementara najasy menawar barang

dengan harga tinggi agar pihak lain membelinya padahal itu
dilakukan tidak atas kemauannya. Dalam sebuah hadits

disebutkan , qk$ l "Jangan kamu melakukan najasy."

hnu Qutaibah menerangkan, najasy artinya tipuan dan

rekayasa.

Dalam Al Qamus disebutkan, najasy berarti mernbujuk

calon pembeli ketika hendak melakukan transaksi dengan cara

memuji-muji barang yang dijual.

Asy-Syafi'i menuturkan, najasy yaifu pihak ketiga

menyerahkan sesuafu unfuk membayar barang png dijual -
padahal dia tidak bermaksud membelinln- agar ditiru oleh para

penawar, lalu mereka membayar dengan harga 5ang lebih tinggi

dari harga pihak ketiga, sekalipun tidak mendengar tawarannya.

hnu Qutaibah menambahkan, secara bahasa najasy berarti

tipuan dan rekayasa. Oleh karena ifu, seorcmg pemburu juga

disebut naj$ karena dia berusaha memperdaya hevuan buruan.

hnu Baththal menambahkan, para ulama sepakat, bahwa

pelaku najasy berdosa akibat tindakannya. Namun, mereka

berbeda pendapat tentang hukum jual beli Srang bermuatan najasy.

hnu Al Mundzir mengutip dari sejumlah ahli hadits tentang

kenrsakan jual beli yang terjadi karena tindakan najasy. Ini
pendapat ahli zhahir.
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Sebuah riwayat dari Malik -yaifu pendapat masyhur

menurut madzhab Hanbali- menyebutkan, jual beli tersebut rusak

jika najasy dilakukan atas persetujuan atau tindakan penjual.

Sementara pendapat masyhur menurut ulama Maliki dalam kasus

yang sama, pembeli berhak atas khiyar. Demikian pendapat ulama

fikih Hanafi.

Mayoritas ulama sepakat dengan pengertian naiasy seperti

tercanfum dalam penjelasan di depan. Sementara ifu hnu Abdul

Barr, Ibnu Hazm, dan hnul Arabi memberi pengertian naiasy

dengan tambahan harga yang melebihi harga standar. Sebagian

ulama muta'akhirin madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan mereka.

Pandapat ini berusaha membatasi nash hadits yang tidak

berkonsekuensi kepada batasan yang lain.

Ibnu Rusydi menyatakan, mengenai larangan Rasulullah $
terhadap najasy, para ulama sepakat soal ifu. Sedangkan

pengertian najasy yarfu pihak ketiga menawar suafu barang

dengan harga tingg tanpa berhrjuan membelinya. Perbuatan

tersebut dilakukan untuk menguntungkan pihak penjual dan

pernbeli.

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang terjadi

akibat najasy. Ulama fikih rasionalis berpendapat Jual beli tersebut

rusak. Malik mengatakan: Jual beli akibat najasy sama dengan jual

beli barang rusak. Artinya, bahwa pembeli berhak atas khiyar, dia

boleh mengembalikan barang atau mempertahankannya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengntakan: Jika jual beli atas

dorongan najasy ini terjadi, maka pihak penjual berdosa, namun
jual belinya tetap diperbolehkan.

Ikhtilaf di atas terjadi karena perbedaan pandangan apakah

Iarangan ini rnengakibatkan batalnya objek lrang dilarang?
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Sekalipun larangan tersebut tidak terkait dengan objek itu sendiri,

melainkan oleh faktor di luar itu.

Ulama yang berpendapat, bahwa praktik ini mengakibatkan

kerusakan jual beli, mereka tidak memperbolehkan jual beli akibat

najasy. Sedangkan ulama yang berpendapat naiasy tidak

menyebabkan kemsakan jual beli, memperbolehkan jual beli

tersebut.

Menurut jumhur ulama, apabila larangan tersebut ditujukan

kepada suatu unsur dalam objek yang dilarang, dia dapat memsak

akad seperti larangan jual beli yang mengandung riba dan ghanr.

Tetapi, jika larangan tersebut karena faktor di luar objek yang

dilarang, dia tidak memsak akad jual beli. Pendapat kedua serupa

dengan larangan Nabi terhadap jual beli air, berdasarkan sabda

Nabi $ dalam sebagian redaksinya lrang menlatakan bahwa,

beliau melarang jual beli kelebihan air untuk menghambat

perhrmbuhan rumput.

Abu Bakar Al Mundzir menuhrkan: Telah diriwaptkan
dengan tsabit bahwa Rasulullah S melarang jual beli air; dan

melarang jual beli kelebihan air untuk menghambat perhrmbuhan

rumput. Beliau juga bersaMa, "Tidak dilarang menjual air, sebab

dia sumur. Dan, tidak dilarang pula jual beli air."

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan larangan

di atas. Sekelompok ulama menjelaskan, larangan ini berlaku

sesuai pesan urnurn pemSntaan Nabi. Menurut mereka, jual beli air

tidak halal salna sekali, baik air yang berasal dari sulnur, empang,

atau mata air di tanah yang dimiliki atau tidak dimiliki. HanSra saja,

jika tanah tersebut dimiliki oleh seseorang, maka dia berhak

memanfaatkan mata air ifu sesuai kebutuhannya. Pendapat ini

didukung oleh Yahya bin Yahya. Beliau menyatakan, empat
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barang yang tidak dilarang untuk dimanfaatkan' air, api, kayu

bakar, dan rumput.

Sebagian ulama men'takhshish beberapa hadits ini, karena

kontradiksi dengan beberapa dalil, yaifu bahwa seseorang tidak

boleh memanfaatkan harta milik orang lain tanpa kerelaannya.

Demikian ini seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah S dan

menjadi ijma'ulama.

Para ulama yang men- takhshish pesan hadits ini berbeda

pendapat tentang aspek takhshislrnya. Safu kaum menjelaskan,

makna hadits ini yaitu sumur tersebut dimiliki bersama oleh dua

orang: Orang pertama memanfaatkan pada hari ini dan orang

kedua pada hari yang lain. Salah seorang mengairi ladangnya

dengan air sumur ifu kepada sebagian hari, sedang llang lain tidak

mengairi ladangnya. Maka, orang tersebut tidak boleh melarang

rekannya unhrk mernanfaatkan air tersebut pada waktu yang masih

tersisa di hari itu.

Sebagian ulama menerangkan, bahwa penafsiran hadits ini

terkait dengan orang yang berladang dengan air irigasi lalu

mengairi sumumya, sementara tetangganya memiliki kelebihan air.

Dalam hal ini, tetangganya tidak boleh melarang dirinya unfuk

mernanfaatkan kelebihan air tersebut sampai sumumya terisi air.

Kedua penafsiran di atas mirip. Letak kesamaan penafsiran

ini ada pada mengarahkan pesan mutlak pada dua hadits ini

kepada makna muqaryad. Lebih jelasnya, hadits pertama

melarang jual beli air secara mutlak, kemudian hadits kedua

melarang kelebihan air. Selanjutnya, pesan mutlak hadits ini

diarahkan kepada makna muqaStyad. Mereka menyatakan, bahwa

kelebihan air lah yang dilarang dalam dua hadits ini.
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Sementara Imam Malik, menumt asli madzhab beliau,

menyebutkan selama sumber air berada di tanah yang dimiliki, dia

menjadi hak milik empunya tanah tersebut. Dia boleh menjual air
ifu atau melarang orang mengambilnya, kecuali jika ada kaum

yang kehausan mendatanginya dan keselamatan jiwanya terancam.

Hadits ini juga diarahkan pada sumur-sumur yang ada di
padang pasir yang biasanya digali di tanah dan tidak bertuan,

maka pemiliknya -orang yang menggali sumur tersebut- lebih

berhak memanfaatkannya. Apabila hewan temaknya telah minum,

maka kelebihan air ini diberikan kepada orang lain. Seolah-olatr

Malik mengatakan, bahwa sumur tidak dapat dimiliki dengan

proses pengelolaan, seperti halnya tanah tak berfuan.

Termasuk dalam bab ini yaifu, pembahasan tentang

memisah ibu (budak perempuan) dan anaknya, berdasarkan saMa
Rasulullah $,

6

;fir '4. alr ,r? 6,rn55 z4tS 
';fi. or u
.yqtff-*1

"Siapa saja yang memisahlan ibu dan anakn5a, pada Hai
Kiamat kelak, Allah pasti memisahkan dia dai oftng:oftng yang

dicintainSm.'

Hadits ini merupakan riwayat Ahmad dalam Musnadrrya;

At-Tirmidzi dalam Jami'-nya; dan Al Hakim dalam Al Mustadnk
yang bersumber dari Abu Ayyub AlAnshari .9.

Para ulama dalam kasus ini berbeda pendapat dalam dua

hal: tentang wakfu bolehnya memisahkan dan hukum jual beli

tersebut ketika terjadi. Mengenai hukum jual beli tersebut, Malik
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berpendapat: Jual belinya fasakh. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah

berpendapat: Jual belinya tidak fasakh, namun pembeli dan

penjual berdosa. Penyebab perbedaan pendapat ini adalah

masalah; apakah larangan tersebut berkonsekuensi terhadap

rusaknya objek yang dilarang, jika diakibatkan oleh alasan

ekstemal.

Mengenai waktu peralihan dari larangan kepada hukum

boleh, Malik menerangkan, bahwa batasan bolehnya menjual

budak dari ibunya yaitu ketika giginya telah tanggal. Asy-Syafi'i

berpendapat: Batasnya tujuh atau delapan tahun. Al Auza'i

menyatakan: Batasnya di atas sepuluh tahun, yaitu ketika dia

dapat mengums dirinya sendiri dan tidak terganhrng lagi pada

ibunya.

Bahasan di atas dianalogkan dengan kasus jual beli yang

mengandung tipuan yang tidak lazim dilakukan oleh seseorilg,
apakah jual beli tersebut fasakh atau tidak? Menurut pendapat

masyhur dalam ma&hab Asy-Syafi'i, bahwa jual beli dalam praktik

ini tidak fasakh. Abdul Wahhab berpendapat: Jika tipuan tersebut

melebihi sepertiga barang, maka dia wajib dikembalikan. Pendapat

ini diriwayatkan dari sebagian murid Imam Malik.

I{h$pr yang diberikan oleh Rasulullah $ kepada pemilik

barang yang didatangkan dari luar negeri (impor), adalah saat dia

memperolehnya di luar kota, ini merupakan dalil dalam

mempertimbangkan tipuan dalam jual beli. Demikian pula

kebijakan beliau terhadap Muqidz bin Hibban yang memberinya

khitnr selama tiga hari, berdasarkan informasi, bahwa Muqi&
telah melakukan penipuan dalam jual beli.

Sejumlah kalangan salaf generasi awal berpendapat:

Hukum anak (budak) dalam kasus ini sama dengan hukum ibunya
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(budak perempuan). Satu kaum memberlakukan hal ini dalam

kasus jual beli budak yang bersaudara. Demikian keterangan yang

dikernukakan oleh hnu Rusyd dalam Bida5nh Al Muitahid dart

MhaWh Al Muqtashid.

hnul Arabi setelah memaparkan penjelasan Malik &
bahwa najasy adalah "Membayar dengan harga lebih tinggi dari

harga barang tanpa bermaksud membeli, agar calon pembeli

terbujuk mengikutinln," beliau menulis:

Pendapat yang kuat menurutku, apabila pelaku najasy

memberi tahu harga barang sebenamya dan melaporkan penipuan

yang dilakukan pemiliknya, dia mendapat pahala dan pembeli

tidak berhak khipr. Al Khirasyi berpendapat, di daerah Kutubiyin

Tunisia, terdapat seorang pria yang terkenal sangat shaleh dan

menguasai berbagai kitab. Dia mengungkap dua makna dari

redaksi yang disusun unfuk merujuk pada satu makna, tanpa

bermaksud unfuk membeli.

Prakfik ini diperbolehkan menurut penafsiran Malik- Ibnul

Arabi memilih pendapat ini, dimana ini bukan menurut zhahA

penafsiran Al Maziri. Selanjut'rya, praktik tersebut juga merujuk

pada orang yang Udak memberikan tambahan harga, sebab

larangan pendapat zhahir terhadap pendapat mayoritas ulama.

Bolehn5n praktik di atas berdasarkan dalil pendapat Malik:

Anjumn praktik ini sejalan dengan pendapat hnul Ambi-

hnu Abdus Salam menyanggah pendapat ini, yaitu bahwa hal ini

jika pelaku naiasy tidak bermaksud membeli karena dia telah

merusak harta pembeli. Jika tidak demikian, maka dia tidak

dikategorikan sebagai naiisy.

Al Khirasyi menerangkan, lam pada kata liyghirra
menunjukkan arti "fujuan," sedangkan pada kata al ma'al

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll :tgg



berfungsi sebagai "alasan." l-arangan ini bertalian dengan pihak

penjual, jika dia mengetahui keberadaan naiisy. Jika dia tidak

mengetahui naiisy, maka larangan ini hanya bertalian dengan

pelaku najasy.

Selanjutnyra, jika penjual mengetahui keberadaan naiisy

namun tidak mengingkari dan tidak mencegahnya, maka pembeli

berhak mengembalikan barang yang dijual secara mutlak. Apabila

barangnya masih utuh, pembeli mengembalikan zatnya. Jika dia

telah rusak, pembeli mengembalikan harga barang tersebut sesuai

dengan harga yang berlaku kepada hari serah terima. Pembeli

boleh mengacu pada harga yang disebutkan oleh pelaku najasy-

Jadi, pemyataan, "Jika barang tersebut nrsak, pembeli

mengembalikan harganya," bukan berarti dia wajib melakukan itu,

melainkan jika dia menghendakinya.

Asy-Syirazi & menyatakan: Pasa} Membeli atas

pembelian oratrg lain hukumnya haram- Praktiknya,

seseorang menghampiri orang yang menjual sesuatu

pada masa khiyar, lalu berkata, 'Batalkan iual beli ifu-

Aku akan membelinya dengan harga yang lebih

menarik dari tawarannya, sekian.' atau penjual berkata
'Aku akan meniual barang yang sarna padamu dengan

harga lebih murah."

Demikian ini berdasarkan keterangan yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah & bahwa Nabi #
bersaMa, ^?1 e & ',y.11 €- | 'seseorang frdak boleh

menjual atas peniualan saudaranga. "
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Di samping ifu, praktik ini mengandung unsur

kerusakan dan bujukan, sehingga dia tidak
diperbolehkan melakukannya. Apabila pembeli
menerima barang dari si penjual; dan iual belinya
fankh, dimana pihak lain membeli barang ifu, maka
jual beli ini sah, sebagaimana alasan yang telah kami
kemukakan dalam kasus naiasy.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Abu Huraimh berkualitas mutbfaq alaih- Redaksi

hadits ini dari An-Nasa'i melalui jalur periwayatan Ibnu Umar yang

berbunyi,

iki&,**1 6;.€"6" i&iY
'Jangalah seonng auo *utun meni'ual atas penjualan

saudamnga, sebelun dia membeli abu meninggall<anrya-"

Dalam riwayat Ahmad yang bersumber dari hnu Umar

disebutkan dengan redaksi,

.il'ot131 'vg #
^i4 e,+u275 bl i. ;'€-*1 U. Y

"Janganlah s@ftrng dari kalian meniual abs paniualan

saudamnya, dan jangan meminang atas pinangan saudamn5n

kuuali jika dia mengizinkannSn."
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Beberapa hadits tentang larangan di atas disebutkan secara

berurutan oleh Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim; dan juga diriwayatkan dari uqbah bin Amir

yang dikemukakan oleh Muslim.

Redaksi, "Ul;'kebanyakan redaksi yang ada menetapkan

huruf Ya. Jadi hurf "I aa" dalam frase ini berbenfuk la nafiah.

Sedangkan pengecualian dalam hadits di atas mungkin sebagai

pengecualian dari dua hukum tersebut; bisa juga diartikan dengan

pengkhususan terhadap praktik yang paling baik. Perbedaan

pendapat dalam kasus ini dan penjelasan pendapat yang njihtelah

terpenuhi dalam dalil ushul.

Mengenai pengkhususan praktik ini, diperkuat oleh riwayat

Al Bukhari sebagaimana telah kami kemukakan di depan-

Kalimat 'Dan meminang---dan seterusnya,"

penjelasan tentang lamaran akan dipaparkan dalam pembahasan

nikah. Instm Allah.

Hukum: Menurut kami, menawar atas tawaran orang lain,

dan menjual atas penjualan orang lain hukumnya adalah haram, ini

berdasarkan kesepakatan para sahabat. Yang juga termasuk ke

dalam kategori "saudann5n" adalah seluruh kaum muslimin dan

ahli dzimah, melalui metode dominasi ltaehafluA.

Para ulama menyatakan: Seandainya seorang pria ahli kitab

meminang wanita ahli kitab, maka sesuai konsekuensi larangan ini,

seoftrng muslim fidak boleh meminang wanita tersebut- Abu

Hanifah memakruhkan praktik ini sebagai makruh tahim

sekalipun pinangannya sah, Abu Hanifah juga mengeluarkannya
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dari hukum msak berikut keterlibatannya dalam hukum larangan

syara'dan dosa.

Praktik ini berada di bawah status msak, ditinjau dari

keabsahan dan tidak adanya stafus fasid. Sebab, larangan tersebut

meninjau makna yang bersebelahan dengan jual beli, dimana itu

tidak terkait langsung dengan inti jual beli, tidak pula dengan

syarat-syarat keabsahan jual beli. Praktik demikian tidak

berkonsekuensi terhadap rusaknya akad, melainkan hanya

berdampak pada hukumnya yang menjadi makmh, seperti

keterangan Srang terdapat di dalam Ad-Durr Al Muhtaar. Masih

menumt keterangan yang sama, jual beli tersebut tidak

menyebabl<an fasaklrnya akad. Pihak pembeli berhak memiliki

barang yang dijual sebelum serah terima, dan dia wajib membayar

harga, bukan nilai barang tersebut.

Akan tetapi, dalam An-Nahr wa An-MhaaSnh disebutkan

bahwa, fasakbnya jual beli tersebut jelas wajib bagi kedua belah

pihak, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal yang

tidak diinginkan. Dimana pemberi komentar buku ini sependapat

dengan hal tersebut.8

Ada juga redaksi hadits, "Menawar atas bwaran pihak lain,

begifu pula membeli atas pembelian pihak lain," riwayat tersebut

terdapat dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari hadits hnu
Abbas, dimana disebutkan di dalamnya,

kv eYS eu.s|t # * i'r iy-: e

I lbnu Abidin,jilid 4, hlm. 131-132.

.)u
l't
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"Rasulullah S melarang mencegat rombongan dagang, dan

orang kota menjual dagangan kepada orang pedalaman."

Sementara itu, dalam Shahih Al Bukhai, Sunan Abi Daud,

dan An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

$ bersabda,

€;.
t#\

W7i,i1 t4-11 il $i ;fir w6.l

. oz

Ueu., e"'ls'o )l

;1 #
I bGvaiv!':W:;yqsal

'Uangan kalian mencegat rombongan dagang unfuk
melakukan jual beli; jangan sebagian kalian menjual atas penjualan

sebagian tmng lain; jangan kalian lakukan najasy; oftrng kota tidak

boleh menjual kepada onng pdalaman; dan jangan menjual

kambing musharmt. Siapa saja yang membelinSn, dia berhak atas

dua pertimbangan yang terbaik setelah mernemhnya. Jika dia

suka, dia boleh mempertahankannya; jika tidak suka, dia bolelt

mengembalikannya berikut safu sha kurma."

hnu Abidin menjelaskan: Praktik menawar atas tawaran

pihak lain, yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah

menyepakati satr.r harga dan telah setuju dengannya, lalu datang

pihak lain menyerahkan harga yang lebih tinggi atau harga yang

sama kepada pemilik barang.

Sedangkan ilustrasi membeli atas pembelian pihak lain

yaitu, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah menyepakati

f5 ct ttlc3 \1 )q bv &,*'ts ttx,6 \i
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safu harga, lalu pihak lain berkata, "Aku akan menjual barang

yang sama dengan harga yang lebih murah dari itu-"

Kalimat "Dalam Ad-Durr Al Mukhtar, " bahkan menambah

penolakan calon pembeli. hnu Abidin menulis dalam Radd Al
Mukhtan "Karena menawar atas tawaran orang lain

mengakibatkan penolakan dan bahaya. Akibat ini semakin besar

jika dilakukan pada penawaran saudaranya- Dia menyatakan

padaku, seperti pertanyaannya tentang thibah "Menceritakan apa

yang dibenci oleh saudaramu," karena telah jelas bahwa, meng-

ghibahahli &immi juga dilarang.

Telah diriwayatkan bahwa, t;-t tr €.Wi V'S SJ'lr 7U

"Nabi $ pemah menjual cawan dan alas pelana kepada orang

yang membayar dengan harga lebih."

Hadits ini diriwayatkan oleh pam periwayat sunan yang

empat dalam sebuah hadits panjang yang tercantum dalam Al Fath

At Baan. Dalam Al Mishbah disebutkan: Hils adalah alas yang

dipasang di atas punggung unta tepat di bawah pelana, bentuk

jamaknya ahks, seperti l<ata himlahmal. Hilsiuga dapat diartikan

karpet yang dipasang di lantai rumah.

Aslr-Syirazi 4b menyatakan: Pasal: Haram

hukumnya mempengaruhi penawaran saudaranya-

Praktiknya yaifu: Seseorang menghampiri orang lain
yang sedang menawar dagangan dengan harga tertenfu
lalu dia menawarnya dengan harga yang lebih tinggr

agar orang tersebut mau membelinya- Praktik lainnya

seperti: Seseorang membawa barang yang sama kepada
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seorang pembeli dengan harga yang lebih rendah atau
barang yang lebih bagus dengan harga yang sama.

[-arangan praktik ini berdasarkan keterangan
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, bahwa Nabi g
bersabda, ,?1 ?y & '* ti ,*1 e*+ ,* tPSt Ufi- 7

" Seseorang tidak boleh meminang atas pinangan
saudaranya; dan tidak boleh menawar atas penawaran
saudaranya- " Di samping ifu, tindakan seperti ini juga
merusak dan praktik najasy. Jadi, hukumnya tidak halal.

Sementara jika seseorang mendatangi penjual lalu
meminta dagangan namun dia tidak menyanggupinya,
maka pihak lain boleh memintanya, karena dia tidak
termasuk ke dalam penawar.rn pihak lain.

Apabila pembeli meminta kepada pihak penjual,
lalu dia diam, tanpa menyebutkan penolakan atau
penerimaan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat
Aql-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Haram.

Pendapat Kedua: Tidak haram, seperti dua
pendapat dalam kasus melamar wanita yang telah
dilamar saudaranya.

Sedangkan orang yang menawarkan barang
dagangan dalam sebuah pelelangan, bagi orang yang
mau boleh menawar dan menambah harganya. Hal ini
berdasarkan keterangan dari Anas 49, dari seorang pria
Anshar, bahwa dia dan keluarganya mengalami kondisi
yang amat sulit- Orang ini menemui Rasulullah ,$ dan
menuturkan kondisi tersebut kepada beliau- Nabi .$
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menlawab , 'Aku tidak punya apa pun- Pulanglah lalu

berikan padaku apa yang engkau miliki-"

Dia pun pulang lalu datang kembali dengan

membawa alas pelana dan wadah, lantas berkata,

'Wahai Rasulullah, ini ada permadani dan wadah''
Nabi menawarkan, 'Siapa yang akan membeli

permadani dan wadah ini?." 'Aku mau membelinya

dengan harga satu dirham," pinta seseorang' 'Siapa

yang berani membeli dengan harga lebih dari satu

dirham?" tawar beliau lagr- Orang-orang terdiam'
.siapa yang berani membeli dengan harga lebih dari

safu dirham?" tawar beliau lagi- Seseorang berkata,
'Aku membelinya dengan harga dua dirham'" Nabi

bersaMa, 'Dua barang ini milikmu." Rasulullah

kemudian bersabda , 31 ,*i {' a{. :"ff.\tV I tll:;jt Ly

* {} fi ,eU f 'Permintaan hanva dihalalkan bagr

tiga orang: Wnanggung dam yang sakit, orz'ng Wng
sangat miskin, atau penghutang trang parah-'

Jual beli secara lelang tidak dituiukan kepada satu

orang tertentu, hal ini tidak mengakibatkan naiagT darr

kerusakan.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Abu Hurairah & diriwayatkan oleh Muslim, dengan

redaksi:
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"Janganlah seseorzrng meminang atas pinangan

saudaran5a; jangan menawar atas tawamn saudaran5a. Samng
perempuan frdak boleh dinikahi untuk menikahi 'amahnya

(saudan perempuan bapak), tidak pula l<arena unfuk menilahi
khalahnSa (saudan perexnpuan ibu). Seonng peranpuan tidak

boleh mengajul<an thalak atas audari perempuarntm unfuk

nampnntn dan agar dia mqil<ahi (manbn suami

saudamn5n). Sungguh, baginW ap tnng telah ditetapkan oleh

Allah."

Selanjutrya, mengenai hadits Anas, ifu diriunptkan oleh

Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilairyn hasn. Beliau

berkomentar, kami hanSra mengetahui hadits tersebut dari riunyat
Al Akhdhar bin Ajlan dari Abu Bakar Al Hanafi. Abu Daud dan

An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits lang sama.

Ibnu Al Qaththan menilai ilbt lbdits ini karena latar

belakang Abu Bakar An-Hanafi Snng tidak diketahui. Al Hamfi di

sini adalah nisbat kepada Banu Hanifah, bukan penisbatan kepada

madzhab Hanafi. Beliau mengutip dari Al Bukhari, bahwa dia

menilai hadits ini Udak shahih.

'ls

j'w'15
Yj

iU
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Menurut Abu Daud dan Ahmad, redaksi hadits tersebut

berbunyi:

i;s rd 4,gs C$ {. G'r(
I

#:*'{* : ?1 i6 ?' f)*,'Ab 6 :ffi
.Nabi $ melelang wadah dan alas pelana kepada sebagian

sahabatnya. Seseorang berkata, "Aku beli keduanya dengan harga

safu dirham." Kemudian, orang lain menawar, "Aku beli dengan

harga dua dirham."

Dalam hadits ini mengindikasikan bahwa, meminta hanya

diperbolehkan bagi tiga orang.

l\ata hils, alas tipis yang dipasang di bawah pelana unta.

Dernikian dikemukakan oleh Al Jauhari. Hils juga berarti

permadani, seperti tercantum dalam hadits, "Jadilah seperti

permadani rutnahmu sebelum datang padamu bngan tnng
berbuat dosa abu kematian yang memufuskan' " Begifu pula

riwayat dalam An-Nihayah yang bersumber dari hnu Al Atsir,
..siapa yang mau membayar dengan harga lebih?" Riwayat ini

mengindikasikan sifat jual beli yang dipraktikan oleh Nabi $.
Al Bukhari meriwayatkan dari Atha', dia menyatakan, "Aku

mendapati orang-orang tidak mempermasalahkan jual beli barang

rampasan perang kepada orang yang membayar lebih." Ibnu Abu

syaibah memaushulkan riwayat ini dari Atha' dan Mujahid.

hnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari

Mujahid, dia berkata: "Tidak masalah menjual barang kepada

orang yang membayar dengan harga lebih tinggi." Demikian cara

penjualan (secara lelang) seperlima harta rampasan perang'
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At-Tirmidzi berkomentar setelah mengemukakan hadits

Anas tersebut, "Mengamalkan praktik ini -yaitu menjual harta

rampasan perang dan warisan kepada orang yang menawar

dengan harga tertinggi- menumt sebagian ahli ilmu tidak masalah.

hnul Arabi mengatakan: Legalitas lelang rampasan perang

dan warisan secara khusus tidak memuat pesan apa pun, karena

ini tercakup dalam satu bahasan, sedang dia memiliki pengertian

yang musytank.

Imam Asy-syaukani menufurkan: Bisa jadi para ulama yang

menjadikan tambahan yang dikemukakan oleh hnu Khuzaimah,

hnul Jarud, dan Ad-Daruquthni sebagai batasan hadits Anas

tersebut. Akan tetapi, beliau tidak meriwayatkan bahwa wadah dan

alas pelana yang dijual kepada Nabi $ menrpakan warisan atau

rampasan perang.

Jadi, praktik ini secam zhahirdiperbolehkan secara mutlak,

karena alasan tersebut di atas (warisan atau ghanimahl, atau

menganalogikan barang lain pada dua jenis barang tersebut-

Penyebutan dua barang ini seperti mengemukakan objek Snng

mayoritas diperjualbelikan secara lelang. Di antara ulama yang

memperbolehkan lelang secara khusus unfuk warisan dan

ghanimahadalah Al Auza'i dan Ishaq.

Asy-Syaukani *S kemudian menambahkan, diriwayatkan

dari An-Nakha'i, bahwa beliau memakruhkan jual beli secara lelang

(mualndah. Beliau berhujjah dengan hadits Jabir yang tercanfum

dalam Ash-Shahih, bahwa Rasulullah $ menawarkan seorang

budak mudabbar, "Siapa tang akan membeling dariku?" Na'im

bin Abdullah lalu membelin5a seharga 800 dirham.

Al Isma'ili menyanggah pendapat An-Nakha'i, menunttnya

riwayat tentang penjualan budak mudabbar ini tidak dikategorikan
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sebagai lelang. Sebab, jual beli muzayadah (lelang) dipraktikkan jika

seseorang menawar dengan harga tertentu, kemudian orang lain

menawamya dengan harga yang lebih tinggi. Benar, bisa saja An-

Nakha'i berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al

Bazzar dari hadits Sufyan bin Wahab, dia men5ratakan, "Aku

mendengar Nabi # melarang jual beli muaSndah. " Akunya,

dalam sanad hadits ini terdapat Ibnu [ahi'ah. Dia periwayat yang

dha'if.

Redaksi, "Janganlah menawar." Ilustrasinya, seseorang

telah mengambil sesuatu untuk dibeli, lalu pemilik barang berkata,

"Kembalikan, aku akan menjual barang yang lebih bagus darinya

dengan harga yang sama." Atau calon pembeli berkata kepada

pemilik, "Dia meminta untuk mengembalikan barang ifu, agar aku

membeli barang yang lebih banyak darimu." Praktik ini dilarang

jika kedua belah pihak telah menyepakati harga barang dan sudah

saling cocok.

Apabila jual beli ini dilakukan secara lugas (bshnh), hnu

Haiar menyatakan dalam Fath Al Baai, bahwa ulama sepakat

mengenai keharaman pmktik ini. Jika dia dipraktikkan secara

zhahir, maka dalam ma&hab terdapat dua pendapat:

hnu Hazm mengemukakan, redaksi hadits ini tidak

mengindikasikan pensyaratan rukun. Penafsiran dernikian haruslah

disertai unsur penjelas mengenai keharaman penawaran tersebut,

mengingat penawaran objek yang dijual kepada pihak yang mau

mernbayar dengan harga lebih tidak diharamkan, sesuai

kesepakatan ulama. Tambah hnu Hazm.

Demikian juga yang dikernukakan oleh hnu Hajar dalam.4/

Fath dan hnu Abdul Ban. Jadi, penawaran lrang diharamkan itu
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adalah penawaran yang mengandung unsur tambahan yang tidak

wajar.

Sementara ilustrasi menjual atas penjualan orang lain dan

membeli atas pembelian orang lain yaihl, seseorang berkata

kepada orang yang sedang membeli barang kepada masa khiyur
"Batalkan akadmu, aku menjualnya dengan harga yang lebih

murah." Atau seseorang berkata kepada penjual, "Batalkan

akadmu, aku akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi."

hnu Hajar berpendapat dalam Fath Al Baari, bahwa pendapat ini

telah disepakati oleh ulama.

Ulama madzhab kami (Asy-Syafi'i) mensyaratkan

keharaman praktik ini jika pembeli mengalami kenrgian yang

besar. Jika tidak demikian, maka praktik menjual atas penjualan

orang lain dan menawar atas tawaran orang lain hukumnp boleh,

berdasarkan hadits, 1;r+3t';yJ$t "Agama adakh nasihat.'

Pendapat di atas ditanggapi dengan, bahwa nasihat itu
tidak dibatasi dalam soal membeli atas pernbelian orang lain dan

menawar atas tarararan orang lain, karena bisa saja calon pernbeli

telah mengetahui hargu barang tersebut sekian, sehingga dia dapat

menggabungkan dua kemaslahatan. Demikian keterangan dalam

Al Fath.

AsySyaukani menuturkan: Aku tahu hadits-hadits tentang

nasihat s@ara mutlak lebih umum dari hadits-hadits yang

memutuskan keharaman berbagai ragam jual beli. Karena itu, dalil

yang umum merujuk pada dalil yang khusus.

Para ulama berbeda pendapat soal keabsahan jual beli

tersebut. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini sah namun

pelakunya berdosai. Kalangan ulama madzhab Hanbali dan Maliki
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berpendapat: Jual beli ini batal, dalam salah satu dari dua riwayat

mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh hnu Hazm dalam Al
Muhalla dan hnu Taimilryah dalam Fatawa Al Kubra. Perbedaan

tersebut merujuk pada kaidah yang ditetapkan dalam ushul, bahwa

larangan yang berkonsekuensi pada pembatalan akad adalah,

larangan terhadap sesuatu karena zatnya, juga karena sifat yang

lazim, bukan karena unsur ekstemal-

Asy-Syirazi * mengemukakan: Pasal: Orang kota

fidak boleh berjualan kepada orang pedalaman'

Praktiknya, seseorang datang di suafu daerah dengan

membawa barang unfuk diperdagangkan, sementara

penduduk di daerah tersebut membutuhkannln. Jika dia

menjual barang itu, kondisi mereka akan membaik;

sebaliknya iika tidak menjualnya, akan mengalami

kesulitan- Tidak berselang lama datanglah makelar lalu

berkata, 'Jangan anda jual sebelum aku meniualnya

padamu sedikit demi sedikit- Aku akan menaikkan

harganp."

Pelarangan praktik jual beli di atas berdasarkan

keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Thawus dari
bapaknya, dari Ibnu Abbas rS,, dia berkata: Rasulullah

# bersaMa, )q Pv U i 'Orang kota frdak boleh

menjual kepada orang pedalaman-' Aku berkata:
'Mengapa orang kota tidak boleh beriualan kepada

orang pedalam an?' Nabi bersabda , tfii 'i9 ?v U {

,fU. ",y i+4. Ar &fi A6t 'Biarkan orirng-orirng itu- Nlah
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akan mengaruniai rezeki sebagian dari sebagian yang
Iain.'

Jika si pedagang menyalahi aturan ini, dan dia
menjual barang tersebut kepada makelar, maka iual beli
ini sah, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan
dalam najasy.

Apabila daerah tersebut sangat luas, di mana
tanpa jual beli ini tidak akan mempersulit penduduknya,

di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jual beli ini tidak
diperbolehkan berdasarkan hadits di depan.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan karena larangan
ini dikeluarkan unhrk menghindari kondisi yang tidak
diinginkan oleh penduduk setempat, sementara dalam
kasus ini tdak ada unsur bahaya-

Penjelasan Redalrsional:

Hadits hnu Thawus bersumber dari bapaknya, dari hnu
Abbas &, bahwa Rasulullah &...d- setenrsnla. Hadits ini

diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain At-Tirmidzi.

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan: Thawus

menuturkan: Aku bertanya kepada hnu Abbas tentang maksud

pemyataan "Orang kota kepada orang pedalaman"? hnu Abbas

menjawab, "Dia bukan makelar."

Redaksi "Orang kota kepada orang pedalaman." Al Hadhir,

orang yang tinggal di kota, sedangkan Al Badi, orang yang

bertempat tinggal di pedalaman.
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Dalam Al Qamus disebutkan, kata hadhir, hadhimh, dan

hadharah merupakan lawan kata dari badi'ah (pedalaman). l/
Hadhanh, tinggal di perkotaan. Tabadda, bermukim di

pedalaman. Orang yang tinggal di pedalaman bentuk nisbatrrya

badaawi dan badawi. Kalimat bada algaum, artinya "mereka

keluar menuju pedalaman".

Hadits Jabir diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain Al

Bukhari. Dalam Musnad Ahmad dari jalur riwayat Atha' bin As-

Sa'ib, dari Ukaim -atau lbnu Abu Yazid-, dari bapaknya, Bapakku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

tty cjcx. :y &e.:lr 33y- O$ Vt

^) 
Ubtitrlr Ec*r

"Tinggalkan orang-orang, Allah akan mengaruniai rezeki

sebagian mereka dai sebagian yang lain. Jika s$eorang meminta

nasihat maka hendaklah dia dinasihati."

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Jabir,

sarna dengan riwayat ini-

Asy-Syafi'i dalam N Umm setelah mencanfumkan dua

hadits (hadits hnu Umar dan hadits Jabir) mengemukakan:

l-arangan orang kota menjual barang kepada orang pedalaman

tidak punya penjelasan khusus, selain alasan bahwa penduduk

pedalaman tidak mengenal kondisi pasar. Di samping itu

penduduk setempat tenhr membutuhkan barang yang mereka

perdagangkan, dan menganggap berat dengan kondisi tersebut.

Jadi, penduduk kota lebih dekat berbelanja barang yang sudah
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tersedia di sana, tanpa perlu ke pasar. Karena itu, mereka

mendapat dispensasi unfuk membeli barang tersebut.

Penduduk kota dilarang menjual barang kepada penduduk

pedalaman supaya tidak menyebabkan terpufusnya rezeki yang

diharapkan oleh pembeli dari kalangan penduduk kota, mengingat

harga barang dalam negeri jauh lebih murah.

Singkat kata, siapa pun penduduk kota yang menjual

barang kepada orang-orang pedalaman, dia telah bermaksiat, jika

mengetahui hadits di atas. Sekalipun, jual beli yang dilakukan

mengikat kedua belah pihak tidak batal, berdasarkan indikasi

hadits tersebut. Sebab, seandainya jual beli ini batal, penjualan

yang dilakukan oleh penduduk kota kepada penduduk pedalaman

hanya berdampak kerugian bagi orang pedalaman, karena dia

harus menahan barang dagangannya.

Barang ini tidak boleh dibeli oleh pihak lain sebelum aset

tersebut dikuasai oleh dirinya atau oleh orang pedalaman lain yang

berwenang menjualnya. Akibatnya, barang tersebut sulit terjual.

Kondisi dernikian pasti mengurangi rezeki calon konsumen yang

ingin mernbelinln dengan harga murah, karena dia sepi pembeli,

dalam kasus pertama: penolakan jual beli dan kelengahan oleh

pedahman lainnya.

Artinla, dalam kasus ini tidak terdapat pesan yang

mencegah sebagian orang memberikan keuntungan kepada yang

lain, sehingga pmktik tersebut tidak diperbolehkan. Hanya saja,

seperti aku kemukakan, jual beli yang dilakukan oleh orang kota

kepada orang pedalaman diperbolehkan, tidak ditolak; dan omng

kota menjadi pihak yang dilarang. Wallahu a'lam.

Asy-Syaukani berpendapat: Beberapa hadits dalam pasal ini

mengindikasikan, bahwa orang kota tidak boleh menjual kepada
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orang pedalaman, tanpa membedakan suku pedalaman dekat atau

suku asing, baik kepada saat harga tinggi maupun tidak, baik

barang dagangan ini dibuhrhkan oleh penduduk setempat maupun

tidak dibuh:hkan, dan baik penjualan ini terjadi sekaligus maupun

secara bertahap.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan: Larangan jual beli

tersebut hanyra berlaku pada saat harga tinggi dan barang

dagangan dibuhrhkan oleh penduduk kota.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i senada dengan ulama Hanbali,

bahwa jual beli yang dilarang yaitu jika seorang pedagng datang

ke suatu daerah dengan fujuan menjual komoditas sesuai harga

saat ifu secara tunai, lalu penduduk setempat mencegatrya dan

menawarkan, "Biar aku yang menjualnya untukmu secara

bertahap dengan harga yang lebih tinggi darinya-"

Al Hafizh hnu Hajar dalam Fath Al hi mengemukakan,

bahwa para ulama mengaitkan hukum larangan jual beli ini dengan

keberadaan orcmg pedalamaan dan golongan yang semakna

dengannya. Penyebutan "orang pedalaman" dalam hadits ini

menurut mereka, karena ifu kondisi yang mayoritas terjadi.

Penduduk kota Snng tidak mengetahui harga dalam hal ini dapat

dianalogikan dengan orang pedalaman-

[-ain halnSn dengan ulama fikih Maliki yang menjadikan

status "warga pedalaman" sebagai batasan. Diriwayatkan dari

Malik, dalam kasus ini, hanya orang yang memiliki keserupaan

dengan sifat-sifat orang pedalaman yang dapat dianalogikan

dengannya. Sementara penduduk desa yang mengetahui harga

barang dan mengenal pasar tidak tergolong ke dalam kalangan

pedalaman.
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hnu Al Mundzir meriwayatkan dari jumhur, bahwa larangan

dalam hadirc ini dimana berkonsekuensi pengharaman jika penjual

mengetahuinSra, barang lrang diperjualbelikan dibutuhkan oleh

orang ban5rak, dan orang pedalaman tdak menawarkannya

kepada orang kota.

Masih belum jelas apakah pengkhususan dalil umum seperti

dalam beberapa kasus ini termasuk takhshih hanya berdasarkan

istinbath atau bukan? Ibnu Daqiq Al Id memaparkan masalah ini

se@ra spesifik. Kesimpulan yang bisa ditarik dari paparan beliau

adalah, boleh mengkhususkan dalil urnum hanln berbekal

istinbath,jika pesan suatu daliljelas, bukan dalil yang masih samar.

Mengigat AsyS5aukani #S termasuk mujtahid yang sangat

jeli, beliau masih ragu unfuk menerima kaidah yang dirumuskan

oleh jumhur ini. Beliau mengernukakan, memjuk pada redaksi

lebih utama. Akan tetapi, istinbath mana lrang tidak akan

menenangkan orrng yang khawatir terhadap pengkhususan secara

mutlak.

AsyS5aukani melanjutkan, tetap merujuk pada zhahir nash

ihr lebih tepat. Jadi, jual beli yang dilakukan orang kota kepada

onrng pedalaman haram secara umurn, baik itu dengan

imbalan maupun tanpa imbalan.

Diriwayatkan dari Al Bul.,hari, bahwa larangan ini diarahkan

kepada jual beli dengan imbalan, bukan tanpa imbalan, karena dia

bagan dari bab tentang nasihat.

Diriwayatkan dari Atha', Mujahid, dan Abu Hanifah

bahwa, jual beli yang dilakukan orang kota kepada orang

pedalaman diperbolehkan secara mutlak. Mereka berpedoman
pada beberapa hadits tentang nasihat.
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Pendapat yang sama diriwayatkan dari Al Hadi. Mereka

menyatakan, beberapa hadits dalam bab ini telah dinasakh.

Kalangan ini berdalih, bahwa praktik ini boleh dengan

mengqiyaskan kasus tersebut dengan perwakilan orang pedalaman

kepada orang kota. Perwakilan tersebut diperbolehkan.

AsSr-Syaukani berulang kali menyanggah pendapat di atas

dengan pemyataan, rujukan mereka dengan hadits-hadits tentang

nasihat kurang tepat, karena hadits tersebut terlalu umum yang

masih dapat di-takhshihdengan bebempa hadits lainnya.

AsySgaukani melanjutkan, apabila dikatakan, antara hadits

tentang nasihat dan hadits kepada bab ini punya pesan umum dan

pesan khusus dari satu perspektif, karena jual beli yang dilakukan

penduduk kota kepada penduduk pedalaman terkadang tidak atas

dasar nasihat. Oleh karena itu, di sini membutuhkan tariih se-cara

ekstemal, seperti mekanisme krjih antara dua dalil umum lrang

konkadiksi.

Tanggapan pemyrataan di atas, bahwa ]/ang dimaksud

dengan jual beli yang dilakukan penduduk kota kepada penduduk

pedalaman, lang kami kategorikan sebagai dalil png lebih khusus

secara mutlak adalah, jual beli sesuai afuran sianl Transaksi

seorang muslim dengan muslim lain 5ang telah dijelaskan oleh

Rasulullah kepada umatr5ra. Trarsaksi tipuan dan rekapsa tidak

masuk dalam referensi iual beli secam s5nr'iini. Seperti halnla jtnl

beli riba dan transaksi lain 5nng tidak halal secara s5ara'.

Jadi, praktik iual beli ini (orang kota kepada orang

pdalaman) dengan asumsi bukan jual beli secara sSnr'i, tidak lebih

urnurn dari safu perspektif, sehingga perlu mencari dalil yang me
njitrl<an antara dua dalil umutn yang ada. Sebab, dia bukan jual

beli secara st/an'.
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Tanggapan atas klaim penasakhan hadits. Nasakh ini hanya

sah jika mujtahid mengetahui dalil yang menasikh muncul

belakangan. Temyata, dalil tersebut tidak diriwayatkan. Asy-

Syaukani menolak dalil qiyas, karena kehujahannya unfuk

menyanggah dalil nash tidak benar.

Selanjutrya beliau memposisikan hukum penjualan ini
seperti hukum pembelian berdasarkan keterangan yang

diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahibnya. dari hnu Sirin,

dia menuturkan: Aku bertemu dengan Anas bin Malik. Aku
berkata, "Penduduk kota tidak boleh berjualan kepada penduduk

pedalaman." Anas bertanya, "Apakah kalian melarang mereka

menjual atau membeli?"- Muhammad menjawab, 'Ya! memang

benar." Kalimat ini singkat namun berisi.

Asy-Syafi'i & lang mengesahkan jual beli yang dilakukan

orcmg kota kepada orang pedalaman namun pelakunya berdosa;

berdasarkan dalil hadits itu sendiri, tanpa argumen qiyas atau

indikator lain. Beliau mengemukakan, siapa pun orang kota yang

bedualan kepada orang pedalaman dia telah bermaksiat, jika

mengetahui hadits ini. Jual beli tersebut mengikat dua belah pihak,

tidak batal, sesuai dalil hadits tersebut. Sebab, seandainya jual beli

ini batal, penjualan yang dilakukan oleh penduduk kota kepada

penduduk pedalaman hanya berdampak kerugian bag orang
pedalaman, sebab orang pedalaman harus menahan barang

dagangan itu.

Demikian keterangan dalam Al Umm, seperti yang telah

dikutip sebelumnya.

Ibnu Rusyd dalam Bida3nh Al Mujtahid mengemukakan,

mengenai lamngan Rasulullah terhadap jual beli yang dilakukan



orang kota kepada orang pedalaman, para ulama berbeda

pendapat dalam mengartikannYa.

sejumlah ulama menyatakan, penduduk kota tidak boleh

menjual barang dagangan kepada penduduk pedalaman. Berbeda

halnya dengan orang kota yang membelikan barang untuk orang

pedalaman, sebagian ulama memperbolehkannya. Pendapat ini

didukung oleh hnu Habib. sebagian ulama yang lain melarangnya.

Sebuah pendapat yang dinisbatkan kepada hnu Habib

menyebutkan, penduduk desa tidak boleh beriualan kepada

masyarakat yang nomaden. Asy-Syafi'i dan Al Auza'i

mengemukakan pendapat yang serupa dengan Malik'

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi menyatakan: Tidak

masalah orang kota berdagang kepada orang pedalaman, asalkan

dia memberitahu harga barang sebenamya. Namun, Malik

memakruhkan praktik tersebut. Maksudnya, orang kota ini

menginformasikan harga yang sebenamya kepada orang

pdalaman. Al Auza'i memperbolehkan jual beli ini'

Para ulama yang melarang praktik ini sepakat, tujuan

pelarangan tersebut yaifu meringankan penduduk kota bahwa

karena pengadaan segala sesuatu bagi penduduk pedalaman jauh

lebih mudah dibanding penduduk kota. Harga barang bagi mereka

jauh lebih mumh, bahkan sebagian besar gratis, tanpa harus

membayar. Seolah mereka berpendapat, orang kota makruh

menasihati orang pedalaman. Pemyataan ini kontradiksi dengan

sa6a Rasulullah &, 'l;,43t iiilt 'Agama adalah nasihat'"

Berpedoman kepada hadits tersebut,

memperbolehkan jual beli ini.

Abu Hanilah
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Sementara itu, hujjah jumhur ulama adalah hadits Jabir
yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Jabir menuturkan:

Rasulullah r$ bersabda, i+4 is U:i g$r t;ri .q. ?v €- |
4 ;y "Orang kota tidak boleh berjualan kepada omng

pdalaman- Biarlan orang-onng yang Allah akan mengaruniai
raeki sebagian merel<a dari sebagian 5ang lain."

Tambahan redaksi ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud,
menumt penelitianku. Tepatnya tambahan keterangan tersebut
bagian dari bab penipuan terhadap orang pedalaman, karena
mereka menerima tawaran barang tanpa mengetahui harganya di
pasaran. [-ain halnya jika tambahan ini shahih, maka
pengertiannya seperti hadits sebelumnya.

Bagaimana jika jual beli tersebut telah berlangsung? Para
ulama berbeda pendapat. Asy-Syafi'i menyatakan, apabila orang
kota terlanjur bertransaksi jual beli dengan orang pedalaman,
kansaksi ini paripuma dan dipertolehkan. Demikian ini

berdasarkan sabda Rasulullah &, ,.i*2. :f iihtl'ig Ut:t 3,t;lt t33S

"Biarlan onng-oftrng gng sebagian merel<a Allah karuniai rezeki
dari sebgian Sang lain."

Ulama ma&hab Malik berselisih pendapat dalam menyikapi
kasus ini. Sebagian mereka ada yang berpendapat, bahua jual
belinya batal. Sebagian ulama yang lain ada png mengatakan,
bahwa jual beli tersebut tidak batal.

hnu Hazm dalam Al Muhalla berpendapat, selamanya jual
beli ini batal. Beliau mengemukakan pendapat ini kepada Iy 8,
hlm. 452, masalah no. 1469: Penduduk kota, desa, atau pulau
tidak boleh berjualan kepada orang kampung, baik di pedalaman
atau menjual apa pun yang mengharuskan orang tersebut ke
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pasar. Dia juga tidak boleh membelikan sesuatu untuk orang

kampung, baik di kota maupun di pedalaman. Jika dia melakukan

transaksi ini, jual beli tersebut selamanya batal. Hukum jual beli ini

sama seperti jual beli karena dorongan amarah.

Masing-masing pihak tidak berhak kh$nr
meneruskan transaksi, tetapi orang kampung dibiarkan

berjualan untuk dirinya atau membeli unfuk dirinya, atau orang

kampung lain membelikan dan menjualkan barang untuknya. Akan

tetapi baik penghuni kota, desa, maupun pulau mesti menasihati

orang kampung terkait praktik jual belinya, menunjukkan jalan ke

pasar, memberitahukan harga barang, dan mernbanhrnya unfuk

menaikkan harga jika dia tidak ingin menjualnya dan menaikkan

harga barang yang telah dibeli.

Orang kampung diperbolehkan melakukan bansal<si jual

beli untuk penghuni kota, desa dan pulau. Selanjuhya, penghuni

kota, desa, dan pulau diperbolehkan berhansaksi jual beli unfuk

oftrng yang tinggal di sana.

Ibnu Hazm kemudian mencanfumkan beberapa hadits dan

khabaryang telah kami sampaikan baru saja. Wallahu a'lam.

Ulama ma&hab Maliki mengemukakan bahasan tersendiri

terkait masalah ini. Mereka menetapkan larangan berjualan bagi

orang png tinggal di suatu tempat kepada penghuni kernah

l'amudll. Yang dimaksud 'amudi di sini pitu kaum nomaden Sang

tinggal di kemah-kemah. Makra dasar kata 'amud adalah tiang
tiang penopang atap tenda besar 5ang berada di tengah kernah.

Biasa disebut 'amud. Karena itu, orang-orang yang tinggal di

kernah dinamakan'atnudiyin.

Penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh penduduk

yang bermukin di suafu daerah kepada para penghuni kemah, di

untuk

untuk
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mana barang ini diperoleh tanpa pembayaran (gratis) atau tanpa
pekerjaan yang berat, seperti kayu bakar, minyak samin, dan
sebagainya, baik dia mengetahui harga barang tersebut maupun
tidak, terdapat beberapa tinjauan.

Apabila barang ini diperoleh melalui pembayaran atau
usaha apa pun yang berat, maka jual beli tersebut diperbolehkan.
lamngan ini hanya berlaku kepada penjualan barang yang
diperoleh bukan untuk diperdagangkan. Jika pengadaan barang ini
untuk fujuan bisnis, maka pihak lain boleh membelikan barang itu
unfuk penghuni kemah.

larangan penjualan barang ini tidak hanya berraku khusus
bagi penghuni kemah, ketika pembelian ini bertujuan untuk dijual
kembali kepada penduduk kota. Bahkan, dapdrt disamakan dengan
kazus ini, ketika penghuni kemah menjuar kembali barang
daganganngra berikut seorang ufusan kepada penduduk kota, agar
dia mau membelikan barang ifu unfuknya.

Pendapat di atas disinggung oleh Khalir daram Mukhtashar-
DVd, dengan redaksi "seandainSn penghuni kemah mengufus
seseorang unfuk membeli barang tersebut."

Al I&irasyi dalam syarbnya menjelaskan, jika transaksi ini
terjadi, maka hukumnya batal. Berbeda dengan Al Abhari yang
memperbolehkan jual beli dalam kondisi tersebut, karena dia
termasuk amanat yang sangat dibufuhkan.

Redaksi, wa lau bi irsalihi, artinya seandainya penghuni
kemah mengirim barang dagangan kepada penduduk kota. objek
redaksi ini tidak disebutkan karena tidak dibutuhkan. Kata ganti
kepada kata bi ircalihimerujuk pada "penghuni tenda." struktur ini
termasuk pola penyandaran infinitif kepada subjeknya.
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Mereka bertanya, apakah larangan ini hanya dikenakan

bagi orang pedalaman yang tidak biasa mempraktikkannya, atau

untuk penghuni desa yang tidak pemah meninggalkan

keluarganya, atau unfuk pihak yang menangani jual beli tersebut?

Menurut ulama fikih Maliki, ada dua pendapat tentang

pengkhususan jual beli ini bagi penduduk desa. Melihat redaksi di

atas, yang dimaksud "desa" bukanlah "kota." Perhatikan hukum

barang yang dimiliki bersama oleh penduduk kota dan penghuni

pedalaman. Apakah dia boleh dibagi kefika hal itu mungkin

dilakukan, dimana masing-masing pihak punya hukum tersendiri;

ataukah orang kota mesti bersabar sampai orang pedalaman

menjual bagiannya?

Ulama ma&hab Maliki berpendapat, apabila teriadi orang

kota berjualan kepada pihak yang dilarang membelinya, maka lual
beli ini batal, perkara ini iika barang yang dijual itu masih utuh.

Jika barang ifu sudah msak, maka mereka tidak dikenai denda.

Masing-masing pihak Penduduk kota, pemilik barang, dan

pembeli harus dikenai sanksi, jika mengetahui aturan ini. Pihak

yang tidak mengetahui aturan ini tidak dijatuhi sanksi. lantas

apakah sanksi ini berlaku mutlak -menunrt pendapat zhahir-
atau menunrt kebiasaan yang berlaku, di sini terdapat dua

pendapat Asy-SSnfi'i

Penghuni kemah boleh membeli barang kefika oftmg

setempat singgah di kemahnya, iuga diperbolehkan bagi penduduk

desa, menunrt salah safu pendapat yang melarang pembelian

bamng untuknSn. Praktik ini diperbolehkan jika dia menrbeli

barang yang diperoleh tanpa biaya Gratis). Jika tidak demikian,

maka pernbelian tersebut tidak diperbolehkan, karena larangan

pembeliannya akan dikemukakan nanti.
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AqlSyirazi ds mengemukakan: Pasal: Mencegat
rombongan dagang hukumnya haram. praktiknya yaitu
seseorang mencegat kafilah dagang dan
menginformasikan bahwa barang dagangan yang
mereka bawa tidak akan laku, unfuk memperdayai
mereka.

Dasar keharamannya adalah hadits yang
diriwagratlran oleh lbnu umar bahwa Rasulullah S
melarang mencegat barang dagangan sebelum dia
sampai ke pasar. Di samping praktik ini mengandung
unsur penipuan dan gharar (beresiko), yang jelas tidak
halal.

Apabila larangan ini dilanggar dan si pencegat
membeli barang tersebut, jual beli ini sah, berdasarkan
alasan !/ang telah kami kemukakan dalam praktik
najasy-

Apabila kafilah dagang telah masuk ke suatu
negeri dan tern3ata informasi tersebut palsu, mereka
berhah khi5nr- Demikian ini sesuai dengan hadits lpng
diriwa5latkan oleh Abu Hurairah s,, bahwa Rasulullah
g bersabda, )W\i+ut '& 

"eV 
uivtr bi ,-JA, giS I

iSi;t J ,it 'Jangan mencegat barang tnng dikirim dari
Iuar (jalb)- Siap aja ymng mencegabgn dan membeli
dari merel<a, pemilik barang berhak l<hi5nr, begifu dia
ampi di par."

Alasan pelarang.rn, pencegat biasanya melakukan
tipuan dan rekayasa (agar dapat membeli barang
dengan harga murah), sehingga penjual berhak khigmr,
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sama seperti pembeli yang mengelabui penjual bahwa
barang dagangannya rusak.

Apabila terbukti si pencegat tidak menipu kafilah
dagang, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih As31

s3lafi'i:

Pendapat Pertama: Mereka berhak hhi5nr,
berdasarkan hadits di atas.

Pendapat Kedua: Mereka fidak berhak hhi5pr
karena pembeli tidak memperdalTai dan fidak
menipunya.

Jika seseorang pergi keluar dari daerahnS;a bukan
untuk mencegat barang, lalu dia melihat kafilah dagang,
apakah dia boleh membelinya? Dalam kasus ini
terdapat dua pendapat ulama fildh AgrSffi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena dia fidak
bermaksud mencegatnla.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena larangan
mencegat kafilah dagang itu untuk tujuan membeli.
Tuiuan ini teriadi pada kasus ini. Jika dia fidak
bermaksud mencegat, dia tidak boleh membelinya.

Penjelasan Redalsional:

Pasal tentang keharaman mencegat rombongan dagarg.

Hadits hnu Umar diriwagntkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mereka berdua juga meriwayatkan hadits tersebut dari ialur

AMullah bin Mas'ud ds dengan redaksi, *'int.J"a It isyt e
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'tl"tt & :f 'ri:,9 "Rumlullah $ melarang mencegat barang

dagangan."

Hadits sejenis diriwayatkan oleh sekerompok ulama selain

AI Bukhari dari Abu Hurairah rS,. Redaksinya berbunyi, ,#, ,#
*tbi 'eql6 isil a,t$ t g ,c-r,..tr ,;e bi *i * A, *
oFJt't$ tiy )q\ 4e $A ,Nabi S melanns untuk mencqat
banng Wng dikinm dari luar daenh. Apabila sneoftrng
mancqabya lalu manbelinjn, pernilik banng dalam tansaksi ini
berhak khijna begitu dia tiba di pasar."

AsySyafi'i telah menyampaikan hadits ini dalam Al tJmm
berikut sanadnya. Menurut hnu Majah, hadits sernisal juga

bersumber dari hadits Ibnu Umar, redaksin5a berbunyi, ,il, i
q-i+ir ji6 itl pi * 'ru ,iv "Beriau g merarang mencegat

barang dari luar daerah."

Tinjauan RedaksionaL Kata bi kaaad, seperti kalimat
qabla lasadan "tidak memberi nafkah karena kecilnya rcrsa
suka," benfuk isim fa ilnya l<aasiddan kasiid.

Kata ini dihansitifkan dengan tambahan hamah, seperti
kalimat akadahu Allahu dan kalimat kasadat as-sutqlu "pasar sepi
pengunjung." Hitn kaasidun "Dia [pasarl sepi pengunjung,,, tanpa
tambahan b mafruthah (bentuk feminim) dalam Ash-shihah.
Sementara dalam At-Tahdzib dengan tambahan ta marbuthah
(hin kaasidallt satu sumber menyebutkan makna dasar kaaad
adalah "kemsakan."
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Redaksi c-i;4t, merupakan bentuk infinitif yang bermakna

isim maf'ul (ma/uub1, seperti dalam kalimat Jalaba A4rSgi'
"mernbawa sesuatu dari satu daerah ke daerah lain untuk

diperdagangkan."

Redaksi b$r,jamak dari kata makib. Maksudnya, kafilah

dagang yang membawa produk dan barang pemiagaan.

Penggunaan kata Ar-Rukbaan di sini keluar dari makna yrang galib

berlaku, yaitu orang lpng sering membawa masuk bahan makanan

dari suafu daerah biasanya banyak dan berkendara. Makna ini

tidak sesuai dengan konteks bahasan. Bahkan, sekalipun pihak

yang mernbawa masuk barang adalah beberapa orang atau

seorang pejalan kaki. Baik orang 5rang berkendara maupun

berjalan kaki, hukumnya fldak berbeda.

Hukum: Beberapa hadits ini mengindikasikan bahwa

mencegat rombongan dagang hukumnya haram. Apakah larangan

ini berkonsekuensi terhadap kerusakan iual beli tersebut atau

Udak? Masalah ini masih diperdebatkan. Satu pendapat

merryptakan bahwa hal tersebut mernbatalkan jual belin3n.

Pendapat lain mengratakan tidak mernbatalkan jual belinla; ini

pendapat yfig zhahir.

Sfraikh Majduddin Abu Al Barakaat hnu Taimiyph
(kakeknya) dalam kitab .4/ Munbqa mengomentari hadits Abu

Hurairah di atas, bahwa hadits ini mengindikasikan sahnya iual beli

tersebut.

AsyS5aukani & berpendapat: Penyebab larangan praktik

ini adalah karena alasan ekstemal. Kondisi tersebut tdak
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berkonsekuensi terhadap pembatalan kansaksi, sebagaimana
ditetapkan dalam ushul.

Sebagian ulama fikih Maliki dan sebagian ulama madzhab
Hanbali menyatakan, bahwa kata fasad(rusak) bersinonim dengan
kata baAl.

Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahrara jual beli
tersebut tidak rusak, karena alasan png telah dikemukakan di
depan.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam Al Umm Aku telah
mendengar hadits ini -yaitu hadits Abu Hurairah, setelah beliau
mencantumkannya: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-
Zinad, dari AI A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $$
bersaua, i&- bi ta 2'\ eflLJr *tbt ,it| #,tiLlr ,fu t
'AiS, *Jangan mencqat . Siap nla wng mencqatn5a,

maka pa nilik bmng bqhak l$iSar setelah dia tib di pan,'-
kami menggunakan hadits ini, bila stafusnya slnhih.

Hadits ini memberi isyarat, bahwa jika seseorang mencegat
dagangan lalu membelinSa, jual beli tersebut diperbolehkan. Hanla
saja, pemilik dagangan begitu tiba di pasr berhak kh@. Sebab,
pencegatan pedagang ketika dia mernbeli dari penduduk
pedalaman sebelum sampai di tempat para konsumen, menrpakan
tindakan ghamr dari pihak pembeli agar dia mendapatkan harga
murah.

Ketika pernilik barang sampai di pasar, dia berhak l<hilnr
unfuk menenrskan jual beli ifu atau membatalkannya. sernentara,
pencegat tidak berhak ldripf karena dia pihak yang melakukan
ghanr, bukan kortan gharar.

224 ll et urj*u'SyarahAt Muhadzdzab



Al Allamah hnul Qatryim dalam kitabnya, Ath-Thuruq Al
Hukmgryah fi As-Siyaasah Asy-Syar'i5ah, menulis: Termasuk

tindakan mungkar yaifu mencegat barang dengan sebelum sampai

di pasar. Nabi $ melarang tindakan tersebut, karena mengandung

ghanr bagi pihak penjual. Penjual juga belum mengetahui harga

pasar, lalu pencegat membelinya di bawah harga tersebut.

Oleh sebab itu, Nabi $ menetapkan khiyar bagi pedagang

begitu dia tiba di pasar. Tidak ada perbedaan ulama tentang

penetapan khryar bagi penjual yang tertipu oleh ulah pencegat.

Sedangkan penetapan khilnrdalam kasus yang sama tanpa unsur

penipuan harga, berdasarkan ketemngan dari Ahmad terdapat dua

riwayat pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Penjual berhak khiSnr.

Demikian pendapat AsySyafi'i, berdasarkan bunyr zhahir hadits

tersebut.

Riwayat Pendapat Kedua: Penjual tidak berhak khi5ar,

ketika dia rugi.

Oleh sebab itu, khiyar diberikan kepada pembeli yang

memberikan kebebasan harga (mustarcil, ketika dia tertipu dalam

iual beli. Dalam sebuah hadits disebutkan , q h#t 't " Tiprcn

onng lang memberil<an kebebasan harga adalah ifu." Hadits ini

memiliki dua penafsiran:

Penafsiran Pertama: Orang grang tidak mengetahui harga

barang.

Penafsiran Kedua: Keterangan yang diriwaSratkan dari

Ahmad, yaifu orang yang tidak meminta pengurangan harga,

jush.r membebaskan harga pada pihak peniual, dengan redaksi

"Berikan barang ini padaku."

AI Majmu'SyuahAl Muhadzdzab ll ,r,



Para pedagang di pasar tidak boleh menjual kepada orang
yang meminta pengurangan harga dengan harga yang berbeda
dengan bamng yang dijual kepada orang yang membebaskan
harga. Praktik ini perlu diwaspadai oleh pengendali stabilitas harga
(waliwl hisbahl. Tindakan seperti ini juga sama dengan mencegat
barang sebelum sampai pasar. sebab, orang 5rang datang ke suafu
tempat tidak mengetahui harga barang di sana.

hnul QaWim menyatakan: Temasuk dalam kasus ini juga
adalah, pencegatan di tengah jalan terhadap barang kiriman dari
daemh lain l,ung dilakukan oleh jernaah haji yang awam.
Sebelumnya mereka telah mengunjungi berbagai tempat, unfuk
membeli makanan dan pakan, kemudian menjualnla kembali
sesuai kehendak mereka. Pengendali stabilitas harga mencegah
mereka dari tindakan tersebut sampai rombongan dagang masuk
pasar.

Pencegahan ini penting dilakukan derni kemaslahatan
kafilah dagang dan kebaikan pengimpor barang. Apabila jamaah
haji telah membeli sesuafu dari barang tersebut, mereka dilarang
menjualn3a kembali dengan harga sangat miring. oleh karena
itulah, Nabi $ melarang penduduk kota berjualan kepada orang
pedalaman- "Biarkan orang-orang. Allah mengamniai sebagian
mereka rezelf dari sebagian yang lain."

DitanSpkan kepada hnu Abbas, apa arti saMa beliau
'Penduduk kota tidak boleh berjualan kepda onng pdalaman?"
Beliau menjawab, 'Tidak boleh ada makelar." Larangan tersebut
karena praktik ini merugikan pernbeli. Ketika orcmg yang
bermukim diberi kevuenangan oleh pendatang unfuk menjual
produk yang dibutuhkan oleh orang banlak, sdang si pendatang
tidak mengetahui harganya, tenfu penvakilan ini akan merugikan
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pihak pembeli, seperti halnya larangan mencegat barang dari luar

daemh, karena dapat merugikan pihak penjual.

Menurutku (Al Muthi'i), Pendapat jumhur ulama itu
berdasarkan bunyr zhahir hadits. Mereka menuturkan, bahwa

mencegat kafilah dagang tidaklah diperbolehkan. Namun, jumhur

ulama madzhab berbeda pendapat, apakah larangan ini

berimplikasi hukum haram atau han5n makruh saja?

hnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa

beliau memperbolehkan pencegatan kafilah dagang. Al Hafizh

Ibnu Hajar memberikan catatan, bahwa keterangan yang terdapat

dalam kitab-kitab ulama fikih Hanafi yang menyebutkan bahwa,

mencegat kafilah dagang dimakruhkan dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: Pencegatan ini merugikan penduduk

setempat.

Kondisi kedua: Menimbulkan gejolak harga pasar.

Penggunaan kata Ar-Rukbaan pada sebagian riwayat

menyimpang dari mayoritas riwalnt Srang ada. Hukum pedagang

yang berjalan kaki dengan pedagang 5nng berkendaraan, sama;

tidak ada bedanya. Dalil kami adalah hadits Abu Hurairah tersebut.

Hadits ini berisi larangan mencegat barang yang masuk dari luar

daerah, tanpa ada perbedaan. Demikian juga hadits hnu Mas'ud

tersebut, yang menyebutkan larangan mencegat dalarn jual beli.

Kami telah menjelaskan pendapat Ibnul Qayyim tentang

khiSnr dalam kasus ini. Ketemngan tersebut diperjelas oleh

pemyataan hnu Daqiq Al lid dalam S5nrh Umdah Al Ahl<am,

bahwa mencegat kafilah dagang termasuk praktik jual beli Snng

dilarang, karena merugikan berbagai pihak. P,mktiknya adalah,
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yaitu seseorang mencegat kafilah yang membau,ra barang
dagangan, lalu membelinya sebelum mereka tiba di suafu daerah,
dan baru mengetahui harga barang tersebut. Dalam permasalahan
ini, ada tiga bahasan:

Pertama: Haram. Apabila pencegat mengetahui larangan
praktik ini dan dia sengaja melakukannya, maka hukumnp haram.
jika seseorang keluar dari suatu daerah karena pedagang tidak
sempat melayanin5a, lalu dia melihat kafilah dagang
mendekatinya, lantas dia membeli dari mereka, mengenai dosa-
tidak perbuatan ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-syafi,i
menumt kalangan ulama fikih Asy-syafi'i. pendapat png paling
diunggulkan menlntakan bahwa, praktik tersebut dosa.

Kedua: sah atau batalnya jual beli tersebut. Menurut Asy-
syafi'i, jual beli ini sah, sekalipun pelakunp berdosa. Menurut
ulama Sang lain, praktik jual beli di atas batal. Dasamya adalah,
bahwa larangan tersebut berimplikasi rusaknya objek yang
dilarang.

sementara ifu, landasan argumen Asy-syafi'i adalah, bahwa
larangan ini tidak difujukan kepada akad jual beli ini. Menurut Asy-
Syafi'i, pencegatan barang yang masuk dari luar, tidak menodai
mkun dan qlarat jual beli. Dia hanya merugikan kafilah dagang,
tidak sampai mencederai jual beli ifu sendiri.

Ketiga: Penetapan lfityar bila tidak ada unsur ghanrbag
kafilah dagang. Andaikan mereka mengetahui harga barang, maka
penjual dalam hansaksi ini tidak berhak t<hgar. Jika tidak
dernikian, di sini terdapat rincian kasus.

Apabila pihak pencegat membelinya dari kafilah dengan
harga Srang lebih murah, mereka berhak khil,rr.Keterangan yang
dikemukakan oleh sebagian penulis "pencegat menginformasikan
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harga yang tidak tepat kepada kafilah," bukan syarat penetapan

khisar.

Jika pencegat membeli dengan harga standar daerah

tersebut atau dengan harga yang lebih tinggi, mengenai penetapan

khi5nr bagi kafilah dagang, menurut ulama fikih Asy-Syafi'i

terdapat dua pendapat ulama: Sebagian mereka memperhatikan

aspek ketiadaan alasan pelarangan tersebut, yai,}l.t ghanr darr

kerugian. Jadi, mereka tidak berhak khigr.

Sebagian yang lain menitikberatkan pada redaksi hadits

yang menetapkan khigr ba$ kafilah dagang- Jadi, mereka

memahami bunyi tektual hadits, tanpa memperhatikan pesan yang

terkandung di dalamnSa.

Apabila kita menetapkan khiinr baE kafilah tersebut,

apakah khiyar ini berlaku saat itu saja? Atau berlangsung sampai

tiga hari? Ulama fikih AsySyafi'i berbeda pendapat dalam masalah

ini. Menurut pendapat 5rang paling unggul, bahwa khiSar tersebut

berlaku saat itu juga.

Sedangkan redaksi, "sebagian kalian tidak boleh menjual

atas penjualan yang lain," penafsiran pemSntaan ini dalam

madzhab adalah, seseorang membeli sesuafu, lalu penjual yang lain

membujukn5a unfuk membatalkan jual beli tersebut, dan menjual

barang yang lebih bagus padanya dengan harga yang lebih murah-

Semakna dengan praktik jual beli di atas, yaitu membeli

atas pembelian pihak lain. Gambarannya adalah, seorang pembeli

membujuk seomng penjual agar membatalkan akad dengan pihak

lain dengan tujuan membelinya dengan harga lebih tinggi-

Dua model jual beli di atas hanya terilustasikan dalam akad

jual beli kepada kondisi 5nng diperbolehkan dan sebelum terikat
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akad. Sebagian ahli fikih mengilustrasikan dan men-takhsis
larangan ini dengan kondisi ketika tidak terjadi kerugian yang
parah- Jika pembeli mengalami kerugian yang besar, dia berhak
menyampaikan hal tersebut kepada pihak penjual, unfuk
membatalkan jual beli dan menjualnya dengan harga yang lebih
murah. semakna dengan praktik ini pula, gaifu; pihak penjual
mengalami kerugian lalu pihak ketiga membujuknya untuk
membatalkan jual beli, dan dia membelinya dengan harga yang
lebih tinggi.

hnu Abdil Barr menjelaskan, bahwa Malik dan ulama fikih
Malikiyah menafsirkan praktik menjual atas penjualan pihak lain
dengan "menawar atas penawaran pihak lain." pmktiknya adalah,
calon pembeli memegang dagangan unfuk dibeli, ralu penjual yang
lain berkata, "Biarkan dia, aku akan menjual barang yang lebih
bagus dan lebih murah darinya." Atau, si calon pembeli berkata
kepada pemilik barang, "Mintalah dia unfuk mengembalikan
barang ifu, aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih
tinggr."

Pengharaman praktik ini, menurut ulama fikih Asy-Sgrafi'i,
haruslah memenuhi dua syarat:

Syamt pertama: Adanya penetapan harga. Terkait barang
yang dijual kepada orang yang berani membayar dengan harga
tinggr (lelang), penawar kedua mengajukan harga png rebih tinggi
dari penawar sebelumnya.

Syarat kedua: Ada keridhaan yang secara lugas
dikemukakan oleh para pihak yang menawar (peserta lelang).

Apabila ditemukan indikator keridhaan dari pemyataan
yang tidak lugas, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
syafi'i. sementara diam tanpa mengeluarkan pemyataan ridha,
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maka itu bukanlah indikator kerelaan, menurut mayoritas ulama

fikih Asy-Syafi'i.

Redaksi, "Apabila praktik ini telah ditetapkan." Pem5rataan

Rasulullah pada hadits di permulaan bab, l*$ l "Jangan kalian

melakul<an najasy," termasuk objek larangan karena unsur

merugikan, sebagaimana kami tetapkan di muka. Yaihr, menaikan

harga barang yang dijual untuk mengelabui calon pembeli, padahal

dia menyukai barang tersebut.

Sebagaimana telah aku sampaikan kepada permulaan bab

perihal perbedaan ulama seputar etimologi kata najasy. Safu

sumber menyebutkan, bahwa kata najasy berasal dari makna

"pengamh," sebab pelaku naiasy mempen[Fruhi kecenderunspn

orang yang mendengamya untuk menaikkan penawarem- Seolah-

olah kata ini berasal dari frase, "Menggiring binatang liar dari satu

tempat ke tempat lain."

Sumber lain menyebutkan, bahwa makna dasar kata naiasy

memuji dan menlnnjung sesuafu secara berlebihan- Tidak

diragukan lagi, bahwa perbuatan ini haram sebab mengandung

tipuan.

Sebagian ahli fikih mengemukakan, bahwa jual beli dalam

praktik ini batal. Sementam menurut madzhab Asy-Spfi'i, jual beli

tersebut sah namun pelakunya berdosa. Demikian pendapat

madzhab Hanafi.

Redaksi Asy-Syafi'i berbunyi, "Siapa saja yang melakukan

najash, maka dia bermaksiat akibat tindakan ifu, jika mengetahui

larangannya. Sementara jual belin5n tetap sah, tidak batal oleh

perbuatan maksiat pelaku najasy."
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Sementara itu, penetapkan khiprbagi pihak pembeli yang
tertipu oleh tindal<an najasy. Menurut As5r-syaf i *s, dia tidak
berhak khtlar jika najasy ini tidak timbul akibat kesepakatan
dalam jual beli.

Cabang: Jual beli orang kota kepada orang pedalaman,
juga termasuk jual beli yang dilarang karena unsur darurat.
Ilustasinya sebagai berikut:

Seorang badui (pedalaman) atau orang dusun membawa
barang dagangan ke suafu negeri unfuk menjualnp dengan harga
hari itu, dan setelah itu \embali. Tiba-tiba seorcng penduduk
daerah ihr menghampirinSn lalu berkata, "simpan barang
daganganmu di tempatku. Aku akan menjualkannya secara
be*ahap dengan tambahan harga." Tindakan ini menrgikan
penduduk daerah tersebut, dan haram jika si pelaku mengetahui
larangan ini.

sebagian ahli fikih dari ulama fikih Asygafi'i dararn kasus
ini mengernukakan, bahwa sSarat pengharaman tersebut jika harga
barang 3nng masuk ke daerah itu telah jelas. Apabita harganya
belum jelas, karena jumlah barangnla yang berdar di daerah
tersebut sangat banlak, atau karena sedikitqn bahan makanan
yang masuk dari luar daerah, maka mengenai keharaman praktik
ini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySpfi'i.

salah sahr pendapat ulama fikih Aqrsdi'i memperhatikan
pada bunyr zlnhir lafal, sedang pendapat ulama fikih Asy-syafi'i
yang lainnSn mengaqr pada substansinya: yaifu tidak adanya unsur
kemgian, hilangnya kannfungan atau laba bag maqnrakat.
Substansi ini tidak ditemukan dalam praktik di atas.

ZgZ ll n Uoj^u'SyarahAl Muhadzdzab



Ulama fikih Asy-Syafi'i luga mensyaratkan barang tersebut

merupakan jenis yang dibutuhkan oleh banyak orang' bukan

komoditas yang dibuttrhkan segelintir orang. Apabila orang kota

membujuk orang pedalaman untuk melakukan praktik tersebut,

jika orang pedataman mengiyakan bujukannya, maka itu tidak

masalah.

Seandainya orang pedalaman ini meminta saran kepada

orang kota, apakah orang kota mesti menlnrankan orang

pedalaman untuk menimbun barang dan menjualnya s@ara

bertahap? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih As5r-Syafi'i.

Perlu diketahui, kebanyakan hukum kasus ini berujung pada

pertimbangan substansi dan mengikuti lafal secara tekstual. Akan

tetapi, sebaiknya mencermati pula substansi dari sisi kejelasan dan

kesamarannya. Jika substansi praktik jual beli ini begitu jelas, maka

tidak masalah mengikuti dan digunakan unfuk mengkhususkan

atau mengumumkan nasrl sesuai kaidah para pakar qiyas-

Sebaliknln, iika substansi pral<tik ini samar dan hanya

sedikit jelas, maka mengamalkannlp secara teksfual lebih utama.

Adapun slarat png dikemukakan oleh ulama fikih AsySpfi'i,
bahwa penduduk daerah ifu meng[nkan praktik tersebut,

pendapat ini tidaklah kuat, sebab lafal itu tidak mengindikasikan

hal tersebut, begifu juga substansinp tidak menjelaskan dernikian.

Kerugian tersebut gang dijadikan alasan pelarangan iaul beli ini,

tidak bisa dibedakan dengan ada tidaknp permintaan penduduk

pedalaman secara jelas.

Sementara s5arat bahan makanan yrang diperiualbelikan

dibuhrhkan oleh mayoritas orang, berada dalam di tengah-tengah,

yaihr antara jelas dan tidak jelas. Sebab, mungkin saja praktik ini

dilakukan sekadar unfuk menjaga keunfungan para calon
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konsumen, sebagaimana diisyaratkan dalam alasan pelarangan jual

beli ini. Demikian ini tercantum dalam sabda Rasulullah $, lF

,# ;y i42;i 8, U:tr ag, "Biarkan orang-orang t,ng sebagian

mereka diben rezeki oleh Allah dai sebagian tang kin." Hadits
riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari Jabir.

Dernikian juga persyaratan barang yang masuk dari luar
daerah harus jelas harganya. Maksudnya adalah, tingkat
kejelasannya di tengah-tengah (harga standar), seperti kami
kemukakan dalam kemungkinan jual beli ini hanya untuk
menghilangkan keunfungan dan pendapatan penduduk suafu

daerah.

Sebagian syarat-syarat ini didukung oleh dalil s5ar'i, seperti
syarat -lrang kami sebutkan- mengetahui lamngan jual beli.

Syarat ini sudah cukup jelas.

Sebagian qnrat di atas mempakan hasil istinhth hukum
dari substansi praktik di atas. Jadi, dia telah menyimpang dari
kaidah ushul. Yaitu, ketika suatu substansi disarikan dari aasfi dan
dia merujuk padanya dengan hal yang khusus. lantas apakah
penetapan qrarat seperti di atas sah atau tidak? Masalah ini telah
jelas dengan mempertimbangkan beberapa syarat grang telah kami
kenrukakan.

Dernikian keterangan yang dikemukakan oleh hnu Daqtq
Al lid dalam SWrh Undah Al Ahkaam.

2g4 ll A roi^u'SyarahAt Muhadzdzab



Ringkasan Madzhab Para Imam Besar Seputar
Kasus Mencegat Kafilah Dagang

Kami telah paparkan, menumt ma&hab kami larangan

mencegat kafilah dagang tidak lain untuk melindungi hak

pedagang, agar tidak dirugikan oleh oknum pencegat, karena dia

tidak mengetahui harga di daerah itu.

AsySyafi'i & menlatakan: Apabila sampai terjadi jual beli,

maka pemilik barang berhak atas khiyar. Dia boleh menenrskan

jual beli ini atau membatalkannya.

Malik g berpendapat: Tujuan pelarangan praktik ini untuk

melindungi para pedagang di pasar, agar oknum pencegat tidak

seenaknya menumnkan harga barang tanpa pengetahuan

pedagang pasar.

Malik berpandangan, bahwa tidak seorcrng pun

diperbolehkan membeli barang dagangan dari kafilah sebelum

memasuki pasar. l-arangan ini berlaku iika pencegatan dilakukan di

dekat pasr. Jika terjadi jauh dari pasar, maka pembelian ini tidak

masalah.

Batas jarak dekat, menurut ma&hab Malik, adalah sekitar 6

mil. Malik juga berpendapat, bahwa iika sampai teriadi jual beli

dalam kasus ini, maka jual beli ini diperbolehkan. Akan tetapi,

pihak pembeli dan pedagang pasar ini memiliki bersama barang

yang dibeli tersebut, lEng semestinya barang ini diperiuahelikan di

pasar itu.

Al Khirasyi mengernukakan dalam ssprhuh Ala Mukhbslnr

Khalil, saat menanggapi pemyataan Khahl "Seperti mencegat
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barang dagangan atau pemiliknya, seperti mengambil barang di
suahr daerah dengan sifat tertenfu."

Maksudnya adalah, dilarang mencegat barang dagangan
yang dibawa ke suafu daerah bersama pemiliknya sebelum masuk
pasar atau sampai ke daerah tersebut -jika di sana tidak terdapat
pasar- atau mencegat pemilik barang setelah barang sampai di
pasar (atau daerah yang dituju) sedang pemiliknya belum tiba; atau
pemiliknya sudah tiba di pasar sementara barangnya belum masuk
pasar, seseorang lalu mencegat dan membelinya. Praktik ini sama

dengan larangan mengambil barang di suafu daerah dengan sifat
tertenfu dari pemiliknya yang bermukim di daerah lain.

Masih diperselisihkan, apakah larangan pencegatan
tersebut sekadar menumt perintah stnn' (ta'abbual atau
berdasarkan alasan yang logis. Berangkat dari statemen ini,
apakah hak ini menjadi milik penduduk daerah. Demikian
pendapat Malik; atau bagi pihak mengimpor barang, ini pendapat
Asy-Syafi'i. Pendapat terakhir ini lebih utama, menunrt lbnu Al
Arabi.

Khalil mengemukakan, "Jual beli ini tidak batal."
Maksudnp, jual beli yang terjadi dari pencegatan kafilah dagang
statusnla tdaklah batal.

hnu Al Mawwaz menufurkan, bahwa pernyataan Malik
tentang pembelian yang dilakukan oknum pencqat masih
diperselihkan ulama. Ibnu Al Qasim meriwa3ntkan dari beliau,
bahwa di pembelian ini dilarang. Jika dia kernbali melakukan hal
yang sama, maka dia dikenai sanksi, namun barang yang telah
dibelinya tidak boleh disita.

Al Maziri berpendapat, bahwa yang demikian inilah, yang

merupakan pendapat yang masyhur.
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Iyadh meriwayatkan dari Malik dan mayoritas ulama fikih

Malik, bahwa barang yang dibeli dari tindakan pencegatan

ditawarkan kepada para pedagang di pasar. Jika di daerah tersebut

tidak terdapat pasar, maka barang sitaan ini ditaunrkan kepada

penduduk di sana, sehingga dia dapat dimiliki bersama oleh siapa

pun yang mau membelinya.

Al Khirasyi 4b mengemukakan9,

Perlu diperhatikan, penlusun (Asfsyirazi) tidak

menyebutkan dalam kasus ini, bahwa oknum pencegat dikenai

sanksi. Memang, beliau memutuskan tindakan tersebut dilarang

dan jilo pelaku mengulanginln, maka dia dikenai sanksi-

Konsekuensi dari pemlntaan ini adalah, pernbelian pertama kali

yang dilakukan oknum pencegat tidak dikenai sanksi, sekalipun dia

tahu pertuatan ini haram.

Statemen di atas menyalahi pemlntaan AqrSyirazi bahwa

Imam Asy-$nfi'i memberikan maaf kepada si pelaku karena ihr

terkait dengan maksiat kepada Allah atau dengan hak adami-

Selanjutnp, keterangan di atas mernbututrkan rusrl yang

menetapkan sanl$i dalam kasus ini, karena engkau tahu si pelaku

dalam kondisi khusus. Jadi, pemyataan bahun AsySyairazi tdak

perlu menyebutkan nash tercebut dengan keterangan sebelumnla,

kurang tepat.

Menurutku (Al Muthi'i): Sebelumnp telah

dikemukakan pendapat Malik &b, bahwa pencegatan kafilah

dagang 5nng diharamkan dalam syariat adalah, iika itu dilakukan

e l-ihat Sgrh A,I(himsyi Ah Mukhbshar Klnbl, 'ilid V, hlm. 84- Buku ini

merupakan kitab induk kalangan madzhab Maliki.
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dekat pasar. Batasan dekat ini menurut Malik, adalah jarak 6 mil.
Perlu kami perjelas, jarak 6 mil ini diperbolehkan untuk mencegat
kafilah dengan beberapa syarat:

1- Tempat tinggal atau desa orang yang mencegat berada jauh
di luar daerah tempat pengimpor barang, sekitar 5 mil.

2. Pelaku membufuhkan barang tersebut karena dorongan
yang kuat dalam dirinya.

3. Tujuan pencegatan barang ini unfuk dijual kembali.

4. larangan semakin keras bagi orang yang berada kurang
dari 6 mil dari daerah pengimpor, sekalipun dia
membelinya karena dorongan yang kuat dari dirinya.

5. Pencegat yang membeli barang dari kafilah 1nng jaraknya
Iebih dari 6 mil sampai dengan dua hari perjaranan, dia
boleh melakukan juar beri ifu, tanpa perbedaan pendapat.
Pencegatan yang melebihi jarak ini tidak dikategorikan
tindakan Snng dilarang, sekalipun unfuk fujuan juar beli.

6- Keluar menuju perkebunan unfuk membeli buah atau
produk lainnya !/ang mengakibatkan si pemilik kebun
merugi dengan pemilihan penjualan, tidak dikategorikan
pencegatan. Demikian pula membeli bahan makanan dan
lainnya di pantai (pelabuhan) yang masih berada di kapal
barang. Lain halnya jika tindakan ini menimbulkan bahaya
dan kerusakan, seperti penimbunan barang. Bahasan ini
akan dipaparkan secara panjang lebar oleh ulama fikih
Maliki- Allah lah yang patut dipuji atas segala nikmat-Nya.

Selanjutrya, para ulama besar berbeda pendapat, apakah
oknum pencegat ini berhak atas khryar secara muflak? Atau
dengan rr.Ta jual beli yang dilakukannya rugi? urama madzhab
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Hanbali senada dengan pendapat pertama. Dimana itu merupakan

pendapat yang paling shahih menurut ulama fikih Asy-Syafi'i-

Demikian menurut pendapat yang diunggulkan. Secara zhahir,

larangan tersebut disebabkan sifat yang datangnya dari penjual dan

juga mampu menghilangkan bahaya darinya, serta melindunginya

dari penipuan.

Ibnu Al Mundzir mengemukakan: Malik beralasan tentang

pelarangan tindakan ini, yaitu untuk menjaga kepentingan para

pedagang di pasar, bukan untuk melindungi pemilik barang. Para

ulama Kufah dan Al Auza'i sependapat dengan beliau. Hadits

tersebut menjadi hujjah bagi Asy-Syafi'i, karena beliau menetapkan

khiyarba$ penjual, bukan bagi penjual di pasar.

Malik dan ulama yang sependapat dengan beliau berhujjah

dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat 5rang melarang

mencegat barang dagangan sebelum masuk pasar- Riwayat ini

bukan dalil bagi klaim mereka, karena mungkin saja dia dituiukan

untuk melindungi kepentingan penjual. sebab, ketika kafilah telah

masuk pasar, mereka pasti mengetahui harga barang, sehingga dia

tidak akan tertipu.

Bisa juga dikatakan, alasan pelarangan pencegatan barang

yaitu untuk melindungi kepentingan pdagang, dimana

kepentingan pedagang itu adanya di pasar.

hnu Rusyd dalam Bidayah Al Muitahid wa Nihagh Al
Muqtashid menyatakan:

Dalam memahami alasan pelarangan mencegat kafilah

dagang untuk melakukan transaksi jual beli, para ulama befrda
pendapat.
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Malik berpendapat: Sasaran larangan tersebut adalah para
pedagang di pasar, agar oknum pencegat tidak menetapkan harga
semaunya dengan harga murah tanpa sepengetahuan para
pedagang- Beliau menegaskan, seorang pun tidak boleh membeli
barang dagangan dari kafilah sebelum tiba di pasar.

Demikian ini jika pencegatan dilakukan di dekat
pasar-Namun jika jauh dari pasar, maka itu tidak masalah. Batas
jarak dekat ini, menurut pendapat madzha4 yaihr sekitar 6 mil.

Apabila terjadi jual beli, maka itu diperbolehkan, tetapi
pembeli dan pedagang pasar memiliki bersama barang tersebut, di
mana semestinya transaksi itu berlangsung di pasar-

AsySyafi'i berpendapat: Tujuan pelarangan ini tidak lain
untuk melindungi penjual, agar dia tidak tertipu oleh oknum
pencegat, sebab penjual (kafilah dagang)tidak mengetahui harga di
daerah tersebut.

Asy-Spfi'i menambahkan, bahwa jika terjadi hansaksi jual
beli antara pihak pencegat dan kafilah dagang, maka pemilik
barang berhak atas khgan dia boleh melanjutkan jual beli atau
membatalkannln-

Pendapat Asy-Syafi'i ini tercanfum dalam hadits Abu

Hurairah yang shahihdari Rasululuh #. Beliau bersaMa, ,fr1
oi;, ,_5 ,tt )w\'+tat is "pts 

t6u$ bi ,4eJt ,Jansan

mencegat banng 5ang masuk ke suatu daemh (al-jatab). siapa saja

tnng mencqat squafu lalu membelin5n maka pemilik banng
berhak khigr begitu sampai di pasar.'Hadits ini merupakan
riwayat Muslim dan yang lainnya.
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Menurutku (Al Muthi'i): Hadits di atas juga

diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya. At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan hnu Majah dari Abu Hurairah {&. Al Bukhari, Abu

Daud, dan An-Nasa'i meriwalntkan hadits berikut,

t#r
bk|'ts eq lkti,lS F.I

,'&$;lr)l

4 t €:* e'tsp$W
kv d'ts

b1 '$3. i*h ie # w6.t ,/j

oio
'/ Lr

Gvj t^t I ei F, :;y,qEd WJ :ty W

"Jangan mencqat kafilah dagang unfuk jual beli. Sebagian

kalian tidak boleh menjual atas penjualan sebagian Sang lain.

Jangan melakukan najasy. Onng kota frdak boleh berjualan

kepada oftng pdalaman. Jangan menyewakan kambing unfuk
dimanfaatkan susunya. Siapa saja yang membelinja, dia berhak

atas dua pertimbangan terbaik setelah memenhnja. Jika suka, dia

mempertahankann5n; jika tidak suka, dia mengembalikanryn

berikut safu sha'kurma kqing.'

Dalam Ash-Shahihain png bersumber dari hadits lbnu

Abbas s@ara marfu'disebutkan, 3^bV &'li #t't lt tiis I
28, 'Jangan l<amu mencqat kafilah dagang; dan onng kob tidak

boleh berjualan kryda onng pdalaman. "
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Perlu diketahui, tidak boleh mencegat kafilah dagang untuk
menjual barang, sama seperti larangan membeli dari mereka.
Alasannya, unfuk melindungi hak pengimpor barang, para
pedagang pasar, atau seluruh pihak yang berkepentingan. Afuran
ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari

dengan redaksi, e.-'lS 
,Jangan menjual'. thlimat ini mencakup

"membeli" dan "menjual." Secara zhahir larangan tersebut dalam
bab ini, tidak membedakan antara pencegat yang lebih dahulu
mengajukan pembelian, penjualan, atau sebaliknya.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mensyaratkan larangan
tersebut, jika pencegat menjadi pihak yang menuntut (pernbelian
atau penjualan). ulama fikih Asy-syafi'i yang lainnya mensyaratkan
pencegat memang bemiat melakukan tuansaksi dengan kafilah
dagang.

Ulama Asy-Syafi'i yang lainnya mengajukan syarat oknum
yang mencegat adalah pihak pengimpor ltang menunfut
pembelian, penjualan, atau sebaliknya. seandainya seseorang
keluar dari daerahnya untuk men5rambut pihak pengimpor, atau
berlibur, atau unfuk keperluan lain, kemudian bertemu dengan
kafilah dagang dan terjadi jual beli dengan mereka, transal<si ini
tidak dilarang.

Ulama yang mempertimbangkan substansi praktik di atas,
tidak mernbedakan kondisi pencegat. Inilah pendapat yang lebih
sha h ih, menurut Asy-Syafi' i.

Sementara ihi, Imam Al Haramain mensyaratkan larangan
ini, jika oknum pencegat memalsukan harga di daerah itu dan
membeli barang dari kafilah dengan hqrga yang lebih rendah dari
harga standar.
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Al Mutawalli dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'ilo

mensyaratkan, pencegat menginformasikan bahwa unfuk masuk

pasar (atau suatu daerah) kafilah dagang harus membayar retibusi
yang tidak kecil. Sementara itu, Asy-Syirazi r$, mensyaratkan

pencegat menginformasikan bahwa bamng yang mereka bawa

tidak marketable.

Asy-Spukani menyangsikan seluruh syarat ini. Menurut

beliau, syarat-qnrat tersebut tidak dilandasi dalil nash- Statemen

Asy-S5aukani dan pemlntaan yang senada dengannya

memunculkan asumsi, bahwa para mujtahid ma&hab

menyimpulkan suatu pendapat berdasarkan hawa nafsu mereka.

Pemyataan ini jelas keliru. Seorang yang meneliti redaksi larangan

mesti berusaha menafsirkannya, jika dia unfuk melindungi penjual

atau para pedagang pasar dan bentuk interaksi apa pun. Redaksi

larangan lebih membufuhkan penjelasan. Selain itu, secara zhahir

larangan juga memunculkan beragam masalah, baik yang singkat

maupun yang panjang. Demi}oan zhahir pemlntaan ulama fikih

Asy$afi'i.

Berkenaan dengan batas minimal lokasi pencegatan,

sebagian ulama fikih Maliki menyebutkan; satu mil. Sebagian png
lainnya; dua farsakh. Ulama yang lain berpendapat; dua hari

perjalanan. Ada juga yang berpendapat; perialanan lang
memperbolehkan shalat qashar. Pendapat terakhir didukung oleh

Ats-Tsauri.

Sementara awal pencegatan, menunrt safu pendapat adalah

di bagian luar pasar, sekalipun masih berada di dalam wilaph
suatu daerah. Pendapat png lain menyebutkan, berada di luar

10 Kata "Ashab" atau "Ashab kami" yang disebutkan di tengah kalimat yang

dimaksud adalah para imam dari kalangan ahli fikih madzhab tertentu.
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batas daerah. Demikian pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i kami.
Pendapat pertama didukung oleh Ahmad, Ishaq, AI Laits, dan
Malikiah.

Pemyataan Asy-Syairazi &, "Karena ini mengandung
penipuan dan ghanr" Tadlis (penipuan) yaitu penjual

menyembunyikan atau merahasiakan kemsakan barang kepada
pihak pembeli. Satu sumber menyebutkan, kata dalasa dalsan
mengikuti pola dharaba-yadhribu, namun bentuk mudhabf.
dallasa-ytdallisu lebih populer digunakan.

Al Azhari mengungkapkanr Aku mendengar orang badui
Arab berkata, Iaisa li ft al amri walsun wa la dalasun "Dalam

unrsan ini aku tidak berkhianat dan tidak bohong." Kata dulsah
juga bermakna "tipuan." hnu Faaris meneftrngkan, bahwa kata ini
berasal dari kata Ad-Dals, artinya "kezhaliman."

Sementara tadlis menurut para muhadits tertagi menjadi
lima macam:

1. Tadlis dalam sanad, yaifu perawi yang merirra3ratkan

dari bertagai generasi yang belum pemah
menlnmpaikan hadits kepadanya dengan menggunakan

redaksi yang mengisyaratkan adanya hubungan sanad,

seperti kata An, Anna, dan Qaala-

Ketika seorang periwayat men5ratakan sesuatu

dari fulan, maka jika dia meriwayatkannya dari
seseorcmg yang tidak segenemsi atau sezatnan

dengannya, dan terbukti dia belum pemah bertemu
dengannya, maka kita pastikan rivualat tersebut terputus
(munqathil.
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Sebaliknya, jika periwayat segenerasi dengan

sumber berita, -dan kita tidak tahu apakah dia pemah

bertemu dengannya atau tdak, atau kita tahu dia

pemah bertemu dengannya, tetapi si periwayat seorang

mudallir maka kami menangguhkan riwayatnya dan

tidak memutuskan ke-muttashilarrnya, kecuali periwapt

tersebut memastikan adanya pertemuan dan

penyampaian hadits.

2. Tadlis terhadap guru. Periwayat menyebutkan gurunya

atau guru dari gurunya dengan nalrla, kun5nh, atau

julukan yang tidak populer dan tidak terkenal. Tindakan

ini merupakan penyamaran identitas lrang men- dha'if
kannya. Praktik kdlis seperti ini oleh para muhadits

diperjelas dalam berbagai kasus, karena ada praktik

hdlisyargharam, dan ada juga yang makruh.ll
3. Tadlis At-Taswi5y;ah Yaitu periwapt menggugurkan

selain gurunla karena dia dha'if abru anak kecil,

sehingga rangkaian sanad hadits tersebut tsiqah dan

periwayat tsiqah.

4. Tadlis Al Athaf, Misalnya periwayat menggunakan

redaksi "fulan dan fulan menceritakan kepada kami,"

padahal dia tidak mendengarkan hadits dari fulan kedua-

Artinln, dia udak mendengarkan hadits dari periwayat

setelah kata sambung.

5. Tadlis As'Sukuut, Yaitu periwayat mengatakan,

"menceritakan kepada kami atau aku mendengar,"

kemudian dia diam lalu berkata, "Dan Hisyam bin

Urwah atau Al A'masy," agar menimbulkan asumsi

rr Lihat buku kami, Tabsith l)luum Al Hadia wa Adaab Ar-Rimgal bagian dari

buku berseri Ragh r4s-1unnah.
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bahwa dia mendengar hadits dari dua orang ini, padahal

tidak demikian.

Selanjutnya, gharar secara bahasa berarti "memperdayai,"

seperti kalimat gharruthu addunSm "Dia telah benar-benar

terpedaya oleh dunia." Fa h\p ghuruur (Dia memperdayai),

seperti l<ata Rasuul, benfuk isim fa'luntuk makna hiperbola.

Ghanr dalam terminologi ahli fikih adalah, setiap jual beli

yang dapat merugikan pihak pembeli. Dalilnya adalah hadits Abu

Hurairah yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain Al
Bukhari: Rasulullah ,$ melarang jual beli hashaf dan jual beli

gharar. Didukung oleh hadits hnu Mas'ud yur,g diriwayatkan oleh

Ahmad. Dalam riwayat hadits ini terdapat Yazid bin Abu Ziyad,

dari Al Musa54,rab bin Rafi'.

Al Baihaqi berkomentar: Ada keterpufusan antara Al
Musayryab dan AMullah. Pendapat 5rang shahih adalah, bahwa

hadits di atas di-mauqufkan kepada Ali bin Mas'ud, sebagaimana

keterangan Ad-Daruquthni dalam N llal, Al lGathib, dan Ibnul

Jauzi. Redaksinya berbunyi, "Jangan membeli ikan yang masih ada

dalam air, larena ini ghamr.'

Abu Bakar bin Abu Ashim meriwayatkan sebuah hadits

martu' dari Imran bin Hushain. Hadits ini berisi larangan menjual

ikan yang masih dalam air. Hadits ini mernperkuat hadits

sebelumnla.

Pada permulaan pembahasan jual beli, dalam SSarh Al
Muhadzdab, telah dipaparkan penjelasan dan rincian tentang jual

bek hashaf. Praktiknya, seorang penjual berkata kepada calon

pembeli, "Aku jual pakaian yang terkena lemparan batu kecil ini."
Dia lantas melemparkan batu kecil. Atau, dalam jual beli tanah
(ahan), luas tanah yang dijual sejauh lemparan batu.
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Larangan tentang ghanr ditetapkan dalam ban3ak hadits.

Di antaranya hadits dari Abu Hurairah dan hnu Mas'ud. Hadits

berikutnya bersumber dari Ibnu Umar, png diriwayatkan oleh

Ahmad dan hnu Hibban. Selanjuhyra ada juga riwayat dari hnu
Abbas yang diriwaptkan oleh hnu Majah. Ada juga hadits dari

Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Yang termasuk ke dalam kategori iual beli gharar, laitut
Menjual ikan png rnasih ada dalam kolam, menjual burung png
sedang terbang di angkasa, menjual barang png tidak ada di

tempat, menjual barang yang tidak diketahui, menjual barang yang

ghaib, dan menjual budak lnng melarikan diri, juga seluruh jenis

transaksi ghanr dalam berbagai benfuknp.

An-Natuawi mengemukakan, bahun larangan ,ual beli

ghanrdidasari sejumlah dalil sSnrai 3rang di bawahryra mencakup

berbagai masalah yang sangat beragam.

Ada dua transaksi ghanr yangdiperbolehkan.

Pertama: Barang 3ang termasuk ke dalam objek lang diiual

karena mengikutinya, di mana seandainSa jika dia diiual secaftI

terpisah, rnaka jual beli tersebut tidak sah.

Kedua: Barang yang mendapatkan toleransi dfual s@ar:t

ghanr, bisa jadi karena barang tersebut kurang berharga atau sulit

dibedakan.

Di antara bansaksi 5ang juga termasuk ke dalam dua obiek

di atas adalah, meniual perabotan rumah dan meniual susu 3png
masih berada dalam kantong susu heunn ternak, meniual fimin
yang masih berada dalam penrt hanan, dan meniual kapas 3nng
dirnasukkan dalam jubah.
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Yang juga termasuk ke dalam katagori jual beli ghanr
adalah menjual calon janin yang bakal berada dalam janin yang
sedang dikandung her,van ternak. Rasulullah $ melarang praktik
tersebut, sebagaimana tercanfum dalam hadits 5rang diriuayatkan
oleh Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi bersumber dari hadits hnu
Umar.

Dalam sebuah hadits yang diriunyatkan oleh Abu Daud,

Sang memiliki redaksi jauh lebih detail, diantaranla disebutkan, *.#
d:;Jt ,y F !i "Beliau melarang jual beli calon janin Sang bakal

dikandung oleh janin." HabM habalah, laitu seekor unta
melahirkan janin dalam penrtrgra kemudian kelak janin ini bunting.

Al Bukhari dan Muslim meriwalntkan safu riwayat lang
lebih detail dari riurart Abu Daud tersebut. Redaksinp berbunyi,

il l F it )iy.Jt ?d tt*q- *wJr ;F ttgs "Dahuru orans-

orang Jahiliyy'ah membeli janin png bakal dikandung oleh janin
dengan harga daging unta." Hablul habalah, yaifu seekor unta
melahirkan janin dalam perutrya kemudian kelak janin ini bunting.
Rasulullah kemudian melarang mereka melakukan praktik ini.

Beberapa hadits di atas berkonsekuensi batalnp jual beli
tersebut, karena hal tersebut mengindikasikan adan3n larangan,
sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul.

S5aikhul Islam lbnu Taimiyyah mengernukakan:

Di antara kaidah 3ang dikategorikan oleh sejumlah ulama
dalam ghanr lrang dilarang rcitu berbagai jenis ijamh dan
perserikatan, seperti muaqah, muzan'ah, dan sebagainyra.

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa musaqah dan muzara'ah
hukumn3n haram dan batal, berdasarkan alasan bahwa praktik
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tersebut bagian dan ijanh, karena dia termasuk pekeriaan yang

berkompensasi. ljarah pasti berkaitan dengan upah yang diketahui

oleh para pihak penyet ua, dia sama seperti harga- Dua bab ini

akan dipaparkan secara terpisah dalam kitab ini. Insga Allah.

AslrSyairazi &, menyatakan: PasaL Sultan tidak

halal menetapkan harga. Demikian ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan dari Anas r5, dia menutr.rlran:

a,'*5

Al:i ;t-:1 3y

*v *nt jr;ur Jj4 w e ';ilt:l"b

AX? it33 ,6fu ,',,r iy-: ti :u$ itl;
ch:Ag 3;9rS 4Q$ h6t #int'ity,i>,ur

qr:/Y',GtWi'i ,;1sinr

4v\s FI
'Pada masa Rasulullah $ terjadi kenaikan harga

barang. Masyarakat pun mengeluh, 'Wahai Rasulullah,
tenfukan harga r.rnfuk kami.' Beliau meniawab,
'Sungguh, Allah lah wng Maha Menahan, Maha
Melapangl<an, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha
Menetaplan Harga- Sungguh, aku berharap beriumpa
dengan AIIah; dan tidak ada *orang pun Wng
menagihku, akibat tindal<an zhalim terhadap iitm
maupun harta benda.'"
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Penjelasan Redaksional:

Dalil keharaman penentuan harga oleh pemerintah adalah

hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-
Tirmidzi men-shahih{<an hadits ini.

Tinjauan Redaksional: Tas'ir, menentukan harga

tertenfu yang menjadi batas maksimal harga suatu komoditas.

Misalnya, seperti kalimat ,4s'artuhu bi Alf "Aku menetapkan harga

seribu padanya." l\ata syi'rjuga digunakan unfuk menunjukkan arti
kenaikan harga barang. Tidak dinamakan syi'r jil<a penunrnan

harganla terlalu tajam. Benfuk jamaknya asbr, seperti l<ata himl-
ahmal.

Hukum: Al Allamah hnul Qayyim rg dalam kitab Ath-
Thuruq Al Hulilniytnh menyatakan:

Penenfuan harga (tas'ifi ada yang dikategorikan tindakan

zhalim dan diharamkan. Ada juga yang tergolong perbuatan adil

dan dipe6olehkan. Apabila penentuan harga ini berdampak pada

tindakan zhalim terhadap masyarakat dan memaksa mereka tanpa

alasan yang benar untuk membeli dengan harga 5ang tidak

disepakatin5ra; atau mencegah mereka dari pefruatan yang

dipertolehkan Allah, maka hukumnya haram.

Sebaliknp, jika penentuan harga ini melahirkan keadilan

antara masyarakat, seperti memaksa rakyat menjalankan

ker,vajiban mereka untuk membalar dengan harga standar, dan

mencqah mereka dari tindakan yang haram, seperti memungut

kelebihan dari kompensasi standar, praktik ini diperbolehkan,

bahkan wajib.
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Jenis penenfuan harga yang pertama seperti riwayat Anas

yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Apabila masyarakat menjual

barang dagangan mereka dengan cara tertenhr tanpa unsur

kezhaliman, sementara harga telah naik -karena jumlah barang

yang sedikit atau terlalu banyaknya permintaan- maka kondisi ini

dikembalikan kepada Allah. Maka, menekan masyarakat untuk

menjual sesuai harga barang, dikategorikan pemaksaan tanpa

alasan yang benar.

Sementara ifu, jenis penenfuan harga Sang kedua misalngra

para pemilik barang menolak unfuk menjualnya, sementara

masyarakat sangat membutuhkannSa, kecuali dengan tambahan

harga dari harga standar. Dalam kasus ini, mereka wajib menjual

dagangannya dengan harta standar. Penenfuan harga tidak ada

gunanya kecuali unfuk menghamskan pedagang menjual dengan

harga standar. Penetapkan harga di sini adalah penekanan dengan

cara yang adil, lnng telah diwajibkan oleh Allah.

Ibnul Qalryim & melanjutkan:

Oleh sebab ifu, seorang pedagang berkev,rajiban unfuk

menjual bahan makanan atau jenis komoditas lainnln hanla

kepada mas5rarakat yang dikenalnya. Komoditas ini hanla diiual

kepada mereka. Selanjutrya, pedagang menjual barangnya kepada

mereka dengan kompensasi yang dikehendakinya. Seandainla

komoditas ini dijual kepada pihak lain, maka dia dicekal dan

dikenai hukuman. Tindakan seperti ini bisa disebut sebagai

kuhaliman dan kenrsakan di bumi. Kezhaliman memberangus

keberkahan. Penenfuan harga wajib diberlakuan kepada para

pedagang tersebut, dan hanya boleh menjual dengan harga

standar, dimana masyarakat hanya boleh membeli dengan harga

standar. Para ulama sepakat mengenai masalah ini.
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Dalam kondisi demikian, pihak lain dilarang menjual atau

membeli barang tersebut. Seandainya pihak lain diperbolehkan

untuk menjual atau membeli sesukanya, ini termasuk
penganiayaan terhadap umat manusia, menzhalimi para penjual,
yang ingn menjual barang tersebut, juga menzhalimi para pembeli.

Penenfuan harga dalam kasus ini hukumnya wajib, tanpa
perdebatan ulama. Hakikat tas'ir adalah meurajibkan para pelaku

pasar (penjual dan pembeli) unfuk berlaku adil dan melarang

mereka dari perbuatan zhalim. Aturan ini sama dengan

ketidakbolehan memaksa pedagang unfuk menjual barang tanpa
alasan yang benar. Tetapi, penjual boleh atau bahkan wajib
dipaksa unfuk menjual asetrya dengan alasan grang benar, seperti

menjual aset unhlk melunasi utang wajib dan memberi nafkah

wajib.

Contoh lainnya seperti menjual bahan makanan atau
pakaian kepada orang yang sangat terdesak; seperti para

penggarap lahan dan fukang bangunan milik orang lain, maka
pemilik lahan berhak mengambil bagian sesuai dengan harga
standar; seperti mengambil bagian sytfah, sebab pihak yang

berhak stntfah (sWfrl berwenang memiliki bagian yang dijual

sesuai harganya dengan cara paksa. Begifu halnya penghilangan

stafus budak dalam pemerdekaan, karena proses ini mengeluarkan

safu bagian dari milik sekufu yang lain secara paksa, dan budak
yang dimerdekakan wajib menyerahkan kompensasi s@ara paksa.

Setiap orang yang dikenai kewajiban unfuk memenuhi
bahan makanan, pakaian, hamba sahaSa, dan kendaraan -unfuk
menunaikan haji, membayar kafarat, atau memberikan nafkah-
ketika dia menemukan barang tersebut dengan harga standar,

maka dia wajib membelinya. Bahkan, dipaksa unfuk melakukan
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ifu. Dia tidak berhak menolak agar memperoleh barang itu secara

gratis atau di bawah harga standar.

Selanjutrya, hnul Qa5ryim memaparkan pasal yang lain.

Beliau menuturkan: Berpijak kepada statemen di atas, lebih dari

satu ulama seperti Abu Hanifah dan ulama madzhabnya melarang

juru bagi lqassaar), -yaitu petugas pembagi ladang dan aset

lainnya dengan pemberian imbalan-, terlibat memiliki suafu aset

(yang sedang dibagi). Sebab, jika juru bagi turut memiliki aset

tersebutl2 sementara masyarakat membufuhkannya, mereka akan

menaikkan upah.

Menurutku (Al Muthi'i): Oleh karena itu, lembaga

pengendali harga (waliyi hisbahl sebaiknya melarang amil Srang

bertugas memandikan dan merawat jenazah, unfuk ikut campur

dalam kebijakan fugas ini, seperti menaikan insentif. Begifu halnya

keterlibatan setiap safuan tugas yang jasanya dibuhrhkan oleh

masyarakat, dalam memiliki aset tertenfu; seperti para saksi,

makelar, dan lain sebagainya. Di samping keterlibatan saksi dalam

kepemilikan itu mampu membatalkan tugas yang lainnya, ini

dikarenakan pekerjaan setiap orang berbeda safu sama lain dan

tidak mungkin terlibat bersama-sama. Mengingat, pencatatan,

ka;.renangan, dan fugas mereka berbeda, yang tdak dapat

mawujudkan kepemilikan bersama (serikat) dan saling membantu-

Bagaimana mungkin seorang yang berserikat berhak atas insentif

teman serikatr5n?

Demikian ini belteda dengan perserikatan seluruh pekeria,

karena seorang anggota serikat mungkin mengerjakan sebagian

12 Maksudnya, baik secara kelembagaan maupun personal.
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fugasnya, dan anggota yang lain juga mengerjakan sebagiannya.
Oleh karena itulah, jika pekerjaan dan profesinya berbeda, maka
serikat menurut salah safu dari dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i tidak sah, karena anggotanya sulit untuk bersekutu dalam
satu pekerjaan.

Ulama yang memperbolehkan serikat dengan latar belakang
pekerjaan yang berbeda, melihat pada aspek, bahwa kedua belah
pihak berkongsi kepada suafu hal yang dapat menyempumakan
pekerjaan masing-masing, seperti perlindungan dan perhatian
ketika salah safu pihak keluar unfuk suatu keperluan. Jadi,
persekufuan atas suatu hal yang menyempumakan pekerjaan
masing-masing anggotanya bisa saja terjadi, sekalipun Udak
menSangkut profesi tertenfu.

Sementara ifu, perserikatan perantara perdagangan
(makelar) ada hal lain di dalamnya. Kita telah mengetahui, bahwa
perantara perdagangan merupakan wakil pemilik barang unfuk
menjualkan barang. Jika dia berserikat dengan pihak lain dalam
penjualan tersebut, maka berarti dia ms,ruakilkan fugas yang telah
dimandatkan kepadanya. Jika kita berpendapat, bahwa seorang
wakil tidak boleh ms.ruakilkan, maka perserikatan di atas tidak sah.
Sebaliknya, jika kita berpendapat, bahwa wakil boleh mer.r,rakilkan

lagi, maka perkongsian ini sah.

Jadi, lembaga pengendali harga wajib mengetahui dan
menjaga dengan baik hal-hal ini serta melindungi kepentingan
masyarakat. Pembahasan ini sudah menyimpang terlalu jauh.

Intinya adalah, para juru bagi dan petugas publik lainnya dilarang
berserikat, karena hal ini memungkinkan ada kesepahaman antara
mereka untuk menunfut kenaikan upah. oleh karena itu, larangan
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para pedagang !,ang bersepakat unfuk menjual barang dengan

harga tertentu, jauh lebih kuat dan lebih keras-

Sebaliknya, lembaga pengendali harga juga melarang

konsumen dan perserikatan atas aset yang sedang dibeli pihak

lain, sebab tindakan ini sejatinya menzhalimi pedagang. Begitu

halnya, ketika beberapa orang yang mernbeli atau menjual sejenis

barang, bersekongkol untuk mengurangi barang yang dibelinya,

lalu mereka membelinya di bawah harga standar dan menjual

barang tersebut di atas harga standar, kemudian membagi rata

kelebihannya. Ikmr mereka unfuk melakukan tindakan tersebut

merupakan tolong-menolong dalam kezhaliman dan permusuhan,

dimana Allah S telah berfirman,

"Dan tolong-menolonglah lamu dalam kebail<an dan takun,

dan jangan tolong-menolong dalam dos dan ." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 2).

hnul Qafiyim melanjutkan, jelas perbuatan ini termasuk

dosa dan permusuhan yang lebih besar dibanding mencegat

barang dagangan, jual beli yang dilakukan orang kota kepada

oftmg pedalaman, dan lebih besar dari dosa nalasy.

hnul Qayyim selanjutrya mengemukakan safu pasal

tentang penentuan besaran upah. Masalah ini dilatarbelakangi oleh

fakta, bahwa masyarakat membufuhkan keterampilan orang-orang

tertentu, seperti petani, penjahit, fukang bangunan, dan lain

sebagainSa. Jika tidak ada ketenfuan penentuan upah yang adil,

para profesional ini wajib mendapatkan upah standar sesuai
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keahlian mereka, karena kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari
jasa mereka.

Maksudnya, apabila keterampilan di atas hanya dikuasai
oleh safu orang, maka pekerjaan tersebut menjadi fardhu ain
baginya- Sebaliknya, apabila masyarakat membufuhkan petani,
penjahit, atau tukang bangunan dalam jumlah banyak, maka
pekerjaan ini menjadi profesi mereka. pemerintah berwenang
menugaskan orang-orang ini unfuk menjalankan profesinya
dengan kompensasi yang standar. Artinya, mereka tidak boleh
menunfut tambahan insentif kepada masyarakat melebihi
kompensasi yang telah diterima.

Masyarakat tidak diperkenankan berlaku zhalim terhadap
para profesional, dengan memberi imbalan kurang dari
kompensasi lang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, ketika
tentara yang dipersiapkan unfuk berperang membufuhkan tenaga
unfuk mengolah lahannya, orang yang bekerja sebagai petani
hams menjalankana tugas tersebut. Tentara pun wajib tidak
berlaku zhalim kepada para petani, seperti keurajiban petani untuk
men5l[Jatap tanahnya.

Andaikan tentara dan pemerintah serta para petani
berpedoman pada aturan yang telah digariskan oleh Allah,
Rasulullah, keterangan As-sunnah, dan Amaliyah Khulafaur
Rasyidin, maka hidup mereka pasti berlimpah rezel<r dan Allah
membukakan keberkahan dari langit dan bumi unfuk mereka.

Banyak orang mendapatkan penghasilan yang
berlipatganda, seperti para konglomerat, dengan cara yang zhalim
dan jahat. Kejahilan dan kezhalimannya terus mendorong mereka
unfuk berlaku aniaya dan dosa, sehingga mereka terhalang dari
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keberkahan dan keluasan rezeki. Mereka bakal merasakan siksa

akhirat sekaligus tercabutrya keberkahan di dunia.

Ahrran yang dilegalkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta

diamalkan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh orang yang

mendapat pertolongan Allah, seperti praktik muzirn'ai yang adil.

Dalam muaftt'ah ini terdapat dua pihak: Penebas dan petani.

Mereka mendapatkan bagian yang adil dan merata. Tidak ada

pihak yang lebih diuntungkan dalam tata aturan ini. Allah tdak
melarang ketimpangan yang mentsak stabilitas kawasan,

mengacaukan perilaku masyarakat, menimbulkan kemarau,

menghilangkan keberkahan, dan menggiring sebagian besar

tentara dan pemerintah pada barang haram. Ketika jasad tumbuh

dari barang haram, maka dia berhak dilemparkan ke dalam

neraka.

Apabila kita renungkan pemyataan Al Faqih Al Hanbali,

kita dapati beliau menetapkan safu konsep gnng sekarang disebut

"Amar TaHif," yang dikeluarkan oleh seorang hakim kepada

sebagian pekerja profesional, seperti irsinyur dan dokter. Amariil
berisi penugasan mereka secara wajib unhrk bekerja dalam bidang-

bidang yang krusial atau manajibkan para pemilik percetakan

untuk menerbitkan buku-buku pelajaran yang dibagikan kepada

perserta didik ketika mereka memasuki bangku sekolah.

Demikian paparan Al Faqih hnul Qayyim tentang kondisi

berbagai wilayah di Syiria dan Mesir pada masa pemerintatnn

Mamalik. Saat ifu, pernerintah memperkerjakan para petani di

ladang-ladang, sedang para penebas atau pemilik hak tebas kurang

menghargai jerih payah mereka. Jasa petani dihargai lebih murah

dari kerja kerasnya- Penguasa Mamalik dan kroninya mernakan

hasil dari peluh para petani. Sampai akhimya, Allah mengilhami
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hnul Qayyim unfuk memecut punggung para penguasa ini dengan
cemeti syari'at, seperti mereka telah memecut punggung para
petani dengan pecut sikap diktator. Selamat untuk hnul eayyim.

selanjutnya Ibnul Qayyim memaparkan masalah musaqah,
mwarabh, dan ji'alah yang tidak kita temukan di pasar, tempat
beliau tinggal. Beliau menyatakan,

Masalah ini aku kemukakan sebagai suplemen. secara
singkat dapat disimpulkan, bahwa ketika masyarakat
membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan khusus,
seperti petani dan sebagainya, maka mereka wajib memberikan
upah standar. Praktik seperti ini termasuk penenfuan harga yang
wajib, yaifu penenfuan harga pada bidang pekerjaan.

Sementara penenfuan harga pada harta benda, maka
rincian afurannya sebagai berikut. Ketika masyarakat
membufuhkan senjata dan peralatan untuk berjihad, para
pemiliknya wajib menjual dengan harga standar. Mereka tidak
boleh menahan barang tersebut, kecuali sesuai dengan harga yang
dikehendaki. Allah S telah ma*ajibkan jihad dengan jiwa dan
harta benda, lantas mengapa para pemilik senjata diwajibkan
melepas pemlatan ini sesuai harganSra?

Siapa yang metvajibkan orang yang lemah fisik
mengeluarkan hartanya untuk biaya mewakilkan haji kepada pihak
lain, namun tidak mewajibkan orang yang mampu secara materil
guna menafkahkan hartanya demi kepentingan jihad, maka
pendapatnya jelas-jelas kontradiktif. Demikian ini satu dari dua
riwayat yang bersumber dari Ahmad. Pendapat ini benar adanya.

Al Faqih Al Allamah lbnul eayyim melanjutkan:
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Pasal: Penenhran harga tidak pemah terjadi pada saat Nabi

# di Madinah, karena masyarakat kepada masa itu belum ada

yang mengolah masakan dan membuat roti dengan sistem seu/a.

Juga, belum ada orang 5rang menjual masakan mabrq dan roti.

Mereka biasa membeli biji.bijian (gandum, jelai, dan sebagainSra),

kemudian memasak dan membuat roti di rumah masing-masing.

Setiap kafilah yang membawa komoditas kebutuhan pokok

datang, penduduk Madinah tidak mencegat mereka di tengah

perjalanan, justm mereka membelinya dari para pemasok barang.

Oleh karena itulah lahir hadits , Uill '$;;,-lt t bi:; *Jt+t
"Pemasok barang dikaruniai reeki, sdangkan penimbun banng

dilaknat."

Saat itu di Madinah juga belum terdapat tukang tenun.

Berbagai jenis sandang didatangkan langsung dari Syam, Yaman,

dan daerah sekitamya- Mereka membeli langsung dari para

pedagang dan mengenakannya.

hnul QaWim selanjutnya berkata: Pasal: Penenfuan harga.

Para ulama berbeda pandangan tentang penentuan harga dalam

dua masalah,

Masalah pertama tentang penentuan harga: Apabila di

tengah mas5rarakat berlaku harga utnutn, lalu sebagian mereka

menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari itu, maka

tindakan tersebut dilarang menumt Malik. Lantas apakah pihak

yang menumnkan harga juga dilarang? Di sini terdapat dua

pendapat:

Malik p berargumen dengan hadits png beliau riwayatkan

dalam Al Muwaththa' dan Yunus bin Yusuf, dari Sa'id bin Al

Musa5ryab, bahwa Umar bin Al l(haththab bertemu dengan Hathib
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bin Abu Balta'ah, yang sedang berjuaran anggur kering di pasar.
umar menegumya, "silakan pilih, menaikkan harga atau kamu
hengkang dari pasar kami."

Malik berpendapat: Andaikan seseorang hendak memsak
harga pasar, lalu menumnkan harga barang, anda pasti melihat
orang-orang menegumya, "silakan pilih, gunakan harga standar
atau engkau naikkan harga." Adapun jika seseorang berkata
kepada seluruh pedagang, "Jangan berjuaran kecuali dengan harga
sekian," maka pem5ataan ini tidaklah benar.

Demikian pula hadits umar bin Abdul Aziz terkait
penduduk Al Abullah. Ketika itu beliau mengurangi harga
dagangan mereka unfuk mencegah furun ke laut, lalu menulis,
"Bebaskan antara mereka dan harga barang ifu. sesungguhnya,
harga ada di tangan Allah."

hnu Rusyd dalam Al Bayan menjelaskan: Terkait para
pemasok, para ulama sepakat bahwa barang lnng mereka pasok
dari luar tidak bebas dihargai. Hanya saja bagi oknum yang
mencegat mereka lalu menjual dengan harga png lebih tinggi dari
harga umum, maka dikatakan kepadanya, "silakan pilih; menjual
dengan harga umum atau kamu hengkang dari pasar!,,

Demikian ini seperti yang pemah dilakukan oreh Umar bin
Al Khaththab kepada Hathib bin Abu Balta'ah. Ketika itu Umar
bertemu degan Hathib yang sedang berjualan anggur kering di
pasar, lalu menegumya, "silakan pilih, engkau menaikkan harga
atau hengkang dari pasar kami." sebab, Hathib menjual anggur
kering dengan harga lebih murah satu dirham dari harga patokan
para pedagang di pasar tersebut.

sementara ifu, para pemilik toko dan pasar yang berbelanja
kepada para pemasok dan agen lainnya secaftr grosir, dimana dia
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menjual kembali barang itu secara eceran, seperti daging, lauk-

pauk, dan buah-buahan, maka menumt sahr pendapat, mereka ifu

seperti pemasok barang. Artinya, bahwa tidak boleh menghargai

produk yang dijual sesukanya. Namun, bagi para pedagang yang

berbelanja kepada mereka dan keluar dari wilayah itu, dikatakan,

"Anda boleh pilih unfuk menjual barang ini dengan harga umum

atau Anda angkat kaki dari pasar." Ini pendapat Malik dalam

riwayat tersebut.

Menunrtku (Al Muthi'i): Aturan tersebut saat ini serupa

dengan kebijakan administatif .

Di antara kalangan salaf yang meriwayatkan ketemngan ini

adalah Abdullah bin Umar, Al Qasim bin Muhammad, dan Salim

bin Abdullah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa para pemilik

toko dan pasar dalam masalah ini berteda dengan para pemasok.

Mereka tidak boleh meninggalkan jual be[ secara bebas ketika

mematok harga yang tinggi, dan tidak boleh mengambil laba

sesukanya.

Para pemilik pasar yang benuenang mewujudkan

kemaslahatan pedagang haruslah mengenal bamng yang dibelinya,

lalu menetapkan laba yang pantas. Mereka dilarang menetapkan

laba lebih dari itu, dan dianjurkan untuk selalu menginspeksi

pasar.l3 Para pemilik dilarang mengambil kannfungan png lebih

13 Statemen hnu Ruq;d ini sangat tepat dalam mengih.rsfasikan
inspektorat departemen logistik terkail keputusannya tentang pasar gelap,
penggudangan, proteksi, dan penimbunan komoditas tertentu untuk menaikkan harga.
Kondisi ini telah menjadi fenomena utnutn. Mereka menganggapnya sebagai
peradaban modem. Sebenamya mereka belum mencapai tujuan Islam dahm
memrnuskan program-progmm lrang memuat nilai keadilan dan kasih salang.
Bayangkan, andai saja dalam mencari penghidupan ini maqprakat meneladani para

salaf, pasti tdak akan ada ketamakan golongan antara para pedagang.
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dari laba yang telah ditetapkan. siapa saja lnng menyalahi aturan
ini, maka dia dikenai sanksi dan dikeluarkan dari pasar. Demikian
ini pendapat Malik menumt riwayat Asyhab, pendapat ini pula
yang menjadi pegangan hnu Habib. hnu Al Musa54,rab, yah5n bin
sa'id, AI Laits, dan Rabi'ah juga berpendapat senada dengan
pem3ataan ini.

Menurut seorang ulama, pemilik pasar tidak boleh berkata
kepada para pedagang, "Jangan menjual selain ini dan ifu. Kalian
unfung atau rugi tanpa melihat apa yang mereka beli." pemilik
pasar juga tidak boleh berkata kepada mereka berkenaan dengan
bamng png telah dibelinya, "Jangan menjualnln kecuali dengan
harga sekian, sesuai harga standar atau lebih rendah-"

Apabila laba para pedagang telah ditetapkan menurut kadar
barang lnng dibelinya, maka pemilik pasar udak boleh
membiarkan mereka membeli secara berlebihan, sekalipun para
pedagang ini tidak mengambil laba melebihi kadar 3png telah
ditenfukan. Sebab, para pedagang terkadang tanpa berpikir
panjang unfuk berbelanja ketika tahu laba yang diperoleh telah
melebihi target.

Asy-Syafi'i menyanggah pendapat di atas, seperti
keterangan yang diriwaptkan dari Ad-Darawardi, dari Daud bin
Shalih At-Tammar, dari Al Qasim bin Muhammad :g, dari Umar
bin l(haththab: Suatu hari umar bertemu dengan Hathib bin Abu
Balta'ah di pasar Al Mushalla. Di depan Hathib teronggok dua
karung berisi anggur kering. Umar menanyakan harganya. "Dua
mud per safu dirham," jawab Hathib.

Umar menegumya, "Baru saja masuk kafilah dagang dari
Thaif, membawa anggur kering. Mereka keberatan dengan
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hargamu. Silahkan pilih, engkau naikkan harga atau angkut anggur

keringmu ke mmah, lalu engkau jual semaumu."

Umar pun pulang. Beliau mengintropeksi diri (atas

pemyataannya kepada Hathib), kemudian menemui Hathib di
"Apa yang aku katakan padamu tadi bukan

kemauanku, bukan pula kepufusanku. Aku hanSa ingin ifu menjadi

kebaikan bagi penduduk negeri ini. Berdaganglah sesukamu di

mana pun kamu mau."

Asy-Syafi'i menyatakan, hadits ini membufutrkan penjelasan

lebih lanjut, narnun tidak kontradiksi dengan hadits lnng
diriwayatkan oleh Malik. Hanya sja, beliau meriwalntkan

sebagian hadits; atau ada periwayat lain png merir,vaSntkan dari

beliau. Sementara di sini, hadits tersebut dicantumkan dari aunl

hingga akhir- Oleh karena ihr, menurutku, setiap orang merniliki

we\ renang lpng penuh atas asetnya. Tidak seorang pun boleh

mengambilngn atau sebagiannya tanpa keridhaan sang pemilik,

kecuali dalam beberapa kondisi yang mengharuskan mereka unfuk

itu. Keterangan ini bukan bagian dari pembahasan di atas.

Mengacu kepada pendapat Malik, Abu Al Walid Al Baiili

mengemukakan, bahwa harga yang menjadi acuan dalam kasus

pe$edaan harga adalah, harga 5nng diberlakukan oleh mayoritas

maqprakat. Apabila ada satu orang atau sekelompok kecil

menurunkan harga secara sepihak, maka mereka diperintahkan

untuk mengacu pada harga standar atau tidak melakukan iual b"li
sarra sekali. Sebab, png menjadi acuan adalah kondisi mayoritas

maqnrakat. Itulah gnng menjadi dasar penetapan harga barang.

Lantas apakah pedagang yang menaikkan harga barang

secara sepihak -beberapa dirham, misalnSn- dikenai aturan lBng
sarna dengan pedagang yang menurunkan harga?
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hnu Al Qashshar dari ulama fikih Maliki menuturkan:
ulama madzhab kami berbeda pandangan 'dalam memahami
pemyataan Malik "Namun para pedagangnya l^ng menurunkan
harga."

Para ulama Baghdad berpendapat, bahwa maksudnyra
adalah orang 5rang menjual barang seharga 5 dirham, sedang
masgarakat menjualnln seharga 8 dirham.

sejumlah ulama Bashrah menjelaskan, maksudnyra adalah,
seseomng menjual barang seharga 8 dirham, sementara para
pedagang menjualnya seharga 5 dirham, sehingga dia menrsak
harga pasar, bahkan tidak jarang menimbulkan kekacauan dan
permusuhan.

Ibnu Al Qashshar menambahkan, bahwa menurutku, dua
praktik ini sama-sama dilarang. sebab, orang yang menjual barang
seharga 8 dirham sementara masyarakat menjualnlra seharga 5
dirham merusak harga pasar, dan seringkari menyebabkan
kekacauan dan permusuhan. Jadi, tindakan ini menghambat
kesejahteraan bersama. Abu Al walid AI Baji berpendapat, tidak
ada pendapat para ulama, hukum ini berlaku bagi seluruh pelaku
pasar.

Berkenaan dengan pemasok barang, dalam kitab
Muhammad bin hnu Al Hasan disebutkan, bahwa pemasok tidak
dilarang menjual barang di pasar dengan harga 5ang lebih rendah
dari harga masSrarakat setempat.

hnu Habib menambahkan, 5nitu selain gandum dan jelai
Srang harus sesuai dengan harga setempat. Jika tidak demikian,
maka para pemasok ini harus menaikkan harga. Lain halnya
dengan pemasok gandum dan jelai, mereka boleh menjual dengan
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harga berapa pun, hanya saja mereka dikenai hukum sebagai

pedagang pasar.

Jika sebagian pemasok ini menurunkan harga, maka

kebijakan ini dibiarkan begitu saja. Namun, jika sebagian besar

mereka menumnkan harga, bagi pihak yang tidak menumnkan

harga ifu diberi pilihan untuk menjual dengan harga yang sama

atau menaikkan harga tersebut.

Ibnu Habib mengemukakan, bahwa ketenfuan ini berlaku

pada komoditas yang ditakar dan ditimbang, baik itu merupakan

bahan makanan maupun bukan. Berbeda dengan komoditas yang

tidak ditakar dan tidak ditimbang, sebab harganya tidak mungkin

diseragamkan, karena jenisnya juga be6eda.

Abul Walid menyatakan, bahwa aturan ini jika komoditas

yang ditakar dan yang ditimbang ini sama kualitasnya. Jika

kualitasnya berbeda, maka pemilik komoditas yang bagus tidak

diperintahkan untuk menjualnya dengan harga rendah.

Masalah kedua tentang penentuan harga: Kasus penenfuan

harga yang diperdebatkan oleh para ulama. Yaifu, pemegang

kebijakan tidak memberikan batasan harga barang kepada para

pelaku pasar, berupa harga yang tidak boleh dilanggar, selama

menjalankan aturan wajib. Praktik ini dilarang oleh jumhur ulama,

bahkan Malik sendiri berpendapat dernikian dalam pendapat png
masyhur.

Pendapat larangan ini juga dikutip dari hnu Umar, Salim,

dan Al Qasim bin Muhammad. Asyhab meriwayatkan dari Malik

perihal pelaku pasar yang menetapkan harga pada pam jagal

daging domba sekian dan daging unta sekian. Jika fidak demikian,

mereka harus keluar dari pasar.
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Malik mengemukakan, apabila harga terah ditenfukan
sesuai hansaksi pembelian yang terjadi, maka ini tidak masahh.
Akan tetapi, aku khawatir mereka akan tetap berada di pasar.

Para pendukung pendapat ini berargumen, bahwa larangan
menaikkan harga dan tidak memaksa para pedagang untuk
manjual dagangannln, fidak lain adalah demi kernaslahatan
masyarakat luas. Mereka hanya dilarang menjual dengan harga
yang ditenfukan oleh pemerintah atas pertimbangan kemaslahatan
bagi penjual dan pembeli.

sementara itu, iumhur ulama berhujjah dengan hadits Snng
diriwaSratkan oleh Abu Daud dan lainnln yang bersumber dari
hadits AI Ala bin AMurrahman dari bapakrya, dari Abu Hurairah
rg, dia berkata,

4rr.'or,'#5 #'ir;t .V $t J)4 JLy.jrv

_Lit il

'f ,inr gJ y.:J6 d g, rtr jy-:u :j6
U :i6 ,6 p" rnr jy": U :j6, ,ffi i;v
t-:;$5 ar yJ<! \tt ,,ralL.a EX tr

W€y)r<!
"Seorang lelaki menemui Rasulullah *, lalu berkata,

'wahai Rasulullah, tentukan harga bagi kami'. Ereliau menjawab,
Elerdoahh kepda Allah'. omng itu kqnbati menqnui beliau, lalu
bqkata, 'wahai Rasulullah, tenfulan hary unfuk r<ami'. Eleliau
menjautab, Allah lah gnng akan menaikkan dan menurunkan.
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Sungguh, aku han5a menghampkan pertemuan dengan Allah, dan

tidak ada seonng pun Wng terzhalimi'. Sebab, memaksa

masSnrakat unfuk ifu termasuk tindakan zhalim.

Mengenai praktik penentuan harga menumt ulama yang

memperbolehkan, hnu Habib menufurkan, bahwa sebaiknya

pemerintah mengumpulkan seluruh pelaku pasar dan mendatangi

pihak yang lain, untuk membuktikan kejujuran mereka. Sekaligus

menanyakan bagaimana praktik jual-beli yang dilakukan?

Memposisikan para pedagang sebagaimana mestinya dan

memperlakukan masyarakat umum secara benar, sehingga mereka

semua ridha. Mereka tidak dipaksa untuk menjalankan penetapan

harga tersebut, akan tetapi secara suka rela. Detr,rasa ini kebijakan

pemerintah ini serupa dengan keputusan Kamar Dagang (Kadin).

Abu Al Walid Al Bajili menyatakan, inspeksi pasar oleh

pemerintah dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan para

penjual dan pembeli. Biaya inspeksi ini diambil dari sebagian laba

yang diperoleh, tanpa membebani mereka.

Apabila pemerintah menenfukan harga tanpa kerelaan para

pelaku pasar dan menimbulkan kerugian, maka kebijakan ini iusfuu

malah akan memsak harga, langkanya bahan makanan pokok,

dan memsak harta benda.

lbnu TaimiSyah (Al Hafidt+ menlatakan: Dernikian

masalah yang diperdebatkan para ulama. Apabila para pedagang

menolak untuk menjual komoditas yang wajib dijual, maka di sini

mereka diperintahkan unfuk melaksanakan kau,rajiban, dan

14 YarE dimaksud Al-Hafrd adalah Syaikhul Islam. Nama beliau Ahmad, yang

mempunyai iulukan Taqiyrrddin. Kunlph beliau adalah Abu Al-Abbas bin Abdul Halim
bin Abdus Salam. AMus Salam ini tidak lain adalah hnu AlTaimignh AlJad.
Kunyahnya Abu Al-Barakat, dan julukannya Majd Ad-Din.
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dihukum jika meninggalkannya. Begitu harnya orang yang wajib
menjualdengan harga standar lalu menolaknya.

hnul Qayim menlntakan: Siapa Sang melarang penentuan

harga secara mutlak dengan argumen sabda Nabi $, 3A liu L1

da- & yt ;j1s'ti.r, Jil bi F.j\ ;y,Lqr' h,ii, ,i;;t
Jv li et e '& ,,SaunggwhnSn Alah tah yang Maha

Menenfukan Harga, Yang Maha Mengengam, dan Maha
Melapngl<an. sungguh, aku berhamp berjump dengan Allah,
dan tidak s@rzng pun dai kalian menuntutku akibat kqhaliman
terhadap jiwa ataupun harta benda.' Menurut safu pendapat,
premis tertenfu ini diberlakukan padanSra, bukan lafal png umum.

Hadits ini bukan berarti kita dilarang menjual komoditas
yang dibufuhkan oleh banyrak orang. Kita maklumi bersama, orang
cendemng menjual barang 5rang langka dengan harga sedikit
tinsgr- Ketika pemilik barang ini melepasnSn-sebagaimana
kebiasaan yang berlaku, tetapi orang menaikkan hargaryra-dalam
kondisi ini mereka tidak dikenai penenfuan harga.

Dsebutkan dalam Ash-shahihain bahwa Nabi $ melarang
unhrk menaikkan harga melebihi harga standar dalam
memerdekakan bagan budak lrang dimiliki bersama. Beliau
bersabda,

& iv ^ilt3 * e{ t?y ;fi U
W ys t'j rs,J3b q *b # );at,;1

"Siap tang memerdekal<an budak milik betsma- dan dia
memiliki hara tnng cukup unfuk metnbaSar harga budak
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tercebut- dia dihargai dengan nilai iang adil, tanp kerugian dan

tanp ania5n."

Dia lalu memberikan bagian para sekutunyra dan

memerdekakan budak tersebut. Maka pemilik tidak mungkin

menawarkan budak yang telah dimerdekakan kepada orang lnng
dikehendaki.

Sebab, ketika sekufu yang memerdekakan itu berhak

memiliki bagian budak yang belum dimerdekakan untuk

menyempumakan stafus merdeka bagr si budak, maka nilai

kompensasinya diperkirakan. Caranya adalah, seluruh bagian

budak dinilai dengan perhitungan yang adil, dan bagan nilai ini

diberikan kepada sekutunya. Demikian ini karena hak sekutu ada

pada sebagian nilai, bukan pada nilai setengah, menumt jumhur.

Jadi, hadits di atas dalil bahwa barang yang tidak mungkin

dibagi secara materil, dia di jual dan nilainSn dibagi, ketika salah

seorang sekutu menuntut itu. Pemilik barang dipaksa untuk

menjualnya. Sebagian ulama fikih Maliki meriwaSatkan pendapat

tersebut secara ijma'. Praktik tersebut menjadi dalil bolehnp
membeli sesuafu dari pemilikngp secara paksa sesuai dengan

harganyra, unfuk kemaslahatan yang lebih besar, seperti dalam

kasus syf'ah. Juga, sebagai dalil ka,vajiban menyempumakan

pemerdekaan budak dengan cata bertahap selama ihr

memungkinkan.

Maksudqa, di saat Spi'meuajibkan seseorang unfuk

mengeluarkan sesuahr dari pemilikngra, maka dia dapat

mernilikinp dengan kompensasi standar unfuk maslahat

penyempumaan pemerdekaan budak. Pemilik tidak bisa menuntut

harga 5nng lebih tinggi dari nilai barang. Lantas, bagaimana jika

kebufuhan mas5arakat untrrk memilki barang tersebut lebih besar,
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sementara mereka tidak mampu membelinya? seperti kebufuhan
orang yang terdesak terhadap makanan, minuman, sandang, dan
sebagainya.

Perintah Nabi $ untuk menilai seluruh barang sesuai harga
standar inilah hakikat penetapan harga (bs'irl. Demikian pula
karenangan sekufu unfuk mengambil alih bagian yang drsytf'al>
l<an (masyfu' fih) dan tangan pembeli dengan harga pembelian,
tanpa adanya tambahan harga, demi kemaslahatan
penyempumaan safu bagian tersebut. lantas bagaimana dengan
objek yrang lebih besar dari itu?

Apabila beliau memperbolehkan sekufu unfuk mengambil
alih barang milik bersama dengan harga yang ditetapkan dalam
akad, bukan harga yang diinginkan oleh pernbeli, untuk
kemaslahatan tersebut, lalu bagaimana jika pemillk terdesak unfuk
memanfaatkan milikngra, seperti makanan, minuman, pakaian, dan
peralatan perang?

Dernikian pula ketika jama'ah haji sangat mernbufuhkan
alat transportasi dan sarana lainqn yang dimiliki maslnrakat,
maka pernerintah dapat memaksa mereka unfuk menjualnp
dengan harga standar, bukan menurut harga lnng mereka
inginkan. Hadits tentang pemerdekaan di atas menrpakan dalil
seluruh kasus ini.

hnul Qayrn mengakhiri pembahasan kita tentang
penetapan harga dengan safu pasal berilrut.

Ketika kebufuhan suafu kaum terhadap tempat tinggal
sangat mendesak, sementara mereka tidak menemukan rumah lain
selain rumah milik seseorang, atau menginap di tempat
pengirnpan milik seseorang, atau meminjamkan pakaian unfuk
menghangatkan diri, meminjam gilingan unfuk membuat tepung,
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timba untuk mengambil air, meminjam panci, kampak, dan lain
sebagainSn unfuk kebutuhan yang mendesak, maka pemiliknya

wajib meminjamkannya tanpa paksaan. Tetapi, apakah pemilik
boleh mengambil imbalan dari peminjaman tersebut?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Kdua
pendapat ini mempakan dua pendapat ulama fikih AsySpfi'i yang

bersumber dari ulama fikih Ahmad. Ulama lnng memperbolehkan
pemilik barang untuk mengambil upah, haram baginya mengambil
imbalan yang lebih tinggi dari upah standar.

Spikhul Islam hnu Taimiyyah memaparkan, bahwa yang

shahih adalah, sang pemilik meminjamkan barang tersebut se@ra
gmtis, tanpa memungut imbalan, sebagaimana disarankan Al
Qur'an dan As-Sunnah. Allah S berfirman,

'jll' C{ i -j 
r-$i @t ai:frt t;;'

@ 6; Cro;l"i@ 3r513_p t;!r @
'Maka celal<alah oft,ng tnng shalat 6ni@ orz,n1Foftng

tnng lahi terhadap shalabtSa, tang berbuat ria, dan engan
(membqil<an) hntuan.lQs. Al Maa'uun ll07l: +71.

Para sahabat seperti lbnu Mas'ud dan lbnu Abbas
menjehskan, ayat ini berticara tentang perninjaman panci, tirnba,
lornpak, dan peralatan lainn3a.

Diriunptkan dalam Ash-Slnhihain yang bersumber dari
Nabi $, disebutkan kata "kuda." Beliau bersabda,
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F's
I

*s,b F.*,?1 ,t
,$t ,W qfui y? Fi il e 6it t3:$ 3::

,tr1,

{s,Gk5 # fui F},fo Ai G, o;it €ts

ut3+ 4'ls ,VGl J-bt'is; as-
"Dia kuda) pahala bagi safu orang, penutup bagi safu

orang, dan dosa bagi yang lain. Sdangkan yang menjadi pahala
bagi pemiliknya yaitu kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di
jalan Allah. Yang menjadi penutup bagi pemilikn5n yaitu kuda
yang dipergunakan unfuk memenuhi kebutuhan dan menghindai
keburukan, serta tidak melupakan hak Allah dari leher maupun
punglungntn."

Di dalam Ash-Shahihain juga disebutkan, bahran Nabi S
bersaMa,

W 3WL5 cvy)'>?rGL,;B)i :F:y
"Di antara hak unta yaifu meminjamkan timbanya dan

mangawinlan pejanhnn5n. "

Disebutkan pula di dalam Ash-Shahihain, bahwa Nabi #
bersaMa,

, t\**t,4#
*Seorang tetangga jangan sekali-kali melarang tetangganya

mmanapkan kayu di dinding rumahnya. "
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Ibnu Taimiyyah melanjutkan, sebagaimana dikutip
muridnya, semoga Allah menjaga kehidupan dan ilmu beliau.

Seandainya seseorang perlu mengalirkan saluran aimla
mele',r,ati tanah orang lain tanpa membahayakan si pemilik tanah,
apakah dia boleh memaksakan hal tersebut? Di sini terdapat dua
riuayat lrang bersumber dari Ahmad. Keharusan memenuhi
kebutuhan omng ini merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab
dan para sahabat lainnya.

Sejumlah sahabat dan tabi'in menyatakan, bahwa zakat
tempat penginapan yaifu meminjamkannlra. Jika pernilik tdak
meminjamkannya, maka dia harus mengeluarkan zakat- Demikian
ini salah safu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam madzhab
Ahmad.

Menunrtku (Al Muthi'i): Pendapat terakhir tni mjih,
karena tempat penginapan tidak lepas dari zakat atau
peminjaman. Berb^gai manfaat yang wajib diserahkan ada dua
rnacarn. Salah satunya adalah hak harta, sebagairnarn telah kami
terangkan, seperti kuda, unta, dan tempat pengirnpan.
Berikutrya, barang png wajib diberikan karena kebufuhan banyrak

orirng-

Di samping ifu, memberikan manfaat badan hukumnlp
wajib k€fika dibufuhkan, seperti mengaiar dan menyrampaikan

fatwa, memberikan kesaksian, mengadili pihak Snng bersengketa,
jihad, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan
manfaat fisik lainqn.

Begitu pula orang yang mampu menyelarnatkan omng lain
dari bahaya, dia wajib menolongnya. Jika tidak mernberikan
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pertolongan, padahal mampu, maka dia berdosa dan dikenai
denda. Kondisi ini tidak menghalangi kalajiban memberikan
manfaat harta benda kepada orang yang membutuhkan. Allah &
berfirman,

- ) . zt,G;:-15{i1'^t('z- (.L<;\ *y e?{t' 

'"u*)nrun penulis menolak untuk menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadan5m, maka hendaHah
dia menulisl<an "(Qs. Al Baqarah12):228).

Allah & j,rgu berfirman,

llitii;yir'r4Ai 4y_{;

"Dan janganlah saksi-saksi ifu menolak apabila dipanggil. "
(Qs. Al Baqarah l2l:228).

Sikap para ahli fikih tentang pemberian komisi dalam
kesaksian terpecah dalam empat pendapat ulama, yaifu empat
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam madzhab Ahmad,

Pendapat Pertama: Pemberian komisi ini tidak
diperbolehkan secara mutlak.

Pendapat Kedua: Diperlukan ketika dibutuhkan.

Pendapat Ketiga: Tidak diperbolehkan kecuali disebutkan
secara khusus.

Pendapat Keempat: Diperbolehkan.

Apabila saksi telah mengambil komisi saat menanggung
kesaksian, maka dia tidak boleh menerimanya ketika
menyampaikan kesaksian.

zz4 ll .U uoj*r'SyarahAt Muhadzdzab



Maksudnya adalah, bahwa harga yang ditetapkan oleh Nabi

$ dalam kasus transmisi pemerdekaan lnng bertr.rluan unfuk
menyempumakan kernerdekaan. Dia termasuk hak Allah &.
Segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dikategorikan sebagai

kebutuhan umurn. Hak di dalamnya milik Allah, lang mencakup
berbagai hak dan had. Hak di sini seperti hak masjid, l:rrrra., fai,
wakaf bagi kalangan lnng membufuhkan, aset sedekah, dan
manfaat umum. Sementara contoh hukuman had adahh, lnd
pemberontak, had pencurian, zina, dan .6adminuman keras.

Kebufuhan kaum muslim terhadap makanan, pakaian, dan
sebagainya merupakan kemaslahatan urnurn. Tidak ada hak satu
otang pun di sini. Penetapan harga komoditas ini dengan harga
standar bagi para pedagang 3nng uaajib menjualry;a lebih utarna
daripada penenttran harga unfuk menyernpumakan kenrerdekaan.
Tetapi, p€nyempumaan kemerdekaan itu urajib bagi selnrfu png
mernerdekakan.

Seandain3n tuan Udak menentukan harga hdak
Oaglannln) karena unsur darurat dan ada perrnintaan dari seklht
lnng lain, maka dia boleh menuntut sesukaqTa. Pada umunn!,El
orang mernbeli makarnn dan pakaian untuk diri sendiri dan orang
lain.

Apabila ormg tersebut merniliki barang Sang dibuhrtrkan
maqnrakat dan menjualnSra dengan harga semaunln, tenhr
kemgian 1nng dialami mereka jauh lebih besar. Oleh karena itrr,
pam ahli fikih menegaskan, bahwa kefika seseorang terdesak
unfuk mengkonsumsi makanan orang lain, maka si pemilik waiib
menyerahkannya dengan hurgu standar.

Imam lrang paling tdak settrju dengan karaiiban
kompensasi dan penetapanngn adalah Asy-S5nfi'i. Meskipr.rn
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demikian, beliau mewajibkan pemilik bahan makanan untuk
menyerahkannya kepada orang yang terdesak (sangat

membufuhkan) dengan harga standar.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang boleh
tidaknln penenfuan harga bahan makanan, ketika masyarakat
membutuhkan. Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i.

Ulama madzhab Abu Hanifah menyatakan, bahwa

sebaiknya pemerintah tidak menenfukan harga komoditas kecuali
yang berhubungan dengan hak yang membahayakan masyarakat.

Apabila kondisi darurat itu sampai dilaporkan pada proses

pengadilan, maka penimbun diperintahkan untuk menjual bahan
makanan yang melebihi kebutuhan diri dan keluarganya, menumt
harga yang berlaku saat ifu. Hakim melarang penimbunan. Jika
pelaku enggan menjual barang tersebut, maka dia ditahan dan
dikenai hukuman (taZil sesuai pufusan. Hal ini perlu dilakukan
unfuk mencegah tindakan sempa dan memulihkan laisis pangan.

Ulama madzhab Abu Hanifah melanjutkan, bahwa apabila
para pemilik komoditas ini bersikap berlebihan dan menjual
dengan harga yang sangat tinggi, sementara hakim tidak bisa

melindungi hak-hak kaum muslimin selain dengan penenhran

harga, dalam kondisi seperti ini hakim menenfukan harga atas

pertimbangan para pakar dan ahli di bidangnya. Pendapat ini jelas

merujuk pada arglumen Abu Hanifah. Menurut beliau, orang
merdeka tidak dicekal.

Orang yang membeli barang yang telah ditentukan
hargan5ra oleh imam, maka jual beli tersebut sah, karena dia tidak
dipaksa untuk membelinln.
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Pertanyaannya, apakah hakim diperkenankan unfuk
menjual bahan makanan milik penimbun tanpa keridhaann5a?

Para ulama berbeda pendapat, sarna seperti kasus menjual aset
penghutang.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa para uhma sepakat

dalam kasus ini. Sebab menumt pandangan Abu Hanifah,
pencekalan bansaksi itu berfungsi unfuk menghindari bahaSn

laten; sedangkan penetapan harga ketika teriadi inflasi pada masa

Nabi 6$, dan masynrakat menuntut penentuan harga, natnun

beliau menolak.

Tidak disebutkan dalam riun5at tersebut pemilik bahan

makanan lang menolak menjualnya. Jush-r, sebagian besar oftmg
yang menjual bahan makanan ketika itu Udak lain para pemasok

barang. Mereka menjual barang begifu sampai pasar.

Akan tetapi, Nabi # melarang ormg kota berjualan

kepada orang pedalaman. Maksudnya adahh, menjadi makelar

penduduk pdalaman. Beliau bersabda, i[^rri '.tl &fi 43t t5Lit

,rfr ;y 'Biarkan omng-onng. Sebgian merel<a dil<aruniai rezel<i

olelz Allah dari sebagian Sang lain.'

Jadi, orang kota lrang mengetahui harga dilamng
meunkilkan pembelian barang kepada oftmg pedalaman. Sebab,

ketika dia merrakilkan pembelian kepada orang pedalaman -
padahal dia mengetahui kebutuhan korsumen- pasti dia
menaikkan harga, oleh karena ifu dia dilarang mannkilkannp.
larangan ini berlaku walaupun jenis perunkilan tersebut mubah,
sebab hal tmebut menimbulkan lonjakan harga di tengah
masSrarakat.
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Rasulullah melarang konsumen mencegat barang yang

masuk ke suatu daerah, karenangra begifu pedagang sampai pasar

mereka berhak kh$nr. Oleh sebab itu, sebagian besar ahli fikih
melarang praktik tersebut karena merugikan pihak penjual.

Apabila penjual belum mengetahui harga barang, lalu dia
dicegat oleh konsumen sebelum sampai di pasar. Mereka membeli
barang dengan harga yang lebih murah dari harga standar. Artinya
bahwa, secara tidak langsung pembeli telah mengelabui penjual.
Oleh karena itu, Nabi $ menetapkan khgarbag penjual.

Terkait masalah ini, ada dua riwa5nt pendapat dari Ahmad,
seperti telah disinggung di depan.

Pendapat Pertama: I{hilnr ditetapkan bagi penjual secara

mutlak, baik dia tertipu maupun fidak. Demikian bunyi zhahir
madzhab AsyS3nfi'i.

Pendapat Kedua: Khiyar ditetapkan bag penjual jika

terbukti dia tertipu. Ini bunyi zhahir ma&hab Hanbali. Sejumlah
ulama berpendapat, bahwa praktik ini dilarang iustm karena

merugikan pembeli (yang lain). Ketika seseorang mencegat
pedagang lalu membeli barang darinya, kemudian menjualnSn lagi.

Singkat kata, Nabi # melarang jual beli barang halal

sebelum peniual mengetahui harga pasar, pifu harga standar lnng
berlaku, dan pembeli mengetahui kondisi barang dagangan
tersebut.

Pengmsun Al QiWs N Fasid mengemukakan, bahwa
pembeli berhak membeli di mana pun dia berada. Dia telah

mernbeli dari pihak penjual, sebagaimana 5nng telah dijelaskan
sebelumnSa. Jadi, pembeli boleh meunkilkan pernbelian barang

kepada orang kota maupun bukan orang kota. Akan tetapi, Syari'
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tetap melindungi kemaslahatan umum. Ketika pemasok fidak

mengetahui harga barang, berarti dia tidak tahu-menahu harga

standar 5nng berlaku di daerah tersebut, sehingga pembeli telah

mengelabuinya.

Ahmad dan Malik mVsaialoEkan seluruh kasus di atas

dengan makelar, karena,dia sama dengan pemasok png tidak
mengetahui harga. Jelaslah pedagang dilarang menjual kepada

konsumen seperti ini kecuali dengan harga Srang diketahui, pifu
harga standar, sekalipun mereka tidak membufuhkan pernbelian

tersebut. Tetapi, karena mereka tidak mengetahui nilai barang atau

tidak meminta penurunan harga, maka jual beli tetap
mernpertimbangan sikap suka sama suka, saling ridha. Sikap suka

sama suka membufuhkan pengetahuan (harga dan barang). Siapa
gnng Udak menlradari dirinyra telah dikelabui, maka berarti dia
ridha. Ketika diketahui dia telah ridha, maka jual beli tersebut tidak
masalah-

Dalam ,As-Sunan disebutkan, bahwa ada seseorang

merniliki pohon di lahan orcmg lain. P€rnilik lahan meftNa

terganggu dengan kehadiran pemilik pohon. Akhimln, dia
mengadukan hal itu kepada Nabi ,S. Beliau menlaftmkan pernilik

lahan untuk menerima pengganti atau merelakannya. Namun, dia
tidak menjalankan saran ini. Nabi pun mengizinkan pemilik lahan

untuk menebang pohon tersebut. Pemilik pohon berkata,
"Sungguh, engkau telah dianiaya."

Penyusun Al Qgns Al Fasid berpendapat: Pemilik pohon
tidak wajib menjual pohon tersebut dan tidak perlu merelakannln.
Bahkan, pemilik lahan pun tidak boleh menebangnln, karena ini
termasuk pengelolaan milik orang lain tanpa izin sang pemilik dan
pernaksaan pemberlakuan kompensasi.
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Syari' manrajibkan pemilik pohon yang tidak bersedia
merelekannya untuk menjual pohon tersebut, karena tindakan ini
mengandung kemaslahatan bagi pemilik lahan, yaihr terbebas dari
gangguan keluar-masuknya pemilik pohon, dan kemaslahatan
pemilik pohon karena mendapatkan ganti. Sekalipun melalui
proses ini, pemilik pohon mengalami sedikit kerugian, tapi
keberadaan pohon orang lain di kebunnya mengakibatkan
kerugian lebih besar baginya.

Syari'yang Maha Bijaksana menghilangkan bahaya yang
paling besar dengan menjalankan bahaya yang paling ringan.
Demikian ini bagian dari konsep fikih, qilas, dan maslahat,
sekalipun salah safu pihak enggan melaksanakannla. Artinya, ini
mempakan dalil kev.rajiban menjual barang ketika pembeli
membufuhkan. Keurajiban ini unfuk memenuhi kebuhrhan satu
orang, bagaimana dengan kebufuhan makanan masyamkat luas
dan kebutuhan lainnSn?

Hukum menyanrakan berbagai manfaat ketika orrng-orang
membufuhkan -seperti manfaat rumah, penggilingan tepung,
pembuat roti, dan sebagain5n- sama seperti hukum penysd/aan
barang. Berikutnya kami paparkan kutipan singkat dari pemyataan
hnul Qayim dan gurunya.

hnul Qayim menyimpulkan, bahwa kesejahteraan ekonomi
mas5rarakat jika han3n tercapai dengan penenfuan harga,
pemerintah mesti menentukan harga lnng adil, lnng tidak
merugikan dan tidak menzhalimi. Ketika kebutuhan mereka telah
terpenuhi dan kesejahteraannya tercapai tanpa penentuan harga,
pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan bs'ir Hanya Allah
yang memberi pertolongan.
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Asy-Syaukani dalam An-Nail, Bab larangan Menenfukan
Harga, dia menulis: Berdasarkan hadits tersebut dan makna yang

terkandung di dalamnya penentuan harga hukumnya hamm. Ia
pertuatan zhalim. Alasannya, karena masyarakat memiliki
kekuasaan penuh unfuk mengelola harta bendanya, sedangkan
penentuan harga justru mencekal aktivitas ekonomi mereka-
Seorang Imam (pemerintah) bertugas menjaga kemaslahatan kaum
muslimin. Kebijakan pemerintah untuk menjaga kepentingan
konsumen dengan menetapkan harga murah tidak lebih utama
dari kebijakan stabilitasi harga demi memenuhi kepentingan
pdagang.

Ketika pemegang kebijakan berhadapan dengan dua
kondisi ini, dia wajib mempersilakan dua golongan tersebut unfuk
berijthad bagi diri mereka sendiri, sehingga keharusan pemilik
barang menjual dengan harga yang tidak disukainya dapat
dihindari. Demikian ini berdasarkan firman Allah &,

"&t; ,rV t;,'i11-6?S1t Sy

"Kecuali dalam perdagangan tmng berlaku abs dasar suka
satna suka di antan l<amu, "(Qs. An-Nisaa' l4l:291.

Dimana pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.

Malik meriwayatkan bahwa pemerintah boleh menenfukan
harga, namun beberapa hadits kepada bab di atas mengkonter
pendapat ini. Selanjutrya Malik menjelaskan argumen
pendapatr5a tentang larangan penenfuan harga. Menurut ulama
madzhab AsySyafi'i, ketika terjadi gejolak harga, pemerintah
boleh menenfukan harga barang. Pendapat ini, dalam pandangan
Malik, tidak dapat dite,rima.
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Keterangan kami tentang tas'ir merupakan pendapat final
yang menjadikan kebijakan penentuan harga selalu berkaitan

dengan kemaslahatan. Pemerintah berhrgas menjaga kepentingan
dua belah pihak, merr.rujudkan keadilan di antara mereka, dan tidak
memprioritaskan salah satunya.

Sebagian besar masyarakat berstatus sebagai penjual dan
pembeli. Seorang pedagang buah bufuh membeli pakaian, daging

dan peralatan sekolah unfuk anak-anaknya. Pengrajin perak

membeli dari pedagang buah. Tukang makanan dan pekerja di
kantor pemerintahan mendapatkan penghasilan dengan besaran

tertenfu.

Ketika pedagang mengambil laba terlalu tinggi, dia

mempersulit penghidupan para pekerja. Oleh karena ihl,
pemerintah harus menenfukan harga dan memberikan kebebasan

kepada pedagang untuk mengambil laba yang wajar; dan

menggairahkan dunia perdagangan dengan memberikan subsidi

dan memasok beragam barang unfuk memenuhi kebufuhan hidup

masyarakat. Wallahu a'lam

AqlSyirazi dts mengatakan: Pasal: Haram
menimbun bahan makanan pokok. Ihtikar adalah,
membeli barang pada waktu harga tinggl dan
menahannya agar harganya bertambah tinggr.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat, bahwa penimbunan hukumnya makruh,
tidak haram, dan pelakunya fidak dikenakan sanksi.
Demikian ini berdasarkan riwayat Umar rlg, dia berkata:

Rasulullah 0 bBrsaMa , "bli.,t3 

"<;*llr9 

"Oi:t qJEJt
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*Pemasok dikarunia rezeki, sedangkan penimbun
dilaknat-"

Ma'amar

bersaMa, ADe

Udzri mengatakan: Rasulullah S
F.g- I * TidaHah seseorang itu

menimbun kecuali dia adalah orang Wng keliru." Hadits
ini mengindikasikan, bahwa penimbunan ifu haram.

Sementara jika seseorang membeli barang di saat
harga murah, atau memperoleh bahan makanan dari
ladangnln, lalu menyimpannya untuk dijual ketika harga
tinggi, maka perbuatan ini tidak haram, sebab dia sama
dengan pemasok barang.

Umar rgb meriwayatkan, bahwa Nabi $ bersaMa,

Uig 'fi;,-Sg bi:; Ur+r *pemasok diberi rezeki

sedangkan penimbun dilaknat.'

Abu Az-Zinad, meriwayatkan, dia berkata: Aku
bertanya kepada Sa'id bin Al Musal6nb, 'Aku
menerima kabar, kamu pernah berkata bahwa
Rasulullah $ bersaMa , 'Tidak menimbun di Madinah
selain orzrng Wng salah.' Padahal, engkau menimbun?'

Sa'id menjawab, 'Bukan ini png dimaksud oleh
Rasulullah. Penimbun.rn yang dimaksud beliau adalah,
seseorang membawa barang dagangan ketika harga
tinggr, lalu menimbunnya supaya harganya lebih tinggr.
Sedangkan oftrng yang membawa sesuafu dari ladang
lalu dibeli, kemudian disimpan; ketika or.rng
membufuhkan dan dia mengeluarkannya, maka
tindakan tersebut adalah kebaikan.'

AI
6

u
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Menimbun selain bahan makanan pokok
diperbolehkan, berdasarkan riwayat Abu Umamah rip.

Dia berkata, ?fu, f.J;n- bl *i *v itt ,)* gt llA e
"Rasulullah S melarang penimbunan makanan-" Hadits
ini mengindikasikan penimbunan selain bahan makanan
diperbolehkan- Di samping itu, tidak ada unsur bahaya
dalam menimbun selain bahan makanan pokok, Oleh
karena itu, dia tidak dilarang.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Umar rg diriwayatkan oleh hnu Majah dengan

rdaksi,

:it *S )tb:lr jr,nr iy-: ry
lrj4u. tr ii* #tLL;'J!-ljJt Jb f**r o;

, *XYia
V 

'J
'Aku mendengar Rasulullah S bersaMa, 'Siapa tnng

menimbun bahan makanan kaum muslimin, Allah pasti
memukulng dengan penSakit kusta dan kebangkrutan."

Dalam sanad hadits ini terdapat Al Haitsam bin Rafi'.

Abu Daud berkomentar: Al Haitsam pemah meriwayatkan
hadits mungkan Al Hafizh Adz-Dzahabi menSntakan, bahwa hadits
ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam rangkaian sanadn3a

terdapat Abu Yahya Al Makki, seorang periwayat png tidak
dikenal.
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Hadits ini didukung oleh beberapa hadits yang lebih kuat
dan lebih shahih, seperti hadits Sa'id bin Al Musayyab dari Ma'mar
bin Abdullah Al Adawi bahwa Nabi $ bersabda,

AbV'Ot#-'O
" TidaHah s*eorang ifu menimbun kecuali dia adalah oftng

yang keliru.' Hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-
Tirmidzi, dan lain-lain.

Sedangkan hadits Ma'qil bin Yasar, dia berkata Rasulullah

S bersabda,

l.t2 ,l4-lr-J )u;.i :y * A, )*5 U

.utdt;u/ -/ \J-

)6t U rb,r&k_ 3i,nr * fu os W
*Siapa 

tnng mencampuri harga barang l<aum muslimin
agar lebih mahal, maka Allah berhak mendudukan dia di abs
tulang api kepada Hai Kiamat. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani
dalam Mu'jam Al lGbir dan Mu'jarn Al Ausath.

Dalam sanad hadits ini terdapat Zaid bin Murrah Abu Al
Mughli. Dalam Majma' ,42-hum'id disebutkan: Aku tidak
menemukan biografi Zaid bin Murrah. Namun, periwagnt lainnya
shahih.

An-Nawawi dalam Tahdzib Al Asma wa Al Lughat
menerangkan: Pemyataan Asy-Syirazi dalam Al Muhadzdza6 pada
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akhir bab Najasy tentang keharaman menimbun disebutkan:
Ma'mar Al Udzri meriwayatkan, dia berkata:Rasulullah &
bersabda, U?g \y 'r<;;- I "Tidafiah sgeorang itu menimbun

kecuali dia adalah orang Wng keliru." Demikian redaksi yang
tercantum dalam dalil penlnrsun, begifu pula redaksi dalam
beberapa naskah kitab ini.

Penulisan "Ma'mar Al Udzri" tidak benar dan menyimpang.
Yang benar adalah "Al Adawi" yang dinisbatkan kepada Adiy bin
Lu'ay.

An-Nawawi & mengemukakan biografi Ma'mar: Ma,mar Al
Adawi merupakan seorang sahabat, seperti yang tercantum dalam
Al Muhadzdab Bab Zina pada bagian akhir hb Najasy. Nama
Iengkapnya adalah, Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah bin AMul
uza bin Hurtsan bin Auf bin Abid bin Awij bin Adi bin Ka'ab bin
Lu'ay bin Ghlib Al Quraisyi Al Adawi. Nasabnya bertemu dengan
Rasulullah # pada Ka'ab.

Sumber lain menyebutkan, Ma'mar bin Abu Ma,mar
termasuk penduduk Madinah dan generasi pertama yang memeluk
Islam. Beliau bergabung dengan rombongan kedua yang berhijrah
ke Habas5rah. Kemudian, Ma'mar bersama para penumpang dua
bahtera (ashabus safinabirl tiba di Madinah pada saat peristiwa
Khaibar. Ma'mar dikarunia umur panjang.

Dalam sahr sumber disebutkan, bahwa Ma'mar bin Abu
Ma'mar lah yang mencukur rambut Rasulullah dalam peristiwa haji
wada'- Ini safu penghorma/an sangat besar yang belum pemah
didapatkan oleh sahabat yang lain.

An-Naunwi melanjutkan, Ma'mar bin Al Adawi
meriwayatkan fujuh hadits yang bersumber dari Nabi $. Muslim
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meriwayatkan haditsnya tersebut di dalam Asbshahih miliknya.
Salah satunya adalah hadits yang disebutkan dalam Al Muhadzdab

berbunyi, *e \t #-i "Tidaklah seseorang menimbun kecuali

dia adalah orang yang keliru". Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id
bin Al Musayyab dan Busr bin Sa'id.

Dalam Al Muhadzdzab Bab Najasy tercantum nama
"Ma'mar Al Udzri," penulisan ini keliru dan menyimpang.

Penulisan yang benar yaitu "Al Adawi," yang dinisbatkan kepada

kakekryn, Adiy.

Hadits Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah $
bersaMa,

q 1* f*r u
Abv #'il4

'Siapa tnng menimbun dengan fujuan menaikkan harga
bagi kaum muslimin, maka dia adalah orang tmng keliru. " (HR.

Ahmad dan AI Hakim).

Al Hakim menambahkan, 1i!r 'a:,5 U U; :59 " Dan

tanggungan Allah terlepas darinya." Dalam sanad hadits ini
terdapat Abu Masy'ar, seorang periwayat yang dha'if. Sebagian
ulama menilainya tsiqah.

Hadits hnu Umar yang berkualitas mar{ui berbunyi qJWr

Ui6 '$i;Sg biiy " pqnasok dikaruniai reeki, sdang

penimbun dilaknat. " Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majah, Al
Hakim, Ishaq bin Rahawaih, Ad-Darimi, Abu Ya'la, dan Al Uqaili

31 's.J:
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dalam Adh-Dhu'afa. Al Hafizh lbnu Hajar men-dhaifkan sanad

hadits ini.

Masih ada hadits lain dari hnu Umar yang diriwayatkan
oleh Ahmad, Al Hakim, hnu Abu Syaibah, N Bazzar, dan Abu
Ya'la dengan redaksi,

I'r U G; i33"il4 Wi (fut fet q

'Siapa yang menimbun makanan selatna 40 malam,

sunggah dia telah terlepas dari Allah dan Allah terlepas darin5n."

Al Hakim menambahkan, ee i? & &1*? '61vfJS

.$, 'd.> i{4 Ui Jl3 " Penduduk mana pun J/ang di daenhnya

terdapat onng yang kelaparan, sungguh jaminan Allah telah

terlepas dai mereka."

Dalam sanad hadits ini terdapat Ashbagh bin Zaid dan

Katsir bin Murrah. Periwayat pertama masih diperselisihkan

kualitasnya oleh ulama; sedangkan periwaSrat kedua, menumt hnu
Hazm: Dia tidak dikenal.

Kritikus hadits lain berpendapat, bahvrn Katsir bin Murrah

dikenal. Ibnu Sa'ad menilainya tsiqah. Sejumlah periwayat juga ada

yang merirwayatkan hadits dari beliau. Bahkan, An-Nasa'i
berhujjah dengan riwayat Katsir. Al Hafizh hnu Hajar menlatakan:
hnul Jauzi mencurigai hadits Katsir, sehingga mencantumkan

hadits ini di dalam Al Maudhu'af hnu Abu Hatim meriwa5ntkan

dari bapakn5n, bahwa Katsir merupakan periwayat yang mungkar.

.+'jtt Gj.:
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Hukum: Seluruh hadits ini jelas memperkuat hujiah untuk

menetapkan lamngan menimbun. Seandainya dapat dipastikan

tidak adanya penetapkan hukum di dalamnya, dan seluruh hadits

di atas dapat digunakan, maka bagaimana bisa demikian padahal

hadits Ma'mar tercantum dalam Shahih Muslim.

Penegasan bahwa, penimbun sebagai onlng yang keliru

sudah cukup untuk memmuskan hukum tidak boleh. Sebab,

"orang yang keliru" artinya adalah pelaku dosa dan maksiat.

Redaksi, Khaathi' merupakan bentuk isim fa'il dari kata

I{hathi'a-5nkhtha 'u teperti kata Alima-5n'lamu-, yang memiliki

arti; orang yang melakukan perbuatan dosa. Demikian keterangan

Abu Ubaidah.

Abu Ubaid menerangkan, aku mendengar Al Azhari

berkata, " I{hathi'a, artinya berbuat salah secaftt sengaja;

sedangkan Akhtha'a berbuat salah secara tidak sengaja.

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan, bahwa

penimbunan yang diharamkan hanyalah menimbun bahan

makanan secara khusus, bukan yang lain, bukan pula menimbun

makanan sebatas kebufuhan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

kalangan Zaidiah.

AsySyaukani berpendapat, secara zhahir hadits-hadits ini

mengharamkan penimbunan tanpa membedakan antara bahan

makanan manusia, pakan temak, atau bahan makanan lainnla,

Penegasan kata "makanan" kepada sebagian riwapt tidak tepat

dijadikan pembatas beberapa riwayat

fuumsi tersebut dapat dipatahkan karena ahran Sang

berlaku dalam kaidah ushul berbunyi, "Dalil mutlak ditafsirkan

sesuai dall muqaSa4 dan dalil umum dijelaskan dengan dalil png
khusus". Hanya saja, AsySyaukani berhasil keluar dari dilema ini
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dengan pemSntaan, "Kasus ini bagian dari bab penegasan

terhadap individu tertenfu lang disinggung secara mutlak.

Demikian ini karena penafian hukum dari selain bahan makanan
tidak lain dari konteks penjulukan. Menurut jumhur, konsep ini
tidak digunakan. Kondisi demikian juga tidak layak untuk
membatasi kaidah 5nng telah ditetapkan dalam ushul.

Pam ulama membedakan antara penimbunan (ihtikaal dan
penyimpanan (iddikhaafi. Penimbunan yaitu menyimpan dan
menahan barang dagangan dari konsumen sehingga penimbun

leluasa menaikkan harga, karena sedikitrSa penawaran atau

kelangkaan barang. Akibatnya, konsumen dengan suka rela

mempersilakan penimbun menaikan harga sesukanla. Pam ulama
sepakat mengharamkan praktik ini dalam kondisi darumt; dan
memakruhkannSra dalam kondisi normal.

Komoditas lain bisa saja dianalogikan dengan bahan

makanan pokok, lnng jika ditimbun mengakibatkan kerusakan dan
bahaya bagi umat manusia. Misalnya, seperti menimbun pakaian
pada musim dingin padahal orang-orang sangat membufuhkan;
menahan sarana bansportiasi tentam unfuk dikerahkan ke medan
jihad, karena tindakan dapat melernahkan kelaratan kaum
muslimin, dan memberi kesernpatan musuh unfuk mengungguli
dan mengalahkan pasukan muslim.

Sedangkan penyimpanan (iddikhal sebagaimana

dikenrukakan oletr hnu Ruslan dalam Sgrh t\s-Sunan, tidak ada
perbedaan ulama bahum bahan makanan pokok, miryrak, madu,

dan lain sebagainya yang dibufuhkan oleh manusia boleh

disimpan. penyimpanan bahan-bahan tersebut tidak masalah.

Mengutp dari para lrnam madzhab AqrSyafi'ilah, As!,-

Spukani menuturkan, bahwa png diharamkan adalah menimbun
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bahan makanan pokok s@ara khusus, bukan komoditas lain, dan

bukan pula menimbun bahan makanan secukupnya. Statemen

tersebut bersumber dari keterangan, bahwa Nabi * pemah

memberi setiap istrinya 100 wasaq hasil perkebunan Khaibar.

hnu Ruslan dalam S5nrh As-Sunan menyatakan, Rasulullah

$ pernah menimbun bahan makanan pokok seperti kurma kering

dan sebagainya unhrk kebufuhan satu tahun keluarga beliau.

Abu Daud mengatakan, ditanlakan kepada Sa'id bin Al

MusaSlgab, "Sungguh, engkau telah menimbun-" "Ma'mar juga

menimbun," jawab Sa'id. Keterangan yang sama tercantum dalam

Shahih Muslim.

Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya menlatakan, mereka

berdua -lbnu Al MusayTab dan Ma'mar- hanya menimbun

miqnk. Mereka menafsirkan menimbun bahan makanan pokok ini

ketika membutuhkan. AsySyafi'i, Abu Hanifah, dan Imam lainnp

memaparkan penjelasan ]lang sama.

Asy-Syaukani menjelaskan: Pertimbangan kebutuhan dan

tujuan menaikkan harga di kalangan muslimin dalam larangan

penimbunan terungkap dalam hadits Ma'qil: ;Y * e ',yt ;l

*'e.'$);At 1i,,lt "Sapa tnng mencarnpuri harga l<aum

muslimin unfuk menaikl<an harga.'Dan saMa beliau dalam hadits

Abu Hurairah, lap.iit & W, & ol 3:-j-"Oa ingin menaikkan

harga pda l<aum muslimin. "

Abu Daud mengatakan, Aku bertanp kepada Ahmad bin

Hanbal, "Apa ifu haknh?" Beliau meniawab, "Sesuafu lang
menenfukan kehidupan manusia." Maksudnya; hidup dan

kekuatan manusia. Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu
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AMullah -maksudnya Ahmad bin Hanbal- ditanp tentang
barang yang ditimbun?" Beliau menjawab, 'Jika dia bahan
makanan pokok manusia, maka menimbunnya makruh.,,
Demikian ini pemyataan Umar.

Al Auza'i menjelaskan: Penimbun adalah orang Snng sering
mengontol pasar -maksudnya menyiapkan dirinSn unfuk bolak-
balik pasar- dengan fujuan membeli bahan makanan yang
dibutuhkan banyak orang untuk ditimbun.

As-Subki memmuskan, kesimpulan yang bisa ditarik dari
afuran tersebut adalah, bahwa jika orang lain terhambat unfuk
membeli kebufuhannya sehingga mengalami kesulitan hidup, maka
menimbun bamng tersebut hukumnya haram. Apabila harga
sedang murah dan jumlah barang yang dibeli tidak dibutuhkan
orang banyak, maka larangan membeli dan menyimpannla sampai
waktu dibufuhkan, tidaklah masalah.

Al Qadhi Husain dan Ar-RuSnni berpendapat: Mungkin saja
tindakan penimbunan ini baik karena bermanfaat bagi orang
banyak. Bahkan, Al Mahamili dalam At Muqni' memufuskan
tindakan tersebut dianjurkan.

[-ain halnya dengan pendapat ulama fikih Asy-S3nfi'i.
Menurut mereka, yang lebih utama adalah menjual kelebihan
barang dan menyimpan sekadamya saja unfuk mencukupi
kebutuhan.

Senada dengan pendapat di atas, As-Subki menyatakan:
Menahan barang dalam kondisi masyarakat belum membutuhkan
dengan fujuan menjualnya kepada mereka kepada saat
membutuhkan. Tindakan ini sebaiknya tidak dimakruhkan, bahkan
dianjurkan.
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Asy-Syaukani menyimpulkanr Walhasil jika alasan larangan

penimbunan karena mernbahayakan kaum muslimin, maka hanla

penimbunan yang membahayakan mereka sajalah lang
diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedaqB antara bahan

makanan pokok maupun lainnya, karena mereka sangat

membufuhkan semua itu.

Dalam Al lh5a, Al Ghazali memaparkan: Penimbunan

selain bahan makanan pokok atau makanan pendukungnya

tidaklah sampai mengakibatkan larangan, walaupun dia berupa

makanan dan pendukung makanan pokok seperti dagrng-

Sementara buah-buahan dan bahan makanan altematif sebagai

pengganti makanan pokok dalam kondisi tertentu, jika Udak

memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan ini s@ara

kontinyu, maka di sini ada beberapa tinjauan.

Di antara ulama, ada yang mengharamkan penimbunan

minyak samin, madu, minyak wijan, mentega, min5rak, dan bahan

makanan sejenisnln.

Apabila penimbunan madu, min5ak salnin, miq/ak wiian,

dan sejenisn5ra dilakukan kepada masa paceklik, tenfu berbahaya-

Jadi, sebaiknla diputuskan haram. Jika tdak berbahap, minirxrl

penimbunan batran makanan pokok dihukumi makruh. Demikian

komentar As-Subki.

K€fika rnastrdrakat membuhrhkan paloian dan sebagaiqTa

karena clraca sangat dingin atau unhrk menufup aurat, makruh

bagi orang yang merniliki barang tersebut untuk menaharurya-

Jelas Al Oadhi Husain.

As-Subki kenrbali menielaskan, jika Snrg dimaksud (oleh Al

Qadhi Husain) nalntth bhrim ini sudah iclas. Namun, iika maksud

beliau adalah nalmth bndh, rnaka ini l$rang tepat.
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Abu Daud meriwayatkan dari eatadah, bahwa dia berkata:
Tidak ada penimbunan dalam kurma kering. Abu Daud juga
meriwayatkan dari sufi7an, bahwa dia pemah ditanya tentang
menimbun ranting kering. suflran menjawab, mereka (para
sahabat)tidak menyr:kai penimbunan. At eatt, ranting kering.

Ath-Thayibi menyatakan: Batasan 40 hari memberi isyarat
pada hadits tentang menyimpan bahan makanan selama 40 hari.
Kata "hari" di sini tidak dimaksudkan sebagai batasan waktu. Asy-
Syaukani memperjelas: Aku tidak menemukan ulama yang
berpendapat unfuk mengamalkan bilangan ini.

Kami fufup pasal ini dengan pemgntaan Imam An-Nawawi
yang dikernukakan dalam sjtarh shahih Muslim, terkait hadits
Ma'abin bin Abdullah 5rang marfrr', "siapa gng menimbun dia
pelaku dosa- " An-Nawawi menjelaskan, kata Al-I{hathi'menumt
ahli bahasa berarti pelaku maksiat atau pelaku dosa.

Hadits ini secara lugas mengharamkan penimbunan bahan
makanan pokok secarcr khusus. praktiknya, seseorang membeli
bahan makanan di saat harga tinggi unfuk diperdagangkan,
narnurn dia tidak menjualnya saat ifu, melainkan ditimbun dulu
agar harganya semakin tingE. sementara jika memperoleh bahan
makanan ini dari ladangnya atau membelinSra pada uakfu murah
dan menyimpannya, atau menjualnSa di saat harga tir8gi, karena
membufuhkannya sebagai bahan makanan, atau membelinya
untuk dijual kembali saat itu juga, maka tndakan tersebut tidak
dinamakan penimbunan, dan tidak haram.

Selain bahan makanan pokok, tidak dilamng
menimbunnya dalam kondisi apa pun. Demikian ini penjelasan
lebih lanjut madzhab kami.
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Ulama menyatakan, hikmah dibalik keharaman

penimbunan adalah menghindari bahaya dari masyarakat luas.

Sama halnya dengan rjma ulama dalam kasus, seandainya

seseorang memiliki bahan makanan, sementara masyarakat

terdesak dan tidak menemukan orang lain, maka dia dipaksa unfuk

menjualnya demi menjauhkan mereka dari bahaya.

Ketemngan An-Nawawi dalam Shahih Muslim yang

bersumber dari Sa'id bin Al Musa5ryab dan Ma'mar selaku

periwayat hadits ini, bahwa mereka pemah menimbun. Ibnu Abdul

Barr dan ulama lain menanggapi, mereka berdua hanya menimbun

min5nk. Sedangkan Sa'id dan Ma'mar menafsirkan hadits ini

dengan menimbun bahan makanan pokok di saat dibufuhkan

banyak orang dan harganya mahal. Hal ini senada dengan

penjelasan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama lainnya. Pendapat

ini shahih. Wallahu a'lam.
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Bab sengketa Dua Belah Pihak yang Bertransarrsi
dan Kerusakan Barang Dagangan

ArySyirazi & menSntakan: Ketika penjual dan
pembeli bersengketa soal harga, tanpa ada bukti,
mereka bersumpah. Demikian ini sesuai dengan hadits
riwayat Ibnu Abbas q5, bahwa Rasulullah g bersaMa, !
i# ,i4,?1s q(
# e,rtj, ,;b

'6, ',y j"ti dt\l &_:6+ t3l,bl 3,$ tti?v) ,t
a

t. .Q
,'ra.Jt 'Seandainw gugatan seluruh

manusia dipenuhi, pasti manusia menggagat jiwa dan
harta benda yang lain. Akan tetapi, sumpah bayl
tergugat-"

Sumpah diberikan kepada yang tergugat. Dalam
hal ini penjual adalah pihak tergugat yang telah menjual
barang seharga seribu (misalnya), pembeli juga tergugat
bahwa dia telah membeli barang seharga dua ribu. oleh
karena ifu masing-masing pihak wajib bersumpah,
karena mereka sama-sama menjadi pihak tergugat,
tanpa ada buldi. Mereka saling bersumpah, sarna
seperti kasus seandainln seseor.rng menggugat telah
bertransaksi dengan dinar, sementara pihak lain
menggugat transaksi telah dilakukan dengan dirham.

PasaL Asy-Syafi'i db menlratakan dalam Bab Jual Beli.
sumpah diberikan lebih dahulu kepada penjual. Dalam Bab Mas
Kawin, beliau menjelaskan: Ketika suami-istri bersengketa, maka
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sumpah diberikan lebih dulu kepada pihak suami. Suami sarna

seperti pernbeli.

Dalam Bab Gugatan dan Pembuktian, AsySyafi'i

menerangkan: Jika sumpah diberikan pertama kali kepada penjual,

maka pembeli berhak kh,l n namun sebaliknya, jika kesempatan

sumpah diberikan pertama kali kepada pembeli, maka peniual

berhak kh\nr. Pemyataan ini mengindikasikan, bahwa Asy-Syafi'i

memberikan opsi antara mendahulukan pihak peniual atau

mendahulukan pembeli.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat,

bahwa dalam kasus ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Sumpah diberikan pertama kali kepada

pembeli, karena pihaknya lebih kuat, di samping barang yang

dibeli juga telah menjadi miliknya. Jadi, dia lebih utama

didahulukan.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan lebih dahulu kepada

siapa saja, karena tidak ada kelebihan satu pihak dari yang lain

dalam gugatan. Jadi, kedua belah pihak ini selevel. Sama seperti

seandainya kedua belah pihak menggugat sesuatu yang berada

dalam ka,,venangan mereka.

Pendapat Ketiga: Dia mengawali dengan pihak pernbeli.

Pendapat ini shahih, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan

oleh lbnu Mas'ud &, bahwa Nabi 'S bersaMa,

cuqrr its v bflv gdr :r3t tiL

')V\{itsr5
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"Kebka penjual dan pembeli bersengketa maka Wng
dimenanglan adalah pemyataan penjual. pembeli berhak khiyar."

Beliau mengawali dengan hukum penjual kemudian
memberikan hak khiyar kepada pembeli. Di samping itu, pihak
penjual lebih kuat daripada pembeli; karena jika kedua belah pihak
bersumpah maka barang dikembalikan kepada penjual. Jadi,
pemberian hak prioritas kepada penjual jauh lebih utama.

Diatara ulama fikh Asy-Syafi'i ada yang berpendapat:
Kasus ini adalah menumt pendapat yang pertama, 5raifu prioritas
hukum diberikan kepada penjual. Lain halnya dengan suami dalam
kasus maskawin karena pihaknya lebih kuat dari pihak istri.
Alasannya, kemaluan istri (budh) setelah proses sumpah menjadi
milik suami, jadi dia mendapat prioritas lebih dahulu.

Pemyataan Asy-Syirazi tentang gugatan dan bukti itu bukan
pendapat madzhab. Beliau sekadar meriwayatkan apa yang
dilakukan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya, karena dia
mempakan objek ijtihad. Beliau menyatakan, jika hakim
menyumpah penjual berdasarkan ijtihadnya, maka pembeli diberi
hak khiWr. Sebaliknya, jika dia menyrmpah pembeli, maka
penjual diberi hak khgnr.

Penielasan Redaksional:

Hadits hnu Abbas d$ diriwaSntkan oleh Muslim dalam
Shahibnya, dengan redaksi,
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:r$l'"rt :,z $(

,t ,"ru ;3y e-:Gqyfi
&3ar ;'g*)r'5,J ,JIAS u,t3 ivt q6l

.$b
"sandain5n gugabn setiap oreng dikabukan, mereka Fsti

menglugat jiun dan harb setiap onng. Tebpi, sumpah ada pda
pihak tergugat."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi $ memutuskan

sumpah bagi yang tergugat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih mereka secara mar{u'

dari riwayat hnu Abbas. Para pen!rusun As-Sunan dan lainnya

juga meriwayatkan hadits tersebut. Imam An-Nawawi g,

mengemukakan dalam S5nrh Muslim

Al Qadhi Iyadh & menuturkan: Al Ushaili mengatakan,

Riwayat ini tidak mar{u', melainkan mempakan pemyataan Ibnu

Abbas. Demikian pula riwayat yang dikemukakan oleh Alryub dan

Nafi' Al Jumahi dari hnu Abu Mulaikah, dari hnu Abbas 6,.

Al Qadhi menyatakan, Al Bukhari dan Muslim

meriwayatkan hadits ini yang bersumber dari hadits hnu Juraij

secara mar{u'. Demikian pernlntaan Al Qadhi.

An-Nawawi mengernukakan :

Menunrtku (Al Muthi'i): Abu Daud dan At-Tirmidzi

meriwayatkan dengan sanad mereka dari Nafi' bin Umar Al
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Jumahi dari hnu Abu Mulaikah, dari hnu Abbas, secara marfu,.
Menurut At-Tirmidzi: Hadits ini hasan shahih.

Dalam riwayat Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad 5rang
hasan atau shahih terdapat tambahan dari hnu Abbas, bahwa
Nabi S bersaMa,

tF',v) iy ,t3\ :J,t*i O$t ,F- j)
U & &6,6'dt Jbi*r,#S,Jti,S

.fi1
"Andaisaja seluruh dakotman manusia dituruti, safu kaum

pasti menuntut darah dan harta benda kaun 5nng lain. Tetapi,
bukfr ada pada pihak penuntut, sdangkan sumph bagi pihak
yang mengingkari-"

Menurutku (Al Muthi'i): penjelasan seluruh jalur riwayat
in ins5n Allah akan dijelaskan secara funtas kepada pembahasan
Al Qasanah.

Sementara hadits hnu Mas'ud *s diriuaptkan oleh
Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan hnu Majah dengan redaksi,

&flu ,&. vA* eS qdr ,.A*r ti1.

.gt1,tH ii 1ailt +v* Jtv
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'Apbila dua pihak (peniual dan panbeli) bercengkeb

tanpa ada bukti mal<a gng dimenangkan adalah pernyataan

pemilik bamng dagangan, abu mereka saling men5nnggah."

hnu Majah menambahkan , *, 'C.(3 &'S "Jual beti

tersebut berlaku sebagaimana mestiryn. " Demikian halnya Ahmad

dalam riwayat, ,n vS 'z;iUy "Dan bamng itu sebagaimana

adanja."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Wail, dari AMullah,

dia menyatakan, eqt iP ifi6 A** '* lrtS 9q1it 6tii't riy

,,Apabila dua belah pihak bersengketa dan jual beli tqsebut msak,

maka yang dimenangkan adalah pemyataan penjual."

Ibnu Taimiyyah Al Jadd mengemukakan, bahwa hadits ini

di-marfuLlan kepada Nabi s yang bersumber dari Ahmad dan

An-Nasa'i dari Abu Ubaidah, beliau menufurkan, "Dua orang

yang sedang berjual-beli suafu barang menghampiri beliau lalu

salah sahr dari mereka berkata, Aku mengambiln5ra seharga

sekian.' Satunya lagi berkata, Aku menjualn5ra dengan harga

sekian."'

Abu Ubaidah menufurkan, aku pemah menemui AMullah

unfuk menan5akan kasus seperti ini. Beliau menjawab, aku pernah

mengunjungi Nabi # untuk menanyakan masalah ini. Beliau

memerintahkan panjual untuk bersumpah, kemudian pembeli

diberi pilihan untuk melanjutkan jual beli atau rnembatalkannln.

Hadits hnu Mas'ud ini diriwaptkan juga oleh Asy-SFfi'i

dari jalur riwa3at Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Isma'il bin

Uma3nh bin AMul Malik bin Umair, dari Abu Ubaidah, dari

bapaknp, Abdullah bin Mas'ud. Para krifih$ hadits
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memperrnasalahkan stafus Isma'il bin umayah dan hnu Juraij.
Mereka juga mempertanyakan validitas informasi yang didengar
oleh Abu Ubaidah dari bapaknya.

AI Mawardi menyatakan dalam Al Hawi, juz L, hlm. 23g,
nomor 82, manuskrip Darul Wasa'iq. Asy-Syafi,i #S

mengemukakan, Sufuan mengabarkan kepada kami dari
Muhammad bin Ajlan bin Aun bin Abdullah dari Abdullah bin
Mas'ud, bahwa Rasulullah $ bersabda,

4U!,Uqt i* Jfis c9vfit,-;t*;r;r

. ,eiu/', )

'Ketil<a dua belah pihak (penjual dan panbeli) basengketa,
maka tary dimenanglan adalah pemyataan penluat, sdang
pembeli berhak atas khiyar."

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Abu ubaidah oreh Ahmad,
An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni. Al Hakim dan Ibnu As-sakan
men -shahil>l<an hadits ini.

AqrSyafi'i juga meriwayatkan dari jalur Sufuan bin Ajlan
dari Aun bin Abdullah bin utbah dari Ibnu Mas'ud. sanad hadits
ini munqathi',1<arena Aun belum pemah bertemu hnu Mas,ud.

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits di atas dari jalur Al
Qasim bin AMurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah
bin Mas'ud. Riwayat Muhammad bin Abu laila tidak bisa dijadikan
hujjah. sementara Abdurrahman tidak pernah menerima hadis
dari bapaknln. hnu Majah dan At-Tirmidzi meriwaSratkan hadits
tersebut juga dari jalur periwayatan Aun bin AMullah dari hnu
Mas'ud. Sanad fui munqathi'.
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AlAllamah Ibnul QaWim menyatakan: Hadits populer yang

dikemukakan oleh para ahli fikih, yang berbunyi, ,42'At ,P'-4,
.'Ft :f ;b ',ilrS 'Bukti bagi pihak penssusat, sdansl<an

sumpah bagi pihak tnng mengingl<ari," memang diriwayatkan.

Akan tetapi, sanadnya tidak sampai derajat shahih dan masyhur,

seperti hadits yang lainnya. Hadits tersebut juga tidak diriwayatkan

oleh para penpsun kitab As-Sunanyang populer.

Tidak ada safu ulama pun yang membedakukannya secarzr

umum, selain golongan ahli fikih Kufah, seperti Abu Hanifah dan

lainnya. Mereka selalu meriwayatkan, bahwa sumpah ada di pihak

yang mengingkari (tergugat). Bahkan, dalam kasus qasamah

sekalipun, kalangan ini menyumpah tergugat, dan tidak

memufuskan hukum berdasarkan saksi dan sumpah; tidak

mengembalikan sumpah kepada penggugat jika pihak tergugat

menolaknya; dan berargumen dengan pesan urnuln hadits ini.

SelanjufuTya hnul Qayrm memaparkan beberapa pufusan

hukum Rasulullah # ya.rg reler.ran dengan pesan hadits ini dalam

berbagai kasus muamalah, dan, tidak memberlakukannya dalam

kasus jinayah.

Sanad riwayat png paling shahih dalam bab ini, menuntt

Al Baihaqi adalah, riuayat Abu Umais dari Abdurrahman bin Qais

bin Muhammad bin Al Asy'ats bin Qais dari bapaknya, dari

Ad-Daruquthni juga meriwa5ratkan hadits ini dari ialur Al

Qasim bin AMurrahrnan. Al Hafizh lbnu Haiar menuturkan,

bahwa seluruh p€riu/ayat hadits ini tstqah. Hanya saia, paril

kritikus memperrnasalahkan Abdurrahrnan, apakah benar dia

menerirna hadits dari bapaknp.
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Hadits tentang pengembalian barang juga diriwayatkan oleh
Malik secara langsung. Begitu pula At-Tirmidzi dan hnu Majah
dengan sanad wng munqarir: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits

tersebut dengan redaksi, t\t'; 6 t ;p. 6lA tSy ov'rit ,Ketika 
dua

belah pihak berselisih dalam jual beli, mereka berdua saling
mengembalikan."

Al Hafizh lbnu Hajar mengomentari, bahwa para periwayat
hadits ini tsiqah. Akan tetapi, ulama memperrnasalahkan
Abdurrahman bin shalih. Maksudnya adalah, riwayaturya dari
Fudhail bin lyadh dari Manshur, dari hrahim, dari Alqamah, dari
hnu Mas'ud- "Aku tidak menduga beliau hapal hadits tersebut,"
kata hnu Hajar.

Asy-Syafi'i menegaskan, bahwa seluruh jalur riwayat hadits
ini dari Ibnu Mas'ud, tidak ada safu pun yang maushuL

An-Nasa'i, Al Baihaqi, dan AI Hakim meriwayatkannya
dari jalur Abdurrahman bin Qais dengan sanad yang diriwayatkan
darin5ra oleh Abu Daud, sebagaimana keterangan di depan.

Al Hakim mqr-shahihl<an hadits tersebut melalui jalur
riwayat di atas. Al Baihaqi menilainya hasan. Abdullah bin Ahmad
meriunyatkannya dalam Zi5ndaat Al Musnad, dari jalur riwa5at Al

Qasim bin AMurrahman, dari kakeknya, dengan redaksi, 6ry $y,

riis: V*\ & li in6 "^ri],Ji1 9g;gl)t 
,,Ketit<a dua betah

pihak (penjual dan pembelil berselisih, dan banng dagangan masih
ada, dan masing-masing pihak tidak memilik bukti, maka mereka
bersurnph-"

Ath-Thabrani dan Ad-Darimi meriwayatkan hadits yang
sarn dari jalur ini.
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Hanya Muhammad bin Abu Laila meriwayatkan redaksi

berikut, ']*3.$'e&Jlj "Dan banngrym masih ada". Dia merupakan

periwayat yang dha'if, larena hapalannya kurang baik-

Al Khaththaabi mengatakan: Redaksi ini, i.ili 'e;iU| "Dan

barangnya masih ada" tidak bisa dibuktikan validitasnya dari ialur
periwa5ntan, sekalipun mungkin saja penyebutan redaksi ini

merupakan bagian dari dominasi riwayat yang ada. Sebab,

perselisihan kebanyakan teriadi ketika barang dagangan masih

ada, seperti yang Allah & firmankan, P:# A "(Onng

Wng) dalam pemeliharaanmu" (Qs. An-Nisaa' [4]' 231. Meski

demikian, mayoritas ahli fikih tidak membedakan antara barang

dagangan yang masih bagus maupun yang sudah rusak-

Menurut analisis hnu Abdil Barr, hadits ini munqathi', akart

tetapi pesan dasamya masyhur menumt sekelompok ulama yang

menerimanya dan banyak masalah furu' yangdibangun darinya.

hnul Hazm menilai hadits ini mengandwg illat karena

munqathi'. Pendapat ini didukung oleh Abdul Haq. Senada dengan

hnul Hazm, Ibnul Qaththan menilai i/a/ hadits ini adalah dari

aspek ketidakjelasan informasi seputar AMurrahman, bapak, dan

kakeknSn.

Terhadap hadits ini, menumt Al Khaththabi, para ahli ftkih

memutuskan unhrk menerimanya. Ini mengindikasikan bahun

hadits tersebut memiliki dasar, sekalilpun sanadnya bermasahh.

Seperti keputusan mereka untuk menerima hadits *!t *S I
" Tidak ada wasiat bagi ahli waris, " sanad hadits ini sedikit

bermasalah.
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Tinjauan RedaksionaL Redaksi, janbatahu, berarti
"pihaknya". Kata Al Budh' jamaknya abdhaa', seperti qufl y'ang

jamaknya Aqfaal, digunakan untuk merujuk makna "kemaluan"

dan "hubungan badan."

Satu sumber menyebutkan, Al Budh'mempakan bentuk
mashdar seperti l<ata AsySukr dan Al Kufr. Mrsalnya kalimat,

Abdhabt Al Marbh lbdhabn "seorang wanita menikah" dan

Tasta'mint An-Msaa' fi Abdha'ihin "Para wanita
mengonsultasikan kemaluan mereka." Dalam sumber lain

disebutkan kalimat, Malaka Budhbha "Berhak menggaulinya."

Redaksi Bidhaa'dari segi pola dan makna, satna dengan

kata Jimaa'. Redaksi Bidhaa'rnerupakan bentuk derivat dari kata

Baadh'ahaa Mubaadha'ah.

Hukum: Para Imam empat sepakat, apabila terjadi

sengketa antara dua pihak yang bertansaksi soal harga, tanpa ada

bukti, mereka berdua saling bersumpah. Maksudnya, masing-

masing pihak menyanggah gugatan pihak lain dan mempertegas
gugakrya dengan surnpah, dan saling membatalkan. Demikian
ketentuan yang aku temukan dalam sejumlah masalah

kesepahaman para pihak kepada pasal ini.

Sedangkan masalah yang diperselisihkan, di antaranya

terdapat pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa hakim mendahulukan

sumpah penjual. Keterangan ini seperti pemyataan lrang
diungkapkan oleh AsySyrrazi dengan kalimat, "Dan karena
pihaknlla (penjual) lebih kuat."

Sementara itu, Abu Hanifah dan sebagian ulama fikih Asy-

Syafi'i menyatakan, bahwa hakim memprioritaskan sumpah
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penjual. Jelas, sengketa dua belah pihak menjadikan setiap pihak

menginginkan bagian yang lebih sempuma, yaitu keputusan hakim

yang menguntungkan dirinya, bukan pihak lain.

Contoh masalah di atas seperti, ketika dua belah pihak

bersengketa dan barang dagangan masih ada; penjual berkata,

"Aku jual padamu seharga 20 dirham," pembeli berkata, "Bukan,

tapi 10 dirham"; dan masing-masing pihak merniliki bukti, maka

kepuhrsan perkara ini berdasarkan bukti tersebut.

Apabila kedua belah pihak tidak memiliki bukti, mereka

saling bersumpah. Imam Al Zanjani dalam Takhni Al Funt' Na Al
ushul menulis: Masalah "objek yang dialihkan dari qiyas, boleh

diqiyaskan dengan objek yang semakna dengannya, menumt Asy
SSafi'i". Dari kaidah ini muncul beberapa kasus cabang

permasalahan berikut:

Apabila dua belah pihak bersengketa, sementara barang

dagangannya telah rusak di tangan pembeli, atau keluar dari

kepernilikannya, atau berada dalam kondisi yang tidak mungkin

dikernbalikan akibat msak, maka menumt Asy-Syafi'i &, mereka

saling bersumpah dan saling mengembalikan harga- Sebab,

masing-masing pihak mengklaim suatu akad Spng diklaim oleh

pihak lain. Oleh karena itu, setiap pihak bersumpah unhrk

menyanggah klaim penggugat, seperti dalam kasus barang

dagangan yang masih ada. Pendapat ini didukung oleh Asy-S3pfi'i,

Abu Hanifah, Malik dalam satu riwayatnya, dan Syuraih.

Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Malik

disebutkan, yang dimenangkan adalah pemyataan penjual berikut

sumpahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Zafar-

Sebab, penjual mengklaim 10 dirham lebih tinggi yang ditolak oleh

pembeli. Yang dimenangkan adalah pemyataan pihak yang ingkar.
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Asy-Sya'bi berpendapat, yang dimenangkan adalah

pemyataan penjual atau mereka saling mengembalikan harga.

Ulama madzhab Maliki berpendapat yang disebutkan

dalam Al Mudaonnnah Apabila dua belah pihak bersengketa soal

sifat barang, maka yang dimenangkan adalah pem5ataan penjual

berikut sumpahnya, ini jika telah terjalin akad. Maksudnya adalah,

dia telah menerima pembayaran secara tunai. Sedang jika

pembayaran tidak dilakukan secara tunai, maka yang dimenangkan

adalah pemyataan penrbeli dengan sumpahnya.

Al l(hirasyi mengatakan: Rasulullah memprioritaskan

sumpah pada pihak penjual. Dalam hal ini tidak ada bedanya

antara barang yang dijual tersebut masih utuh atau sudah rusak;

baik ditemukan unsur syubhat dari keduanln atau dari salah

safunya maupun tidak ditemukan. Akan tetapi, pembeli

mengembalikan barang jika masih ada, dan penjual

mengembalikan pembalaran sekalipun terlambat.

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni menulis' Bisa jadi maksud

dua pendapat ini adalah sama; bahwa yang dimenangkan adalah

pemyataan penjual dengan sumpahnya. Apabila penjual

bersumpah, lalu pernbeli ridha dengan hal tersebut, maka dia

mengambil barang tersebut.

Jika pernbeli abai dengan sumpah penjual, dia bersumpah

lagi dan jual beli antara mereka batal. Sebab, dalam redaksi hadits

hnu Mas'ud disebutkan, bahwa Nabi $ bersaMa, ,.iJjlly ti1.

riiW qg\.'lu4-'li ,'^$.6 'eiultS 9qq*lrApabita dua betah

pihak busengkeb dan barangnSn masih ada serb merel<a tidak

mqniliki bukti, mereka saling betsumpah.' Sebab, masing-masing

pihak berperan sebagai penggugat sekaligus tergugat.
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Penjual mengklaim akad senilai 20 dirham yang dibantah

oleh pihak pembeli. Sebaliknya, pembeli mengklaim akad sebesar

10 dirham yang dibantah oleh pembeli. Jadi, akad sebesar 10

dirham bukanlah akad senilai 20 dirham. Oleh karena itu, kedua

belah pihak disyariatkan untuk bersumpah.

Ar-Ramli memaparkan dalam Niha5ah Al Muhtaj SSarh Al
Minhaj ketika mengulas perselisihan tentang besaran harga atau

sifat barang yang dibeli. Pendapat yang paling shahih adalah

membenarkan pihak penjual. Atau, perselisihan tentang wakttr
jafuh tempo; misalnya pembeli menetapkan, sedangkan pembeli

menafikannya; atau sengketa seputar waktu jafuh tempo seperti

sebulan atau dua bulan; atau sengketa ukuran barang yang dijual

seperti safu mud dari fumpukan ini, misalnya dengan harga

sedirham. Penjual menyangkal, "Melainkan dua mud." Kedua

pihak tidak mempunyai bukti yang dijadikan rujukan.

Kasus di atas mencakup masalah seandainya masing-

masing pihak mengajukan bukti dan keduanya bertolak belakang

karena bersifat urnum, atau salah satunya saja yang umum, atau

karena keduanya memiliki tanggal, kedua dibubuhi tanggal yang

sarna, maka mereka saling bersumpah. Demikian ini berdasarkan

hadits Muslim, 'Ft :f & 'O.A]S " Sumph diberit<an kepda

penggugaf." Kedua belah pihak ini berstatus sebagai penggugat

sekaligus tergugat.

Sedangkan argumen para ulama yang berpendapat tidak

adanla sumpah, seperti hnu Al Muqri', dalam sebagian naskah

Ar-Raudhah, lrang memungkinkan fasal<h kepada wakfun1a, dapat
disanggah. Sebab, sumpah tidak direkomendasikan unhrk
membatalkan akad, jushtr diharapkan dengan perintah sumpah
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tersebut, pihak yang berbohong akan menolaknya, sehingga akad

ditetapkan dengan sumpah pihak yang benar.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang keabsahan

suafu akad, atau apakah transaksi tersebut jual beli atau hibah,

mereka tidak perlu sumpah, sebagaimana akan dipaparkan oleh

Asy-Syirazi.

Apabila salah sahr pihak memiliki bukti, maka dialah pihak

yang dimenangkan.

Jika terdapat dua bukti yang ditandai dengan dua tanggal

yang berbeda, maka diputuskan dengan bukti png bertanggal

lebih awal.

Seandainya kedua belah pihak bersengketa soal harga atau

barang dagangan yang sebagian telah diserahkan berikut

pembatalan atau kerusakan yang membatalkan akad, mereka tidak

saling bersumpah. Cukup, penggugat kekurangan yang

bersumpah, karena dia pihak yang berutang.

Oleh sebab itu, sebagian ulama menambahkan satu kaidah.

Yaihr tetapnya akad sampai waktu pencabutan hak, sebagai

pengecualian pemyataan Asy-Syirazi.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf seperti tercantum

dalam Fath Al Qadir (6/1901 dan lhsyf Al Haqa'iq
(2/1701, kedua belah pihak ini tidak saling bersumpah. Sebab, dia

termasuk saling bersumpah atas serah terima lnng telah

disepakati. Sama seperti kasus penjual mengklaim harga lebih dari

seribu sedang penjual membantahnya; pernbeli mengklaim

kanajiban menyerahkan barang ketika telah mernbalnr harga

seribu tersebut, sedang peniual membantahnp, maka kedua belah

pihak saling bersumpah
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Sedangkan apabila sumpah tersebut terjadi setelah terjadi

serah terima, sumpah ini bertentangan dengan qiyas, sehingga dia

tidak bisa dianalogikan dengan kerusakan barang dagangan.

Asy-Syirazi mengemukakan batasan perselisihan dua belah
pihak berkenaan objek yang dijual sekaligus harganya, seperti
gugatan penjual "aku telah jual mobil ini padamu seharga 100
dinar," pembeli berkata, "tetapi berikut biaya pengirimannSn

menjadi 200 dinar.," Metreka jelas tidak saling bersumpah, karena

tidak mengutarakan barang lnng sama. Sekalipun dua belah pihak
sepakat dengan jual beli yang shahih dan berselisih mengenai
caranya. Jadi, masing-masing pihak bersumpah unfuk menafikan
gugatan pihak lain.

AsyS5rafi'i menSatakan dalam Mukhashar Al Muani
setelah mengemukakan hadits Ibnu Mas'ud dari jalur riwayat
Sufuan dan Malik, yang diriwayatkan oleh Malik s@ara langsung.

Yaitu, dengan redaksi "Aku terima hadits ini dari hnu
Mas'ud...dst."

Asy-Syafi'i menulis, Rasulullah * memufuskan, bahwa

kesaksian diberikan pada penggugat, sedangkan sumpah bagi yang

tergugat." Ketika dua belah pihak berjual beli hamba saha5ra, lalu

penjual berkata, "Seharga seribu" dan pembeli mengatakan,
"Harganya lima rahrs." Jadi, penjual menggugat kelebihan harga.
Penggugat telah membeli kelebihan barang dengan harga yang

lebih murah, kedua belah pihak lalu bersumpah.

Jika keduanya bersumpah secara bersamaan, maka
dikatakan kepada pembeli "Anda berhak lh$nr unfuk
mengambilnya seharga seribu atau membatalkannSa. Anda tidak
wajib membayar apa yang tidak ditetapkan." Siapa saja yang
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menolak bersumpah dan pihak lain yang bersumpah, dia

dipufuskan menang.

AsySyafi'i ds mengemukakan, ketika Nabi S memutuskan

perkara, kedua belah pihak membenarkan terjadinya jual beli

namun bersengketa soal harga barang yang dapat membatalkan

hansaksi; kami menemukan barang yang tidak ada di majelis akad

itu jelas membatalkan akad, maka pembeli wajib

mengembalikannya, jika barang itu masih bagus atau

pembayarannya terlambat, baik nilanya lebih kecil maupun lebih

besar dari harga barang.

Menurut Al Muzani, dua belah pihak ini sama dengan orang

yang belum melangsungkan jual beli. Jadi, pembeli mengambil

budaknya bila masih ufuh atau meminta harganya jika telah rusak.

Al Muzani menambahkan, Muhammad bin Al Hasan merajilrkan
pendapat kami, dan menyalahi dua murid Malik -yaitu Abu

Hanifah dan Abu Yusuf. "Aku hanya tahu pendapat yang mereka

kemukakan bertentangan dengan qiyas dan Sunnah," jelas

Muhammad bin Al Hasan.

Maksudnya adalah, ketika kedua belah pihak kontradiksi

soal barang tersebut, padahal dia telah msak, oleh karena ifu

hukumnya tidak membatalkan akad, baik dia masih bagus maupun

rusak sama saja.

Seandainya dua belah pihak tidak bersengketa, lanjut Al

Muzani, dan salah sahr dari mereka berkata, "Aku tidak akan

menyerahkan barang sebelum menerima seluruh pembayaran,"

maka pendapat yang pahng disetujui oleh AsySyafi'i dari sekian

banlpk pendapat kasus ini adalah, pernbeli diperintahkan untuk

menyerahkan barang; dan peniual dipaksa unhrk membalnr saat

itu iuga.
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Jika pembeli tidak berada di tempat, dan dia memiliki aset,
maka pembeli dimintai saksi untuk menangguhkan hartanya; dan
penjual dimintai saksi untuk menangguhkan barang. Jika penjual
menyerahkan barang, maka dia terlepas dari stafus penangguhan.

Sebaliknya jika pembeli tidak memiliki aset, maka dia
dikategorikan bangkrut. Oleh karena ifu, penjual berhak atas
barangnya. Tidak boleh dibiarkan orang-orang mencegahnSa,
sementara dia mampu mengambil barang ifu dari mereka.

Pelajaran Penting: Al Qadhi Husain mengampaikan
safu kasus kepada Hassan bin Sa'id Al Mani'i sebagai bahan
diskusi para ahli fikih Marwa begitu dia tidak di sana. Kasus
tersebut yaifu seseorang mengghasab gandum pada saat hargangra

tinggr, dan ketika harga murah, sang pemilik gandum ini
menagihnla. Apakah pemilik menagihnya sesuai harga standar
atau nilai gandum tersebut? Ulama png berpendapat, pemilik
menagihn5ra sesuai harga standar saja, telah keliru- Sedang orcrng
yang berpendapat, dia menagih sesuai nilai gandum tersebut, juga
keliru. Alasannlp, masalah ini punla rincian hukum sebagai
berikut:

Apabila gandum ini telah rusak di tangan penggasab

sebelum dijadikan tepung, misaln5ra tertakar sampai hangus,
pemilik wajib menagih sesuai hurgu standar.

Apabila pengghasab telah mengolah gandum tersebut
menjadi tepung, adonan, roti dan mernakannla, maka pemilik
wajib menagih sesuai nilai gandum tersebut, karena gandum,
adonan, dan roti termasuk komoditas png bemilai. Pendapat ini
dikutip oleh Abu Sa'ad Al Harawi dalam Al IsStraf dan fu-Raf i
dalam AsgrSyarh Al lGbir lil Wajiz.
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Al Qadhi Husain bin Muhammad Al Marwazi dan Hassan

bin Sa'id Al Mani'i adalah satu dari sekian ulama yang belajar fikih
kepada Al Qadhi Husain.

AslrSyirazi *b mengemukakan: PasaL Masing-
masing pihak dari penjual dan pembeli wajib
menggabungkan redaksi penafian dan penetapan dalam
sumpah, karena salah safu menggugat akad sedang
yang lain menyanggahnya. Jadi, keduanya wajib
bersumpah.

Dalam sumpah, wajib mendahulukan penafian
atas penetapan. Abu Sa'id Al Ishthakhri
mengungkapkan, penetapan didahulukan atas penafian,
sebagaimana kita mendahululon penetapan atas
penafian dalam sumpah li'an-

Pendapat madzhab adalah pendapat yang
pertama- Sebab, hukum asal dalam sumpah adalah
mendahulukan penafian. Yaifu, sumpah pihak tergugat.
Jadi, dalam kasus ini juga wajib mendahulukan
penafian, berbeda halnya dengan li'an, sebab tidak ada
dalil untuk mendahulukan penafian-

Apakah penggabungan penafian dan penetapan
ini berlaku dalam safu sumpah atau bulran? Di sini
terdapat drn pendapat ulama fildh AqrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Penafian dan penetapan
digabungkan dalam safu sumpah. Keterangan ini
disebutkan dalam AI Umm, sebab hal demildan lebih
memungknlon unfuk memutuskan perkara. Oleh sebab
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ifu, dalam kasus ini pembeli bersumpah bahwa dia tidak
menjual dengan harga seribu, tetapi meniualnya
seharga dua ribu. Sementara pembeli bersumpah tidak
membelinya seharga dua ribu, dan membelinya seharga
seribu. Apabila pembeli menolak sumpah, maka
kebenaran diputuskan pada pihak penjual. Jika dia
bersumpah, maka terjadi saling sumpah.

Pendapat Kedua: Pihak yang berperkara
memisahkan penafian dengan safu sumpah dan
penetapan dengan sumpah yang lainnya, karena kasus
ini termasuk gugatan sekaligus pengingkaran suafu
alod. Jadi, dia membufuhkan dua sumpah.

Selain itu, ketika kita menggabungkan keduanya
(penafian dan penetapan) dengan safu sumpah, kami
menlrumpah penjual unfuk menetapkan sebelum
penolakan pembeli dari sumpah unfuk menafikan-
Praktik demikian tidak diperbolehkan-

Dengan demikian, penjual bersumpah, bahwa dia
fidak menjual seharga seribu; kemudian pembeli
bersumpah bahwa dia tidak membelinya seharga dua
ribu. Jika pembeli menolak bersumpah, maka penjual
bersumpah bahwa dia tidak menjual seharga dua ribu,
dan kemenangan diputuskan bagi pihak penjual-

Apabila pembeli bersumpah, maka penjtral pun
bersumpah bahwa dia menjual dengan harga dua ribu,
kemudian pembeli bersumpah, bahwa dia membeli
seharga seribu; jika dia menolak sumpah, maka
kemenangan diputuskan bagl pihak peniual. Jilta
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pembeli bersumpah, kedua belah pihak saling
bersumpah.

Penjelasan Redaksional:

Pasal ini menjelaskan pefunjuk teknis sumpah dan substansi

sumpah, karena sikap setiap pihak yang berhansaksi tidak lepas

dari dua kondisi: Penetapan atau penafian. Oleh sebab ifulah,
sumpah pihak berperkara memuat beberapa rukun gugatan seperti
penetapan dan penafian.

Misalnya, pihak yang pertama bersumpah menyatakan,
"Aku tidak menjualnya seharga sepuluh dirham. Sebenamya, aku
menjualnya dua puluh dirham." Jika mau, pembeli dapat
mengambil barang tersebut berdasarkan pemyataan penjual- Jika
tidak demikian, maka pembeli bersumpah, "Aku tidak membelinya
seharga dua puluh dirham. Sebenamya aku membelinya seharga

sepuluh dirham." Pemyataan di atas dikemukakan oleh Asy-Syafi'i
dalam N Umm.

Abu Hanifah menufurkan: Yang pertama kali bersumpah
adalah pembeli, karena dia merupakan pihak yang mengingkari.
Sumpah di pihak pembeli jauh lebih kuat. Di samping itu, kasus ini
dipuh.rskan dengan penolakan sumpah tergugat. Faktor yang lebih
mendekatkan pada pemutusan perkara tentu lebih utama.

Kami didukung sabda Nabi g, ler j6 u jpg "Maka,

yang dimenanglan pun5nban tnng dikqtulakan penjual. " Dalam

redaksi lain berbunyr, Ur;tl 
jG u "(1nng dimenangtran) aF tang

dilatbl<an penjual." Hadits riwayat Ahmad. Artinp bahwa, bila
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mau, penjual dapat mengambilnya; dan bila mau, maka dia

bersumpah.

Alasan lainnya, bahwa penjual merupakan pihak terkuat,

karena ketika dua belah pihak bersengketa, maka barang

dagangan dikembalikan kepada penjual. Jadi, dia lebih kuat seperti
pemilik kuasa. Kami telah jelaskan, bahwa setiap orang dari kedua

belah pihak mengingkari dari satu aspek. Oleh karena itu, mereka

berada dalam derajat yang sama dari aspek tersebut.

Ketika penjual mangkir bersumpah dia seperti mangkimSn
pembeli, maka pihak lain diminta bersumpah dan diputuskan dia
yang benar. Jadi, dua pihak ini punSra kedudukan yang sarna.

Apabila penjual bersumpah, lalu pembeli mangkir
bersumpah, dia diputuskan kalah. Jika penjual mangkir untuk
bersumpah, maka pembeli pun bersumpah dan dipufuskan
menang.

Jika kedua belah pihak bersumpah, maka jual beli tersebut

tidak batal, karena akad ini sah. Saling bersumpah tidak
membatalkan akad, sama seperti kasus seandainln masing-masing
pihak mendatangkan bukti yang menguatkan dakruaannln. Tetapi,
jika salah safu pihak rela dengan pernyataan pihak lain, akad

tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebaliknp, jika mereka Udak

rela, masing-masing pihak berhak khipr. Sdangkan menunrt
madzhab, kasus ini punya rincian hukum tersendiri.

Apakah sumpah tersebut dianjurkan atau tidak dianjurkan
bagi penjual, atau bagi pembeli? Di sini terdapat eqnpat pendapat

Asy-Sffi'i, 
,

Pendapat Pertama: Pendapat yang.paling shahih, bahrm
sumpah pertama kali diberikan kepada penjual, karena pihaknya
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lebih kuat, sebab barang dagangan yang menjadi objek jual beli itu
dikembalikan kepadanya akibat pembatalan sebagai imbas
sumpah.

Di samping ifu, kepemilikan penjual terhadap harga telah
sempuma dengan akad tersebut. Sedangkan kepemilikan pembeli
terhadap barang dagangan belum sempuma keruali dengan
adanya serah terima; dan dia hanya terpenuhi dalam sebuah akad.

Ilustrasi kasus ini adalah, barang yang dijual telah jelas

namun pembayaran dilakukan dalam tanggungan (utang). Oleh
karena ihr, pembeli dipersilakan unhrk bersumpah pertama kali
dalam kebalikan kasus ini, sebab pembeli di sini lebih kuat.

Hakim kemudian menginformasikan unfuk mengawali
sumpah kepada pihak manapun (pembeli atau penjual). Ijtihad ini
dikernukakan dalam kasus ketika dua belah pihak telah ditentukan
atau berada dalam tanggungan.

Suami dalam kasus maskawin sarna seperti penjual, dimana
sumpah diprioritaskan bagin!,a, mengingat pihak suami lebih kuat
karena masih punln hak bersenang:senang dengan istinln. Selain
ifu, pengaruh sumpah begitu jehs dalam rnaskawin, kecuali pada
hul$m yang b€rkaitan dengan kemaluan. Dalam hal ini, suami

adalah pihak yang menyerahkannSra, iadi dia sep€rti perfual.

Perbedaan pendapat mengenai anluran ini dis€bablon
tercapainya hriuan dengan segah penafsiran fang ada.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan l€bih dahuh kepada
penrbeft, karena keloatan sang pernbeli ada bersarna barang

Dernikian int pendapat Abu Hanifah dan satu

uhrna fildh Aqrqpfi'i, dengan pertmbangan batun pernilik
bararg dalam kondisi ini adalah, pihak panbeli 3nng didasarkan
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pada dalil hadits. Jadi, yang dimenangkan adalah pemyataan

pernilik barang.

Pendapat Ketiga: Baik penjual maupun pembeli memiliki
hak yang sarna, karena mereka berkedudukan sebagai penggugat

sekaligus tergugat. Tidak ada tarjih dalam kasus ini. Sebab ifulah,

Al Hakim memberikan opsi kepada siapa pun yang mau memulai

sumpah.

Pendapat Keempat: Diadakan undian. Siapa lang menang

undian, maka dia berhak memulai sumpah. Undian merupakan

solusi unfuk menyelesaikan persengketaan dalam kondisi saling

mengingkari.

Al Ghazali dalam Al Wajiz mengungkapkan, bahwa teknis

sumpah dalam sengketa jual beli dimulai dari pihak penjual.

Sementara dalam sengketa akad pesanan dimulai dari pihak
penerima pesanan (muslam ilaihl; dan dalam al<ad kitabah dimulai
oleh hrannga, karena pihak penerima pesanan dan hran (p*ffi
budak) seler.rel dengan penjual.

Sedangkan dalam sengketa maskawin, maka pihak
suamilah 5rang pertama kali bersumpah, karena derajatnya setara

dengan penjual maskawin. Dampak sumpah ini tampak pada

stafus suami, bukan pada kemaluan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam sengketa jual

beli, pembelilah yang pertama kali bersumpah karena dia png
mengeluarkan pernbaSnran :.

Ada lang mengatakan, baik penjual maupun pernbeli

mempunyai hak lang sama unfuk bersumpah, karena ifu mereka
diundi untuk mementukan siapa yang lebih dahulu bersumpah,

atau berdasarkan kepufusan hakim.
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Berkaitan dengan teknis bersumpah terdapat beberapa
pendapat:

Pendapat Pertama: Pihak yang bersumpah mengumpulkan
antara pem5ataan penafian dan penetapan dalam safu sumpah
secara mutlak. Redaksi yang disepakati seluruh ulama berbunyi,
"Demi Allah, aku tidak menjual dengan harga sekian. Aku
menjualnya seharga sekian." Sumpah pihak pembeli berbunyi,
"Derni Allah, aku tidak membeli seharga sekian. Sungguh, aku
mernbelinp seharga sekian. "

Bisa juga menspnakan kata "sebenamya" sebagai ganti
kata "sungguh". Sebagian ulama tidak sefuju dengan penggantian
kata ini, karena memuat ketidakjelasan penqpratan hashr
(batasan).

Merrurut pendapat Syamsuddin Ar-Ramli -dijuluki Asy-
Spfi'i Kecil- Udak cukup sekadar mengatakan, 'Aku Udak
menjual selain seharga sekian." Alasannya, karena sumpah tidak
sekadar menyebutkan makna png bertalian secara tidak langsung.
Redal$i sumpah haruslah lugas dan jelas, karena sumpah
menyimpan nilai ibadah. Keterangan ini sejalan dengan pendapat
kedua, 1raifut

Pendapat Kedua: Pihak yang bersumpah mengawali
sumpah dengan penafian kernudian diikut penetapan dalam safu
sumpah.

Pendapat Ketiga: Mengawali dengan penetapan kernudian
diikut penalian dalam safu sumpah, sebab gugatan akad dan
pengingkaran akad membuhrhkan dua sumpah.

Pendapat Keernpat Diawali dengan penafian dengan safu
sumpah kernudian dengan redaksi penetapan pada sumpah yang
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lainnya. Menurut pendapat Ar-Ramli dalam Nihagh Al Muhbj,
cara seperti ini dianjurkan.

Pendapat kelima: Mengawali dengan redaksi penetapan

dengan safu sumpah kemudian dengan penafian dalam sumpah

5ang lain.

Pendapat keenam: Diarpali dengan redaksi rnana pun

sesukanya dalam safu sumpah dan redaksi lainnp dalam sumpah

Snng lain.

Pendapat yang benar adalah, seorang qadhi -jilo kedua

belah pihak yang bersengketa atau salah satunya melaporkan

kasusnya kepada qadhi- mengawalinln dengan sumpah pihak

penjual. Penjual cukup mengucapkan, "Demi Allah, aku tidak

menjual dengan harga sekian. Sungguh, aku menjualnya dengan

harga sekian. Wallahu a'larn.

Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini

mencakup masalah bamng yang dijual dan harga. Sebab, frase

"Ketika dua belah pihak bersengketa" terdapat pembuangan frase

lain yang dalam kasus ini mengisyaratkan makna umurn,

sebagaimana telah dirumuskan oleh pam ulama Ma'ani.

Jadi, secara urnum perbedaan ini mencakup pada

permasalahan barang yang diperjual belikan, harga barang, dan

segala hal png meruiuk pada keduilg?, juga tentang sSarat-qrarat

png mesti dipenuhi. Penyebutan secarcl lugas tentang sengketa

soal harga pada sebagian riwa5rat -seperti tercanfum dalam

beberapa hadits bab ini- tidak menafikan pesan urnum tersebut.

Keterangan dalam hadits hnu Mas'ud Snng diriwaptkan
oleh Ahmad, "Pernyataan dimenangkan oleh keterangan pernilik

barang." Pemilik barang di sini adalah penjual, seperti keterangan
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yang disebutkan secara lugas dalam seluruh riwayat. Jadi, tidak
beralasan sebagian orang yang berpendapat bahwa 'pemilik

barang' dalam kondisi ini adalah pembeli.

Sengketa antara dua belah pihak dalam jual beli dalam

berbagai kasus transaksi hanya dapat diselesaikan dengan sumpah
pihak penjual. Jika pernbeli juga bersumpah, maka terjadi saling

sumpah. Jika demikian adanya, mereka berdua tidak bisa lepas

dari sengketa ini, kecuali dengan membatalkan tmnsaksi.

Akar perbedaan antara ahli fikih dalam kasus ini berawal

dalam penafsiran sabda Rasulullah $, tieXt i eiit ,)t 4l
* ab), ,& 'Bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi

tergugat, " karena hadits ini mengindikasikan makna yang umum.
Yaitu, sumpah diberikan kepada pihak tergugat dan bukti bagi

penggugat, tanpa membedakan antara apakah salah sahrnya

penjual dan yang lain pembeli, ataupun tidak.

Hadits Ibnu Mas'ud mengindikasikan bahwa, pemyataan

yang dimenangkan adalah pem5rataan penjual lrang didukung
sumpahn5a. BukU diberikan kepada pihak penjual dengan tanpa

mernbedakan antara apakah penjual sebagai penggugat atau

tergugat.

Dua hadits di atas merniliki pesan utnutn dan khusus dari
perspektif masing-masing. Keduanp kontradiktif dengan

mempertimbangkan materi kesamaannSra. Apabila penjual

bertindak sebagai penggugat, maka sebaiknp pelrr2,rjilnn kasus

ini merujuk pada berbagai faktor eksternal.

Hadits, * ,*tlJt ,)" ',#t b1. "saungahryn sumpah di

pihak tergugat'diriunyatkan oleh Ahmad dan Muslim. Hadits ini
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juga terdapat dalam Shahih Al Bukhari pada Bab Gadai, Bab

Sumpah bagi Tergugat, dan Tafsir Surah Ali Imran.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan r"6u1o1, t;jt

* ,*Ar jb ii*t 3 ,e6t ,p " Bukt basi penssugat dan

sumpah bagi pihak tergugat" Al Isma'ili meriwayatkannya dengan

redaksi, "alan tebpi bukti bagi penunfut dan sumpah bagi

tertunfut.".

Al Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi,

ir-, ,*"t st*i i-r$t F- :i

'Sandain5n seluruh dakunan manusia dipanuhi, tenfu

orang-oftng menglugat harta benda dan danh suafu l<aum.

Tetapi, bukfr bagi pengugat, dan sumph bgi pihak tntg
mengingl<ari."

Seluruh hadits ini terdapat dalam hadits hnu Abbas. Siapa

saja yang bertekad me*brjih antara beberapa hadits ini, tdaldah
terlalu sulit.

Dalam Ash-Slnhihain, Musnad ,Ahmad, dan Sunan lbni
Malah dari lbnu Abbas secanr mar{u' disehfil<an,

'|*,t5 eut A:.'a:?)t ,#s ,ra;v25 7rp
uzotg.FIU
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?Vl &"\ I or oie- _v#t"i O$l
a^ lt

aTut'l

.,e:";u:rt,rb',ipt 6S &t$S 4vt
"Seandainya seluruh dakwaan manusia dipanuhi, orang-

orang psti menggugat darah dan harta benda sq@rang. Tetapi,

sumpah bagi pihak tergugat. "

Keterangan lebih panjang akan dipaparkan dalam Bab

Muqasamah, Insya Allah, yang tercanfum kepada llz19.

Asy-Syirazi db menyatakan: Pasa[ Apabila dua
belah pihak saling bersumpah, maka jual beli tersebut
pasti batal, karena tidak mungkin melanjutkan akad
dengan adanya sumpah. Apakah akad ini batal karena
sumpah tersebut atau bukan? tX sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-S3afi'i:

Pendapat Pertama: Akad tersebut batal karena
saling sumpah tersebut, seperti batalnSTa pernikahan
dalam sumpah li'an akibat sumpah. Sebab, dengan
adanya sumpah, harga barang menjadi fidak diketahui,
padahal jud beli tidak akan terjalin jika besaran
kompensasinlra tidak diketahui- Oleh karena itu, akad
tersebut waiib faakh-

Pendapat Kedua: Akad jual beli ini tidak batal
dengan adanSra pembatalan setelah bersumpah.
Keterangan ini telah di-nash, karena akad tersebut
secara batin hukumnya sah, sebab dia terjadi dengan
harga yang diketahui dua belah pihak. Karena itu, akad
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tidak batal akibat mereka bersumpah, dimana buld
lebih kuat ketimbang sumpah.

Selanjutnya, andaikan masing-masing pihak
mempunyai bukti atas gugatannya, maka jual belingp
tidak batal. Ketidakbatalan jual beli ini dengan sumpah
tentu lebih kuat lagi. Terkait pendapat yang
membatalkan jual beli dalam kasus ini, ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim yang membatalkan jual
beli tersebut, karena dia pihak yang berijtihad dalam
masalah ini, sehingga membufuhkan hakim, sama
seperti pembatalan nikah sebab aib.

Pendapat Kedua: Jual beli ini batal oleh dua belah
pihak, karena pembatalan ini terjadi menlrusul tindakan
yang zhalim. Jadi, sah-sah saja bila bersumber dari dua
belah pihak, seperti pengembalian barang yang rusak-

Penjelasan Redaksional:

Kalimat "Apabila dua belah pihak saling bersumpah, jual

beli wajib batal," hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami

sampaikan, sebab dia merusak sikap saling merelakan yang

tercantum dalam firman Allah &, '& ,rtj ;"'Yang bqlaku

sul<a sama sula di anhm lalian" lQs. An-Nisaa' 141: 291-

Alasan lain, karena sengketa antara dua belah pihak dalam

masalah akad tertenhr tidak ada solusi lain selain sumpah pihak

penjual. Ketika penjual bersumpah kernudian pembeli juga

bersumpah, mereka tidak akan lepas dari saling mernbatalkan
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untuk keluar dari lingkaran sengketa. Akan tetapi, apakah akad ini
batal karena sumpah tersebut atau karena faktor lain? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Transaksi ini batal karena sumpah
tersebut. Sumpah merupakan titik tolak pertikaian yang
menyebabl<an fasakh, seperti fasakbnya pemikahan dalam li an
akibat tindakan sumpah. Li'an termasuk akad yang men-fasakh
pemikahan dengan sumpah, sehingga fasal<h tersebut terjadi
secara lahir dan batin, mengingat dia faakh sebagai akibat dari
tindakan zhalim.

Selain ifu, besaran harga paska sumpah menjadi tidak jelas

antara gugatan masing-masing pihak 5nng bersengketa, hal ini
memunculkan ketidaktahuan yang berdampak pada cacat akad
yang dapat membatalkannya. Sebab, besaran harga saat itu
menjadi unsur yang menyebabkan ketidaktahuan, bukan yang tidak
diketahui, mengingat dia diketahui oleh mereka secara batin.
Tetapi, pengetahuan ini dihilangkan oleh sikap pembodohan
akibat sengketa yang ada, khususnya seputar besaran harga.
Demikian juga sengketa dua pihak tentang kadar barang
dagangan, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Ins5a Allah.

Sebab, harga merupakan alat fukar barang yang dijual, oleh
karena itu akad tidak akan terjadi jika harga tidak diketahui.

Pendapat Kedua: Akad jual beli ini fidak batal hanya karena
sumpah, tetapi dia dibatalkan secara sengaja setelah proses
sumpah. Keterangan inilah yang telah di-nashdalam madzhab dan
ini merupakan pendapat pertama ulama fikih Asy-Syaf i.

AI Muzani dalam Al Mukhtashar, pada Bab Sengketa
Penjual dan Pembeli, dia menuliskan: Pendapat Srang rasional
ketika kedua belah pihak kontradiksi soal harga barang, sementara
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barang masih ada, dia juga saling konbadiksi ketika barang telah

rusak. Sebab, hukum menyebutkan msaknya akad, baik barangnya

masih ada maupun sudah rusak.

Menurut hemat kami, akad tidak akan batal oleh sumpah

saja, karena setiap pihak yang bersengketa bersumpah unfuk

menetapkan kepemilikan. Jadi, tidak mungkin dia mengharuskan

pembatalan milik, karena keduanya konkadiksi. Oleh sebab itu,

seandainya kedua belah pihak yang berhansaksi men- fasakh iual
beli, siapa saja yang men-fasakh, maka sah-sah saja pertimbangan

untuk men-fasakh aib yang telah ada pada dua belah pihak, bukan

yang lain.

Pendapat Kedua: Pembatalan akad hanya berlaku

berdasarkan keputusan hakim, seperti fasakh pemikahan karena

suami impoten dan aib suami-istri lainnya, karena perkara tersebut

mempakan bagian dari ijtihad. Berdasarkan afuran ini, seandainya

dua belah pihak mervfasakh akad, dia tidak akan berlaku sebelum

hakim mem-fasaMrnya setelah mereka saling bersumpah di

hadapan hakim, dan pemberian pilihan kepada masing-masing

pihak untuk menerima pemyataan pihak lain. Jika salah satrrnya

menerima, maka jual beli tersebut sah.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam Al Umm terkait dengan

sengketa dua belah pihak yang bertransaksi:

"Apabila dua orang laki-laki bersengketa tentang seorang

budak, dan mereka berpisah setelah jual beli, kemudian saling

bersumpah: Penjual berkata, "Aku jual padamu dengan syamt aku

berhak khisnr tiga hari." Pihak pernbeli berkata, "Engkau

menjualnya padaku, tanpa mensyaratkan khi5nr." Keduanln saling

bersumpah; apakah pembeli berhak khitar untuk mafaakhiual
beli, ataukah peniual berhak kh$nr.
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Kasus di atas serupa dengan sengketa para pihak soal
harga. wallahu a'lam. Kami membatalkan jual beli akibat sengketa
dua belah pihak soal harga, dan membatalkannya akibat gugatan
bahwa dia berhak atas khiyati bahwa dia tidak boleh menetapkan
jual beli selain dengan khiyar. Demikian halnya seandainya pembeli
menggugat khiyaf solusi hukumnya juga sama.,'

Maksud pemyataan Asy-Syafi'i ,,Kami membatalkan jual
beli akibat sengketa dua belah pihak soal harga." pembatalan di
sini adalah pembatalan secara zhahir. sedangkan pembatalan
s@ara batin tidak terjadi, karena bisa saja mereka suka sama suka
tanpa ada akad yang baru, sehingga akad ini berjalan sebagaimana
mestinya. Pemyataan ini rele'.ran dengan statemen Asy-syirazi
"Karena akad secara batin hukumnya sah.',

IGIimat "Karena bukti lebih kuat daripada sumpah,,' sebab
bukfi lebih diprioritaskan daripada surnpah. Dengan adanya bukti
tidak perlu lagi sumpah, karena bukti tersebut merupakan sarana
legalitas pada dokumen tertulis dan surat resmi yaifu dengan
stempel, tanda tangan penjual atau pernbeli, atau tanda tangan
kedua belah pihak, bukan dengan sumpah.

Akad antara dua belah pihak terlaksana dengan kaidah-
kaidah umurn png ditetapkan se@ra slnr'i, seperti sikap suka
sarna suka antara para pihak lnng akan melangsungkan akad.
Singkat kata, sikap suka sama suka (salins meridhai) harus
terdapat dalam tiga hal: akad ifu sendiri, praktik jual beli, dan
harga.

Demi keabsahan hansaksi wajib mengarahkan dua
kehendak ini pada penjualan dan pembelian. sementara jika dua
kehendak ini tidak bertemu pada satu pengertian ini. Misalnya,
salah satu pihak ingin melaksanakan jual beli, sedangkan pihak lain
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menghendaki akad yang lain, maka baik akad jual beli maupun

akad yang lain ini tidak sah. Apabila kedua belah pihak sama-sama

ingin menjalin akad yang lain, di luar jual beli, maka hukum-hukum

akad ini berlaku, sekalipun mereka menyebutrya "jual beli."

Dengan demikian, kesepakatan dua keinginan terhadap

sesuatu png dijual adalah inti dari jual beli. Dia merupakan akad

yang sah dari segi zhahir dan batin. Apabila dua belah pihak

bersengketa, mereka telah mencederai bagian zhahir akad, bukan

batinn5n, karena mereka menghendaki akad tersebut.

Lain halnya, jika dalam transaksi tersebut terdapat bukt,
kemudian dua belah pihak bersengketa dan melaporkan perkara

ifu kepada hakim. Hakim melakukan interpretasi hukum sesuai

maksud kedua belah pihak yang berhansaksi. Jika hal ini sulit

direalisasikan karena tidak memenuhi identitas khusus untuk
menjalankan korsekuensi pembuktian lang diprioritaskan.

Misalnya, bukti tersebut kuat tapi dipalsukan, kesaksian palsu, atau

indikator yang kurang kuat, karena dia telah terpenuhi oleh unsur-

unsur dasar akad; dan hakim mustahil memberikan karakter slar'i
untuk mengesahkan akad. Maka dalam kondisi ini hakim

memuhrskan unfuk membatalkan akad.

lantas apakah hakim memufuskan pembatalan akad

dengan segera? Atau kapan saja?

Menurut pendapat shahih, iika hakim mengkhawatirkan

rusaknya objek Snng dijual atau hilangnya kernaslahatan png
berkaitan dengan laku tidaknya pembeli, maka puhrsan hakim

berlaku dengan segera. Jika putusan tersebut dijatuhkan Udak

segera, maka akan mengakibatkan hilangnya keunfungan lnng
telah kami sebutkan berikut harapan salah satu pihak atau kedua

belah pihak png bersengketa mengajukan bukti atau penguat,
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hakim boleh mengeluarkan pufusan hukum dalam batasan waktu
tertenfu, dengan menunda pengungkapan kasus ini sampai saat
yang tepat dan sesuai dengan berbagai kondisi dan terhindar dari
bahaya.

Sudah jelas bahwa kompensasi barang dagangan tidak
disyaratkan funai, sambil merujuk pada hukum-hukum ribawi yang
telah dijelaskan oleh As5r-syrrazi dan dua komentatomya: An-
Nawawi dan As-Subki #8.

hnu Rif'ah me-njilrl<an, bahwa pembatalan akad yang
diputuskan hakim tidak bersifat segera. Menurut beliau,
penganalogian kasus ini dengan kerusakan barang dan terjadinya
sengketa, bukanlah suafu masalah. Kedua kondisi ini (segera dan
tidak segera) terkadang dibedakan. Penundaan pufusan ini tidak
memberi isyarat adanya keridhaan (suka sama suka), sebab adanya
perbdaan tentang ada tidaknya konsekuensi yang kontradiktif,
seperti keridhaan dua belah pihak untuk membatalkan akad
dengan redaksi "pembatalan. "

Bantahan Al Asnawi terhadap analogi afuran yang telah
ditetapkan dalam pembatalan akad (tqalatt lnng dikutip dan
ditetapkan oleh Al Muzani dan Al Buwaithi, bahwa seandainSn
kedua belah pihak (penjual dan pernbeli) berkata -sekalipun di
hadapan pihak lain setelah menjalin jual beli- "Aku
membatalkantrgd," transaksi ini tidak batal, dan bukan pembatalan
akad, sebab pernbatalan tersebut ha.rlra terjadi jika dibarengi ,ia6
qabul, sesuai qarat-syarat yang biasa belaku. Hal ini dapat
disanggah, bahwa Sikap mempersilakan masing:masing pihak
paska sumpah mempakan bagian dari faat<h.

Walhasil, qiyas tersebut shahila dan setiap pihak berhak
unfuk memulai sumpah. Pendapat ini dikemukakan secara tegas
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oleh fu-Rafi'i sesuai keterangan nanti. Ar-Ramli dalam An-

Nihagl>berjuluk sebagai Asy-Syafi'i Junior-memaparkan:

Apabila dua belah pihak bersumpah, menurut pendapat

yang shahih, akad tersebut tidak batal dengan sumpah itu, karena

bukti lebih kuat daripada sumpah. Berdasarkan khabar kedua,

pemberian hak khitar kepada para pihak setelah sumpah

merupakan indikasi yang jelas tidak adanya faskh.

Seandainya masing-masing pihak mengajukan bukti, maka

akad tersebut tidak batal, apalagi dengan sumpah. Bahkan, jika

mereka menolak permusuhan, maka sengketa ini diabaikan dan

akadnya tidak batal. Jika mereka meridhai pemyataan salah safu

pihak, maka akad ini ditetapkan. Sebaiknya hakim menganjurkan

kedua belah pihak untuk sebisa mungkin melakukan mediasi.

Seandainya salah satu pihak rela menyerahkan funfutan

pihak lain, maka pihak lain dipaksa untuk melakukan hal 5rang

sama. Sebaliknya, jika dua belah pihak tidak menyepakafi apa pun

dan melanjutkan perkara maka keduanya atau salah safunln

membatalkan akad, sebab ini termasuk tindakan pembatalan akibat

terjadi kezhaliman. Kasus ini serupa dengan pembatalan akad

akibat kerusakan barang. Bisa juga hakim yang membatalkannln

unfuk memufuskan sengketa.

Selanjutrya pembatalan hakim dan pihak 3lang terkait

dengan terlaksananya pembatalan tersebut; baik secara zhahir

maupun batin, ini sama seperti iqalah; sedangkan pembatalan

pihak lain hanya terlaksana s@ara zhahir*ia.

hnu fu-Rif'ah me-njilrkan pendapat 5ang menyebutkan

tidak ada ka,rnjiban menjalankan putusan hakim dengan segera.

Beliau tidak memperrnasalahkan analogi kasus ini dengan

kemsakan barang- Menurut hnu fu-Rif'ah, pengakhiran eksekusi
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pufusan tidaklah mengisyaratkan keridhaan, karena perbedaan
tentang ada tidaknya konsekuensi.

hnu Ar-Rif'ah melanjutkan, baht,va akad tersebut hanya
bisa dibatalkan oleh hakim, karena hakim seorang mujtahid dalam
kasus ini, sama seperti pembatalan akad akibat jual beli unnah.
sepertinya dalam al<ad kitabah, mereka membatasi pembatalan
akad hanya dengan putusan hakim demi kehati-hatian, ini akibat
pemerdekaan lang digariskan syai', juga terlalu jauh dari
pendapat ulama fikih Asy-syafi'i yang paling kuat, karena masih
adan5ra stafus kepemilikan. Bahkan, konsekuensi alasan mereka
adalah memperbolehkan kepemilikan setelah fasal<h, ketika objek
yang dijual masih menjadi milik pembeli, dan masih utuh.

Sumpah memiliki beberapa fungsi:

Fungsi pertama: Mengingatkan tergugat terhadap akibat
buruk sumpah palsu, sehingga memotivasinya unfuk mengakui
fakta sebenamSn.

Fungsi keduar Memufuskan hukum tergugat dengan
penolakan sumpah, sebagaimana keterangan png telah kami
paparkan dalam kasus tergugat lang menolak bersumpah.

Fungsi ketiga: Memufuskan sengketa dan funfutan saat ifu
juga, dan membebaskan para pihak 5ang bersengketa dari gugatan
png lain. Akan tetapi, sumpah tidak memufuskan kebenaran, dan
tidak membebaskan tanggungan (hutans) baik batin maupun
zhahir.

Seandaiqn penggugat menyampaikan saksi setelah
tergugat bersumpah, keterangan saksi didengarkan dan hukum
diputuskan berdasarkan kesaksian itu. Dernikian halnya jika
sumpah dikembalikan pada pihak penggugat, lalu dia
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menolaknya,ls kemudian penggugat mengajukan saksi, kesaksian

ini diterima dan hukum pun diputuskan.

Fungsi keempat: Menetapkan hak dengan sumpah ketika

sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat, atau mengajukan

seorang saksi.

Fungsi kelima: Menyegerakan hukuman bagi pembohong

yang mengingkari kebenaran. Sumpah yang terdesak dapat

menyelamatkan diri- Dengan sumpah tersebut orang lnng
terzhalimi akan tersembuhkan sebagai kompensasi dari

penganiayaan lnng diterima akibat pengabaian hak-

Fungsi keenamr Sumpah menyingkap berbagai indikator

sikap tentang kebohongan penggugat. Menurut madzhab Malik,

sumpah tidak perlu memperhatikan gugatan pendalnua, dan dia

tidak perlu bersumpah. Demikian ini pendapat yang dipilih oleh Al

lshthakhri dari ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat ini senada dengan

madzhab Ahmad.

Kasus ini sama dengan orang rendahan menggugat

pengangkatan dirinya sebagai buruh oleh pemerintah atau peiabat,

kadar pakan heuran temaknln, menlapu pinfu rumahn1n, dan

sebagainln.

Diriwayatkan dari Syaikhul Islam hnu Taimiyyah, dimana

pada suatu hari beliau duduk di samping wakil sultan Dimasqa-16

15 Nakala 'an aslhslai', menolaknp karena khawatir atau takut. I*galisasi zumpah

dalam kasus ini tidak terlepas dari hikmah, yaitu mernberikan kesernpatan pada para

pihak yang bersengketa unh.rk merenungkan kernbali lanskah hukum yang telah

diambil, jika ia berada di pihak png tidak benar.
16 Dimasqa, wilayah 5rang sekarang terbentarg dari Mesir, Syam, Hijaz, dan

Yaman yang diperintah oleh seorang sultan. hrsat pemerintahkan Dimasqa di Al-

Qal'ah, Mesir. Sultan ini dibantu oleh para wakil. Ada wakil sultan atas Dimasqa, wakil

untuk daerah Halb, wakil daerah Hija, dan wakil daerah Yaman. Sistem pernerintahan

ini berlangsung pa.da masa Manrluk Alyubiyyah, keturunan Qalawun-
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seorang tamu yang hadir mengklaim pemah menitipkan sesuafu
kepada hnu Taimiyyah.

wakil sultan mempersilahkan penggugat duduk bersama
hnu Taimiryah dan menyumpahnya. sang wakir bertanya kepada
hakim madzhab Maliki yang hadir di sana, ..Apakah Anda
memperbolehkan gugatan ini, dan menerimanya?,,,,Tidak!,,
jawabnya. hnu TaimiSah bertanya, "Bagaimana menurut madzhab
Anda dalam memufuskan perkara seperti ini?,, .,Menghukum

pendakwa," jawabnya. "Pufuskanlah sesuai rnadzhab Anda,,, pinta
hnu Taimiyyah. Akhimya, penggugat dipersilakan berdiri dan
meninggalkan tempat itu.

Cabang: Apabila gugatan berikut bukti-bukti telah
diungkapkan, akad hanya dapat dibatalkan dengan keluamya
pufusan hukum batal dari hakim. Dalam kasus ini, tidak batalnya
akad oleh sumpah tenfu lebih utama. Kalimat "tentang pembatalan
akad ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Spfi,i, ,, menurut
ulama madzhab Hanbali terdapat dua riwayat pendapat:

Riurapt Pendapat Pertama: Ini merupakan riwayat
pendapat yang paling shahih menunrt Asy-Spfi,i dan ulama
madzhabn5a, bahwa pihak yang berwenang membatalkan adalah
hakim, sebab dalam hal ini hakim bertindak sebagai mujtahid.
Artinya, karena perkara sengketa mempakan objek ijtihad
sehingga membuhrhkan orang yang bersedia menyerahkan segala
kemampuannya, berwawasan keilmuan yang luas, dan mampu
meredakan benih-benih persengketaan. Karena ifu, unrsan
pembatalan akad membufuhkan seorang hakim, seperti fasakh
nikah akibat aib juga membutuhkan putusan hakim.
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hnu Qudamah dalam Al Mughni menerangkan, ada

kemungkinan pembatalan akad diberikan kepada hakim. Demikian

zhahir madzhab Asy-Syafi'i, karena akad tersebut shahih dan salah

satu pihak telah berbuat zhalim. Hakim membatalkan suatu akad

karena tidak mungkin melanjutkan kasus hukum. Ini serupa

dengan kasus wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali dan

tidak diketahui siapa yang lebih dahulu.

RiwaSat Pendapat Kedua: Ma&hab atau riwayat lnng
palrng shahih menurut Ahmad, dua belah pihak lah lnng
membatalkan akad, karena akad ini teriadi secara sah, seperti

pengembalian barang yang rusak atau setiap tindakan hukum

lainnya karena terjadi kezhaliman. Pendapat ini mengacu dan

merujuk pada zhahir hadits "atau kduan3n aling membatall<an

jual beli. "secara zhahir hadits ini mengindikasikan kebebasan para

pihak untuk membatalkan akad.

Pendapat di atas juga merujuk pada kisah jual beli hamba

sahaya; Imarah antara hnu Mas'ud dan Al Asy'ats bin Qais-

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku menjualnya padamu seharga

20 ribu." Al Asy'ats menjawab, "Aku membelin3la darimu seharga

10 ribu." AMullah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah $
bersaua, Ifirt ,*'C6'dr$,S ,i*.r;49 di guiitt l;i,sitytsy

&' iJ jg ,&, 9t\Vt" 31 ,41t;)r ii epuoitu dua bekh pitak

bersengketa bnpa ada bukti, dan banng masih unfuh seperti sdia
kala, mal<a tnng dimenangkan pemSmban peruual, abu mqel<a

salin7 mengernbalikan jual beli. 'Dia berkata, "Aku mengembalikan

jual beli." Hadits diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ha$,im

dari hnu Abu Laila, dari AMurrahman bin Al Qasim, dari hnu
Mas'ud.
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Dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim dalam
N Mustadnk, bersumber dari hnu Mas'ud secara marfu'

disebutkan, alizJr lri igv t43 e*. W. di g.t ,;i;lt r!1.

g€'lg- 31 'npuOiA dua belah pihak bersengketa bnp bukfr, t/ang

dimenangl<an ap tang diucapkan pemilik ban g, abu kduarya
aling membablkan. "

Diriwaptkan dari hnu Majah dari hnu Mas'ud, dengan

redaksi, , JFs ,y-b,'i.ri U,S ,* r;{.*. Ati g.r ii)J}y t\y

'6lr 'tti .,3F ,gJ' ylrq I ,gg, ji "e*bih dua betah pihak

berfunsal<si, bnry ada saksi, dan bmng yang dijml masih ufuh,
mal<a tnng dimanangkan adalah pan5aban penjual abu mqel<a
mqnball<an jual beli."

Berdasarkan keterangan di atas, pernbatalan akad tdak
terganfung kepada putusan hakirn, kecuali jika salah safu pihak
melaporkan perkaranya kepada hakim.

Hadits AMul Mali bin Ubaidah, disebutkan, Rasulullah $
bersaua, 2.\ ,sri-.lr 'og 

F,Uqlt ';i;;:-y gqq;i3lt GVy tsy

!ry ;v $g 'lli aO 3y 'Apbik dua behh pitak b*sengkeb,

penjual basunph, kqtudian panbeli beilnk khilar: l<alau nnu
dia boleh mangambil bamng dan l<alau mau meningalkannSn. "

Menurut ulama Hanbali, akad ini batal tanpa harus

diputuskan oleh Hakim, karena beliau telah memberikan lfiitar
kepada pihak pembeli. Jadi, hal ini sempa dengan pembeli png
berhak atas lchigrqnrat atau l<hiSnrpengernbalian barang karena

rusak. Di samping ifu, kasus ini tidak satna dengan akad nikah
karena setiap suami isti bebas mengemukakan thalak.
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Pemahaman dua hadits ini dapat diaplikasikan kepada

kasus-kasus berikut:

Pertama: Objek sengketa antara Ibnu Mas'ud dan Al
Asy'ats yaitu seorang budak Imarah. Sementara lmarah milik

AMullah bin Mas'ud. Jadi, beliau berkedudukan seperti hakim

yang menetapkan pufusan; dan menegaskan barang bagl

pemiliknya, karena kedua belah pihak tidak membutuhkan hakim.

Orang lrang berkarakter, memiliki kedudukan sebagai

hakim terpercaya llang menafsirkan dalil yang umum. Hadits ini

tidak berarti kedua belah pihak yang berbansaksi bebas

membatalkan akad ketika saling bersumpah. Dia juga bukan nasrl

yang qath'idalam pemahaman ini.

Kedua: Hadits AMul Malik bin Ubaidah juga tdak
mengindikasikan hal tersebut. Maksudnya adalah, bukan dalil

mengenai kebebasan dua belah pihak unhrk membatalkan akad,

tanpa perlu merujuk hakim. Hadits di atas, baik dari segi lafal

maupun makna (manthuq dan malhur), mengindikasikan

pengertian hukum yang sebaliknya. Kata isbhlafa menunjukan arti

adanya permintaan sumpah, Srang diindikasikan dari penambahan

huruf srr dan fa. Permintaan sumpah ini pasti datang dari selain

pihak yang bersengketa. Selain hakim tidak bisa merninta penjual

unfuk bersumpah. Wallahu a'latn.

Masalah: AsySyafi'i dalam Bab Mukatab menyatakan,

apabila suami-iski bersengketa mengenai maskawin dan saling

bersumpah, maka kesempatan bersumpah pertama kali diberikan

kepada suami.
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Menurutku (Al Muthi'i): Pemlntaan ini kontradiktif
dengan kaidah "Sumpah pertama bagi pihak penjual," karena
suami menempati posisi pernbeli.

Asy-Syafi' menyatakan dalam pembahasan Dahrraan,
Bukti, dan Etika Hakim: Jika penjual diberi kesempatan pertama
untuk bersumpah, pembeli berhak ahrs khiyar. Sebaliknya, jika
pembeli berkesempatan bersumpah pertama kali, maka penjual
berhak khiyar.

Menurutku (AI Muthi'i): Pemyataan ini menunjukkan
bahwa hakim boleh mendahulukan pihak mana pun untuk
bersumpah pertama kali. Bisa jadi beberapa pendapat Asy-Syafi'i
dalam Al Umm, mendorong ulama fikih Asy-Syafi'i unfuk
memmuskan kasus ini dalam tiga pendapat png sudah banyak
diketahui:

Pendapat Pertama: Hakim mendahulukan sumpah unfuk
penjual karena dia pihak yang lebih kuat.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan pada pernbeli karena
dia pihak lebih kuat. Dia senrpa dengan suami.

Pendapat Ketiga: Pendapat 3nng paling shahih menunrt
ulama fikih AsySyafi'i, bahwa hakim memprioritaskan sumpah
bagr penjual sebelum pembeli.

Perbedaan pendapat ini dapat ditanggapi sebagai berikut,
bahwa bunyr teksfual rasi dalam jual beli mernberikan sumpah
pertama kali pada penjual sebelum pembeli; sdangkan bunyr
teksfual nash dalam kasus maskawin memberikan sumpah
pertama kali pada suami sebelum ishi. Letak perbedaan dua nash
ini adalah, bahwa sumpah pada pihak dalam jual beli
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mengembalikan objek jual beli ke tangan penjual, Oleh karena ihr,

penjual lebih dahulu bersumpah. Sementara sumpah suami isbi

dalam kasus maskawin, tidak menghilangkan kepemilikan suami

atas manfaat kemaluan (ishi). Hal ini teriadi setelah sumpah atas

miliknya, oleh karena itu suami berhak bersumpah lebih dahulu.

Pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i dalam

pembahasan Dakwaan dan Bukti, tidak lain ingin menjelaskan

bahwa, apabila ijtihad hakim memutuskannya untuk

mendahulukan sumpah pembeli, hal ini diperbolehkan. Begihr

juga, jika ijtihadnya memutuskan dia untuk mendahulukan sumpah

penjual. Sebab, mendahulukan sumpah salah satu pihak didasari

ijtihad tanpa nash. Jadi, boleh-boleh saja ijtihad tersebut

menetapkan unfuk mendahulukan sumpah bagi pihak mana pun.

Demikian ini berbeda dengan kasus libn, di mana nash

menegaskan unfuk mendahulukan sumpah suami, dan tidak boleh

melakukan sebaliknya.

Ketika ditetapkan bahwa kesempatan sumpah diberikan

pada penjual, sebagaimana telah kami jelaskan dari pendapat

madzhab, apakah mendahulukan penjual untuk bersumpah masuk

kategori lebih utama sampai kategori hak? Menanggapi kasus ini

terdapat dua pendapat ulama fikih Aslrsyafi'i.

Pendapat Pertiama: Mendahulukan sumpah pada peniual

termasuk kategori hak. Jika sumpah ini diberikan pertarna kali

kepada pembeli, maka tentu tidak diperbolehkan, kecuali apabila

hakim berijtihad demikian.

Pendapat Kedua: Pemberian sumpah lebih dahulu pada

penjual dikategorikan lebih utama. Jika sumpah ini diberikan

pertama kali pada pernbeli, maka boleh saja sekalipun ijtihad

hakim tidak demikian. Demikian ini karena hakim bertugas
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menegakkan kebenaran dan memutuskan perkara. Hakim
merupakan seorang mujtahid yang wajib menerima penyerahan

objek jual beli dan pembalaran harganya. Begitu memutuskan
perkam dua pihak yang bersengketa, terkadang hakim
menyerahkan objek jual beli kepada pernbeli dan terkadang
kepada penjual; begitu juga pembalaran diberikan pada penjual

atau pada pembeli.

Asll-Syirazi r*b memaparkan: Pasal: Apabila akad
batal atau dibatalkan, maka apaloh dia batal dari segi
lahir atau batin, atau fidak? Dalam kasus ini terdapat
tiga pendapat ulama fikih AsySSnfi'i:

Pendapat Pertama: Akad dibatalkan secara zhahir
maupun batin, karena dia batal akibat sumpah. Oleh
karena itu pembatalan ini terjadi zhahir dan batin,
seperti fasakh nikah akibat li'an- Di samping itu, dia
termasuk fasaldt jual beli karena terjadinSn kezhaliman,
jadi dia batal secara zhahir dan batin, seperti
pengembalian barang karena rusak.

Pendapat Kedua: Akad dibatalkan secara zhahir,
bukan batin, karena penyebab pembatalan ini adalah
ketidaktahuan harga. Sebenarnya, harga barang ini
diketahui secara batin, natnun tidak diketahui dari segi
ztrahir. Ketika ketidaktahuan dikhususkan bagr aspek
zhahir, bukan batin, maka pembatalan pun dikhususkan
pada aspek zhahir, bukan batin-

Pendapat Ketiga: Apabila penjual merupakan
pelaku zhalim, maka pembatalan terjadi dari aspek
zhahir bukan batin, karena mungkin saja dia bersikap
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jujur kepada pembeli. Penjual mengambil pembayaran

dari pembeli dan menyerahkan barang yang diiual
padanya. Jika tidak demikian, maka dia telah

menghambat penyerahan barang secara zhalim- Jadi,

akad jual belinya fidak dibatalkan.

Apabila pihak penjual dizhalimi, maka jual belinya

batal secara zhahir dan batin, karena dia kesulitan

mengambil pembayaran, dan mendapatkan barangnln-
Jadi, dia boleh membatalkan iual beli dan mengambil

barangnya. Hal ini sama dengan kasus pembeli lpng
bangkrut, dan barang yang dijual masih ada-

Jika kita berpendapat, bahwa pembatalan akad

terjadi secara zhahir dan batin, maka barang

dikembalikan pada kepemilikan dan pengelolaan

peniual- Sebaliknya, iika kita berpendapat, bahwa

pembatalan teriadi secara zhahir bukan lahir, maka di
sini terdapat rincian hukum- Jika penjual adalah pelaku

zhalim, dia tidak boleh mengambil dan mengelola

barang dagangan, justru dia wajib mengambil harga
yang telah ditetapkan oleh pembeli dan menyerahkan

barang padanya.

Apabila penjual yang dizhalimi, dia tidak boleh

mengelola barang dagangan seperti berhubungan intim
(pada kasus budak) dan hibah, karena barang telah

meniadi milik pembeli. Akan tetapi, penjual berhak atas

harga dalam tanggungan pembeli- Dia tidak mampu

mengambilnya dari pembeli. Jadi, solusinya dia menjrnl
sebagian barang sesuai kadar haknya- Kasus ini sama

dengan orang yang memiliki utang kepada seseorang,
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yang tidak mampu dia tagih, narnun peminjam memiliki
sebagian aset penghutang.

Penjelasan Redaksional:

Akad mengandung unsur yang zhahir, lnifu ijab, qabul,
serah terima, dan material zhahir lainnSa. Dia juga memuat unsur
yang batin, laitu persamaan kehendak masing-masing pihak yang
berbansaksi dan adanya pengetahuan adanSn sengketa lnng
tersimpan dalam hati masing-masing. Oleh karena ihl, akad
menjadi batal dalam ilustrasi yang telah kami sampaikan
sebelumngra. Apakah dia batal dari segi zhahir dan batin? Atau,
zhahir saja? Menurut AsySyafi'i di sini terdapat tiga pendapat
ulama madzhab Asy-SSrafi'i,- Dua pendapat milik ulama fikih
Ahmad, dan satu pendapat ulama fikih AsgrSyafi'i menunrt
Ahmad.

Pendapat Pertama: Pembatalan akad ini berlangsung dari
segi zhahir ban batin lantaran adanla sumpah ini, seperti fasakly
n5n nikah lantaran adanSa li'an. llarena dia termasuk fasakh jual
beli akibat ditemukannSa kezhaliman (kecrrangan), jadi
pembatalan terfadi dari aspek zhahir dan batin. Hal ini sama
dengan kasus pengembalian barang !,ang rusak, atau pernbatalan
akad karena sumpah. Pendapat ini menrpakan zhahir pemptaan
Ahrnad bin Hanbal.

Pendapat Kedua: Pernbatalan akad teriadi dari aspek
zhahir, bukan lahir, karena penyebab fasal<h ini adalah
ketidaktahuan harga, sementara harga diketahui dalam batin dua
belah pihak niunun tidak diketahui secara zhahir. Sebab,
pembatalan akad ini diakibatkan ketidaktahuan harga.
Ketidaktahuan ini hanya difujukan pada aspek zhahir, bukan lahir,
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akibatrya fasakh pun hanya mengenai aspek zhahir akad, dan

pembatalan khusus pada aspek zhahir.

Akad ini dari segi batin dinilai sah. Jadi, hakim png
mengadili dua belah pihak untuk saling bersumpah dan berperkara

ini adalah Allah, Tuhan alam sernesta.

Akad apa pun png berada dalam tanggungan seorang

muslim dan wajib dipenuhi selalu terdiri dari dm aspek: zhahir dan

' batin. Hal ini pasti diketahui oleh orang 5ang paham masalah ini,

seialan dengan firman Allah &,

"rj!iu,,i'6t:yt:-3-5iW-

"Wahai oftnganzng t/ang beriman, penuhilah tanii-tanii'"
(Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Allahlah yang mengurus balasan para pelanggar dan

penrsak janji tanpa alasan yang benar-

Di samping ifu, seandainla salah sahr pihak yarg

bersengketa hendak menyamakan pendapatrla dengan pihak lain

dan mengurungkan gugatannya, mereka tidak memerlukan akad

yang baru atau ijab qabul yang lain. Karenanln, akad lang
tersimpan dalam batin mereka bergerak unfuk dilaksanakan dan

diwujudkan secara zhahir. selain ihr haram bagi setbp pihak

mernanfaatkan barang dagangan jika dia bertuat zhalim pada

pihak lain. Pendapat ulama ini menurut ulama fikih Ahrnad'

Abu Al Khaththab dari ularna ma&hab Hanbali

menegaskan, bahwa apabila penjual bertuat zhalim, maka akad

tidak dibatalkan secara batin, sebab dia tidak mungkin menemskan

akad dan memenuhi haknya. Dia juga tidak boleh memanfaatkan

barang yang dijual karena telah berbuat ghasa6. sebaliknya jika
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pembeli yang zhalim, akad jual beli dibatalkan secara zhahir dan
batin, karena penjual tidak bisa memenuhi haknya, karena itu dia
berhak membatalkan, sama seperti kasus pembeli yang bangkrut.

Al Mawardi dalam Al Hawy'7, jilid 5, naskah manuskrip di
Mesir -kitab ini terdiri dan 24 jilid 5ang tersimpan rapi dalam
koleksi Arab: suafu akad tidak batal hanya karena sumpah, karena
sumpah setiap pihak yang bertransaksi unfuk menetapkan
kepemilikannya, karena mereka sedang bersengketa. Pertanyaan

berikutnya, mengapa fasakh terjadi paska sumpah? Dalam hal ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembatalan akad terjadi bagi setiap
pihak yang berhansaksi. Siapa saja yang menbatalkan akad, maka
pembatalan ini sah dengan mempertimbangkan fasakh barang

akibat rusak yang ditangguhkan pada dua belah pihak yang

bertransaksi, bukan fasakhyang lain.

Pendapat Kedua: Pembatalan hanya terjadi dengan putusan

hakim, seperti fasakh pemikahan akibat suami impotensi atau aib
suami isfui lainnya. Pembatalan akad merupakan bagian dari
ijtihad. Oleh sebab itu, seandainya dua belah pihak yang

berhansaksi membatalkan akad, maka akadnya tidak batal sebelum

diputuskan oleh hakim. Hakim tidak diperkenankan mqrfasal<h
akad tanpa menyumpah dua belah pihak, setelah memediasi
masing-masing pihak, seperti memediasi pihak kedua setelah

memberikan opsi kepada pihak pertiama. Setelah itu, baru
menfasakh akad tersebut. Andaikan mereka saling meridhai paska

sumpah, maka akad jual beli tersebut sah.

17 l-ihat All{auri, jilid 5, masih dalam bentuk manuskrip di Darul Kutub, no. 82,
fihh q/ali'i. Masih terdapat manr.rskrip N-Hawi lainngra 5ang terdiri dari 14 iilid, no.
83, namun, tdak lenglop.
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Apakah pembatalan ini teriadi secara zhahir dan batin?

Atau hanya terladi secara zhahir, tdak batin? Menanggapi

pertanyaan ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'it

Pendapat Pertama: Pembatalan ini terjadi secara zhahir dan

batin, baik penjual yang zhalim maupun dizhalimi, seperti faskh
pemikahan akibat sumpah li'an, dadir fasl<h ketika suami isbi

bersumpah dalam kasus pemikahan dengan wali. Dalam kasus ini

fasl<h terjadi secara zhahir dan batin. Dernikian pula dalam iual

beli.

Oleh sebab itu, ketika barang dikembalikan kepada peniual,

maka dia boleh memanfaatkan sesukanln sesuai fungsin5n.

Apabila barang tersebut berupa budak wanita, maka dia boleh

menggaulin5a.

Pendapat Kedua: Pembatalan akad terjadi secara zhahir,

bukan batin, baik penjual yang zhalim maupun dizhalimi, karena

mereka telah sepakat sekalipun berselisih mengenai keabsahan

akad dan peralihan kepemilikan. Putusan hakim tidak mengubah

perkara yang telah ditetapkan secara batin, hal ini berdasarkan

saMa Rasulullah $,
,j.V)t i*inr5 gGryS;JCy

"sebenamin aku menghukumi snam zlnhir; Alhhkh yang

manguaai lnlhal gng tercembunYi."

Berpijak pada statemen di atas, ketika hakim

mengembalikan barang dagangan kepada peniual, maka dikatakan

padanya, "Jika kamu mengetahui apa lEng telah teriadi antara

dirimu dan Allah, bahwa kamu telah berbohong, dan pembeli png
benar. Kamu tidak boleh mengelola barang ini dengan cara apa
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pun, karena barang ifu milik orang lain. Kamu tidak dilarang
menggunakan pembayarannya. Jika kamu memanfaatkan barang
tersebut, maka kamu tidak ubahnya seperti orang yang sengaja
memanfaatkan barang milik orang lain.

' "sebaliknya jika kamu yakin bahwa kamulah gang benar,
dan pembeli 5rang bohong. Maka, barang tersebut milik pembeli,
dan kamu dilarang menggunakan pembaSprannlra. Jadi, kamu
tidak boleh menggaulinya, ini jika barang dagangan itu berupa
budak wanita dan tidak menghibahkannya. Anda sama seperti
orang lnng memiliki barang di tangan orang lain namun dia tidak
mampu mengambilnya -atau aset apa pun-, lalu dia membeli
barang unfuk memenuhi hak pembayraranmu dan pihak yang
ber,ruenang menjualnya. Atau, proses ini ditangani hakim.

"Apabila aset telah dijual. Jika harga barang tersebut
sebanding dengan hakmu, maka kamu boleh mengambil hakmu
itu- Jika harganya lebih tinggi dari apa yang menjadi hakmu, maka
kamu harus mengembalikan sisanya. sebalikqn, jika harganya
kurang dari hakmu, maka sisanya menjadi piutang dalam
tanggungan pembeli."

Pendapat ketiga: Apabila penjual dizhalimi dan pembeli
berlaku zhalim, maka pembatalan akad terjadi secaftr zhahir dan
batin. Pendapat ini disinggung oleh Abu Ishaq Al Marwazi dengan
catatan, bahwa kepemilikan barang diberikan kepada pembeli
berdasarkan akad, sekalipun kepemilikannSn belum beralih. Jika
penjual berbuat zhalim, maka akibat kezhaliman ini dia terhalang
dari harga barang tersebut. Jadi, dia berada dalam kondisi terburuk
lnng kepemilikannya lebih baik hilang, karena sulitnya
pernbagramn barang tersebut. Dernikian juga si penjual yang
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kehilangan kepemilikanya karena tindakan zhalim, akibat terhalang

mendapatkan pembagraran.

Dengan begihr, jika penjual dizhalimi, maka akad jual beli

ini batal s@arcI zhahir dan batin. Penjual berhak mengelola barang

dagangan sesukanya, jika barang tersebut dikernbalikan padanya.

AqrSyirazi 4& menlratakan: PasaL Apabila dua

belah pihak bersengketa soal harga setelah barang

rusak di tangan pembeli, maka mereka saling

bersumpah dan jual belinya batal. sumpah diberlakukan

untuk menghindari kerugian dan menindak kezhaliman.

Tujuan ini masih ditemukan pada kasus sengketa

walaupun barangnya rusak- Karena ifu, wajib

memberlakukan saling bersumpah- Apabila mereka

telah bersumpah, maka peniual menarik harga barang

tersebut- Kapan harga barang ini diperhitungkan? Di
sini terdapat dua pendapat ulama fikih AslrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Harga barang diperhitungkan
pada saat barang rusak-

Pendapat Kedua: Harga barang diperhitungkan
menurut harga tertinggi mulai dari hari penyerahan

barang sampai barang ifu rusak- Kami telah

menlnmpaikan dalil dua pendapat ulama fihh Aslr
Syafi'i ini dalam keterangan mengenai kerusalran

barang dalam iual beli lpng fadd-

Apabila harga barang tersebut melebihi nilai l7ang

digugat oleh penjual, pembeli wajib membapr harga

tersebut-
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Diriwayatkan dari Abu Ali bin Khairan bahwa dia
berkata, nilai yang melebihi harga barang tidak wajib
dibayar, karena penjual tidak menggugatnya. Hal ini
s.una dengan kasus penjual yang mengakui harga yang
tid* digugatnya kepada pihak lain. pendapat madzhab
adalah yang pertama, karena akibat pembatalan akad,
perhitungan harga pun gugur. pernyataan yang
dimenangkan adalah pemyataan pembeli, karena dia
pihak lrang berutang.

Jadi, pernlntaan yang dimenangkan adalah
pernyataan pembeli seperti pelaku ghasab- Apabila
kedua belah pihak saling menerima, atau salah safu
pihak menemukan kerusakan pada barang yang dijual,
lalu mengembalikannya, dan mereka bersengketa soar
harga- Pembeli berkata, harga barang ini seribu.
Penjual berkata, harganya dua ribu. Yang dimenangkan
adalah pernyataan penjual, karena jual beli tersebut
telah batal. Pembeli adalah penggugat, sedangkan
penjual merupakan pihak yang mengingkari. Jadi, yang
dimenangkan adalah pemyataan penjual.

Penjelasan Redaksional: Apabila bamng dagangan
rusak di tangan pembeli; dan kedua belah pihak bersengketa soal
harga, mereka saling bersumpah. Tidak ada pertimbangan siapa
lang menguasai barang tersebut, kecr.rali jika dia dirusak sebelum
semh terirna.

sernentara ifu, iika barang tersebut rusak setelah serah
terirna di tangan pembeli, Abu Hanifah berpendapat, apabila
barang ini rusak pada masa khiyar tiga hari paska pengesahan

348 ll et arj-r'SyoahAt Muhadzdzab



*9, i* \s

akad, maka lrang dimenangkan adalah pemyataan pernbeli-

Mereka tidak saling bersumpah, karena kerusakan bamng

menghalangi sumpah; dan malajibkan penerimaan terhadap

pemgntaan pernbeli.

Demikian ini sesuai dengan keterangan png diriwaSatkan

dari hnu Mas'ud & bahwa Rasulullah $ bersabda,

.torY; I t$d $6'atiutSt:"$

'Apbila kdua belah pihak basengketa knp ada bukti

sementan bamngnSn masih ufuh, mqel<a basumpah abu
mengenbalikan fumng.'

Sumpah diqnratkan barang yang diperkarakan masih utuh-

Artin5a, tidak ada sumpah jika bamng telah rusak-

Abu Hanifah merrlatakan, di samping ihr pernbatalan akad

dapat terjadi berikut pengalihan barang. Jadi, r,rajib menggugurkan

akad ketika barang nrsak, sama seperti pengembalian barang

karena rusak. Selain ifu, barang ini rusak dalam akad yang sah,

karenanSra barang wajib utuh ketika teriadi pembatalan akad.

Apabila barang dengan rusak pada masa l<hiyar tiga hari

paska ketetapan akad, apakah akad tersebut tehp berlangsgng

atau batal? Alasann!,a, barang yang telah diserahkan dan berada di

tangan pernbeli menjadi tanggungan pembeli dengan

mernbayarkan harga. seandainya dua belah pihak boleh saling

bersumpah setelah pernbayaran tntgu, rnaka dia menjamin barang

ini dengan nilai barang, bukan dengan harganya. Dernikian ini

menafikan iaminan akad.

L
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Menumt kami, dalil keabsahan pendapat yang kami
kemukakan tentang sumpah berikut pemindahan dan kerusakan
barang, adalah keterangan hadits,

.Fi U *;),-)g e'rr U,;,* i*r
:

*Bukti bagi pihak penggugat dan sumpah bagi pihak Wng
mengingkai. "

Kami telah menjelaskan beberapa jalur riwalnt, derajat
hadits, dan batasan pengamalan hadits ini. Masing-masing pihak
yang berbansaksi ini terdiri dari pihak yang ingkar dan pihak
penggugat. Sebab, penjual berkata, Aku menjual barang seharga
seribu, dan tidak menjualnya 500; sedang pembeli mengatakan
sebaliknya. Setiap pihak boleh mengemukakan kesaksian. Saksi
hanya diterima dari pihak penggugat, bukan tergugat. Hal ini
mengindikasikan, bahwa setiap pihak terdiri dari penggugat dan
tergugat.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak wajib saling bersumpah.
Sumpah ini diberlakukan untuk menghilangkan kerugian dan
menindak kezhaliman. Tujuan ini diternukan sekalipun barang
msak, oleh karenanya wajib memberlakukan slmpah.

Aturan ini juga disinggung dalam hadits 5ang diriwayatkan
oleh Asy-Syafi'i dan lainnya dari lbnu Mas'ud, 5rang berbunyi,
'Apabila dua belah pihak bersengketa, yang dimenangl<an
pemSaban pembeli, sdang pembeli berhak atas khgar. " Dalam
kasus ini tidak terdapat perbedaan antara barang dagangan yang

masih utuh atau sudah rusak.

Sahr pendapat menyebutkan, bahwa dalam sumpah
disyaratkan barang dagangan masih utuh seperti yang tercantum
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dalam hadits lain. Jadi, ketentuan umum ini dibatasi ruang

lingkupnya dengan hadits tersebut. Hal tersebut sama dengan

penafsiran keumuman pemerdekaan dalam l<afamt zhihar dengan

pemerdekaan dalam l<afarat pexrbunuhan.

Menurut pendapat lain, hadits ini bukanlah dalil lang
dibatasi di mana dalil umum yang sejenis diperlakukan sarul

dengannya. Sebab, keumuman hadits tidak jarang berkonsekuensi

terhadap sumpah kedua belah pihak baik barang dagangannya

masih uhrh atau sudah rusak.

Walhasil, pemyataan Asy-Syirazi, "Ketika dua pihak

bersumpah, dan barang dagangan masih ufuh" itu merupakan

sumpah yang menlramakan hukum antara barang dagangan 5ang

masih ufuh dan sudah rusak. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

kasus ini merniliki banyak pendapat ulama fikih AsyrSyafi'i.

Pendapat Pertama: Kesaksian atas hukum sumpah dalam

kondisi barang telah rusak. Kondisi barang yang masih ufuh

memungkinkan para pihak untuk memperhitungkan nilainln-

Pemyataan pihak yang gugatannya lebih mendekati nilai tersebut,

itulah yang diunggulkan. Jika barang tersebut telah rusak dan tidak

mungliin menilai hargan5ra, jika perhihrngan nilai telah gugur dan

mer,vajibkan sumpah dalam kondisi barang rnasih ufuh, maka

kewajiban sumpah saat bamng telah rusak ihr lebih kuat.

Pendapat Kedua: Hadits ini menegaskan tentang keutuhan

barang, menggugurkan pertimbangan kalenangan, befteda

dengan pemilik. Jadi, ketika para pihak bersumpah berikut

ker,vajiban ka,ruenangan atas barang, maka sumpah mereka

berlangsung tanpa keberadaan barang. Kerusakan bamng

terkadang menyempumakan akad -lika teriadi sebelum serah

terima-, dan keufuhannya tidak membatalkan akad. Walhasil,
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mereka bersumpah dalam kondisi barang masih ufuh, sebaliknya

tidak bersumpah saat barang telah rusak.

Apabila dikatakan, kamu tidak bisa berargumen dengan

hadits ini, sebab dalam kasus ini yang dimenangkan adalah
pemyataan penjual, sementara kamu tidak berpendapat demikian.

Menurut satu pendapat, paska sumpah pembeli berhak atas

khryar. Padahal, orang yang memenangkan pemyataan penjual

secara mutlak tidak memberikan khiyar kepada pembeli. Ketika
ditetapkan khiyar pembeli setelah terjadinya sumpah penjual,

maka khiyamya unfuk menerima barang itu berdasarkan sumpah

penjual, atau dia bersumpah sesudahnSra. Otomatis jual beli

tersebut batal. Demikian pendapat kami mengenai kasus sumpah

penjual dan pembeli.

Rasulullah S menyebutkan "Penjual" secarcr khusus karena

dia menrpakan pihak pertama yang bersumpah. Dari sudut

pemaknaan hadits ini, kasus tersebut terdapat perbedaan sifat

akad jual beli yang sah. Oleh karena itu, dipufuskan ke',uajiban

sumpah ketika barang masih ada. Alasannln adalah, faktor yang

mengharuskan pembatalan akad tidak ada bedanya antara barang

yang utuh dan rusak, seperti kepemilikan. Selain ifu, fasakh tidak
membufuhkan kerelaan para pihak. Bila pengembalian barang

hukumnya sah, maka pengembalian nilai barang pun juga sah.

Ketika seseorang membeli seorang budak dengan harga

budak perempuan, dan terjadi semh terima, kemudian budak

perempuan ifu meninggal, lalu ditemukan kekurangan pada budak

tersebut, maka pembeli boleh mengembalikan budak ifu karena

rusak dan menarik nilai budak wanita ihr, akibat pembatalan akad

setelah kenrsakan barang; sama seperti kebolehan dirinya unfuk

men-fasakh akad saat barang masih utuh.
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Tanggapan atas argumen Abu Hanifah dengan hadits hnu
Mas'ud telah disinggung dalam ulasan tentang kontradiksi hadits

ini dengan hadits riwayat Asy-Syafi'i.

Tanggapan atas penganalogian kasus di atas dengan

pengernbalian barang dagangan yang nrsak: pesan lrang
terkandung di sini adalah, bahwa pengembalian dalam kasus

kenrsakan barang didasarkan pada antisipasi tindakan zhalim, agar

dia tidak mernbatalkan akad. Kondisi ini berbeda dengan sengketa

dua pihak yang berhansaksi, sebab masing-masing pihak tidak

mampu menindak lanjuti perbuatan zhalimnya ifu, selain dengan

sumpah. Jadi, mereka boleh bersumpah sekalipun barangnya telah

rusak.

Pendapat bahwa gugatan akad setelah bamng rusak tidak

mengakibatkan pembatalan akad, seperti halnln permulaan akad.

Pernbatalan budak yang melarikan diri udak sah, dan tidak bisa

diterima, seperti halnrc permulaan akad. Menurut pendapat ini,

orang 5nng membeli budak dimana budak tersebut terbunuh di

tangan pembeli, maka konsekuensinya pembeli berhak khiiar
antara membatalkan akad atau menarik kernbali harganln, atau

meneruskan jual beli serta menarik harga si budak dari

pernbunuhnya.

Di sini, akad jual beli paska kemsakan barang rnasih bisa

dibatalkan. Dernikin pula kisah yang kami iadikan dalil, Fihl
penjualan budak lelaki dengan budak perempuan, k€fika budak

perernpuan ini meninggal dunia dan diternukan kekurangan pada

budak laki-laki, maka pernbeli berhak mengernbalikan budak ihr

karena rusak dan menarik harga budak perempnn. Dahm kasus

ini, akad paska kenrsakan barang masih bisa dibatalkan, seperti

halnya sebelum rusak.
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Sementara ifu, analogi kasus di atas dengan khiyar trga
hari, menumt hukum asal tidak bisa diterima, dan kami tidak
menerimanya.

Pemyataan sebagian ulama, barang yang diserahkan dalam
jual beli yang sah dijamin dengan harga jual bukan dengan nilai
barang tersebut, rumusan ini disanggah oleh kasus pembeli budak
lakFlaki dengan budak perempuan yang temyata meninggal dunia
dan budak laki-laki memiliki aib. sebab, budak wanita dijaminkan
dengan budak laki-laki yang notabenenya sebagai harga.
Selanjutnya, setelah pembatalan akad akibat ken-rsakan barang, dia
dijamin dengan nilai barang, bukan dengan harganya.

Kesimpulannya, ketika dua belah pihak bersengketa soal
besamn harga setelah kerusakan barang di tangan pembeli,
mereka bersumpah dan jual beli tersebut batal, kemudian pembeli
menarik nilai barang tersebut -jika dia termasuk barang yang
dapat diuangkan-; jika barang yang memiliki padanan, maka
pembeli wajib menerima ganti yang sama. Demikian ini pendapat
Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwa5ratnya.

Kapankah nilai barang tersebut diperhitungkan? Apakah
diperhitungkan dari serah terima bamng ini? atau diperhitungkan
ketika barang rusak? Di sini terdapat dua pendapat urama fikih
AsySyrafi'i.

Pandapat Pertama: Barang ini dihifung nilain5n sesuai
harga yang berlaku pada saat dia rusak. Penjelasan masalah ini
telah disinggung dalam ulasan kerusakan barang dalam jual beli
yang fasid. Apabila nilai barang yang ditentukan ternyata lebih
tinggr dari gugatan penjual, maka dia wajib membayar kelebihan
tersebut. Berteda dengan pendapat Abu Ali bin Khairan yang
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mengacu pada kaidah "Penjual tidak memberikan harga yang tidak

digugat." Pendapat ini bukan lah pendapat madzhab.

Cabang: Apabila kerusakan tersebut bersifat maknawi,

misalnya pembeli meuuakafkan, memerdekakan, menjual, atau

memperunfukkan barang 5rang dijual bagi hak yang lazim, seperti

kitabah 5ang sah -seperti keterangan yang akan dipaparkan

dalam bab Kitabah, ins5n Allah- atau kerusakan yang indmwi,

misalnya budak tersebut mati, maka pembeli wajib membalnr

nilainya, jika dia termasuk barang yang bisa diperkimkan harganya.

Seringkali para ahli fikih menggunakan istilah qimah $ti/ari

barang), sedang yang dimaksud adalah pengganti s@ara qnm.
Seandainya sebagian bamng nrsak, sisa barang tersebut

dikembalikan berikut pengganti bagian png rusak. Nilai yang

dijadikan acuan di sini adalah nilai barang tersebut saat teriadi

kenrsakan, menurut pendapat yang paling zhahir, seperti yang di-

njilrl<an oleh Ar-Ramli dalam Mha5ah Al Muhtaj. Sekalipun Aq1
Syirazi *B menyebutkan pendapat kedua, 5nitu kewajiban menilai

harga barang ini dengan harga tertinggi dari saat serah terirrn
sampai dengan waktu terjadinya kenrsakan.

Objek pembatalan akad adalah esensi barangnSp,

sementara nilai barang berfungsi sebagai penggantinya. Nilai ini

diperhitungkan ketika barang aslinya rusak. Perhihrngan tersebut

berbeda dengan perhifungan nilai untuk mengetahui denda dengan

nilai paling rendah kepada saat akad dan serah terima.

Pertimbangan hal tersebut dalam kasus ini bukanlah unhrk

mengetahui kenrgian, melainkan untuk mengetahui denda. Di sini

objek lang didenda adalah nilai barang, oleh karena ihr

pertimbangan kondisi saat dia rusak lebih tepat
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Pemyataan di atas dikemukakan oleh Ar-Rafi'i. Ar-Ramli
menempatkan pendapat pertama Asy-sytrui sebagai pendapat
kedua, kemudian mengatakan: "Kdua, diperhifungkan sesuai nilai
barang pada hari serah terima, karena saat ifulah dia masuk dalam
tanggungan pembeli. Ketiga, nilai paling rendah kepada saat akad
dan serah terima."

sementara ifu, Ar-Ramli menjadikan pendapat kedua Asy-
syirazi sebagai pendapat keempat. Keempat, nilai tertinggi mulai
dari hari serah terima sampai dengan terjadinya kerusakan, sebab
kar,renangan terhadap barang ini adalah ka,ruenangan dengan
jaminan- oleh karenanya, haruslah mempertimbangkan nilai
tertinggi. Apabila barang ini rusak, maka dia dikembalikan pada
penjual berikut dendanSn, yaitu harga yang mengurangi nilainya,
karena seluruhnya dijamin oleh pihak pembeli dengan nilai barang.
Jadi, sebagian barang dijamin oleh sebagian yang lain.

cabang: Perbedaan antara pertimbangan nilai pada saat
kerusakan terjadi dan seandainya seseorang membeli barang lalu
mengembalikannya karena msak, sementara harga barang yang
dapat ditaksir nilainya ini rusak di tangan penjual, maka dia
menanggungnya dengan harga paling rendah saat akad atau saat
serah terima, sebab penyebab pembatalan akad di sini adalah
sumpah pembeli. Dia diposisikan sama dengan tindakan menrsak
barang- oleh karena ifu, perhifungan barang tersebut harus
mengacu pada harga saat terjadi kerusakan.

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan penetapan nilai
barang tidak lain adalah pengurungan akad, tanpa memperhatikan
undakan seseorang. Karena itu, haruslah memperhatikan afuran
akad dan kondisi setelahnya sampai dengan serah terima.
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Cabang: Menggauli budak yang sudah tidak perawan

(tsayrd bukanlah aib dan tidak dikenai denda. Apabila penrbeli

telah menggadaikan barang beliannya, maka penjual diberikan

khiyar unfuk mengambil nilai barang itu atau menunggu selesai

tempo gadai.

Keterangan di atas tidak menafikan aturan soal maskawin,

ketika suami menthalak ishinya sebelum terjadi hubungan badan

sementara maskawinnya telah digadaikan. Menurut pendapat ini,

untuk merujuk sang istri, suami menunggu sampai tempo gadai

berakhir. Oleh karena ifu, ishi boleh memaksa suami unfuk

menerima setengah nilai maskawin, sebab dia berada dalam

kondisi jaminan yang mengkhawatirkan.

Dari segi qiyas, suami dipaksa untuk mengambil nilai

barang, karena menumt hemat kami, status istri yang dithalak

telah lepas akibat thalak. Oleh Karena itu, pemaksaan istui

(terhadap suami yang menalaknya) sarna dengan pemenuhannSra,

berbeda dengan pembeli. Demikian ini dilakukan agar isbi

mendapat perlakuan yang lembut dan menghindari dampak negatif
perceraian-

Apabila pernbeli telah menyannkan bamng tersebut, rnaka

penjual mengambilnya dari penyerl,ra. Perlu diingat, penjual tidak

diperkenankan mengambil bamng ifu dari tangan penyerra

sebelum masa se\ tanya berakhir. Ongkos se\Ara yang ditenfukan,

itu menjadi hak pembeli, sdangkan penjual memperoleh upah

standar unfuk sisa waktu dari teriadinp pernbatalan sampai

dengan pelaksanaan akad.

Seandainya barang diserahkan terburu-buru sehingga rusak,

pembeli tidak dikenai denda. Atau, pembeli menyerahkan barang

itu sebagai mas kawin, misalnya, barang tersebut rusak di tangan
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istri, kemudian penjual memilih untuk menarik separuhnya, maka
pembeli tidak dikenai denda.

Andaikan pembeli menjadikan budak yang dibeli sebagai
budak mudabbar, maka penjual tidak dilarang unfuk menariknya
kembali, sebagaimana keterangan Asy-Syirazi daram masalah
kebangkrutan, bahwa pembeli tidak dilarang menarik barang
tersebut.

Dalam Al Hawi disebutkan: Apabila jual beli batal, maka
pembeli wajib mengembalikan barang kepada penjual, baik
pembatalan ini terjadi secara zhahir dan batin, maupun secara
zhahir saja. Jika barang dagangan telah rusak, maka kondisinya
tidak lepas dari dua jenis berikut: Barang ini mempunyai padanan
atau barang yang tidak mempunlai padanan.

Jika dia termasuk barang yang tidak mempunyai padanan,
maka pembeli wajib mengembalikan nilai barang tersebut.
Mengenai perhifungan nilai barang terdapat dua pendapat ulama
fikih As5rSyafi'i:

Pendapat Pertama: Nilai yang berlaku ketika kerusakan
terjadi.

Pendapat Kedua: Nilai yang berlaku dari saat serah terima
barang sampai dengan terjadinln kerusakan.

Apabila dua belah pihak bersengketa mengenai nilai barang

lnng mesti dibayar, yang dimenangkan adalah pemlntaan pembeli
yang didukung sumpah, dengan pertimbangan barang tersebut ada
pada tanggungannya, baik nilai ifu lebih tingg dari gugatan penjual
maup-un lebih rendah. Alasannya, batalnya gugatan penjual dan
haknSa terhadap barang dagangan.
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Selanjutnya jika bamng ini tidak mempunyai padanan

seperti gandum dan jelai, maka mengenai kerusakannya terdapat

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Pembeli mengembalikan bamng yang

sama seperti barang png dighasab.

Pendapat Kedua: Pendapat yang paling shahih

menyatakan, bahwa pembeli menanggung nilai barang itu, karena

dia tidak menjamin barang ifu dengan barang sejenis saat serah

terima. Justnr, dia menjaminnya dengan kompensasi, bukan

barang senrpa. Demikian ini berbeda dengan kasus gashab.

Manfaat yang diperoleh pembeli dari barang tersebut

sebelum adanya pembatalan akad; seperti hasil, buah, dan anak,

seluruhnya menjadi milik pembeli. Dia tidak wajib

mengembalikannya kepada pihak penjual, sebab dia menjadi

pemiliknya ketika mengolahnya. Kepemilikan tersebut hilang

akibat fasakhSang baru saja terjadi.

Apabila dua belah pihak mengurungkan akad dan masing-

masing pihak melepas kalajiban pihak lainnya, maka penjual

mengambil barangnya dan pembeli mengambil kembali

pembalnrannya. Jika mereka bersengketa soal harga; rnaka

penjual berkata, "Hargan5a seribu." Pembeli berkata, "Dua ribu,"

maka pem5ataan yang dimenangkan adalah pemyataan perdual,

karena mereka tdak terikat akad sebab pembatalan iual beli.

Dengan teriadinya iual beli tersebut, maka otomatis pembeli

berstatus sebagai tergugat yang harus menunjukkan bukfi. Bila dia

dapat mengajukan bukfi, maka yang dimenangkan adalah

pemyataan pembeli. Jika dia tidak mempunyai bukti, maka

pemyataan yang dimenangkan adalah pernyataan penjual, sebab

dia mengingkari sumpahnya. Pengurungan akad sempa dengan
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pengembalian barang karena rusak. Dernikian ifu, jika mereka
bersengketa soal harga.

Hanya akibat pengembalian barang yang msak, akad jual
beli ifu secara otomatis batal. status para pihak selanjutrya seperti
keterangan yang telah kami jelaskan mengenai pengurungan akad.
Jadi, pembeli digugat untuk menunjukkan bukti, sedang penjual
pihak yang mengingkari.

Cabang:Ma&hab para ulama seputar sengketa para pihak
dalam jual beli.

Telah dipaparkan di muka, bahwa menumt madzhab kami,
ketika dua belah pihak bersengketa mengenai harga barang setelah
terjadi kemsakan, maka mereka harus bersumpah, ini sarna
halnya jika barang itu masih utuh. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ahmad dalam salah safu dari dua riwayat pendapat beliau dan
Malik juga dalam salah satu dari dua riwayat pendapaturya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa pemyataan yang
dimenangkan adalah pemyataan pembeli yang didukung dengan
sumpahnla. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dari kalangan
ulama ma&hab Hanbali. Ini juga mempakan pendapat An-
Nakha'i, At-Tsauri, Al Auza'i, dan Abu Hanifah, berdasarkan

sabda Rasulullah & dalam sebuah hadits, 'W,(3 'eiUg " Dan

banng dagangan masih ufuh".

Pernahaman hadits ini adalah, bahr,va sumpah tidak
direkomendasikan bila barang itu telah rusak. Dua belah pihak
sepakat untuk memindahkan barang kepada pembeli. Penjual
berhak memperoleh 10 dirham, namun mereka bersengketa
dengan 10 dirham lebihannya. Penjual menggugat kelebihan
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tersebut, namun pembeli mengingkarinya. Maka dalam kondisi

seperti ini, pemyataan yang dimenangkan adalah pemyataan

pihak lang mengingkari.

Kami mengabaikan qlyas ini ketika barang tersebut masih

utuh, ini berdasarkan hadits tersebut di atas. Kasus selain ifu
berlaku sesuai qlyas. Argumen riwayat pertama adalah redaksi

umum dari sabda Rasulullah,

,eq, ifi Jla6 ,)6,@t Siirt til,

-)V\,si'ijlt5
'Ketika dua belah pihak bersengketa, maka Wng

dimenangkan pernyataan penjual dan pernbeli berhak khiyar."

Ahmad menjelaskan, tidak ada yang berpendapat

demikian dalam kondisi barang dagangan masih uhrh, kecuali

Yazid bin Harun. Abu Abdullah mengatakan, pdm periwayat hadits

sumpah dari Al Mas'udi keliru. Mereka tidak mengemukakan

pemyataan ini, tetapi hadits ini memuat pesan tertenfu. Masing-

masing pihak ini terdiri dari penggugat dan pihak 5nng
mengingkari. Oleh karena ifu, direkomendasikan sumpah seperti

kondisi barang masih ufuh.

Pesan lnng mereka kemukakan batal oleh kondisi barang

yang masih ufuh. Demikian ini karena sengketa tersebut tidak

berkaitan dengan masih ufuh tidaknya barang dagangan.

Redaksi, "Kami meninggalkan q[/as ini karena terdapat

hadits." Tanggapan kami, bahwa hadits ini tdak berisi pesan

sumpah. Keterangan ini juga tidak tercanfum dalam satu hadits
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pun. hnu Al Mundzir mengatakan, bahwa pada bab ini tidak
terdapat hadits yang bisa dijadikan pedoman.

Ketika dalil asli tersebut konhadiksi dengan suatu pesan,
maka wajib mengakomodir makna tersebut, Ialu
menganalogikannya. Bahkan, hukum dalam kasus ini ditetapkan
dengan bukt. Bila sumpah tersebut direkomendasikan saat barang
masih utuh, padahal harganya dapat diketahui dengan
diketahuinp nilai barang tersebut. Maka secara zhahir harga
diukur dengan nilai barang, apalagi jika barang tersebut sudah
rusak.

Apabila dua belah pihak telah saling sumpah, maka rincian
hukumnln sebagai berikut. Jika salah satu pihak rela dengan
penyataan pihak lain, maka akad tidak batal karena tidak
membufuhkan pembatalan akad. Jika mereka tidak rela, maka
setiap pihak boleh membatalkan akad, seperti afuran yang berlaku
saat barang masih ufuh. Pembayaran lang telah diterima penjual
dikembalikan kepada pembeli; sedangkan pembeli menyerahkan
nilai barang itu kepada penjual.

Apabila kedua barang ini dari jenis yang sama dan
sebanding paska semh terima, maka keduanSn saling menufupi.
Sebaiknln tdak merekomendasikan sumpah dan pembatalan
akad, ketika nilai barang sama dengan pembalnran !,'ang digugat
oleh pembeli. Pendapat png dimenangkan adalah pemyataan
pembeli Sang didukung sumpah. Sebab, tdak ada gunanya
sumpah penjual dan pembatalan jual beli, karena efek tindakan
tersebut pasti dikernbalikan pada gugatan pembeli.

Jika nilai barang ini lebih kecil, maka pembatalan dari pihak
penjual tidak ada gunanln. Mungkin saja tidak direkomendasikan
sumpah dan pembatalan baginya, karena hal ini merugikan dan
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tidak berfaedah. Mungkin juga direkomendasikan sumpah untuk

memberikan faedah bagi pembeli.

Ketika dua belah pihak bersengketa soal nilai barang,

mereka merujuk pada nilai standamya sesuai ciri-cirinya- Jika

mereka bersengketa tentang satu sifat, maka pendapat yang

dimenangkan adalah pemyataan pembeli yang didukung dengan

sumpah, karena dia merupakan pihak yang mgi, sehingga

pendapat yang dimenangkan adalah pemyataan pihak yang

merugi.

Apabila dua belah pihak mengurungkan barang dagangan

atau mengembalikannya karena rusak setelah penjual menerima

pernbayaran, lalu beisengketa soal jumlahnln, maka lang
dimenangkan adalah pemyataan penjual, karena dia mengingkari

gugatan pembeli setelah pembatalan akad. Hal ini sama dengan

sengketa mengenai serah terima barang.

ArySyirazi & menyatakan: Pasal: Apabila dua

belah pihak yang bertransalsi meninggal dunia, lalu ahli
waris mereka bersengketa, lantas mereka bersumpah

lantaran harta benda. Maka ahli waris dalam kasus ini
menempati posisi pewaris, seperti sumpah dalam
gugatan harta.

Apabila jual beli terjadi antara dua orang wakil
dan mereka bersengketa soal harta, di sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Mereka bersumpah karena
dua pihak yang menjalin akad, lalu bersumpah seperti
dua pihak pemilik aset.
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Pendapat Kedua: Kedua pihak tidak bersumpah,
sebab sumpah itu dikemukakan hingga kondisi pelaku
yang zhalim dari mereka merasa khawatir, lalu
mengurulgkannya. Seorang wakil apabila telah
mengakui sesuatu kemudian menariknya, maka
penarikan ini tidak diterima serta sumpah terkait
miliknya tidak mengikat.

Penjelasan Redaksional :

Perlu diketahui, pasal ini berisi sengketa yang terjadi antara
pihak yang menempati posisinya dua orang yang berkansaksi, dan
kondisi yang serupa dengan kondisi dua pihak yang bertransaksi,
terkadang sebagai ahli waris, dan terkadang sebagai wakil.

Dalam kondisi ini, ahli waris menduduki posisi pau.raris

menumt safu pendapat. Sedangkan mengenai wakil, terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya bersumpah seperti dua orang
pemilik dan dua orang pauuaris.

Pendapat Kedua: Mereka tidak bersumpah karena tidak
terjadi tindakan zhalim dari salah satu pihak kepada pihak lain.

Salah satu pihak yang berhansaksi tidak jarang meninggal
dunia, dan dia memiliki wakil, di sini berlaku dua pendapat ulama
fikih Asysyafi'i di atas; atau punya ahli waris, maka dia
menempati posisi per,varis dalam kasus kezhaliman dan sumpah.
seperti halnya ahli waris mengambil harga pewarisnla, maka dia
pun boleh mengambil aset yang bakal menjadi miliknya.
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Cabang: Keterangan yang kami kemukakan, bahun

menunrt pengetahuan kami tidak terdapat khilafantar ulama. hnu

Qudamah dalam Al Mughni menyatakan: Apabila dua belah pihak

yang berhansaksi meninggal dunia, maka para ahli waris

menanpati posisi mereka dalam seluruh hukum yang telah kami

ungkapkan. sebab, ahli waris menduduki posisi pau.raris dalam

mengambil harta dan me',ruarisi seluruh hak mereka. Demikian pula

tanggungan yang harus dipenuhi atau aset yang bakal menjadi

miliknya. Wallahu a'lam.

A$rSyirazi 4B menyatakan: Pasal: Apabila dua

pihak yang bertransaksi itu bersengketa soal iumlah
barang, lalu mereka bersumpah, seperti keterangan
kami dalam sengketa harga barang.

Apabila mereka bersengketa tentang obiek
barang, misalnya peniual berkata, 'AlGr iual budak ini
padamu seharga seribu." Sementara pembeli berkata,
'Tidak, aku membeli budak wanita ini seharga seribu-'
Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih A$r
Slpfi'i.

Pendapat Pertama: Kedua pihak bersumpah

karena masing-masing pihak menggugat akad dan

mengingkari pihak lrang lainnya. Ini serupa dengan dua
pihak yang bersumpah dalam sengketa iumlah barang-

Pendapat Kedua: Mereka tidak bersumpah,
melainkan penjual bersumpah bahwa dia tidak menjual
budak wanita, sedangkan pembeli bersumpah bahwa

dia tidak membeli budak laki-laki. Demikian pendapat
yang dipilih oleh Abu Hamid Al Isfirayini a5. Alasannln,
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mereka bersengketa tentang asal al€d jual beli budak
lelaki dan budak wanita. Pemyata.rn yang dimenangkan
di sini adalah pemyataan pihak yang menyanggah.
Sama dengan kasus, jika salah safu pihak menggugat
pihak lain bahwa yang dibelinya adalah budak laki-laki;
sedang pihak lain mengklaim yang dibelinya budak
wanita tanpa ada akad.

Apabila penjual mengemukakan bukti bahwa yang
dijualnya adalah budak lelaki, maka pembeli wajib
membayar harganya, jika budak tersebut ada di
tangannya dan dia mengakui hal itu. Sebaliknya, jika
ada di tangan penjual, maka di sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: pembeli dipaksa unfuk
menyerahkannlra, karena kesaksian tersebut
membuktikan bahwa dia memilikinya.

Pendapat Kedua: Dia tidak dipaksa untuk itu,
karena saksi membuktikan bahwa dia memiliki barang
lpng fidak digugatnya, oleh karenanSra dia fidak
diserahkan kepada penjual, melainkan diserahkan
kepada hakim demi keamanan.

PasaL Apabila dua belah pihak bersengketa mengenai
syarat khiWn jafuh tempo, gadai, atau jumlah barang, mereka
bersumpah seperti keterangan kami dalam sengketa harga barang.

Jika mereka bersengketa mengenai syarat gang merusak
jual beli, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
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Syafi'i, mengacu pada dua pendapat AsySyafi'i dalam

pensyaratan khigr dalam kasus kafalah.

Pendapat Pertama: Pemyataan yang dimenangkan adalah

pemyataan pihak yang menggugat sah, sebab menumt hukum asal

tidak ada perkara yang membatalkan.

Pendapat Kedua: Yang dimenangkan adalah pemyataan

pihak yang menggugat kerusakan barang, sebab hukum asal

menyebutkan tidak adanya akad. Jadi, pemyataan yang

dipertimbangkan jelas pihak yang menggugat tidak adanya akad-

Apabila dua belah pihak bersengketa soal pemanfaatan

barang setelah meninggalkan majelis akad; satu pihak berkata,

"Kami meninggalkan majelis akad sebelum serah terima barang,"

pihak yang lain berkata, "Kami meninggalkan mejelis akad setelah

serah terima barang." Maka dalam kasus ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Pemyataan yang diperhitungkan adalah

pernyataan pihak yang menggugat perpisahan sebelum serah

terima, karena hukum asal menyebutkan tidak adanya serah

terima.

Pendapat Kedua: Pemyataan yang dipertimbangkan adalah

pemyataan pihak yang menggugat, dimana perpisahan terjadi

setelah serah terima barang, karena hukum asal menyebutkan

keabsahan akad.

Selanjutrya, apabila dua belah pihak bersengketa setelah

meninggalkan majelis akad; salah satu pihak berkata, "Kami

meninggalkan majelis akad dengan suka sama suka," namun pihak

lain berkata, "Kami meninggalkan majelis untuk membatalkan jual
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beli." Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemyataan yang diperhifungkan adalah
pemyataan pihak yang mengklaim suka sama suka, karena hukum
asalnya menyebutkan tidak adanya pembatalan dan tetapnya akad.

Pendapat Kedua: Pemyataan yang diperhifungkan adalah
pernyataan pihak yang mengklaim pembatalan akad, karena
hukum asal menyebutkan tidak adanya keterikatan akad dan
larangan pembeli memanfaatkan barang.

Sementara ifu, jika terjadi sengketa mengenai kerusakan
barang dan kondisi semisalnya yang mungkin terjadi, seperti;
penjual mengatakan, "Kerusakan ifu terjadi padamu,', sedangkan
pembeli berkata, "Tidak, kerusakan itu terjadi padamu.,, Maka
pemyataan yang dipertimbangkan adalah ucapan penjual, karena
hukum asal menyebutkan tidak adanya kerusakan.

Apabila kedua belah pihak bersengketa soal barang yang
dikembalikan karena rusak; pembeli berkata, "yang dikembalikan
barang dagangan," penjual mengatakan, "Barang yang aku jual
padamu bukan ini." Maka pem5ataan yang dipertimbangkan
adalah pemyataan penjual, karena hukum asal menyebutkan
mulusnya barang dagangan dan tetapnya akad. oleh karena itu,
pem3ntaan yang dimenangkan adalah pemyataan penjual.

Kasus berikut,ya, sqseorang mernbeli dua orang budak, lalu
salah safungn bermasalah, dan mendapati kelmrangan pada salah
satu lainnya, kemudian dia mengembalikannlp. Menurut kami, dia
boleh mengembalikan salah safunya, dan bersengketa soal nilai
budak yang bermasalah, dan di sini terdapat dua pendapat Asy-
Syafi'i:
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Pendapat Pertama: Pendapat yang shahih, pemyataan

yang diperhihrngkan adalah pemyataan penjual, karena dia

memiliki seluruh harga- Oleh karena itu, kepemilikannya tidak

hilang kecuali pada jumlah yang diakuinya seperti pembeli dan

orang yang berhak sytfbh (qpfil.Ketika mereka bersengketa soal

harga, maka pemyataan yang diperhitungkan adalah ucapan

pembeli. Sebab, dia memiliki bagian tersebut, sehingga tidak hilang

selain jumlah yang diakuinya.

Pendapat Kedua: Pemyataan yang dimenangkan adalah

pemyataan pembeli, karena dia seperti pihak yang rugi. Jadi,

pemyataannya diperhihrngkan.

Apabila seseorang menjual 10 takaran (qafi) dari

hrmpukan makanan, dan menyerahkannya dengan takaran biasa,

lalu pembeli menggugat bahwa barang ifu kurang dari hakryla.

Maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemyataan yang dimenangkan adalah

pemyataan pembeli, karena hukum asal menyebutkan dia belum

menerima seluruhnya.

Pendapat Kedua: Yang dimenangkan adalah pemyataan

penjual, karena kebiasaan orang yang menerima haknp dengan

takaran dapat menerima seluruhnya s@ara penuh. Jadi, yang

dimenangkan adalah pemyataan penjual.

Penielasan Redaksional:

Perlu diketahui, sengketa dua belah pihak terbagi menjadi

dua: Pertama: Sengketa pada inti akad. Keduar Sengketa seputar

sifat akad.
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Apabila sengketa dua belah pihak terkait inti akad, misalnya
penjual berkata, "Aku menjual barang ini padamu seribu,,, lalu
pihak lain berkata, "Aku tidak membelinya." Atau, pembeli
mengatakan, "Aku membeli barang ini darimu seribu," lalu pemilik
mengatakan, "Aku tidak menjual padamu." Maka pemyataan yang
dimenangkan adalah pemyataan pihak yang menlranggah akad
dan diperkuat dengan sumpahnya, baik dia penjual maupun
pernbeli.

lain halnya jika penggugat akad mengacukan bukti. Kedua
belah pihak tidak saling bersumpah, berdasarkan sabda Rasulullah

#, C\t ,f &'e$t "Bukti bagi orang yang menggugat.,,

Bila sengketa ini terkait sifat akad, maka hukumnya sama
dengan sengketa seputar jumlah harga, sifat harga, iumlah barang,
atau sifatnya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang sengketa
kategori kedua.

Sengketa ini terkait dengan objek di luar akad, seperti
tentang batas waktu, iumlah, khilnt, batasan khryuf gadai, jenis,
atau objek barang.

Jenis pertama: Sengketa kedua belah pihak di luar akad

3ang terkait dengan jumlah dan benfuk pembaSnran. Sengketa
tentang sifat barang, misalnya, pembeli mengatakan, "Aku telah
menjual budak padamu," pembeli berkata, "Bukan, budak wanita.,,
Hal ini jika sengketa mereka ifu berkenaan dengan keterangan
yang telah kami sebutkan dan sejenisnya.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang akad yang
diklasifikasi dalam lima ma&hab, yang telah kami paparkan pada
beberapa pasal. Dimana ifu tercanfum dalam Niha5nh Al Muhtaj,

1tang ringkasannln sebagai berikut:

g1o ll et *ai*u'SyarahAl Muhadzdzab



Jika dua belah pihak bersengketa soal tempo akad,

misalnya pembeli menetapkan tempo, sedangkan penjual

menafikannya, atau lamanya tempo seperti sebulan atau dua

bulan, atau jumlah barang seperti "Satu mud dari fumpukan

makanan seharga beberapa dirham," lalu pihak lain mengatakan,

"Bukan, dua mud." Masing-masing pihak tidak mempunyai bukti

yang mendukung klaimnya.

Kasus ini mencakup kondisi jika masing-masing pihak

mengajukan bukti yang konkadiktif, karena sarna-sama umurn,

atau salah safunya umum; atau keduanya memiliki tanggal png
sarna, maka mereka bersumpah. Demikian ini sesuai dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, &H, ,;b lh$
$b'suntpah bgi tergugat. "

Tidak masalah dengan dua hadits sebelumnya, sebab dari

hadits ini dapat diketahui adanya tambahan informasi, yaifu

sumpah pihak pembeli. Jadi, kami merujuknya.

Penyataan di atas mencakup kasus seandainln terjadi

sengketa tentang masa kh,lrr lalu kedua belah pihak bersumpah.

Maka solusi hukum kasus ini sama, seperti yang ditegaskan oleh

hnu Yunus, An-Nasa'i, Al Adzra'i, dan sebagainlp.

AsySyafi'i dan ulama madzhabn3n berpendapat, bahura

sengketa akad kib6ah bisa diatasi dengan sumpah dua belah

pihak, sekalipun kibbah diperbolehkan bagi budak mumi, iuga
sengketa dalam tansaksi qindh dan jiblah meskipun dia

diperbolehkan dari dua pihak.

Keterangan paska sumpah png penulis sandarkan k"pada
hnu Al Muqri dalam sebagian nasloh Ar'Raudh, yang

mernungkinkan teriadiqn pernbatalan akad pada waktunya ihr
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dapat terbantahkan. Aturan mengenai sumpah bukan unfuk
membatalkan akad, justru melalui sumpah ini diharapkan pihak
yang berbohong akan berpikir dua kali untuk bersumpah, sehingga
akad ditetapkan dengan sumpah pihak yang benar.

Berikutnya, sengketa seputar tempo akad, gadai, atau
jumlah keduanya, syarat khiyaf dan syarat-syarat sah lainnya,
maka para ahli fikih terpecah dalam dua riwayat pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i,
bahwa dua belah pihak saling bersumpah, karena mereka
bersengketa mengenai sifat akad. Hal ini diqiyaskan dengan
sengketa soal harga.

Pendapat Kedua: Yang dimenangkan adalah pemyataan
pihak yang menafikan syarat tersebut dan diperkuat dengan
sumpahnya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Alasannya,
bahwa hukum asal menyebutkan tidak adanya syarat. Jadi, pihak
yang dimenangkan adalah yang menafikan syarat, sama seperti
sengketa soal inti akadr Yang dipertimbangkan pihak yang
mengingkarinya.

Apabila mereka bersengketa tentang syarat yang
membatalkan akad, misalnya penjual berkata, "Aku menjual
padamu dengan harga minuman keras," atau dengan khiSnryang
tidak jelas; misalnya, "Belilah dariku dengan mata uang yang
diketahui atau dengan kh$n, tiga hari"; maka yang
dipertimbangkan adalah pemyataan pihak yang mengklaim sah
dan diperkuat dengan sumpahnya. Sebab, secara zhahir,
perbuatan' sah seorang muslim jauh lebih banyak daripada
perbuatan rusaknya.
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Jika penjual berkata, "Aku jual padamu secara paksa," lalu

calon pembeli mengingkatinya, maka yang dimenangkan adalah

pemyataan pembeli. Sebab, hukum asalnya menyebutkan tidak

adanya paksaan dan sahnya jual beli. Jika penjual berkata, 'Aku

telah menjualnya padamu saat aku masih kecil." Maka dalam hal

ini, pemyataan yang dimenangkan adalah pemyataan pembeli.

Semua ini pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tsauri, dan Ishaq.

Hanya saja, Asy-Syafi'i menyamakan antara muslim dan kafir

dalam melakukan tindakan yang sah.

Mereka menyatakan, bahwa dua pihak yang bertransaksi

sepakat dengan inti akad, dan bersengketa seputar unsur lnng
merusaknya. Oleh Karena ifu, pendapat yang dimenangkan adalah

pihak yang mengklaim sah.

Mungkin saja pemyataan oftmg yang mengklaim itu masih

anak kecil dapat diterima, karena sesuai dengan hukum asal.

Demikian pendapat sebagian ulama fikih Asy-Spfi'i. Kasus ini

berbeda dengan dua belah pihak yang bersengketa mengenai

syarat yang merusak atau pemaksaan, dengan dua alasan:

Pertiama: Hukum asal menyebutkan tidak adanp akad.

Namun, di sini terdapat hukum asal yang menyebutkan tetapnya

akad.

Kedua: Secara zhahir, orang mukallaf pasti melakukan

tindakan 5ang sah, dan di sini terdapat riwa3nt Snng menjelaskan

dia adalah seorang mul<allaf.

Jika penjual berkata, "Aku menjual padamu saat aku gila,"

jika dia tidak mengetahui ihr kondisi gila, maka ucapan !,arg
dimenangkan adalah pem5ataan penrbeli, karena hukum asal

menyebutkan tidak adanSn akad. Jika terbukti dia menrang gila,

maka dia sama dengan anak kecil.
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Syamsuddin AI Ramli memaparkan, seandainya salah
seorang dari dua pihak yang bertransaksi mengklaim jual beli atau
akad lainnya, sedang yang lain mengklaim pembatalan akad,
karena tidak rnemenuhi rukun atau s5nrat yang muktamad;
misalnya, safu pihak mengklaim melihat barang dan yang lain
mengingkarinya juga menurut pendapat mu'tamad, sebagaimana
difatwakan oleh Al walid @,, yang berbeda dengan fatwa-fatwa
Syaikh; maka menurut pendapat yang paling shahih adalah,
membenarkan penggugat keabsahan yang didukung sumpahnya,
baik dia seorang muslim maupun kafir. sebab, secara zhahir,
seluruh akad ifu sah. Hukum asal yang menyebutkan tidak
adaknya akad, ifu benar dan bertolak belakang dengan tidak
adanya pembatalan secara umum.

Di antara contoh yang jarang terjadi misalnya, seseomng
menjual tanah seluas safu hasta dengan ukuran hasta lnng
maklum, kemudian dia mengklaim bahwa, lrang dimaksud adalah
ukuran hasta tertenfu, maka unfuk membatalkan jual beli;
sementam pembeli mengklaim ukuran tersebut mencakup
semuanlta, maka yang dibenarkan adalah pihak penjual didukung
sumpahnln- sebab, ukuran ynng dimaksud hanln diketahui dari
persepsi penjual.

Contoh berikutryn, seandainSa salah safu pihak yang
berdamai mengklaim telah menjatuhkan akad shulh untuk
mengingkari akad, klaim tersebut dibenarkan dengan didukung
sumpahn3n, karena inilah yang biasanya terjadi.

Selanjutrnya, contoh seandainya seseorcmg mengklaim
unfuk menjalin akad, sedangkan dia masih kecil namun bisa
melakukannya, sakit jiwa, atau dicekal; dimana kondisi ini dapat
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diketahui, maka pengakuannya itu dibenarkan dengan sumpah,

seperti dikemukakan oleh Ar-Ruyani.

Ar-Ramli melanjutkan, bahwa pemyataan ulama fikih Asy-

Syafi'i tentang tindakan kriminal dan thalak bukan termasuk

sengketa tentang sah tidaknya akad. Perbedaan kasus ini akan

kami sampaikan pada pembahasan jaminan, yaifu bahwa barang'

barang yang dikenai kompensasi, mayoritas diperlakukan secara

hati-hati. Secara zhahir transaksi tersebut berlaku sesuai syarat-

qaratrln.

Dalam Al h5nn, karya Al Imrani, disebutkan: Seandainla

seseorang mengaku telah bermimpi basah (baligh), maka

pencabutan terhadap pengakuan ini tidak diterima- Mengacu pada

aturan ini, maka orang yang menghibahkan sesuatu di saat sakit,

lalu ahli waris mengklaim orang tersebut tidak sadar ketika ifu,

maka klaim tersebut tidak diterima, kecuali jika diketahui

sebelumnya dia pemah hilang kesadaran, dan mereka mengklaim

kondisi demikian berlangsung terus.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa ahli waris semestinya

menunjukkan bukti bahwa penghibah memang hilang kesadamn,

jika memang demikian kenyataann3n. Artinp, agar dapat

diketahui bahun ketidaksadaran ifu bukan karena unsur

kesengajaan seperti rnabuk-mabukan.

Aturan tersebut juga bisa diaplikasikan pada kasus,

seandainlra penerima gadai berkata, "Aku mengizinkamu untrlk

beriual beli dengan qprat pernbaSpranqn digadaikan." Penggadai

berkata, 'Tidak, tanpa sgrarat," rnaka png dimenangkan adalah

perrqntaan penerima gadai. Hal ini seperti png telah dinptakan

oleh Az'7-arl,'asn dan ulama lainnfra. Namun, kami tdak
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sependapat dengannya, karena sengketa tersebut tidak terjadi dari
dua belah pihak, tidak pula dari wakilkeduanya.

Apabila penjual menuangkan barang ke dalam wadah
pembeli dan temyata di dalamnya terdapat tikus, laru masing-
masing pihak menggugat, bahwa tikus itu dari pihak lain, maka
yang dimenangkan adalah pihak penjual karena gugatannya sah.
selain itu, hukum asal seluruh kejadian ialah memperkirakannya
dengan wakfu terdekat. Hukum asal juga menyebutkan bebasnya
penjual- Kasus ini serupa dengan kasus pesanan: Ketika dua belah
pihak bersengketa apakah penerima pesanan telah menerima
modal sebelum atau setelah meninggalkan tempat transaksi?

Apabila dalam dua kasus di atas, masing-masing pihak
mengajukan bukti, maka bukti penggugat keabsahan pun
didahulukan. hnu Abu Ishrun mengatakan: Jika barangnya masih
berada di tangan masing-masing, maka pihak yang mengingkari
itu disumpah; jika tidak demikian, maka pemilik barang ditorak.

Ar-Ramli memaparkan: Seandainya seseorang membeli
budak tertentu, misalnya, dan menyerahkannya, lalu dia datang
membawa budak yang cacat unfuk dikembalikan; penjual berkata,
"Dia bukan barang daganganku." Penjual dibenarkan dengan
sumpahnya, sebab h,ukum asal menyebutkan selamat dan tetapnya
akad.

Kasus sempa terdapat pada barang dalam tanggungan dan
pesanan, misalnya pembeli atau pemesan telah menerima barang
yang masih dalam tanggungan, kemudian dia membawa barang
yang rusak unfuk dikembalikan; pembeli atau penerima pesanan
berkata, "lni bukan barang yang aku serahkan," maka pembeli dan
pemesan dibenarkan dengan sumpahnya, menumt pendapat yang
paling shahih. Bahwa, itulah barang yang diserahkan, berdasarkan
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dalil asal tentang tetapn5ra beban tanggungan penjual dan

penerima pesanan sampai teriadinya serah terima yang sah'

Ketenhran di atas juga berlaku dalam kasus sengketa harga.

Jadi, pembeli bersumpah soal budak yang ditentukan, sedangkan

pembeli terkait barang yang berada dalam tanggungan. Pendapat

yang berlawanan dengan pendapat yang paling shahih,

membenarkan pemyataan penerima pesanan, bahwa ifu sama

seperti kasus jual beli.

Seandainya pembeli menerima barang dengan ukuran

takaran, atiau timbangan misalnya, kemudian dia mengklaim

kurang; jika kekurangan tersebut merupakan jumlah yang biasa

berkurang ketika ditakar atau ditimbang, maka klaimnya

dibenarkan dengan sumpah, oleh karena ihr mungkin saja hal itu

terjadi, di samping tidak bertentangan dengan kondisi zhahir yang

ada. Jika tidak demikian, maka klaimnya ditolak, sebab

bertentangan dengan kondisi zhahir. Selain ihr, kedua pihak telah

sepakat unhrk menerima barang-

Penerima Srang mengklaim salah harus mengajukan bukti.

Demikian ini sama dengan dua pihak yang telah membagi barang

secara rata, kemudian datanglah salah safunya dan mengklaim

adanya kesalahan dalam pembagian tersebut, maka dia wajib

mengajukan bukti.

Seandainya seseorang menjual sesuahr yang tempta milik

anaknya atau orang lrang meru.rakilkan padanya, lalu teriadi

sengketa; misalnya anak berkata, "Bapakku telah menjual hartaku

saat aku kecil unfuk dirin5a secara sangaja'" Orang yang

manuakilkan berkata, "wakilku telah menjual asetku secarct

sengaja." Pembeli berkata, "wali dan wakil ini tidak sengaja."

Maka, penrbeli dibenarkan dengan sumpahnln, karena baik bapak
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maupun wakil sama-satna terpercaya, dan tidak dipersalahkan
kecuali ada bukti.

Tinjauan Redaksional: Asy-Syiqsh, "separuh bagian
tanah" dan "sejumlah barang". Kalimat 'jil<a dia menjualngm 10
takaran dari fumpukan " Al Qafiz adalahsuatu takaran.

Dalam ,Ash-Shihah diterangkan, bahwa Al Qafiz adalah
sama dengan delapan makuk, bentuk jamaknya Aqfaah dan
Qafazan. Makuk, safuan takaran, sarna dengan 3 t<atijah. Sant
l<alijah setara dengan 7 l/8 muna. Sa|l.t muna salna dengan dua
kat.

Dalam konteks sekarang ini, safu l<alijah sarn dengan satu
kilogram. Jadi, satu qafiz kka-kira sama dengan 24 Kg. Seperti
telah disinggung tentang kaidah satu Muddi Ajwah, bahwa satuan
timbangan lebih diprioritaskan daripada satuan takaran, sebab dia
lebih detail dan lebih adil. Mengecualikan barang gang biasa
ditakar, karena beratnya yang sangat ringan, sehingga tidak layak
ditimbang. Terhadap objek seperti ini berlaku kraidah: takaran
untuk barang 5png ditakar dan timbangan unfuk barang yang
ditimbang.

AsySSpfi'i menerangkan timbangan dalam bab Jima' ,*-
Sabrt Ditinjau dari segi makna, "timbangan" berbeda dengan
"takaran'. Timbangan lebih akurat unfuk mengukur dan lebih
terhindar dari perbedaan ukuran. Sebab, berat barang yang lebar
dan tidak lebar sama saja dalam timbangan, karena acuan dalam
timbangan adalah berat barang. Sedangkan barang yang lebar bila
diukur dengan takaran menimbulkan selisih lang mencolok.
Barang apapun yang ditimbang dalam ukuran tertentu pasti
merniliki safuan berat yang sama.
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Selanjutrya Asy-Syafi'i menambahkan, bahwa seseorang

bertanya, "Bagaimana praktik jual beli yang terjadi pada rnsa

Rasulullah S?" Wallahu a'lam. Sepengetahuan kami, ahrran yang

digunakan oleh dua belah pihak yang berbansaksi saat itu, dimana

barang yang sedikit dijual dengan cara ditakar, sedangkan barang

dalam jumlah banyak dijual dengan cara ditimbang. Dalil hadits

sejalan dengan praktik jual beli yang kami temukan di tengah

masyarakat.

Umar g pemah berkata, "Aku tidak akan makan samin

selama diperjual belikan dengan ukuran uqiyah." Uqiyah serupa

dengan takaran.

AsfSyairazi 4s menyatakan: PasaL Apabila

seseorang meniual barang dengan pembayaran dalam

tanggungan, kemudian dua belah pihak bersengketa;

Peniual berkata, 'Aku fidak akan menyerahkan barang

sebelum menerima pembayaran.' Pembeli mengatalran,
'Aku tidak akan menyerahkan pembayaran sebelum

menerima barang.' Ulama madzhab kami berbeda
pendapat dalam kasus ini.

Sebagian ulama fikih AgrSyafi'i berpendapat,

bahwa pada kasus ini terdapat tiga pendapat Asgr

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Peniual dipaksa untrlk
mendatangkan barang tersebut, sedangkan pembeli

dipaksa r:nfuk mendatangkan pembayaran, kemudian
masing-masing pihak menyerahkan barangn9n

sekaligus, karena penyerahan waiib dilakukan oleh para
pihak.
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Apabila para pihak menolak menyerahkan
barang, maka mereka dipaksa, sama seperti kasus
seandainya salah safu pihak berutang beberapa dirham
kepada pihak lain, sementara yang lain berutang dinar.

Pendapat Kedua: Masing-masing pihak tidak
dipaksa, melainkan dikatakan, "Siapa di antara kalian
yang menyerahkan barang yang menjadi kewajibanDgd,
pihak yang lain dipaksa untuk menyerahkan barangnya,
karena setiap pihak memiliki hak sebagai kompensasi
pihak lain.

Apabila keduanya bersumpah, maka masing-
masing pihak tidak dipaksa. Sama seperti kasus
andaikan tergugat menolak bersumpah, lalu sumpah
dikembalikan kepada penggugat, dan dia pun menolak.

Pendapat Ketiga: Penjual dipaksa untuk
menyerahkan barang, kemudian pembeli juga dipalrsa
unfuk melakukan hal yang sama.' Ini pendapat yang
shahih, karena hak pembeli berkaitan dengan barang,
sedangkan hak penjual ada dalam tanggr.rngan- Perkara
yang berkaitan dengan barang seperti denda tindakan
jinayah lebih dipriorilaskan daripada piutang. Dalam
kasus ini, penjual mengelola harga dalam tanggungan,
oleh karena itu dia wajib dipaksa untuk menyerahkan
barang agar pembeli dapat segera memanfaatkan
barang tersebut-

Ada juga ulama madzhab kami yang berpendapat,
bahwa masalah ini terdiri dari satu pendapat, yaitu:
peniual dipaksa untuk menyerahkan barang,
sebagaimana telah kami jehskan di muka-

380 ll ,et uoj^r'SyuahAl Muhadzdzab



Pendapat lain dikemukakan oleh Asy-Syafi'i
bersumber dari ulama lainnya, namun beliau tidak
memilihnya.

Dengan demikian, dalam kasus ini terdapat
tinjauan. Jika pembeli merupakan orang yang berada,

maka terdapat rincian hukum; jika hartanya berada di
tempat, maka dia dipaksa unfuk menyerahkannya
seketika itu juga. Apabila asetnya berada di rumah atau

di tokonya, maka dia dicekal dari barang dagangan dan
seluruh hartanya, sampai menyerahkan pembayaran

tersebut. Sebab, jika pembeli tidak dicekal dari semua

asetnya, maka tidak ada jaminan dia tidak akan
memanfaatkannya kembali, sehingga merugikan pihak
penjual.

Jika hartanya tidak berada di tempat, dimana
harta tersebut ada di tempat yang jarakngra

memperbolehkan qashar shalat, maka penjual boleh
membatalkan iual beli dan menarik barang. Sebab,

penundaan pembayaran dapat merugikan dirinya- Hal
ini sama dengan kasus pembeli yang bangkrut.

Apabila aset pembeli berada di tempat lpng
jaraknya tidak memperbolehkan gashar shalat, maka di
sini terdapat dua pendapat ulama fikih AslrSyafi'i:

Pertama: Pembeli tidak boleh memilih uang

muka, karena hukumnya sama seperti orang yang

berada di tempat.

Kedua: Pembeli boleh memilih uang muka,

karena barang yang berada di tempat yang dekat
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dikhawatirkan rusak, sama seperti kekhawatiran
terhadap barang di tempat yang jauh.

Apabila pembeli dalam kondisi sulit, maka di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Asetnya dijual unfuk membalnr
hutangnya. Pendapat yang di-nash menyebutkan dia
menarik uang muka, karena kesulitan membayar harga
barang. Jadi, pembeli diputuskan unfuk mengambil
kembali uang muka, seperti kasus pembeli yang
bangkrut dan tidak sanggup membayar harga barang.

Jika pembeli memperoleh banfuan, dalam kasus
ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua belah pihak dipaksa
unfuk menyerahkan barang masing-masing-

Pendapat Kedua: Masing-masing pihak tidak
dipaksa untuk itu.

Pendapat Ketiga, 3nifu pendapat yang gugu,
bahwa penjual dipaksa unfuk menyerahlon barang.
Alasannla, harga s.rma dengan barang dagangan dalam
hat keterkaitan hak dengan barang, dan larangan
memanfaatkan barang sebelum serah-terima.

Penielasan Redaksional:

Pasal ini menjelaskan hukum sengketa antara dua belah
pihak dalam jual beli secarr tanggungan. Menurut AsySyirazi
dalam kasus ini terdapat tiga pendapat. Pendapat png paling
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shahih, menyatakan bahwa penjual dipaksa untuk menyerahkan

barang, kemudian pembeli dipaksa untuk mernbayar harga barang-

Artinya, ketika kedua belah pihak sama-sama menolak

menyerahkan barang, maka hakim memaksa masing-masing pihak

untuk mendatangkan objek tertanggung, baik barang maupun

harga pembayaran, kemudian mengangkat seorang mediator yang

adil yang bertugas meminta para pihak untuk menyelesaikan

kalajibannya. Begitu seluruh aset terkumpul di tangan mediator,

maka tugas selaniufrrya dia menyerahkan barang kepada pembeli

dan harga pada penjual.

Al Mawardi menyatakan: Pendapat ini diriwayatkan dari

Sa'id bin Salim Al Qaddah.

Abu Ishaq Al Marwazi mengungkapkan, bahwa aku

menggabungkan pendapat ini dan pendapat pertama menjadi satrr

pendapat. Kasus ini diuraikan dalam tiga pendapat- Namun,

seluruh ulama madzhab kami melarang unfuk menggabung dua

pendapat menjadi satu. Setiap pendapat ini berbeda satu sama

lain.

Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat pertama 1ang

dimaksud oleh Abu Ishaq Al Marwazi yang digabung dengan

pem5rataan Sa'id bin Salim Al Qaddah, merupakan pemyataan

AsySyirazi: " Perhma, penjual dipaksa unh.rk menyerahkan barang

sedangkan pembeli dipaksa untuk menyerahkan harga, kemudian

masing-masing pihak menyemhkan asebrla sekaligus, karena

kesamaan kewajiban menyerahkan barang dan tidak adanya

keistimewaan salah satg pihak lnng melebihi dari ketundukan

kepada pihak lain.
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Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i melarang penggabungan
dua pendapat menjadi safu, karena alasan-alasan berikut:

Alasan Pertama: Karena hak pembeli berkaitan dengan
objek barang, sedangkan hak penjual berada dalam tanggungan.
Perkara yang berkaitan dengan objek barang seperti denda jina5nh
berikut denda lainnya diprioritaskan dari hutang. sebab, penjual
mengelola pembayaran dalam tanggungan, karenanya dia dipaksa
unfuk menyerahkan barang unfuk dimanfaatkan oleh pembeli.

Alasan Kedua: Penerimaan dan pemberian pada pendapat
yang pertama itu diserahkan kepada hakim berdasarkan
putusannyia, sementara hukum penyerahan di sini berada dalam
jaminan mediator dan perintah penyerahan ada padanya-

Oleh sebab itu, pemyataan Asy-Syirazi "Di antara ulama
madzhab kami ada yang berpendapat dalam kasus ini terdapat tiga
pendapat yang akan kami paparkan, sementara menurut
pemgataan Al Mawardi terdapat empat pendapat.

Pendapat keempat yaitu menentukan mediator png adil.
Pendapat ini, sekalipun merupakan pendapat keempat rnenumt
kami, sebenamya dia adalah bunyr teksfual madzhab Hanbali,
dimana dalam kasus jualbeli dilakukan secara funai.

hnu Qudamah dalam Al Mughni meneftmgkan: Apabila
dua pihak png bertransaksi bersengketa tentang penyerahan
barang atau harga; penjual berkata, "Aku tidak akan menyerahkan
barang sebelum aku menerima pembayaran." Pembeli berkata,
"Aku tidak akan membayar sebelum menerima bamng.,"
sementara pernbalnran berada dalam tanggungan, maka penjual
dipaksa untuk menyerahkan barang, kernudian pembeli dipaksa
unhrk memba3nr.
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Jika jual beli tersebut dilakukan secara tunai, maka perlu

difunjuk mediator yang adil untuk mereka. Dia berhrgas menarik

kewajiban masing-masing pihak kemudian menyerahkannya

kepada mereka. Demikian ini pendapat Ats-Tsauri dan salah safu

pendapat Asy-Syafi'i.

Diriwalntkan dari Ahmad, sebuah keterangan yang

mengindikasikan, bahwa penjual dipaksa untuk menyerahkan

barang secara mutlak. Demikian ini pendapat kdua AsySyafi'i-

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Pembeli dipaksa

untuk menyerahkan pembayaran, sebab penjual menahan bamng

sampai pembayaran ifu diserahkan. Orang yang berhak menerima

barang, belum wajib menyerahkan pembayaran sebelum terpenuhi

haknya, seperti penerima gadai.

Selanjuturya hnu Qudamah memaparkan pendapatrya

yang mengindikasikan kesepakatan beliau dengan madzhab kami

soal persamaan barang, baik harganya berupa barang maupun

uang. Ibnu Qudamah menyatakan: Menunrt kami, penyerahan

barang terkait dengan penetapan dan kesempumaan jual beli,

karenanya mendahulukannya lebih utama, terlebih dia

berhubungan dengan hukum ihr sendiri. Sementara ifu, hubungan

hak penjual dengan tanggungan. Mendahulukan perkara 5ang

bertalian dengan barang lebih utama, karena dia lebih kukuh-

Oleh sebab itu, utang yang terkait dengan gadai pada harga

barang, diprioritaskan dari perkara lrang berkaitan dengan

tanggungan. Bedanya, gadai fidak berhubungan dengan

kemaslahatan akad gadai, sedangkan penyerahan di sini

berhubungan dengan kemaslahatan akad jual beli.

Sedangkan jika harganya itu benrpa bgrang maka hak di

sini juga terkait dengan barangnya, seperti barang dagangan,
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keduanya sarna. Masing-masing pihak berka,vajiban terhadap
pihak lain yang berhak menerimanya, karenanya setiap pihak
dipaksa untuk memenuhi hak pihak lain.

Redaksi, "Dan pendapat lainnya,,. Asy-Syafi,i
mengemukakan pendapat tersebut dari ulama lain namun tidak
memilihnya. oleh karena itu, keterangan ini perlu dikaji kembali.

Menurut hemat penulis, keterangan dalam Mukhtashar Al
Muzani mengindikasikan pilihan Asy-Syafi'i terhadap pendapat ini.
Al Muzani menggunakan redaksi, "Asy-syafi'i menyukai sebagian
pendapat."

Al Muzani dalam bab Sengketa Dua pihak yang
Bertransaksi menulis, "Apabila setiap pihak dari mereka
mengatakan, Aku tidak akan menyerahkan sebelum menerima'.
"seandain5a mereka tidak bersengketa; dan masing-masing pihak
berkata, Aku tidak akan menyerahkan sebelum menerima', maka
pendapat yang disukai AsySyafi'i adalah: penjual menyerahkan
barang dan pembeli dipaksa untuk memba5arkan harga saat itu
juga.

Jika pembeli tidak berada di tempat dan dia memiliki harta
benda, maka aset ini dan barangnya disegel dengan kesaksian
beberapa pihak. Jika dia telah membalnrkan harga barang, maka
asetuiya dibebaskan.

[.ain halnSa jika pernbeli tidak punln harta, alias bangkrut,
penjual berhak mendapatkan barangnya kembali. Begitu juga
dengan otang-orang lainnya, mereka tidak boleh menghalangi
haknya, dan pembeli yang bangkrut itu dapat mengambir haknya
dari mereka.
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Redaksi, "Jika dia tidak berada di tempat," Al Mawardi

menerangkan, bahwa apabila asetrya tidak berada di tempat,

maka dalam kasus ini terdapat tiga kondisi.

Kondisi Pertama: Hartanya berada di tempat yang jaraknya

kurang dari perjalanan sehari-semalam. Harta seperti ini

hukumnya sama seperti aset yang berada di tempat. Penjual

menunggu kedatangan aset pernbeli setelah barang dan seluruh

asetnya disegel. Jika pembeli membayar harga barang, maka segel

dilepas dan bebas memanfaatkan barang.

Kondisi Kedua: Aset berada di tempat yang jaraknp

perjalanan selama tiga hari tiga malam atau lebih. Di sini penjual

tidak harus menunggu aset tersebut, karena tempatnya terhlu

jauh. Pembeli, dalam hal ini, sama dengan orang grang kesulitan.

Kondisi Ketiga: Aset pembeli berada di tempat yang

jaraknya tempuhnya lebih dari sehari semalam dan kurang dari tiga

hari. Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Spfi'i'

Pendapat Pertama: Penjual menunggu kedatangan barang,

satna seperti aset yang berada di jamk yang kurang dari perjalarnn

sehari semalam. Pembeli dicekal dari barang dagangan sebelum

mengantarkan pembalnran.

Pendapat Kedua, Tidak perlu menunggu karena jaraknln

sangat jauh. Hukum aset ini sama dengan barang yang bemda

lebih dari jarak tiga hari pe{alanan. Jika dernikian, lantas apa hak

yang diterima oleh penjual jika dia tidak menunggu? Dalam hal ini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-qpfi'i.

Pendapat Pertama: Penjual divonis seperti orang bangkrut;

penjual diberi pilihan untuk menarik barang dagangannln atau
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menjadikan harga pada tanggungan penjual sampai dia sanggup
membalnr.

Pendapat Kedua: Hukum orang bangkrut dinafikan darinya
karena adanya aset, sekalipun berada di ternpat yang jauh. Akan
tetapi, barang dagangan tetap dijual agar penjual mendapatkan
haknya. Jika aset tersebut dijual sebesar harga yang mesti
dibayarkan oleh pembeli, hasil penjualan itu diberikan kepada
penjual, dengan begifu dia telah memenuhi kev,rajibannya.

Jika aset ini dijual dengan harga yang lebih tinggi, maka
kelebihannya diserahkan pada pihak pembeli. Sebaliknya, jika

aseb:ya dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga
barangnya, maka sisanya menjadi piutang bagi penjual dalam
tanggungan pembeli.

Menurut kami, jika pembeli melarikan diri dan dia tidak
memiliki aset, jual beli ini fasakh karena jika dengan keberadaan
barang, pembatalan akad lelas diperbolehkan, maka apalagi jika
pernbeli itu kabur.

Asfi-Syirazi dp, mengatakan: Pasal: Apabila
menjual barang kepada seseorang, lalu pembeli
menyerahkan setengah harga, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat ulama fikih AsgrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Penjual tidak dipaksa untuk
menyerahkan sedikit pun barang dagangan, karena dia
ditahan oleh hutang. Oleh karena itu, dia tidak
menyerahkan sedikit pun barangnya akibat pembayaran
setengah utang, seperti akad gadai,
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Pendapat Kedua: Penjual dipaksa menyerahkan

setengah barang, karena masing-masing pihak memiliki
kompensasi safu sama lain. Seluruh bagian barang yang

dijual sebanding dengan bagian pembayaran- Oleh

karena itu, bila pembeli telah menyerahkan sebagian

harga, maka penjual wajib menyerahkan
kompensasinya. Berbeda dengan akad gadai dengan

piutang, sebab gadai bukanlah kompensasi dari utang,

melainkan kepercayaan para pihak. Oleh karena itu,
penerima gadai boleh menahan barang gadai sampai

pegadai membayar seluruh utangnya.

Apabila seseorzrng meniual budak kepada dua

orang dengan harga tertenfu, lalu salah satunya

membayar setengah harga, maka peniual waiib
menyerahkan bagiannya kepada pembeli, karena dia
telah memenuhi kewajibannya unfuk membayar seluruh

harga budak tersebut. Hal ini sarna dengan kasus orang
yang membeli barang dan telah membayar harganya

secara tunai- WaIIahu a'lam-

Penjelasan Redaksional:

Pasal ini menjelaskan saat suafu suatu akad telah mengikat

seluruh transaksi, maka sebagian harga yang telah dibayarkan

pembeli tidak diperboletrkan untuk membagi-bagi barang yang

dijual sesuai besaran pembayaran tersebut. lantas apakah perfual

dipaksa atau tidak dipaksa untuk n sesuai besaran

bamng yang dibeli? Sehingga, pembayaran dilakukan secat?r

berkala dan pemberian barang iuga berkala. Kasus ini berteda

dengan gadai, karena jika penjual membagi-bagi seluruh barang
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sesuai besaran pembayaran yang diberikan, maka praktik ini sama

dengan gadai.

Menurutku (Al Muthi'i): Apabila pembagian barang ini
menrsak sebagiannya atau mengurangi kualitasnya sehingga

menumnkan harga jual. Misalnya, seseorang membayar sebagian

harga buku yang dicetak dalam beberapa jilid. Apabila pembeli

mengambil bagian buku yang sesuai dengan besaran harga yang

dibayar, maka tentu akan merusak seluruh buku tersebut. Oleh
karena itu, penjual tidak boleh dipaksa unfuk menyerahkan
sebagian buku ini, bahkan dia boleh menahannya sampai pembeli

melunasi seluruh pembayaran. Wallahu a'lam.

Asy-Syrrazi & menyatakan: Pasal: Apabila barang
rusak di tangan penjual sebelum diserahkan, dimana
tidak lepas dari jenis buah-buahan atau jenis lainnya-
Jika bukan jenis buah-buahan, maka rincian hukumnya
sebagai berikut. Jika kerusakan ini disebabkan oleh
bencana alam, maka akad jual beli tersebut batal, sebab
unsur penyerahan barang dalam akad fidak terpenuhi.

Demikian ini sama dengan kasus dua belah pihak
yang melakukan transaksi penukaran uang dan berpisah
sebelum serah terima.

Apabila barang yang diiual berupa budak, lalu
tangannln terpotong akibat penSTakit kusta, maka
pembeli berhak khigar untuk mengembalikan budak itu
atau mempertahankannya. Jika pembeli memilih untuk
mengembalikannSra, maka dia menarik seluruh harga
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budak. Sedangkan iika memilih untuk
mempertahankannya, maka dia menahan selunrh
pembayaran, sebab suafu harga ifu tidak dapat terbagi
kepada seluruh anggota tubuh. Oleh karena itu, harta
tersebut fidak berkurang akibat terputusnya anggota
tubuh budak.

Apabila budak ini terluka oleh tindakan orang
lain, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pendapat Pertama: Jual beli budak ini batal,
karena penyerahan barang yang diwaiibkan dalam akad

tidaklah terpenuhi. Kasus ini sama dengan budak yang

terluka akibat bencana alam.

Pendapat Kedua: Pembeli diberi opsi untuk
membatalkan jual beli dan menarik kembali
pembayaran, atau melanjutkan jual beli dan menarik
nilai budak dari orang tersebut. Nilai barang mempakan
kompensasi dari barang dagangan, sehingga nilai
menempati posisi barang dagangan dalam proses serah
terima-

Apabila barang tersebut berupa budak lalu orang
lain memotong tangannla, maka pembeli berhak l<hiyar

untr.rk membatalkan iual beli dan menarik kembali
pembaSTaran, atau menenrskan akad dan menarik
setengah nilai budak dari pelaku iinayah-

Berikutnya, jika budak ini terluka akibat ulah
peniual, maka dalam kasus ini terdapat dua riwalnt
pendapat ulama fikih AsgrSyafi'i. Abu Al Abbas
mengatakan, bahwa terkait perkara ini, ada dua
pendapat seperti tindakan yang dilakukan orang lain.
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Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa
jual beli ini batal menurut satu pendapat, hal itu
dikarenakan tidak mungkin menarik nilai budak dari
penjual. Alasannya, barang dagangan berada dalam
jaminan penjual dengan acu.rn harga, oleh karena ifu
dia tidak boleh dijamin dengan nilai barang, lain halnya
dengan pihak lain. Barang dagangan tidak dijamin
dengan harga, akan tetapi dia boleh dijamin dengan
nilainya-

Apabila barang yang dijual berupa budak, lalu
penjual memotong tangan budak tersebut, maka dalam
kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i-

Abu Al Abbas menyatakan: Pembeli berhak
khi5Tar- Dia boleh membatalkan jual beli dan menarik
pembayarannya; dan boleh juga menemskan transal$i
dan dia tidak dikenai denda apa pun- Sebab, tangan
yang dipotong ini bagian dari barang dagangan, maka
penjual tidak menjaminnya dengan nilai barang sebelum
adanya serah terima- Hal ini sama dengan kasus tangan
budak yang terpotong akibat kusta.

Lain halnya, jika budak ini terluka akibat ulah
pembeli, maka dia tetap berkewajiban membayar harga
barang, karena barang itu rusak setelah serah terima.
Oleh sebab ifu, seandainya pembeli memerdekakan
budak tersebut, maka pemerdekaan ini sama seperti
serah terima. Begifu pula tindakan pemsakannya.

Selanjutnya, jika barang yang dijual itu berupa
budak, lalu pembeli memotong tangan budak ini, maka
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dia tidak boleh membatalkan akad, karena nilai budak
ini berkurang akibat tindakannya.

Apabila luka tersebut telah sembuh kemudian
penjual melukainya kembali, maka penjual menarik
denda kekurangan dari pembeli, lalu menilai budak ini
berikut tangannya dan menilainya tanpa tangan,
selaniutnya dia mengembalikan kekurangan harga, fidak
perlu mengembalikan kekurangan nilai. Sebab, barang
dagangan dijamin oleh pembeli dengan harga, oleh
karenanya dia tidak boleh mengambil kekurangan
nilainya tersebut.

Apabila barang dagangan ini berupa buah-
buahan, maka di sini terdapat rincian kasus- Jika buah
tersebut masih berada di pohon, maka hukumnya sama

seperti barang dagangan selain buah. Rinciannya telah
kami paparkan di muka. Jika buah ini masih berada di
pohon, maka terdapat beberapa tiniauan.

Jika buah ini rusak sebelum pengosongan hak
(takhlitwhl, maka hukumnya sama seperti selain buah-
Sebaliknya, jika dia rusak sebelum terjadi serah terima,
maka konsekuensi hukumnya iuga telah kami
teranglran-

Apabila buah tersebut rusak setelah pengosongan

hak, di sini terdapat dua pendapat AsfSyafi'i:

Pendapat Pertama: Buah ini nrsak dari iaminan
pembeli, karena pengosongan hak sama dengan serah
terima yang bertalian dengan bolehnya memanfaatkan
aset- Sebab ifulah, barang ini termasuk ke dalam
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jaminan pembeli, seperti pemindahan aset pada barang
yang bisa dipindahkan.

Pendapat Kedua: Buah tersebut rusak dari
jaminan penjual, ini sesuai dengan keterangan yang
diriwayatkan oleh Jabir q, bahwa Nabi $ bersaMa,

Y'3 "a*s.t; 
^*.yaU ff A"i :y *r by

i4t1 iv &G e ,G; +'irl 31 $,J*
l'6,

'Jika engkau membeli kurma kering dari
nudaramu, IaIu dia terserang hama, maka engl<au tidak
halal memungut sesuafu darin57a. Dengan alasn apal<ah
engl<au mengirmbil harta saudaramu dengan cara Wng
frdak benar?"

Jabir meriwayatkan hadits bahwa Nabi $, &t,'l
€t#t'Memerintahkan untuk tidak memungut bayaran

dari buah yang terserang hama."

Jika kita mengacu hadits ini, lalu kedua belah
pihak bersengketa mengenai jumlah barang yang rusak.
Penjual berkata,'sepertiga.' Pembeli menlranggah,
'Setengah.' Maka, yang dimenangkan adalah
pemyataan penjual, karena hukum asal menyebutkan
tidak adanya kerusakan.

Jika buah telah matarry dan ranum, narnun tidak
segera diangkut ke tempat pembeli hingga busuk, maka
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kerusakan ini ada pada tanggungan pembeli. Sebab,

pembeli wajib menanggung pemindahan barang. Oleh
karenanyia, penjual tidak waiib menanggungnlra.
Wallahu a'larn.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Jabir yang pertama diriwaSntkan oleh Muslim, Abu

Daud, An-Nasa'i, dan hnu Majah. Sedangkan hadits Jabir 5ang

kedua diriwaptkan AsrSyafi'i dalam Al Umm.

AsyS5afi'i menlatakan: Aku sering sekali mendengar

Sufyan mengampaikan hadits ini selama aku berguru kepadanlp.

Sangat sering aku mendengamya, sehingga aku tdak bisa

menghitung berapa kali dia men5rampaikan hadits ini. Dia tidak

menyebutkan redaksi, "Memerintahkan unfuk tidak memungut

bayaran dari buah-buahan yang terserang hama." Tidak pula

menambahkan, bahwa Nabi * melarang iual beli sinin-

Selanjutnya, dia menambahkan, "Memerintahkan unfuk tdak
memungut bayaran dari buah yang terserang hama."

AsyS5afi'i menuturkan: Sufuan meriwa5atkan, Hamid

menlpmpaikan pemSrataan tentang tidak memungut ba5raran dari

buah yang terserang hama setelah mengulas jual beli sinin-

Riwaft seperti ini belum aku terirna. Oleh karena itu, aku

menahan diri dari penrbahasan tentang tidak mernungut baSnran

dari buah Srang terserang hama, karena aku tdak tahu pasti

bagaimana pemgptaan tersebut disampaikan.

Mengenai hadits "Beliau mernedntahkan unfuk fidak

memungut bapran dari buah lrang terserang hama," Sutnn
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I
mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dari
Nabi $ dengan hadits yang sama.

Menurutku (Al Muthi'i): Redaksi hadits,
"Memerintahkan untuk tidak memungut bayaran dari buah yang
terserang hama" hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, An-
Nasa'i, dan Abu Daud. Juga, diriwayatkan oleh Anas dan Aisyah.
Keterangan hadits ini telah disinggung dalam pembahasan jual beli
buah sebelum siap panen.

Ar-Rabi' menufurkan: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada
kami: dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-
Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya: Amrah, bahwa
dia mendengar ibunya berkata, "seorang pria membeli buah dari
sebuah kebun pada masa Rasulullah #. Dia memeriksa dan

mengontrol buah tersebut serta menemukan kekurangan di sana.

Pernilik kebun memintanya untuk mengabaikan itu. Pria ifu
bersumpah tidak akan melakukannya.

Berangkatlah ibu si pembeli menemui Rasulullah 6S, lantas

menceritakan kejadian di atas. Rasulullah * bersaMa,
"Kemarilah, semaga dia melakukan kebaikan." Pemilik harta
mendengar kalimat ifu, dan langsung menghampiri Rasulullah $
seraya berkata, "Wahai Rasulullah, buah ifu unfuknya."

finjauan Redaksional:

Al Aafaat adalah "hama tanaman," seperti kalimat ifa az-
ar'u, dengan kata ke4a intransitif benfuk lampau, yang artinya
"ladang 5rang terserang hama." Fa huwa ma'uf, yang artinya "Dia

terserang hama."
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l\ata Al Jawaaih bentuk jamak dari kata Jaaih, hama png
menyerang dan memsak buah-buahan. Seperti kalimat Jaalnhum

Ad-Dahru waj Taahahum "Mereka tertimpa bencana besrrr-" Al
Aakitah maksudnya adalah, penyakit pada anggota hrbuh Fng
dapat merontokkan daging. Kata ini berpola " Farihah.'

Hukum: Al Mawardi & mengemukakan dalam Al Hawitls

Perlu diketahui sengketa dua belah pihak yang berbansaksi te6agi

dua: Pendapat Pertama: Sengketa dua belah pihak mengenai inti

akad sebelum penjual mengatakan, "Aku jual padamu budakku

seharga seribu," lalu pihak lain berkata, "Aku tidak membelinlra,"

atau pembeli berkata kepada penjual, "Aku beli budakmu seharga

seribu," lalu pemilik meniawab, "Aku tidak menjualnya." Maka,

pem5ntaan 5ang dimenangkan adalah pemyataan pihak 1Bng

mengingkari akad dengan didukung sumpahnya-

Pemyataan Rasulullah ,$, U -* lhXtS ,*!r, y ,I" "4,
'$1 "su*ti bagi pihak tang menggugat dan sumph bgi pitDk

tang mengingkari,'dan setenrsngra. SeandainSra salah sahr pihak

menggugat, bahwa akad tersebut sah, sementara pihak lain

menggugat akad itu batal, misalnya salah satu berkata, "Aku iual
padamu budakku ini seharga seribu s@ara tunai-" Pihak lain

menjawab, "seharga seribu secara kredit, atau dengan kh$ar

syarat," maka yang dimenangkan dalam akad ini adalah

pemyataan pihak yang menggugat batalnya akad tersebut, karena

dakwaannya memuat penafian akad. Jadi, dia menjadi seperti

pihak yang mengingkari.

18 Lihat, At Haawi jlid 5, manuskrip 82, kertas 23&1240, Darul Kuhrb Wa Al
Watsaa'iq.

Al Majmu'SyarahAl Muhaddzab ll ,r,



l

C.abang: Apabila sengketa para pihak ini berkaitan
dengan sifat akad, bukan esensinla, maka iuga terbagi dua
rEcam:

Pertama: Sengketa mereka terkait dengan unsur yang pasti
terkandung dalam suafu akad, seperti sengketa soal besaran harga,
sifat harga, jumlah barang, atau jenis barang.

Kedua: Sengketa dua belah pihak terkait unsur di luar akad,
seperti sengketa soal jafuh tempo, lamanya batas waktu, khtyaf
lamanSa l&iWf gadai, besaran gadai, penjamin, dan bentuk
jaminan.

Sengketa Pertama: Perselisihan para pihak terkait unsur

lnng pasti terdapat akad seperti besaran harga, sifat harga, jumlah
barang, atau sifat barang. Sengketa tentang besaran harga
misalnya pernbeli berkata, "Aku jual padamu budak ini seharga
seribu dirham," penjual berkata, "seharga 500 dirham." Sengketa
sifat harga misatnSa, penjual berkata "PembaSaran dengan dirham
yang utuh," sedangkan pembeli berkata, "Dengan dirham
pecahan." Penjual berkata, "Dengan dirham putih," pembeli
berkata, "Dengan dirham hitam.".

Sementara ittr, sengketa soal besaran barang, misalnya
penjual berkata, "Aku jual padamu makanan ini seharga seribu."
Pembeli berkata, "Tidak, melainkan sekian seharga seribu."
Penjual berkata, "Aku jual padamu budak ini seharga seribu," lalu
pembeli berkata, "Tidak, kamu menjual budak berikut kuda itu
seharga seribu."

Sengketa tentang sifat barang, misalnla safu pihak berkata,
"Aku serahkan safu dirham padamu untuk pembelian makanan
dari pohon bidara," lalu pihak lain berkata, "Tidak begifu,
melainkan makanan Syami." Satu pihak berkata, "Unfuk membeli
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pakaian resmi," lalu pihak lain berkata, "Bukan, tetapi pakaian

harian."

Apabila terjadi sengketa seperti tersebut di atas, tanggapan

ulama terhadap akad tersebut dapat dikelompokkan dalam lima

madzhab.

Madzhab Pertama: Madzhab Sytrmih dan AsySya'bi,

bahwa yang dimenangkan adalah pern5ataan penjual, karena

barang dagangan milikn5ra.

Madzhab Kdua: Madzhab Abu Tsaur dan Daud.

Pemyataan yang dimenangkan adalah pernlntaan pernbeli atas

pertimbangan dia bebas dari tanggungan.

Madzhab Ketiga: Madzhab Malik, bahwa yang dimernngkan

pemyataan pihak yang menguasai barang dagangan, karena hal ini

mengindikasikan bahwa barang itu miliknya-

Madzhab Keempat: Madzhab Abu Hanifah, bahwa jika

barang ini rusak maka pemyataan yang dimenangkan adalah

pemyataan penjual; narnun iika masih ufuh, maka yang

dimenangkan adalah pemyataan pembeli-

Madzhab Kelima: Madzhab Asy-Spfi'i, bahura kedua belah

pihak saling bersumpah dalam kondisi bagaimana PUo, baik

barang dagangan masih ufuh maupun sudah msak, tanpa

mempertimbangkan barang ada pada pihak mana pun- [-ain

halnya, jika kemsakan ini terjadi sebelum serah terima, maka hal

ini membatalkan akad.

Abu Hanifah berargumen bahwa, kerusakan barang

menghambat sumpah. Menurutnya, wajib menerima pemyataan

pembeli berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh lbnu Mas'ud,

dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,
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'Apabila dua belah pihak tanp ada bukti dan
banng masih ufuh, mal<a keduanya saling bersumpah atau saling
mangemblil<an. "

selain itu, pembatalan akad bisa terjadi meskipun barang
masih ufuh. Jadi, wajib membatalkan akad ketika barang rusak,
seperti pengembalian barang yang rusak.

Abu Hanifah menambahkan, bahwa kasus ini tergolong jual
beli barang rusak dengan akad yang sah. oleh karena ihr, esensi
barang harus ada ketika terjadi pembatalan akad. Ketika barang
rusak di tembok rumah setelah akad berlangsung, rnaka dia batal,
karena adanSra kenrsakan tersebut mengharuskan terjadinya
pernbatalan.

Abu Hanifah menegaskan, bahwa ketika barang telah
diterima pembeli, maka dia berada dalam jaminan pernbeli tersebut
dengan harga. seandainya boleh bersumpah dengannya setelah
memba5rar harga, maka barang ini dijamin dengan nirai, bukan
harga barang. Hal ini merupakan salah safu faktor lang menafikan
jaminan akad.

Argumen yang mendukung keabsahan pendapat kami
tentang sumpah para pihak, baik barang ifu masih ufuh atau tetah
rusak adalah keterangan yang diriwayatkan dari Nabi $ bahwa
beliau bersaMa,

.fi1 U &1, -,5 e'rt,i,;, i*t
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"Bukti unfuk pihak yang menggugat, sdangkan sumpah

untuk pihak yang mengingkari."

Masing-masing pihak yang bersengketa adalah pihak yang

ingkar dan menggugat. Sebab, penjual berkata, "Aku menjual

barang ifu padanya seharga seribu, bukan lima rafus-" Sementara

pembeli berkata, "Aku membelinya seharga lima rafus, bukan

seribu."

Ini artinSra, bahwa masing-masing pihak yang bersengketa

boleh mengajukan bukti dan saksi. Namun hanlra kesaksian dari

penggugat yang diterima, bukan pihak yang mengingkari. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa, setiap pihak berstatus sebagai

penggugat, kemudian mereka boleh bersumpah dalam kondisi

barang masih ufuh, sesuai pendapat Abu Hanifah-

Sumpah, menurut Abu Hanifah, perkataan di atas hanlra

diberikan kepada pihak yang mengingkari, bukan penggugat.

Dapat disimpulkan bahwa, masing-masing pihak ini mengingkari,

jadi setiap pihak adalah penggugat yrang mengingkari, oleh karena

itu wajib saling bersumpah.

Aturan ini juga didukung oleh hadits yang diriuaptkan oleh

Asy-Syafi'i yang bersumber dari hnu Mas'ud rg bahun Nabi $
bersabda,

oo
LtSY)ta citJl(-. J L &rt6 qgr ;"G\tiL,

.)+\
Jfi
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'Apabila dua belah pihak bercengkeblg maka yang
dimenangl<an adalah uapan penjual, dan pemberi berhak khiyar."

Beliau tidak membedakan antara kondisi barang masih utuh
atau sudah rusak.

Apabila dikatakan, kondisi barang yang utuh disyaratkan
dalam prosesi sumpah seperti tercanfum daram hadits. Jadi, pesan
mutlak ini ditafsirkan oleh redaksi tersebut, seperti anda
menafsirkan pesan umum pemerdekaan dalam kafarat zhihar
dengan batasan pemerdekaan dalam kafarat pembunuhan.

Tanggapannlra: Kasus ini tidak seperti penyebab dalil
muqajy;ad di mana pesan umum suatu dalil diperjelas olehnyra.
sebab, kemutlakan pesan hanya mewajibkan sumpah dua belah
pihak dalam kondisi barang utuh maupun rusak. Jadi, sabda

beliau, 'u3.6 ,aLllj 'Dan barang dalam kondisi ufuh' merupakan

sebagian redaksi png disinggung oleh pesan umurn hadits dalam
masalah ini. Dimana tidak mengharuskan adanya pengkhususan,
sebab tdak akan menafikannya.

Apabila ditanSakan, lantas apa faedah redaksi, tii**y $y

6w w.6 "^;iug'Apabira mqer<a berdua bersengketa dan

banng dakm kadaan ufuh, maka mereka ating bersumph,,
padahal hukunr barang 5ang utuh maupun nrsak sama saja?

Tanggapan: Redaksi hadits ini memiliki beberapa
interpretasi:

Pertama: Kesaksian memiliki kekuatan hukum lrang sama
dengan sumpah dalam kondisi barang dagangan yang telah msak,

l_s Haafu ini diriuayad<an oleh At-Tirmidzi dalam Janti'-nyadan Al Baihaqi dalam
As-Sunan Al Kubm. (AI-Muthi'|.
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sebab keutuhan barang bisa diqmjudkan dengan mernperhifungkan

nilainya.

Pendapat ini mendominasi pemyataan pihak yang

gugatannya lebih memungkinkan dilakukan bila barang masih

utuh, dan tidak bisa dilakukan jika barang telah rusak. Ketika

pertimbangan rdaksi hadits ini digugurkan dan dia wajib

bersumpah di kala barang masih ufuh, maka tentu karajiban

bersumpah dalam kondisi barang telah rusak jauh lebih wajib.

Kdua: Ddil nasi tentang keuhrhan barang dagangan

digUgUrkan, karena pertimbangan kalenangan atas barang,

berbeda dengan pemyataan Malik g. Bahkan, ketika mereka

bersumpah di saat barang dikuasai oleh salah satu pihak, maka

tentu sumpah di kala kalenangan terhadap barang itu telah hilang

jauh lebih utama.

Ketiga: Nash atas keuhrtran banng berada pada

kar,renangan pernbeli dengan sesuatu yang terkadang

mernbatalkan akad, ifu berlaku sebelum s€rah terima. Jika teriadi

setelah serah terima, maka dia tidak mernbatalkan akad. Jadi, dua

belah pihak aling bersumpah saat barang telah rusak, dan

terkadang bersumpah di kala barang masih ufuh-

Jika dikatakan, hadits ini tidak bisa diladikan dalil pendapat

Anda, karena dia memenangkan pemyataan penjual, sementara

Anda tidak berpendapat demikian. Satu pendapat menyebutkan,

setelah serah terima pembeli berhak khiyar.

Siapa yang berpendapat yang dimenangkan pemyataan

penjual secara mutlak, dia tidak mernberikan khipr kepada

pernbeli.
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Ketika khw pembeli ditetapkan setelah sumpah penjual,

maka untuk menerima barang berdasarkan sumpalr

pembeli atau dia bersumpah setelah itu dan membatalkan jual beli.

Demikian pula aturan lnng berlaku bila dua belah pihak

bersumpah.

Nabi $ menyebut penjual secara khusus, karena dia pihak

yang pertama diberi kesempatan bercumpah. Dari segi makna,

hadits ini manang mengindikasikan masalah tersebut, bahwa

sengketa ini terkait dengan sifat akad jual beli yang sah. Oleh

karena ifu, dia berkonsekuensi wajibnya sumpah.

Dalil ini berlaku ketika barang masih utuh, sebab faktor

5ang marrajibkan pembatalan akad sama saja antara barang yang

masih uhrh maupun yang nrsak, seperti hak milik. Ini pembatalan

yang Udak membutuhkan kerelaan dua belah pihak.

Apabila pembatalan akad sah dilakukan bersama

pengerrrbalian barang, dia juga sah dilakukan dengan

mengembalikan nilai bamng. Demikian ikhtisar kaerangan dart Al
Haawi,lorya Al Marrardi g.

Sedangkan penjelasan tentang pernbatalan jual beli dengan

syarat atau tidak batalnya jual beli, telah dipaparkan pada juz

kesernbilan. Allah lah yang menunjukkan ialan yang lurus.

Asfr$nfi'i menuturkan: Sufoan dalam haditsnya yang

bersumber dari Jabir, dari Nabi $, rnenjelaskan tentang tidak

membayrar buah png terkena hama, sebagaimana telah kami

riuraptkan. Bisa jadi pemyataan lrang tidak diriwaptkan oleh

Su[Bn bersumber dari hadits Hamid, bahwa perintah Rasulullah

unfuk menggratiskan buah yang terkena hama sarn seperti

perintah beliau untuk merelakan separuh bagian, dan sama dengan
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perintahnya unfuk bersedekah sunah, terlebih untuk suahr

kebaikan, bukan wajib, dan amd kebajikan lainnya.

Selanjutnya Asy-syafii berkomentar, hadits Malik yang

bersumber dari Amrah berstatus mursal. Ahli hadits dan kami tidak

men-shahihf<an hadits mursal. Seandainya hadis Amrah

dishahilkan, maka tentu di dalamnya terdapat dalil untuk Udak

menggratiskan buah-buahan yang rusak akibat hama. Demihan ini

berdasarkan saMa Rasululah #,i.P 'Jtri9 t:l jU "Kanarilah,

frdakkah dia melakul<an kebail<an. "

Seandainya hukum yang diberlakukan dalam kasus ini

dengan menggratiskan buah-buahan yang terserang harna, tenfu

konsekuensi hukum yang paling tepat adalah, para pihak harus

bersumpah atau tidak bersumpah. Demikian ini karena setiap

pihak yang memiliki hak mendapat teguran "Tindakan ini

mengharuskan fuida untuk menjalankan afuran, ketika Anda

menghalangi hak orang lain. Hak tesebut akan diambil dari Anda

dengan cara apa pun.

AslrSyafi'i menarnbahkan, seandain5ra Suf5nn fidak

melemahkan haditsnya dengan keterangan dan sifat lrang

tercanfum dalam As-Sunnah tentang penggratisan buah yang

tersemng hama, maka seluruh buah, -sedikit ataupun banyak-,
yang terkena bencana alam bukan akibat tindakan jahat seseorang,

itu digratiskan. Jumlah yang digratiskan bisa sepertiganya atau

lebih. Tidak boleh menggratiskan kurang dari sepertiga.

Keterangan ini tidak dilandasi dalil hadits, eigds, dan dalil rasio.

Seseorang bertanya, apa yang menghalangi Anda unfuk

mengqiyaskan kasus jual beli buah kurma dengan kasus

penyerflaan lahan yang telah Anda singgung di depan. Padahal,
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Anda memperbolehkan jual beli buah kurma yang dibiarkan tetap

di pohon sampai mabng. Anda juga memperbolehkan serah

terima rumah dan menempatinya sampai jangka uraktu tertentu.

Tanggapannga sebagai berikut. Insya Allah rumah tersebut

dise.uakan selama setahun kemudian direnovasi sebelum genap

setahun. Kondisi ini kontradiktif dengan kasus buah-buahan yang

telah diserah terimakan, bahwa penyeuraan rumah bukanlah

dengan objek yang terlihat melainkan dengan ternpo yang akan
datang.

Setiap hari dari rentiang waktu setahun ini berlaku

kesepahaman di atas. Rumah ini berada dalam kanuenangan fuan
rumah lang harus menyerruanya, sekalipun dia tidak
menempatingra, ketika kepemilikann5a telah dikosongkan.

Sementara itu, buah-buahan yang telah dibeli dan dlserah

terirnakan, seluruhnga berada dalam kanrenangan pembeli yang

nrampu mengambil seluruhnlra saat ifu iuga. Sehruh buah ini
meniadi miliknln. Pembeli tanpa paksaan m€rnb6*an buah itu
tetap di pohon hingga matang seperti br.h lang diambil
sebelumqn.

Tidak jarang buah tersebut rnasih segar png bisa dipetik
lalu dijual atau dikeringkan. Pembeli membiarkan buah itu untuk
kernudian dip€fi'k se@ra bertahap setiap hari dalam keadaan

segar, agar berrrilai tinggi bila dibiarkan dalam beberapa hari, dan
untuk menjamin ketersediaan barang.

Andaikan kamu berasumsi, bahwa aku menggratiskan buah
png terkena lama setelah seluruh atau sebagian besar buah di
kebun ters€but siap panen, dan bisa seluruhnya dipetik lalu dijual
dalam kondisi segar. Walaupun praktik ini dapat mengurangi
omzet pernilik kurma segar yang mengeringkan5ra menjadi kurma
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kering. Jika praktik ini mengurangi pemilik kurma segar, aku

memutuskan untuk mengratiskan buah yang terkena hama, yaitu

kurma kering (dalam kasus ini). Pemilik tidak memanen dan

memilah buah tersebut pada waktu yang memungkinkan untuk itu-

Asy-S3nfi'i kemudian men5ratakan, secara ulnutn Al
Jawaa'd adalah segala hal yang dapat memsak seluruh atau

sebagian bukan tindakan manusia.

AsySyafi'i kemudian menerangkan, bahwa kasus ini dapat

disimpulkan: Buah yang diiual itu masih berada di pohon dan

diserahkan kepada pembeli, buah tersebut masih dalam jaminan

penjual sebelum pembeli memenuhi seluruh ka,rnjibannya. Penjual

tidak terbebas sedikit pun dari tanggungjawab ini sebelum pernbeli

mengangkut sendiri buah tersebut atau menyuruh pihak lain untuk

ih.t.

Demikian ini seperti kasus orang yang membeli bahan

makanan yang berada di dalam rumah atau di perahu 5ang

seluruhnya dikemas dalam takaran tertenhr. Ketika penrbeli

memenuhi seluruh tanggungannya, maka penjual terbebas dari

kauajiban penjarninan. Jika penrbeli belum memenuhi kewajiban

hingga barang tersebut dicuri atau terjadi kecelakaan, maka dia

masih menjadi aset penjual. Terkait bagian barang yang rusak

akibat bencana, maka pembeli berhak khisar untuk mengambil

atau mengembalikannya.

Asy-Syafi'i menyerahkan tanggung jawab barang dagangan

kepada pihak pembeli jika dia telah diberi kewenangan

sepenuhnya unfuk itu. Penjual tidak wajib menanggung apa pun

selama dia memiliki hak penuh untuk mengangkut, memetik, dan

membiarkan buah. Seandainya buah tersebut nrsak di tangan
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pernbeli akibat bencana alam, maka penjual tidak dikenai denda,

sebab pembeli telah bertindak ceroboh dengan menerimanya.

Cabang: Mazhab para ulama tentang buah-buahan yang

rusak oleh serangan hama.

Ma&hab kami melarang unfuk memutuskan hukum dalam
kondisi buah yang rusak akibat serangan hama, sejalan dengan
qaul jadid. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-
Tsauri, dan Al Laits.

Malik dan ulama madzhabnya menyatakan, bolehnya
memufuskan hukum dalam kondisi tersebut. Dalil ulama yang

berpendapat unfuk mengratiskan buah yang terserang hama
adalah dua hadits Jabir yang telah disebutkan di muka. Menurut
hnu Rusydi, kasus ini termasuk Qiyas $nbah. Yaitu, buah 5ang
terserang hama (Jaowa ah) termasuk barang dagangan yang masih
berada di tangan penjual sebelum pernbeli menyelesailon seluruh
kannjibannya (buf*y;ahl dengan indikator tindakan grang dilakukan
unfuknya seperti menyirami buah tersebut sampai fumbuh
sempuma.

Oleh sebab itu, jaminan buah tersebut berasal dari
perniliknya, seperti barang dagangan lainnp yang masih terkait
dengan hak pernenuhan seluruh kalajiban. Menurut mereka,
perbedaan antara barang dagangan ini dan seluruh jual beli lainnya
yaifu, jual beli ini terjadi dalam spra' sementara barang
dagangannya belum sempuma. Seolah-oleh praktik ini merupakan
pengecualian dari larangan menjual barang yang belum dibuat.
Karenanya, tanggungan barang ini berbeda dengan barang
dagangan lairuqn.
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Sementara itu landasan ulama yang tidak berpendapat

untuk memutuskan hukum dalam kondisi ini, yaihr penyerupaan

jual beli ini dengan seluruh barang dagangan; bahwa pengalihan

milik (takht$t@hl dalam jual beli ini tidak lain adalah serah terima.

Para ulama telah sepakat, bahwa jaminan barang dagangan

setelah adanya serah terima, maka berada di tangan pembeli.

Dalil aash praktik di atas yaitu hadits Abu Sa'id Al Khudri

#b yang berbunyi, "Buah yang dibeli oleh seorang pria terserang

hama akibahya dia menanggung banyak hutang. Rasulullah $
berkata padanya, Ali tl & *S iV.S v D:t, Ambiltah ap

tnng l<amu temukan, dan kamu tidak punt/a aF pun lain itu.'

Mereka menyatakan, "Beliau tidak memuhrskan hukum terhadap

buah 5rang terserang hama".

Ibnu Ruq[ manSratakan:

Penyebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah,

kontuadiksi beberapa abar dan konhadil<si q$ns s5nfuh- Setiap

pihak dari dua kelompok ini mengarahkan hadits 5nng konbradiktif

kepada hadits lpng menurubnya dalil utama kasus ini dengan cara

tal$ril.

hnu Rusyd melanjutkan, bahwa ulama yang melarang buah

yang terserang hama berasumsi, bahwa perintah terkait buah yang

terserang hama hanya muncul sebelum larangan jual beli buah

sebelum siap panen. Mereka menyatakan, bahwa dalil praktik ini

yaitu ketika keluhan para sahabat terkait buah-buah 5rang terserang

hama merebak, mereka pun diperintahkan untuk tidak membeli

buah-buahan kecuali setelah dia siap panen. Keterangan ini

terdapat dalam hadits Zaid bin Tsabit yang terkenal.
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Menurut lbnu Rusyd, ulama yang memperbolehkan jual beli

buah, yang terserang hama dalam hadits Abu Sa'id, bisa jadi

penjualnya sangat miskin, sehingga dia tidak dihukum akibat

tindakan ini. Selain itu, jumlah buah yang terkena hama tidaklah

mengharuskan pembebasan pembayaran, atau hama tersebut

menyarang pada waktu yang mewajibkan adanya pembebasan

pembay.aran, misalnya buah terserang hama setelah matang atau

setelah tampak ranum.

' Sementara ifu, Asy-Syafi'i meriwa3ratkan hadits Jabir dari

Sulaiman bin Auq, dari Jabir. Dia men-dha'lFkan hadits ini dan

berkomentar, bahwa penyebutan gugumya bayaran buah yang

terkena hama dalam hadits ini sedikit rancu. Akan tetapi Asy-

Syafi'i melanjutkan, bahwa jika hadits in shahih, maka penjual

wajib membebaskan pembayaran pada buah yang sedikit maupun

banpk.

Tidak terdapat perbedaan ulama tentang pemufusan hukum

dalam kondisi buah terserang hama dan kekeringan. Para ulama

yang berpendapat dernikian, menjadikan kesepakatan mereka

dalam kasus ini sebagai argumen ke-shahihan pendapat ini.

Pembahasan mengenai dalil-dalil buah gnng terserang hama dalam

madzhab Malik dirumuskan dalam empat pembahasan:

Pembahasan pertama: Pengetahuan tentang faktor
penyebab buah-buahan terserang hama;

Pembahasan kedua: Objek jual beli lnng terserang hama;

Pernbahasan ketiga: Kuantitas buah png dibebaskan dari
pembaSraran;

Pembahasan keempat: Waktu pembebasan pembalBran.

Berikut penjelasan lebih lanjut masing-masing point.
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Pembahasan pertama: Terkait dengan penyebab kerusakan

buah-buahan.

Apabila buah tersebut rusak akibat kondisi alam seperti

musim dingin yang berkepanjangan atau masa paceklik, menurut

ulama fikih Maliki, ulama sepakat ini termasuk kondisi yang dapat

memsak buah (/a'rh), begitu pula dengan kekeringan.

Sedangkan kerusakan buah yang ditimbulkan oleh ulah

manusia, maka sebagian ulama fikih Malik, mengategorikan ini

sebagai kondisi yang merusak hasil buah. Sebagian lainnya tidak

memperhitungkannya sebagai ia'ih.

Ulama yang berpendapat kondisi itu sebagal ia'ih terbagi

menjadi dua' Sebagian mereka berpendapat demikian, bila

mendominasi suafu daerah seperti tentara. Kejadian yang terjadi

tiba-tiba seperti pencurian, tidaklah dikategorikan sebagai ia'ih-
Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa segalah hal yang

merusak buah-buahan akibat ulah manusia, maka itu digolongkan

sebagai ja'ih.

Para ulama yang mengkategorikan ja'ih pada bertagai

kondisi di atas, mereka berpedoman pada bunyr tekstual sabda

Rasulullah +*, e'..i8lt'il, '8 by iJ:f"hgaimana menuntt u jika

Allah mencqah pohon berbuah.'

Sementara ulama yanE memasukkan tindakan manusia

sebagai ja'ih, mereka menyamakannya dengan kondisi alam-

Sedangkan mereka yang mengecualikan kasus pencurian, mereka

berpendapat, bahwa kita dapat menjaga buah-buahan dari tindak

pencurian.
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Pembahasan kedua: Objek jual beli yang dapat terserang

hama. Barang dagangan yang dapat terserang hama yaitu buah-
buahan dan sayur-mayur.

Pembahasan ketiga: Jumlah barang dagangan yang

dikategorikan sebagai ja'ih.

Buah-buahan dikategorikan sebagai ja'ih bila sepertiga dari
jumlah keseluruhannya terserang hama. Sedangkan unfuk sapr-
ma! lr, sedikit atau banyak yang rusak terkena hama digolongkan
sebagai ja'ih.

Ibnul Qayim menghitung seperti buah ini dengan takaran;
sementara Asybah mengukurnya dengan nilai barang. Artinya,
apabila buah-buahan yang busuk nilainya sebanding dengan
sepertiga keseluruhan buah yang telah ditakar, menurut Asyhab,
penjual harus mengurangi sepertiga harga, baik buahnya mencapai
2/3 krlleirzin maupun tidak.

Sedangkan menurut Ibnul Qasim, katqon ja'ih diberikan
ketika kerusakan buah ini mengurangt sepertiga harganya. Jika
buah tersebut terdiri dari safu jenis, penentuan besaran nilainya
tidak berbeda. Penjual cukup mengurangi sepertiga harga. Ulama
ma&hab Maliki dalam mengurangi harga buah yang terserang
hama, merujuk pada standar tertentu, sekalipun hadits yang
berbicara tentang ini bersifat umum. Yaifu, ukuran sedikit menumt
hukum kebiasaan ladati berbeda dengan ukuran banSak.

Sebab, kita maklumi ukuran sedikit ini relatif tergantung
jumlah keseluruhan buah. Seolah-olah penjual memasukkan syarat
ini atas pertimbangan kebiasaan, sekalipun tidak memasuki ranah
pemahamannya.
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hnu Rusyd menyatakan. sekalipun madzhab masih rancu

dalam rrenyikapi dalil ini -maksudnya, madzhab Malik. Terkadang

sepertiga ini dihitung dari batasan yang banyak, seperti yang

dipraktikkan dalam kasus ini. Tidak jarang standar sepertiga ini
juga merujuk pada batasan yang sedikit. Namun, dia tidak ragu

untuk menyatakan bahwa perbedaan antara banyak, sedikit, dan

ukuran yang sulit ditetapkan, dengan rujukan qiyas, menurut

jumhur ahli fikih.

Terkait dengan pem3/ataan di atas, AsyS3afi'i menuturkan,

seandainya aku berpendapat tentang buah yang rusak karena

terserang hama, maka aku pasti telah menetapkan ukuran sedikit

dan banyak. Sepertiga menjadi batas untuk menenfukan ukuran

banyak dan sedikit. Keterangan ini disinggung dalam masalah

wasiat, seperti sabda Rasulullah W, "*E t>1315,&i3r 'sepertiga,

dan sepertiga ifu banSnk.

Pembahasan keempat: Wakfu memufuskan tedadi-tidaknya

ja'ilnh.

Madzhab sepakat bahwa ka,trajiban putusan teriadi-tidaknp
ja'ihah pda waktu dibuttrhkannya penetapan buah di pohon

sampai masa siap panen. Mereka berbeda pendapat dalam kasus,

jika pembeli membiarkan buah tetap berada di pohon agar dapat

menjualnya dalam kondisi terbaik dan secara bertahap.

Menurut satu pendapat, praktik ini dikategorikan ia'ihah
yang dianalogikan dengan tempo yang disepakati. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa dia tidak 'digolongkan ja'ihah untuk

membedakan kondisi tersebut dan tempo yang disepakati untuk

mewajibkan pufusan sebagai ja'ihah. Demikian ini karena tempo
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ini sempa dengan tempo yang disepakati dari satu sisi dan

konhradiktif dari sisi yang lainnya.

Ulama yang mengunggulkan kesepakatan ini, maka kondisi

tersebut pasti dikategorikan ja'ihah. Sebaliknya, ulama yang

mengunggulkan aspek perbedaan, maka mereka tidak

mengkategorikannya sebagai ja'ihah. Sedangkan ulama yang tidak

cenderung pada salah satu aspek ini menyatakan, bahwa dia

bukanlah )b'ihah.Oleh karena ifulah, mereka berselisih pendapat

tentang keurajiban penetapan ja'ihah pada sa! rr-mayur. Wallahu

a'km.
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Bab Salam

(Akad Pernesanan Barang)

Asy-Syirazi e, menyatakan: Akad salam

diperbolehkan berdasarkan firman Allah &,

,L/J ,Ft ttyi* F::;6yri,1{.6-5\ 
q!6-

Z*'u
'Wahai orang-orang Wng beriman! Apabila kamu

melakukan utang piutang untuk umktu tnng ditentul<an,

hendaHah kamu menuliskannga. " (Qs- Al Baqarah [2]:
2821.

Ibnu Abbas menyatakan, ah'r bersaksi bahwa akad

salaf yang diiaminkan sampai suafu tempo, telah diatur
dan diizinkan oleh Allah dalam Kitab-N3p.

Allah & berfirm un, ;11 6y i-+ #ai 6yriir. 4it1 6:6-

i&'6 .rZl'Wahai orang-orirng tnng beriman!

Apabila kamu melakukan utang piutang unfuk urdhu

Wng ditentul<an, hendaHah kamu menuliskann5Ta. " (Qs-

Al Baqarah l2l:2821.
PasaL Al<ad salam hanlp sah dilakulon oleh

pihak yang memiliki kebebasan unhrk mengelola harta,
karena slam mempakan akad menSnngkut harta
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benda- Dia hanya sah dilakukan oleh orang yang boleh
mengelola asetnya, seperti jual beli.

AqlSyafi'i & menyatakan: Akad salam sah
dilakukan oleh tuna netra. Al Muzani dB

mengemukalran: Aku memahami pernyataan beliau,
bahwa yang dimalsud 'tuna netra" adalah orang yang
telah mengetahui ciri-ciri barang yang dipesan sebelum
dia buta.

Abu Al Abbas menandaslcan, bahwa pemlrataan
yang dikemukakan oleh Al Muzani sangatlah tepat.
Sedang orang buta yang belum mengetahui ciri-ciri
barang yang akan dipesan, maka akad salanrnya tidak
sah, karena dengan demikian dia menjalin akad pada
barang yang tidak diketahui (majhult- Sementara jual
beli barang yang fidak diketahui, hukumnya fidak sah.

Abu Ishaq mengatakan, akad salam yang
dilakukan tuna netra sah, sekalipun tidak memiliki
penglihatan tetapi dia dapat mengenali ciri-ciri barang
lewat pendengarul.

Penjelasan Redaksional:

Dala.m bab salaf <naksudnya alrlad salan> Asy-Sgrafi'i *S
menyatakan: Allah S berfirman,

9,,# oYii, F::i6Yr$r- <);Iiqir-

i:"gy*F>'#e;Vp't

476 ll et uoj^r'SyarahAt Muhadzdzab



"Wahai orang-orang yang berimanl Apabila kamu

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditenfukan, hendaklah

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara

kamu menuliskannya dengan benar. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2821

hingga dengan ayat, i5 6i ;;X3 "Dan bertakwakh kepada

Allah. "

Asy-Syafi'i ;gg melanjutkan, setelah Allah rnemerintahkan

para pihak yang bertransaksi utang piutang untuk mencatat akad

yang berlangsung, kemudian Allah memberi dispensasi untuk

menunjuk saksi ketika para pihak bemda dalam perjalanan dan

tidak menemukan juru fulis. Ayat ini memiliki dua pemaknaan,

pencatatan piutang hukumnya fardhu dan bisa jadi sekadar

anjuran.

Allah & berfirm un, 'r4# ?$i 'Mal<a hendaHah ada

banng jaminan tnng dipqang" (Qs. Al Baqarah I2l:2831, dimana

gadai lnhrllbukanlah pencatatan bukan pula kesaksian.

Selanjutnya, Allah @ berfirman,

#3 iu'#si,s5i;t$t-6. F;'6 i9

"T&pi, jil<a sebagian l<amu mempaaiai sebgian gang lain,

hendal<kh Snng dipua3ai itu menunail<an annnatz5a (ufurgrua) dan

berhkwalah kepadaAllah. "(Qs. Al Baqarah 12h 283).

Al Qur'an memberikan arahan bahwa perintah Allah untuk

menuliskan transaksi utang piutang, dilanjutkan dengan perintah

x
:^5rt
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mengangkat saksi, dan pengajuan barang jaminan, sekadar

petunjuk, bukan karajihan. Sebab, firman Allah S, FA 
-d jg

,a,3?7 #Si ,sfti ;!$ tJ{i'Tetapi, jika sebasian kamu

memperayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai ifu
menunaikan amanabtya (utangnya). " (Qs. Al Baqarah l2l Z83)
mengindikasikan kemubahan, lantaran sebagian pihak yang
bertransaksi ifu mempercayai pihak yang lain, sehingga tidak lagi
memerlukan pencatatan transaksi, kesaksian, dan jaminan.

Asy-Syafi'i menyatakan: Aku tetap men5rukai adanya
pencatatan dan kesaksian dalam utang piutang, sebab ini
merupakan petunjuk Allah dan menjadi barang bukti bagi penjual
dan pembeli. Bisa jadi dua belah pihak sama-sama amanah. Begitu
keduanya atau salah safunya meninggal dunia, maka hak penjual
atas pembeli tidak diketahui, lalu hak tersebut rusak di tangan
penjual atau ahli warisnya, dimana tanggungjawab ada pada
pernbeli dalam urusan yang belum terjadi.

Tidak jarang jiwa pembeli terganggu sehingga kondisi ini
dapat rnerugikan penjual. Bahkan, seringkali pembeli keliru
sehingga tidak mengakui adanya utang piutang, dimana tanpa
sadar dia telah berbuat zhalim, dan penjuallah yang menjadi
korbannya. Artinya, bahwa penjual akan menggugat sesuatu yang
bukan rniiiknya.

Singkat kata, catatan dan kesaksian menjadi bukti kuat
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari dua belah
pihak dan ahli warisnya. Untuk menghindari sengketa di kemudian
l.ari, sudah selayaknya bagi pemeluk agama Allah untuk mengikuti
petunjuk dan arahan-Nya. Siapa saja yang meninggalkan petunjuk
ini, sungguh dia telah mengabaikan afuran dan umsan yang aku
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sukai. Sekalipun aku tidak menilai perbuatan ifu haram, seperti

keterangan ayat di atas.

AsySyafi'i menyratakan, Allah & berfirrrnn,

G{fi'^t(Z-4,<;*y eU{t
"Janganlah penulis menolak unfuk menuliskan4a

sebgaimana Allah telah mengajarl<an krydanya, " (Qs. Al

Baqarah 121 282), dapat ditafsirkan sebagai omng yang diminta

unfuk menulis bansaksi, yang harus memenuhinya. Jika dia

menolaknya, maka dia telah bermaksiat.

Ayat ini bisa juga ditafsirkan seperti ketemngan Snng aku

kemukakan dalam Jima'ul llm, bahura orang-orang lrang

menghadiri proses pencatatan transaksi, tidak boleh lepas tangan

dari penulisan kebenaran antara dua belah pihak. Apabila salah

seorang dari mereka bersedia menjadi juru tr.rts, maka ihr sudah

mencukupi mereka.

Hat ini sarla dangan keuraiiban rnenshalatkan dan

mengembumikan jenazah. Apabila ada orarg Srang menunaikan

kalajiban tersebut, ini sudah mencukupi dan membebaskan orang

lain dari dosa. Siapa pun omng lang menunaikan karajiban

tersebut, ini sudah mencukupi yang lain.

Sebalikn5a, jika seluruh omng 5ang hadir dalam proses

transaksi, aku khawatir mereka sernua berdosa. Bahkan,

sepertinya aku tidak berpendapat mereka terbebas dari dosa.

Siapa saia png bersedia meniadi juru tulis di sana, dia sudah

membebaskan pihak lain dari aniuran ini- Demikian interpretasi

alnt gnng paling tepat. Walhhu a'lam.
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Mengenai hadits lbnu Abbas &, AsySyafi'i
mengemukakan: Sufi7an mengabarkan kepada kami dari Ayyub,
dari Qatadah, dari Abu Hassan Al A'*j, dari hnu Abbas rg, dia

berkata, "Aku bersaksi.-." dan seterusnya seperti hadits yang

disampaikan oleh Asy-Syrrazi, di-mauqufkan kepada lbnu Abbas.
Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan hadits yang sama.

Tinjauan Redaksional:

l{ab alam secana bahasa berarti "funduk dan pafuh."

Sallama itaihi asyqai tasliiman fa ballama, "Menyerahkan

sesuatu padanya lalu dia mengambilnya." At-Tasliim, berarti rela

terhadap kepufusan hukum. Kata at-bsliim juga bermakna
"kesejahteraan." Aslama fi ath-tha'ann, "Dia mernesan makanan."
At-Tasaalum, "saling berdamai. "

Pola kata dasar Siin-Iaam-Miim memiliki banSrak derivat
seperti salaamah (keselamatan), eiaamii (persendian), sullam
(tangga), dan istilaan al hajar (mengusap Hajar Aswad dengan
tangan), seluruh benfuknya bisa dilihat dalam kamus.

AI Maunrdi mengatakan, alam adalah dialek penduduk
Hijaz, sedangkan salaf dialek penduduk lrak.

l{ata As-fulaam, nama sebuah transaksi, derivat dari kata

aslamtu, yang artinya "menyerahkan modal," sedangkan As-Salaf
artinya adalah, segala hal yang ditinggalkan oleh genemsi

terdahulu. As-Salaf juga berarti nenek moyang dan generasi

terdahulu.

Al Akmah adalah orang yang terlahir dalam keadaan buta,
seperti diungkapkan oleh seorang penyair:
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aIVr stk)\t uj
KondisinSn kacau, omng buta ifu pun kngsung gemetar

Syaikh kami, An-Nawawi #*,, menerangkan dalam Tahdzib

Al Asma' wal Lughat, bahwa kata Al Akmah yang tercantum

dalam Bab Salam, dalam kitab .4/ Muhadzdza4 adalah "orang

yang buta sejak lahir." Inilah artr Al Akmah grang populer.

Al Bukhari dalam Shahih+rya berkenaan dengan firman

Arrah &, )H7 'i;t iy 'i;i l<;tlt 56 ty '(nsattah), ketika

para malaikat berkata, 'Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah

menyampaikan kabar gembim kepadamu. " (Qs. Aali Imraan [3]'
45) mengemukakan: Mujahid menerangkan, Al Akmah berarti

rabun alarn; 5nitu orang lrang dapat melihat pada siang hari dan

tidak dapat melihat pada malam hari.

Dalam istilah fil<it, salam yaitu menyerahkan pembayaran

funai unfuk barang dengan ciri-ciri tertenhr dalam tanggungan

sampai jatuh tempo. Transaksi ini juga disebut ataf, derivat dari

kata kerja aslafa dan salafa, yaitu jenis jual beli dengan cara

tertenhr.

SyaraLsyarat dalam jual beli juga dipertimbangkan dalam

salam. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan dalil Al Qur'an,
Sunnah, dan ijma'.

Dalil Al Qur'an terkait dengan salam telah kami dan Asy-

Syirazi sampaikan, yaitu ayat tentang utang piutang. Redaksi ayat

ini relevan dengan praktik salam, yang disinggung dari pesan

umum a3at.
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sedang dalil Sunnah terkait transaksi salam yaihr hadits
yang diriwayatkan oleh syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dari
hnu Abbas i{9, dari Rasulullah S,

?#",FeAt1PelbiU.,.7

$*,f Jt,,rPg)ss
'Siap trurg bqTransaksi salam terhadap s6uatu,

hendaHah dia melakul<an alam dengan talamn tmng maHum dan
timbangan 5ang maHum, dan sampai tempo Snng maffium-,'

Al Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Al
Mujalid, dia menuturkan: Abu Burdah dan Abdullah bin Syaddad
mengutusku kepada Abdurrahman bin Abza dan AMullah bin Abi
Aufa. Aku bertan5ra kepada mereka tentang sataf.

Mereka menjawab, dahulu kami bersama Rasulullah $
memperolah bantak harta rampasan perang (ghanimahl. Suatu
hari safu delegasi Syam mengunjungi kami. [alu, kami memesan
gandum, jelai, dan hsrnis kepada mereka.

Aku bertangra, "Apakah dia milik mereka? Atau, apakah
mereka belum memiliki tanaman ladang?" Beliau menjawab,
"Kami belum menan5rakan ifu kepada mereka."

Dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu
Majah disebutkan, "Kami melakukan akad salam pada masa Nabi

$, Abu Bakar, dan Umar terhadap komoditas gandum, jelai,

kismis, kurma kering, dan barang yang belum mereka miliki.',

Ada juga riurapt yang bersumber dari Abu Sa'id AI Khudri
rg, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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.*,1tfi*r*';,3, e'*l U
'Siapa salb inng telah memnan snuafu, dia tidak boleh bqalih

kepada yang lain." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Ibnu Majah

Diriwayatkan dari hnu Umar rg,, dia berkata: Rasulullah'$

bersaMa,

*yiw;'Lpr$W
.$153

'Siapa pun tang metn*an sesuafu, dia tidak mens5antkan

sauafu kepda pemilikryn s&in memanuhinSn-"

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

y 3fr u'!! ;e'U Y: :,f e:,;ni 5;
O/

.dv {rU 3l

'Siapa tang melnqan sauafu, maka frdak boleh

mengambil selain ap tnng dipaannp abu uang mul<an5a."

Kedua hadits ini diriwalntkan oleh Ad-Daruquthni-

Dalam rangkaian sanadnya terdapat Athiyph Al Aufi- hnu

Al Mundzir menemngkan, tidak boleh berhuffi dengan hadits

Athiyryah. Hadits tersebut berbicara tentang al<ad alam s@ara

umum, yang rnemperkuat pesan umum ini-

'&i a
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Sementara dalil Uma' praktik salam, hnu Al Mundzir
menerangkan, bahwa seluruh ahli ilmu png menjadi guru kami
sepakat, bahwa salam diperbolehkan. Menumt aku, sa'id bin AI
Musagiyab menyalahi bolehnya akad salam. Namun, para imam -
selain Ibnu Al MusaS6rab- sepakat bahwa saram sah bila
memenuhi enam syarat: Jenisnya diketahui, ciri-cirinya maklum,
jumlahn5p diketahui, batas waktunya maklum, diketahui besar
uang mukan5ra, dan menyebutkan ternpat penyerahkan barang jika
pengiriman barang pesanan tersebut membufuhkan biaya. Akan
tetapi, Abu Hanifah menyebutkan tambahan ini sebagai syarat
tersendiri, sedangkan Imam lainnya menyebutkan sebagai
kelaziman.

Pemptaan AsySyirazi, "Hangra sah dari orang 5ang boleh
mengelola harta seperti jual beli." Maksudnya bahwa, tidak sah
pemesanan orang kafir terhadap budak muslim, sebagaimana
keterangan dalam 8n h Al Majmu', karya An-Nawawi. Unfuk
men-shahih*an pendapat ini, An-Nawawi mengutip pemSataan Al
lvlatardi kernudian ditqaskan oleh As-Subk.

Sama seperti budak 5ang mus[m, yaitu budak y,ung murtad,
sebagaimana keterangan dalam jual beli di muka. contoh
berikutnSa seluruh barang yang dilarang dimiliki oleh orang kafir
seperti mushaf, kitab-kitab ilmu, dan pesanan senjata oleh kafir
musuh.

selanjutrya, mengenai keabsahan akad salam funa netra
yang mengetahui ciri-ciri barang, apabila kebutaannya tidak dari
lahir; atau funa netm dari lahir yang mengetahui ciri-ciri barang
karena sering mendengamya. Berikut penjelasan lebih lanjut kasus
ini.
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Kita ketahui, sengketa dan perselisihan mungkin saja terjadi

antara dua belah pihak yang memiliki penglihatan normal, apalagi

dalam akad salam. Peluang terjadinya sengketa pada orang yang

memiliki gangguan penglihatan lebih besar. Dan, semakin besar

pada orang yang merniliki kebutaan sejak lahir.

Berpijak pada asumsi di atas, maka sebagian atrli fikih Asy
Syafi'iyah mempertanyakan keabsahan al<ad slam orang tuna

neba. Mereka sepakat bahwa, jika akad salamnla sah, maka tuna

netra tidak sah menerima barang pesanannya, melainkan harus

merpakilkan kepada pihak lain.

Masalah lainnya adalah, pensyaratan dua belah pihak

mengetahui ciri-ciri barang. Masalah ini teratasi jika yang dimaksud

"Mengetahui" di sini adalah, mengilustrasikan barang 5nng dipesan

sekalipun dari saht perspektif. PenSnndang hrna netra

mengilustrasikan barang secara demikian, dari sudut pandang .

tertenfu.

Demi keabsahan akad salam sebaiknya diqnratkan adanya

dua orang yang adil atau lebih di tempat transaksi. Transaksi salam

dihrlis dengan bahasa yang dipahami oleh dua belah pihak dan dua

orang adil tersebut, kemudian setelah penulisan tansaksi usai

dibubuhi stempel, sebagai bukti yang sah jika terjadi sengketa di

kemudian hari.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i, penulisan akad salam

tidaklah wajib. Itu hanya sekadar kepatuhan lnng mubah,

berdasarkan firman Allah St,

iizfi,UL'&fie'riPu
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'Dan hqeHah seorang penulis di antara kamu
menulisl<ann5n dangan benar. "Juga firman Allah &,

;X-:66ylj'a$5
"Dan paakil<anlah dengan dua orang saksi lakilaki di

antan kamu. "(Qs.Al Baqarahlzl: A321.

Kembali pada ulasan ayat tentang utang piutang (Al
Baqarah l2l: 2821. Berikut kami rumuskan beberapa hukum yang
merujuk pada umian Sunnah. Ayat ini setidaknSa merangkum
sekitar empat pulutnn masalah:

Masalah Perhma: Sa'id bin Al Musa5rgrab menuhrrkan,
"Aku menerima informasi, bahwa bagian Al Qur'an lrang paling
detail adalah a!,at tentang utang piutang." hnu Abbas
menyatakan, 'A1rat ini difurunkan secara khusus tentang alam.'

AI Qurthubi menjelaskan, artinya bahwa akad salam png
dipraktikkan penduduk Madinah itu menjadi latar belakang
h.runrya a3aat ini.

Sebagian ulama melalui ayat ini berargumen tentang
bolehnya penenfuan jafuh ternpo utang, sebagaimana
dikemukakan oleh Malik. Alasannya, bahwa antara akad utang
piutang dan akad-akad peminjaman lainnya tidak bisa dipisahkan.

Berbeda dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Mereka
menyatakan, bahwa ayat ini tidak mengindikasikan bolehnya
penentuan jahrh tempo pada seluruh utang. Ayat tersebut hanya
memerintahkan pengangkatan saksi ketika utang ini dibayar secara

kredit. Selanjutrya boleh tidaknya penentuan jahrh tempo dalam
utang tersebut berrdasarkan dalil lain.
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Masalah Kedua, Firman Allah &,il+ "Utang piutang"

bertujuan unfuk mengukuhkan. Hakikat utang piutang adalah,

ungkapan safu benfuk muamalah, di mana salah satu alat tukamya

tunai sementara alat fukar lainnya berada dahm tanggungan

secara kredit. Allah telah menjelaskan pesan ini dalam firman-Nya,

,!2446y "ur** waktu yans ditentukan'.

Masalah Ketiga: Redaksi, ,gJ ,Ft i)y'*rnpui waktu

tnng ditentukan" (Qs. Al Baqarah [2]: 2821. hnu Al Mundzir
mengatakan, firman Allah & ini mengindikaskan bahwa, akad

salam sampai waktu yang tidak diketahui, tidak diperbolehkan.

Masalah Keempat: Para ulama mendefinisikan akad salam

sebagai berikut, jual beli yang diketahui dalam tanggungan yang

dibatasi dengan sifat tertentu dengan kompensasi barang yang

tersedia, atau sesuafu yang memiliki, hukum lang sama, sampai

waktu yang dikehhui.

Masalah kelima: &lam dan sala/merupakan dua ungkapan

yang bermakna sama. Salam termasuk jenis jual beli yang

diperbolehkan sebagai pengecualian dari lamngan Rasulullah $
dari jual beli barang yang tidak dimiliki. Pernilik modal buhrh untuk

membeli buah sementara pemilik buah membufuhkan pembayaran

harga sebelum mengadakan buah tersebut sebagai biaya

pengadaan. Jadi, jual beli salam termasuk muahnnh unfuk

kemaslahatan yang dibutuhkan.

Para ahli fikih menyebutnya jual beli mulnwij. Sehagian ahli

fikih menyanggah pendapat madzhab Spfi'i yang

memperbolehkan al<ad slam secara funai. Alasan mereka, jika
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salam diperbolehkan secara funai, maka hikmah tersebut batal dan
kemaslahatan ini hilang. Pengecualian akad jual beli sesuafu yang
tidak dimiliki tidak berguna lagi.

Masalah keenam: Syarat-syarat akad salam ada yang
disepakati dan ada juga yang diperselisihkan ulama. seluruhnya
ada 9 syarat. Enam syarat barang yang diakadi salam, dan tiga
syamt unfuk modal slam.

Enam syarat barang salam limuslam fh) yaitu: (1) berada
dalam tanggungan, (2) punF ciri-ciri yang jelas, (3) bisa diadakan,
(41 ditenhrkan waktu bagi pihak yang mensyaratkannya, (5)

temponya diketahui, dan (6) tersedia kepada saat jafuh tempo.

Sedangkan tiga s5arat modal salam yaitu: (1) Diketahui
jenisn5a, (2) bisa diadakan, dan (3) berupa mata uang. Ketiga
s5arat ini disepakati ulama selain syarat uang. ulama madzhab
Maliki tidak sependapat dengan syarat ini.

hnu Al Ambi dalam Ahlam Al eur'an menerangkan,
sSamt pertama barang salam berada dalam tanggungan. Maksud
syarat ini sudah jelas, karena al<ad sahm tennasuk jenis utang
piutang- Andaikan tidak disyaratkan demikian, tentun5a akad
salam Udak disSnriatkan secara piutang dan fujuan orang
melakukann3n bukan unfuk mencari laba dan bersikap lenrbut.

Oleh karena ifu, para ulama menyepakati syarat di atas.
Meskipun Malik fidak mernperbolehkan akad sakm terhadap
barang, kecuali dengan dua syarat:

Syamt pertama: Barang tersebut kuat dan atnan.

Syarat keduar Pengambilan disyaratkan secara langsung,
misalnya susu diperah dari kambing, dan kanr bakar diambil dari
kebun. Hanya Malik 5ang berpendapat demikian.
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Dua masalah ini shahih berdasarkan dalil. Sebab,

penentuan barang dilarang dalam al<ad slam, sebab khawatir

terjadi praktik muzabanah dan ghanr, juga agar tidak sulit

mengadakannya saat jatuh tempo.

Masalah kefujuh: Bukan termasuk syamt akad salam,

barang slam dimiliki oleh pihak yang menerima pesanan (muslam

fih). Dernikian ini sesuai dengan hadits yang diriwaptkan oleh Al
Bukhari dari Muhammad bin Al Muialid. Beliau menyatakan,

AMullah bin SSnddad dan Abu Burdah mengutusku untuk

menemui Abdullah bin Abu Aufa...dan setemsnya sampai dengan

kalimat: Aku bertianya, "Apakah pada pihak yang memiliki

barang?" Abdullah menjawab, "Kami belum menanyakan hal ihr

kepada mereka."

Mereka berdua kemudian memintaku unfuk menemui

Abdurmhman bin Abza. Aku mengajukan pertanlraan lang sarna

kepada Abdurrahman. Beliau menjawab, "Para sahabat Nabi $
menjalin akad akf pda masa Nabi &. Kami tidak pemah

bertan5ra kepada mereka, apakah mereka mempunlrai ladang atau

tidak?"

Abu Hanifah mensyaratkan keberadaan barang salam mulai

dari akad berlangsung sampai dengan jatuh tempo, sebab

dikhawatirkan pemesan menagih barang pesanan natnun dia

belum ada. Akibatrya, transaksi ini mengandung ghanr. Para ahli

fikih tidak sependapat dengan beliau. Mereka menyatakan, yang

terpenting bahwa barang pesanan tersebut tersedia saat jatuh

tempo.

Para ulama Kufah dan Ats-Tsauri menqaratkan pemesan

menyebutkan tempat serah terima barang. Al Auza'i berpendapat,

bahwa pensyaratan ini dimakruhkan. Menurut ulama fikih Maliki,
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seandainya para pihak diam (tidak menyebutkan tempat serah
terima), maka alrerd salam ini tidak batal.

Pemesan menenfukan tempat serah terima barang.
Pendapat ini dikernukakan oleh Ahmad, Ishaq, sejumlah ahli hadits
berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Hadits ini tidak menyebutkan
tempat yang serah terima al<ad slam. Seandainya penenfuan
tempat ini bagran dari syarat salam, maka tenfu Nabi #
menjelaskanngra, seperti penyebutan takamn, timbangan, dan
penentuan wakfu. Dernikian juga dengan hadits hnu Abu Aufa.

Masalah kedelapan: Hadits Abu Sa'id yang berkualitas

mar{u' bertunyi, * jl'ftyir| d}' A &t ,y "Sap tnng
metn*an sauafu, dia tidak boleh mengalihl<an kepada lnng lain."

Dalam rangkaian sanad hadits ini terdapat Athiyyah Al
Aufa. Malik merujuk hadits ini. Berdasarkan hadits ini, apabila
penerima pesanan (muslam ilaihl memungut harga Sang berbeda
dari harga yang diseralikan pemesan atau mengalihkannya pada
barang selain bahan makanan yang dibelinya, maka dia termasuk
jual beli bahan makanan sebelum pembayaran lunas. Rasulullah {$
melarang praktik ini.

Masalah kesembilan: Firman Allah &,i&'6 "HendaHah

kamu menulisnSn" maksudnya adalah menulis utang piutang dan
wakfu pelunasannla. Allah memerintahkan kita untuk menuliskan
transaksi agar tidak lupa.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad
nya dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf
bin Mihran, dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah #
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bersabda terkait firman Allah &, .*1J F1 ,6y;ii,9 'il::; r"y

l&'6 'Apabila lamu melakukan utatg piubng untuk waktu

yang ditenfulan, hendaHah l<amu menulisl<ann5n." (Qs. Al

Baqarah [2]: 2821 dan setemsnya: "SaungguhnSn omng tnng
pertama lali menenbng Adam yaitu kefurunann5a. Dia mdihat

seomng prta yang cemerlang dan memancar aha3ang. Dia

bertanya, 'Wahai Tuhanku, siapa ini?' Allah menjawab, 'Ini

putramu, Daud.' Adam bertanya, 'Wahai Tuhanku, berapa

usianSn?' Allah menjawab, 'Enam puluh tahun, ' Adam berkata,

'Tuhanku, tambahlah usianya,'. Allah menjawab, 'Tidak, kecuali

jil<a engkau menambahnSm dai umufinu,'. Adam bertanya,

'Berapa usiaku?' Allah berfirman, 'Seribu bhun.'

Adam berlata, Aku hibahkan 40 tahun umurku untukn3n.'

Rasulullah melanjutkan, "Allah menabt tulisan bi-tn, dan pn
malail<at manSaksilann5n. Ketika aial Adam telah tiba, malaikat

menghampirtryn.' Adam berkata, 'Umurku masih tercis 40 bhun
lagi.' Pam malail<at berl<ata, 'Engl<au telah mengibahkanrya

kepda Daud, putramu.'Aku tidak menghibahkan sauafu kepada

s@rang pun.'Beliau melanjutkan, "Allah @ mengeluarkan cabbn

tersebut dan disaksikan oleh pam malailat-N3n " Dalam riwayat

lain disebutkan, "I{amu memberi 100 tahun kepda Daud,

sqnentan umur Adam seribu tahun. " Hadits ini juga diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi.

Firman Allah &, ijg6 "HendaHah kamu menulisnin,"

hal ini memberikan isyarat yang ielas, bahwa juru fulis mencatat

seliiruh sifat barang yang mampu menjelaskan spesifikasinya, guna

menghindari perbedaan yang mungkin teriadi antara dua belah
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pihak. Spesifikasi 5rang diketahui hakim yaihr variabel yang diadili
ketika dua belah pihak melaporkan perkaranya.

Masalah kesepuluh: Apakah penulisan dalam utang piutang
hukumnyra wajib? Ath-Thabari memilih pendapat yang

meulajibkan. hnu Juraih mengatakan, "Siapa saja yang berutang,

hendaklah dia menulisnya; dan siapa saja yang berjual beli,

hendaklah dia mengangkat sal$i."

AqrSya'bi mengutarakan, bahwa para ulama berpendapat
tentang firman Allah &, '|il<a memn anan' merupakan dalil Sang

mqnasakh perintah menulis transaksi. Pendapat 3lang sanra

dikemukakan oleh hnu Juraih.

Ar-Rabi' berpendapat, bahwa menulis tansaksi wajib

dengan redaksi tersebut. kemudian Allah memberi keringanan

dengan firman-N5n, 16. FA 6 ig "Tetapi, jil<a sebagian

kamu memp*ca3ni sebagian Snng lain, " (Qs. Al Baqarah 12lt 2831.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa perintah penulisan bansaksi

dianjurkan untuk menjaga harta benda dan menghilangkan

keraguan.

Apabila peminjam merupakan orang yang bertakwa, maka
penulisan kansaksi tidak akan menrgikannya; dan jika dia bukan

tipe yang demikian, maka penulisan tersebut merupakan tanda

bukti utangnya dan dibutuhkan oleh pemilik hak.

Masalah Kesebelas: Firman Allah S, A)L'# \i3i-3

iZir, *Dan hendaHah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar," (Qs. Al Baqarah 121: 2821- Atha'
dan ulama lainnya mengatakan, bahwa juru fulis wajib menulis
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bansaksi utang piutang. AsySya'bi mengatakan, dernikian ini iika
tidak ditemukan juru tulis yang lain. Jadi, dia wajib menulisnya.

Masalah kedua belas: Firman Allah &, ;6V "Dengan

benar, " maksudnya adalah dengan benar dan adil. Juru tulis tidak

boleh menulis bransaksi utang piutang yang lebih besar atau lebih

kecil dari pernptaan lang diucapkan pernilik hak. Allah

menggunakan kata "di antara kamu" bulon kata "s@rang

darimu," karena ketika pihak yang benrtang dikhauratirkan berlaku

curang dalam mencatat utiangnya, atau sebaliknyra, Allah &
merekomendasikan iuru tulis dari pihak lain yang adil, di rnana hati

dan penanya tidak cenderung kepada salah sahr pihak.

Masalah ketiga belas: Huruf baa' pada firman Allah,

)k3i'Dengan benar" berkaitan dengan firman-Nya "HendaHah

menulisl<ann5n" tidak berhubungan dengan kata 'Junr hdis".

Sebab, buku bansal$i haruslah ditulis oleh iYru hrlis png adil

terhadap dirinfa. BukU ini iuga terkadang ditulis oleh anak keil
dan budak apabila mereka telah mengerti agama.

Para juru hrlis umum (bukan dari lolangan agamawan) tidak

diberikan dispensasi unfuk menulis transaksi kecuali jika mereka

adil dan disetujui dua belah pihak. Malik menegaskan, bahwa tidak

boleh sembarangan mencatat bukti hansaksi antar pam pihak

kecuali orang yang terkenal adil terhadap dirinya dan juga amarnh.

Aturan ini sesuai dengan firman Allah &, tb)L'# +X)i

iZiE uDan hqdaklah s@mng penulis di anbn l<amu

menulisl<anqa dangan bqzar. "
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Masalah Keempat belas: Firman Allah &, 6 *,Y 4U{;
(.!< 'Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya." (es.

Al Baqarah 121 2821. Allah melarang penulis untuk menolak
permintaan catatan transaksi.

Ar-Rabi' mengatakan, bahwa penulis wajib mencatatkan
transaksi jika diperintah untuk itu. Al Hasan berpendapat, tugas
tersebut wajib dilaksanakan dalam kondisi di mana penulis lain
tidak mampu melaksanakannya, sehingga jika dia menolak akan
merugikan pihak yang berutang. Jika demikian, maka tugas
menulis hukumnya fardhu. Apabila penulis yang lain bisa
melaksanakannya, maka dia diberi keleluasaan untuk menjalankan
atau meninggalkan fugas tersebut.

Al Mahdawi meriwayatkan dari Ar-Rabi' dan Adh-Dhahhak,

bahvna ayat, QY;{ j " Janganlah p en ulis m enolak' di- nasakhdengan
E

ayat, t, {'.*t qr( 13, 7t "Dan janganlah penulis diperculit

dan bqitu juga saksi." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Al Qurthubi memberikan ulasan yang menarik terkait ayat
ini. Karajiban ini mengacu pada pemyataan ulama yang
berpendapat atau berasumsi, bahwa penulisan transaksi diwajibkan
sejak awal bagi orang yang dipilih oleh dua belah pihak unhrk
menulisnya. Dia tidak boleh menolaknya, hingga Allah m*nasal<h

atumn ini dengan firman Allah W, \#".$ qgL{{j uDan

janganlah penulis dipersulit dan bqitu juga saksi. 'Ayat ini tidak
menetapkan ketvajiban penulisan bagi orang yang dikehendaki
oleh dua belah pihak, siapa pun dia. seandainya penulisan akad
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diwajibkan, maka tentu menyauakan iasa pencatatan transaksi itu

tidak sah, karena al<ad ijamh dalam transaksi utang piutang ihr

batil. Para ulama fidak berbeda pendapat tentang bolehnya

memungut komisi dari pekerjaan pencatatan akte.

Masalah kelima belas: Firman Allah &, ifri 'r5; (-
"sebagaimana Altah telah mengaiarkan kepadanSn," (Qs- Al

Baqarah l2l, 2821. Artinya bahwa, penulisan seperti yang

diajarkan Allah. Maksudn3ra adalah, hendaklah dia menialankan

dengan cermat sebagaimana Allah memberinya kelebihan.

Masalah keenam belas: Firman Allah &, )4L ,s$l $43
"Dan hendaklah onng Wng buutang ifu mendiktel<an" (6r. Al

Baqarah 121 2821. Peminjam yang ditagih mengakui dengan

lisann5ra. tlab imlaal dan imlaa' merupakan dua dialek png
berbeda dari kata kerja amalla dan amlaa. Kata analla mempakan

dialek Hiiaz dan Banu Asad. Sementara suku Tamim

menggunakan dialek, amlaitu.

Al Qur'an menggunakan dua dialek ini, seperti tercanhrm

dalam surah Al Furqaan [25] ayat 5, firman Allah &, )-tr; &i]it

@ 1-fi':-r4 *Ialu dibaakantah dongang itu kepdansa

setiap pagi dan petang.'Allah & memerintatrkan peminjam unhrk

bertakwa terkait pemyataan yang dibacakannya, dan melarang dia

mengurangi kar.rajibannYa.

Masalah ketujuh belas: Firman Allah &, *tr; "$ 
it( o$

';"'JJ 6 'd;*-{ 5 q;" 5 W i;i1 "Jita vans benttans itu
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omng tnng kumng akalnya atau lemah (kadaannya), atau tidak
mampu mendiktel<an sendiri," (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Pihak
yang berutang terkadang merupakan seorang yang pandai dan
mandiri. Orang seperti ini mendiktekan hutangnya sendiri.

Ada juga pengutang yang kurang akal dan tidak pintar
dalam mengunrs harta benda. Dia tidak dapat mengelola harta
dirinya dengan baik, unfuk unsan mengambil maupun memberi.
l\ata safiih berasal dari kata Ats-Tsaub As-Safiih, yaitu kain yang
tenunannSra tipis.

Masalah kedelapan belas: Orang yang lemah keadaannya
(renta) juga kerap terlibat dalam jual beli dan riba. Lebih jelasnya,

hal ini diterangkan dalam hadits Abu Daud dan At-Tirmidzi yang
bersumber dari Anas, bahun pada masa Nabi $ ada seorang pria

Snng sedng berbelanja, padahal dia lemah akal. Suatu ketika
keluarga pria ini menemui Nabi # lalu berkata, 'Wahai
Nabiyullah, tolon! cekal si fulan, karena dia sering bertelanja
padahal lernah akal."

Nabi I lalu memanggil pria tersebut dan melarang dia
melalukan jtnt beli. Dia berkata, 'wahai Rasulullah, aku tidak
sabar menahan diri dari belanja sesaat pun," Nabi menjelaskan,
"Bila engkau tidak bisa meninggalkannya, maka ucapkanlah 'ingat,

ingt tidak ada tipuan'.'

Pria 3lang dimaksud di sini adalah Hibban bin Munqidz Al
Anshari, orang tua Yafun dan Wasi' bin Hibban. Al Bukhari
mengemukakan hadits ini dalam At-Taariil<h.

Masalah kesembilan belas: Orang yang tidak mampu
mendikte seperti funa wicara, gagap, gagu, dan sebagainya. para

ulama berteda pendapat soal orang funa wicara yang melakukan
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penipuan dalam iual beli. Acuan mereka seiumlah riunpt png
bersumber dari kisah Hibban bin Munqi&.

Orang FnS tidak mampu seperti ini berhak atas khigr
selarna tiga hari, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh

An-Nawawi dalam Al Maimu'iilid 9.

Masalah kedua puluh, Firman Allah &,"J,{ftrf.; W
"Maka hqz&lbh mlinSa mendiktel<an detApn berpn" Ath-

Thabari berpendapat, bahwa kata ganti orang ketiga pada kata

tmlinja, menrjuk pada kata hak. Beliau mendasari keterangan ini

kepada Ar-Rabi'dan hnu Abbas.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata ganti ini memiuk

pada kata "orang lnng benrtang." Ini pendapat yang shahih-

Bagaimana mungkin seorang saksi membuktikan atas sesuatu dan

memasukkan harta pada tanggungan orang lngang akal dengan

cara mendilrtekan kepada orang yang berutang?! Keqnli dengan

cara pernilik hak tersebut mendiktekan dan orang Snng tidak bisa

mendikte mendengarkanngn, ketika dia tidak mampu meq;anggah

di saat p€rnilik hak bertindak lalim.

Masalah kedua puluh sahr: Firman Allah &, ,s$l .93

'6,ft *{t "HendaHah orang tnng banttang mendiktekan"

mengindikasikan bahwa pemyataan yang disampaikan dan

bersumber dari pihak peminiam dapat dipercaya. Pada bab gadai

nanti akan diterangkan tentang diterimanya pemyataan penggadai,

berikut sumpahnya ketika terjadi sengketa antara dirinya dengan

pegadaian tentang besaran hutang. Gadai tersebut tetap berjalan.

InsSm Allah.
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Masalah kedua puluh dua: Bila sifat seorang wali telah
ditetapkan, maka pengakuannya atas natna lntim diperbolehkan,
sebagaimana ketetangan dalam masalah gadai dan faraidh. Insya

Atkh.

Masalah kedua puluh tiga: Rusak dan pembatalan hak
pengelolaan harta bagi anak kecil dan orang yang dicekal akan
dijelaskan lebih lanjut kepada bab hijr. Inqa Allah.

Masalah kedua puluh empat: Firman Allah &, \;+frf,
b

|LS.L|U i-q "Dan persaksikankh dengan dua orang saksi

lakiJaki di anbra kamu. " Para ulama berbeda pendapat, apakah
kesaksian dua omng laki-laki dalam umsan utang piutang ini
merupakan suafu kefardhuan atau sekedar anjuran. Namun,
menumt pendapat yang shahih, kesaksian ini haqn sebagai

an uran.

AqrSffi'i dalam bab pesanan mengemukakan, aku
menganjurkan kesaksian dalam setiap hak 5ang telah ditetapkan
dalam jual beli dan transaksi lainnya, untuk menghindari akibat
yrang telah aku sebutkan dan perubahan akal (pikun, lllld, lupa, dan
sebagainnya).

Masalah kedua puluh lima: Firman Allah &, g!$ 'Ouu

oftng saki". setiap perkara yang membufuhkan kesaksian terkait
masalah hak harta benda, jiwa, dan had selain zina, haruslah
mendatangkan dua orang saksi.
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Masalah kedua puluh enam: Firman Allah &, ?)f ar,

"Laki-laki di anbn lamu," keterangan ini unfuk menolak

kesaksian orang kafir, anak kecil, perempuan, dan budak.

Al Qadhi Abu Ishaq Al Marwazi cendenrng menafsirkan

lelaki dalam ayat ini dengan orang-orang !,ang merdeka, karena

minimnya kualitas budak. Namun, Asy-S3a'bil dan fut-Nakha'i

memperbolehkan kesaksian budak dalam perkara lang remeh.

L
Penggalan a1nt, ?)fi U "LaWlaki di anbn kamu"

makzudnya adalah, para pihak 5nng benrtang. Mereka punya

kemauan penuh untuk mengelola harga. Sikap demikian tentu

tidak relernn bagi seorang hamba sahaya. Mengenai kesaksian

akan ada pembahasan tersendiri. Insga Allah.

Masalah keduapuluh tuiuh: Firman Allah &, (k i ,9

g\4f;5 j#ri $!!t ",tit* bk ada dua omns lelaki, maka (boleh)

s@nng telaki dan du onng perqnpnn.' Terkait kesal$ian

perempuan yang tidak ada orang yang pandai dalam bersaksi di

sekitar dirinya, maka akan ada pernbahasan tersendiri. hpp Allah.

Masalah keduapuluh delapan: Menurut sebagian ahli fikih,

kesaksian anak kecil hanya diperbolehkan dalam kasus

penganiayaan. Demikian ini merupakan pendapat Malik. Pendapat

ini berlaku jika kesaksian anak kecil tersebut tidak bertentangan

dan tidak kontradiktif dengan kesaksian mereka terhadap orang

dewasa. Sementara kesalaian antara anak kecil, maka Abdullah

bin Az-Zubair menggunakannya dalam pufusan hukum.
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Sebaliknya, AsySyafi'i melarang kesaksian anak kecil, ini
senada dengan pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Asy-
syafi'inyra. Keterangan lebih lanjut akan dipaparkan kemi.rdian.
Insln NIah.

Masalah kedua puluh sembilan: Menurut AsySyafi'i dan
Malik, ketika Allah S menyetarakan kesaksian dua orang wanita
dengan kesaksian seorang laki-laki, maka sudah semestinya hukum
dua wanita ifu sama dengan hukum seorang pria. Hukum sumpah
dalam kesaksian dan pertedaan ahli fikih seputar masalah ini akan
dikemukakan nanti.

Masalah ketiga puluh: Ulama sepakat, bahwa kesaksian
kaum unnita hanya berkenaan dengan masalah harta benda, sebab
hak harta benda itu lebih terjaga daripada hak tubuh. oleh karena
itu, kesalsian wanita dalam pemikahan dan thalak tidak dapat
diterima- Penjelasan lebih lanjut akan dikemukakan nanti.

Masalah ketiga puluh satu: Firman Allah &, A ir;;j *

5"3( 'Di anbm omng-orang tpng kamu sul<ai dari para saksi

6png ada)- 'Alrat ini sekalipun ditujukan pada setiap orang, namun
yang dapat mengaplikasikan hukumnlra adalah para pengambil
kebijakan (pernerintah).

Masalah ketiga puluh dua: Firman Allah &, 'e i,;;j &
j'^.3( *Di anbn omng-orang tang kamu sukai dai pan satrsi

(gnng ada)" juga mengindikasikan bahwa, ada saksi yang tidak
disukai. Penjelasan lebih lanjut akan dikemukakan nanti.
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Masalah ketiga puluh tiga: Kesaksian mempakan

kewenangan yang sangat besar dan deraiat yang mulia- Dia

merupakan bentuk penerimaan seseorang dari orang lain. Oleh

karena itu, Allah $ mensyaratkan keridhaan dan keadilan dalam

bersaksi. Sebab, dari kesaksian ini seorang hakim akan

memutuskan hukuman terdalsrra.

Masalah ketiga puluh empat: Firman Allah &, '&ri 
d,I

Aa;t'Agar jit<a tnng seoftng lupa". Kesesatan dalam bersalsi

makudnya adalah, lupa sebagian kesaksian dan masih mengingat

sebagian lBng lain. Orang yang lupa seluruh kesaksianryn, maka

tidak disebut zhallan (orang sesat).

Masalah ketiga puluh lima: Redaksi firman Allah &,

H!5 " Mengingatl<annya." hnu Katsir dan Abu Amr

membacanya fatadzkuru, artinya "Dia menyampaikann5n untuk

mengingatkan kesaksian tersebut." Penafsiran ini kurang tepat,

karena fidak relernn dengan penggahn ayat sebehfiurya 1ang

be6icara tentang 'kesesatan" dalam arti 'lupa," kecuali bila

diingatkan. Denrikian makna qirabhjama'ah ulama, fatudakkiru.

Masatah ketiga puluh enam: Firman Allah &, ita.,()i 4\-{,
G

Vi l, ril "Dan ianganlah saksisaksi itu menolak apabila

dipanggil. 'Al Hasan mengemukakan, aku menyimpulkan dua hal

dari a3rat ini:

Pertama: Seseorang tidak boleh menolak ketika dipanggil

untuk bersaksi.
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Kdua Tidak menolak saat diminta unfuk menyampaikan

kesaksian.

hnu Abbas menafsirkannya: Jangan menolak ketika
mereka diundang atau didatangkan unfuk menyampaikan
kesaksian.

AsySyafi'i menjelaskan dalam bab pesanan, bahwa sangat

mungkin wajib bagi orang yang mengetahui suafu perkara untuk
menlampaikan kesaksiannya- Yaitu, mereka yang telah memenuhi
qarat sebagai saksi. Apabila orang seperti ini telah bersaksi, maka
gugurlah kewajiban saksi yang lainnya. Sebaliknya, jika orang ini
tidak menyampaikan kesaksiannya, maka aku khawatir mereka

sernua (para saksi) berdosa, bahkan aku tidak ragu dalam
permasalahan ini. Demikian penafsiran ayat yang paling tepat.

Wallahu a'lam.

l"{asalah ketiga puluh tujuh: Menyampaikan kesaksian

dianiurkan kefika seorang saksi tidak dipanggil untuk bersaksi,

berdasarkan sahda Rasulullah g, ',F fr1.+ -& o$, fit4lJ p
(lt5- if "sebaik-baik aksi tnitu omng yang nzan5nntpail<an

kaksian sebelum diminb unfuk betul<si."

Ketika seorang saksi mengkhawatirkan kebenaran akan

tembaikan, maka dia wajib menyampaikan kesaksian tanpa hanrs

diminta. Demikian ini sesuai dengan ftrman Allah &, W
G

iry'r'l$fi "Dan tqakkanlah kaaksian karena Allah," (Qs. Ath-

Thalaaq 1651 2l dan juga firman-Nya , 'bj53- fi dU *F ,, $t
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@ "Kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka

meyakini." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86). Dalam sebuah hadits

disebutkan, iiiJb, 3t qv Aei p3t"Bantulah saudaramu, baik

yang zhalim maupun yang dizhalimi."

Masalah ketiga puluh delapan: Siapa saja yang wajib

bersaksi namun tidak memenuhinya dan mengakibatkan hilangnya

suafu hak maka sikap keadilan orang ini gugur. Setelah ifu, seluruh

kesaksiannya tidak bisa diterima.

Asy-Syafi'i mengemukakan dalam Al Umm, bahwa omnE

yang telah dikenai ka,vajiban bersaksi, karena telah melihat atau

mengetahui hak bagi seorang muslim atau kafir mu'ahid, maka dia

tidak boleh mangkir dari kesaksian ketika diminta untuk bersaksi

untuk memutuskan perkara yang benar.

Masalah ketiga puluh Sembilan: Firman Allah &, Yi" lt

-rli| dy+X W l#K J "D* lbnsantah kanu bosan

menulisl<ann3ta, untuk batas wakfunja baik (utang ifu) kqil
maupun bqar.'(Qs. Al Baqarah 121: 282)- larangan bersikap

bosan ini dikemukakan tidak lain karena seringnya terjadi hansaksi

hutang-piutang, sehingga dikhawatirkan muncul rasa bosan unfuk

menulisnya. Seperti sering diucapkan penghutang, "Jumlah ini

keciljadi tidak periu dicatat." Allah S menegaskan unfuk mencatat

piutang dalam jumlah kecil maupun besar.

Masalah keempat puluh: Firman Allah &, 
"+ 

% &l

;li "Yang demikian itu, tebih adil di sisi Allah." Maksudnya
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adalah, mencatat piutang yang kecil maupun besar dan
mempersaksikannya itu lebih adil dan lebih terjaga.

Masalah keempat puluh satu: Penggalan ayat, ,:\\iitS
'Lebih dapat menguatkan kesaksian," ini merupakan dalir bahwa

saksi hanya boleh menyampaikan fakta yang diketahuinya. Jika dia
tidak tahu-menahu perkara di luar itu, maka cukup katakan, "lni
catatanku. sekarang aku tidak ingat apa yang dulu pemah kutulis."

Masalah keempat puluh dua: Firman Allah W, 5K,i {f
'Hr{ 4t3_$ 'rA6, i$i- "Kecuati jil<a hat itu merupakan

funai tnng lamu jalankan di antara kamu,,,(es. Al
Baqarah [2]: 2821. Ayat ini meniadakan dosa karena tidak adanya
penulisan dalam jual beli tunai dan langsung. Masalah ini telah
disinggung dalam jual beli konvensional.

Ivtasalah keempat puluh tiga: Firman Allah &, 613-$
'Ht{ *Yung lamu jalankan di antan l<amu,, hal ini

berkonsekuensi adanya serah terima dan kejelasan bamng yang
diserahkan. Aturan ini tidak dapat dipraktikkan dalam riba dan jual
beli lahan. Keban5akan barang yang menggunakan patokan harga
tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh ditiadakan dalam majelis
akad, oleh karena itu sangat dianjurkan adanya penulisan
hansaksi. Transaksi utang piutang dan salam dapat dianalogikan
dengan praktik tersebut.

Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli ada tiga rrdcdffi:
Jual beli dengan pencatatan dan kesaksian, jual beli dengan bukti,
dan jual beli dengan dasar amanah. Beliau lalu membaca ayat ini.
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Konon, Ibnu Umar apabila melakukan jual beli s@ara hrnai, beliau

mengajukan kesaksian; dan jika melakukan jual beli secara kredit,

beliau menulisnya.

Masalah keempat puluh empat: Firman Allah e, 153413

"Dan perukil<anlah, " penjelasan ayat ini telah disinggung di awal

bab. Diriwayatkan dari lbnu Abbas, dia berkata ketika disampaikan

padanya, bahwa alrat tentang utang piutang telah di-rnskh
"Tidak, derni Allah, ayat utang piutang muhlannh, tidak ada Sang

di-naskh."

Ath-Thabari berkata, kesaksian direkomendasikan agar dua

belah pihak yang bertransaksi merasa tenang. Demikian ini karena

Allah & menawarkan beberapa cara untuk mengamankan akad

utang piutang. Di antaranya adalah dengan menulis hansalsi,

mernberikan jaminan, dan mengaiukan kesaksian.

Tilak ada perbedaan antara ularna besar, bahwa gadai

dilega[{an melalui jalur aniuran, bukan iahr peuaiiban- Proses

lrang sarna dit€nrukan pada kesalsian. l"lanusia selalu bertansaksi

baik saat berada di rumah dalam perialanan, di darat, laut, di

dataran, maupun di gunung, tanpa ada kesaksian, padahal mereka

mengetahui anjuran tersebut, tanpa bermaksud mengingkarinSa.

Andaisaja kesatsian itu diwajibkan, maka mereka tdak akan

meninggalkannya. Penjelasan lebih laniut masalah ini telah

dipaparkan dalam bab jual beli dan beberapa hadits lnng terkait

dengannya.

Masalah keempat puluh lima: Firman Allah &, ,$, *5

*{i 4( "Dan ianganlah penulis diperculit dan bqitu iuga

saksi". Ayat ini memuat pencegahan seluruh tindakan yang dapat
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membahayakan saksi, seperti mengumbar sepak terjang negatif

calon saksi di hadapan detrran hakim atau menegumya dengan

nada fitnah yang menodai harga diri dan kehormatannya; jika saksi

itu seorang yang terhormat dan ahli ilmu. Bila seseorang diminta
unfuk bersaksi namun berhalangan karena sibuk atau tidak
berkenan menyampaikan kesaksian, maka dia tidak boleh dicela

dan dilecehlon.

Masalah keempat puluh enam: Firman Allah g, lj13 a$
E

A,b;it fiE "Jika kamu lakukan (yang detnikian), maka

sungguh, hal ifu suafu kefasikan kepada kamu, " (Qs. Al Baqarah

121: 2821- Maksudnya adalah, menyakiti saksi. Sufuan Ats-Tsauri

menyatakan, bahwa menyakiti penulis akad dan saksi yang sedang

sibuk (sehingga tidak dapat memenuhi permintaan dua belah pihak

lang berkansaksi) adalah perbuatan maksiat dan keluar dari
kebenamn karena menentang perintah Allah. Redaksi ayat,

Prmaksudnp adalah kefasikan sikapmu.

Masalah keempat puluh tujuh: Firman Allah &, :i,1 i;i36

'1 ,i$ fu,'itlij,ii %1<; "Dan bertakwatah

kepada Allah, Allah memberikan pengajann kepadamu, dan Allah
Maha Mengetahui segala sauatu. "(Qs.Al Baqarah l2l:2821. Janji
Allah bahwa orang yang bertakwa kepada-Nya, akan dikaruniai
ilmu. Allah menyematkan cahaya dalam hati sehingga dapat
memahami ilmu yang tertanam dalam benaknya. Hatinya mampu
membedakan dan memilah antara yang hak dan batil. Wallahu

a'lam-
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Sebenamya cakrupan hukum dan beragamnya bentuk

interaksi ayat-ayat terkait dengan salaf ini dengan As-Sunnah

sampai pada kondisi png diilustrasikan AsysSrafi'i berikut: "Aku

tidak mencanh.rmkan dalil atsar setelah mengutip dalil Al Qur'an,
Sunnah, dan ijma', bukan karena dalil ini menambah kekuatan

Sunnah Rasulullah $. Bukan pula seandawya Atsar ini menyalahi

dan tidak sejalan dengan Sunnah, lantas dia diabaikan. Bahkan,

ialah yang memutuskan udzur. Akan tetapi, kami menghampkan

pahala dari memberi pehrnjuk orang yang mendengar apa yang

kami fulis. Sebagian informasi yang kami tulis ada yang berhasil

menyingkap hati karena mereka rela menerimanln- Seandainya

sikap lalai menyingkir dari dirinSa, tentu mereka akan bersikap

sama dengan kami; merasa culmp dengan petunjuk Kbbullah,

baru kemudian dengan Sunnah Nabi *- Ketika Allah &
memerintahkan jaminan dalam utang piutang, mereka tidak akan

berdalih dengan ucapan "Dia diperbolehlGn dalarn al<ad slaf.
Kebanyakan transaksi sakf berbentuk utang piutang dengan

jaminan".

AqrSyirazi & menlntakan, PasaL Transaksi

pesanan bisa di-a/<acFi dengan redal$i salaf dan salam-

Keabsahan akad pesanan dengan kata 'iual beli,' maka

di sini terdapat dua pendapat ulama fildh AqrSyafi'i-

Di antara ulama madzhab kami ada yang

berpendapat bahwa, al€d salam tidak sah dengan

redaksi 'jual beli'. Jika akad ini sah dengan kata *iual

beli,' maka dia menjadi akad iual beli lpng tidak
disyaratkan serah terima barang di tempat transaksi-
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Akad salam bukanlah jual beli, jadi dia tidak sah
menggunakan kata 'jual beli."

Sebagian ulama madzhab kami lainnya
berpendapat bahwa, akad salam dengan redaksi 'jual
beli' ifu sah, karena salam (atau alaf, termasuk jenis
jual beli yang menunfut serah terima barang di tempat
transaksi, oleh karena ifu dia sah dengan redaksi
tersebut, sama seperti transaksi sharf (penukaran mata
uang).

Penjelasan Redaksional:

Perbedaan ini bersifat redaksional. Benfuk akad salam

sangat mungkin berupa salah satu jenis jual beli dengan
pengeoralian yang menggunakan kata "salaryf' atau "salaf"
Perbedaan redaksional tidak mempengaruhi esensi al<ad sakm.
Hanya saja, mereka memufuskan safu kondisi ketrka redaksi yang

digunakan 'Jual belf namun barang tidak diterima di tempat
bansaksi, maka itu bukan al<ad salam.

Statemen As5rSyafi'i tentang al<ad salam dengan seluruh
jenisnya, menggunakan kata "jual beli." Salam merupakan bentuk
dari salah satu akad jual beli yang memperbolehkan sebagian

variabel yang dilarang dalam bentuk jual beli yang lain, dan
sebaliknya, melarang sebagian variabel yang diperbolehkan dalam
jual beli yang lain.

Asy-Syafi'i dalam Bab Salaf terhadap objek bamng yang

berada di lokasi akad dan di luar lokasi akad, menyatakan:

Seandainya seseorang rnemesan suafu barang seharga 100
dinar kepada orang lain, dengan syarat dia menyerahkan barang
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itu sehari berikutnya atau lebih, maka al<ad alaf iru fasid. Jual beli

barang dengan syarat jaminan penjual dalam kondisi apa pun tidak

diperbolehkan, karena dia tidak dapat mencegah keterlambatan.

Juga, tidak boleh mengadakan jual beli dengan syamt

pemilik barang tidak boleh mengambil barang ser,rraktu-waktu.

Pembeli tidak boleh menghalangi penjual dari barang dagangannya

ketika dia telah menyerahkan pembayaran harga. Ketentuan ini

berlangsung sampai jatuh tempo, sebab dalam rentang wakfu ihr,

barang seringkali nrsak, sekalipun kecil.

Jadi, pernbeli telah membeli barang tanpa fiminan dari

penjual dengan sifat-sifat lnng ada, dengan segala kondisi yang

ditangani penjual. Penjual tidak boleh memiliki objek suatu barang

(yang telah dipesan) dimana mampu unhrk diserahkan di kala jatuh

tempo dan orang tersebut mampu menyerahkannya.

Berikut keterangan pemyataan Asy-Syafi'i di atas.

Penyerahan modal di tenrpat transaksi menrpakan qprat

slam. Seandainln dua belah pihak telah berpisah sebelum serah

terima, maka akad tersebut batal. Andaikan mereka berpisah

sebelum menyerahkan sebagian modal, maka sebagian modal5rang

belum diserahkan itu batal dan barang salam pun digugurkan

sesuai bagian yang batal.

Hukum modal yang telah diterima sama seperti orang yang

membeli dua barang, lalu salah satunya rusak sebelum diterima.

Penentunan modal tidak disyaratkan ketika akad. Bahkan,

seandainya seseorang berkata, "Aku memesarl barang ini padamu

seharga satu dinar dalam tanggunganku," kernudian dia

menentukan dan menjalin akad salam di majelis, di sini terdapat

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'it
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Pendapat Pertama: Yang paling shahih, menumt ulama

fikih AsySyafi'i, dipertolehkan.

. Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan, karena penyebutan

ciri-ciri barang ini terpisah rentang wakfu 5nng cukup lama, lain

halngra dengan al<ad sharf Berbeda jika setelah menerima modal,
penerima pesarurn menitipkan uang itu kepada pemesan sebelum

meninggalkan tempat akad, maka hal ini diperbolehkan.

Seandain5ra penerima pesanan ifu mengembalikan modal

kepada pemesan unfuk membayar utang, Abu Al Abbas dan Ar-
Ruyani berpendapat: Akad salam ini tidak sah, karena termasuk
pengelolaan harga sebelum resmi menjadi miliknya.

Apabila pengembalian modal ini dilakukan setelah dua
belah pihak berpisah, maka menumt sebagian ulama fikih Asy-
Slnfi'i, al<ad salam tersebut sah, karena telah teriadi serah terima
dan resminSn kepernilikan, dimana penerima pesaffm telah

mernulai akad pengernbalian utang.

Seandainya seseorang merniliki piutang beberapa dirham
kepada pihak lain, lalu berkata, "Aku manesan barang ini padamu

dengan beberapa dirham yang menjadi tanggunganmu," maka
rincian hukumnya sebagai berikut. Jika akad salam bersifat kredit
atau funai, dan pemesan belum menyerahkan barang pesanan

sebelurn berpisah, maka akad tersebut batal. Begihr halnya, jika

penerima pesanan mendatangkan dan menyerahkan barang di
majelis akad, maka menumt pendapat yang paling shahih pun
dernikian.

Pen5rusun At-Tatimmah rnengemukakan dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus, penyerahan barang pesanan

di majelis akad dan bersifat tunai, apakah tidak membutuhkan
penyerahan modal? Menurut pendapat yang paling shahih, it.t
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dilarang. Demikian penielasaan lnng dikernukakan

Nawawi dalam Ar-Raudhah. Sebagian informasi ini

darin5ra.

Cabang:Ar-Rafi'i berpendapat tentang akad sa&m png
menggunakan redaksi "membeli," seperti ucapan pemesan, "Aku

beli pakaian dengan ciri-ciri demikian dalam tanggungan seharga

10 dirham dalam tanggunganku." Menuruhgra, jika kita

menjadikan transaksi ini sebagai akad ahm, maka wajib

menentukan dan menyerahkan dirham png dimaksud.

Di antara ulama yang mengemukakan kasus ini adalah Al

Mahamili, Abu Ali Al Fariqi, dan Isma:il'Al Hadhrami. Syaikh

AMul Wahhab menyinggungnya dalam Ath-Thabaqaat Al
Wusthaa, tentang biograft Abu Ali Al Farhi, iilil VII, hlm. 59-

ArySyirazi *b menggemukakan: PasaL lfii5pr
majelis berlaku dalam akad salarn, sesuai dengan saMa

Rasulullah &, t|fr I V l$q oti$il 'Dua orE ng tmng

berjual-beli berhak l<hiyar selama merel<a belum

berpinh."

Namun, dalam akad salam fidak berlaku lfii5nr
qlarat, sebab akad salam tidak boleh dilalrukan apabila
dua belah pihak berpisah sebelum semprrnanlra akad-

Oleh sebab itu, mereka tidak boleh berpisah sebelum
menyerahkan barang. Seandainln mereka menetapkan
lrhiWr gnra| maka dia dilaksanakan sampai keduanSn

berpisah sebelum sempurna akad-

oleh An-

aku kutip
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Penjelasan Redaksional:

Hadits, 'Dua onng yang berjual beti berhak khi5nr"
diriwayatkan oleh S5aikhaani (Al Bukhari dan Muslim) dari Ibnu
Umar dan Hukaim bin Hizam. Syaikhani dan para penulis ls-
Sunan, selain Ibnu Majah, meriwayatkan dengan redaksi "Penjual

dan pembeli' riwa5at ini bersumber dari Amr bin Syuaib, dari
bapaknya, dari kakeknya. Abu Daud meriwayatkan dari Abu
Barzah. Sementara ifu An-Nasa'i meriwayatkan dari Samurah,
sedangkan hnu Hibban bersumber dari hnu Abbas.

Hukum: Dalam akad salam tidak diperbolehkan dua belah
pihak berpisah sebelum memenuhi seluruh syarafurya. Yaihr,
penyerahan barang di tempat yang diketahui, dengan sifat-sifat
yang diketahui, kr.rantitas yang diketahui, jangka waktu yang

diketahui, penyerahan modal di majelis akad, dan menyebutkan
ternpat penyeratran barang.

Frase, "Karenan5ra dua belah pihak tidak boleh berpisah
sebelum menyerahkan bamng," barang yang dimaksud di sini
adalah modal, alias harga yang wajib diserahkan di tempat
berlangsungnya akad, sebelum meninggalkan tempat dan sebelum
mengikat akad. Sebab, keterikatan akad sama seperti
meninggalkan mejelis akad, karena seandainya dia terlambat,
maka praktik ini secara hukum sama dengan jual beli utang
dengan utang, bila modalberada dalam tanggungan.

Selain itu, akad salam sendiri mengandung ghanr, dia tidak
boleh ditambah lagi dengan gharar pengunduran pembayaran

modal. Jadi, modal harus diserahkan secara funai, sebagaimana
pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Abu Ath-Thayib, sama
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seperti akad sharf. Tidak hanya cukup dengan syarat menyemhkan

modal di majelis akad.

Apabila dua belah pihak berpisah sebelum serah terima

modal atau mereka mengikat akad, maka akad tersebut batal.

Demikian halnya jika pemesan menyeratrkan sebagian modal,

maka akad terhadap modal yang belum diserahkan itu batal, besitu

pula kompensasinya; barang yang dipesan- Sisa barang pesanan

tersebut sah sesuai sebagian modalyang diseiahkan.

Kasus di atas sama dengan orang lnng membeli dua buah

barang, lalu salah sahrnya rusak sebelum serah terima, dari sini

bisa ditetapkan khiyar. Dernikian pendapat yang dikemukakan

oleh Ar-Ramli dari penlrusun Al Anwar. As-Subki tidak sependapat

dengannya.

Apabila dua belah pihak bersengketa, pemesan (musliml

berkata, 'Aku telah menyerahkan modal setelah berpisah."

Penerima pesanan (muslam ilaitlt berkata, 'Tidak, sebelum

berpisah," dan masing-masing pihak tidak merniliki bukti, maka

penggugat keabsahan akad tersebut dibenarkan, seperti kita

ketahui bersama.

Jika dua belah pihak mengajukan bukfi, maka bukti dari

penerima pesanan didahulukan, karena kesesraian bukti dengan

fakb zhahir merupakan faktor pemindah knqilallt, sedang yang

lain adalah faktor Snng bersamaan (musf lBng paling shahihabahl-

Penyerahan barang pesanan yang tunai tidak cukup dilakukan di

majelis akad sebagai kompensasi dari penyerahan modal, karena

penyemhannya ifu bersifat suka rela, sernentara hukum jual beli

tidak berdasarkan sikap suka rela. Demikian pula dalam kasus, jika

pemesan berkata, "Aku mernesan sesuatu dengan harga serafus
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yang ada dalam tanggunganmu," maka akad salam di sini tidak
sah.

Ar-Ramli menjelaskan, bahwa apabila pemesan
menyebutkan modal secara umum dalam akad, seperti "Aku
mernesan barang tertentu padamu dengan dinar dalam
tanggunganku," kenrudian dia menenfukan barang, dan
menyerahkannya di rnajelis sebelum saling lfris n maka ini
diperbolehkan. MaksudnSra adalah, bahura akad tersebut
berlangsung dan sah. Alasannya, karena rnajelis merupakan objek
yang bertatasan langsung dengan akad, oleh karena ifu menriliki
kekuatan hukum !,ang sarna.

Seandainya p€rnesan mengalihkan utangnSp kepada
penerima pesanan, atau sebaliknya kepada pihak ketiga yang
berutang padanya, rnaka allc.d hawalah ini batal, dengan arasan
apa pun, sebagaimana telah kita ketahui dalam babnla.

Apabila pihak lang menerima pemindahan utang (muhil)
alias penerima pesanan (mtslam ilaitlt wda losus pertarna di
rnaielis al<a4 rnaka ditegaskan bagrrya untuk mengetahui lebih
dahulu hukum barang grang belum diterima, maka praktik ini tidak
dipe6olehkan.

Oleh sebab ifu, seandainya muhil menerima utang ifu dari
muhal alaih atau dat'. muhal setelah menerima atas izinnya dan
menyerahkannya di majelis, maka praktik ini sah. Berbeda halnya
jika pemesan memerintahkan pihak lain untuk menyerahkan utang
pada penerima pesanan, karena seseorang yang kehilangan hak
miliknla, maka tidak bisa menjadi wakil bagi pihak lainnya.

Aka. tetapi, penerima pesanan di sini bertindak selaku
wakil bagi pemesan unfuk menerima barang. Jadi, pemesan
mengambil barang dari pihak lain kemudian menyerahkannya
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kepada penerima pesanan, sebagaimana prosedur di depan-

Penerima pesanan tidak sah menyerahkan sendiri barangnya,

berbeda dengan pendapat Al Qaffal.

Al Qaffal mengatakan, bahwa seandainya penerima

pesanan menerima, barang dan dititipkan kepada panesan,

dimana kedu pihak masih berada di mejelis akad, maka akad ini

diperbolehkan

Seandain5n penerima pesanan mengembalikan barang ifu

kepada pemesan sebagai qandh atau unfuk melunasi utangnya,

maka praktik ini juga diperbolehkan menurut pendapat muktanad-

Alasannya, bahwa pengelolaan salah safu pihak yang bertransaksi

pada masa khi5nr, pihak lain hanya dilarang jika ada pihak lain.

Selain itu, keabsahan akad salam itu berkonsekuensi terhadap

pembatalan khtnr yang ditetapkan baginya. Sedangkan

pengalihan aset 5nng ada bersamanlra, maka ifu sah-sah saia-

Pengalihan tersebut merupakan izin dari kedua belah pihak-

Astrsyirazi & menyatakan: Pasal: Akad sakm
boleh dilakukan secara kredit berdasarkan alrat

sebelumnya, dia iuga boleh dilakulon seclra tunai-
Sebab, iika akad salam boleh dilakukan secara kredit,
maka tentu dia juga boleh dilakukan secara tunai. Akad
salamyang tunai jelas lebih am.rn dari gharar.

Akad salam iuga boleh dilakukan terhadap barang

lnng belum ada iika dia dapat disediakan saat jahrh '

tempo. Demikian ini sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 4h, dia berkata,
'Rasulullah & tiba di Madinah- Mereka (penduduk

Madinah) sering melakukan salam pada buah kurma

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll utt



dalam jangka waktu dua dan tiga tahun. Beliau
bersabda, ?jiit fi a e,iu tbS $* F ug glnl,u*u*an
slam dahm talaran tmng diketahui, timbangan Wng
diketahui ampi bAs waktu trang diketahui'.'

Seandainya akad slam pada barang yang belum
ada tidak diperbolehkan, maka tentu beliau telah
melarang penduduk Madinah melakukan akad slam
buah lrunna datam rentang waktu dua dan tiga tahun.

TentwrSTa atrad slam diperbolehlon pada barang
yang sudah ada- Sebab, iika alam diperbolehkan pada
barang !/ang beh-un ada, maka tenfu alam barang yang
sudah ada lebih diperbolehkan, sebab dia lebih
terhindar dari ghanr.

Perrldasan Redatrsiornt,

Perrrpban A$rsyirazi "berrdasarkan a!Et" maksudnya

firman Allah A,r:i.4,Ff 111, 
-un* unktu sns ditentutcan,,

(Qs. Al Baqarah 121 2821. Sernentara hadits Ibnu Abbas
diriunyatkan oleh Jama'ah.

Hulcurn: Bolehnya akad salam secara kredit mempakan
hukum yang telah disepakati ulama; sedangkan bolehnya akad
slam secara funai, iurrfrur madzhab tidak sependapat. Mereka

berargumen dengan hadits hnu Abbas, ?!i;,i f1 jt ,sampai

waktu yang diketahui' dan mempertimbangkan batas waktu dalam
akad salam sebagai qTarat.
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Para ahli fikih madzhab tidak berbeda pendapat soal

bolehnya akard salam secam funai. Mereka m€nangFpi argumen

kalangan Sang tidak sependapat, bahwa pen@utan'batas waktu"

dalam hadits di atas bukanlah syarat. Ard hadits ini, bahwa jika

al<ad salam menggunakan batas waktu, rnaka trendaklah waktu

tersebut diketahui. Ayat ini dilanjutkan dengan uhsan tentang

kitabah, sebab penentuan waktu merupakan qnrat dalam akad

kitabah.

Sanggahan ini ditanggapi dengan rnernbedakan dua

tmnsaksi ini (salam dan kitabh), bahwa penerrtnn waktu dalam

al<ad kikbah disyariatkan, karena umurnnya hanfia sahaya tidak

mampu secara finansial. Para ulama yang menlnryre1ah pendapat

ini berargumen dengan hadib yang diriwaptkan Asy-Syafi'i dari

Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Aku bersaksi al;ad salafdijaminkan

sampai jatuh tempo yang telah dihalalkan A[ah dan dizinkan

dalam KitabNya." hnu Abbas kemudian mernbaca agat, 6:6-
(g

ipu, JZ + 1,$,ii'fl:i $yrlit 651i'wahai o,zns:

onng tang beiman! Apabik l<amu m&lulan ubng piutang

unfuk waktu yang ditentulan, hendaklah bnx, ntanulisl<annia."

(Qs. Al Baqamh l2l:282).

Argumen di atas disanggah, batnra hadits tersebut

menunjukkan bolehnya al<ad salam sampai Ffuh ternpo, ini tidak

mengindikasikan bahwa salah safunya hanp dipeftolehkan secartr

kredit. Para ulama lang menyanggah pendapat-ini, berargumen

dengan hadits yang diriwayatkan oleh lbnu Abi qpibah dari hnu
Abbas, dia berkata, "Jangan menjalin akad sahf pada barang yang

disodorkan (dalam jual beli mu'athal) dan bararg yang dilempar

$ual beli hashai dengan kerikil, dan tenhrkan batas wakhr."
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Argumen di atas tidak lepas dari sanggahan. Hadits ini
bukanlah hujjah, karena dia di-mauqufl<an pada Ibnu Abbas.
Argumen tersebut juga dipatahkan dengan pemyataan Abu Sa'id
Al Khudri yang dikutip oleh Al Bukhari. Abdurrazzaqme-maushul
kan pem5ratan ini dengan redaksi "Akad salam dengan barang
yang bisa diperkirakan nilainya termasuk riba. Akad sala.fdilakukan
pada takaran yang diketahui sarnpai wakfu tertenfu."

Para Imam berbeda pendapat soal kisaran batas wakfu
dalam salam, mulai dari sejam hingga kondisi lapang, sekalipun
sampai beberapa tahun. Pendapat yang benar adalah pendapat
yang sesuai dengan madzhab kami tentang tidak
dipertimbangkannya batas waktu, hal itu karena tidak ada dalil
yang mengindikasikannya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa, jual beli barang
yang belum acia harus dilakukan bersamaan dengan saat jafuh
tempo. Praktik ini hanSp diperbolehkan dalam al<ad salam. Tidak
ada yang membedakan akard salam dan jual beli selain penentuan

wakfu.

Tanggapan terhadap pendapat hi, bahwa shigat dua
kansaksi ini berbeda, dan itu sudah cukup membedakan antara
akad salam dan jual beli.

Pemyataan Asy-Syirazi, "Akad salam boleh dilakukan pada
barang yang belum ada...dan seterusnya". hnu Ruslan
menyatakan, bahwa akad salam terhadap barang yang tidak ada di
hadapan penerima pesanan, namun ada pada pihak lain, ulama
sepakat memperbolehkannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya al<ad salam
pada objek yang belum ada di waktu akad salam, jika
memungkinan ada wujudnya kepada waktu jatuh tempo. Jumhur
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ulama berpendapat, bahwa al<ad salam ini diperbolehkan. Mereka

menyatakan, tidak masalah ketiadaan barang pesanan sebelum

jahrh tempo.

Abu Hanifah mengatakan, akad alam tidak sah terhadap

barang yang tidak tersdia sebelumnya, bahkan barang pesanan

harus tersedia dari mulai akad sampai dengan jafuh tempo.

Seandainya seseorang memesan sesuafu lalu dia tidak

tersedia pada saat jafuh tempo, maka menumt jumhur, akad

salamnya tidak batal. Namun, menumt safu pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i, akad tersebut batal.

Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan beliau

berargumen dengan hadits Sxang diriwayatkan oleh Abu Daud dari

Ibnu Umar, "seorang pria menjalin akad salam terhadap sebuah

kebun kurma dengan seseorflg. Namun, selama sahr tahun kebun

itri tdak kunjung berbuah. Akhimya, mereka berdua mengadukan

Beliau bersabda, '"Mengapa engkau menghalalkan

hartanya? Kenrbalikanlah harta itu padan3a." Kemudian beliau

bersabda, "Jangan engkau menjalin akad salaf terhadap kebun

kurma saat buahnSa telah siap panen."

Demikian dalil akad salam pada buah-buahan, objek salam

lainnSn diqiyaskan dengan hadits ini. Seandainln hadits ini shahih,

maka tenhr mertrjuknya lebih utama karena' relevan dengan

kasusnya. lain halnp dengan hadits Abdurrahman bin Abza dan

Abdullah bin Abu Aufa, di dalamnya hanya berisi pengakuan Nabi

$. Namun, sanad hadits hnu Umar ini tidak dikenal- Abu Daud

meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Katsir, dari Su[,ran,

dari Abu Ishaq, dari seorang pria Najran, dari hnu Umar.
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Hadits seperti ini tdak dapat dijadikan huijah. Andaikan dia

shahih, tentu dia dijadikan dalil tentang jual beli barang atau akad

salam secara funai png dikemukakan oleh ulama madzhab karni,

atau pada al<ad salarnlang terbatas dengan waktu yang singkat.

AslrSyirazi a mengatakan: Pasal: Al<ad alam
diperbolehlon pada seluruh barang lrang boleh
diperjualbelilon dan dibatasi ciri-cirinya seperti mata
uang, biji-biiian, buah-buahan, kain, heuran ternak,
budak lald-lah dan perempuan, kain woll, bulu, kap,
pohon, tanah liat, tembikar, besi, kuningan, kristal,
kaca, dan barang-barang lainnya yang biasa
diperjualbelikan dan dibatasi dengan sifatnya-

Dalil ahrran ini yaitu hadits Ibnu Abbas tentang
buah-buahan- Abdutlah bin Abu Aufa meriwayatkan, dia
berkata, 'Kami sering melakukan salaf pada min5Tak
dan gandum, sementara Rasulullah $ berada bersama

kami.'
Abdullah bin Amr bin AI Ash q, meriwayatkan

bahwa Nabi & memerintahkannya untuk
mempersiapkan tentara, akan tetapi aku kehabisan
unta. Beliau memerintahkanku unfuk mengambil unta
sedekah. Maka aku pun mengambil seekor unta jantan
dengan kompensasi seekor unta jantan sampai dengan
unta sedekah.'

Diriwayatkan dari trbnu Abbas rg,, dia berkomentar
tentang akad salam terhadap pakaian kasar, 'Jika dia
berupa baju besi yang diketahui sampai tempo yang
diketahui, maka tdak masalah."
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Bersumber dari Abu An-Nadhr, dia berkata, 'lbnu
Umar & pemah ditanya tentang at<ad salam pada

surraq, beliau menjawab, 'Tidak masalah'-" Surraq
adalah sutra. Akad salam boleh dilalnrkan terhadap
barang-barang yang telah kami jelaskan berdasarkan
hadits; juga seluruh barang yang diperjualbelikan dan
dapat dibatasi dengan sifat-sifat, lrang diqiyaskan
dengan barang yang tetah disebutkan dalam hadits,
karena dia termasuk ke dalam maknanSn-

Penjelasan Redaksional:

Takhrij hadits hnu Abbas tentang akad pemesanan buah-

buahan telah disinggung pada awal bab. Sementara hadits

Abdullah bin Abu Aufa diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam

pambahasan Salam dengan redaksi "Dari Muhammad bin Abu Al

Mujalid, dia berkata, AMullah bin S5nddaad dan Abu Burdah

mengutusku pada Abdullah bin Abu Aufa *$. Mereka berpesan,

'Tanyakan pada beliau, apakah para sahabat pada masa Nabi $
sering mengadakan pemesanan gandum?' Abdullah menjawab,

'Dahulu kami sering mengadakan akad sakm dengan beberapa

penduduk Syam untuk pengadaan gandum, jelai, dan min5ak

dalam takaran yang diketahui sampai dengan batas waktu yang

diketahui'."

Hadits AMullah bin umar 's diriwa3ptkan oleh Abu Daud

dalam Sunanaya. Hadits ini diperkuat oleh riwayat Sa'id bin

Manshur dalam Sunanrrya lnng bersumber dari Abu Masy'ar, dari

Shalih bin Kisan, dari Al Hasan bin Muhammad, "Ali pemah

menjual seekor unta bemama Ushaifir dengan 4 ekor unta sampai

batas wakfu tertentu."

L
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Dua afsar di atas bersumber dari hnu Abbas dan hnu
Umar 5rang diriwayatkan oleh para penpsun As-Sunan.

Tinjauan RedaksionaL Al Fakhl<har adalah tembikar
gang biasa digunakan r.rnfuk mernbuat perabotan. N Ashonldan
Al,Asy'aar adalah woll dan bulu, diarnbil dari kulit dan bulu domba
dan kambing.

l<ata, Al Asy'aar, merupakan benfuk iamak dari s5a'aa
bentuk mufradnya s3a'nh, Sraitu bulu 5nng fumbuh pada kulit
kambing. Sedangkan Al Wabar adalah, bulu yang tumbuh pada

kulit unta.

Kalimat "Unta tersebut habis," sudah terjual seluruhnya dan
tidak tersisa seekor pun. Kata Qullash merupakan benfuk jamak

dari kata Quluush, 5raihr salah sahr jenis unta. Quluush ibarat
perempuan gadis pada manusia.

l<ab lhrabib, merupakan lata iarnak dan kirfuas, yarfri
paloian dengan rajutan kasar. AqrSsatrmqadalah belahan suta.

Hukum: Redal$i, "Pada setiap barang lang boleh
diperjualbelikan," ketenhran ini tidak memasukkan minuman keras,

babi, anjing, dan seluruh binatang yang tidak dimuliakan.

Redaksi, "Dibatasi ciri-cirinya," artinya bahwa tanda yang

dapat menghindarkan para pihak dari perbedaan pendapat ketika
disebutkan, dan dapat dibedakan satu dari yang lain saat ciri-ciri

5rang dipresentasikan.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam Bab Salaf yang

Diperbolehkan. Objek al<ad salafdisyaratkan berupa barang yang
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ditakar atau barang lang ditimbang, Takaran dan timbangan telah

dikenalorang awam.

Sementara timbangan atau takaran yang bukan standar

dalam alad salam, maka akadnya tidak sah. Alasannla, bahwa

seandainya dua pihak yang berhansaksi tidak punya persepsi yang

sarna dengan ukuran tersebut atau takaran dan timbangan ini

msak, maka kadar barang tersebut tidak diketahui. Tidak peduli

apakah takaran tersebut sudah tidak diberlakukan atau masih

diberlakukan oleh pemerintah, jika dia diketahui banpk orang,

maka tetap bisa digunakan.

Apabila barang yang dipesan berupa kurma, pemesan

hanrs menyebutkan dengan jelas, apakah kurma shaihani, bamdi,

ajuah, janib, atau jenis kurma lainnya yang terkenal.

Apabila berupa gandum, maka perlu diperjelas; apakah

jenis gandum Syam, gandum Misan, gandum Mesir, gandum

Mor.sel, atau ienis gandum hinnya.

Selanjuhrya dalam akad pemesanan jagung, pemesan perlu

memperielas sifatnya; jagung merah dan semisahnya.

A4rSyafi'i melanjutkan, bahwa dalam pemesanan unta,

pihak pemesn menyebutkan spesifikasinya, seperti; unta temak

bani fulan, umur dua tahun, tidak kunrs, tidak cacat, tinggi sedang

dan bagus perawakannya, merah, berttrbuh bidang, dan

setenrsnSa. Singkatrya, yang perlu disebutkan dalam pemesanan

her,,r,ran temak atau heuran kendaraan yaitu, asal-usulnya, jenis,

wama, gigi, peranakan, dan bebas dari kekurangan, kecuali jika

pembeli menyebutkan kekurangan yang dapat ditoleransi.

Begi[r pula pemesan tembaga, lanjut AsySpfi'i, sebutkan

sifatr5a seperti putih, kelabu, atau merah.

t
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Kernudian AqrSSafi'i menyimpulkan, bahwa ketika
metnesan barang-barang ini, minimal pernesan menyebutkan ciri-
ciri Snrg dikenali oleh ahlinya ketika terjadi sengketa antara
p€rnesan dan penerirna pesanan. Setiap sifat yang dapat dikenali
ahlinlra, maka boleh diakad dengan akad satraf.

Penjelasan serupa disampaikan AsyS3nfi'i pada Bab Sakf
Bararg Takaran; fidak baik melakukan al<ad alaf pada barang
grang ditakar kecudi dengan menyebutkan ciri-ciriqp. SelaniubrSn

beliau berkomentar tentang pemesanEur jagung, bahura jagung

sama dengan gandum gang perlu disebutkan jenis, warna, kualitas,

kadar air, hasil panen tahun sekian, takaran, dan kadahrarsanln.

Jika pernesan tidak menyebutkan salah satu sifat ini, rnaka akad
pesanan tersebut tidak diperbolehkan.

Menurut Asy-Syafi'i, tidak boleh mernesan gandum 5rang
masih berkulit dan jagung lang masih dalam ldobotrgn, karena

_beit kulit maupun klobot sama-sama cangkang yang menutup kulit
buah, bagian dari biii tersebut. Cangkang menjaga biji tetap bag,rs.

Dia merupakan bagian glang menyernpumakann biji, sama seperti
kulit nranusia lang menyernpumakan wuiudnya, 3nng tidak bisa

dibedakm sahr sama lain.

Apabila seseorirng keliru mengatakan buah kelapa dan
buah badam tidak berkulit. Kelapa dan badam memiliki kulit 1nng
berfungsi untuk menjaga kualitas buah. Sebab, jika kulit tersebut
dikupas, lalu buah itu dibiarkan begitu saja (tidak dikeringkan),

maka dia akan busuk.

Asy-Syafi'i mengatakan: Apabila seseorang memesan

barang dengan timbangan kemudian ingin memberikannya dengan
takaran, maka alrcrd salam ini tidak diperbolehkan, mengingat
suafu barang terkadang ringan namun barang lain yang sejenis ihr
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lebih berat. Apabila penerima pesanan mernberi barang takaran

yang lebih sedikit atau lebih banyak dari pesanannla, maka berarti

dia telah memberikan bahan makanan yang pasti ada selisih berat

atau tidak diketahui beratnya. Dia hanya boleh memberikan

barang yang diketahui kuantitasnya. Jika dia telah memberikan

haknya, maka itulah'barang png tidak diwajibkan oleh pihak lain.

Apabila penerima pesanan memberikan hak pemesan

berikut tambahan dengan suka rela bukan karena suafu hal, maka

ifu sebagai imbas perbuatannya. Dalam kasus ini pemesan

mendapat potongan. Sebaliknya, jika penerima pesanan

memberikan bagian yang kurang dari hak pesanan dan pembeli

membebaskan sisanya, maka tindakan ini merupakan bagian dari

kebaikan pembeli. Hal ini tidak masalah.

Asy-Syafi'i memaparkan lebih lanjut mengenai timbangan

madu: Apabila seseorang rhernesan madu hlu penerima pesanan -

membawa madu encer lt.ang diramu oleh ahli di bidangnln.

Apabila menumt para ahli rnadu, sifat encer pada rnadu jenis ini

merupakan cacat lang mengurangi harganSra, maka panesan

boleh tidak nrengaiirbilnya. Sebaliknya, iika mereka mengatakan,

demikianlah sifat madu jenis ini. Madu tersebut eneer karena suhu

wilayah ini panas, atau karena alasan tertenhr yang tidak men-rsak

yang terdapat dalam madu. Karena itu, pemesan harus

menerimanya.

AsySyafi'i menufurkan, bukankan Anda hhu, menumtku,

seandainya aku metnesan minyak samin dan menyebutkan

sifatnln, narnun aku tidak menyebutkan jenisnya, maka akad

pesanan ini batal. Alasannln, bahwa minyak samin kambing

berbeda dengan minyak samin domba; dan minyak samin jenis

kambing sangat berbeda tekstumya dengan minyak samin sapi dan

L-
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kerbau. Ketika penyebutan sifat barang tidak sesuai dengan
jenisngra, maka a}crd salafpun batal.

Beliau menSntakan pada Bab Sa/a.f MinSrak Samin, bahwa

min5rak samin heunni ada yang bisa dijadikan min5nk dan ada
yang tidak dapat dijadikan minyak. Pemesan min5nk tidak wajib

menerinra minpk sarnin, sebab ini termasuk kekurangan.

Asy-Syafi'i menerangkan tentang al<ad salaf pada minyak.

Minyak yang dihli secara ditimbang berikut wadahnp, maka dia

tidak boleh dibeli dengan cara ditimbang di atas wadah tersebut,

karena tempat tersebut berbeda. Pernesan tidak terganfung pada

batas timbangan minpk saja.

Beliau menuturkan, bahwa apabila dua belah pihak rela dan
menginginkan barang yang wajib bagi keduanya, maka wadah

tersebut ditimbang sebelum minyak itu dituangkan ke dalamnya,

kemudian ia ditimbang berikut min5ak tersebut, selanjutrya minyak
tersebut dikurangi dengan bobot wadahnya.

Apabila di dalam wadah terdapat minSnk lrang telah

ditimbang, maka wadah tersebut dikosongkan kemudian

ditimbang, selanjutrp minyak ini dikurangi bobot wadah.

Orang lang memesan minyak untuk lauk pauk, maka dia

harus bersih dari ampas, keledak, dan unsur lain yang mengotori.
Menurutku, wadah sama dengan botol, Sraitu kemasan minyak

5rang dijual pada saat ini.

Asy-Syafi'i berkomentar tentang pemesan susu: Pemesan

susu boleh dilakukan sama seperti pemesan mentega. Akad
pesanan susu bisa batal sama seperti batalnya akad salam unfuk

mengadakan mentega, tanpa memperhatikan apakah dia susu

kambing, domba, ahu susu sapi.
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Apabila yang dipesan itu susu unta, pemesan menggunakan

kata, "Susu ghaumd atau aunk. "Pemesanan seluruh jenis susu ini

menggunakan kata "Susu herr.ran peliharaan dan heuan gembala,"

karena antara susu heraran peliharaan dan hewan gembala berbeda

jenis. Juga, ada perbedaan rasa, kesehatan, dan harga. Seseorang

tidak boleh memesan susu tanpa menyebutkan jenisnya, kecuali

dengan tambahan "susu perah" atau "Susu hari ini," karena

kualitas susu ini akan berubah esok harinya.

Sementara mengenai pemesanan keju, basah dan kering,

Asy-Syafi'i menemngkanr Pemesanan keju sama seperti

pemesanan susu. Dia hanya diperbolehkan dengan syarat

pemesan menyebutkan sifatn5ra hari itu juga.

Pemesanan keju adalah dengan safuan timbangan-

Disyaratkan pemesan menyebutkan sifat keju dengan jelas, seperti

keju kambing, sapi, atau domba. Setiap kekurangan keju menurut

orang 5ang ahli di bidangnya, seperti; terlalu asin, pahit, atau

lairmya, rnaka pembeli tidak unjib menerimanya.

Selanjubrya, pemesan bulu dan wil, Asy-$nfi'i
mengatakan: Sebaiknya tidak melakukan akad salam untuk

pengadaan kulit dan bulu kambing, bila berjangka waktu sehari

atau lebih. Sebab, dalam rentang wakfu tersebut, kulit dapat

terserang parasit 1lang dapat merusak atau mengurangi

kualitasnya.

AsySyafi'i juga menyatakan, bahwa sebaiknya tidak

melakukan pemesanan susu kambing, keju, minlEk samin, susu,

dan kejunya.

I
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Cabang: lGrni melernahkan pemptaan Ary-Spfi'i dalam
penjelasan kami terhadap pasal ini, tentang bolehnya akad salam
pada susu seperti bolehnya al<ad salatn pada mentega. An-Nawawi

mengemukakan safu pasal tentang susu dalam Ar-Raudhah, beliau

menulis:

Akad salam diperbolehkan pada $rsu. Pemesan

menjelaskan susu lrang dipesan seperti penjelasannya kanka

manesan daging, selain perkara ketiga dan keenam. Dia juga

menjelaskan ienis palon binatang, karena terdapat perbedaan

fujuan dalam pernberian pakan.

Tidak perlu menyebutkan wama dan rasa manis, karena

umumnya susu ihr terasa manis. Bahkan, seandainya seseorang

mernesan susu pahit, maka pemesanan ini tdak diperbolehkan,

karena rasa pahit pada susrr termasuk kekurangan.

Apabila seseonng memesan susu dalam jangka wakfu dua

atau tiga hari, ini diperbolehkan ketika dia masih manis dalam

batas unlfu tersebut.

Kefika seseo'rang meinesan miqnk samin, dia menjelaskan

sifat-sifat yang disebudran saat mernesan susu. Pernesan perlu

menjeaskan wamanlra, putih atau kuning. Apakah perlu

menyebutkan wakfun3ra, minyak samin Snng lama atau baru?

S1nikh Abu Hamid mengatakan, hal itu tdak perlu, bahkan justn"r

minyak samin yang Iama termasuk barang cacat 5nng tidak boleh
dipesan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayryib menerangkan, bahwa minyak
samin Snng telah larrn dan berubah dikategorikan sebagai barang

@cat, bukan seluruh minyak samin 5nng larna. Jadi, pernesan

unjib menjelaskan hal ini. Dalam pernesanan mentega, pemesan
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menyebutkan sifat-sifat lnng disebutkan dalam pemesanan samin;

mentega hari ifu atau mentega kemarin.

Pemesanan susu bisa juga dengan ukuran takaran dan

timbangan. Akan tetapi, susu tidak boleh ditakar sebelum buihnSa

hilang dan ditimbang dalam keadaan tanpa buih. Miqnk samin
juga boleh ditakar dan ditimbang, kecuali dalam keadaan beku
yang tidak mungkin ditakar, oleh karenanya dia harus ditimbang.

Sementara pada mentega hanya boleh ditimbang. Begrtu pula keju

kering, sebelum dikeringkan hukumnya sama dengan susu cair.

Sernentara yogurt (makhidlllyang berair, rnaka frdak boleh

diakad salam. AsySpfi'i ls menegaskan, bahura jika yogurt tidak

berair, maka dia boleh dipesan. Dengan demikian, tidak masalah

mernesan susu lrang telah masam, karena rasa masarn inilah

tujuan penrbuatan yogurt. Demikian keterangan An-Nauawi dalam

Ar-Raudlnh.

Cabang: Ketika seseorang mernesan bulu, dia hendaknya

manyebutkan, 'Bulu daerah ini," lalu sebutkan w?una, paniang,

dan lebamga, untuk dikenakan pada musim dingin, atau semi, dari

binatang iantan atau Mina. Sebab, bulu dari hewan betina lebih

hangat dipakai. Dengan menyebut ciri-ciri tersebut, pernesan tidak
perlu lagi menyebutkan warna dan kekasarannya.

Pemesan hanp menerima bulu yang mumi, tidak berduri

dan tidak terkena kotoran. Jika pemesan menqaratkan bulu

tersebut diwamai, maka ini diperbolehkan, kecuali jika kualitasnya

berkurang saat dicuci. Bulu dan kulit unta sama dengan bulu

kambing. Seluruh jenis barang pesanan ini diukur dengan sahran

timbangan.
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Al Bulqini mengatakan, bahwa maksud dari tidak boleh

memesan bulu kambing tertentu atau kulitnya, atau hewan

tertenfu, yaitu adalah pada selain bulu dan kulitnya.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan: Tidak masalah

memesan barang yang belum tersedia di saat memesan, ketika

disyaratkan penyerahannya pada saat barang ifu ada.

Asy-Syafi'i menerangkan tentang sifat-sifat daging, gang

boleh dan tidak boleh dipesan: Orang yang memesan daging

haruslah menyebutkan sifatnya, seperti daging kambing muda,

kambing berumur dua tahun atau lebih, dan anak kamblng yang

masih men!rusu atau sudah disapih.

DaEng yang dipesan juga disyaratkan harus ditimbang.

Apabila pemesan menqnratkan bagia'rr daEng taienttr, maka

bagian tersebut ditimbang berikut hrlangnya, karena hrlang tidak

dapat dipilah sedemikian rupa dari daging, seperti memilah jerami,

tanah liat, dan kerikil dari gandum. Kasus ini bisa diqiyaskan

dengan biji dalam kurma.

Asy-Spfi'i menerangkan tentang daging binatang buas,

ular, kepala, dan kaki; pesanan minyak wangi secara ditimbang,

peralatan berburu, mutiara, dan barang berharga lainnya, biji

logam selain emas dan perak, getah pohon, tanah liat Armani,

tanah liat, kolam, dan stempel, sampai dengan pembahasan

tentang pesanan hewan.

Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa Malik mengabarkan kepada

kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Rafi',

bahwa Rasulullah $ memesan unta muda, lalu dibaualah seekor

unta sedekah kepada beliau.
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Abu Rafi' berkata, Rasulullah $ memerintahkan agar aku

mengganti unta itu dengan seekor unta muda. Aku berkata,
"Wahai Rasulullah, aku hanya menemukan unta pilihan Srang

berumur empat tahun." Rasulullah $ bersaMa, "Berikan dia

padanya. Saungguhnya sebaik-baik manusia adalah tnng phg
bik blaannSa."

Hadits di atas benar bersumber dari Rasulullah &. Aku

merujuknSa. Di dalamnya disebutkan bahua Rasulullah &
menjaminkan seekor unta dengan sifat, jenis, dan umumya.

Seperti layaknya dinar png diidentifikasi dengan sifat, pecahan,

dan timbangann5n; dan seperti bahan makanan png ditandai

dengan sifat dan takaran.

Hadits ini mengindikasikan, tidak masalah mernberi ganti

barang yang lebih bagus dari barang yang dipiniam secara suka

rela tanpa dislpratkan.

Masih terdapat seiumlah hadits lain png diriuagratkan oleh

Aqr$nfi'i Mkut sanadnya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia
berkata, "Seorang budak menernui Rasulullah &, luL, berbaiat

pada beliau untuk berhijrah. Beliau belum tahu iika dia adalah

seorang budak. Tidak berselang lama, fuan budak ini datang

mencarinya.

Setelah itu Nabi $ membeli budak itu dengan dua orang

budak nq;ro. Selanjukrya beliau tidak akan membai'at seseorang

sebelum bertanya, "budak atau orang merdeka?"

Inilah landasan pendapatku, kata Asy-S5afi'i. Hadits ini

mengajarkan bolehnya membeli seorang budak dengan dua orang

budak, dan bolehnya memberikan harga sesuatu di tangan penjual,

jadi dia seperti menerimanya.
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Asy-Syaf i selanjutnya meriwayatkan dengan sanadnya,

bahwa Nabi $ mengutus seorang penarik zal<at. Lalu, dia datang

membawa seekor hewan funggangan yang gemuk. Ketika Nabi S
melihatnya, beliau berkata, " Kamu telah binasa dan

membinasakan." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku

telah menjual dua atau tiga unta muda dengan seekor unta gemuk
secara funai. Dan, aku tahu Nabi $ sedang membutuhkan seekor

heu,ran tunggangan." Nabi 6S berkata, "ltulah prihalnya."

Menurut madzhab kami, tidak ada unsur riba dalam jual beli

hewan. Sebenamya larangan itu hanya berlaku pada transaksi

mudhamain, mulaqih, hablul habalah, yang dipraktikkan oleh

orang-orang jahiliyah." Keterangan ini telah dipaparkan secara

rinci pada bab-bab riba, yaitu pada pembahasaan di depan.

Cabang: Para ulama berbeda pendapat soal hukum akad

alam pada binatang. Ada yang meriwaSratkan bahwa akad
pesanan pada heruuan tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis. Pendapat dernikian juga

diriwayatkan dari Umar, hnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'id bin Jubair,

Asy-Sya'bi, dan Al Jauzajaani berdasarkan hadits lnng
diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab &, beliau berkata,

"Sungguh, termasuk bagian riba terdapat beberapa bab yang tidak
sarna. Di antaranya yaifu salam pada binatang."

Alasan lainnya, bahwa heru.ran sangatlah be$eda safu sama

lain, yang tidak dapat dibatasi dengan jelas. Apabila penerima
pesanan meminta keterangan tentang ciri-ciri henruan yang dapat
membedakan harganya, seperti beralis panjang, bertanda hitam di
kedua mata, berhidung pesek, berhidung mancung, panjang

telinganya, hitam bibimya, dan sifat unik lainya yang sulit diadakan
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karena sangat langka, maka menurut madzhab kami dan ma&hab
Malik al<ad salam tersebut sah.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, di antara guru kami yang

meriwayatkan bahwa tidak masalah memesan herluan yaifu hnu
Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musag;ab, Al Hasan,

Asy-Sya'bi, Mujahid, Az-Zvh,'i. Al Auza'i, AsyS5nfi'i, Ishaq, dan

Abu Tsaur. Al Jauzajaani meriwayatkannya dari Atha' dan Al
Hakam. Sebab, Abu Rafi' mengatakan, "Nabi $ mernesan unta

muda dari seorang pria." Hadits ini diriun5atkan oleh Muslim.

Kami telah memaparkan hadits ini sebelumnya dari Al Umm.

Sementara hadits Umar tidak disebutkan oleh para ulama

yang berbeda pendapat. Selanjutn5ra, hadits ini ditafsirkan, bahura

mereka menslaratkan pajak dari her,rnn pejantan bani fulan." Aslr
Sya'bi menerangkan, bahwa lbnu Mas'ud memakruhkan akad

salam halan, karena mereka mensyaratkan hasil dari p{antan
tertentu. Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Manshur,

Diriun3ntkan bahua Ali penrah menlrnl seekor unta

bemama Ushaiftr dengan 20 ekor unta sampai ternpo tertentu-

Seandainya pendapat Umar yang mengharamkan akad salam

pada hannn memang shahih, maka tentu hal itu konhadiksi

dengan pendapat ulama yang telah kami sebutkan dan sependapat

dengan kami.

Cabang: AsySyafi'i menerangkan, apabila seseorang

memesan kuda, dia cukup menyebutkan ciri-ciri yang biasa

diungkapkan dalam memesan unta. Aku menganjurkan dalam

pemesan kuda, pemesan menyebutkan tanda berikut wamanya.

Jika pemesan tidak menyebutkan itu, maka dia berhak

mendapatkan kuda berwama hitam legam. Jika kuda ini
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mempunyai tanda, pemesan berhak khiWruntuk mengambil atau

meninggalkannya. Penerima pesanan (pembeli) berhak khiyar

untuk menyerahkan dan memberikan kuda yang berwama hitam

legam.

Apabila pemesan menyebutkan umur, wama, dan jenis

kuda, ini sudah mencukupi; jika dia tidak menyebutkan salah

satunya, maka akad pesanan tersebut batal.

Seseorang tidak halal memesan herr..ran yang masih

produktif berkembang biak dengan syarat hewan itu diserahkan

dalam keadaan hamil, karena kehamilan adalah perkara yang

hanya diketahui oleh Allah. Di samping akad seperti ini memuat

persyaratan suaht perkara yang tidak ada. Yaifu, membeli sesuafu

yang belum diketahui. Pembelian terhadap anak yang masih

berada dalam kandungan induknya. tidak diperbolehkan. Sebab,

kita tidak tahu dan tidak melihat apakah anak tersebut ada atau

tidak.

Tidak dianjurkan memesan unta betina berikut anaknya

dengan sifat tertentu, kurang baik memesan induk unta, juga

binatang yang masih produktif berkembang biak. Akan tetapi, jika

seseorang memesan induk atau hewan produktif yang masih

berkembang biak dengan sifat tertenfu, dan dia menyebutkan

sifatnya, tanpa menyebutkan anaknya; anak unta, atau anak

kambing, dan tidak menyebutkan jaminan anak kambing yang

diberikannya, maka pemesanan ini diperbolehkan. Demikian ini

baik her,van tersebut dipesan dalam keadaan masih kecil atau

sudah besar yang disifati dengan sifat tertenfu dan umur, atau

keduanya telah besar.

Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya seseorang memesan

hev.ran yang memiliki air susu, dengan syarat dia hewan yang
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banyak air susunya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Praktik pemesanan seperti ini

diperbolehkan. Jika her,tan tersebut memang berlimpah air susu,

maka dia menjadi milik panesan, sebab air susu merupakan suafu

yang dapat dipisahkan dari ha.r.rann5ra, bukan akibat dari

pemanfaatannya. Susu adalah air yang diciptakan Allah di dalam

her,van tersebut, seperti halnSa kotoran dan lain sebagain5ra.

Apabila her,rnn tersebut seperti yang disebutkan ciri-cirinSn

oleh pemesan, maka akad tersebut rusak. Hal ini salna dangan

rusaknya akad pesanan ketika panesan berkata, 'Aku metnesan

unta padamu sesuai ciri-ciri yang dia sebutkan-" Sementara air

susu unta tersebut tidak ditakar dan tidak disifati.

AsySyafi'i melanjutkan, seluruh hevuan dan barang lain

yang kamu pesan dan syaratkan sesuahr 5nng lain bersamanya,

maka jika barang yang disgnratkan bersamanya itu telah disifati,

yang mana alrad salaf dalam barang ini halal dilakukan secara

terpisah, maka akad ini rusak.

Seseorang tidak boleh memesan hewan dengan ciri-ciri

he'.iran milik orang tertenfu atau daerah tertenhr, dan bukan hasil

hewan temak seseorang, maka dia hanya boleh memesan barang

yang masih dimiliki orang lain, sebagaimana pendapat kami

tentang bahan makan dan sebagainya. Asy-Spfi'i mengemukakan

pada bab perbedaan pendapat, bahwa her,ruan tersebut diba5rar

krdit atau bisa jadi dua hewan difukar dengan seekor her,r,ran

lainnya.

Sebagian ulama tidak sependapat dengan kita mengenai

pemesan heuran. Mereka menyatakan, pemesan hev,ran tidak

boleh dilakukan secara kredit selamanya. Menurutnya, bagaimana
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mungkin bisa menjadikan binatang sebagai objek utang sementara

dia tidak ditakar dan tidak pula ditimbang. Apakah kasus ini sama

dengan praktik pemesanan dua orang budak yang memiliki dinar,

dan dua ekor unta yang berbeda harga?

Kami mengutip pendapat beliau, pendapat Srang paling

utama menumt kami adalah merujuk pada Sunnah Rasulullah $
dalam kasus panesanan unta dan pelunasannya dan qiyas

terhadap sunnah lainnya. Ahli ilmu tidak berbeda pendapat soal

ini.

AsySyafi'i menegaskan: Ingatlah ketentuan tersebut.

Menurutku (Al Muthi'il: Sunnah merupakan dalil nash,

bahwa Rasulullah dahulu pemah memesan seekor unta.

Sementara Sunnah yang kami jadikan dalil dalam kasus ini

berbicara tentang penebusan diyatdengan 100 ekor unta.

Aku belum mengetahui kaum muslimin bersdisih pendapat,

bahwa diyat tersebut dibayarkan dalam rentang beberapa tahun

tertentu, dalam tempo tiga tahun. P.asulullah # pun pernah

menebus setiap orang yang tidak rela, para tawanan Hawazin yang

mendapat bagian, dengan enam atau lima ekor unta sampai waktu

tertenfu.

Redaksi, "Sementara ini aku tidak mengetahuinya." Kami

berkatia, alangkah banyak ilmu yang belum kami ketahui. Beliau

bertanya, "Apakah dalil tersebut shahili?" Aku menjawab, benar,

namun aku belum menerima sanadnya. Beliau berkata, 'Aku

belum mengetahui diyat dengan patokan tahun." Aku berkata,

"Kamu mengetahui sebagian perkara, dimana kamu tidak

berselisih pendapat dengan kami, yaifu seseorang mengakad
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kitabah para budak yang masih bujang dengan sifat tertentu; dan

seorang suami yang memberikan maskawin pada istrinya berupa

budak dan unta dengan sifat tertentu?" "Ya," jawabnya. Beliau

kernbali berkata, "Tetapi, ayat ini meurajibkan digt unta: Unta

qisas, umur tertentu, dan bebas dari cacat. Seandainya dia ingin

mengurangi umumya, maka ifu tidak diperbolehkan. Menunrtku,

Anda hanya menghukumi kasus ini dengan denda unta dalam

batas waktu tertentu. Anda mempertolehkan pernbayaran unta

tersebut secara utang. Begitu pula, Anda memperbolehkan

maskawin perernpuan unhrk waktu dan sifat tertenfu, serta akad

kitabah dengan waktu dan sifat tertentu pula.

Seandainya kami belum meriwayatkan sesuatu tentang hal

ini selain kasus yang telah kita sepakati bersama, bahwa pesanan

her,uan dalam tiga kasus ini terkait masalah utang piutang.

Bukankah ini berarti anda fidak konsisten dengan pem5rataan

anda, 'Pesanan he\ /an tidak boleh dilakukan s@ara utang

piutang', dengan begifu alasan anda terpatahkan?

Menurut aku, Rasulullah dalam kasus pesanan dan digt
menjadikan heunn sebagai utang. Anda tidak menyalahi kami

bahwa dalam dua kasus lainnya, soal maskawin dan kitabah,

pembayaran juga dilakukan secara utang piutang.

Jika anda berpendapat, antara budak dan tuannya tidak

terdapat riba. Pertanyaan aku adalah, apakah boleh seseorang

mengakad kibbah budak atas putusan tuan, dan dengan syamt dia

memberikan buah yang belum siap panen?

Asy-Syafi'i melanjutkan, "Aku berkata pada Muhammad bin

Al Hasan: Engkau meriwayatkan padaku dari Abu Yusuf, dari

Atha' bin As-Saaib, dari Abu Al Bakhtari bahwa beberapa

keponakan Utsman tiba di sebuah lembah. Mereka melakukan
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sesuatu terhadap unta milik seseorang: Memotong kantong

susunya dan membunuh anaknya yang sudah disapih-

[alu, datanglah Utsman. Di dekat beliau ada Ibnu Mas'ud-

Utsman memperkenankan Ibnu Mas'ud memufuskan perkara itu.

Akhimya, Ibnu Mas'ud memufuskan Utsman mengganti unta dan

anak unta yang sama di lembah tersebut. Beliau pun menjalankan

pufusan tersebut.

Diriwayatkan dari hnu Mas'ud, bahwa beliau memutuskan

perkara pembunuhan hauan, dengan penggantian hewan yang

sarna secara utang. Sebab, ketika ihr hnu Mas'ud memutuskan

perkara di Madinah, dan Utsman memberikan penggantinya di

lembahnya secara utang. AsySyafi'i menambahkan, dia

meriwayatkan dari Utsman bahwa beliau menyampaikan

pemptaan tersebut.

Kamu merfurnSratkan dari Al Mas'udi dari Al Qasim bin

Abdurrahman, dia berkata, "Aku menjalin akad pesanan untuk

Abdullah bin Mas'ud terhadap beberapa budak bujang, seorang

dari mereka adalah Abu Zaidah, maula kami. Seandainya

pemyataan Ibnu Mas'ud menurut anda kontradiktif dalam kasus

ini, maka tenfu orang ihr akan mengambil sebagian haknya,

bukankah seluruh aset itu miliknya?" dia menjawab "Ya."

Aku berkata, "Bukankah di sini hanya terdapat perbedaan

pemyataan lbnu Mas'ud?" Dia menjawab, "Ya," Aku berkata,

"Mengapa engkau menyalahi lbnu Mas'ud, sementara di sana

terdapat Utsman berikut pesan Sunnah dan ijma'?"

Asy-Syafi'i rnelanjutkan, "seorang dari mereka

menyatakan, 'seandainya engkau beranggapan, tidak boleh akad

slam dalam kasus ini, namun akad salamnya diperbolehkan (di

luar kasus tersebut); dan otomatis akadnlra menjadi d,lnt kitabah,
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maskawin, dan penggantian seekor unta dengan dua ekor unta

secara kredit." Beliau berkata, "silakan jika anda mau berpendapat

demikian."

Asy-Syafi'i menenrskan, "Jika anda berpendapat demikian,

menurutku, inti pernyataan anda bahwa ha,v:rn 
- -tergebut

dibayarkan secarcr utang adalah sangat keliru, ifu jika engkau

beralih dari pendapat tersebut. Menurutku, anda meriwa5ratkan

dari hnu Abbas bahwa beliau mempertolehkan pesanan her,van;

dan dari seorang sahabat Nabi $ lainnya Srang berkata, 'Sungguh,

kami meriwalntkannya'."

Aku bertanya, "Jika seseorang berpendapat dengan

penyataan mereka berdua atau pemyataan salah safunya, yang

bukan pendapat lbnu Mas'ud, apakah ifu dipertolehkan?" dia

menjawab, "Ya-" Aku bertanya, "Lantas bagaimana jika

pemyataan mereka atau pemyataan salah sahrnla didukung qiyas

terhadap Sunnah dan ijma?" Dia meniawab, "[hr lebih utama

dijadikan landasan." Aku bertanya, "Bukankah anda menemukan

orang yang memperbolehkan akad salam unfuk pengadaan her,r,ran

yang didukung qiy'as, sebagaimana anda ungkapkan?" Dia

menjawab, "Ya-"

Cabang: Asy-Syafi'i berpendapat mengenai akad salam

dalam pembelian kain. Apabila pemesan mensyamtkan kain yang

tebal dan kasar, maka penerima pesanan tidak boleh memberinya

kain yang lembut, sekalipun itu lebih bagus. Sebab, kain yang tebal

dan kasar lebih hangat saat cuaca dingin dan sejuk saat cuaca

panas. Bahkan, seringkali kain jenis ini lebih awet. Alasan-alasan

ini tidak terpenuhi ketika penerima pesanan memberikannya kain

yang lembut dan tipis, sekalipun harga kain yang lembut ihr lebih

t-_
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mahal. Dia bukan barang yang dipesan dan disyaratkan unfuk

memenuhi kebufuhannya.

Asy-Syafi'i mengulas tentang akad salam kulit, baik yang

sudah disamak maupun belum, dan juga kulit siap pakai, bahwa

dia tidak boleh diakad oleh salam dan jual beli kecuali telah dilihat.

Menurut beliau, dernikian ini karena kita tidak boleh mengqiyaskan

kulit dengan kain. Sebab, seandainya kita menganalogikan kulit

dengan kain, maka dia hanya halal dihansaksikan jika telah terukur

dengan satuan hasta dan diketahui sifat-sifatnya. Hal ini tidak
mungkin diberlakukan pada kulit, karena perbedaan fisik yang

tidak bisa diukur dengan ukuran hasta. Penjelasan lebih lanjut

terdapat pada pasal berikutnya. Insya Allah.

Asy-Syafi'i memperbolehkan akad salaf pada ka5m. Beliau
juga memperbolehkan pemesanan ka5nr dengan kayu yang lain.

Hal ini mengacu pada kaidah unsur riba hanya terdapat pada

bahan makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang, emas,

dan perak. Transaksi di luar komoditas ini tidak masalah jika

terdapat selisih, secara langsung, dan dengan tenggang wakhr,

baik lewat akad salam maupun bukan, dengan cara bagaimana

pun, asalkan barangnya diketahui.

Akad pemesanan kayu diukur dengan sahtan hasta, bisa
juga diqiyaskan dengan satuan sentimeter, inci, atau meter.

Kebanyakan akad pemesanan kayu dilakukan dengan safuan ton
dan meter, jarang menggunakan timbangan dan qiyas.

Cabang: Asy-Syafi'i memaparkan akad pengadaan batu,
penggilingan, dan sebagainya, bahkan beliau mengulas berbagai

ragamnya. Beliau melarang pemesanan puing-puing rumah karena

tanpa ukuran dan tidak diketahui dengan jelas kadamya.
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Terkait akad salam dengan acuan bilangan, Asy-Syafi'i tidak

memperbolehkan kecuali untuk membatasi her,ruan yang telah

diketahui umur, sifat, dan jenisnya; juga untuk membatasi kain

yang telah diklasifikasi sesuai jenis, baju resmi, dan baju kurung;

begitu pula kayu yang diklasifikasi sesuai jenis, sifat, dan

ukurannya, serta komoditas sejenisnya.

Asy-Syafi'i tidak mernperbolehkan akad alaf pada labu,

mentimun, tumbuhan khi5nr, delima, jeruk, buah badam, kelapa,

telur-telur apa pun -ayarn, merpati, atau lainnln-, juga burtuqal,

dan jeruk Wfifi. Begitu pula seluruh jenis buah yang biasa

diperjualkan bijian dan komoditas png sejenis, lantaran adanya

perbedaan jumlah dan timbangan. Sebab, sebagian buah dan syur
di atas terkadang berakrya satu kilo, natnun iumlatrrya berbeda

satu sama lain, sehingga dia tidak dapat dibatasi dengan bilangan

dan tidak bisa dengan tirnbangan.

Seluruh barang yang tidak dapat dibatasi dari segi sifat atau

dijual menunrt jumlahnya dikategorikan sebagai barang yang tidak

diketahui l,majhul, kecuali jika diperkirakan dia dapat ditakar atau

ditimbang. Maka, dia pun bisa ditakar dan ditimbang.

Misalnya, seperti redaksi al<ad salam'Aku memesan safu

ton kelapa Maroko padamu, yang timbangannln salna dengan L2

ribu jari, atau satu ton labu. Biji tidak boleh lebih dari 200 dari

jenis fulani." Sebab, selurull jenis buah ini ketika jumlah dan

timbangannya sdikit, umumnya mengindikasikan benhrknya besar

dan bagus jenisnya. Buah.seperti ini dianalogikan dengan barang

makanan dari jenis kubis.

Asy-Syafi'i mengatakan, jika terdapat buah atau sayLrr yang

besar kecilnya berbeda, maka akad salam terhadapnya tidak

diperbolehkan, kecuali dengan menyebutkan besar kecilnya.
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Misalnya, seperti sa! rr qinbith yang berbeda besar kecilnya, lobak,

dan ubi 5nng berbeda ukuran besar kecilnya dari segi rasa dan

harga.

C-abang: Dernikian pula, tidak boleh memesan kayu

dengan hifungan safuan, dan diperbolehkan dengan safuan

timbangan sesuai sifat yang telah kami sebutkan semuanlra secara

langsung bqlitu ditebang.

Seandainya penerima pesanan menyimpan seluruh

komoditas di atas dalam lemari es sehingga bobotnya bertambah

akibat bunga es, maka al<ad salaftersebut batal. Jika komoditas ini

kering oleh terik matahari sehingga mengurangi bobotnya atau

mengurangi msanya, maka akad pesanan tersebut pun batal.

Tidak dipertolehkan menjalin akad sakm terhadap barang

yang rusak dengan sendirinya seiring berlalunya waktu. Jika
barang tersebut tidak dapat dipisah dalam waktu dekat akibat

unsur-unsur di dalamnya seperti; semen, maka akad salam ini batal

dengan sendirinya. Semen yang telah mengeras tidak dapat

digunakan sebagai perekat bangunan, dia juga tidak dapat dipilah
dari semen yang masih layak dijadikan bahan bangunan, karena

dia memiliki kesamaan sifat-sifattya. Wallahu a'lam.

Madzhab Para Ulama Seputar Definisi Salam

Kami telah kernukakan di muka, bahwa menurut madzhab

kami, al<ad slam adalah jual beli sesuafu yang disifati dalam

tanggungan dengan redaksi salam, misalnya pemesan berkata,
'Aku mernesan 20 irdab gandum dengan sifat-sifat demikian
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seharga 20 dinar, yang akan aku ambil sebulan kemudian,

misalnya." Sedangkan akad salam dengan redaksi jual beli, seperti

keterangan di depan, misalnya, "Juallah padaku 20 irdab gandum

dengan sifat-sifat demikian 5rang akan aku ambil nanti seharga 20

dinar." Di sini terdapat khilaf ulama. Begitu pula tentang bolehnya

mengganti redaksi salam dengan redaksi lain dan pesSpratan

lrhigrdabm sahm.

Sebagian ulama berpendapat, praktik ini termasuk akad

salam karena akad tersebut memuat pesan alatn, tanpa

memperhatikan redaksinya. Jadi, sah-sah saja mengganti harga

barang ini dengan yang lain. Namun, jika harga tersebut bempa

emas, maka penerima pesanan tidak sah memberinya gandum,

seperti tidak sahnya mengganti harga, alias barang yang dipesan.

Apabila seseorang memesan gandum, penerima pesanan

tidak sah menggantinya dengan jagung. Begitu juga tidak sah

mengulur penyerahan harga di luar majelis. Dan, tdak sah

menqBratkan lfii4aa-dalalr. al<ad slam.

Akan tetapi, menurut pendapat muktamad ahad sakm
hanya terlaksana jika menggunakan kata "salanf'. Jika akadnSa

menggunakan redaksi jual beli, maka otomatis dia dikategorikan

sebagai jual beli. Akad salan mempakan salah satu dari tiga akad

yang menggunakan redaksi khusus, yaihr alam, nikah, dan

kiabah.

Imam Al Azhari dalam sebuah kitab yang sangat populer,

Sgmh Gharib Mukhtashar Al Muani, dia menulis: "Kata sallama,

aslama, sallafa, dan aslafa bermakna sama. Dernikian pendapat

seluruh ahli bahasa. Hanya saja, kata salaf terkadang juga

bermakna qardh (pinjaman). Dalam sebuah hadits Nabi #
disebutkan, beliau pemah meminjam (salal unta muda. Artin5a,
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beliau meminjam unta muda yang kemudian akan dikembalikan

dengan unta yang sama. Begitu pula kata istaslafahu.2o

Sedangkan menumt madzhab Abu Hanifah, beliau

mengratakan, akad slam adalah membeli barang yang diserahkan

kemudian dengan pembaSraran sekarang. Pemilik udog: emas dan
perak disebut muslim (pemesan), pemilik barang yang akan

menyerahkan pada waktu tertentu disebut muslam ikih (penenma

pesanan), barang 5rang dipesan disebut muslam fih, dan harga

yang diserahkan pihak pemesan disebut ra'sul mal salan.

Jual beli tidak disyaratkan menggunakan redaksi " salanl'

atau"salaf. Namun, akad salam tetap sah jika menggunakan kata
"jual beli," seperti keabsahan jual beli dengan l<ata"salafil'.

Fatwa Tertutup

Syaikh Ahmad Huraidi, rnufti wilayah Mesir, rnengeluarkan

fattrn dalam jual beli salam menunrt ma&hab Abu Hanifah pada

Fatwa No. 982, lnng dimuat di jilid IX Al Fatawa Al Islami5yah,
png dipublikasikan oleh DarulAl Ifta Al Mishriryah.

Beberapa Prinsip Almd Salam.

1. Akad salam adalah jual beli barang yang diserahkan pada

waktu tertenttr dengan pembalnmn di saat akad

berlangsung, dengan syarat penyerahan bamng telah

20 Imam Al Azlrari, Slnrh Gharib Mukhtashar Al-Muzani, jitid l, hlm. 217, cntal<an

Auqaf Kuuait.
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dilakukan minimum satu bulan setelah akad. Akad sakm
diperbolehkan secara syara' jika akad telah memenuhi

syarat dan ketenfuan yang berlaku.

2. Pihak pembeli tidak boleh meruakili penjual unhrk menjual

barang yang dipesannya sebelum serah terima dan menjadi

miliknya, karena ini termasuk mer,ruakilkan penjual barang

yang bukan miliknya. Praktik ini tidak diperbolehkan sSnm'.

3. Pihak pembeli dilarang memberikan harga barang

dagangan pada penjual melebihi harga dasar barang saat

ihr, untuk mengalihkan akad itu pada praktik jual beli harga

dengan harga berikut tambahannga. Praktik ini tergolong

riba, yang diharamkan s5nra'.

4. Kesepakatan dua belah pihak untuk mq-faskh al<ad

berkonsekuensi pengembalian harga Srang telah diterima
pihak per$ual.

Pertanyaan:

Sudah lazim di tengah sebagian maqnrakat kita berlaku

pemesanan beras di awal masa tanam dengan harga t2 junaih

berikut pajak, dengan s5rarat petani menyerahkan beras tersebut

begitu selesai dipanen. Atau, pihak penjual mer,vakilkan penjualan

beras pada orang lain sesuai harga yang telah ditetapkan tahun

sebelumnya, yaitu L7 junaih plus pajak.

Secara prinsip, jual beli ini dikategorikan sebagai akad

salarn, seperti dikemukakan sebagian ulama. Mereka mer fatwakan

kehalalan praktik tersebut dan tidak diklasifikasikan sebagai riba.

Pada tahun ini, para penjual menyerahkan harga besar senilain 12
junaih berikut pajak, seperti kebiasaan yang berlaku. Hanga saja,

harga beras tahun ini naik menjadi 20 junak berikut pajak.
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Akibatnya, para penjual enggan menyerahkan beras dengan harga
77 junaih, seperti kesepatakan semula.

Bagaimana tinjauan hukum praktik di atas dari segi syara',
mengingat saat menyerahkan barang terjadi penambahan nilai
pajak sampai 20 junaih.

Jawaban akan pertanyaan cii atas:

Apabila terjadi penjualan barang seperti beras dan
sebagainya dalam tempo tertentu dengan pembayaran tunai,
menurut ahli fikih, praktik ini dinamakan jual beli salam. Jual beli
seperti ini diperbolehkan dalam syarai dengan sgrarat penyerahan
barang telah selesai minimal satu bulan seteiah pemesanan.
Keurajiban penerima pesanan yaitu menyerahkan beberapa bagian
pajak beras pada pemesan sesuai omzet pesanan ketika akad
dinyatakan sah dan memenuhi sehruh syarat dan rukun yang ada
s@artt s!mn'.

Pmktiknya, dalam akad ini disebutkan jumlah, jenis, sifat,
dan ukuran barang pesanan berikut wakfu dan tempat
penyerahan, juga harga yang disemhkan, sehingga tidak tersisa
lagi ketidakjelasan dan menghindari terjadinya sengketa.

Pembeli tidak diperbolehkan mer,vakili penjual (pemilik
beras) dalam menjual barang dalam jumlah lang disepakati
sebelum penjual menyerahkan pada pembeli dan sah menjadi hak
milik pembeli. sebab, sebelum proses ini terjadi, tindakan tersebut
dikategorikan mevuakilkan penjualan barang yang belum dimiliki.

Praktik di atas tidak diperbolehkan secara syarai sama
halnya dengan larangan penjual rnenyerahkan sejurnlah harga
yang disepakati pada pihak pembeli sesuai harga dasar saat itu
ketika hasilnlra telah tampak. yaitu, 2o junaih berikut pajak atau
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17 junaih tanpa pajak. Transaksi seperti ini merujuk pada jual beli

harga dengan harga berikut tambahan. Jadi, dia sama dengan riba

yang diharamkan dalam s5nra'.

Yang dipertolehkan hanyalah mengembalikan harga yang

telah diterimanya saja, ketika kedua belah pihak sepakat untuk

men-fasakh akad. Ketika dua belah pihak tidak sepakat untuk

men-fasakh akad, maka penjual (pemilik beras) menyerahkan

sejumlah beras yang telah disepakati pada pembeli. Demikian

tanggapan atas jawaban di atas. Walkhu a'lam.

Sementara itu, ulama fikih Maliki berpendapat, bahwa akad

salam mempakan akad timbal balik yang mengharuskan

pembebanan tanggungan, tanpa barang dan tanpa manfaat, dan

juga dengan kompensasi yang tidak sebanding. Kata "Dengan

barang" tidak memasukkan tnansaksi iiarah, karena

kompensasinya berbentuk manfaat. Selanjukrya, redaksi, "Dengan

kompensasi yang tidak sebanding" mengecualikan akad slat
karena pihak pemesan memberikan modal sebagaimana mestinya.

Ahmad dan ulama madzhabnya berpendapat, bahwa akad

salam adalah akad terhadap sesuatu 3ang sah diperjualbelikan

dengan sifat-sifat tertentu dalam tanggungan sampai batas waktu

tertentu. Akad salam sah dilakukan dengan kata "Jual beli," seperti

redaksi, "Aku jual padamu gandum yang sifat demikian dan

takarannya sekian, yang akan aku ambil sebulan kemudian."

Seperti halnSa pesanan dengan redaksi "filanf' dan "salaf .

Bahkan, akad pesanan sah dilakukan dengan redaksi yang

digunakan dalam akad jual beli, seperti 'Aku milikkan," "Aku

berikan," dan sebagainya.

L
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Madzhab Para Ulama tentang Sifat Barang Pesanan
(Muslam-nnl

Kami telah kernukakan sebelumnya, bahwa barang yang
berkualitas bagus atau buruk bukanlah s5rarat barang pesanan.

Apabila panesan menyebutkan barang pesanan secara umum,
maka kebagusan kualitas barang dikembalikan pada uy'(kebiasaan
png berlaku) sebagai acuan standar minimum.

Meski demikian, boleh saja mensyaratkan bag,rt atau
buruknya barang pesanan, asalkan barang tersebut mempunyai
ciri-ciri png dapat membatasi, menenhrkan, dan mengenalinya.
Dengan kata lain, ciri-ciri barang ini sangat terpenuhi. Jika ciri
yang diinginkan pernesan sangat langka, maka al<ad salam ini tidak
sah.

Contoh barang lang mempunyai banyak sifat yaitu biji-
bijian di daerah p€rtanian, har.ran, dan sebagainya. Dengan
dernikian syarat sahn sama dengan qnrat iual beli selain qBrat
harus melihat barang Srang diperjualbelikan, karena hal ini salah
sahr syarat keabsahan jual beli, sebagaimana telah disinggung di
depan. lain halryra, dengan melihat barang pesanan, karena ini
bagian dari dispensasi: pengecualian dari larangan jual beli bamng
png tidak ada.

Di samping syarat yang sama dengan jual beli, al<ad salam
merniliki tambahan syarat yang lainnya. Sebagian syarat ini
berkaitan dengan modal pesanan dan sebagian lainnya
berhubungan dengan barang pesanan. Seluruhnya syarat bagi
keabsahan akad salam. Oleh karena ifu, akad salam tidak sah jika
bertentangan dengan syarat tersebut.
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Sementara syarat yang berkaitan dengan modal ada dua,

Syarat pertama: Modal salam bersifat tunai, tidak

ditempokan. Karenanya, tidak sah salam dengan pembayaran

yang ditempokan.

Syarat kedua: Modal diserahkan di majelis akad.

seandainya modal ini diakhirkan, (diserahkan kemudian) maka dia

tergolong jual beli utang dengan utang. Dalam hal ini tidak ada

bedanya antara modal dalam bentuk barang maupun jasa.

Misalnya pemesan berkata, "Aku mengakad salam padamu untuk

menyewakan rumahku dalam jangka wakfu sekian dengan

pembayaran kambing dalam jumlah sekian." Di sini pemesan mesti

menyerahkan pembayaran akad tersebut saat ifu juga.

Sementara syarat yang berhubungan dengan barang

pesanan,5aitu:

S5arat pertama: Menjelaskan tempat penyerahan barang

pesanan, jika tempat berlangsungnla akad tersebut tidak layak

untuk menyerahkan barang, baik akad slam tersebut funai atau

kredit. Sedangkan jika tempat akad layak untuk menyerahkan

barang pesanan, di sini terdapat rincian hukum.

Apabila pemindahan barang ini membutuhkan biaya, maka

besaran biap tersebut wajib dijelaskan pada akad salam yang

kredit, bukan yang funai. Jika pernindahan barang tidak

membutuhkan biaya, maka panesan tidak perlu menjelaskannya,

baik salam tersebut funai maupun kredit.

Syamt keduar Penerima pesanan mampu menyerahkan

barang pesanan b"gihr jatuh tempo, iika akad tersebut ditempokan

atau begitu akad sah jika bersifat hrnai. Apabila seseorang
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manesan buah-buahan dan menenfukan batas wakfunya pada saat
buah tersebut tidak ada, maka akad salam ini tidak sah.

Syarat ketiga: Barang pesanan dapat diserahkan di saat
jahrh tempo tanpa adanya kesulitan. Wajib menyerahkan barang
pada akad salam tunai begitu akad salam tersebut usai. Sementara
penyerahan barang pada akad salam kredit dilakukan begitu jatuh
ternpo.

Syarat di atas juga berlaku dalam jual beli, tidak ada
tambahan syarat lainnya. Penambahan syarat lain, di luar syarat
jual beli, hanya berlaku ketika seseorang memesan barang yang

sangat jarang, seperti intan dan bafu yaqut dalam ukuran besar.

Bahkan, dalam hal ini akad salam tersebut tidak sah, sebagaimana
akad diterangkan pada pasal berikutnya.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat2l, syarat salam
tertagi menjadi dua. Satu bagian merujuk pada akad, dan satu
bagian lainn5a pada badal (kompensasi). Syarat yang berkaitan
dengan akad hanya ada satu, yaitu akad tersebut tidak dikenai
q,rarat kh$arbagi kedua belah pihak atau salah satunln.

Namun, jika modal milik pihak lain, bukan kepunyaan
pernilik barang pesanan di majelis akad, lantas kemudian mereka
berpisah, maka pemiliknyra berhak khtyar unfuk melanjutkan akad
dan membatalkannya. Jika dia melanjutkan akad, maka akad
salam tersebut sah.

Sementara itu, syarat yang terkait dengan badat
(kompensasi) terdapat 15 syarat. Lima diantaranya berkaitan
dengan modal pesanan, dan sepuluh sisanya berkenaan dengan
barang pesanan.

21 Uhat N Frqh Ata At Madzahib Al Arba'ah, Syaikh Abdurrahman Al Jaziri.
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Syarat yang berkaitan dengan modal pesanan:

Syarat pertama: Menjelaskan jenis pembayaran, apakah

berbenfuk uang seperti lunaih dan mata uang lainnya, atau dalam

bentuk barang seperti gandum, jelai, atau lainnla.

Syarat keduar Menerangkan raganl pembagraran, misalnSa

dengan junaih Mesir atau iunaih tnggris (Poundsterling), atau

dengan jenis gandum 6a7i atau miqi.

Syarat ketiga: Menyebutkan sifat barangnya, seperti bagus,

buruk, atau sedang.

Syarat keempat: Menjelaskan besaran modal, seperti 5
junaih atau 10 irdab gandum atau jelai. Apakah isyarat dapat

menggantikan penyebutan jumlah pembayaran? Benar, bahasa

isyamt dapat menggantikan bahasan lisan dalam menyebutkan

besaran modal, jika pembagrarannya berupa barang yang

ditimbang atau barang satuan. Apabila pemesan berkata, "Aku

menjalin al<ad slamdenganmu pada ini atau fumpukan semangka

dengan harga sekian." Akad salatn ini sah, sekalipun pemesan

tidak menyebutkan jumlah hasta kain 5ang dipesan (dalam contoh

lain)dan tidak menyebutkan banyakn5n tumpukan semangka-

Adapun jika pembayaran tersebut berupa barang takaran

atau yang ditimbang, di sini terdapat khilaf ulama- Menurut satu

pendapat, penjelasan dengan isyarat sudah ctrkup- Ada yang

mengatakan, tidak cukup, tetapi pemesan harus menjelaskan

kadamp secara lisan.

Sprat kelima: Modal diserah terimakan di majelis salam,

seperti yang telah disinggung sebelumnla.

Sementara 10 syarat yrang terdapat dalam barang pesanan,

empat syarat di antaranya telah disebutkan dalam syarat modal
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p€Sonon: yaitu p€nyebutan (Pertama); jenis, (Kedua); ragam,

(Ketiga); sifat, dan (Keernpat); kadar barang pesanan. Kemudian

syarat sisanya adalah:(Kelima); barang diserahkan dalam jangka

waktu tertentu.(Keenam); Barang tennasuk komoditas yang dapat

ditemukan di pasar.(Ketujuhh Barang yang dipasan sudah jelas.

(Kedelapanh Menjelaskan tempat penyerahan barang, jika ia

termasuk komoditas yang memerlukan pembiayaan, seperti

gandum dan sebagairyn.Kesembilan); Dua kompensasi ini tidak

mengandung illat rtb fadhal, dalam segi besaran dan jenisnya,

seperti dikemukakan sebelumnya.(Kesepuluh); Barang pesanan

termasuk salah sattr deri ernpat kornoditas: barang yang ditakar,

ditimbang, dihitung safuan, atau diukur dengan hasta (safuan

panjang).

Demikian pula dengan penyebutan kadar barang pesanan.

Barang yang dipesan haruslah diketahui jumlahnya, baik dengan

cara ditakar, ditimbang, dihifung safuan, maupun dengan safuan

hasta.

Barang png dihkar sah diakad salam, baik dia berupa biji-

bijian, madu, susru, minyak samin, maupun kurma kering. Apakah

dia sah diakad dengan salambila diukur dengan timbangan? Di sini

terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat mukbmad,

bahwa akad salam dengan cara ini sah; karena intinya barang

pesanan telah dibatasi- Namun, jumlah safuan barang yang ditakar

haruslah diketahui khalayak umum. Jadi, redaksi berikut tidak sah,

"Aku mengakadi salam padamu beberapa dinar unhrk pengadaan

20 qabshah gandum." Sebab, satuan qabshah bukanlah takaran

standar yang dikenal banyak orang, seperti kailah dan sebagainya.

Selanjutnya, barang yang ditimbang juga sah diakad salam,

kecuali bila berupa mata uang, baik dari bahan emas maupun
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perak. Jadi, tidak sah akad salam dengan redaksi "Aku pesan kain

ini padamu dengan dinar seberat ini yang akan aku ambil sebulan

kemudian." Sebab, dinar tidak sah diakadi saktn, karena diantara

syarat al<ad salam adalah, barang pesanan ifu harus termasuk

jenis barang yang tertentu. Padahal, Anda tahu uang emas dan

uang perak tidak dapat ditenfukan dengan penjelasan apa pun.

Apakah praktik di atas dapat dikategorikan sebagai jual beli

kain: Kain menjadi objek yang dijual dan dinar sebagai harga yang

ditempokan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut safu pendapat, ini termasuk jual beli, pemyataan ini di-

mjilrkan oleh sebagian ulama. Namun, menurut pendapat lain, hal

tersebut tidak dapat digolongkan sebagai jual beli. Pendapat ini di-

shahibl<an oleh sebagian ulama.

Selanjuturya, barang satuan (ma'dudatt sah untuk diakadi

salam bila memiliki ukuran yang hampir salna, seperti kelapa,

karena satu kelapa dengan 5nng lain memiliki kesamaan. Oleh

karena itu, di saat seseorang memsak sebagiannya, maka pemilik

berhak mengambilbarang lang sama.

Sedangkan barang satuan yang tidak memiliki ukuran yang

sama, jika terjadi kerusakan padanya, maka pernilik hanla berhak

mengambil nilainya saja. Termasuk jenis barang yang tidak

memiliki ukuran yang sama yaitu labu dan delima. Oleh karena itu,

tidak sah akad salam dengan redaksi, 'Aku pesan padamu satu

dinar unfuk pengadaan 100 semangka atau 200 delima," karena

satuan buah ini berbeda-beda sehingga tidak dapat dibatasi dengan

jelas.

Contoh barang yang memiliki ukuran yang sarna yaitu telur

ayam. Sekalipun ukurannya ada yang kecil dan besar, akan tetapi
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jumlah kandungan putih dan kuning telur yang ada di dalamnya
hampir sama.

Termasuk juga telur burung unta, jika tujuan pembeliannya
unfuk dikonsumsi. Akan tetapi, jika tujuan pembelian telur burung
unfuk menjadikan kulitnya sebagai bahan suvenir, dia
dikategorikan sebagi barang yang tidak memiliki kemiripan, karena
sebagian kulibrya ada yang besar dan ada juga yang kecil.

Berikutnya, contoh barang safuan yang memiliki kesamaan
adalah, uang logam seperti pecahan mata uang rogam millime.
Uang logam boleh diakad oleh alam. Karena itu, boreh saja
mernesan safu dinar unfuk pengadaan 120 uang logam yang
diambil bulan depan.

Demikian keterangan Syaikh Abdurrahman Al Jaziri dalam
N Fiqh Ala Al Madzaahib N Afia'ah, juz Z, halaman. 404,
cetakan Mathba'ah Al Hadharah Asy-Syarqiyyah.

Di antara barang safuan yang memiliki kemiripan yaifu bata
(bafu bata bakar), termasuk juga bata merah. pemesanan bata dan
bafu bata hukumnya sah, dengan syarat pemesan menjelaskan
bentuk cetakan dan jenis tanahnya, misalnya ukuran panjang
sekian dan lebamya sekian.

Berikutnya, barang yang diukur dengan safuan hasta seperti
kain, permadani, dan tikar, semua sah diakad oleh salam dengan
beberapa syarat, yaitu:

Syarat pertama: Pemesan menjelaskan ukuran panjang dan
lebarnya.

Syarat kedua: Dia menyebutkan sifatnya, seperti kain yang
tidak dijahit dengan kapas, katun, bulu, atau sutera.
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Syarat ketiga: Dia menjelaskan tempat produksinya' seperti

Mesir, Cina, atau Pakistan. Jika kain masih berbentuk sutera alam,

maka perlu juga disebutkan timbangan, panjang, dan lebamya.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan, sah melakukan akad

salamdalam pengadaan ikan asin yang dikeringkan dengan garam

seperti ikan nniah dan fukalah. Jika ikan tersebut besar, sah

menjalin akad salamdengan ukuran satuan. Sedangkan untuk ikan

kecil, maka al<ad salam itu sah dilakukan dengan ukuran takaran

dan timbangan.

Artinya bahwa, seseorang sah memesan ikan bakalah

seharga safu dinar atau lebih dalam jumlah tertentu dan ciri-ciri

tertenhr seperti ikan produksi Perancis atau Nonregia, jika ikan

termasuk besar. Sedangkan jika ukumnnya kecil seperti ikan

sarden kering ynng telah diasinkan, maka dia boleh diakad salam

dengan ukuran timbangan dan takaran.22

Ulama madzhab Hanafi menambahkan, bahwa akad

panesanan ikan segar juga sah. Bahkan, jika ikan ini termasuk

jenis ikan yang selalu tersedia pada musim apa pun, maka akad

salantnya sah tanpa ada batasan. Sedangkan, ikan yang tidak

tersedia pada musim tertenfu seperti ikan di kufub yang aimya

membeku di musim dingin, sehingga ikan tersebut tidak dapat

ditemukan, maka al<ad salamnya harus disertai penentuan waktu

ketersediaan ikan. Tidak boleh wakfunSra berlangsung sampai saat

tidak tersedia ikan.

Akad pemesanan her,r,an tidak diperbolehkan secara

mutlak. lantas apakah sah akad salam untuk pengadaan bagian-

bagian tubuh hewan setelah disembelih, seperti kaki dan kepala?

22 Aturan ini terasa sangat aneh, karena ikan kering tidak mudah ditakar. Dia tidak

rnungkin diukur dan dibatasi dengan takaran.
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Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut
pendapat yang masyhur, pemesanan bagian fubuh heuran juga

tidak sah, sama seperti hukum pemesanan hewan.

Sebagian ulama berpendapat, tidak masalah memesan
bagian fubuh heuan dengan ukuran timbangan setelah
menyebutkan bagianny'a dan memenuhi syarat yang lain.

Begifu halnya hukum panesanan daging, terdapat
pe6edaan ulama.

Fatwa kalangan Hanafiah menyebutkan, keabsahan
pemesanan kayu bakar dengan ukuran qitt atau timbangan.
Namun, tidak sah pemesanan rumput yang masih hijau dan pohon
sernanggi. Tetapi, jika pernesan dapat membatasi dua barang ini
dengan batasan yang dapat menghindarkan sengketa dua belah
pihak, maka pesanan tersebut dipertolehkan.

Tidak sah akad p€mesanan tepung, kristal, dan sejenisnya,
karena safuannya sangat tidak sama. Begitu pula tidak sah
melakukan akad elan untuk pengadaan alat-alat besar.
Sedangkan pemesanan alat-alat kecil yang diperjualbelikan dengan
cara ditimbang hukumryn sah. Oleh karena ifu, pemesan boleh
menggunakan redaksi, 'Aku manesan mutiara yang sifatrya
dernikian dan timbangannya sekian seharga 100 dinar."

Sementam ifu, ulama madzhab Hanbali menetapkan fujuh
syarat al<ad salam. Yaifu:

Syarat pertama: Pemesan menyebutkan sifat barang
pesanan yang dapat menentukan perbedaan harga dengan jelas.

Misalnya, dia menyebutkan jenis, ragarh, wama, daerah
pembuatan, baru atau lama.
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Syarat kedua: Dia menjelaskan jumlahnya. Oleh karena itu

barang pesanan harus menggunakan takaran standar yang sudah

dikenal masyarkat luas.

Syarat ketiga: Mensyaratkan tempo yang diketahui.

Syarat keempat: Barang pesanan banyak tersedia pada

tempo tersebut. Adapun jika barang pesanan sangat langl<a,

seperti anSpr, di luar musim panen, maka al<ad sakm ini tidak

sah.

Syamt kelima: Pembayaran pesanan ditenfukan di malelis

akad.

Syarat keenamr Barang pesanan menjadi utang dalam

tanggungan pihak penerima pesanan. Oleh karena ihr, jika

seseorang melnesan rumah atau barang lrang telah ada (di

hadapannya), maka akad ini tidak sah.

Syarat kau;uh, Barang pesanan tersebut terrnasuk objek

yang dapat dibatasi sifahSra seperti bamng yang ditakar,

ditimbang, dihifung persafuan, dan diukur dengan satuan panjang.

Barang takaran sah diakad salam, baik dia berupa biji-bijian

maupun bukan seperti susu, minyak, madu, dan sebagainya-

Ketika seseorang memesan biji-bijian, maka dia disyamtkan

unfuk menyebutkan empat perkara:

Pertama: Menyebutkan jenisnSa, misalnla gandum bali,

miqi, atau sha'idi.

Kedua: Menyebutkan daerahnya seperti gandum Meksiko,

gandum Austalia, gandum India, atau gandum Swedia-

Ketiga: Menyebutkan ukuran biji, kecil atau besar.
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Keernpat: Menyebutkan barang lama atau baru. Begifu pula
panesanan adas, perlu menyebutkan ragarnnya, seperti adas ufuh
atau adas kupas, lama atau baru, dan setemsnya.

Pemesanan gandum tidak sah kecuali ia telah dipisahkan
dari kulifi5n, begitu pula biji-bijian lainnya.

Bila seseorang memesan kurma kering, maka disyaratkan
unfuk menjelaskan wama kurma tersebut, seperti merah atau
kuning, kualitasnln bagus atau buruk, dan kering atau basah.

Pada pemesanan madu perlu dilelaskan proses
penangkaran dan kernasannya, jenis sari bunganya seperti madu
pohon jeruk, madu pohon kapas, madu pohon semanggi, atau
madu pohon rndvrdr; jelaskan juga apakah madu mumi atau madu
bercampur propolis.

Sedangkan pada pemesanan minyak samin, pemesan
menjelaskan jenisnya, apakah minyak samin itu dari lernak domba,
sapi, atau kertau; berwama hijau, putih, atau kuning. Jelaskan
pula daerah produksinya seperti swdia. Tidak perlu menjelaskan
lama atau baru, karena minyak samin yang sudah lama termasuk
dari kekurangan pada barang, dimana pembeli berhak
mengembalikannya.

Pemesanan keju juga perlu menyebutkan sifat-sifat yang
sama pada pemesanan minyak samin, ditambahkan dengan sifat
keju hari ini atau keju kernarin.

Disaat seseorang memesan susu, dia perlu menerangkan
jenis hevannya, kemasannya, dan tidak perlu menyebutkan wama
atau hari pernerahannya. Ketika panesan menyebutkan pesanan
susu secara umum, maka yang dimaksud adalah susu yang diperah
hari itu.
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Cabang: Barang-barang yang ditimbang sah diakad nlam,

seperti roti, buah-buahan, daging segar sekalipun berikut

tulangnya, timah, tembaga, dan sebagainya. Ketika seseorang

memesan daging, maka sebaiknya dia menjelaskan jenisnya seperti

daging sapi, daging kerbau, daging domba, atau daging kambing;

menyebutkan umumya, jenis kelamin iantan atau betina; hewan

yang dikebiri atau tidak; masih menyusui atau sudah disapih;

digembala atau diternak; halrlan gemuk atau kurus.

Pemesanan daging unggas tidak perlu menyebutkan jantan

betinanya, kecuali jika perbedaan jenis kelamin burung ini

mempengaruhi nilainya, seperti daging ayam. Sebab, ayam

Romawi jantan jauh lebih mahal dari ayam Romawi betina. Ayam

negeri jantan lebih mumh dari ayam negeri betina- Tidak perlu

menjelaskan bagian yang dipotong, dari bagian paha misalnya,

kecuali jika unggas tersebut besar.

Pemesan boleh memotong sebagian hrbuhnSra, seperti

daging bumng unta. Pemesan boleh menentukan bagian yang

dipotong, karena adanya perbedaan bentuk fulang hewan- Tidak

sah me.ngakad salampada daging yang dimasak atau dibakar-

Ketika seseorang memesan ikan, sebaiknya dia

menyebutkan jenisnya seperti ikan muiaer, bui (mullet), syailan,

dan sebagainya; menerangkan ukurannSa, besar atau kecil, gemuk

atau kums, ikan segar atau ikan asin.

Cabang: Ketika seseorang memesan barang tambang

seperti timah, tembaga, dan besi, dia perlu menjelaskan jenis,

wama, dan segala unsur yang membedakan hargan5a seperti

tembaga kuning, tembaga merah, dan tembaga putih, juga

menjelaskan kelembutan dan kekasarannya. Dalam pemesanan

I
Al Majmu'Syuah,ql Muhadzdzab ll 4gg



besi perlu disebutkan apakah dia termasuk besi putih, besi
batangan, atau besi baja.

Tidak sah melakukan akad pengadaan uang logam yang
ditimbang dengan sesuatu yang ditimbang. Apabila uang logam ini
diukur dengan timbangan, maka dia tidak sah diakad salam
dengan sesuafu yang diperjual belikan dengan ukuran timbangan.
Misalnya, seseorang berkata, 'Aku memesan kain sutera padamu
sekian dengan mata uang dari logam nikel 5rang beratnya sekian."
Praktik seperti ini tdak dipertolehkan karena terdapat iltat nba
nasi'ah, yaihr sahran berat (timbangan). Sebab, tidak halal menjual
sesuafu yang ditimbang dengan selisih secara kredit.

Sernentara ifu, jika uang logam ini bersifat safuan, maka
menurut pendapat yang paling shahih, dia sah melakukan akad
salam padanya, sebab dia tergolong bamng, bukan harga.
Pendapat lain menyebutkan, akad ini tidak sah, karena pemesanan
harga yang mumi hukumnya sah dengan syarat pernbayaran
belum dibqikan.

Jadi, sah saia iika pemesan berkata, 'Aku mernesan kain ini
dengan harga safu dinar 5nng akan aku ambil bulan depan.',
Sedangkan jika pernesan berkata, "Aku mernesan junaih ini
padamu dengan 6 r$al yang akan aku ambil bulan depan,
misalnya," praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung
unsur riba.

Cabang: Terkait akad salamterhadap barang safuan yang
bervariasi dimana bagian safu dengan yang lainnya tidak sama,
maka hal ini tidak sah, kecuali pemesanan hewan, sebab dia bisa
dibatasi dengan sifat-sifat tertentu. oleh karena itu, tidak sah akad
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salam pada telur, buah delima, buah semangka dan barang lain

yang beragam ukurannya dan biasa diperiualbelikan secara satuan.

Pendapat lain menyebutkan, sah melakukan akad salam

unfuk pengadaan barang yang memiliki kesamaan seperti kelapa

dan telur ayam. Pemesanan her,,uan dibatasi dengan menyebutkan

umumya; jenis kelamin, jantan atau betina; gemuk atau kurus;

hewan gembala atau hewan temak; juga disebutkan wamanya.

Selanjutnya, dalam pemesanan unta, pemesan perlu

menjelaskan sumber kepemilikan unta, dari banu fulan siapa;

berapa umumya, binfu makhadh atau bintu labun, perlu juga

disebutkan w"man!o; jenis kelaminnSa, jantan atau betina.

Pemesan kuda perlu menyebutkan sifat-sifat yang disebutkan pada

pemesanan unta.

Sedangkan dalam pemesanan batu bata perlu disebutkan
jenis bahan bakunya. Selanjutnya, dalam pemesanan kain perlu

dijelaskan faktor yang ada tidaknya perkara mempengaruhi harta

dengan jelas.

Ulama madzhab Hanbali berbeda pendapat soal barang

takaran yang dipesan dengan cara ditimbang, misaln5a pemesan

berkata, "Aku memesan dua qinthar gandum dengan harga safu

junaih. " Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih AsSr

Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad nlam ini sah.

Pendapat Kedua: Tidak sah. Namun, mayoritas ulama

memilih pendapat yang pertama.

Ulama ma&hab Hanafi berpendapat, bahwa s5rarat

tambahan dalam al<ad alam di luar sSrarat sahnya jual beli ada

hrjuh, diantaranya:

Al Majmu'syoatt At Muhodzdzab ll tO,



Syarat pertama: Pemesan menyerahkan seluruh
pembayaran. Pemesan boleh mensyaratkan khiWr pada uang
pembayaran atau pada uang pesanan sebelum menyerahkan
pembayaran dalam jangka waktu tiga hari atau lebih, sekalipun
pemba5rarannlra berupa nrmah, menumt pendapat yang
muktamad.

Apabila modal akad salan hilang atau mengalami
kenrsakan, maka akad tersebut batal dengan syarat khipr
Demikian ini karena setelah pihak penerima pesanan (sama

dengan hukum penjual) menerima pembayaran alam lang sama

dengan hukum harga, berikut syarat h,yuf maka pembayaran

tersebut berada di antara dua stafus: sebagai alaf yang boleh
diterima atau sebagai harga, sehingga dia tidak sah menjadi akad
alam.

Ketika penerima pesanan. mensyaratkan pernbalnran
benrpa uang berikut syarat khi5mr, maka akad ini iuga batal,
sekalipun sebenamp tidak terjalin akad. Sebab, barang yang
dis5aratkan selalu melekat pada syarat. Bahkan, seandainya
barang ini terlepas dari sgamt, maka akad tersebut tidak berbalik
menjadi sah.

Apabila pemilik salam berbuat kebaikan dengan suka rela,

dan memberikan pembayaran pesanan dengan yang diinginkannya
tersebut, maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika barang
tersebut menrpakan barang tertenfu, seperti kain tertenfu atau
hewan tertentu, maka jual beli ini sah. Namun, jika objeknya tidak
jelas, sepertt junaih, maka pemesanan ini tidak sah.

Pembayaran salam sah berupa manfaat barang tertenfu,
seperti menyanrakan rtrmah atau memanfaatkan her,van. Apabila
pemesan berkata pada pemilik pesanan, "Aku mengakad salam
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padamu untuk mengadakan 20 kambing jawa dengan

menyau,rakan rumahku berapa lama, yang akan diambil bulan

depan, misalnya" akad ini sah.

Sementara itu, menjadikan manfaat sebagai pengganti

utang, di sini terdapat khilaf ulama. Apabila tukang kayu memiliki

utang lalu pemberi utang mauajibkan dia untuk membuat peti dan

dihifung sebagai pelunasan utangnya, maka mengenai boleh

tidaknya praktik ini terdapat dua pendapat.

Menurut mereka, yaittr ulama fikih Hanafi, panesan wajib

I menyerahkan rumah yang manfaatr5a akan dijadikan modal

I sebelum genap tiga hari (masa berakhimyra kh,yurt- Sedangkan

I o"rnoanan heruan boleh mengakhirkan penyerahannya lebih dari

tiga hari, tanpa mensSraratkan pengundurannya. Sebab, hewan

boleh diakhirkan penyerahannya, baik dia dijadikan pembayaran

I R*ut, maupun manfaat. Sedangkan iika pengunduran

I p*y*uhan ini diqTaratkan oleh pemesan, rnaka akad tersebut

I tidak sah.

I

I

I nsy-syirazi & menyatakan: Pasa} Barang yang

I tia* dapat dibatasi dengan sifat, maka tidak boleh

I dipesan. Sebab, dengan demikian akan teriadi iual beli

I burung lrang tidak diketahui. Dimana jual beli barang

I yuttg tidak diketahui hukumnya tidaklah diperbolehkan-
I

I eslrSyafi'i ds mengatakan: ndak diperbolehkan

I akad pemesnan tali, karena tebal tipisnya tali

| -"t rpakan bagian dari fujuan penjualannya, sementara

I t"Uul tipisnya tali tersebut tidak dapat dibatasi. Juga,

I tiauf. boleh memesan batu berharga seperti mutiara,

I Uatu akik, yakut, fairuzad, dan marian, karena

I

I
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kecemerlangan barang ini merupakan bagian dari
fujuan penjualannya. Harga batu mulia ini terganfung
pada tingkat kecemerlangann!,2r. Dia tidak dapat
dibatasi dengan sifat tertentu-

Selanjutnya, tidak boleh memesErn kulit, karena
kulit basran bokong itu tebal, sedangkan kutit bagian
perut tipis. Tebal tipisnya kulit ini tidak dapat dibatasi
dengan jelas. Di samping ,k,ranryn udak diketahui,
karena kulit binatang tidak dapat diukur, mengingat
setiap tepian lrulit itu berbeda panjangnya.

fidak diperbolehkan memesan kertas kulit,
karena 6dak dapat dibatasi tebal tipisnya. Namun,
boleh memes.rn perak karena diketahui kadar dan
sifatnya.

Penjelasan RedalcsionaL IGta fairuzaj sejenis batu
mulia lnng sangat berharga, benuama biru langit. Benfuk nisbat
dari kata ini yaifu faruzi. Marj,an, mutiara kecil. Kata ar-nqq,hiit
tipis unhrk menulis.

Hukum: Dalam bab pemesanan kalep dan kulit, Asy-
syafi'i menjehskan, tidak boleh memesan kul"p unta dan kalep
sapi- Juga, tidak boleh memesan kulit kambing, kalep kulit sebagai
kertas tulis, dan sebagainya. Dia tidak boleh diperjualbelikan
kecuali bila kedua belah pihak melihatnya.

As5rsyirazi menjelaskan, AsyS5nfi'i tidak mernperbolehkan
kita menqiyaskan kulit binatang dengan kain. sebab, jika kta
menganalogikannln dengan kain, maka tenfu pemesanan kulit
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hanya sah jika dilakukan dengan ukuran hasta berikut penyebutan

sifatnya. Kulit tidak mungkin diukur dengan satuan depa (atau

safuan lainnya) karena benfuknp yang tidak sanra.

Seandainya kita berpendapat, kulit dapat diqiyaskan pada

barang yang diperbolehkan dengan sifat grang tidak sah, menuntt

kami. Yaitu, kita hanya memperbolehkan al<ad ahf pada unta

temak milik banu fulan, yang berumur satu atau dua tahun, 5rang

disifati dengan ciri-ciri tertenfu. Semua ini tenhr sama seperti

ukuran hasta pada kain.

Safu pendapat menyebutkan: Ruba' dan bazil, yaitu setiap

unta berumur sekian yang lebih besar dari umur sebelumnya

sehingga tulangnya mengalami perhrmbuhan lnng maksimal.

Kondisi seperti ini diketahui dan dapat dibatasi s€perti pembatasan

dengan ukuran hasta. Hal ini tidak mungkin diaplikasikan pada

kulil.

Alasan berikutrya, kulit bukan makhluk hidup. Kamggulan

kulit dapat dilihat dari bau tidaknya; lebar atau sernpit dan

kekerasannya; serta bagian-bagiann!,a. Kefika kita tidak

menemukan hadits yang dapat kita ikuti, tidak pula qilras terhadap

objek yang boleh diakad dengan sala{ maka kita fidak

mernpertolehkan sakf padanya.

Adapun mengenai pemesanan batu mulia yang berharga,

Asy-Syafi'i *S dalam bab pemesanan mutiara dan barang-barang

pemilik mutiara menyatakan, menurutku tidak boleh mengakad

dengan salaf pada mutiara, abariad, tnqut, dan batu berharga

lainnya yang digunakan sebagai perhiasan sejak larna.

Seandainya Anda mengatakan, "Seseomng melnesan

gulungan mutiara mumi yang timbangannya sekian, ciri-cirinya

panjang, dan beratnya sekian," timbangan mutiara berikut sifat ini
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mencakup beberapa sifatnya dan perbedaan. sebab, ada mutiara
png lebih berat darinya, sehingga akan terjadi selisih berat dan
keindahan. Begifu pula jmqutdan batu berharga lainnya.

Apabila kekurangan ini ditemukan pada barang yang
ditimbang, seandainya perbedaannya ifu tidak ditimbang dengan
hanya melabelkan "kecil" dan "besar," maka akan jauh lebih
buruk, sekalipun Anda tidak mengurangi kemumiannya. Jika
temyata berbeda barang dan Anda memberikan mutiara yang tidak
bisa disebut mumi, maka akad pesanan ini telah batal karena
menyalahi sifat yang tenfukan pemesan. sebab, sebagian mutiara
lebih bemt dari lainnya. Bisa jadi mutiara yang berat
timbangannya, benfukn5ra ifu lebih kecil, sementara mutiara yang
lebih ringan darinya temyata bentuknya lebih besar. Akibatnya,
harga kedua mutiara ini sangat berbeda. Aku tidak dapat
mernbatasi logam mulia selamanya dengan patokan besar kecil,
ketika dia tdak ditimbang.

An-Naurawi dalam Al Mnhaj menerangkan, bahwa akad
pesanan tdak sah pada barang yang langka dengan ciri-ciri yang
sulit dipenuhi, seperti mutiara yang besar, ltaqut dalam jumlah
banlrak, budak perempuan berikut saudarinya atau anaknya.

Mengecualikan batasan "mutiara besar" yaifu berbagai jenis
mutiara kecil dan lernbut yang tidak dipakai dalam perhiasan.
Mutiara ienis ini biasa digunakan di dunia farmasi. Al Juwaini
mernbatasinya dengan ukuran sepereruun dinar.

Akad alam juga tidak sah pada batu akik, seperti
dikernukakan oleh Al Mawardi. Lain halnya dengan pemesanan
kristal, karena unsumln tidak berbeda. Afurannya jika kristal ini
berbenfuk bangun datar, dengan mengukur luas dan ketebalannya.
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Cabang: Akad pemesanan kepala dan kaki her,van potong

terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad salanrnya Tidak sah. Ini

merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat

Abu Hanifah, karena dia tidak dapat dibatasi dengan takaran atau

timbangan. Keterangan kasus ini telah disinggung saat mengulas

definisi al<ad slam menumt Abu Hanifah. Bagian kepala dan kaki

juga tidak dihittrng sebagai jumlah tersendiri. Terkadang bagian

tersebut bisa dikategorikan "kecil" dan terkadang "besar," iht

sangat relatif.

Pendapat Kedua: Akad salamnya sah. Demikian pendapat

Ahmad, Malik, Al Auza'i, dan Abu Tsaur, karena kepala dan kaki

termasuk dagrng bertulang yang boleh diperiualbelikan. Oleh

karena ihr, dia boleh dipesan seperti bagian daging lainn5n.

Demikian salah safu dari dua pendapat A4rSyafi'i. Beliau

men5ratakan dalam Al Lhm

Menurut hernat aku, panesanan bagian kepala-besar

maupun kecil- dan kaki binatang tidak diperbolehkan. Seandain5ta

penerima pesanem ditekan oleh pihak panesan dan menSanggupi

pesanan tersebut, maka menuntt aku, dia tidak boleh menyrruh

seseorang unhrk memenuhi pesanan ifu kecuali dengan barang

yang ditimbang.

Asy-Syafi'i melanjutkan, bahwa terkait dengan kesanggupan

pihak penerima pesanan terdapat sahr pendapat ahli fikih yang

memperbolehkan hal itu. Pendapat ini sangat tidak tepat.

Redaksi, "Boleh memesan perak." Menunrtku (Al
Muthi'i): Apabila pemesanan perak ini unhrk jenis yang bisa

dipenuhi oleh penerima pesanan, maka dia diperbolehkan. Tidak
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boleh mernesan perak Jepang dalam kondisi hanya tersedia perak
Rakita, yaitu perak yang diproduksi di kota Iskandariyah.

selain ihr, tidak boleh mengakad salam pada timbangan
perak Rakita di mana pabrik tidak dapat mendistribusikannya
secara merata di pasar dan memungkinkan setiap konsumen
mendapatkann3n.

Mengenai sifat, sumber, timbangan, dan benfuk perak
der,rnsa ini sebaiknya perlu diperhatikan para pdagang. Mayoritas
mereka sudah biasa melakukan akad pemesanan dalam
perdagangan perak. Pemesanan ini hanya sah jika dicantumkan
berat, daerah asal, jenis, dan merek perakz3 yang dipesan. Jadi,
pemesanan misalnya dengan redaksi "safu ton perak ltali berkarat
70 $am atau 75 gmm Snng dikemas dalam peti,, atau *perak

Aliazair dengan berat sekian," atau "perak Cina,,, atau jenis perak
lainnla png mungkin dipenuhi.

Apabila pemesan tidak merryebutkan spesifikasi di atas,
rnaka alod salarrnya batal, karena pengetahuan terhadap barang
dapat dipenuhi dengan cara melihat atau dengan menyebutkan
ciri-cirinln. Mengingat al<ad salam ifu merupakan akad barang
dalam tanggungan, sebaiknSa para pihak memperhatikan
penjelasanan kami di atas. Pendapat ini disepakati oleh Asy-syafi'i,
Ahrnad, Malik, dan Abu Hanifah.

Astrsyirazi & menyatakan: pasal: Tidak boleh
memesan barang lrang dimasak dengan api seperti roti
dan daging panggang- Sebab, panas api yang mengenai

a M",r* p""ak di pamr sangat beragam seperti purefrrr, perano, Man Futed,
Satani, dan nrasih bantpk lagi.
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barang ini mengakibatkan hasil yang berbeda, sehingga
tidak dapat dibatasi dengan jelas.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang
boleh tidaknya memesan colostrum yang telah dimasak.
Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini *u berpendapat: Tidak
diperbolehkan karena api mengikat unsur-unsurnya,
sehingga tidak dapat dibatasi dengan jelas. Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari ds mengatakan: Boleh
karena api yang digunakan sangat kecil.

Penjelasan Redaksional:

Redaksi, "Tidak boleh mernesan barang yang dimasak

dengan api." Ini merupakan pendapat ulama madzhab kami. An-
Nawawi 4g berpendapat, bahwa tidak sah akad pesanan terhadap

barang yang dimasak dan dipanggang. ndak masalah mernesan

barang png terkena sengatan sinar matahari. Namun, menurut
pendapat yang paling unggul, dilarang memesan kepala her,ruan

yang terkena terik matahari.

Secara zhahir, alasan pelarangan al<ad alam barang yang

dimasak dengan panas api adalah, pengamh api tersebut tidak

terukur dengan jelas. Seandainya pengaruh tersebut temkur, maka

tenfu akad salam pada produk yang dimatangkan dengan api sah-

sah saja, seperti keabsahan pemesanan sabun, gula, fanidz,

kolostrum, dan sirup.

Asy-Syirazi telah menegaskan keabsahan pemesanan

produk yang dimasak dengan api kecil, dalam kitabnya, At-Tanbih,

dan memberikan beberapa contoh; sekalipun lbnu Al Muqri yang

mengacu pada Al Asnawi, tidak sependapat dengannya. Pendapat
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mereka yang memperbolehkan pemesanan produk yang
dipanaskan api, diperkuat dengan sahnya pemesan batu bata yang
dibakar dengan api.

Asy-sgarbini Al Khathib daram Ar Mughni (Iulughni Ar
Muhbj) -yang merupakan sarah satu kitab madzhab Asy-syafi,i-
dia berpendapat oleh karena itu, dia perlu membedakan denganjelas antara bab riba dan aram dengan memperdaram
pembahasan riba.

Safu sumber menyebutkan, bahwa pemyataan An_Nawawi
sama dengan pendapat ulama lainnya, yaifu bahwa api yang
digunakan dalam mematangkan makanan itu cukup kecir.
Pendapat ini kontradiktif dengan argumen di atas. Demikian
pemyataan orang Snng tidak tahu mmahu proses pembuatan gura.

Tanggapan atas pemyataan ini, yang dimaksud api kecir di
sini adalah, api yang besar kecilnya dapat dikendalikan,
sebagaimana penjelasanku seberumnya. Asysyirazi dengan rugas
menyebutkan praktik jual beli air mendidih dengan air sejenisnSa.
Akad slam unfuk pengadaan air jenis ini dan air mawar
hukumn3n sah, karena api yang digunakan unfuk rnendidihkan air
cukup kecil, sebagaimana ditegaskan oleh Al Mawardi dan ulama
lainnya.

Mereka juga memperbolehkan pemesanan madu yang
dibersihkan dengan panas api, karena penuuulsan tersebut tidak
sampai mempengaruhi kualitas madu, mengingat api lnng
digunakan orkup kecil. pemesanan juga boleh dilakukan terhadap
propolis, qarTd(gia mentah), tembikar, dan batu bara.

Pemptaan An-Nawawi, ,,Menurut pendapat yang paling
zhahir, dilarang memesan kepara herAran," karena daging kepara
terdiri dari beberapa bagian daging grang beragam seperti lubang
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hidung, lubang mata, dan bagian lainnSn png sulit dibatasi.

Maksudnya adalah, kepala hewan yang terkena dan tapengaruh

oleh panasnya matahari.

An-Nawawi melarang akad salam dalam pengadaan periuk

batu buatan, yaitu sejenis kendi. Tidak sah melangsungkan akad

salarn dalam pengadaan botol, thanjir, kendi, baskom, dan

sebagainya seperti panci, khabgnh, asthal yarg sernpit dan

terbuka, karena langkanya kesatuan timbangan dan silat-sifat yang

disyamtkan. Alasan lainnya adalah, karena sulittgn mernbatasi

perabotan ini, bisa jadi karena perbedaan bentuknya dari segi

volume dan ketebalan. Jadi, hukum pernesanan perabotan ini

sarna dengan kulit. Atau, mungkin juga karena terdapat perbedaan

pada bagian atas, tengah, dan bawah.

Mengenai kulit yang dipotong, Aqrstarbini Al lGathib
mengemukakan dalam N Mughni (Muqhni Al Muhb): Boleh

metnesan kulit jenis ini dengan cara safuan timbangan, sebab

dengan demikian, kondisi kulit ini ten&rr. Sedarglon selisih

panjangnp mendapat dispensasi. ndak sah hularmrya metnesan

kulit tipis, berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di muka.

Permasalahan: Apabila periuk bahr buatan tidak boteh

diakadi salam, bagaimana dengan periuk batu png dimasukkan

dalam cetakan? Menurut pendapat yang mjih, pernesanan ini

boleh.

Al Asymuni menyatakan, menumt pendapat ma&hab,

boleh memesan perabotan yang terbuat dari tanah liat, terrbikar.

Statemen ini diarahkan pada kasus jika ternbikar tersebut dikemas

dalam cetakan, dan bagian-bagiannya tidak berteda jauh sehingga

memudahkan untuk penerima pesanan tersebut. Sebab, perabot

buatan biasanya diukur dengan berbagai alat. Walhhu a'lam.

Al Majmu'SyoahAl Mthdznzab ll tu



AqlSyirazi db menyatakan: Pasal: Tidak boleh
menjalin akad salam untuk pengadaan objek yang
menghimpun beberapa jenis yang dimahsud dan tidak
dapat dibedakan, seperti parfum ghaliyah, parfum
nadd, parfum ma'jun, qaus, dan khaff, juga gandum
lrang tercampur dengan jelai dimana kadar setiap
barang ini tidak diketahui.

Selain itu, juga tidak diperbolehkan memesan
barang yang tercampur objek yang tidak dimaksud dan
tidak dibufuhkan, seperti susu yang bercampur air dan
gandum yang bercampur ilalang, karena percampuran
ini menghalangi pengetahuan tentang jumlah objek
lnng dimaksud. Demikian ini termasuk gharar yang
fidak diperlukan, sehingga menghambat keabsahan
al€d.

Boleh memesan barang lpng bercampur dengan
objek lain yang dibutuhkan, seperti cuka dari perasan
kurma yang bercampur air, keju yang sedikit bercampur
susu, dan ikan asin gang masih berisi garam. Sebab,
objek lain ini bagian dari unsur yang dibutuhkan untuk
menjaga kualitas barang yang dipesan, sehingga dia
fidak menghalangi akad salam.

Selanjutnya, boleh mengakad salam pada minyak
wangl, karena parfum yang terkandung di dalamnya
fidak bercampur dengan minyak tersebut-

Boleh melakukan akad slam pada pengadaan
minS;ak yang mengandung wewangian, karena parfum
di dalamqp tdak bercampur dengan minlpk tersebut,
melainkan bau harum menempel ada padanya.

512 ll et *air*'SyoahAl Muhdzdzab



Tidak boleh memesan kain yang ditenun
kemudian dicelup, karena ini temasuk pemesan.rn kain
dan celupan yang tidak diketahui. Boleh memesan kain
yang telah dicelup warna saat dalam benfuk benang
kemudian ia dipintal, karena ini sama dengan produk
celupan asli.

Juga tidak boleh mernesan kain yang dikerjakan
tanpa melepas pintalannya, seperti qurqubi, karena
jenis kain ini tidak terukur dengan jelas. Ulama
madztrab kami berbeda pendapat tentang kain yang
dirajut dari dua urai benang. Di antara mereka
berpendapat, tidak boleh dipesan, karena dia terdiri
dari dua jenis yang sma-sarna digunakan dan fidak
dapat dibedakan satu sarna lainngn, seperti parfum
ghaliwh.

Ada juga yang berpendapat, bahwa pemesanan
ini diperbolehkan karena dia termasuk dua jenis yang
masing-masing kadarnya telah diketahui.

Mengenai hukum salam pada kepala binatang
terdapat dua pendapat AsfSyafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena
kepala terdiri dari daging dan fulang, satna seperti
bagian dagrng lnng lainnya.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan, karena
kepala terdiri dari berbagai jenis yang satna-sama
digunakan, yang tidak dapat dibatasi dengan sifat
tertenfu. Selain ifu, sebagian besar kepala terdiri dari
d*g, dia bukan objek lnng dimanfaatkan.
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Penjelasan Redaksional:

Ghalilnh adalah sejenis parfum oplosan yang terdiri dari
kesfuri, air mawar, kamper, dan anbar. Orang pertama
menamakan jenis parfirm ini dengan nama ghali5ah,
Sulaiman bin Abdul Malik.

Nadd adabh, sejenis pafrum yang disuling dari pohon aud
seperti keterangan dalam N Mishbah. sebenamya, nadd adalah
oplosan dari kesfuri, anbar, dan pohon aad

hwan adalah, biji-bijian yang bercampur dengan gandum
sehingga mengurangi kualitasnya.

Ma'jun adalah, bibit minyak vvangi yang sangat kental. eaus
adalah, parfum yang sudah kita kenal.

Hukum: Asy-Syafi'i mengemukakan pada bab alaf pada
sesuafu lang berfungsi untuk mernperbaiki objelt yang lain:
seluruh jenis barang yang halal diakad salaf secara sendiri, lalu dia
dicampur dengan bamng dari jenis lain Snng tetap terkandung di

dan tidak mengurangi unsumya selain air, sementara
barang 5rang dicampurkan tetap ada dan dapat diakad sataf,
sehingga percampuran ini tidak dapat dibedakan, maka dia tidak
boleh diakad salaf Sebab, ketika dua jenis barang ini bercampur
sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan tidak diketahui
berapa kandungan masing-masing barang tersebut. Dengan begifu
Anda telah melakukan pemesan pada barang yang tidak diketahui.

Misalnya, aku memesan 10 kati tepung buah badam, tenfu
gula minSpk png terkandung dalam minyak badam tidak dapat
dibedakan, b"git, juga dengan buah badamnya ketika sarah
sahrnSra telah bercampur. Pihak penerima lrang mernbeli

yang

yaitu
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mengetahui berapa banyak telah menerima gula, minyak badam,

dan buahnya. Apabila jual beli ini terjadi dengan cara demikian,

maka dia termasuk jual beli objek yang tidak diketahui.

Begitu juga jika aku memesan tepung yang bercampur

minyak dan ditakar, karena aku tidak tahu berapa kadar tepung

dalam minyak tersebut. Takaran tepung biasanSa akan bertambah

ketika dia telah benar-benar halus. Seandairyn takarannya tidak

bertambah, maka jual beli tersebut batal, karena dengan demikian

aku telah mernbeli tepung dan minyak, sementara kadar

minyaknya tidak diketahui, sekalipun kadar tepungnSra telah

diketahui.

Menurutku (Al Muthi'i): Boleh memesan daging yang

telah diawetkan, seperti dendeng, apabila yang diawetkan bagian

dari daging hevvan yang gemuk atau berwama merah rnelalui

proses pernberian bumbu yang jelas. Akad sahm daging 5tang

diawetkan ini batal jika sifat-sifat bumbu yang digunakan tidak

jelas. Kondisi ini diberi dispensasi jika sifat-sifakrSra telah jelas.

Sebab, bumbu pada dendeng sarna seperti garam pada ikan asin.

Dia digunakan unhrk mengawetkan daging, karenanya ifu

diperbolehkan. Penggunaan panas matahari dalam proses

pengawetan daging juga diberikan dispensasi.

Namun, menumt pendapat yang paling unggul, bahwa akad

salam dalam pengadaan kepala binatang tidaklah diperbolehkan,

karena dia terdiri dari banyak bagian dan organ, sebagaimana telah

dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Al Mnhai.

Selain itu, akad salam juga tidak boleh diberlakukan pada

pembelian daging panggang atau daging yang dimasak, hal

tersebut karena dua alasan:
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Alasan Pertama: Daging tersebut telah dimasak dengan api.

Alasan Kedua: Sifat-sifatnya yang tidak jelas dan tidak
dapat diperkirakan berapa bagian daging yang terkena api.
Berbeda dengan pendapat ulama madzhab Ahmad, Malik, Al
Auza'i, dan Abu Tsaur, Mereka menghukumi daging png dimasak
dengan api 

'uma 
dengan hukum barang makanan tainnya.

Namun, menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, pendapat ini
lemah.

Akad salam boleh diberlakukan pada pembelian kain
seperti kain yang berbahan kapas, katun, atau wol, ini jika bahan-
bahan tersebut mumi tidak bercampur dengan bahan lain, atau
campuran tersebut dapat diperkirakan kadamya dan dibatasi
dengan jelas. Dalam transaksi pemesanan bahan kain perlu
disebutkan jenis dan negara pembuatrya, jika terdapat perbedaan
fujuan. Menurut safu pendapat, akad salam cukup menyebutkan
jenis dan panjang bahan. Demikian menurut pendapat Snng
dipilih oleh Asy-syarbini Al lftathib.

Pemesan bahan juga harus menyebutkan panjang, lebar,
ketebalan, kelembutan, tingkat kehalusan dan kekakuan bahan
lang dipesan, karena sifat-sifat ini berbeda sesuai fujuan
penggunaan bahan. Disebutkan dalam Al Basith tentang syarat
penenfuan wama kain. Al Adzra'i menjelaskan, bahwa penyebutan
wama han3ra berlaku dalam pemesanan kain, seperti sutera, quz,
dan kulit. Bqlitu pula kapas; kapas di satu daemh ada yang
bert*ama lebih putih, sementara di daerah lainn5a berwama memh'
kekuning-kuningan, kondisi ini jarang terjadi. oleh Karena ifu,
tujuan penggunaan dan harga bahan berbeda-beda.

Akad salam boleh diberlakukan pada pembelian bahan
png telah diwarnai sebelum dipintal. Al Mawardi menjelaskan,
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bahwa boleh memesan kain yang dicelup ketika bagian yang

diwamai telah dijelaskan, wakfu pet/amaan di musim kemarau

atau musim dingin, wama yang digunakan, dan daerahnya.

Sementara kain yang diwamai setelah ditenun, An-Nawawi

dalam N Minhajberpendapat, bahwa kasus ini lebih sesuai dengan

qiyas, namun bukan pendapat yang paling slnhih. Pendapat yang

paling shahih men5atakan, bahwa kain seperti ini dilarang unfuk

diperiualbelikan secara pesanan. Pendapat ini diputuskan oleh

jumhur ulama, dan tercantum dalam N Buumithi.

AsSrSyafi'i, dalam Al Umm, memilah hukum kain Snng

diwamai setelah dipintal dan kain yang diwamai sebelum dipintal.

Menurut beliau, pemesanan terhadap benang png telah diunrnai

kernudian dipintal, satna saia dengan memesan bahan kain.

Narnun, jika penresanan terhadap kain png diuamai setelah

dipintal, maka ihr sama dengan memesan kain berikut

pe\ /amaannl6, sementan proses pevJatnaann5ra tidak diketahui.

Demikian pendapat ulama madzhab Ahmad.

Al Mawardi menjelaskan, bahwa tidak boleh melakukan jual

beli secara pesanan terhadap kain kafun yang masih terpasang di

kuy,r, dan boleh memesannya setelah dia dilepas dari kayu-

Boleh memperiualbelikan kain kafun s@ara pesanan

dengan syarat kain tersebut telah dilepaskan dari kayu pengapit.

Pemesan perlu menyebutkan nqlara produsen, panjangnya, dan

kelembutannla.

Selanjutrya, boleh melakukan jual beli kurma kering secara

pesanan. Namun, tidak boleh mengakad salam pada kurma seperti

kurma ajv,ra yang disimpan di gudang, sebagaimana ketemngan

5nng dikutip oleh Al Mawardi dari ulama ma&hab kami.
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Mengenai keabsahan pemesanan kurma kering yang telah
dibuang bijinSra, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Sgrafi'i. Dalam AI Hawi dijelaskan pendapat yang
mengesahkannF.

An-Nawawi menyatakan, bahwa qrarat pemesanan
gandum dan biji-bijian lainnya sarna seperti kurma kering.
Pemesan perlu menjelaskan jenis gandum yang dipesan, seperti
gandum Syam, gandum Mesir, gandum Swedia, gandung Buhaira,
gandum puth, gandum merah, atau gandum coklat.

As-Subh menufurkan, kebiasaan maqarakat deru.rasa ini
(pada masa beliau) memesan gandum tanpa menyebutkan wama
dan ukurann3n. Kebiasaan ini tidak benar dan tidak sesuai dengan
perngrataan AqrSyafi'i dan ulama fikih madzhabnya. Kita perlu
meluruskan praktik tersebut.

Berikut tanggapan ulama madzhab Ahmad tentang
penyebutan beragam sifat dan spesifikasi bamng pesanan. hnu
Qudamah menyatakan, Udak wajib menyebut seluruh spesifikasi
sifat barang secara detail karena ini mengrulitkan panesan. Syamt
penyebutan ciri-ciri barang secara detail ini justru mempersulit
penerima pesanan unfuk mengadakan bamng pesanan tersebut.
Sebab, kecil kernungkinan dia dapat memenuhi pesanan barang
tepat unkfu sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Oleh karena ihr,
pemesan cukup menyebutkan sifat-sifat zhahir saja yang dapat
menenfukan harga barang.

Menunrt hernat kami, afuran tentang qnrat keberadaan
banng pesanan saat jafuh tempo, png telah disepakati oteh para
Imarn ma&hab ini, dapat mengompromikan kasus di atas. Apabila
penyebutan sifat barang secara spesifik ini dapat direalisasikan
oleh pihak penerima pesanan, maka akad pesanan ini sah.
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Sebaliknya, jika pengadaan barang ini sulit direalisasikan, maka

akad salam tersebut tidak sah sejak awal.

Sifat-sifat di atas dikemukakan jika penyebutannya

berpengaruh terhadap nilai, harga, dan kualitasnya. Dengan

demikian perbedaan pendapat tersebut batal. Wallahu a'lam.

An-Nawawi mengatakan dalam Al Mnhai, fidak sah

mengakad barang yang seandainya sifat-sifatrya disebutkan se@ra

detail, barang ini akan sulit didapatkan.

Jika kita memjuk pada spesifikasi sifat barang pesanan

menurut hnu Qudamah 45, maka kita dapati dia menSatakan,

"Dalam pemesanan gandum pemesan menyebutkan empat sifat:

Pertama: Macamnya, seperti gandum sabikh atau salmoni; Kedua:

Negara asalnya seperti Hauran, Balkan, atau Somali; Ketiga:

Ukuran bijinla, besar atau kecil; dan Keempat: Gandum baru atau

lama. Apabila jenis gandum yang sama namun be6eda wamanya,

maka pemesanan perlu menyebutkan hal itu, dan tidak boleh

mernesan separuh*eparuh.

Ketenfuan lang sama berlaku dalam pemesanan jelai,

kapas, dan biji-bijian lainnya. Demikian menumt pendapat kami.

Setelah ihr An-Nawawi mengulas tentang penyebutan spesifikasi

sifat-sifat barang yang dipesan. Seluruh keterangan ini berdasarkan

asumsi. Sementera ifu, penjelasan madzhab Ahmad, Malik, dan

Abu Hanifah baru saja dipaparkan secara mendetail.

Redaksi Asy-Syrmzi, "H l{huff, " maksudnya adalah yang

berkaitan dengan pemesanan sandal, karena bagian-bagiannya

tidak dapat dibatasi dengan jelas. Sebab, sandal ada yang

berbahan kulit dan bukan kulit, seperti sandal terbuat dari kain

tenun, dedaunan, dan tali yang dirajut. Sandal terdiri dari bagian
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luar, dalam, dan isi. Akad salam sandal tidak cukup dengan hanya
menyebutkan asal-muasal dan kadamya.

Asy-Syarbini Al Khathib dalam Al Mughni (Mughni Al
Muhta) menuturkan, bahwa l{huf yang terbuat dari satu bahan -
sama seperti halnya sandal- yaihr sah untuk diperjual belikan
secam pesanan, ini jika barang tersebut baru dan tidak terbuat dari
kulit, seperti pakaian yang dijahit dan perabotan. Demikian pula
tidak boleh menjalin akad salamdalam pengadaan panah (qassil-
benfuk jamak dart aquas dan dijamakkan menjadi aqwaas- yang
terbuat dari kayu, fulang, dan karet. Dernikian juga dengan panah
marisy, karena ketebalan bagian tengah dan kedua sisinya berbeda
serta sulit membatasinya. Ini salah safu pendapat ulama madzhab
Hanbali. Sedangkan anak panah !/ang belum dibubut dan
dipasangi bulu sah diperjualbelikan secara pesanan, karena mudah
dibatasi, menurut satu pendapat lainnya.

Tidak sah akad slam untuk mengadakan makanan kasyki
(masyarakat umurn biasa menyebutnya kisylli, karena tingkat
keasamannya tidak terukur. Juga tidak boleh melakukan akad
pemesanan roti. Demikian ini menunrt rnayoritas ulanna madzhab
kami, sekalipun menumt Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur,
dan Al Auza'i, bahwa praktik tersebut sah, dengan pertimbangan
bahwa makanan yang dimasak dengan panas api tidak berbeda
dengan makanan yang tidak dipanaskan dengan api ketika api itu
terukur.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat tentang hukum
al<ad salam pada roti, tidak sah memesan roti, karena pengaruh
api yang digunakan dalam memasak roti tidak tenrkur, di samping
bagian yang terkena api ifu terkadang banyak dan terkadang
sedikit. Pendapat Sang pertama adalah pandapat yang shahih,
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yang di-shahiltkarr,oleh Asy-Syafi'i dan pengildrtqla. AI Muzani

meriwayatkan dari nash yang sah, karena api 1ang digunakan

dalam pembakaran roti ifu temkur, semenbra garam lrang

digunakan bukanlah menjadi objek jual b-eli. Wallah,u a'lam.

Asy-syirazi & mengemukakan: fidak boleh

mengakad salam pada unggas, karena dia tidak terulcur
berapa umurnya dan fidak dapat diketahui kadarnya
dengan ul$ran hasta.

Juga, tdak boleh menjalin alod pemesanan

budak perempuan berikut anakngTa, begihr iuga budak
perempuan dan saudari perempuannya, karena sangat
jarang ditemukan budak perempuan beril$t anakn5Ta

atau budak perempuan berikut saudaringa sesuai sifat
yang ditentukan pemesan.

,Mpngerrai pepgsan hudak wanita lnng sedans
hamil, di sini terdapat dua riwayat pendapat ulama fitdh
AslrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh mengakad slam
pada budak hamil, karena kehamilanqTa tdak
diketahui.

Pendapat , Kedua: Boleh, karena ketidaktahuan
pemesan terhadap kehamilan itu fidak berpenganrh
pada hukum. Pendapat ini senada, dengan pemyiataan
kami tentang jual beli budak hamil-

SelanjutnS7a, hukum pemesanan kambing susuan
(labunl juga terdapat dua pendapat Asy-Slrafi'i:. i "
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Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena ini
termasuk akad salam pada kambing, sementara
kandung.rn susunya tidak diketahui.

Pendapat Kedua: Boleh karena ketidaktahuan
pemesan terhadap volume susu, yang tidak
berpengaruh pada hukum, ini sarna seperti jual beli
kambing susuan.

Penjelasan Redaksional :

An-Naurawi mengemukakan pendapat yang konhadiksi
dengan pemyataan Asy-Syirazi, yaifu bahwa sah mengal<ad salam
pada unggas dengan menyebutkan jenis dan ukumDnla, besar atau
kecil.

AsySprbini dalam Syarh Al Minhajberpendapat, pemesan
juga menyebutkan umur unggas png dipesan, jika diketahui. Oleh
karena ifu, unfuk mengetahuinlp penerima pesanan perlu merujuk
penjual, seperti dalam kasus pemesanan budak. BeSifu juga jenis

kelaminn5ra, jantan atau betina, jika ifu mudah untuk dibedakan,
sebab hal ini berkaitan dengan fujuannya.

Cabang: Al A&ra'i men5ntakan, bahwa secara zhahir
tidak boleh menjalin alad salam pohon kurma, walaupun kita
memperbolehkan jual belinya, karena tidak dapat membatasi

iumlah, timbangan, dan takarannya.

Boleh memperjualbelikan angsa berikut anaknya dan ayam
berikut itiknp secara pesanan, asalkan pemesan menyebutkan
jumlahnrc.
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Ar-Ramli dan muridnya, AsySyarbini, menyatakan,

pendapat yang dikemukakan Al Adzra'i dalam masalah ini yaitu

pemesanan angsa dan a5ram berikut anaknln tidak dapat diterima.

Sebab, kasus ini masuk dalam pemyataan mereka, "hukum

pemesanan haran temak berikut anakn3ra satna dengan hukum

jual beli budak wanita dan anaknya secara pesanan."

Redaksi Asy-Syirazi, 'Tidak boleh al<ad sakm pada budak

hamil, karena kehamilannya tidak diketahui," AsySpfi'i
menyatakan, "Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musa3ryab, bahwa dia berkata, 'Tidak ada riba

dalam jual beli her,van. Tiga hal yang dihrang dalam jual beli

hauan, yaitu mutadhaminin, mulaqih, dan hablul habakh-'

Mutadhamin yaitu jual beli barang yang dimuat di atas punggung

unta; mulaqih adalah, jual beli ianin yang terdapat dalam penrt

henan betina; dan hablul habalah adalah, kansaksi iual beli 1ang

dipraktikan orang iahililrah, lraifu merrbeli unta lpng kelak

dilahirkan oleh ianin yang sedang dikandung unta deurasa."

AsySyafi'i mengatakan, tidak baik mengakad akm rrlda
budak perempuan dengan sifat yang hanrs dipenuhi sementara dia

sedang hamil, juga tidak diper&olehkan memesan har.ran lang
sedang bunting, karena kondisi ianin png sdang dikandung

tersebut han5a diketahui oleh Allah.

Redaksi Asy-Syrrazi, 'Akad salam terhadap kambing susuarl

terdapat dua pendapat." Asy-Syafi'i menielaskan dalam bab sifat-

sifat hewan ketika diperjualbelikan secara piutang, "Seandain3a

seseorang mernesan heuran yang melimpah air susunla (dzafu

durl dan mengans5lapnya sebagai hannn srsuan (hburl, dalam

kasus ini terdapat dtra pendapat AsySyafi'i:
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': -.Fendapat 'Portarrrar lPemesanan ini diperbolehkan. Jika
ternyata heulan, tersebut memang her,rran susuan, dia dapat
menjadi milikn5n, sebagaimana pendapat kami terkait kasus-kasus

sebelumn5ra, walaupun air susuflga berlebih, seperti kelebihan
pekerjaan seorang buruh.

Pendapat Kedua: Tidak boleh karena dia menrpakan
kambing yang memiliki air susu, mengingat syarat kepemilikan
susu ihr dengan cara membelinSn. Sementara ihr, air susu ini dapat
dipisahkan dari heurann5a, dan ihr bukan karena tindakan haran
tersebut. Air susu menrpakan karunia Allah & yang diberikan

kepadanla seperti halnya yang dikaruniakan pada unta dan
sebagain5a.

Apabila hewan tersebut sesuai dengan sifat yang disebutkan
pemesan, maka akad ini batal, seperti batalnya pemyataan "Aku
memesan padamu unta dengan sifat tertenfu berikut susunya tanpa
ditakar .dan tanpa disifafi." Sama halnSra dengan lamngan
pemyataan, "AlflJ'mernesan padamu anak binatang yang sedang

bunting,'l Ini merupakan safu dari dua pendapat ya"g paling
mendekati qiyas. Wallahu a'hm.

Cabang: An-Nawawi menyatakan dalam Al Minhaj, trdak
sah akad slam untuk pengadaan sesuattr yang langka seperti
daging buman di tempat 5nng jarang terdapat her,van buruan; juga

tidak sah pada barang yang jika spesifikasinya disebutkan secara

detail akan sulit diternukan seperti mutiara besar, yaqut dalam
jumlah banyak, budak perempuan' berikut saudarinya atau
anaknya, dimana ini dianalogikan dengan pemesanan budak
perempuan dan anaknya,'yaifu pemesanan kambing dan anaknya.
Wallahu a'lam.
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Asy-Syairazi #s menyatakan: Pasal: Hukum

memesan perabotan yang bagian atas dan bawahnya
berbeda seperti kendi, tiang lampu, dan kurraz, di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut tidak boleh
dilakukan, sebab bagiannya berbeda. Oleh karena itu
tidak boleh memperjualbelikan barang ini secara
pesanan, sama seperti hukum pemesanan kulit.

Pendapat Kedua: Hal ini diperbolehkan, sebab

dapat disebutkan ciri-cirinya. Oleh karena itu boleh
diperjualbelikan secara pesanan, seperti timba
berbentuk kubus dan piring yang lebar.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat soal iual
beli tepung secara pesanan. Di antara mereka ada yang

berpendapat, bahwa pemesanan tepung fidak
diperbolehlmn. Demikian ini merupakan pendapat Abu
Al Qasim Ad-Dariki g, karena dia fidak dapat diukur

dengan jelas.

Pendapat lainnya, bahwa pemesanan tepung itu
sah, karena dalam prosesnya sang pemesan

menyebutkan jenis, kelembutan, kualitas, sehingga dia
diketahui- Namun, tidak boleh menjalin akad slam
unfuk pengadaan keburn, karena tempat tersebut
menjadi objek jual beli, sementara harganya bervariasi,
oleh karenanya harus menentukan obieknya, sedangkan
objek itu tidak dapat ditetapkan dalam tanggungan.

Penjelasan Redalrsional:
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Redaksi, Al Kunaz atau Al Kurraaz, mengikuti pola kata
ghumab dan rummaan, yaitu sejenis botol atau kendi yang bagian
atasnya sempit.

Hukum: An-Nawawi dB men5atakan: Tidak sah akad

salam unfuk mengadakan barang yang berbeda benfuknya, seperti
periuk, kulit, kendi, baskom, ternpayan, tiang lampu, dan
sebagainya. Dan sah melakukan akad salam unfuk pengadaan

ernber kubus dan perabotan dalam kernasan.

Menurutku (Al Muthi'i): Tidak sahnya salam pada
barang-barang tersebut karena perbedaan bentuk dan desainnya.

Periuk bafu dibuat dari batu yang diukir dengan suafu alat.
Sedangkan kendi, ukuran bagian atas dan bawahnya sangat
berbeda, semakin tinggi benfuknya semakin ramping dan
menyempit, bagian lehernya memanjang seimbang, kernudian
bagian atasnya menjorok ke depan seperti leher angsa. Tidak
jarang kendi memiliki tutup yang bisa digemkgerakkan.

Begitu juga Kiraaz (sejenis boto$ bagian bawahnya lebar,
sedangkan bagian tengah dan atasnya ramping. Sementara
baskom (thassi atau ihasrf lebar seperti lubang, tepian atasnya

melengkung ke bawah, sedangkan bagian bawahnya berbeda
dengan atasnya. Seluruh sifat-sifat yang kami sebutkan ini apakah
boleh diakad salad? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat yang paling shahih menyatakan, tidak boleh,
karena kedua belah pihak tidak dapat membatasi sifakrya secara

verbal. Demikian ini pendapat ulama madzhab Ahmad. Sedangkan
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timba kubus dan piring lebar boleh diperjualbelikan secara pesanan

menurut satu pendapat.

Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa apabila seseorang

mengakad slam pada perabotan yang bisa dibatasi ukurannya:

seperti panjang lebamya, tinggi, dan diametemgra seperti timba

kerek dengan tali dan baskom, maka akad tersebut sah.

Menurutku (Al Muthi'i): Tidak disyaratkan

menyebutkan barang bagus atiau jelek dalam akad salam.

Panyebutan kualitas barang secara umun diarahkan pada barang

yang paling bagus.

Cabang: Ulama fikih Asy-Spf i berbeda pendapat

tentang hukum pemesanan tepung. Abu Al Qasim Ad-Dariki
berpendapat, bahwa itu Udak boleh karena dia fidak dapat dibatasi

dengan jelas. Menurut pendapat yang kuat, tepung boleh diakad

salam karena pemesan dapat nnenyebutkan tingkat kelembutan,

kualitas, dan jenisnSn. Dengan demikian, dia menjadi barang 5rang

diketahui.

Seandainya seseorang membeli tepung akmah atau zerd4,
maka akad ini diperbolehkan, karena jenisnya terukur dan bisa

diadakan oleh orang banyak. Apabila barang ini sulit diadakan,

maka al<ad slam tersebut batal. Walkhu a'lam.

24 T"p*g alamah atau zero merupakan tepung berkualitas paling bagus dan jenis

tertinggi. Dari jenis tepung ini dibuat berbagai ragam jajanan dan rnanisan.
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Cabang: Perkembangan industri derruasa ini memunculkan

berbagai produk peralatan dan perabotan Snng belum dikenal pada

masa para imam terdahulu. Misalnya, seperti radio dan televisi,

alat png dapat mengantarkan audio sekaligus visual dari jarak
jauh, lemari 6, listrik, mesin cuci elektrik, dan berbagai alat
elekhonik lainnya yang sangat bervariasi dan sulit dibatasi oleh

kedua belah pihak yang berbansaksi.

Apabila mernungkinkan unfuk membatasi jenis dan merek
barang, dan barang yang dipesan tersebut memiliki buku petunjuk

lpng menjelaskan komponen, spesifikasi, setrta fungsiryn;
sernentara kedua belah pihak mengetahui informasi seputar

barang itu, seperti wakil lembaga unfuk memproduksi dan
mendistribusikan barang tersebut, maka al<ad salarn mereka ifu
sah.

Sedangkan iika pemesan fidak mengetahui spesifikasi

bamng-barang tersebut, sekiranya dia dapat mengubah lampu atau
penggerak yang bagus dan menyiapkan penggantinp yang kumng
bagrrs atau barang lama, maka allcrd alan ini batal, sebab tidak
adanya pengetahuan terhadap spesifikasi barang penan tersebut.

Alasan lainnya adalah dengan merujuk pada pemyataan As!r-

Slafi'i, dalam bab daging hewan buas, tentang bolehnp
menanyakan ahli ilmu tentangnya. Jika mereka menjelaskan hal itu
sebagai kekurangan, maka barang tersebut dikembalikan karena

aib; jika tidak demikian maka tidak dikembalikan.

Boleh juga melakukan pemesan kendaraan bermotor dari
suafu daerah ketika pembeli mengetahui jenis, merek, dan tahun
produksinya, seperti memesan mobil bermerek Fiat, model anu,

dan nomor ini.
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Cabang: Tidak boleh mengadakan akad salam untuk
mengadakan berbagai jenis perabotan rumah tangga yang berisi

kapuk, benang gujir, kapas, karina, kulit, kain perca, ter, dan
sejenisnya, karena dia tidak bisa dibatasi dengan jelas, dan tidak
bisa dibedakan mana yang berkualitas buruk dan mana yang baik.
Wallahu a'km.

Cabang: l-ahan berbeda-beda sesuai lokasi dimana dia
berada, mulai dari yang berada di jaian besar sampai gang sempit,

dari yang berada di sepanjang jalan sampai dengan lahan yang ada

lapangan yang luas. Perbedaan lokasi mengakibatkan perbedaan

harga lahan. Tidak jarang lahan yang dijual bemda di pemukiman
padat penduduk. Harganya tentu lebih rendah dibanding lahan
yang berada di pemukiman sepi penduduk.

Mengaor pada penilain di atas, pertedaan harga berikut
perbedaan fujuan pembelian menjadikan penetapkan objek dengan
sifat-sifat 5rang diinginkan secara kredit, merupakan suafu yang

mustahil. Oleh sebab itu, tidak boleh memperjualbelikan lahan
secara pesnan, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Bersamaan dengan itu, di antara transaksi rekagrasa yang

dipraktikkan masyarakat sekarang ini dalam kondisi darurat yaitu,

merekolasi lahan dan membelinya sebagai hunian bagi orang-

orcrng yang membutuhkan, neunun tetap diketahui luas, lokasi, dan

kualitasnya yang menenfukan nilai materil, ekonomis, harga

rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi, tanggal penyemhannya,

dan melihat maket yang menggambarkan detaildetail bangunan

secara rinci. Bahkan, tidak jarang "maket" tersebut berbenfuk
brosur berukuran kecil dengan skala yang akurat dengan bentuk
aslin5a.
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AslrSyirazi db menyatakan: Pasal: Akad salam
hanya diperbolehkan dalam pengadaan barang yang
umumnya selalu tersedia dan terjamin tidak akan hilang
dari pasaran begitu iafuh tempo.

Seandainya seseorang memesan barang yang
tidak tersedia secara utnum, seperti hewan buruan di
tempat yang banyak tersedia hewan buruan, atau
memesan buah yang sulit diadakan, atau menentukan
batas waktu lrang Udak ada jaminan ketersediaannya,
maka pemesanan tersebut tidak sah.

Demikian ini berdasarkan hadits lpng
diriwayatkan oleh Abdullah bin Salaffi &, bahwa Zaid
bin Sun'ah bertan3;a kepada Rasulullah &, 'Wahai
Muhammad, apakah engkau bersedia menjual kurma
kering dengan ciri-ciri tertentu padaku, sampai tempo
tertenfu, dari kebun Banu Fulan?"

Beliau menjarrab, 'Tidak Yahudi, tetapi aku akan
menjual kurma kering dengan ciri-ciri tertenfu sampai
tempo waktu tertenfu.' Sebab, barang pesanan tersebut
tidak atnan dari kelangkaan. Kondisi ini termasuk
gharar yang fidak dibutuhkan, sehingga dia
menghalangi keabsahan akad.

Penjelasan Redalrsional:

Hadits Abdullah bin Salam telah dikemukakan pada
pembahasan jual beli betikut penjelasan statusnya. Terkait dengan
hadits ini, ada juga sebuah hadits Anas yang diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani dalam Al lkbir dan juga NBazzar. Dalam hadits ini
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terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi. Al Haitsami dalam Majma'
Az-Zaorraid menyatakan bahwa dia merupakan periwayat yang

dha'if.

?-aid bin Sa'nah merupakan seomng cendikiawan dari

kalangan Yahudi. Dia memeluk Islam dan berjuang bersama

Rasulullah $ dalam beberapa peperan5pn. T.arid gugur dalam

perang Tabuk, ketika kernbali menuju Madinah. Salah satu

muridnya adalah AMullah bin Sallam.

Abdullah bin Sallam menyatakan: Zard bin Sa'yah (bukan

Sa'nah) menuturkan, "Tidak sedikitpun pertanda kenabian kecuali

aku melihatnya di wajah Muhammad # Vu"S penuh keagungan

dan kemuliaan." Riwayat ini terjadi sebelum Zaid memeluk Islam.

Rasulullah & tidak pemah memanggil kaum Yahudi dengan

sebutan "Yahudi" setelah dia menganut agarna Islam. Dengan

dernikian dapat disimpulkan, bahwa peristiura tetsebut terjadi

sebelum keishman Zaid bin Sa'yah.

An-Nawawi menyatakan dalam At-TaMzib, bahwa Zaid

bin Sa'yah adalah salah seorang cendikiawan Yahudi, tokoh yang

paling alim dan paling ka5ra. Beliau memeluk Islam, menjadi

muslim yang baik, dan turut berjuang bersama dengan Nabi $ di

beberapa medan jihad.

Kisah keislaman Taid bin Sa'5nh sangat panjang dan
populer. Ayahnya bemama Sa'yah. Al Qal'i , bahwa

ada lnng menyebutrya "Su'yah," pendapat ni gharib. Ada grang

menulis Sa'nah dan Sa'yah. Keterangan ini diriurayratkan oleh Abu
Umar bin AMil Barr dan lainnya.

hnu Abdil Barr menyatakan: Nama '-qar'nah" lebih sering

digunakan. Bahkan, jumhur ulama menyebutnga, "Sa'nah."
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Hukum: Pembahasan ini melengkapi ulasan sebelumnya

tentang pendapat para ahli fikih, bahwa akad salam tidak sah pada

barang yang jarang ditemukan. Kesimpulannya, bahwa akad salam
hanya sah terhadap pengadaan barang yang umumnya tersedia
dan terjamin tidak akan hilang di tempat tertenfu unhrk diserahkan
di sana dan pada r,t/akfu tertentu.

Apabila barang ini bersifat musiman. Maksudnya adalah,
dia tersedia banyak pada waktu tertentu sampai waktu tertenhr
lainnya, kemudian jumlahnya berkurang di pasaran, langka, atau
bahkan tidak tersedia lagi. Maka, sah menjalin akad pesanan

barang di saat musimnla, di mana jumlahnya berlimpah dan
tersedia di pasar.

Sah melakukan akad pesanan pengadaan berbagai jenis

barang yang baru akan tersedia saat berlangsung alam. Misalnya,
seperti mencegat perahu di laut bagi orang yang dalam kondisi
damrat, narnun ifu jarang terjadi. Kasus ini sama dengan mencegat
kafilah yang membawa barang dagangan di tengah jalan, seperti
telah dijelaskan sebelumn3n, yaifu bag orang yang sedang

mengalami kesulitan. Kondisi ini tidak menghalanginya dari akad
slam. Sementara itu dilarang melakukan al<ad salam pada masa-
masa perang.

An-Nawawi menyatakan: Seandainya seseorang memesan
barang yang umumnlra tersedia lalu barang itu habis begitu jatuh

tempo. Menurut pendapat yang paling diunggulkan, akadnya tidak
batal. Oleh karenanya, pemesan diberi khiyarantara membatalkan
akad atau menunggu sampai barang itu tersedia. Seandainya
kekosongan barang ini di pihak penerima pesanan diketahui
sebelum jafuh tempo, maka dia tidak berhak khtyaf menurut
pendapat paling slnhih.
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Terkait hukum akad pemesanan heu.an buruan, Asy-Syafi'i

memperboleh memesan daging hewan buntan, seperti memesan

daEng herr.ran yang ditemak. Beliau menlntakan dalam Al Umm:

Seluruh jenis daging binatang liar, sebagaimana

keteranganku soal dagng keledai, memiliki beberapa hukum.

Apabila hetrran buruan ini berada di daerah yang menjadi

habitarrSra, dimana populasinya tetap stabil pada waktu jatuh

tempo, maka pemesanan her,r,an seperti ini diperbolehkan.

Sedangkan jika populasi her,van tersebut berbeda dari satu waktu

ke waktu, maka heu,an ini tidak boleh dipesan, kecuali pada saat

populasinya stabil.

AsySyafi'i menjelaskan, aku kira keberadaan hervan liar di

suahr daerah pasti demikian (jumlahnya relatif, tergantung waktu

dan tempat). Ada wilayah yang tidak mqnpunlpi satwa liar.

Sekalipun ada beberapa daerah yang mernpunlni halan liar,

sehingga seringkali pemburu secam tdak sengaja

mendapatkannla. Ada juga daerah dimarn si pemburu dapat

memenuhi seluruh pesanan bagian daging buruan setiap hari, atau

hanla bagian daging tertentu saja.

Daging kambing, daging unta, dan daging sapi hampir

selalu tersedia. Oleh karena ifu, dalam pemesanan daging hev.ran

ini, penerima pesanan yang tentunya bertindak sebagai pihak

penjual menanganinya sendiri: Menyembelih heuran lalu memenuhi

ketvajibannya pada pihak pemesan. Penyembelihan tersebut

sangat mungkin dilakukan olehnya dengan adanp pembelian.

Sebaliknya, hevuan bunran tidak mungkin disembelih karena proses

pembelian tersebut, pada waktu daging keledai (misalnp) atau

bagian tertenfu darinya sulit disediakan ketika berlangsung

pernesanan.
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Akad pemesanan hewan buman tidak diperbolehkan pada

saat sulit memenuhinya. Tidak diperbolehkan memesan daging

binatang liar -ketika dia tersedia di suatu tempat- kecuali dengan
teknis yang telah aku jelaskan dalam pemesanan daging hewan
temak. Yaitu, petnesan menyebutkan jenis daging yang dipesan
seperti daging rusa, daging kelinci, daging A/ (kob), daging
banteng, keledai hutan, atau jenis hev.ran tertenhr. Juga, perlu
disebutkan besar kecilnya.

Dalam pernesanan daging hevrran buruan pun perlu
menyebutkan sifat daging yang dipesan, sebagaimana telah aku
jelaskan, seperti daguxg buruan 5nng gemuk atau daging tanpa
lemak: tidak meninggalkan sesuafu yang mengakibatkan daging
herruan tersebut tdak enak, dan mensyaratkan daging hewan
buruan tertenfu.

Apabila pemesan tidak mensyaratkan jenis her,r.ran

buruannya, maka penerima pesanan perlu bertanSra pada orang
png ahli di bidangnya. Apabila mereka menjelaskan ada sebagian

daEng yang rumk, maka, kerusakan ini tergolong aib, sehingga
calon pernbeli Udak uajib melanjutkan akad. Sebaliknp, jika para
ahli ini mengatakan dagng tersebut tidak rusak, tetapi hewan
buman tertenfu mexnang dagingnya lebih enak, ini juga bukan
tergolong akad yang rusak, dan pembeli tidak boleh
mengembalikannya pada penjual. Pembeli otomatis telah terikat
dengan akad tersebut

Asy-Syafi'i menjelaskan, boleh memesan seluruh jenis

daging unggas berdasarkan ciri-ciri umur, ukuran, kebersihan

daging, dan beratnya, hanya saja dalam jual beli unggas tidak ada
patokan umur binatang. Unggas diperjualbelikan berdasarkan ciri-
ciri habitat dan ukurannya. Dagrng unggas ada lrang
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memungkinkan dijual sebagian dengan ciri-ciri tertentu; ada juga

yang tidak memungkinkan dijual baEan pefoagian karena

ukurannya kecil, jenis unggas, dan juga bobotnya.

Pemesanan dagrng unggas menggunakan acuan ukuran

berat. Tidak boleh memesan daging unggas dengan ukuran safuan.

Pemesanan berdasarkan jumlah hanya boleh dilakukan pada

unggas 5ang masih hidup, bukan yang sudah disembelih. Hev,an

sembelihan dikategorikan bahan makanan lrang hanla boleh

diperjualbelikan dengan cara ditimbang.

Apabila seseorang memesan dagrng unggas dengan ukuran

berat, maka dia tidak boleh hanya mengambil bagian kepala atau

kedua kakinya (tanpa paha), karena kakin5n tidak berdaging.

Sementara kepala unggas -jika dimaksudkan sebagai dagrng yang

sudah dimaklumi bersama- dia tetap tidak dapat disebut sebagai

"daging."

Asy-syirazi ab menSntakan: Pasal: Akad salam

hanr boleh dilakukan pada barang dalam ukuran yang

diketahui. Ketentuan ini sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan oleh lbnu Abbas &, bahwa Nabi &
pemah bersaMa,

'Yt JL,

'Lakukan pemeenan dalam
timbangan trang diketahui,
diketahui."

4w1
olc t

?;t"'
talsann trang diketahui,
dan batas unktu trang

..?.,
*J)

oio z
?rr'4

oio.
?,P ,hg,

Al Majmu'Slrah At lvtuhod*ab ll SSS



Apabila terjadi pemesanan barang yang ditakar,
maka pemesan perlu menyebutkan takaran standar; iika
pemesnan ifu pada barang yang ditimbang, maka dia
menyebutkan timb.rngan standar; dan jika menyebutkan
barang yang diukur, maka dia perlu menyebutkan
ukuran paniang yang standar.

Apabila akad pesanan ini menggunakan takaran
bukan standar seperti sepenuh baki yang tidak diketahui
berapa banyakng;a, sepenuh tempayan yang tidak
diketahui volumenya, berat safu tumpukan yang tidak
diketahui beratrya, atau sepanjang hasta seseorang,
maka akad ini fidak diperbolehkan, karena ukuran
barang pesan.ul tidak diketahui dengan jelas. Sebab,
ukuran yang diglaratkan pemesan ini tidak lepas dari
kekurangan, sehingga kadar barang pesan.ln tidak
diketahr-li. Hal ini termasuk gharar yang tidak
dibutuhkan dan juga menghalangi keabsahan akad.
Praktik ini sama dengan pesanan buah dengan qlarat
berasal dari kebtrn tertentu.

Apabila seseortrng memesan barang yang ditakar
dengan cara ditimbang, dimana nyatanya barang
tersebut merupakan barang yang ditimbang dengan
cara ditakar, maka akad ini diperbolehkan. Sebab,
syarat akad salam, bahwa barang harus diketahui
kuatitasnya, dan dengan cara tersebut syarat ini telah
dipenuhi.

Apabila seseorang memesan barang yang tidak
ditakar dan tidak ditimbang, seperti kelapa, telur,
oyong (sejenis mentimun), semangka, bawang bakul,
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dan kepala binatang; jika kita memperbolehkan akad
salam pada barang-barang ini, maka dia diakad salam
dengan ukuran timbangan.

Abu Ishaq mengatakan: Boleh memesan buah
pala dengan ukuran takaran, karena menakar buah ini
sangat memungkinkan. Pendapat lpng di-nash oleh
AsSrSyafi'i adalah pendapat pertama-

Penjelasan Redaksional:

Hadits hnu Abbas di atas telah dipaparkan sebelumnya.

Sekelompok ulama meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi:

Rasulullah $ tiba di Madinah. Para penduduk di sana biasa

melakukan pemesanan buah dalam jangka waktu setahun sampai

dua tahun. Beliau lalu bersaMa,

,?*t *SS $*,y q:'4t2"# Ai t
?)*,yt,ly,-

'Siapa saja yang memnan hendaHah dia meln*an
dengan takaran Wng diketahui, timbangan yang diketahui, dan

sampai batas wakfu gng diketahui."

Hukum: Apabila barang pesanan diukur dengan takaran,

maka pemesan menggunakan takaran standar. Maksudnya adalah,

takaran yang diketahui oleh seluruh orang. Jika takamn tersebut

sudah dibatalkan penggunaannya oleh pemerintah, namun
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masyarakat luas masih mempergunakannya dalam transaksi, maka

alad salam dengan takaran ini sah.

Tidak sah mengadakan akad salam dengan menggunakan

takamn atau timbangan yang tidak dikenal oleh masyarakat luas.

Andaikan pemerintah mengharuskan pemakaian dua ukuran
tersebut sementara masyarakat tidak biasa menggunakannya,

maka yang menjadi acrran adalah ukuran takaran dan timbangan

3rang berlaku umum di tengah masyarakat.

Apabila pemerintah memberikan kesempatan kepada

masyarakat unfuk beralih dari timbangan dan takaran yang biasa

mereka gunakan pada ukuran standar sampai jangka wakfu
tertenfu, maka masyarakat wajib memafuhinya. Masyarakat tidak

boleh melakukan pemesanan dengan takaran atau takaran yang

lama, kecuali transaksi ifu dilakukan sebelum masa pergantian,

sebab kemungkinan mereka akan terjerat sanksi hukum jika

menyalahi pernerintah.

Redaksi perngataan AqlSyirazi, "Jika bararg ihr diukur

dengan hasta," rdaksi yang tepat seharusryn dengan kata
"dzim". Sekamng ini ukuran panjang menggunakan satuan meter,
yard, dan kaki. ketenfuan lang sarna juga berlaku pada safuan

yang berlaku pada ukuran timbangan dan takaran.

Cabang: Mengetahui ukuran barang pesanan menrpakan

salah satu syarat al<ad salam. Ukuran ini dapat diketahui melalui

safuan takaran, timbangan, dzira', dan jumlah barang. Namun
demikian, boleh mernesan sesuatu yang ditakar dengan timbangan,

dan sesuafu yang ditimbang dengan takaran, ini jika telah

memenuhi takarannya.
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Satu pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang dha'if
menyebutkan, bahwa tidak boleh memesan barang yang ditimbang

dengan cara takaran. Imam Al Haramain menafsirkan pemyataan

umum ulama madzhab kami tentang bolehnya menal<ar barang

yang ditimbang, bahwa yang dimaksud dengan "takaran" di sini

adalah, segala jenis takaran yang bisa dijadikan satuan barang.

Bahkan, seandainya seseorang memesan beberapa galon keshrri

dan anbar serta seienisnya secara takaran, maka akad ini tidak

sah.

Sementara pemesanan buah semangka, oyong (sejenis

mentimun), sejenis jeruk, delima, terong, buah mnij, dan telur,

menggunakan safuan berat. Boleh memesan kelapa dan buah

badam dengan safuan berat (timbangan), iika sebagian besar

kulitrya tidak berbeda. Namun, menuntt pendapat yang paling

shahih, boleh manesannya dengan safuan takaran. Demikian pula

buah kacang tanah dan kacang bunduq. Ini keterangan lang
dikutip dart Raudlnh Ath-Thalibin.

Cabang: Tidak boleh memesan barang yang aslinya

diukur dengan safuan panjang dengan satuan berat. Kedua belah

pihak harus mengukur barang tersebut yang menggunakan satuan

panjang dengan ukuran dzira'. Ketenfuan ini tidak diperselisihkan

oleh para ulama.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, seluruh atrli ilmu sepakat,

bahwa boleh mernesan kain dengan satuan paniang yang telah

diketahui.

Sementara itu, pemesanan barang !/ang tidak ditakar,

ditimbang, dan diukur paniangnya, dapat dibagi meniadi dua
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macam. Barang yang tidak berada di tempat, dan barang yang

berada diternpat.

Barang pesanan yang belum tersedia di tempat dapat dibagi

menjadi dua kategori:

Kategori Pertama: Barang yang memiliki ukuran yang

hampir sarna dan tidak berbeda jauh seperti telur, kol, kepala

ha,r.ran, dan berbagai jenis komoditas lainnya yang telah disebutkan

oleh Asy-Syirazi.

Deuasa ini di sebagian besar nqeri, oyong (sejenis

mentimun) dan buah semangka diperjualbelikan dengan cara

ditimbang. Bebempa komoditas di atas sering diakad salam

dengan acuan safuan. Para ahli fikih menegaskan tentang

bolehn5a mernesan buah badam secara takaran dan timbangan,

dan tidak boleh dengan acuan satuan.

An-Nawawi menegaskan, petrlesnan buah semangka,

terong, oyong (sejenis mentimun), sejenis jemk, dan delima

disyaratkan menggunakan satuan berat (timbangan). Narnun,

pelnesanan kelapa dan buah badam yang memiliki banyak

kesamaan boleh menggunakan acuan berat- Demikian pula, boleh

dilakukan dengan acuan takaran, menurut pendapat grang paling

shahih.

As-Subki menyatakan, boleh melakukan pesanan dengan

satuan berat dan takaran dalam pengadaan kacang bunduq,

kelapa, dan kacang tanah. Beliau mengatakan, aku kira dalam

kasus ini tidak terdapat perbedaan ulama.
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Menurutku (Al Muthi'i): Boleh memesan buah aprikot

dengan acuan takaran dan timbangan, sekalipun bijinya berteda,

ada yang kecil dan ada juga yang besar. Wallahu a'lam.

Komoditas gang dijual secara safuan, yaitu grang menriliki

ukuran yang hampir sama, boleh diakad salam s@ara safuan- Ini

merupakan pendapat Abu Hanifah dan Al Auza'i.

Asy-Syafi'i manjelaskan, bahwa telur dan kelapa boleh

diakad alam dengan ukuran takaran dan timbangan, tdak boleh

scara sahnn, karena bentuknSa berbeda-beda, sama s€e€rti buah

senrangka. S€bab, ada yang besar ada iuga 1rang kecil.

Ulama madzhab Ahmad bependapat, bahwa boleh diakad

slam baik dengan sahnn takaran maupun timbangan jika

perbedaan ukuran buah ini sangat kecil. Beliau berpendapat, buah-

buahan ini dildasifikasi dalam buah berukuran kecil, sdang, dan

besar, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yrang mencolok.

Jika nnsih terdapat perbedaan, maka ifu dimaklumi. Lain halnlp

dengan hnh sernangka, karena perUaaan ukuranrya dapat

terlihat dengan ielas, oleh karenanya dia tidak dibatasi dengan

acuan satuan.

IGtegori kedua: Komoditas yang merniliki perbedaan

ukuran yang sangat jelas, seperti buah delima, ieruk, oyong (sejenis

mentimun) dan mentimun. Hukum komoditas seperti ini sama

dengan hukum barang pesanan Srang tidak diperiuahelikan se@f,a

sahran, yaifu seperti buah semangka dan bar,rang bakul. Dalam

kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih As5r-Syafi'it

Pendapat Pertiama: Komoditas ini diakad pesanan secaftr

satuan. Komoditas ini dikategorikan dalam buah benrkuran kecil

dan besar, oleh karena itu, dia diperjual belikan dengan cara

tersebut. Denrikian pendapat Ahmad dan Malik.
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Pendapat Kedua: Komoditas tersebut hanya boleh diakad
salam dengan acuan ukuran berat. Pendapat ini dikernukakan oleh
Abu Hanifah dan AsySyafi'i, karena buah seperti itu tidak
mungkin diukur s@ara safuan, sebab benfuknya yang sangat
beragam dan berbeda. Dia hanya dapat diulnr dengan safuan
berat. Wallahu a'lam.

Cabang: fidak boleh melakukan jual beli buah dari suatu
kebun sa@ria pesanan, juga tidak diperbolehkan memesan buah
dari safu kampung kecil, karena tidak ada jaminan buah tersebut
akan gagal panen dan tidak tersedia.

hnu Al Mundzir men5ntakan, bahwa penrbatalan akad
sakm terhadap buah dari sebuah kebun lapknya ijma' ahli ilmu.
Di antara tokoh yang b€rpendapat denrikian adalah, Ats-Tsauri,
Matik. Al Auza'i, Asy-Spfi'i, ulama fikih rasionalis, dan Ishaq.
Demikian menurut pendapat Ahrnad. Wallahu a'bm.

AslrSyirazi dL menyatalon: PasaL Atrad pesan.rn
diperbolehlon setelah pemesan rnenyebutkan sifat-sifat
barang yang dipesan, yang dapat berdampak pada
perbedaan harga, seperti kecil-besar, panjang-pendek,
bundar-hrnrs, lembut-losar, lunalr-keras, cair-lrcntal,
jantan-betina, janda-perawan, putih-merah, hitam-
coklat, basah-kering, bagus-buruk, dan sifat-sifat lain
lnng menentrkan harga barang.

Barang lnng fidak diketahui sifat-sifat urnumnya
dalam pemesanannya perlu meruiuk pada pandangan
orang ]rang ahli di bidangngn.
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Jika seseorang memesan barang yang paling
bagus, maka akad pesanarl ini tidak sah, karena setiap
barang yang bagus sangat memungkinkan, bahwa di
atasnya terdapat barang yang lebih bagus lagl.
Akibatnya, penerima pesanan akan terus mencari
barang yang lebih bagus, dan itu hal yang fidak mudah.

Sebaliknya, apabila seseorang memesian barang
yang berkualitas paling buruk, maka di sini terdapat dua
pendapat AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: fidak diperbolehlon, karena
setiap barang yang buruk tentu di bawahnya terdapat
barang yang lebih buruk dari itu. Jadi, hukumnlza sama
dengan memes.ur barang lrang paling bagus.

Pendapat Kedua: Pemesanan tersebut sah, sebab
ketika penerima pesanan membawakan barang lrang
paling buruk, maka ifulah barang !/ang dipesanryn- Jika
ada barang lrang lebih bunrk darinya, maka penerima
pesanan telah cukup dengan barang yang ada- Oleh
karena ifu, pihak pemesan wajib menerimanSra.

Apabila seseorang memes.rn kain dengan
beberapa sifat-sifat tertentu yang menenfukan
perbedaan harga, dan mensyaratkan beratnSp dalam
jumlah tertenfu, maka dalam kasus ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad pesanan ini fidak sah-
Demikian pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini.
Alasannya, karena jarang sekali kain dengan sifat-sifat
ini dan berat yang disyarathan dapat dipenuhi oleh
pihak penerima pesanan. Jadi, kasus ini sama dengan

t_
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pesanan budak perempuan berikut anaknya dan seperti
pesernan barang yang tidak diketahui keberadaannya.

Pendapat Kedua: Akad seperti ini diperbolehkan,
karena AqrSyafi'i dS telah me-nash bahwa, iika
seseor.rng memes:rn suafu wadah dan menslraratkan
berat tertenfu, maka pesanan ini sah- Demikian pula
kasus ini.

Penjelasan Redalsional:

Mengetahui sifat-sifat barang pesanan merupakan salah

safu syamt alad salam. Artinya bahwa, menyebutkan sifat-sifat
barang pesanan dalam al<ad salam menjadi s5nrat. Oleh karena ihr,
memesan objek 3ang tidak terukur dan tidak jelas hukumnp tidak
sah; atau barang pesanan ini terukur narnun pemesan tidak
merryebut ciri-cirinya dengan jelas.

. Di antara ulama madzhab kami, ada 3nng menqnratkan
pemesan untuk menyebutkan beberapa sifat png membedakan
fungsi setiap komoditas. Ada yang menslnmtkan penyebutan sifat

!/ang dapat menentukan nilai barang. Ada juga yang

mengompromikan dua pendapat ini. ndak ada safu pun pendapat

lnng mensyaratkan penyebutan sifat-sifat barang pesanan secara

umutn.

Misalnln, dalam pemesanan budak, biasanp pemesan

menyebutkan budak yang giat atau lemah bekerja, pandai baca-

tulis atau buta huruf, dan sifat-sifat lainnya. Semua sifat ini
mempengaruhi fungsi dan nilai budak tersebut, namun hal tersebut
tidaklah wajib disebutkan.
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Kesulitan membatasi sifat suatu komoditas memiliki banyak

penyebab, salah satunya adalah adanya percampuran. Komoditas

yang terbuat dari berbagai bahan (campuran) ada empat macam:

Pertama: Komoditas yang unsur pokoknya terdiri dari

campuran, namun kadar dan sifat percampurannya itu tidak dapat

diukur dengan jelas, seperti dodol harisah, kuah-kuahan, manisan,

berbagai jenis tepung-tepungan, parfum ghalitnh yang diracik dari

minSrak kesturi, aud, anbar, kamper, dan gassrl Komoditas seperti

ini tidak boleh diperjualbelikan secara pesanan. Bahkan, menunrt
pendapat shahih, tidak boleh memesan khuff (sepatt)dan sandal.

Tiryaq (obat penawar racun) campurannlra sama dengan

parfum Shalitrah. Jika komoditas campuran ini berwujud dari satu

jenis tumbuhan atau bebatuan, maka dia boleh diperjual belikan

secara pesanan. Busur yang telah dipasangi tali dan dirakit, dia

tidak boleh diakad salarn. Sementara busur yang belum dirakit dan

belum dipasang tali, dia boleh diakad salam. Maghazil (pernintal)

sarna dengan busr.r.

Kedua, Komoditas yang beberapa unsur pokoknSn terdiri

dari campuftm yang kadar dan sifatTya terukur, seperti l<an atabi

dan kain sutra camputan ibraisim dan wol. Menurut pendapat

yang shahih dan telah ditetapkan, hal itu diperbolehkan karena

mudah unfuk mengukumya.

Dalam pemesanan kain yang telah dipintal dan dijahit

dengan bahan yang berbeda, seperti kain berbahan woll dan katun

yang dijahit dengan ibraisim, maka di sini terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila susunan tiga jenis benang ini tidak

terukur unsur-unsur pokoknya, maka dia sama dengan hukum
pesanan adonan-

!-_
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Ketiga: Komiditas yang diperjualbelikan memang dalam
kondisi bercampur, seperti roti asin, tetapi campuran garam pada
roti ini sebenam5a bukan unsur pokok. Hukum pemesanan
komoditas seperti ini terdapat dua pendapat urama fikih Rsy-
Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat 5rang paling shahih menurut
jumhur, hukumnSa tidak sah.

Pendapat Kedua: Pendapat yang paling shahih menurut
AqlSyirazi dan Al Ghazali, hukumnya sah.

Boleh melakukan pemesanan keju, mentega, cuka kurma,
kismis, dan ikan asin, menumt pendapat yang paling shahih,
karena unsur campurannya tidak seberapa. sedangkan minyak
wangl seperti minyak violet, minyak ben, dan minyak mawar, iika
bercampur dengan sedikit wanrangian lainnya, maka dia tidak
boleh diperjualbelikan secara pesanan. Jika minyak tersebut
tercampur dengan fumbuhan sesame (simsim) dan diperas, maka
dia boleh dijualbelikan secara pesanan.

Tidak boleh memesan yogurt yang dicampur dengan air.
AsySyafi'i telah menetapkan kasus ini.

Dalam At-Titimmah karya Sa'ad Al Mutawalli *b, bahwa
mashal (dadih susu) ifu sama seperti yogurt, karena dia bercampur
dengan tepung.

Keempat: Komoditas yang unsur-unsumya telah tercampur
sejak aual kejadiannya, seperti stnhd (madu kurma). Menurut
pendapat yang paling shahih, boleh memesan madu kurma.
Propolis yang terdapat dalam madu kurma hukumnya sarna
dengan biji kurma. Boleh memesan madu sekaligus propolisnya.
Wallahu a'latn.
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Cabang: Seandainya seseorang memesan budak

perempuan berikut anaknya, saudara perempuannya, atau bibinSTa;

atau memesan kambing berikut anaknln, maka akad ini tdak sah

karena sangat sulit memenuhi pesanan ini sesuai sifatsifat
tersebut. Dernikian keterangan yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i

*gts dan ulama madzhabnya.

Imam Asy-Syirazi menjelaskan, bahwa praktik pesanan

seperti ini tidak dilarang pada pengadaan orang kulit hitam (negro)

yang tidak punya banyak ciri; dan dilarang pada pemesanan gang

menyebutkan banyak sifat.

Seandainya seseorang memesan budak laki-laki dan
perempuan, dengan syarat budak pria ifu dapat menulis sementara

budak wanitanya mampu menata rambut, maka akad pesanan ini

diperbolehkan.

Andaikan seseorang rnemesan budak wanita dengan ryarat
dia sedang hamil, maka menurut pendapat npdzlnb, akad ini
batal.

Safu pendapat menyebutkan, bahwa dalam losus ini
terdapat dua pendapat, yang mengacu pada hukum apakah

ini mempunpi hukum tersendiri atau tdak? Jika kita

berpendapat, bahwa kandungan memiliki hukum tersendiri, maka

pesanan tersebut diperbolehkan; namun jika Udak punlra hukum

tersendiri, maka pesanan ini tidak diperbolehkan.

Andaikan seseorang memesan kambing susuan, maka

mengenai keabsahan akad ini terdapat dua pendapat. Pendapat

yang paling unggul menyatakan, bahwa akad tersebut dilarang.

Demikian tanggapan Al Baghawi.
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Cabang: Ketika seseorang memesan kain, maka ia perlu
menyebut jenis bahannya, seperti sutra ibraisim, kapas, atau katun;
macamn!/a, dan <iaerah pembuatnya. Jika pembuatan kain ini
memiliki trruan yang berbeda, terkadang cukup dengan
menyebutkan jenis dan juga ragamnya. Pemesan juga perlu
menjelaskan panjang kain, lebar, tebal, tipis, tingkat kelembutan,
dan kekasarannya. Pemesanan seperti ini diperbolehkan dalam
jenis kain yang dimaksud.

Penyebutan kain secara mutlak ditafsirkan sebagai kain

Snng belum diolah. Tidak boleh memesan kain yang dikenakan,
karena dia tidak dapat diukur dengan jelas. Namun, boleh
mernesan pintalan kain yang telah diwamai sebelum ditenun
seperti pemesarnn senapan.

Keterangan yang populer dalam ragam buku yang dikarang
oleh ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa tidak boleh
mernesan kain lrang telah diwarnai setelah ditenun. Di sini terdapat
pendapat ularna fikih Asy-Syafi'i lain yang memperbolehkannya.
Pendapat ini dikernukakan oleh sejumlah ulama, di antaranya
Slnikh Abu Muhammad dan penpsun Al Hawi.lni pendapat yang
sesuai dengan qiyas-

Ash-Shaimuri mengatakan, boleh memperjualbelikan gamis
dan celarn secana pesanan; jika panjang, lebar, luas, dan
sempitrgra teruhr dengan jelas.

Cabang: lGyu ada berbagai macam. Di antaranya seperti
kayr bakar. Di sini panesan perlu menyebutkan jenis, tebal-
tipisnlra, kayu bakar ini bagian dari pohon itu sendiri atau
rantingn!/a, dan iuga beratnya. Pemesan tidak harus menyebutkan
basah atau kering.
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Pemesanan kaSnr bakar secara umurn ditafsirkan dengan

kayu yang kering. Pernesan harus menerima kaSnr tersebut apa

adanya, baik yang bengkok maupun lurus.

Berikubrya adalah, kayr yang dipemntukkan sebagai bahan

bangunan, seperti batang pohon. Dalam hal ini pemesan

menyebutkan jenis kuyu, panjang, tebal-tipisnSp, dimana menurut
pendapat lrang shahih, tidak perlu menqraratkan beratrSn.

Namun, Spikh Abu Muhammad mensyaratkan penyebutan berat

kayu tersebut. Seandairyp pernesan menyebutkan berat kaytr,

maka akad ini diperbolehkan, berbeda halnp dengan pemesanan

kain.

Tidak boleh manesan kayu png telah dibubut, karena

bagian atas dan baunhnya berbeda.

Selanjutgra, jenis kayr unhrk ditanam. Pernesan perlu

menyehrtkan runrlatrnl,a, j€nis, panjang, dan kaebalannya.

J€nb tqtu Uernn&e a.laleh, kayr 1nng diiadikan bahan

baku dahm produksi hrsur dan anak panah. Dahrn pernesanan

ka5nr jerris ini, pernesan menyebutkan ;enis kaytr, tebal dan
tipisnya. Sebagian ulama menambahkan sifat kayu dari daerah

datar atau kaW dari p€[lunungan, sebab kayu dari daerah

pegunungan lebih bagus kualitasnya. Sebagian ulama

mensyaratkan penyebutan berat dalam pemesanan jenis kayr ini,
juga dalam kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan.

Asy-Syirazi 6b menyatakan, Pasal: Apabila
seseor.rng memesan dalam jangka waktu tertenfu, maka
dia wajib menjelaskan waktunya. Hal ini sesuai dengan
hadits Ibnu Abbas rg,, bahwa Nabi g bersaMa,
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'Lalrukan pesanan dengan tal<aran yang
diketahui, timbangan yang diketahui, sampai batas
waktu Wng diketahui.'

Harga barang berbeda-beda sesuai batas
waktunya. Karena ifu, pemesan wajib menyebutkan
batasan waktu pengadaan barang yang diinginkan,
seperti haln3n takaran, timbangan, dan seluruh sifat-
sifat lainnya. Waktu yang diketahui yaifu batasan waktu
yang telah dikenal luas oleh maqnrakat, seperti
perhitungan bulan dalam kalender Arab, kalender
Persia, kalender Romawi, perallaan hari-hari besar
lraum mnslimin, Nairuz (kalender lran), dan Mihirjan.

Apabila seseorang memesan sampai tiba masa
panen, atau sampai waktu penyerahan, atau sannpai
tiba hari ralp kaum Yahudi dan Nasrani, maka
pemesanan ini tidak sah, karena waktu yang dimaksud
tidak diketahui, karena dia bisa saja maju atau mundur.

Jika dia memesan barang dengan tempo sampai
bulan Rabi' atau Jumada, maka akad ini sah dan
ditafsirkan dengan Rabi'ul Awural dan Jumadil Aunpal.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat, bahwa pesnan seperti ini tidak sah
sebelum pemesan menyebutkan batas wakfu lpng jelas.
Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama,
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karena Asy-Syafi'i me-nash bahwa ketika seseorang
mernesan sesuafu sampai wakfu nafar, maka batas
waktu ini ditafsirkan dengan nafar awal-

Apabila pemesan berkata, 'Sampai hari ini' maka
batas waktunla ketika fajar terbit. Jika ia berkata,
'Sampai bulan ini, maka batas waktunSa berakhir
ketika matahari terbenam dan pada malamn3ra terlihat
hilal.

Jilo pemesan menyebutkan, 'Batas unktunlra
sampai hari ini, btrlan ini, atau tahun ini,' mat@ di sini
terdapat dtn pendapat ulama fihh AgrSyafi'i:

Pendapat Pertarna: Abu Ali bin Abu Hurairah
mengratalon, pemesanan tersebut diperbolehton dan
batas walstunya ditafsirkan dengan permulaan wakfu.
Demiktan ini sarna seperti rrcapan seonng suamt
lrepda ictrin3n, 'Katnu terdralak pada harl anu, bulan
anu, atau tahun anu,' maka tnaUmtn latuh pada
permulaan utalfu.

Pendapat Kedua: Al€d pesanan seperti ini fidak
diperbolehkan. Inilah pendapat yang shahih, karena
ucapan tersebut mencakup seluruh bagian hari, bulan,
dan tahun. Ketika pemesan tidak menjelaskan wakttrnya
secara detail, maka waktu jafuh tempo pesanan tersebut
tidak diketahui. Berbeda halnya dengan thalak. Dia
boleh dilakukan sampai tempo yang fidak diketahui.
Jika thalak ini sah, maka batasan waktu jafuhnya thalak
tersebut tentu berkaitan dengan awal waktu. [.ain
halnya dengan akad pesanan.
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Apabila pemesan menyebutkan batas waktu bulan
secara mtrtlak, maka bulan yang dimaksud di sini
ditafsirkan dengan bulan-bulan pada saat terlihat hilal.
Sebab, bulan dalam pengertian syzra' adalah bulan
qamariyah, oleh karena ifu akad pesanem ini dibatasi
wakfu tersebut.

Apabila akad berlangsung pada rnalam di saat
terlihat hilal, seluruh waktu tersebut diperhitungkan
sebagai bulan qamariph. Selanjutnya, iika akad ini
terjadi pada pertengahan bulan, maka dia dikategorikan
sebagai safu bulan dengan cara menggenapkan
jumlahnya, sementara bulan lainngla dengan acuan hilal.

Apabila seseorang memesan barang secara tunai,
dan menryaratkan transaksi tersebut secara tunai, maka
akad tersebut sah. Jika dia menyebutkan tempo l6ng
urnurn, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat
ulama fildh AsjrSgrafi'i:

Pendapat Pertama: Alrad ini tidak sah, karena dia
termasuk dalam salah safu dari dua tempo pemesanan.
Oleh karena ifu, pemesn wajib menjelaskannya seperti
alad yang ditenfukan temponya-

Pendapat Kedua: Akad ini sah dan berlaku secara
funai- Sebab, sesuafu yang boleh ditakulran secara tunai
dan kredit, penyebutan wakfu akad secara mutlak
diarahkan pada al<ad yang tunai seperti halnya harga
barang dagangan.

Apabila seseorang menjalin akad slam secara
tunai kemudian mengubahnya menjadi lredit, atau
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sebaliknya kredit menjadi tunai; menambah temponya
atau rnenguranginya, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Jika perubahan ini terjadi setelah dua belah pihak
meninggalkan maielis akad, maka dia tidak berpengaruh
terhadap akad, karena akadnya telah ditetapkan,
sehingga dia tidak berubah.

Jika perubahan ini teriadi sebelum mereka
meninggalkan majelis akad, maka dia mempengaruhi
akad. Abu Ali Ath-Thabari mengatakan, apabila kita
berpendapat bahwa barang yang diiual dapat beralih
dengan akad itu sendiri, maka penrbahan tersebut fidak
mempengaruhi akad.

Pendapat yang shahih adalah pendapat pertama.
Kasus ini telah kami singgung dalam masalah
penambahan harga.

Pentelasan Redaksional:

Hadits hnu Abbas diriuayatkan oleh iarna'ah.
hadits ini telah dikernulokan sebelumnlp b€rikut

redaksinla.

Tinjauan Redaksional: Bulan-bulan Arab yaitu

Muharram, Shafar, Rabilul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula,

Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Dzul Qa'dah, dan

Dzulhijjah.

Penanggalan Persia pemah digunakan pada masa

pemerintahkan Daulah Abbasi5yah. Tahun Persia diawali dengan

Tal&rij
uraian
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perayaan Nairuz, yaifu ketika matahari memasuki rasi bintang

Libra, sedangkan Mhirjan yaitu waktu ketika matahari memasuki

rasi bintang Aries.

Sementara itu penanggalan Romawi (Masehi) terdiri dari
Januari (Ihnun Ats-Tsan), Februari (SWbathl, Maret (Adzal, Apnl
(Naisari, Mei (fupal, Juni (Haziranl, Juli (Tamu), Agustus (Aab),

September (Ailul, Oktober (Tasyrin Awwal), November (Tasyrin

Ats-Tsani, dan Desember (Kanun Awwall. Penamaan bulan ini
menggunakan bahasa Suryani dan Eropa.

Hukum: An-Nawawi dalam N Mnhaj menyatakan,

apabila pemesan menjelaskan jafuh tempo pesanan dengan bulan-
bulan Arab, Persia, atau Romawi, maka pesanan ini
diperbolehkan. Jika pemesan menyebutkan tempo secara umum,

maka itu ditafsirkan dengan bulan lunar (acuan hilal).

Jika jatuh tempo ditetapkan bukan pada awal bulan, bulan

berikutnya mengacu pada awal hilal sementara bulan pertama
digenapkan hitunganya menjadi 30 hari.

An-Nawawi memaparkan dalam Ar-Raudhah Memberi
batas waktu dengan bulan-bulan Persia dan Romawi

diperbolehkan, ini sama seperti bulan-bulan Arab, karena
penanggalan ini telah diketahui masyamkat luas. Begitu pula

diperbolehkan memberi batas wakfu dengan acuan Nairuz dan
Mihirjan, menumt pendapat yang shahih. Menurut pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya, bahwa pemberian batas waktu ini
tidak diperbolehkan.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa dua perhifungan

waktu ini merujuk pada dua waktu di saat matahari telah mencapai
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titik awal rasi bintang Aries dan Libra. Perhitungan ini memiliki

panjang malam yang sama, kemudian gerakan matahari (revolusi

bumi) mengalami penyrrutan kira-kira seperempat siang dan

malam (6 jam)per tahunnya.

Apabila panesan menenfukan batas wakfu dengan
perayaan Paskah, Asy-Syafi'i M mqnash pesanan tersebut tdak
sah.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat menumt
bunyr teksfual pemyataan Asy-Syafi'i, lnng bertujuan unfuk
menghindari penggunaan penanggalan kaum kafir. Jumhur ulama

fikih AsySpfi'i bependapat: Jika penanggalan tersebut hanya

diketahui kalangan kafir saja, maka akad pesanan ini tidak sah,

karena pernSataan kaum kafir fidak boleh dfiadikan pedoman.

Akan tetapi, jika kaum muslimin mengetahui penanggalan

kaum kafir hi, rnaka akad pesanan dengan penanggalan

tersebut sah s€eerti peralnan lhintz Sekelompok ularna

mernpertimbangkan pengetahran dua belah pihak dalam dua

kasus ini.

Malrcritas ulama fikih AslrSlnfi'i merryatakan, pengetahuan

mas5arakat luas terhadap penanggalan kafir sudah menorkupi,

baik kita mernperhitungkan pengetahuan dua belah pihak yang

berbansaksi maupun tidak. Seandainp, mereka berdua telah

mengetahuinya, maka ifu sudah mencukupi, menumt pendapat

yang shahih.

Satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa

disyaratkan pengetahuan dua orang muslim yang adil, di luar dua

belah pihak yang bertransaksi, karena terkadang terjadi sengketa

antara dua belah pihak, oleh karena itu harus ada referensi. Sama
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dengan Paskah yaitu seluruh hari mya perneluk agama lainn3a,

seperti hari raya fathirutatYahudi, dan sebagainp.

Menurutku (Al Muthi'i): Paskah (AI frshhal mempakan
pemyaan umat Nasrani gnng sudah terkenal. lGta Al fishln asli

dari bahasa Arab. Sedangkan Al Fathirmenrpakan hari besar umat
Yahudi, bukan berasal dari bahasa Atab. Penyusun N Hawi
mengemukakan sahr pendapat ulama fikih AsySpfi'i terkait kata

Al Fishha Sang tercanfum dalam penanggalan bangsa Persia dan

Romawi. Walkhu a'hrn.

Cabang: Apabila dua belah pihak menentukan batas

waktu dengan acuan nafar dalam manasik haji, dan

menentukannya dengan Nafar Aunl dan Nafar Ats-Tsani, maka
pemesanan ini diperbolehkan.

Jika kedtn belah pihak menyebutkan Nafar ini secara

umum, dahm kasus ini terdapat dua pendapat ularna fikih Asy-
Syafi'i:

Pendapat Pertama: Penentr.ran waktu ini tidak sah.

Pendapat Kedua: Pendapat png ditegaskan oleh Asy-

Syafi'i, bahwa penentuan ini sah. Penyebutan ini juga bisa

ditafsirkan dengan Nahr Auml, karena sebutan "Nafaf secara

umum memang merujuk pada makna tersebut.

Terdapat pertedaan ulama soal pembatasan wakfu dengan
bulan Rabi', Jumada, atau hari raln tertenfu. Tidak perlu
menenhrkan tahun Ffuh ternpo pesanan, ketika kita menafsirkan

bulan tersebut pada bulan Rabi'ul Awal dan Jumadil Aual.
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Dalam Al Hawi terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

lainnya, bahwa pembatasan waktu pesanan dengan batasan Nafar

Awal tidak diperbolehkan bagi penduduk di luar Makkah, karena

mereka tentu mengetahui wakfu tersebut, lain halnya dengan

penduduk non-Makkah.

Penentuan batas waktu pesanan dengan Nafar Awai bagt

penduduk luar Makkah di manapun mereka berada, menunrt

hematku, sekarang ini sah-sah saja. Asalkan, negara kita (Saudi

Arabia) menyiarkan secarcr langsung pergerakan jama'ah faii
secara audio visual, Sang dapat disaksikan s@ara langsung dengan

pandangan mata dari layar televisi. Segala peristiwa 5rang teriadi

jauh di pelosok bumi dapat kita sal$ikan secara langsung. Ini

bagian dari kemajuan peradaban manusia.

Cabang: Al Mawardi mengemukakan dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i terkait pernbatasan wakhr pesanatr dengan

perayaan Qan (sehari setelah han Nahl bagi penduduk Makkah,

karena unktu tersebut hanya diketahui oleh mereka. Ar-Raffi

menyatakan, bahwa pemyataan yang dikemukakan oleh Al

Mawardi itu lemah, karena iika kita mernpertimbangkan

pengetahuan dua belah pihak yang bertransaksi, maka kasus ini

tidak ada bedanya. Jika tidak demikian, maka hari tersebut telah

populer di mana pun berada bagi kalangan ahli fikih dan orang

awam.

Menurutku (Al Muthi'i): Perayaan Qarr terladi pada

setiap tanggal 11 Dzuhijjah. Dinamakan Qarr, karena penduduk

Makkah menetap di Mina. Setelah itu, pada tanggal 12 dan 13

Dzulhijjah mereka meninggalkan Mina.
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An-Nawawi menyatakan, pendapat ulama fikih Asy-Syafi,i
yang tercantum dalam Al Hawi ini kuat. Klaim Ar-Rafi'i &-, tentang
kemasyhuran pembatasan wakhr pesanan dengan hari ea.rr, bagi
selain ahli fikih dan kalangan sejenisnya, tidak dapat diterima.
Bahkan, tidak jarang para pelajar fikih yang tidak mengetahui apa
ifu hari Qarr. Wallahu a'lam.

Menurutku (Al Muthi'i): Akad pesanan dengan patokan
bulan-bulan Persia sah dengan syarat kaum rnuslimin
mengetahuinya. Apabila masyarakat luas telah meninggalkan dan
tidak mempergunakan penanggalan tersebut, sebagaimana terjadi
dewasa ini, pembatasan wakhr pesanan dengannya tidak sah.
Acuannya, kaum muslimin mengetahui penanggalan tersebut.

Oleh sebab itu, Asy-Syarbini dalam Al Mughni (Mughni Al
Muhb) menSntakan, boleh menenfukan jafuh tempo pesanan
barang dengan hari mp orang kafir, seperti Natar dan paskah

umat Kristen dan hari raya Fathir umat yahudi, jika telah dikenal
oleh kaum muslimin, sekalipun hanya dua orang yang adil di
antara mereka atau dua belah pihak yang bertransaksi saja.
Berbeda halnya jika hari raya tersebut hanya dikenal oleh kaum
kafir saja, mengingat pemyataan mereka tidak bisa dijadikan
rujukan.

Ar-Ramli mengratakan dalam An-Nhagh ya, jika jumlah
mereka sangat banyak yang tidak mungkin bersepakat melakukan
kebohongan, maka pembatasan wakfu dengan hari raya ini
diperbolehkan. Demikian ini sebagaimana pemyataan lbnu Ash-
shabbagh, karena dengan begitu pemyataan mereka telah
diketahui.
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Memang benar, seandainya akad salam terjalin paCa

permulaan malam di akhir bulan, maka bulan-bulan berikutnva

cukup dengan acuan hilal. Apabila sebagian bulan ini kurang dan

bulan yang pertama tidak dilengkapi oleh bulan berikutnya, karena

bulan-bulan Arab sebelumnya telah genap sempuma. Demikian ini

jika bulan terakhir yang kurang. Jika tidak demikian, maka tidak

akan disyaratkan pengurangan, bahkan hitungan bulan yang belum

genap disempurnakan menjadi tiga puluh hari, karena sulit

mempertimbangkan hilal dalam kondisi demikian.

Apabila pemesan berkata, "Aku memesan barang sampai

dengan bulan Rabi' atau Jumadi" tanpa menjelaskan apakah dia

Rabi'ulAwalatau Rabi'uts Tsani, Jumadil Ula atau Jumadits Tsani,

pernyataan ini ditafsirkan sebagai Rabi'ulAwal atau Jumadil Ula.

Demikian pula jika pemesan mengatakan, "Sampai hari

ragra," apabila pemyataan ini diucapkan setelah Idul Fitri dan

sebelum Idul Adha, ucapan ini ditafsirkan sebagai ldul Adha. Jika

pemSataan ini diucapkan setelah Idul Adha, rnaka dia diartikan

sebagai Idul Fihi.

Di antara pendapat ulama ma&hab kami ada yang

berpendapat, bahwa akad salamnya tidak sah sebelum pemesan

menjelaskan hari raya atau bulan yang dimaksud. Pendapat

madzhab adalah pendapat yang pertama. Dernikian pendapat

yang dipilih oleh Asy-Syirazi, An-Nawawi, Ar-Ramli, dan Asy-

Syarbini yang paling ratih.Dalilnya adalah, bahwa AsySyafi'i telah

menash bahwa ketika pemesan menetapkan jatuh tempo sampai

waktu nafar, maka dia ditafsirkan sebagai Nafar Awal. Wallahu

a'lam.

Seluruh ketentuan ini perlu diperhatikan, karena

pengetahuan tentang iatuh tempo merupakan syarat dalam akad
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salam- Oleh karena itu, seandainya pemesan berkata, "sampai
waktu panen, atau sampai kondisi lapang, tibanya jama'ah traji,
atau sampai terbit matahari," maka alad salam tersebut tidak sah.

Apabila dua belah pihak mengatakan, "Awal musim dingin"
dan yang mereka maksud adalah tanggal 21 Januari, permulaan

musim dingin menurut analisis para ahli klimatologi; atau berkata
"Awal musim semi," maksudnya tanggal 2L Maret, atau "awal
musim panas" maksudnya tanggal 22 Juni, atau "awal musim
gugur," maksudnya 23 Oktober, maka akad salam tersebut tidak
s*, karena ada kemungkinan salah safu pihak akan berkelit.
Sebab, permulaan musim sering mencapai sebulan bahkan lebih.
Karenanya, praktik demikian tidak sah kecuali menurut pendapat
Abu Ali bin Abu Hurairah, yang menafsirkan batasan uraktu yang
umum pada ar,ral waktu, diqiyaskan dengan kasus pemesan llang
hanya menyebut Nafar, Hari Raya, tlabi', dan Jumadi. eiyas ini
tidak diterima menurut pendapat ulama fikih AslrSyafi'i.

Apabila pemesan berkata, "sampai awal atau akhir
Ramadhan," AsySyirazi dan Al Baghawi berpendapat, "Jika
pemesan berkata sampai awal atau akhir Ramadhan," maka
sebaiknya akad pesanan tersebut disahkan, dan ditafsirkan dengan
bagian pertama unfuk masing-masing tengah bulan (setengah yang
pertama dan setengah yang terakhir), seperti pembatasan waktu
dengan Nafar.

AI Baghawi menyatakan dalam Asy-Syarh Ash-Shaghir, ni
adalah pendapat yang paling kuat.

As-Subki berpendapat, bahwa ini mempakan pendapat
yang shahih. Al Adzra'i mengutip pendapat ini dari ulama yang
menyatakannya dan pihak lain bersumber dari teks N [Jmm.
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Beliau lalu menyatakan, "Demikian pendapat yang paling slnhih
dari segi argumen dan dalil."

Az-Zarkasyi berpendapat, ini menrpakan pendapat

madzhab. Bahkan, Sgaikh Abu Hamid menyamakan kasus orang

membatasi tempo pesanan dengan bulan Ramadhan, awal

Ramadhan, dan hilal Ramadhan.

Apabila pernesan berkata, "Sampai hari pertarna bulan

anu," maka pengadaan pesanan telah iatuh tempo begitu tiba hari

tersebut. Al Matmrdi sependapat dengan ini.

Ar-Rarnli menyatakan, bahun pernlntaan yang

dikernukakan oleh dua belah pihak setelah akad sahm dinyatakan

sah, dengan menafsirkan awal dan akhir Ramadhan dengan bagian

pertama setiap setelah bulan, ini merupakan pendapat png
marjuh. Sementara menumt pendapat yang mjih, bahwa

pem3ntaan tersebut ditafsirkan dengan bagian akhir bulan tersebut.

Seadainf pemesan berkata, "Pada buhn Rarnadhan,"

rnaka akad sahmqp tidak sah, karena dia menlrdikan selunrh

bulan ini sebagai u,aktu jatuh tenrpo. Hal ini sama dengan

pengntaan dtn belah pihak, "Pengadaan barang iatuh tempo

pada sahh sahr dari bagian bulan tersebut," maka batasan urakfu

ini tidak diketahui. Pernbatasan demikian dipe6olehkan dalam

thalak. Sebab, ketika thalak ihr digantungkan dengan sesuatu yang

tidak diketahui, sepertinya kedatanganT-aid, hal ini dapat diterima.

Ini menunjukkan pengganfungan thalak dengan batasan Sang

umum diterima, kenrudian dia mengganfungkan pemptaan thalak

ifu dengan bagian aunl batasan unktu tersebut, sebab redaksinya

menrungkinkan untuk ditafsirkan dernikian. Oletr karenanya, thalak
pun frrfuh pada tempo tersebut sesuai dengan kaentuan asal dan

kebiasaan 37ang b€rlaku.
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Sementara ifu, ketika akad salam tidak menerima
penetapan waktu yang tidak diketahui (belum jetas), tentu akad
tersebut juga tidak dapat menerima batasan waktu yang masih
urnurn. Akad salam bisa dibatasi dengan waktu hari raya, karena
kata "hari raw Qd merujuk pada makna hari raya ldul Adha dan
Idul Fitri. Pemaknaan kcrb, id pada salah satu dari dua pengertian
ini lebih kuat ketimbang pemaknaan tempo dengan berbagai
batasan uaktu. sebab, kata "tempo" tidak digunakan unhrk
merujuk makna "hari raya ldul Adha" dan "hari raya Idul Fifui"
secara khusus, melainkan unfuk menunjukkan wakfu yang tidak
jelas.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam Al Umm, demikian juga
ketika pernesan berl€ta, "Jafuh ternpomu daram pengadaan
barang tersebut adalah bulan anu, awal dan akhir bulan" tanpa
menyebut safu waktu. Maka, akad pesanan ini tdak berlaku
sebelum pemesan menentukan sahr batas u,alfu yans ielas.

Seardainlra ses@rang metnesan barang sampai buhn
tertenfu, malo jika penerlrna pesanan menahan barang tersebut
sampai leurat bulan lnng dimaksud, ini dikategorikan sebagai iual
beli yang fasid.

Ketika pernesan menyebutkan, "sarnpai buran Rarnadhan
tahun sekian," maka akad ini dipeftolehkan, dan jafuh tempo
pesanan adalah kefika hilal bulan Ramadhan terlihat. Bahkan,
sekalipun pemesan berkata, "sampai berakhkir bulan Flamadhan,,,
atau "berlalunya bulan Ramadhan," atau "wakfu demikian dan
demikian sampai lerpat safu hari" bahkan Asy-Syafi'i berkata:
"Bahkan, seandainya pemesan berkata, 'sampai bulan berikubrya,,
maka penentuan waktu ini tidak jelas dan batal.,,
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Statemen Asy-Syirazi yang mernberi isyarat tentang

pembatalan akad, ketika pemesan menentukan batas waktu

pesanan dengan bulan secara umum dan tidak menenfukan

harinya, ini berbeda dengan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah.

Sebab, menurut beliau, penentuan batas uaktu dengan bulan ifu

merujuk pada seluruh bagian waktu di bulan tersebut. Begitu juga,

jika pemesan menentukan batas wakfu tahun se@ra umum, dia

merujuk pada seluruh waktu pada tahun tersebut. Ulama madzhab

Asy-Syafi'i telah menyanggah pendapat ini.

Cabang: Apabila penerima pesanan telah mengadakan

barang pesanan sebelum jafuh tempo, lalu pemesan menolak

unfuk menerimanya karena alasan yang dibenarkan (Kondisi

pertama)-misalnya hewan pesanan melrrbufuhkan biaya dan

perawatan sampai jatuh tempo penyelahan; atau pemesan

menunggu kenaikan harga. 'begitu iafuh tempo; atau teriadi

semrlgan musuh dimana jika dia menerfuna barang tersebut pasti

binasa; atau dia ingin memakan bamng pesanan tersebut begitu

jatuh tempo, jika pesanan berupa daging dan sejenisnya.'ArtinSra,

bahwa penyerahan barang ini dapat menyebabkan hilangn5ra

kemaslahatan pemesan atau merugikan pihak pemesan- maka

pemesan tidak boleh dipaksa untuk menerinra barang tersebut.

Apabila pihak pengirim barang mempunyai alasan lBng
benar, misalnya untuk mengakhiri gadai atau membebaskan

penjamin -misalnya barang pesanan dicekal dan pemesan

memperrnasalahkan pencekalan tersebut, kemudian pufusan ini

dicabut unfuk menyerahkan barang pesanan pada pemesan; atau

pengirim khawatir habisnya jenis barang tertentu begitu iatuh
tanpo; atau pemesan punya alasan lpng dibenarkan unfuk
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menolak; atau dia menginginkan adanya kerugian pada pihak
pengirim; atau pengirim hanya ingin terbebas dari tanggungan-,
maka pihak pemesan dipaksa unhrk menerima barang tersebut,
karena penolakannya dalam kondisi demikian tergolong
pembangkangan. Dalam kasus pengirim hanya menginginkan
terbebas dari tanggungan, pendapat yang kami tetapkan dalam
kasus ini merupakan pendapat yang paling zhahir dari dua
pendapat yang ada.

Kondisi kedua, pemesan tidak dipalsa unfuk menerimanya
sebagai benhrk kebaikan. Penjelasan lebih lanjut masalah ini akan
dipaparkan pada bab penyerahan barang pesanan. InsSn Alhh.

Cabang: Apabila dua belah pihak menyebutkan batas

wakfu pesanan s@ara umum: Tidak menyebutkan wakfu dan tidak
menrbatasin5a dengan ternpo, maka akad ini dilarikan pada
transalsi hmai. Sebab, transaksi yarg boleh dilakukan se@ra hmai
dan l$edit, saat ihr dilakukan s@ara umttrn (rnrtlak), maka dia
diaratrkan pada tarsalsi tir*i. Dernikian ini adalah pendapat Asy-
S!afi'i, Ibnu Al Mr.rrdzir, dan Abu Tsaur.

Cabang: K€fika salah satu pihak yang bertansaksi ingin
menjadikan al<ad slamfunai menjadi kredit, atau ingin menambah
temponya, maka di sini terdapat beberapa tinjauan. Apabila
kondisi ini terjadi setelah para pihak meninggalkan majelis akad,
maka berarti akad tersebut telah terjadi, dan keinginan satu pihak
ini tidak dapat diakomodir dalam akad, mengingat akad yang telah
ditetapkan tidak dapat diubah.
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Apabila salah satu pihak ingin menjadikan akad

pesanannya secara kredit menjadi tunai, maka dalam kasus ini juga

terdapat tinjauan. Jika keinginan ini berasal dari pihak pengirim

dan penerima pesanan, maka kami memberlakukan aturan yang

telah ditetapkan dalam kasus ketika penerima pesanan

mengadakan barang pesanan sebelum iafuh tempo, pada ulasan

cabang sebelumnya.

Apabila perubahan tersebut dengan mengurangi tempo

pengadaan barang, dan hal ifu terjadi setdah penetapkan akad

atau setelah para pihak meninggalkan majelis akad, maka

perubahan ini tidak diakomodir dalam akad, karena akad telah

ditetapkan.

Jika seluruh perubahan ini dilakukan, -maksudn5ra, ada

penambahan atau pengurangan tempo atau menjadikan akad yang

funai, sebelum meninggalkan majelis akad atau sebelum akad

ditetapkan- maka pembahan ini diakomodir dalam akad. Wallahu

a'lam.

Aslrsyirazi & menlntakan: Pasal: Apabila

seseor.rng memeszrn dua jenis barang sampai tempo
tertenhr, atau memesan satu jenis barang sampai dua
tempo tertenfu, maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat AqlSyafi'i:

Pendapat Pertama: Akad alam ini tidak sah,
karena imbalan salah safu jenis barang tersebut lebih
kecil dari imbalan jenis barang yang lain; dimana
barang yang menjadi kompensasi salah safu tempo ini
lebih kecil dari kompensasi tempo yang lainnlp.
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Perimbangan seperti ini tidak jelas, sehingga tidak
diperbolehkan.

Pendapat l(edua: Akad slam seperti ini sah. Ini
pendapat yang shahih, karena setiap jual beli lrang
diperbolehkan dalam jenis barang yang satu dan tempo
yang satu, ini juga diperbolehkan pada penjualan dua
jenis barang dalam dua tempo yang berbeda, sarna
seperti iual beli barang secara borongan. Dalil pendapat
pertama dipatahkan oleh legalisasi juar beli secaria
borongan. sebab, ddam jual beli barang diperbolehton
menentukan dua tempo dan dua jenis barang, sekalipun
harga masing-masing barang ihr betum diketahui.

Penjelasan RedaksionaL

Prakfik m€lnesan dua jenis bararB sampai sahr batas u,akfu
tertenhr dipeftolehkan ohh Malik, iuga salah satr dari dua
pendapat Aslrqnfi'i. Namun hd ini dilararE oreh Atrmad dan
pendapat hin AslrsFfi'i. Misalnya seseorang m€mesan gamis dan
buku seharga satu dinar, tanpa menjelaskan harga masing,masing
barang dengan jelas.

Ulama l,ung mempe6olehkan praktik di atas berargumen,
bahwa setiap akad yang boleh dilakukan terhadap dua jenis barang
dalam dua akad, maka kduanya boleh dilakukan dalam safu akad,
sama seperti jual beli secara borongan. sebab, model pesanan
seperti ini berisi beberapa barang yang berbeda, sebagaimana telah
dijelaskan dalam jual beli secara borongan. Ini juga sama seperti
kasus pemesan menyebutkan harga salah satu barang yang
dipesan.
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Sedangkan ulama yang melarang akad salam seperii ini

berpendapat, bahwa kompensasi dari masing-masing barang yang

dipesan tidak diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, akad seperti

ini tidak sah, sama seperti memesan safu barang dengan harga

yang tidak jelas. Di samping itu, pesanan seperti ini mengandung

ghamr yang berpengaruh buruk terhadap akad salam. Menurut

mereka, transaksi pemesanan dua barang dengan safu tempo ini

mencederai syarat pengetahui sifat dan besaran harganya.

Pendapat Ulama madzhab Asy-Spfi'i yang lainnya

menyebutkan, bahwa pemesan tidak disyaratkan harus mengetahui

sifat dan kadar harga barang pesanan. Sebab, memesan safu

barang hingga batas dua tempo waktu tanpa menjelaskan harga

masing-masing barang diperbolehkan, maka demikian pula dalam

kasus ini.

Abu Musa menyatiakan, tidak boleh metnesan sais, kur
gandum seharga 5 dinar dan 50 dirham, sebelum pemesan

menjelaskan harga setiap takaranryn. Namun, menurut pendapat

yang lebih utama, praktik ini sah. Sebab, ketika panesan kesulitan

mengetahui harga sebagian barang pesanan, dia merujuk pada

bagian yang lain. Pemesan dapat mengetahui harga masing-

masing barang ini selama disebutkan sifat-sifatnya yang

menentukan harga standar begitu jatuh tempo.

Demikian pula ketika seseorang memesan satu jenis barang

hingga dua batas waktu. Asy-Syafi'i menjelaskan, apabila

seseorang memesan satu jenis barang hingga batas dua tempo

waktu Srang berbeda, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pendapat Pertama: Akad pesanan tersebut tidak sah,

karena kompensasi terhadap barang yang ternponya lebih jauh

tentu lebih kecil dari kompersasi barang lnng lain. Dengan
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demikian terdapat hurga barang yang tidak diketahui, dan ini tidak
diperbolehkan.

Menurutku (Al Muthi'i): Setiap jual beli yang
diperbolehkan hingga satu batas waktu, itu juga diperbolehkan
dengan dua batas unktu. Bahkan, Ahmad dan ulama madzhabnya
memperbolehkan jual beli dengan pembayaran lebih dari dua
u,akfu sampai beberapa tempo, seperti jual beri secara borongan.
Ketika pembeli menerima sebagian barang dan kesulitan menerima
sisan5ra, lalu mernbatalkan akad, maka dia boleh menarik sebagian
pernbalnran dan tidak lantas menjadikan penrba5aran lang tersisa
sebagai kelebihan atas barang yang diterima. sebab, barang
tersebut satu objek jual beli yang sama, sehingga setiap bagiannya
dapat digugurkan secara sama rata. sama seperti kasus
seandainya Ftuh ternponga serentak. Walhhu a,lam.

Cabang: IGmi latakan: Seandaiq,a ses@rang mernesan
satu jenis barang hi.ggu dua tempo wakfu Snng berbeda atau dua
jenis barang hingga ternpo tertenfu, menurut pendapat png paling
unggul, bahwa pemesanan ini sah. selanjutrya, kemampuan unfuk
menyerahkan bamng dagangan pada pihak pemesan ifu
merupakan syarat. Akan tetapi, ini bukan syarat yang berlaku
khusus dalam akad slam, dia berlaku secara urnurn dalam seluruh
akad jual beli.

Kemampuan menyerahkan barang ini dipertimbangkan
ketika diwajibkan, seperti dalam jual beli dan pesanan tunai saat itu
juga, dan pesanan png ditempokan ketika telah jafuh tempo.
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Apabila seseorang memesan barang yang tidak tersedia di

saat jafuh tempo, seperti mernesan kurma segar pada musim

dingin atau memesan barang yang langka, seperti memesan

her,lran buruan 5nng langka, maka akad ini juga tidak sah.

Jika pemesan memiliki dugaan kuat, bahwa barang tersebut

ada tetapi unfuk mencapainya memerlukan pengorbanan yang

besar seperti memesan hevuan premahrr dalam jumlah besar di

saat tidak tersedia, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy-Sgnfi'i. Menurut pendapat yang paling kuat adalah,

merujuk pada pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan,

bahwa pesanan ini batal.

Berikutnya kami akan mengulas lebih detail tentang

penyerahan barang pesanan.

Asy-Syirazi d$ menyatakan: Pasal: Menyebutkan
tempat penyerahan barang. Apabila akad pesanan
dilakukan di tempat yang tidak layak untuk
menyerahkan barang pesnan, seperti padang pasir,
tempat penyerahan perlu disebutkan dengan ielas.
Sebaliknya, jika akad berlangsung di tempat yang layak
dilakukan serah terima, maka dalam kasus ini terdapat
tiga pendapat ulama fikih As11S3pfi'i:

Pendapat Pertama: Wajib menyebutkan tempat
penyerahan, karena firngsi suafu barang berbeda-beda
sesuai tempat penyerahannya. Jadi, tempat perlu
dijelaskan seperti sifat-sifat barang-

Pendapat Kedua: Tidak waiib menyebutkan
tempat, al<an tetapi cukup dengan dibawanln barang ke
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lokasi akad berlangsung, sebagaimana keterangan
dalam jual beli secara borongan.

Pendapat Ketiga: Apabila pengangkutan barang
pesanan memelukan biaya, maka pemesan wajib
menyebutkan tempat penyerahannya, karena biaya
tersebut berbeda-beda sesuai jauh dekatnya lokasi
penyerahan. Jadi, tempat penyerahan wajib disebutkan
seperti halnya sifat yang menentukan tinggi rendahnya
harga barang.

Bila pengangkutan barang pesanan ini tidak
memerlukan biaglia, maka pemesn tidak wajib
menyebutkan tempat penyerahan, karena hal ifu tidak
akan mempengaruhi harga, seperti hatnya sifat-sifat
barang yang tidak mempengaruhi harga barang.

Penjelasan Redaksional:

An-Nawawi & menyatakan, bahwa menurut madzhab,
kefika seseorang mernesan barang di suatu tempat yang tidak
IaSak untrrk menyerahkan barang, atau layak unfuk itu namun
unfuk mernbawanya memerlukan ongkos, maka dia perlu
mensyaratkan tempat penyerahan; jika tidak demikian, maka
pensyaratan ini tidak diperlukan.

Ar-Ramli dalam An-Mhayah menyatakan bahwa, menumt
pendapat madzhab, ketika seseorang mengadakan al<ad salam
secara tunai atau kredit dan kedua belah pihak berada di tempat
yang tidak layak untuk serah terima barang; atau mengadakan
salam secara kredit, dan mereka berada di tempat yang layak
unfuk serah terima barang, namun untuk mengangkutnya
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membutuhkan biaya tersendiri, maka dalam l<asilrs ini pemesan

disyaratkan menyebutkan tempat penyerahan barang.

Lokasi akad menjadi tempat png ditentukan unfuk serah

terima barang berdasarkan pertimbangan kebiasaan 5ang berlaku

di masyarakat. Namun, bila kedua belah pihak nsrerrtukan tempat
yang lain, maka tempat penyemhan pun sesuai kesepakatan pam
pihak, lain halnya dengan barang dagangan. S€bab, al<ad salam

mmerima syarat yang menuntut pengunduran serah terima.

Seandainya tempat Snng ditenhrkan ternlnta tidak layak

untuk semh terima barang, maka penyeratran dipindahkan ke

tempat yang laSnk terdekat dari lokasi pertarra set<alipun lebih
jauh. Menurut tinjauan zhahir,. pemesan fidak dikenai ongkos

karena akad menunfut demikian. Penenhran terrpat merupakan
bagian dari kesempumaan proseg penyelatran dan kar'rajiban

penerimq pesanan. Pemesan tidak berhak ahs trh$ar- Penerima

pesanan tidak hams menyetujui seandair47a dia dihmfut unttrk
membatalkan akad dan mengembalikan uang muka, sekalipun

pembatalan tersebut unfuk membebaskan- perrlrmin dan

menyelesaikan gadai. Berbeda dengan pendapat At Baqilani dan
pendukungnya.

Menurutku (AI Muthi'i): Ivtasalah ini merniliki tiga
pendapat ulama fikih AsySyafi'i khususrryra pada penyerahan

barang di tempat yang layak saja. Ada 6 riwayat pendapat yang

bersumber dari Ar-Ramli dalam kasus.penlgahan pesanan di
tempat yang layak dan lainnya. Tujuh riuapt dari Asy-

Syibramalisi. Pemyataan yang di-nash oleh Aslrqpfi'i adalah,

apakah tempat yang layak ini menjadi qprat atau tidak dalam

serah terima barang pesanan tersebut.
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Menurut safu pendapat, keduanya bersifat mutlak.
Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa keduanya berlaku dalam
dua kondisi 5nng berbeda. Ada pula yang berpendapat, di tempat
yang tidak la!,ak dan sebaliknya. Pendapat lainnya menyatakan,
bahwa keduanya berada di tempat 3nng layak unfuk serah terima.
Ketentuan ini juga disyaratkan pada akad lainnya. Ada juga yang
berpendapat, bahwa kedua ketenfuan ini berlaku dalam kasus
pemindahan barang lang memerlukan biaya, dan tidak disyaratkan
di luar kasus ini. Namun, ada juga yang berpendapat, bahwa
kedua ketentuan ini berlalm dalam kasus pemindahan barang Sang
tidak mernerlukan bi.!n, dan disyaratkan pada kasus sebalikn5a.

Intinya adalah, bahura tempat Sang laSak untuk menyerahkan
bamng adalah lokasi yang dapat menjaga harta benda. Umumnya,
seluruh tempat ifu sama untuk menyimpan harta dan benda.
Statemen ini diperkuat dengan pemyataan mereka. yang
dimaksud lokasi akad di sini adalah tempat berlangsungnya akad,
bukan tempat yang dikhusrskan bagr dua belah pihak.

Oleh sebab ihr, mereka meny'atakan: Seandainya pemesan
berkata, "Sediakanlah bamng ini unfukku di daerah anu'
sementara daerah tersebut tidak luas, maka penerima pesanan
cukup mengirim barang pesanan ke perbatasan daerah itu,
sekalipun masih jauh dari rumah pemesan. Atau, pemesan

berkata, "Di ternpat rnna pun yang engkau mau," maka akad ini
sah jika daerah pemesan tidak luas.

Ketika pam pihak mensyaratkan penenfuan lokasi serah
terima, lalu dia mengabaikannya, maka akad tersebut tidak sah.
Berpijak dari pemyataan ini, maka benar pernyataan Ibnu Ar-
Rif'ah berikut ini, "Perngrataan mereka bahwa penyerahan barang
dalam akad sabm yang tunai harus dilakukan di lokasi
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berlangsungnya akad secara mutlak," maksudnya adalah, tempat

yang layak unfuk itu. Jika tidak demikian, maka menuntt pendapat

zhahir, disyaratkan penentuan tempat serah terima barang ifu.

Misalnya, orang yang marlesan gandum dalam jumlah besar

sementam dua belah pihak sedang berlayar di lautan. Demikian

menurut zhahir pemyataan para Imam, sekalipun sebagian ulama

rnenangguhkan masalah ini, karena ini hanya pendapat zhahir-nya

saja.

Ulama yang lain menegaskan masalah di atas, karena di

antara syarat keabsahan akad salan adalah kemampuan

menyerahkan barang. Akad dalam kasus ini bersifat tunai, namun

si penerima pesanan tidak mampu menyerahkan barang secara

tunai. Dengan begihr tidak ada bedanya antara al<ad salam yang

tunai dan kredit, ketika ternpat akad tidak la!,ak sebagai lokasi

penyerahan barang dalam hal syarat penentuan lokasi. Pemyataan

ini juga disinggung dalam statemen Al Mawardi, dan ulasan

tentang al<ad alatn secara kredit.

Sedangkan akad salam yang funai, maka penyerahan

barang mesti dilakukan di lokasi akad, maksudnln, jika tempat ifu

layak unfuk serah terima. Jika tidak demikian, maka dis5raratkan

beberapa hal yang telah dipaparkan secara detail di atas. Dengan

demikian, antara akad salam yang funai dan kredit ada perbedaan

dalam sebagian kasusnya. Ini sudah cukup unhrk menegaskan

keabsahan pemahaman di atas.

Para imam madzhab berbeda pendapat soal penentuan

lokasi pelunasan pembayaran. hnu Al Mundzir berpendapat, tidak

disyaratkan unfuk menentukan ternpat pelurnsan. Beliau

meriwayatkan pendapat ini dari Ahmad, Ishaq, dan sejumlah ahli

hadits. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Yusuf, Muhammad,
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salah satu pendapat Asy-syafi'i, luga berdasarkan sabda Rasulullah

&, .$li; fi a ,?,*o g')tt dt* F e ,pada setiap takann

Wng dikebhui abu timbangan yang diketahui ampai tempo yang
diketahui. " Dalam hadits ini tidak disebutkan tempat pelunasan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa, dalam akad salam tidak
disyaratkan menentukan lokasi pelunasan.

Dalam sebuah hadits yang berbunyi, 'seorang

melakukan al<ad, slam dengan Nabi S. Nabi $ bersabda,

,P fl A,rllr;F :#i,}ti g$ ,*. g.v ,knns sns dari

kebun bani fulan, fidak dipabolehkan. Tetapi, timbangannja
ditenful<an ampi ternpo gng ditqtukan.' Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau tidak menyebutkan tempat
pelunasan. Alamn lainnla, bahwa al<ad salam menrpakan akad
serah terima, sehingga tidak disyaratkan tennpat pelunasan, seperti
jual beli secara borongan.

Ats-Tsauri menyatakan bahwa, dalam akad salatn
disyaratkan menyebutkan tempat pelunasan. Demikian ini
pendapat kedua Aqfsyafi'i.

Al Auza'i meryntakan: Tidak menyebutkan tempat
pelunasan dahm al<ad salam hukumnya makruh. Sebab, serah
terima wajib dilakukan begitu jafuh tempo, sementam tempat
penyeraha.n Selum diketahui, oleh karena itu wajib disyaratkan
penyebutan lokasi pelunasan, agar dia tidak kabur.

Abu Hanifah menyatakan -ini pendapat ulama madzhab
kami-, apabila pengiriman barang pesanan ini membutuhkan
hia,a, maka penerima pesanan wajib mensyaratkan penyebutan
lokasi penyemhan itu. Jika tidak mernbutuhkan biaya, maka dia
tidak wajib mengajukan syarat tersebut. sebab, pengiriman barang

Yahudi
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ini membutuhkan biaya, besarannya berbda-beda sesuai fungsi

barang, lain hanya dengan penyerahan barang yang tanpa biaya.

Menurut hnu Abu Musa, apabila dua belah pihak berada di

darat, maka wajib menyebutkan tempat pehrnasan. Jika mereka

tidak berada di daratan, hlu pemesan menyebutkan lokasi

pelunasan, maka ini iauh lebih baik. Jika merdo tidak

menyebutkannya, maka lokasi akad meniardi tempat penyerahan

barang. Jika mereka tidak menyebutkan lokasi penyerahan karena

tidak diketahui, maka lokasinSn pun tidak diketahui.

Apabila dua belah pihak tidak berada di darat, padahal

akad menuntut penyerahan akad di lokasi alod, maka kondisi itu

sudah cukup, tidak perlu menyebutkann5a kembali. Para ahli fikih

punya banpk pendapat seputar masalah ini, sebagaimana telah

kami rangkum di atas. Wallahu a'lam.

Ar-Rafi'i berpendapat sebagaimana ditinglos oleh An-

Nawawi dalam Ar-Raudlnh

"S3arat keenrpat Menyebutkan lokasi penyerahan barang-

Syarat menentukan tempat semh terirna bamng p€sanan dahm

akad salam kredit terdapat perbedaan pendapat dan berbagai

riwayat pendapat ulama fikih AsySyafi'i.

Pertama: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy
SSafi'i s@ara mutlak.

Kedua: Apabila dtn belah pihak menialin akad di lokasi

yang la5nk untuk serah terima barang, rnaka tidak disyaratkan

menyebut lokasi tersebut; nalnun iilo Udak lalpk, rnaka

diqnmtkan unhrk itu.

Ketiga: Apabila pemindahan barang pesanan

membututrkan bialra, rnaka diqnratkan penyebutan lokasi
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penyerahan; jika tidak memerlukan biaya, tidak disyaratkan
penyebutan lokasi.

Keempat: Jika tenrpat akad tidak layak unttrk semh terima
barang, maka disyaratkan menenfukan lokasi penyerahan; jika
tidak demikian, maka tidak disyaratkan.

Kelima: Jika pemindahan barang pesanan fidak
mernbutuhkan biaya, maka tidak disyraratkan penyebutan tempat
penyerahan; jika mernbufuhkan, rnaka diqnratkan penyebutan

lokasinya.

Keenam: Jil€ proses pengirirnan mernbuhrhkan biaya,

maka disgraratkan penyebutan lokasi serah-terima; jika tdak, maka
di sini terdapat dua pendapat Asy-S5afi'i.

Asy-Syirazi menlntakan, demikian ini riwayat yang paling
slphih. Pandapat ini dipilih oleh Al Qaffal. Pendapat rnadzhab
yang mernufuskan seluruh kasus ini, menyebutkan bahtra
ka,vajiban menenfukan lokasi penyerahan barang jika lokasi akad
tidak h!,ak untrk ifu; atau pengirirnan barang tersebut
mernbutuhkan bi.F; iika tidak demikian, rnaka Udak wajib
menentukan ternpat.

Ketika dua belah pihak telah mens3raratkan penenhran

lokasi penyerahan, lalu mereka mengabaikannya, maka akad
tersebut batal. Jika kita tidak mensyaratkann!/a, lalu salah safu
pihak menenfukannlra, maka barang wajib diserahkan ke lokasi
yang telah ditentukan. Ketika dua belah pihak tidak menyebutkan
lokasi penyerahan bamng, maka menunrt pendapat yang shahih,
barang tersebut diserahkan di lokasi akad.

Dalam At-Tithnmah karya Abu Sa'ad Al Mutawalli
disebutkan: Apabila pengiriman barang pesanan tidak
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membufuhkan biaya, maka penerima pesanan boleh mengirim

barang itu ke lokasi mana pun yang layak.

Beliau mengemukakan satu pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i, bahwa apabila lokasi akad tidak layak sebagai tempat

serah terima barang, maka barang dibawa ke tempat terdekat

dengannya yang layak unhrk itu. Seandainya pemesan

menenfukan lokasi tertentu, lalu tempat tersebut mnfuh, sehingga

tidak layak unfuk proses penyerahan barang, maka di sini terdapat

beberapa pendapat ulama fikih Asy-Spfi'i.

Pendapat Pertama: Barang tetap harus disemhkan di lokasi

tersebut.

Pendapat Keduar Tidak harus diserahkan di sana, dein

pemesan berhak melakukan khiyar.

Pendapat Ketiga: Harus menenfukan ternpat terdekat

dengan lokasi tersebut yang layak diiadikan tempat serah terirna

barang. : r;.:; ,.-,IR,

An-Navrnwi menyatakan: Menumtku, pendapat lpng keti@

lebih sejalan dengan qiyas. Wallahu a'lam.

AssrSyirazi aB men3ntakan: PasaL Tidak boleh

mengakhirkan penyerahan pembayaran dari majelis
akad. Demikian ini sejalan dengan saMa Rasulullah *,

;fu K ,\ l'J.j;l
W L)' v-.J z

'Inkuhn akad peszn dengan takaran Snng
diketahui.'
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Al Islaaf berarti 'mendahulukan.' Transaksi ini
disebut akad salam karena di dalamnya mengandung
penyerahan uang muka. Jika pembayarannya
diakhirkan, maka transaksi ini tidak disebut dengan
alam, sehingga akadnya tidak sah.

Boleh juga pembayaran ifu secara utang, lalu
pemesan menenfukan besarannya di majelis akad dan
menyerahkannya. Dimana boleh juga pembayaran akad
slam ifu telah ditenfukan sebelumnya.

Apabila pembayaran pesanan dilakukan secara
utang, maka di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika
pemba3nrannya ifu menggunakan harga, dia diarahkan
pada mata uang negara tersebut. Jika di negara ifu
terdapat beberapa mata uzrng, maka pembayaran
pesanannya diarahkan pada mata uang lpng paling
dominan- Jika di negara tersebut tidak terdapat mata
uang !/ang dominan, maka pemesan wajib menjelaskan
mata uang yang diketahui tersebut.

Apabila pembaSnrannya ifu berupa barang, maka
pemesan wajib menyebutkan sifat-sifat lrang dapat
membedalon harganya. Sebab, kompensasi barang
dalam tanggungan ini tidak diketahui secara urt
(menunrt kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat),
oleh karena itu wajib menyebutkan sifat-sifatnya,
seperti barang pesanan.

Apabila pembayaran telah ditenfukan, maka di
sini terdapat dua pendapat AqlSyafi'i:

Pendapat Pertama: Pemesan wajib menyebutkan
sifat dan besaran pembayarannya, karena tidak ada
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jaminan, bahwa dia tidak akan membatalkan akad
salam ketika barang pesnan itu tidak tersedia. Ketika
ukuran dan sifat barang tidak diketahui, maka tenfu
pemesan tidak tahu apa yang mesti diserahkan kepada
penerima pesanan.

Pendapat Kedua: Tidak wajib menyebutkan sifat
dan kadar barang yang dijadikan pembayaran pesan.rn,

seperti maskawin dan pembayaran dalam jual beli.

Apabila pemba3nrannya itu berupa barang yang
tidak terukur dengan sifat, seperti mutiara dan
sebagainya, maka di sini berlaku dua pendapat Asf
Syaf i. Jika kita berpendapat, bahwa wajib
menyebutkan sifat-sifatnya, maka barang ini tidak boleh
dijadikan pembayaran, karena tdak mungkin
menyebutkan sifat-sifatnya-

Jika kita berpendapat, bahwa fidak wajib
menyebutkan sifat dan ulnrran barang, maka dia boleh
dijadikan pembagnran, sebab dia dapat diketahui
dengan kasat mata. Wallahu a'lam.

Penjelasan Redalrsional:

Hadits di atas bersumber dari hadits hnu Abbas png
menjadi sentra pernbahasan beberapa pasal sebelumngn.

Penjelasan redaksi dan bkhnlnya telah kami paparkan di muka.

Hukum: Tidak boleh menunda serah terima pembayaran

dari mejelis akad. Sebab, islaafbermakna "mendahulukan," karena

pembayaran harus diserahkan begitu shigat salamtelah diucapkan.
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Al Khiraqi seorang ulama madzhab Hanbali berpendapat,

bahwa pembayaran pesanan diserahkan seluruhnya pada saat

akad salam, yaitu sebelum dua belah pihak meninggalkan majelis

akad.

Pembayaran bisa berbentuk utang kemudian ditentukan

besarannya di majelis akad. Pendapat ini tidak sejalan dengan

pemyataan lbnu Al Mundzir yang menyatakan, bahwa para ahli

ilmu tempat aku menimba pengetahuan sepakat, jika pembayaran

salam berbenfuk utang dinar, lalu dia menjadikan pembayaran ifur

dalam pemesanan makanan hingga tempo waktu tertenfu, maka

akad ini tidak sah.

hnu Qudamah meriwayatkan keterangan ini dari Malik, Al
Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, ulama fikih rasionalis, dan Asy-

S5afi'i.

Ibnu Umar meriwayatkan, beliau berkata, praktik seperti ini

tidak sah. Alasanya, bahwa bamng pesanan berbenfuk utang,

apabila pemesan membayar pesanan secara utang, maka terjadilah

iual beli utang dengan utang, padahal praktik ini tidak sah.

Perdebatan masalah ini telah kami ungkapkan pada awal bab.

Perlu diperhatikan di sini, Asy-Syirazi memperbolehkan

pernbayaran pesanan secara piutang, akan tetapi wajib

membawanya ke majelis ketika menefukan besarannya.

Apabila pembayaran dengan utang ini berbentuk harga,

rnaka dia diarahkan pada mata uang negara setempat. Jika di

negara itu terdapat lebih dari safu mata uang, maka pemesan

menggunakan mata uang yang paling dominan.

Jika di negara itu tidak ada mata uang yang dominan, maka

pemesan wajib menjelaskan mata uang yang dikenal. Selama alat
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pembayaran berada di majelis akad, maka penglihatan secara

kasat mata sudah cukup, tanpa perlu menyebutkan sifat dan kadar

barang. Ini sama halnya jika pembayaran itu berupa mutiara dan

bahr berharga lainnya yang sulit disebutkan sifat-sifatnya.

Apabila pembaSaran pesanan menggunakan mutiara dan

bahr berharga lainnya yang sulit disebutkan sifat-sifakrya, maka di
sini terdapat rincian hukum.

Jika pernbayaran tersebut menggunakan mutiara berharga,

dan kita berpendapat bahwa pembayaran r,rnjib menyebutkan sifat-

sifatrya, maka mutiara tersebut fidak boleh dijadikan alat

pembayaran pesanan. Sebaliknya, iika kita berpendapat, bahwa

tidak wajib menyebutkan sifat-sifat alat pembayaran, maka

penerima pesanan cukup melihatnya di majelis akad. Wallahu

a'lam.
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Bab: Menyerahkan Barang yang Ditetapkan dalam
Akad Salam

Aslrsyirazi *B mengatakan: Apabila utang (barang

pesanan) dalam akad salam telah iatuh tempo, maka

muslam ilaihi (peniual) waiib menyerahkan barang yang

dijadikan sebagai salam sebagaimana yang ditetapkan

dalam alod- Jika barang yang dijadikan sebagai salam

adalah tarnr (kurma kering), maka dia waiib

menyerahlmn barang yang bernama tamr secara

mutlak- Jika !/ang dihadirkan adalah hasyaf (sejenis

kurma) atau ruthab (kurma mengkal), maka barang

tersebut tdak boleh diterima- Jika barang yang

ditetapkan dalam akad salam adalah ruthab, maka dia

harus menyerahkan ruthab secara mutlak, ienis kurma

lainryn seperti busr, madznab, dan marydal<h tidak bisa

diterima- Jika barang yang ditetapkan dalam akad

slam adalah makanan, maka dia wajib menyerahkan
makanan yang tidak bercampur dengan ierami- Jika ada

sedikit tanah menempel padanya, maka perlu dilihat
kembali; jika barang yang diserahkan seukuran satu

takaran (kailr, maka ifu bisa diterima karena tanah yang

iumlah sedikit fidak memengaruhi berat masa takaran-

Namun jika barangnya diserahkan kemudian ditimbang,
maka fidak bisa diterima, karena itu terlihat atau

berpengaruh dalam timbangan, sehingga itu termasuk

dalam delik nnengambil makanan tanpa hak- Kalau
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barangnya berupa madu, maka harus bersih dari

Jika akad salam dilakukan pada sebuah pakaian,
kemudian yang dihadirkan adalah pakaian yang lebih
bagus dan baik dari kesepakatan, maka pemesan wajib
menerimanya, karena barang yang ditetapkan dalam
akad salam telah dihadirkan, meskipun ada tambahan
sifat atau spesifikasi padanya yang tidak memberikan
perbedaan yang signifikan. Oleh karena ifu, barang
tersebut wajib diterima. Jika barang yang dibawa lebih
baik dan bagus, dan peniual meminta sesuafu yang
lebih sebagai kompensasi, maka perbuatan tersebut
tidak diperbolehkan, karena itu adalah transalsi jual
beli yang ditetapkan dengan sifat tertentu, dan sifat
biasanya fidak boleh dipisahkan dari jual beli. Jika
penjual mendatangkan pakaian yang berkualitas jelek,
maka dia fidak boleh memaksa pemesan unfuk
menerimanya, karena barang tersebut berada di bawah
standar yang ditetapkan. Jika pihak pemilik barang
berkata, 'Arnbil saja dan aku akan memberikan satu
dirham sebagai ganti kualitas baiknya", maka itu pun
tidak diperbolehkan, sebab transalsi tersebut
merupakan jual beli yang ditentukan dengan sifat atau
spesifikasi. Selain ifu, ia juga mempakan transalsi jual
beli sebagian barang yang menggunakan akad alam
sebelum barangnya dimiliki atau dipegang. Jika barang
tersebut diterima dalam jenis tertenfu, kemudian
pemilik barang datang dengan membawa barang lain
dari jenis tersebut, seperti mu'alliqi dari bumi dan
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harawi dan marwi, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq berpendapat, bahwa itu tidak boleh
karena fidak termasuk jenis yang harus diserahkan,
sehingga tidak boleh diambil, seperti halnya zabib
(kismis) dengan tamr (kurma kering). Sedangkan Abu
Ali bin Abu Hurairah berpendapat, bahwa itu boleh
karena keduanya merupakan benfuk yang berasal dari
satu jenis lpng menggantikan posisi satu ienis. Oleh
karena itu, adanya kelebihan pada salah safu barang
dalam transalsi jual beli diharamkan- Salah satu dari
kedua barang tersebut boleh digabungkan unfuk
melengkapi nishab zakat.

Jika disepakati bahwa harta pokok atau modal
sesuai dengan spesifikasi barang yang diserahkan dalam
akad Salam, kemudian barang tersebut dihadirkan,
maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih
AqrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh diterima karena
harga barang menjadi yang dihargai, sementara akad
yang ditenfukan mengharuskan harga bukan yang

dihargai.

Pendapat Kedua: Boleh, karena harga adalah
sesuafu yang diserahkan dalam akad Salam, sedangkan

!/ang dihargai adalah sesuatu yang telah ditentukan
sifatnya.

Jika seseorang melakukan transaksi iual beli
dengan akad salam hingga waktu tertentu, kemudian
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barangnya dihadirkan sebelumnya, atau slnrat yang
ditenfukan mengharuskan barang yang digunakan
dalam akad salam diserahkan di suatu tempat,
kemudian barang tersebut dihadirkan di tempat lain
oleh penjual, lalu pemesan tidak mau mengambilnya;
Perlu dilihat juga, jika pemesan memiliki tujuan tertentu
yang dianggap benar dalam hal tidak mengambil barang
tersebut, seperti penjagaan yang dia lakukan dapat
berakibat fatal, dia kesulitan membawanya, khawatir
rusak atau karena takut dicuri, maka pemesan tidak
hanrs mengambilrrya-

Namun jika pemesan tidak memiliki tujuan yang
dibenarkan berkenaan keengganan dalam mengambil
barang pes.rnan, maka dia wajib mengambilnf. [^alu
jika dia tetap enggan mengambihp, maka hal itu
dilaporkan kepada hakim agar dia memutuskan supayra
pemesan mengambil barang pesanannlra. Hal ini
didasarkan pada dalil Snng menegaskan bahwa Anas S
pernah memerdekakan seorang budak milikryn secara
ldtabah (menyicil kemerdekaan) dengan sejumlah harta
hingga waktu tertentu. Kemudian budak itu datang
membawa uang unfuk membalnr semua cicilan
pemerdekaan dirinln sebelum jatuh tempo, kemudian
Anas enggan mengambil uang tersebut. Setelah itu
budak itu datang melapor kepada Umar 6, lalu Umar
mengambil uang tersebut darinya, lalu berujar,
'Pergilah, karena engkau telah dimerdekakan."

Hal ini dikarenakan budak tersebut menambahi
cicilan kemerdekaan dirinya dengan kebaikan, lnitu
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dengan membayar lebih dahulu sehingga sang maiikan

waiib menerimanya.

Jika pihak yang mengadakan akad salam

memintanya unfuk menyelesaikannya lebih awal dari

tempo lpng ditenfukan, kemudian dia berkata,

'Kurangi utangku agar aku bisa menyelesaikannya lebih

awal', kemudian pihak pemberi salam ifu melakukan,

maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan karena

akad slam adalah hansaksi iual beli lpng ditentukan

dengan tempo, sedangkan tempo tidak bisa dipisahkan

dari jual beli. Selain itu, karena ini termasuk perbuatan

riba yang dipraktekkan di masa Jahililrah, karena di

mas:r Jahililnh pihak yang memiliki tanggungan utang

berkata, 'Tambahkan jatuh tempo pembayaran, maka

aku akan menambahkan iumlah utangku kepadamu!"

Penjelasan:

Hadits Anas 4S lrang disebutkan oleh penulis dalam

pernbahasan ini tidak tercanfum dengan redaksi tersebut, tetapi

redaksi yang aku hapal adalah redaksi yang diriwaptkan oleh Al

Atsram dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa seorang pria datang

menemui Umar, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

sesungguhnp aku telah melakukan akad pemerdekaan diriku

secara kibbah seperti ini dan itu, sedangkan aku memiliki

kernudahan materi, lalu aku mendatanginSa (majikanku) unfuk

membayar setnua cicilanku." Kemudian dia menlnngka bahwa dia

hanya mengambil beberapa kali cicilan. Mendengar itu Umar

berkata, "Dia tidak mau mengambilnya?" Setelah itu Umar
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memerintahkan pegawainya yang difugaskan di Baitul Mal, Ialu dia

berkata, "Ambil uang ini, lalu simpan di Baitul Mal. Selesaikan

semua cicilan pemerdekaan dirinya dalam safu tahun dan pria ini

telah merdeka." Ketika majikannya melihat hal itu, dia langsung

mengambil uang pembayaran cicilan budak tersebut.

Di samping itu, Uhman bin Manshur pun meriwayatkan

hadits yang sama dalam Sunan-Nya dari Umar dan Utsman.

Hadits Anas yang disebutkan di atas sebenamya diriwayatkan oleh

Al Bukhari dari Musa bin Anas dengan redaksi, " saSyiriin -yaitu
Abu Muhammad dan saudara-saudaranya- meminta agar Anas

bin Malik memerdekakan budak secara kibbah sedangkan budak

itu memiliki banyak uang. Namun Anas menolak tawaran

tersebut. Kemudian budak ifu beranjak menemui Umar, lalu Umar
berkata, 'Merdekakan budak ifu secara kitabati. Namun sang

majikan menolak, lalu Umar memukuli majikan tersebut dengan

dunah, lalu dia membaca ayat, 'Maka merdel<akanlah mereka
(budak-budak) dengan can mencicil jila kamu mengebhui ada

kebailcan pada dirt merel<a'."

Masih banyak hadits-hadits lainn5ra png berkaitan dengan

bab memerdekakan budak s@ara kitabah dalam sub pembahasan

yang akan datang insya Allah.

^Busradalah buah kurma sebelum menjadi ruthab.

Hukumt Jika barang pesanan pembeli dengan melakukan

akad salam telah jatuh tempo, maka pihak penjual wajib

menyerahkan barang yang telah ditentukan spesifikasin5a seperti

yang disebutkan dalam akad. Jika barang pesanan itu adalah /arrr
(kurma kering), maka menurut Imam Asy-Syafi'i, pembeli barang
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tidak boleh mengambilnya kecuali jika kurma itu benar-benar

kurma kering-

Ulama madzhab kami (fuqaha Asy-Syafi'iyyah) berpendapat

bahwa maksudnya bukan barang yang dikeringkan, namun yang

dimalrsud adalah jika kondisi barang telah layak disimpan, maka

dia harus mengambilnya, yaitu ketika istilah kering telah melekat

padanln. Jika yang dipesan adalah ruthab, maka pemesan wajib

menerima ruthab, dan tidak boleh menerima busr, madznab,

mutnshshaf atau masydakh. Madznab adalah jenis kurma yang

lebih matang di bagian ujungnya, sedangkan yang lain tidak.

Munashslnf adalah kurma yang separuh busr-nya ruthab

sdangkan separuh lainnya 6usr.

Masgdakh menunrt Abu Hamid, adalah kurma yang dipukul

dengan kay-r sehingga menjadi ruthab, sehingga tdak wajib

menerimanlE, sebab udak termasuk dalam kategori ruthab,

kalaupun diterima, maka itu menjadi ruthab5nng diremukkan.

Ada lrang berpendapat bahwa orcmg fuab biasan5n

mengeringkan 6usr, kemudian membungkusnya dengan lapisan

1lang tertuat dari wol kasar atau benda sejenisnSa sehingga

rasanlp bisa seperti rtrsa rutlnb. Hal ifu dilakukan untuk

mernpercepat proses kematangan agar 6usr bisa dikonsumsi

laSnknSp rutlnb sebelum unktuqn. Mungkin yang dimaksud oleh

Slaikh Abu Hamid di sini adalah, mereka (orang-orang fuab)

memukul Dusrdengan kayr agar rasnya bisa seperti rutlnb.

Jika barang lpng ditetapkan dalam al<ad alam berupa

makanan, maka Spng wajib diserahkan adalah makanan yang

bersih dari sln'fii semak belukar, dan jerami, karena semua benda

tersebut mengurangi berat timbangan dan takaran. Jika ada sedikit
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tanah atau sisa jerami yang melekat pada barang tersebut, maka

perlu dilihat; jika barang yang diserahkan sesuai takaran, maka

barang tersebut harus diterima, karena benda-benda tersebut tidak

memengaruhi takaran. Namun jika barang yang diserahkan sesuai

dengan timbangan fteserta campurannya), maka barang tersebut

tidak harus diterima, karena benda-benda tersebut mempengaruhi

berat timbangan sehingga barang yang dimiliki tidak sesuai dengan

hak sebenamya.

Jika si pernbeli melakukan akad salam untuk barang

tertentu, kemudian pihak penjual datang membawa barang, maka

kasus ini tidak lepas dari tiga kondisi:

Pendapat Pertama: Si penjual datang membawa barang

sesuai spesifikasi yang ditenfukan.

Pendapat Kedua: Si penjual datang membawa barang 5ang

spesifikasinya lebih rendah dari spesifikasi yang ditentukan.

Pendapat Ketiga: Si penjual datang membawa barang yang

spesifikasinya lebih baik dari spesifikasi yang ditentukan-

' 
Jika si penjual datang membawa barang sesuai spesifikasi

yang diminta, seperti dalam kasus makanan dengan kualitas baik

yang ditentukan dalam al<ad Salam, kemudian si penjual datang

membawa makanan yang kualitasnya terkenal baik, maka

meskipun ada makanan yang lain lebih baik darinya, pihak

pembeli wajib menerimanya. Namun iika si penjual datang

membawa barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang diminta,

seperti makanan yang kualitasnya rendah, maka pihak pembeli

tidak wajib menerimanya, sebab makanan tersebut berada di

bawah standar yang telah ditentukan.
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Jika pihak penjual berkata, "Ambillah barang ini dan aku

akan memberikan barang yang lebih baik sebagai kompensasinya",

maka ini tidak diperbolehkan karena kansaksi ini termasuk jual beli

barang sebelum sah dimiliki. Namun jika pihak penjual membawa

barang yang spesifikasinya lebih tinggi dari barang yang

ditenfukan, maka tambahan atau kelebihan dari spesifikasi 5png
telah ditentukan tidak bisa lepas dari empat hal, yaitu:

Pertama: Tambahan tersebut dalam bentuk spesifikasi.

Kedua: Tambahan tersebut dalam bentuk jumlah.

Ketiga: Tambahan tersebut dalam bentuk jenis.

Keernpat Tambahan tersebut dalam benfuk ragam.

Jika tambahan tersebut dalam benhrk spesifikasi seperti si

penjual menyerahkan barang dalam benfuk makanan dengan

kualitas buruk atau rendah, kemudian dia datang lagi dengan

membawa makanan dengan kualitas baik. Jika pihak penjual rela

menyerahkan barang yang berada di bawah tanggungannya, maka
pihak pembeli wajib meneriman5a, sebab tambahan tersebut tidak
memberikan dampak yang signifikan, maksudnya fidak ada

bedanya dengan makanan lainnSa karena masih safu jenis.

Jika pihak penjual rela menyerahkan barang yang menjadi

tanggungannya, maka pihak pembeli wajib menerimangn seperti

dalam kasus seseorang yang memberikan mahar kepada istinya
dalam bentuk barang, kemudian nilai barang tersebut mengalami

penambahan yang tidak signifikan selama berada di tangannyra,

kernudian sang suami menjafuhkan thalak kepada istinya itu
sebelum disefubuhi, sementara sang isbi rela dengan separuh
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barang yang diserahkan beserta tambahan tersebut, maka sang

suami wajib menerimanya.

Jika si pembeli tidak menerima penyerahan barang, bahkan

dia meminta barang yang lebih baik sebagai kompensasi, maka

hansaksi tersebut tidak sah, karena kualitas adalah sifat atau

spesifikasi, sehingga tidak boleh dipisahkan dari akad.

Jika tambahan tersebut dalam bentuk jumlah atau kuantitas,

seperti kasus seseorang memesan lima irdab (24 gantang) gandum,

kemudian si penjual menghadirkan sepuluh irdab, maka pihak

pembeli tidak wajib menerima tambahan tersebut, karena ifu
mempakan hibah yang boleh menolaknya.

Jika tambahan tersebut dalam bentuk jenis, seperti dalam

kasus seseomng melakukan akad salam dalam benfuk barang

bnrupa jagung, kemudian pihak penjual merryerahkan qamh

(gandum) abru adas sebagai ganti jagung, maka pihak pernbeli

tidak boleh menerimanya. Jika pihak pembeli menerimanya, maka

akad salam tersebut tidak sah, berdasarkan hadits Srang

dirirrayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri 16, bahwa Nabi $
bersabda,

"Barangsiapa melakul<an akad slam dalam bamng

tertentu, maka bamng tersebut tidak boleh dialihkan ke dalam

benfuk Snng lain."

Jika tambahan tersebut dalam benfuk ragam, seperti dalam

kasus seseorang memberikan uang di awal untuk membeli qamh

hindi(gandum India), kemudian pihak penjual menghadirkan qamh

* Jt,*r->e zd e*i U
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sJami (gandum Syam). Atau pihak pembeli meminta iagung

kuning, kemudian si penjual menghadirkan jagung putih, maka

dalam kasus ini syaikh Abu Hamid meriwayatkan dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pendapat Pedama: Pihak pembeli wajib menerima barang

tersebut. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini melandasi

pendapatnya dengan dilalah yang dipahami dari pendapat Imam

Asy-Syafi'i. Selain itu, hukum asal dari transaksi salam yang harus

diterima oleh pihak pembeli terhadap barang yang dibeli dari pihak

penjual adalah barang yang dihadirkan adalah sejenis, dan dalam

kasus ini si penjual telah membawa barang yang sama jenisnya-

Selain itu, karena si penjual telah memenuhi hak jenis yang

diminta, bahkan ada tambahan yang tidak signifikan pada barang

tersebut, sehingga ini sama dengan kasus orang yang melakukan

transaksi salam pada barang yang kualitasnya rendah, kemudian si

penjual menyerahkan barang dengan kualitas baik, maka si

pernbeli dalam hal ini wajib menerimanya. Selain itu, karena

dengan barang tersebut, si pembeli dapat menyempumakan

nishab zakatnp.

Pendapat Kedua: Pihak pembeli tidak wajib menerima

barang tersebut, karena si penjual tidak bisa menghadirkan barang

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini seperti kasus

penjual yang datang membawa barang dengan jenis atau

spesifikasi yang berbeda. Pandangan ini kemudian mendapat

komentar dari ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa si pembeli boleh

menerimanya jika memang dia rela dengan bamng tersebut tanpa

ada unsur paksaan, sebab barang ifu masih termasuk jenis yang

menjadi haknya.
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Al Umrani dalam N hSnn mengatakan: Al Qadhi Abu

Ath-Tha5ryib berkata, "Kedua sudut pandang fikih tersebut masih

dalam koridor diperbolehkan. Kalau sampai diwajibkan maka hal

ihr tidak boleh diterima oleh si pernbeli. Inilah pendapat yang

dipilih oleh Syaikh Abu Ishaq dalam AlMuhadzdza6. Namun jika si

pembeli melakukan tmnsaksi alam dalam benhlk barang jagung

putih, kemudian si penjual datang membawa jagung merah, maka

si pembeli tidak wajib menerimanya menunrt salah safu pendapat."

Al Ummni juga berkata, "Apakah si pembeli wajib

menerimanya? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
  l.t. tt
Dyan r.

Menurutku, ungkapan penulis "Jika seseorang melakukan

al d salam pada wakfu tertenhr atau tempo ..." berarti, jika

seseorang melakukan akad salam dengan olang lain dalam bentrk

satu barang dalam waktu tertenhr, kemudian si penjual datang

dengan membawa barang yang diminta sebelum jahrh tempo, lalu

pihak pembeli tidak menerimanya, maka dalam kasus ini jika

barang yang diserahkan ihr berpotensi mengalami perubahan atau

kerusakan dalam kurun waktu tertentu, seperti daging, ruthab,

atau buah-buahan, maka pihak pernbeli tidak wajib menerimanya,

karena si pembeli memiliki tujuan tertenfu dengan menangguhkan

penerimaan barang agar bisa dikonsumsi pada wakfunya. Begihr

pula jika barang yang diserahkan adalah halan, si pembeli tidak

wajib menerimanya sebelum jatuh ternpo sebab dikhawatirkan

akan terjadi peny.rsutan atau kerusakan, apalagl her,rnn biasanya

membutuhkan makanan hrngga jahrh tempo lrang ditetapkan.

Jika tidak akan terjadi perubahan atau kerusakan pada

barang yang ditetapkan dalam akad Salam, hanya saja
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memerlukan tempat penyimpanan, sementara biaya pemeliharaan

tersebut dibebankan kepada pihak pembeli, seperti barang berupa

kapas, maka pihak pembeli tidak wajib menerimanya, sebab ada

unsur kerugian png akan ditanggung oleh pihak pembeli selama

proses penyimpanan hingga jatuh tempo. Jika barang tersebut

memerlukan biaya perneliharaan, seperti besi, tembaga dan barang

tambang lainnSa, sedangkan barang tersebut tersimpan dalam

bungkusan lnng dijamin aman, maka pihak pembeli wajib

menerimanya. Sebab, tidak ada kerugian yang akan ditanggung

oleh pihak pembeli jika menerima barang sebelum jatuh tempo.

Jika pihak pernbeli tidak mau menerimanya, maka pihak yang

berwenang atau hakim yang menerimanya. Hal ini didasarkan

pada hadits Abu Bakar bin Hazm yang diriwa5atkan oleh Al

Atsram. Begifu juga dengan riwayat Utsman bin Manshur dari

Umar dan Utsman, serta hadits Abu Sa'id Al Al Maqburi yang

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni seperti hadits Abu Bakar bin

Hazm.

Jika pihak pembeli meminta pihak penjual agar

menyegemkan pengadaan barang sebelum jafuh tempo, maka

pihak penjual tdak wajib merespon permintaan tersebut, sebab

tindakan tersebut membatalkan fungsi dari penangguhan

pengadaan barang atau ternpo.

Jika pihak penjual berkata, "Kurangilah tanggungan

utangku atas tindakan penyEleraan pengadaan barang unfukmu

sebelum iatuh tempo", kernudian pihak pembeli mengabulkannya,

maka kepemilikan barang tersebut dinilai tdak sah, sebab hal itu
termasuk transaksi jual beli dengan sistem tempo, sedangkan

tempo tdak bisa dipisahkan dari jualbeli.
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Jika pihak penjual datang membawa barang setelah waktu

pembayaran utang jatuh tempo sesuai spesifikasi yang diminta,

kemudian pihak pembeli menolak mengambil barang tersebut,

maka pihak berwenang atau hakim dalam masalah ini berhak

berkata, "silakan pilih, mengambil barang tersebut atau pihak

penjual tidak bertanggung jawab atas barang tersebut!" meskipun

ada tujuannya, baik unfuk mencegah atau pun tidak memiliki

tujuan. Sebab, pihak penjual bertujuan membayar tanggungannya'

yaitu melepaskan tanggung jawab yang menjadi bebannya,

sementara hak tersebut telah jatuh tempo. Apabila pihak pembeli

tidak mau melaksanakannya, maka pihak hakim atau yang

berwenang bertanggung jawab atas barang tersebut, sedangkan

pihak penjual sudah Lpas tanggung jawab. Sebab, hakim merryakili

pihak yang enggan mengambil barang, sementara hakim tidak

merniliki hak melepas tanggung jawab, karena tidak ada yang

mengawasi pembeli daripada dirinya dan dia tidak memiliki bagian

(kanntungan) untuk menjaga harta pembeli padanya-

Cabang, Apabila lokasi penyerahan barang telah

ditenfukan secam pasti sesuai dengan kemutlakan akad atau

qBmt, sebab jika akad salam yang dibuat bersifat mutlak maka

lokasi pembuatan akad pun ditetapkan. Jika pihak pernbeli

menenhrkan sebuah tempat sebagai syarat, maka tempat tersebut

ditetapkan sesuai syarat. Jika pihak penjual membawa barang ke

tempat lain, maka pihak pembeli tidak wajib menerimanya dan

tidak boleh mengambil upah, sebab mengambil kompensasi atas

barang tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan penyerahan

barang di suatu tempat atau lokasi.
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Begitu juga, jika pihak penjual menggunakan jasa atau

orang lain untuk membawa barang ke tempat yang telah

ditetapkan, maka pihak pembeli belum boleh mengambil barang

tersebut melalui perwakilan tersebut, bahkan hendaknya dia

menyerahkan barang tersebut di lokasi tertenfu atau di tempat

lainnya, ketika pihak pembeli menyetujuinya.

AsySyirazi & mengatakan: Apabila pihak
pembeli melakukan alad salam dengan penjual dalam
benfuk makanan dengan cara ditakar atau pihak
pembeli membeli dari pihak penjual makanan dengan
takaran tertenfu, kemudian pihak penjual menyerahkan
makanan kepada pihak pembeli tanpa ditakar, maka
kepemilikan makanan tersebut dinilai fidak sah- Sebab,
yang sebenarnya adalah memiliki makanan dengan
takaran, sehingga fidak sah memiliki tanpa melakukan
proses penakaran- Jika barang yang dimiliki masih ada,
maka dikembalikan kepada pihak penjual agar ditakar
kembali- Jika makanan tersebut rusak atau berkurang
selama berada di tangan pembeli sebelum ditakar, mal<a

kerusakan atau kekurangan itu menjadi tanggungan
pihak pembeli, sebab dia menahannya sesuai hakn3;a.
Namun jika dia mengaku bahwa dia menahannya tanpa
hak, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
si pembeli, sebab hukum asal menyatakan bahwa
barang belum bisa dimiliki kecuali setelah ditetapkan
melalui pengakuannln. Jika pihak pembeli menjual
semuanlra sebelum ditakar, maka penjualan ifu tidak
sah, karena belum terbukti bahwa semua makanan
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tersebut sudah menjadi haknya. Kalau dia meniual

makanan tersebut seukuran hak yang dimilikinya, maka

dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Aslr
Syafi'i:

Pendapat Pertama: Transaksi iual beli itu dinilai
sah. Ini adalah pendapat Abu Ishaq, sebab makanan

tersebut sudah masuk dalam tanggungannya, sehingga

dia berhak meniualnya sebagaimana halnya jika sudah

ditakar-

Pendapat Kedua: Tidak sah- Ini adalah pendapat

Abu Ali bin Abu Hurairah. Ini iuga pendapat yang

dinashkan dalam Ash-Sharf, sebab pihak pembeli

meniualnya sebelum ada hak memiliki barang sesuai

dengan akad, sehingga iual beli yang dilakukannya tidak

sah. Hal ini seperti kasus lika si pembeli meniualnya

sebelum dimiliki- Jika pihak peniual menyerahkan

makanan tersebut dengan takaran, kemudian dia

mengaku bahwa makanan itu bukan haknya, maka jika

lpng diklaimnya itu hanya sedikit, maka bisa diterima,
namun jika iumlahnya banyak, maka tidak bisa diterima
karena jumlah sedikit saia mengurangi takaran- Hul$m
asal menyatakan bahwa tidak ada kepemilikan barang

dan jumlah yang banyak tidak mengurangi takaran,

maka klaim tersebut berseberangan dengan kenyataan,

sehingga tidak bisa diterima.
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Penjelasan:

Apabila seseorang melakukan akad salam dalam sebuah

barang dengan cara ditakar, kemudian pihak penjual memberikan
barang kepada si pembeli dengan cara ditimbang, atau sebaliknya
seseorcrng melakukan alad salam pada suafu barang dengan cara
ditimbang, kemudian pihak penjual menyerahkan barang dengan
cara ditakar, maka kepemilikan barang tersebut dinilai tidak sah,
sebab takaran dan timbangan berbeda. Inilah yang disepakati oleh
para imam kami dan imam madzhab.

hnu Qudamah dalam Al Mughni berkata, "Dalam hansaksi
jual beli alam; barang yang ditakar hanya boleh dimiliki dengan
caftr ditakar, sedangkan barang yang ditimbang hanya boleh
dimiliki dengan cara ditimbang. Barang tersebut tidak boleh dimiliki
tanpa melalui proses penakaran atau penimbangan. sebab takaran
dan timbangan mempakan dua hal png berbeda. oleh karena ifu,
ketika suatu barang dimiliki tanpa melalui penakaran atau
penimbangan yang sesuai seperti memiliki barang tanpa
ditimbang. Kernudian barang yang ditenfukan dalam al<ad salam
diperkirakan berakrya, lalu pihak pembeli mengambil sesuai
ukuran 3nng menjadi haknya dan mengernbalikan sisa barang Snng
lebih.

Muncul pertanyaan, apakah pihak pembeli boleh mengelola
barang yang menjadi haknya sebelum ditimbang atau ditakar?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi,i
yang telah dikemukakan sebelumnya dalam jual beli barang. Jika
kdua belah pihak berbeda pendapat dalam takarannya, maka
ucapan yang dipegang adalah ucapan yang manegang barang
diperkuat dengan sumpah."
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Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya pihak penjual

memberikan makanan kepada pihak pembeli, kemudian kebefulan

timbangannya benar dengan yang diminta, maka itu tetap tidak

diperbolehkan. Jika barang tersebut ditahan, maka ucapan yang

dipegang adalah ucapan pihak yang memegang barang, diperkuat

dengan sumpahnya. Jadi, jika seseorang memiliki utang atau

tanggungan makanan yang harus diselesaikan kepada orang lain

atau seseorang membeli 10 qafi?s dari beberapa campuran bahan

makanan tanpa ditimbang, kemudian pihak penjual menyerahkan

bamngnya kepada pembeli tanpa ditakar, lalu penjual

memberitahukan agar pembeli menimbangnya, lantas takarannya

sesuai, atau tidak sesuai maka tansaksi ini Udak dipeftolehkan.

Jika makanan tersebut masih tersisa, maka pihak pernbeli

sebaiknya mengembalikannya kepada penjual, kemudian

menakamya unfuk si pembeli. Jika berat makanan tersebut

melebihi hak pernbeli, maka kelebihan tersebut menjadi milik

penjual. Jika makanan tersebut rusak selama berada di tangan

pembeli sebelum ditakar atau ditimbang, maka kemsakan atau

kekurangan tersebut ditanggung oleh pihak pernbeli, sebab dia

menahan makanan tersebut unfuk dirinya sendiri. Jika kedua belah

pihak sepakat terhadap kadar ukurannSn, maka tidak ada lagi

perdebatan.

Jika kedua belah pihak berbeda pendapat dalam masalah

kadam5a, kemudian pihak pembeli mengklaim bahwa rnakanan

tersebut kurang dari hak yang dimilikinya, sementara pernilik

makanan mengklaim bahwa makanan tersebut sesuai dengan

kadamp atau melebihi takaran semestinya, maka ucapan yang

2s Al qafizadalah ukumn (timbangan) yang dijadikan acuan di antara mereka,
mereka menyamakannya dengan 70 mal<akik
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dipegang adalah ucapan orang yang menahan makanan tersebut

diperkuat dengan sumpahnya, baik dia mengklaim ada kekurangan

dalam jumlah sedikit atau pun banyak."

Hal ini seperti yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam

Ash-Sharf. Sebab, hukum asal menyatakan bahwa tidak ada hak

kepemilikan barang sementara hak tersebut tetap ada, sehingga

tanggungan orang yang memiliki hak tidak bisa dilepaskan begitu

saja keorali setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

pihak pembeli. Jika ada yang mengatakan, bagaimana caranya

Anda menyimak dakwaan pihak pembeli dalam kasus penyrsutan

makanan atau kekurangan, sementara Imam Asy-Syafi'i dalam

masalah ini telah mengemukakan pendapatrya?

Menurut kami, Imam Asy-Syafi'i tidak menampik bahwa dia

mengakui sahnya takaran tersebut. Itu juga mempakan sikap

menerima terhadap ucapan pihak yang memberikan informasi dan

menggiring ucapannlE pada ketepatan takaran. Jika yang terbukti

sebaliknSn, maka dalauaannya didengar.

Syaikh Abu Hamid berkata berdasarkan nukilan dari Al

Ummni dalam Al Eh3nn, "Jika hal ini memang teriadi, maka

kepemilikan barang atau makanan tersebut rusak atau tidak sah.

Jika pihak pembeli menahan makanan atau barang dan barang

tersebut sesuai kadar yang ditentukan namun ada sedikit

kelebihan, maka dia berhak memiliki kadar yang menjadi haknya

dengan cara menahan, sedangkan garansi barang tersebut pindah

dan penjual tidak lagi bertanggung jawab-"

Pertanyaannya, apakah pihak pembeli atau orang yang

menahan barang atau makanan tersebut boleh memanfaatkannya?
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Dalam kasus ini perlu ditinjau kembali; apabila pihak

pembeli ingin memanfaatkan semua bamng, maka perbuatan

tersebut tidak diperbolehkan, karena pihak penjual masih memiliki

keterkaitan lantaran jika ditimbang atau ditakar, masih ada

kelebihan yang bukan hak pihak pembeli, sehingga dia tidak

berhak atau tidak sah mengelola atau memanfaatkan semua

barang tersebut.

Namun jika pihak pembeli ingin menjual barang seukuran

yang menjadi haknya, dengan menjual separuh qafizdan menahan

qafrz si*nya. maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Spfi'i:

Pendapat Pertama: Menurut Abu Ishaq, tindakan tersebut

boleh dilakukan karena barang yang dijual tersebut sudah menjadi

milikngra dan jaminannya sudah beralih kepada si pembeli. Selain

itu, kadar png meniadi haknp sudah diketahui sehingga dia boleh

menjualn5a.

Pendapat Kedua: Merrurut Abu Ali bin Abu Hurairah,

kansaksi jual beli tersebut tidak sah. Inilah yang dinashkan dalam

Ash-Sharf oleh Imam Asy-$nfi'i dalam Al Umm. Sebab, masih

ada keterkaitan barang antara pihak pembeli dan peniual. Selain

ihr, karena harta pernbeli belum bisa dipisahkan secara pasti dari

harta penjual dari barang tersebut, sehingga jual belinya dinilai

tidak sah.

AqaSyirazi *b mengatakan: Apabila barang yang

ditetapkan dalam akad salam dialihkan kepada

seseorang yang memiliki tanggungan berupa makanan,

maka ini tidak sah karena hiwalah atau peralihan
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tersebut termasuk transaksi jual beli. Kami pun telah
menjelaskan dalam pembahasan jual beli bahwa tidak
boleh menjual barang yang ditetapkan dalam akad
salam sebelum dimiliki atau berada di tangan.

Jika si pembeli berkata, 'Aku memiliki makanan
yang belum diselesaikan oleh seorang pria, jadi

bawakan kepadaku agar aku bisa menakamya
untukmu', kemudian makanan tersebut dibawa lalu
pihak pembeli menakamya, maka ini tidak
diperbolehkan. Hd ini berdasarkan riwayat Jabir rg,

yang menyatakan bahwa 'Nabi $ melarang transalrsi
jual beli makanan kecuali jika sudah berlaku dua s/ra'
padanya, lraifu sha' peniual dan sha' pembeli."
Sementara jual beli tersebut tidak boleh berlaku kedua
sha' tersebut- Pertanyaannya, apakah pihak penjual
boleh menahan makanan tersebut unfuk dirinya?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih
Aslrslnfi'i berdasarkan dua pendapat AsfSffi'i
tentang orang lpng melakukan transalsi jual beli utang
budak mulratab, kemudian pihak pembeli menahann3n.
Kalau pihak pembeli menahannya unfuk dirinya, maka
tindakan tersebut fidak sah. l^antas apakah penahanan
tersebut sah dilakukan oleh majikan?

Dalam kasus ini ada dua pendapat Ary-Sgnfi'i:

Pendapat Pertama: Tindakan tersebut dinilai sah
karena sang majikan menahannSa dengan
sehingga kasus seperti pihak yang diberi
menahanngra.

inn,
kuasa
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Pendapat Kedua: Tindakan tersebut tidak sah,

karena dia belum mendapat inn menahannya, dia

hanya diberi inn menahannya untuk diri sendiri,

sehingga tidak boleh ada penahanan- Berbeda dengan

wakil atau
menahannya
kepadanya.

diberi kuasa, dia boleh
yang memberi kuasa

Apabila kami mengatakan, iika dia menahannya,

maka penakaran atau penimbangan untuk dirinya kali

kedua dinilai tidak sah, kemudian dia memberikan

kuasa kepada pihak pembeli.

Apabila kami mengatakan, iika dia menahannya

maka dia boleh memberikan kuasa kepada pihak

pembeli. Jika dia berkata, 'Hadirkan untuhku makanan

tersebut agar aku bisa menakarnya untuk diriku",
kemudian dia melakukannya, maka penahanan barang

l,ang dilakukan oleh pihak peniual dinilai sah, karena

penahanan tersebut dilakukan urrfuk dirinya secara

legal. Sementara bagl pembeli fidak sah karena

makanan tersebut diserahkan kepadanya tanpa melalui

proses penakaran. Jika dia menakarnSp unfuk dirinya

dan menyerahkan makanan tersebut kepada pihak

pembeli saat masih berada di alat penakar atau

timbangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat

AqrSyafi'i, yaitu:

Pendapat Pertama: Tindakan tersebut dinilai tidak
sah karena hadits yang diriwayatkan dari Jabir rg

menyatakan,

orang yang
bagi pihak
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'Bahwa Nabi $ melarang transaksi jual beli

makanan hingga diberlakukan dua sha' padanya.'
Sementara kasus ini membufuhkan proses penakaran
atau penimbangan dan itu tidak ditemukan di dalamnya.

Pendapat Kedua: findakan tersebut dinilai sah
karena proses penimbangan atau penakaran lnng terus-
menens seperti penimbangan yang dilakukan di awal.
Jika proses penimbangan dilakukan di awal, maka itu
boleh. Begitu pula jika terus-menerus berada di atas
timbangan-

Penjelasan:

Hadits Jabir tersebut diriwayatkan oleh lbnu Majatr dan Ad-
Daraquthni.

Hukumr Imam Asy-Spfi'i mengatakan: Jilra seseomng
melakukan al<ad salam unfuk makanan, kemudian dia menjual
makanan 5rang lain, lalu pihak pembeli menghadirkan orang yang

menimbang makanan tersebut dari penjual, lalu berkata, "Biarkan
aku menimbangnya unfukmu," maka tindakan seperti ini tidak
diperbolehkan karena ifu termasuk transaksi jual beli makanan
sebelum dimiliki atau berada di tangan.

#&

604 ll ,u uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam

mengilustrasikan permasalahan ini. Ada yang mengatakan, ilustrasi

kasus ini adalah Zaid melakukan jual beli salatn dengan Amr dalam

bentuk makanan. Ketika jafuh tempo, Zaid menjual makanan yang

berada dalam tanggungan Amr kepada Khalid sebelum Zaid

memiliki atau memegang makanan tersebut. Transaksi jual beli

seperti ini tidak sah atau tidak diperbolehkan karena Abu sa'id Al

I(hudri iS meriwayatkan bahwa Nabi S bersabda,

,* Jt,*f-to zC A,a1'1 ,;
" Ehrangsiapa memberikan piniaman atau utang unfuk safu

barang, maka dia tidak boleh mengalihkan barang tersebut kepada

Selain ifu, karena jual beli makanan yang dilakukan pihak

pembeli sebelum dimiliki atau berada di tangan dinilai tidak sah,

meskipun barangnla sudah ditenfukan secara pasti, tetap saja

ketidakbolehan jual beli tersebut sebelum dimiliki tetap berlaku.

Argumennya dengan jelas mengacu pada hal tersebut sebab dia

melalarkan transaksi jual beli makanan dari orang lain-

Selain itu, mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat

bahwa apa yang dikemukakan oleh yang mengatakan hal tersebut

adalah benar dalam pandangan fikih, namun ini bukan ilustrasi

permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ilustrasi

sebenamya adalah Zaid memiliki makanan yang berada dalam

tanggungan Amr secara akad Salam, atau Zaid memiliki

tanggungan makanan kepada Khalid secara al<ad salam. Kemudian

Zaid berkata kepada l{halid, "Hadirkan penakaran barang milikku

kepada Amr agar dia menakarnya unfukmu," maka transaksi
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seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh
Jabir r{9, "Bahu/a Nabi $ melarang jual beli makanan hingga

berlaku dua sia'padanya, 5nitu sr5a:nya penjual dan sha'-nya
pembeli."

Seandainln yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah

makanan tersebut, maka dia pasti berkata seperti ini, "Dan orang

lain boleh menjual makanan tersebut." Karena setelah itu Imam
AsySyaf i mengungkapkann5a. Jika dia berkata, "Biarkan aku

menakamgra unfuk diriku sendiri dengan cara takaran", maka

transaksi ini pun tdak sah meskipun dia telah menjual makanan

tersebut dan belum sempat menghadirkannya dan menakamya

unfuk dirinya sendiri secam makna.

Para ulama fikih AsySyaf i berargumen bahr,ua yang

dimaksud adalah seperti kasus jual beli makanan sebelum dipegang

atau dimiliki, sebab dia telah menahan barang sebelum

menjaminny.a dengan kepernilikan barang secara sempuma

sebagaimarn pula tidak boleh menjual makanan tersebut sebelum

dimiliki.

Jika hal ini terbukfi, maka dalam masalah ini ada lima
kondisi:

Kondisi Pertama: Zaid b€rkata kepada Khalid, "Hadirkan

barang tersebut unfukku agar aku bisa menakamya unfukmu,"
kernudian Zaid menakam3n untuk l(halid dari Amr, dalam kasus

ini kepernilikan barang yang dilakukan oleh Khalid dinilai tidak sah

menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan
hadits Jabir & lnng menyebutkan,
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"Bahwa Rasulullah S melarang transaksi jual beli makanan

hingga dua s6a'berlaku padanya, yaitu srlalnya penjual dan siar
nya pembeli."

Kenyataannya, fuansaksi itu belum memenuhi kriteria kedua

sha'tersebut sebab Amr belum memiliki hak apa-apa terhadap

barang tersebut sehingga kepemilikan barangnya dinilai tidak sah.

Namun muncul pertanyaan, apakah hak kepemilikan

barang Zaid dari Amr dinilai sah?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang majikan yang

menjual budak mukatab. Kami pun berpendapat tansaksi jual beli

tersebut tidak sah sehingga cicilan kemerdekaan tersebut ditahan-

Muncul juga pertanyaan, apakah budak mukatab tersebut

dimerdekakan?

Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dimana

jika kami mengatakan hal ihr sah, maka Zaid boleh memiliki

barang yang dikuasakan kepada Zaid unfuk kedua kali. Namun jika

kami mengatakan tidak sah, maka Zaid memiliki barang tersebut

sendiri dan mengembalikan makanan tersebut kepada Amr agar

ditakar untuk zaid, lalu Tllid menakamya untuk Khalid. Bila

memang ada perbedaan pendapat antara Zaid dan Amr dalam hal
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barang yang dimiliki, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan
Zaid diperkuat dengan sumpah. Ucapan Zaid png diterima karena

diperkuat dengan sumpah jika memang yang diklaim itu memiliki
kemungkinan yang lain. Namun jika yang diklaim itu memiliki
perbedaan yang sangat mencolok, maka ucapan Zaid tidak bisa

diterima karena kadar tersebut tidak berbeda banyak. Begitu pula
jika 7-aid dan Khalid berbeda pendapat tentang barang yang

dimiliki oleh Khalid, ucapan yang dipegang adalah ucapan Khalid

diperkuat dengan sumpahnya jika memang apa yang diklaimnya

itu memiliki sedikit perbedaan. Namun jika perbedaannya sangat

mencolok, maka ucapan Khalid tidak bisa diterima, sebab kasus

seperti ifu biasanya tidak memiliki perbedaan yang banyak.

Kondisi Kedua: Zaid berkata kepada Khalid, "Pergilah! lalu
takar untuk dirimu sendiri dari Amr", kemudian Khalid berangkat

dan melakukan apa 5rang disarankan Zaid, maka dalam kasus ini

iilo lGalid memiliki barangnSra sendiri, maka menurut safu
pendapat ulama fikih Asy-S3nfi'i, tindakan tersebut tidak
dibenarkan atau tidak sah, sebab dia Udak memiliki sesuatu apa
pun dalam tanggungan Amr. Pertan3nanng?, apakah kepemilikan
barang Khalid dari Amr dinilai sah bagi 7-aid? Dalam kasus ini ada

dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i berdasarkan kondisi yang

telah kami jelaskan dalam permasalahan pertama tadi.

Kondisi Ketiga: Zaid berkata kepada Khalid, "Hadirkan

unfukku aSFr aku bisa menakar bamng tersebut dari Amr
untukku", kemudian dia mengambil takaran tersebut, lalu

keduanlra hadir dan Zaid menakarnya unfuk dirinya sendiri, lantas

Zaid menyerahkan barang tersebut kepada Khalid dengan cara

menimbang, bukan takaran, maka kepemilikanTaid unfuk dirinya
sendiri dinilai sah, sebab dia memiliki barang tersebut sendiri
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dengan cara yang sah. Selain itu, kepemilikan Khalid dari Zaid

dinilai tidak sah karena Khalid memilikinya tanpa ditakar.

Kondisi Keempat: Apabila Zaid menakar barang untuk

dirinya sendiri dari Amr, kemudian Zaid menakamgn untuk Khalid

pada kali kedua, maka kepemilikan barang tersebut dinilai sah,

sebab makanan tersebut telah memenuhi syarat dua sha', yaihr

sha'-nya pernbeli dan sha:nya penjual.

Kondisi Kelima: Zaid menakar barang tersebut seorang diri

unfuk dirinya dari Amr, kemudian dia menyerahkan tanggungan

utangnya kepada lGalid saat masih berada dalam alat penakar,

jika Taid menakamya untuk dirinya sendiri dari Amr, maka

tindakan tersebut dinilai sah. Pertanyaannya, apakah kepemilikan

barang lGalid dari Zaid dinilai sah?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah berdasarkan hadits Jabir r$,

yang menyatakan, ilUrtirllt g is.F- uj; " Hingga berlaku dua sha'

padan3/a", sementara transaksi tersebut menuntut adanya

penakaran setelah ditakar.

Pendapat Kedua: Sah, karena keberadaan barang di atas

alat penakar tersebut sama posisi dengan kondisi awalnya. Hal ini

berdasarkan dalil yang menegaskan bahwa jika peniual

menyerahkan barang dengan akad salam berupa emas sebagai

ganti makanan, kemudian pihak penjual memulai kuasanya unhrk

barang, maka ifu sah. Seandainya makanan ifu dalam emas ketika

mengadakan akad Salam, kemudian pihak penjual menyerahkan

barang tersebut, maka akad tersebut sah. Begitu pula dalam kasus

ini. Wallahu a'lam.
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Asy-Syirazi #*, mengatakan: Jika pihak penjual
menyerahkan barang lrang ditetapkan dalam akad salam
berupa dirham dan berkata, 'Belikanlah barang
tersebut unfukku dengan uang dirham ini seperti barang
yang menjadi tanggunganku pada dirimu dan milikilah
barang itu unfukmu,' lalu pihak pembeli melakukannya,
maka transaksi salam seperti ifu tidak sah.
Pertangraiulnya, apakah pihak penjual dalam akad salam
boleh atau sah memiliki barang tersebut? Dalam kasus
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Spfi'i yang
didasarkan pada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i
berkenaan dengan utang budak mukatab-

Jika pihak penjual berkata, 'Belikanlah barang itu
unfuldm dan tahanlah barang itu untukku kemudian
milihlah barang ifu untukmu', kemudian pihak penjual
melalnrkanngn, maka transalsi jual beli tersebtrt sah,
namun kepemililran barang bagl pihak penjual dinilai
tdak sah iil<a dia menahan barang tersebut unfuk
dirin5Ta sebab dia tidak boleh menjadi wahil bagl yans
lain dalam hd menahan atau memiliki hak untuk
dirinf.

Penielasan:

Hukumr Apabila Zaid memiliki barang b"rupa makanan

secaftr slam dalam tanggungan Amr, kemudian Amr
menyerahkan tanggungan tersebut dalam bentuk uang atau dirham
kepada Zaid dan berkata, "Belikanlah makanan seperti makanan

lrang menjadi tanggunganku padamu dengan uang tersebut
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untukmu," kemudian pihak pembeli melakukannya, maka transaksi

tersebut tidak sah, karena uang atau dirham adalah milik Amr,

sehrngga tidak boleh dijadikan sebagai alat ganti kepemilikanTaid.

Jika dia membeli makanan senilai uang tersebut, maka transaksi

jual beli tersebut tidak sah. Jika Zaid membeli makanan dengan

uang dirham tersebut unhrk tanggungannya, kemudian dia

menyerahkan uang tersebut dari tanggungannya, maka jual beli ihr

dinilai sah untuk dirinya, natnun tanggung jawabnya tidak bisa

lepas dengan menyerahkan uang tersebut, sebab dia belum

mernilikinya dan dia harus memberikan jaminan terhadapnya.

Jika Amr berkata kepada 7aid, "Belikanlah makanan

unfukku dengan uang tersebut dan tahanlah unfukmu", maka jika

sampai pihak pembeli melakukannya, maka itu menjadi sah bagi

Amr sebab 7.aid membelinya untuk dirinp (Amr). Namun

kepemilikan ihr tidak sah bagi Zaid karena tidak sah dia menahan

atau memiliki makanan tersebut unhrk dirinya. Lantas, apakah

boleh Amr menahan atau memiliki makanan tersebut?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy
S5nfi'iyah seperti dalam kasus sebelumn5n.

Cabang' Jika Zaid memiliki makanan png berada dalam

tanggungan Amr dengan cara pinjaman, sedangkan Khalid

memiliki makanan yang berada dalam tanggungan Zatd dengan

c-am Salam, kemudian Zaid mengalihkan makanan miliknya png
ada dalam tanggungan Amr kepada l(halid, maka pengalihan

kepernilikan tersebut dinilai tidak sah, sebab Khalid menjual

makanannya yang ada dalam tanggungan Taid secara salam

dengan makanan milik Zaid secara pinjaman. Kami pun telah

t_
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mejelaskan jual beli barang dengan akad salam sebelum dimiliki
bahwa jual beli tersebut tidak sah. Kerusakannya berasal dari
Khalid. Namun jika kedua makanan tersebut dari hasil pinjaman,

apakah pengalihan hak kepemilikan tersebut dinilai sah? Dalam

kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'iyyah, seperti
png diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid:

Pendapat Pertama: Jual beli tersebut sah, karena itu
menrpakan transaksi iwadh (pengganti) sebelum dimiliki,
sdangkan masing-masing barang tersebut adalah pinjaman dan

berada dalam tanggungan masing-masing pihak, sehingga boleh

diafihkan ke pemilik tanggungan lainnya, berbeda dengan akad

salam.

Pendapat Kedua: Jual beli itu tidak sah karena pengalihan

hak dalam wujud makanan jika pun memang sah, maka ifu dalam

transaksi pinjaman. Namun jika dalam tansaksi jual beli, seperti

dirham dan Dinar, maka pengalihan hak tersebut dibolehkan. Jika
berasal dari transaksi pinjaman maka ifu pun boleh jika

mernang berasal dari jual beli. Ketika pengalihan hak
malrarnn Snng dimiliki seseorang tidak boleh dialihkan dalam akad

iual beli, apalagl dari akad pinjiman.

Cabang, Pernberian kuasa dan syirkah (akad kongsi atau

kerjasarna) tidak boleh dilakukan dalam barang yang ditetapkan
secarr alam sebelum dimiliki. Bentuk syirl<ah tersebut adalah,

ses€orrng berkata kepada yang lain, "Aku berkongsi denganmu

dalam separuh harga bamng salam", sehingga ifu menjadi jual beli

separuh barang salam. Sedangkan benhrk pemberian kuasa
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adalah, seseoftmg berkata kepada yang lain, "Aku memberi kuasa

unfukmu semua harga yang ada atau sepamhnya."

Cabangr Imam Asy-Syafi'i menyebutkan empat

permasalahan dalam Ash-Sharf.

Masalah Pertama: Seandainya seseorang memiliki

tanggungan makanan bagi orang lain, kemudian pihak yang

merniliki tanggungan makanan tersebut meminta pihak yang

memiliki makanan agar menjualnya dangan syarat atau ketenfuan

dia menahan hartanya, kemudian dia menjualnp sesuai syarat

yang ditenfukan, maka jual beli tersebut tidak sah atau batal, sebab

ini termasuk tmnsaksi jual beli dengan ketentuan budak, sehingga

dinilai tidak sah atau batal.

Masalah Pendapat Kedua: Jil<a seseorang membeli

makanan secara muflak dari orang lain, kemudian dia lupa

menahannya darinla, maka jual beli tersebut dinilai sah sebab itu

adalah transaksi jml beli mutlak.

Masahh Ketigp: Pemilik makanan (pembeli) berkata kepada

orang png memiliki tanggungan makanan (penjtnl), "Lunasilah

uangku 5ang ada dalam tanggunganmu dengan cara aku meniual

kepadamu", kemudian pihak penjual menunaikannla, maka

transal$i tersebut dinilai sah, sebab ini merupakan kepemilikan

barang yang berhak dimiliki. Jika telah ditunaikan, maka pihak

lnng menahan barang tersebut memiliki hak Ah,l r antara

menjualnya atau tidak menjualnga. Sebab, itu menrpakan janji

yang telah diikmrkannya, sehingga dia memiliki khitar
memenuhinyra.
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Masalah Keempat: Pihak yang memiliki makanan (pembeli)

berkata, "Bayarlah tanggunganmu melebihi hak yang telah

ditetapkan atau lebih baik dari itu dengan syarat aku menjualnya

darimu", kemudian dia melakukannya seperti yang diminta, maka

kepemilikan barang tersebut tidak sah, sebab barang tersebut

bukan haknya, dan kepemilikan barang tersebut dinilai rusak.

Sehingga dia wajib mengembalikan kelebihan barang itu. Jika

dihrnaikan dengan barang yang tidak sejenis, maka dia harus

mengembalikannya, dan mengambil kadar yang menjadi haknya.

Kemudian dia boleh menjualnya atau tidak menjualnya sesuai

keinginannya . Wallahu a'lam.

AqrSyirazi *B mengatakan: Apabila barang yang

ditetapkan dalam akad salam telah dimiliki, kemudian
pihak pembeli menemukan ada cacat pada barangnya,
maka dia boleh mengembalikannya kepada pihak
penjual, karena stafus akad yang bersifat muflak
menuntut adanya transaksi jual beli barang dengan
kualitas yang baik, sehingga pihak pembeli tidak wajib
menerima barang yang memiliki cacat. Jika barang
tersebut telah dikembalikan, maka pihak pembeli
berhak menuntut kembali barang yang kualitasnya baik-
Sebab, dia mengambil barang cacat lrang berada dalam
tanggungan pihak penjual. Oleh karena itu, jika barang
tersebut dikembalikan, maka barang itu kembali ke
uang yang menjadi tanggungan pihak penjual (utang).

Jika terjadi cacat selama dipegang oleh pihak pembeli,
maka dia harus mengembalikannya dengan memberikan
ganti rugi. Sebab, tidak mungkin dia mengembalikan
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barang yang cacat itu kurang dari kondisi sebelumnya,
dan tidak mungkin dia menginformasikan kepada pihak
penjual bahwa dia telah mengambil barang tersebut
dalam kondisi cacat, sehingga pihak pembeli wajib
memberikan ganti rugi.

Penjelasan:

Apabila pihak pembeli telah menerima barang yang

ditetapkan dalam al<ad Salam, kemudian dia menemukan ada

cacat pada barang tersebut, maka dia memiliki hak l<higr, yaint

antara menerima cacat tersebut atau mengembalikan barang ihr

dan meminta kernbali barang yang baik. Sebab, akad salam yang

bersifat mutlak menuntut adan5a penyerahan barang. Apabila

pihak pembeli mengambil barang lang memiliki cacat, maka dia

boleh mengernbalikanngn kepada pihak png bertangpng jawab,

pitu pihak peniual. Jika cacat lain terjadi pada barang tersebut

saat berada di tangan pembeli, maka dia boleh menunfut ganti rugi

terhadap cacat png diternukan sebehrm menerirna barangnya,

keqrali jika pihak peniual memang rela menerirna barang tersebut

dalam kondisi cacat, sehingga pihak peniual tidak perlu menuntut

ganti rugi dari pihak pembeli.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pihak pernbeli tidak perlu

menunhrt ganti rugi karena pengembaliannp dengan ganti rugi

adalah pengambilan barang dengan kompensasi bagian png rusak

atau cacat. Selain ihr, jual beli barang yang ditetapkan dalam akad

sakn tidak diperbolehkan. Dalil kami adalah, penggantian atau

ganti rugi hanya boleh dikembalikan saat teriadi cacat pada

barang. Apabila pengembalian tersebut gugur karena terjadi
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kerusakan, maka pengembalian tersebut harus disertai dengan

ganti rugi, seperti halnya kasus jual beli barang.

Sedangkan kalimat "Sesungguhnya pengembalian barang

dengan ganti rugi adalah pengambilan barang dengan kompensasi

atas bagian yang msak dan jual beli barang yang ditetapkan dalam

akad salam tidak diperbolehkan seperti kepemilikan barang"

adalah tidak sah, karena jual beli barang dagangan yang telah

ditentukan sebelum dimiliki dinilai tidak sah, sementara ganti rugi
boleh diambil darinya. Selain ifu, karena batalnya atau rusaknya

akad terjadi pada bagian yang msak atau cacat, bukan pada jual

beli. Oleh karena itu, ganti ruginya sesuai dengan ketetapan harga

Snng disebutkan dalam akad salam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Apabila seseor.rng
melakukan akad nlam dalam barang berbenfuk buah,
kemudian dipotong di tempatnya, atau pihak penjual
fidak berada di tempat, dan tidak muncul-muncul
hingga buah tersebut rusak, maka dalam kasus ini ada
dua pendapat As57-Syafi'i, yaitu:

Pendapat Pertama: Akad salam tersebut rusak,
karena barang yang ditetapkan dalam akad adalah buah
pada tahun musim tersebut, sementara buah tersebut
sudah Udak ada. Oleh karena ifu, akad salam ifu batal
atau rusak seperti halnya kasus orang yang membeli
*it qafiz shabirah, kemudian shabirah tersebut rusak.

Pendapat Kedua: Akad salam tersebut tidak rusak
atau batal, namun ada khiyar antara rusak atau
menunggu hingga buah tersebut ada l.gr, kemudian
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baru diambil. Sebab, barang yang diakadkan dalam
tanggungan bukan buah pada musim tersebut. DalilnSn
adalah, jika seseorang melakukan akad salam dalam
barang berbenfuk buah selama dua musim atau tahun,
kemudian dia menyerahkan tanggungan yang wajib
dibayar di tahun kedua pada tahun pertama, maka ifu
boleh dan barang yang berada dalam tanggungan tidak
hilang, tetapi hanln ditangguhkan, sehingga dia
memilih l<hi5nr seperti halnya jika dia membeli seorang
budak, lalu budak tersebut melarikan diri.

Penjelasant

Hukum, Apabila seseorang melakukan al<ad salam dalam

sebuah barang dengan batas wakfu atau tempo tertentu, dan

biasanya ada barang pada saat itu juga, kemudian batas wakhr

atau tempo pembayaran tersebut tiba narnun belum ada

barangnya, seperti buah, maka dalam kasus ini, jika buahnya

dipotong atau tidak memungkinkan dimiliki hingga barang yang

ditetapkan dalam akad slam itu habis atau hilang, maka dalam hal

ini ada dua pendapat AsySpf i, yaifu:

Pendapat Pertama: Akad slam tersebut rusak atau batal,

karena barang yang ditetapkan dalam akad salam itu tidak bisa

diserahkan pada waktunya, sehingga akad Fng telah dibuat

menjadi rusak. Ini seperti kasus orang yang membeli safu qafiz

shabinh, kemudian shabirah tersebut habis atau hilang sebelum

diserahkan kepada yang berhak. Selain itu, jika pihak penjual

menyerahkan barang salam dalam wujud buah negeri atau wilayah

tertentu, seperti Baghdad maka al<ad salam tersebut sah, dan
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pihak penjual tidak perlu membayar buah yang bukan dari

Baghdad. Begitu pula, jika penjual menyerahkan buah yang

ditetapkan dalam al<ad salam pada tahun itu, dia tidak boleh

membayamya dengan buah yang bukan pada tahun tersebut.

Pendapat Kedua, Akad salam tersebut tidak batal atau

nrsak, namun pihak pembeli memiliki khAar antara membatalkan

akad atau meneruskan akad yang sudah dibuat dan bersabar

hingga barang yang ditetapkan tersedia. Pendapat ini dikemukakan

juga oleh Abu Hanifah dan inilah pendapat yang shahih karena

barang yang ditetapkan dalam akad salam berada dalam

tanggungan yang tidak hilang atau rusak. Hal ini didasarkan pada

dalil bahwa jika pihak penjual menyerahkan ruthab yang

ditetapkan dalam akad salam dalam jangka waktu dua tahun,

kemudian penjual menyegerakan pelunasannya pada tahun

pertama dan pada tahun kedua, maka itu boleh. Jika sebagian

barang yang ditetapkan dalam akad salam terpotong dan hanya

ditemukan beberapa, maka menumt kami, akad salam tersebut

batal jika semua barang yang ditetapkan dalam akad salam bdak

ada. Batalnya akad salam dalam kasus ini disesuaikan dengan

ukuran barang yang hilang.

Pertanyaanogd, apakah akad salam dinilai batal dalam

barang-barang tersedia, dalam kasus ini ada dua furunan pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i seperti halnya kasus oftmg Srang membeli

dua ekor sapi betina, kemudian salah safunya hilang sebelum

sampai ke tangan pembeli. Ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang

mengatakan bahwa ada dua pendapat, dan ada pula lnng
mengatakan bahwa akad tersebut tidak batal.
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Apabila kami mengatakan bahwa akad tersebut tidak batal,

maka tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Namun jika kami

mengatakan bahwa akad salam itu batal, maka pihak pembeli

memiliki hak khi5nr dalam pembatalan tersebut. Jika memang

akad salam tersebut batal atau msak, maka tidak ada lagi

penjelasan, namun jika dinilai batal, maka pihak pembeli

mengambil barang yang ada. Dari sini muncul lagi pertanyaan,

apakah pihak pembeli boleh mengambil barang yang ada dengan

sernua harganya atau sesuai bagiannya?

Dalam kasus ini ada dua pendapat yang diceritakan oleh

Slraikh Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh.

Menunrtku (Al Muthi'i)' Berdasarkan qiws (analogi)

Sang dikemukakan oleh penulis (Asy-Syirazi), bahwa pihak pembeli

boleh mengambil barang yang ada sesuai dengan bagian yang

dimilikinya dari harga tersebut, yaitu modal yang dikeluarkan

dalam al<ad salam menurut satu pendapat. Namun jika kami

mengatakan, pihak pembeli mengambil barang yang ada sesuai

bagiann5ra, muncul pertan5aan, apakah pihak penjual memiliki

khiyafl Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Slafi'i

seperti yang diceritakan oleh hnu Ash-Shabbagh.

Jika kami mengatakan, bila barang yang ditetapkan dalam

al<ad salam terpufus semuanya, maka akad tersebut tidak batal

atau rusak, bahkan pihak pembeli memiliki l:rrk khigr. Selain itu,

dia juga memiliki t: ik khi5nr untuk mengambil sebagian hak yang

dimilikinya itu. Jika pihak pembeli menetapkan unhrk

membatalkan akad sakm untuk barang yang tidak ada dan yang
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ada, maka tindakan tersebut boleh dilakukan demi membedakan

hak yang dimilikinya.

Namun jika pihak pembeli memilih membatalkan akad

salam unfuk barang yang tidak ada dan meneruskan akad salam

untuk barang yang tersedia, apakah hal itu boleh? Dalam kasus ini

ada dua pendapat berdasarkan pendapat yang muncul dalam

kasus pemisahan atau pemilahan ash-shafqah. Jika kami

mengatakan, akad salam boleh dibatalkan unfuk barang yang

hilang atau tidak ada, maka berapa jumlah barang yang harus

diambil dari barang yang tersedia? Dalam kasus ini berlaku

pendapat yang telah kami kemukakan pada penjelasan

sebelumnya, berdasarkan hikayat dari Syaikh Abu Hamid dan hnu
Ash-Shabbagh. Walkhu a'lam.

Aslrsyirazi & mengatakan: Akad salam boleh

dibatalkan dengan pembatalan akad karena itu
merupalmn hak kedua belah pihak yang melakukan
transaksi- Oleh karena itu, kedua belah pihak boleh
menerima pengguguran akad. Apabila keduanya telah
membatalkan akad salam atau batal karena terputusnya
buah dalam salah safu pendapat atau batal dalam
pendapat lpng lain, maka pihak pembeli memperoleh
kembali uangnya atau modalnya. Jika memang masih
ada, maka harus dikembalikan, namun jika hilang atau
habis, maka pihak penjual harus menggantinya. Jika
pihak penjual ingin mengadakan akad salam dalam
bentuk barang yang lain, maka itu tidak diperbolehkan
karena tindakan seperti itu merupakan jual beli utang
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dengan bayaran utang. Jika pihak penjual ingrn
membeli barang, maka perlu dilihat dahulu; jika ada

safu alasan hukum yang menggabungkannya dalam
riba, seperti uang dirham dengan dinar, hinthah dengan
s5m'ir maka keduanya tidak boleh berpisah sebelum

barangnya berada di tangan atau dimiliki seperti halnya
jika salah satu dari pembeli dan penjual ingin menjual
barang dengan barang kepada yang lain. Jika tidak ada

safu alasan hukum yang menggabungkannya dalam
riba, seperti dirham ditukar dengan hinthah, baju
dengan baju, maka dalam kasus ini ada dua pendapat
ulama fikh AqlSSnfi'i:

Pendapat Pertama: Kedua belah pihak (penjual

dan pembeli) boleh berpisah tanpa memperoleh barang
seperti h.lnp kasus penjual atau pembeli yang menjual
kepada pihak lain, barang dengan barang sebelum

berpisah tanpa memperoleh barang.

Pendapat Kedua: Transaksi tersebut tidak boleh
karena barang yang dijual masih dalam tanggungan,
sehingga kedua belah pihak fidak boleh berpisah
sebelum barangnya dimiliki atau berada di tangan,
seperti halqn barang lnng ditetapkan dalam akad

nlam.

Penjelasan:

Hukum' Iqalah adalah pembatalan akad dan Udak

termasuk transaksi jual beli menurut pendapat yang masyhur dari

madzhab, baik sebelum atau sesudah barang dimiliki. Pendapat ini
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juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, karena dia berpendapat

bahwa itu adalah jual beli dalam hak yang bukan bemsal dari dua

orang yang saling melakukan akad. Dengan itu sytf'ah berlaku.

Abu Yusuf berkata, "Jika terjadi sebelum barang diperoleh,

maka itu termasuk pembatalan akad. Namun jika terjadi sesudah

barang diperoleh, maka ihr termasuk jual beli."

Imam Malik berkata, "ltu termasuk jual beli dalam semua

kondisi."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menceritakan bahwa itu adalah

pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i. sementara Abu Hamid

menghika5ra&an pendapat ulama fikih AsySyafi'i-

Dalil kami adalah, barang yang ditetapkan dalam transaksi

jual beli kembali kepada pihak penjual dengan lafazh, !'ang mana

akad transaksi jual beli tersebut tidak terselenggara, sehingga

statusnya menjadi batal, seperti mengembalikan barang lang

merniliki cacat.

Jika hal ini memang benar, maka apabila seseorang

melakukan al{?ld alamdengan orang lain dalam safu jenis barang,

kernudian mernbatalkannya dalam al{€rd salam, maka itu

sah. Dalam masalah ini, lmam Malik sependapat dengan kami.

Inilah dalil paling jelas yang menegaskan bahwa iqalah adalah

pernbatalan, karena jika itu termasuk transaksi jual beli, maka ifu

sah berlaku pada barang tentu barang yang ditetapkan dalam akad

slam sah sebelum dimiliki. Jika dibatalkan dalam beberapa jenis

barang &lam, maka ihr menjadi sah dalam ukuran atau jumlah

barang Sang dibatalkan.
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Ibnu Abi L-aila berpendapat bahwa iqalah boleh ada dalam

semua jenis transaksi- Sementara Rabi'ah dan Imam Malik

berpendapat bahwa ifu tidak sah.

Dalil kami adalah, bahwa iqalah itu men-rpakan ketetapan

hukum yang sifatrya anjuran berdasarkan sabda Nabi $,

(y L,j| rr 
^i6

O2

^4)I
a- t4ti i6i U

.yql
"Bamngsiapa mernbablkan akad dengan orang lain gng

menyaal dalam sebuah jual beli, maka Allah akan memaalkan

dirin5a pada Hai Kiamat kelak." Selain itu, apa saja png berlaku

dalam sernua jenis transaksi jual beli, juga boleh pada sebagiann5n,

seperti ibn' dan inzhar. Jika yang di-iqalalrl<an lebih dari harga

yang ditetapkan atau kurang dari itu pada jenis yang lain, maka

iqalahtersebut dinilai tidak sah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah tersebut sah

dan harga yang ditetapkan dalam akad wajib dikernbalikan. Dalil

kami adalah, hak pihak pembeli tidak gugur dari barang kecuali

dengan syarat yang telah ditentukan. Jika ganti rugi dinilai tidak

mernenuhi syarat atau tidak sah, maka iqalah pun dinilai tidak sah.

Hal ini seperti kasus orang yang membeli rumah dari seseorang

dengan harga seribu dinar dengan syarat ganti rugi yang telah

ditetapkan. Jika ganti rugi tersebut dinilai tidak sah, maka iqalah

pun dinilai tidak sah, sebagaimana halnya kasus seseorang yang

membeli rumah orang lain dengan harga seribu dinar dengan

syarat mobil orang tersebut dijual kepadanya dengan harga seribu

dinar.

t-
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Cabang' As-Suyuthi berkata dalam Al Asybah wa An-

Nazhair, "Akad salam berkaitan dengan pembatalan dan

pemutusan barang ketika jatuh tempo dan keberadaan pihak

penjual di tempat yang menjadi lokasi penyerahan barang serta

biaya transporhasinya." Hal ini disinggung dalam kaedah kelima

dalam masalah rusaknya transaksi jual beli. Wallahu a'lam.

Cabang, Apabila ada yang memberi jaminan atas nama

pihak penjual terhadap barang Salam, kemudian pihak pemberi

jaminan itu mengadakan perdamaian dengan pihak pembeli atas

tanggungan pihak penjual, seperti modal Salam, maka perdamaian

itu dinilai sah. Selain itu, karena pihak pemberi jaminan tidak

memiliki barang, yang mengharuskan melakukan ganti rugi

terhadapnya. Namun jika pihak penjual menegaskan seperti modal

Sakm, maka Abu Al Abbas berpendapat bahwa perdamaian itu

sah dan itu adalah iqakh. Sebab, bentuk igalah adalah membeli

barang yang telah dibayar dan memberikan apa yang telah diambil.

Dan ini pun seperti itu.

Cabangr Apabila al<ad salambatal lantaran ada pihak yang

membatalkan, maka barang salam pun tidak ditanggung oleh

pihak penjual dan pihak pernbeli memperoleh uangnya kembali-

Jika masih ada sisa, maka pihak pembeli boleh mengambil

uangnya, namun jika habis, maka dikembalikan padanan yang

sama dengannya jika mernang ada yang sama. Kalau tidak ada

yang sama, maka dikembalikan nilainya.

Jika dia ingin melakukan akad salam dalam barang tertentu,

maka tindakannya ini tidak diperbolehkan karena itu termasuk
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transaksi jual beli utang dengan utang. Jika pihak pembeli ingin

mengambilbarang yang jenisnya sama, maka dia boleh mengambil

barang yang sama, namun dia tidak boleh mengambil nilai barang,

lebih dari haknya atau kurang dari haknya. Selain itu, kedua belah

pihak tidak boleh berpisah sebelum barang diterima oleh pihak

pembeli. Apabila pihak pembeli ingin mengambil barang yang

tidak sejenis dari pihak penjual, hanya saja perpisahan kedua belah

pihak sebelum barang diterima dinilai tidak sah seperti yang telah

kami jelaskan dalam transaksi jual beli. Apabila pihak pembeli

ingin mengambil ganti rugi yang tidak termasuk harta riba, seperti

pakaian dan kendaraan, atau modal yang bukan termasuk harta

riba, maka tindakan tersebut dinilai sah atau legal. lantas, apakah

kepemilikan barang sebelum kedua belah pihak berpisah termasuk

ke dalam syarat? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: Masuk dalam syarat, sehingga kedua

belah pihak tidak boleh berpisah. Sedangkan ganti rugi dan pihak

yang mendapat ganti rugi berada dalam sahr jaminan.

Pendapat Kedua: Tidak termasuk s5nrat, seperti kasus salah

satu dari kedua belah pihak membeli dengan barang yang lain.

Apabila keduanya berbeda pendapat dalam nilai modal Salam,

maka ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak penjual

diperkuat dengan sumpahnya. Sebab, hukum asal men5ntakan

bahwa pihak penjual tidak bertanggung jawab atas kelebihan yang

ditetapkan padanya.

Apabila kedua belah pihak bersitem dalam hal ukuran

barang salam atau batas wakfunya atau kedua belah pihak

bersiteru dalam masalah ukurannya, namun sepakat dalam
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masalah batas wakfunya dan berbeda dalam masa berlaku

penunaiannya, sementara pihak pembeli mengklaim masa

penunaiannya telah lev.rat dan pihak penjual mengklaim bahwa

masa berlaku penunaiannya masih ada, maka ucapan yang

dipegang adalah ucapan pihak penjual diperkuat dengan

sumpahnya. Sebab, hukum asal menegaskan bahwa masa berlaku

penunaiannya masih ada- Wallahu a'lam.
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Bab Qardh (Piniaman)

Aslr-Syirazi #g mengatakan: Qardh merupakan
perbuatan baik yang sangat dianjurkan berdasarkan
riwayat Abu Hurairah ap bahwa Nabi $ bersabda,

e in j ,y@t 
?.y.

Wj,rr 
"f

:y "41.y P :f ;K 6

"f 
b"u;{ e ar 3K

.^>i )F e.,o;lt(ttvglr eF
" Barangsiapa menghilangl<an safu kesusahan

dunia Wng diderita seorang muslim, maka Allah akan
menyingl<ap nfu kesushan yang dialamin5la pada Hari
Kiamat. Allah senantiasa menolong seorerng hamba
selama hamba ifu menolong saudaranym-"

Diriwayatkan pula dari Abu Ad-Darda' ig, bahwa

dia berkata, 'Sungguh meminjamkan dua dinar
kemudian dikembalikan, lalu aku meminjamkannSn lagi
lebih aku sukai daripada menyedekahkan kedua dinar
tersebut."

DiriwaSlatkan dari Ibnu Mas'ud dan lbnu Abbas 6,
keduanya berkata, "Pemberian pinjaman sebanyak dua

kali lebih baik daripada sedekah satu kali."
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Pasal: Pemberian pinjaman dinilai tidak sah

kecuali dilakukan oleh orang yang boleh mengelola

hartanya. Sebab, pinjaman adalah akad atau kontrak

pada harta, sehingga hanya dianggap sah atau legal iika

dilakukan oleh orang yang boleh mengelola hartanya,

seperti dalam transaksi jual beli. selain itu, Qardh atau

pin;aman tidak berlaku kecuali dengan akad ijab kabul,

sebab pinjaman adalah pemberian hak kepemilikan

harta seseorang, sehingga hanya dinilai sah apabila

melalui proses akad ijab qabul, seperti halnya jual beli

dan hibah. Akad iiab qabul tersebut diungkapkan

dengan lafazh peminiaman atau salaf, sebab ketenfuan

,v-i"t telah menetapkan hal tersebut. Namun boleh

iuga diungkapkan dengan kalimat yang sarna

maknanya, seperti kalimat, 'Aku menyerahkan hak

kepemilikan harta ini kepadamu dengan ketentuan

engkau mengembalikannya gantinya kepadaku". Jika

yang diungkapkan hanya 'Aku menyerahkan hak

kepemilikan harta ini kepadafnu" tanpa menyebutkan

gantinya, maka transaksi tersebut meniadi hibah'

Apabila kedua belah pihak bersiteru dalam kasus

pinjaman, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan

pihak yang diberikan pinjaman, sebab fakta yang jelas

ada bersamanya.

secara zhahir, pemberian hak kepemilikan harta

kepada pihak lain tanpa menyebutkan gantinya adalah

hibah- Jika ada yang berkata, 'Aku memberikan

pinjaman sebesar seribu dinar kepadamu" kemudian

pihak yang menerima pinjaman tersebut menerima, lalu
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keduanya berpisah, kemudian pihak pemberi pinjaman
memberikan uang seribu dinar kepadanya, maka dalam
kasus ini jika jeda waktunya belum terlalu lama, maka
transaksi tersebut boleh sebab secara zhahir ifu
merupakan maksud dari pemyataan ijab- Namun jika
jeda waktunya sudah lama, maka itu fidak boleh hingga
pihak pemberi pinjaman mengulagi lagl lafazhnSTa.

Sebab, sebuah akad atau kontrak tidak bisa dibina,
ketika jeda unktunya telah berlangsung lama.

Penjelasant

Hadits Abu Humimh lS di atas diriwaSntkan oleh Muslim

dengan redaksi,

# t;jur vf u"a3.y,f9 * C"a i

,nr aq'ot

J'fr ij,yqt ?i *:r""J{e $r

r- a5 .blrlrs

gir eF qtnrs Wjr.lr qtiot f- vJp
sIr

'r!'trs

J ^1? :irf ';;- -"Jv-z /' J 
I

j4k-6* eb ij .^>1 eF q.t ltt{v

v3 -*l'"*t Jt,6jo -l t'l.t,b il 4Jal /)7

j ar ,&, WP
eiF
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,]"i a' ,i?sllJr;a4*gt

" Ekrangsiapa meringankan safu kesusahan yang dialami

oleh seorang mukmin, maka Allah akan meringankan kesusahan

yang dialaminya pada Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan

kqulitan (yang dialami seorang mulonin), maka Allah akan

memudahkan kesulitan diinya di dunia dan di akhirat.

fumngsiapa menufupi aib seorang muslim, maka Allah akan

menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa

menolong seorcng hamba selama hamba ifu menolong

saudannya. Barangsiap meniti sebuah ialan unfuk menunfut ilmu,

mal<a Allah akan memudahkan jalan ke surga unfuknya. TidaHah

orang berkumpul di salah satu rumah Allah (masiid)

Tabla untuk membaca Kitab Allah (Al Qur'an) Ta'ala dan

mempelajarin5n sesama mereka kecuali ketenangan akan turun

pada mereka, nhmat akan menyelubungt mereka, pan malaikat

akan mengelilingi mereka, dan Allah al<an menyebut mereka di
tengah-tengah makhluk yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa tidak

bersqem melakukan amal, maka garis tidak akan

bermanfaat sedikit pun pada Hari Kiamat kelak."

Selain ih.r, dalam sebuah hadits panjang yang berasal dari

hnu Umar rg disebutkan,

irts
{p3rxs-3 jtt3u;'v;

.Ai:; r'&{ ik yU,rj,i'rb

690 ll et l,toj*u'SyarahAl Muhadzdzab

I B)b

w3



uf qAb

(y-:lr f-
"41.F f);^)"Jt C AS

F Aj ,,rt@t'1F_ Vf ,t
.yql

" Barangsiapa melapangkan satu kesempitan yang diderita

oleh seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesempitan

Wng dialamin5a pada Hart Kiamat kelak. Barangsiapa menutup

aib seonng muslim, maka Alkh akan menufupi aibnya pada Hai
Kiamat;' (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Atsar Abu Ad-Darda' disebutkan dalam Musnad Ahmad.

Sedangkan yang diriwayatkan dari hnu Mas'ud rS, diriwayatkan

juga secara marfu'dan mauquf dengan redaksi,

og"ty*tT?a.* ?l-* bv
.1;yW'rb{

"TidaHah seorang muslim memberikan pinjaman uang

kepada muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan itu seperti

sdel<ahn5n atu kali. "

Riwayat yang berstatus marfu' diriwayatkan oleh hnu

Majah, namun di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Basyir

yang dinilai matruk.

Ad-Daraquthni berkomentar, "Yang benar adalah riwayat

ifu berstatus mauqufpada hnu Mas'ud."

13rt ,5t.J

tzlo,
LeJ-r/c

\-
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Sedangkan hadits Anas diriwayatkan oleh Ibnu Majah

secara marfu' dengan redaksi,

t5

o

Y!

">'lt:

't$i5 ligWGs

:g*; aht ,;v. e c* G;i "^)) i::
,i-ili ,# *q,

qsl fiis;5t
'"ot,i6 

,a;'tLst U $ J>pr iq v -,y,th

?fu Y bN6,i3J,5 j:v,,j,gl

.?w:y
" Pada malam aku diisn'kan, aku melihat fulisn tnng

terukir di pinfu surga, 'Safu sdekah dibalas sepuluh kali lipat
sdangkan pinjaman dibalas delapan belas kali lipat'. Melihat ifu
aku pun bertan5n, 'Wahai Jibil, kanap pinjanan lebih utama
daripda sdekah?' Jibril menjawmb, 'Karena oftng tnng
mangajukan pinjaman saat omng yang diminb merniliki harta,
sdangkan oftng tnng mengajukan pinjaman hanJn meminjam
uang aat bufuh'-"

Namun di dalam sanad riun5rat ini ada Khalid bin Yazid bin
AMurrahman Asy-Spmi, 3nng menunrt An-Nasa'i, dia bukan
periunyrat tsiqah.

Qardh atau pinjaman merupakan salah safu gerbang
kebajikan berdasarkan firman Allah $,
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"Dan tolong-menolonglah dalam

ketakwaan " (Qs.Al Maa'idah [5]: 2).

kebajikan dan

Qardh atau pinjaman dinilai lebih baik daripada sedekah

karena sedekah biasanya diberikan kepada pihak yang kurang

membutuhkan, sedangkan pinjaman diberikan kepada pihak yang

sangat membufuhkan.

Secara bahasa, kata Qardh berarti memotong. Contohnya

9&ir., pllr artinya adalah menyimpang dari satu tempat. Contoh

lainnya adalah firman Allah &,

9^n" -" I ta.t yq\afi nis q,Pti$4)a orc-) t
-/J.

" Dan bila matahai terbenam meniauhi mereka ke sebelah

kii sdang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu."

(Qs. Al Kahfi [18]: 17).

Ibnu Duraid berkata, "Dalam bahasa Arab, l<ata yaqidhu

tidak mengikuti pola kata yanshrlrz sama sekali, tetapi mengikut

pola kata Smdhribu."

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain agar

dikembalikan nanti. Bentuk jamaknya adalah Al Qurudh.

Sedangkan kata istaqradha artinya adalah meminta atau

mengajukan pinjaman sedangkan iqtaradha artinya adalah

mengambil pinjaman. Sebab Qardh adalah memotong atau

memangkas hartanya unfuk diberikan kepada orang lain.

Hukum, Qardh hukumnya mandub, artinya hansaksi

tersebut diperintahkan namun tidak bersifat wajib. Transaksi

pinjaman hanya boleh dilakukan oleh orang yang bcleh mengelola

l-
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hartanya secara penuh, sebab itu merupakan akad terhadap harta

sehingga hanya dinilai sah apabila dilakukan oleh orang yang boleh

mengelola hartanya, seperti halnya transaksi jual beli. Selain itu,

Qardh hanya dinilai sah apabila dilakukan dengan akad ijab qabul,

sebab itu mempakan perkataan memberikan hak kepemilikan

kepada orang lain sehingga memerlukan ijab qabul, seperti halnya

dalam tmnsaksi jual beli dan hibah. Namun ada pengecualian

terhadap pemerdekaan budak, yang akadnya diselenggarakan

dengan lafazh Qardh dan salaf sebab kebiasaan berlaku padanya.

Selain ifu, akad tersebut bisa saja dilakukan dengan lafazh yang

bisa mewakilinya. Jika seseorang berkata, "Aku memberikan hak

kepernilikan harta ini kepadamu dengan ketentuan engkau

membagamya lagr", maka ini termasuk akad Qardh.Namun jika

pihak pemberi pinjaman berkata, "Aku memberi hak kepemilikan

harta ini kepadamu", tanpa menyebutkkan gantinya, maka ini
termasuk akad hibah. Apabila kedua belah pihak bersiteru, maka

ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak yang diberikan hibah

sebab yang zhahir bersama pihak yang diberikan hibah dan hak

kepemilikan harta yang diselenggamkan tanpa ada gantinya

disebut hibah.

Rukun Qardhada empat, yaifu:

Pertama, pihak yang memberi pinjaman.

Kedua, pihak png diberi pinjaman.

Ke ti ga, sh igha t (wrgkapan).

Keempad obyek yang dipinjamkan.

Shighat yang dimaksud adalah ijab, yaitu pihak pemberi
pinjaman berkata, "Aku meminjamkan untukmu" atau "Aku
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memberikan utangan kepadamu" atau "Ambil uang ini dan

gunakan unfuk menutupi kebutuhanmu namun kembalikan lagi

nanti" atau "Aku memberikan hak kepemilikan uang ini kepadamu

dengan ketetapan engkau mengembalikannya lagi nanti."

Kalau pihak pemberi pinjaman hanya berkata, 'Aku

memberikan hak kepemilikan uang ini kepadamu", tanpa

menyebutkan gantinya, maka akad tersebut menjadi hibah- Namun

kalau ada kerancuan dalam penyebutan penggantian uang, maka

ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak yang mengambil uang

tersebut.

Imam An-Nawawi berkata, "Sebuah pendapat ulama fikih

Asy-Spfi'i menyebutkan bahwa ucapan yang dipegang adalah

ucapan pihak yang memberikan uang."

Asfsyirazi ds mengatakan: Apabila pihak

pemberi uang fidak berada di lokasi akad, namun dia

menulis, 'Aku meminjamkan uang ini kepadarnu,' atau

dia menulis dengan transaksi jual beli kepada pihak
penerima, maka dalam kasus ini ada dua pendapat

ulama fikih AqrSyafi'i:

Pertama, al<ad tersebut terselenggara, sebab

ketidakhadiran pihak pemberi uang perlu memberikan

catatan secara tertulis.

Kedua, akad tersebut tidak terselenggara, karena

pihak pemberi uang mampu berbicara, sehingga

akadnya dinilai tidak terselenggara ketika dilakulmn
melalui tulisan sebagaimana halnya jika pihak pemberi
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uang memberikan pemyataannya secara tertulis saat dia
berada di tempat. Pendapat pertama tadi, bahwa
ketidakhadiran pihak pemberi uang perlu memberikan
catatan secara tertulis, dinilai tidak sah sebab pihak
pemberi utang bisa saja memberi kuasa atau mengirim
wakilnya untuk menyelenggarakan akad pertama secara
verbal.

Penjelasan:

Hukum, Apabila pihak pemberi pinjaman hanya

memberikan pemyataannln secara terfulis dan tidak bisa hadir

seperti ilustrasi yang telah dikemukakan penulis dalam

penyelenggaraan akad pinjaman, maka pendapat yang sah adalah

akad pinjaman tersebut terselenggara karena seperti yang telah

dikemukakan sebelumnya, akad bisa saja diselenggarakan dengan

lafazh lnng mengandung makna yang sama. Selain itu, ini

menrpakan akad yang didasarkan pada belas kasih dan

pendekatan diri kepada Allah &.

Hukum syariat tidak pemah melarang kemashlahatan apa

pun yang tidak mengandung kemudharatan, bahkan qnriat sangat

menganjurkannya. Sebab, hal tersebut tidak memiliki nash yang

mengharamkannya, apalagi ada makna tersirat yang meredaksikan

hal itu, sehingga ketetapan hukumnya tetap membolehkan.

Seni menulis dan mencatat di atas kertas dengan pena

termasuk disiplin ilmu yang telah didalami oleh para ahli di

makhamah, sehingga sang ahli bisa dengan mudah membedakan

setiap bagian, kemudian menisbatkannya kepada penulis hrlisan

tersebut. Bahkan penorehan tanda tangan atau stempel menjadi
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bukti penting dalam pembuktian. Oleh karena itu, dalam kaca

mata fikih, hal itu sangat berperan penting dalam penenfuan

hukum. Apabila dalam sebuah pemyataan dibubuhi tanda tangan

dan stempel, maka itu bisa menjadi alat bukti yang bisa dijadikan

pegangan dalam memutuskan perkara, kecuali jika pihak tertuduh

melakukan pemalsuan. Dalam kasus ini pihak pengadilan perlu

mengembalikannya kepada ahli tulisan, lrang bisa menggantikan

posisi saksi dalam dakwaan.

Berkenaan dengan masalah ini, berikut ini ada sekelumit

pembahasan tentang kerta saham:

Surat perdagangan adalah nota tagihan dan surat perintah

pembayaran. Adapun nota tagihan adalah surat yang di dalamnya

terdapat perintah pembayaran dari sahib (pemberi pinjaman)

kepada mashub ataih (penrinjam) dengan adanya rekomendasi dari

orang tertenhr atau orang yang membawa surat tersebut yang

disebut dengan mustafid- Sedangkan surat perintah pembalnran

adalah surat yang di dalamnya terdapat perjanjian orang tertenfu

yang disebut muhanir (penulis; peminjam) unfuk melunasi

pinjamannya dalam wakfu tertentu dengan adanya rekomendasi

dari orang lain yang disebut mustafid. Dengan adanya pemaparan

ini, maka jelaslah bahwa hal ini terdapat perbedaan antara nota

tagihan dan surat perintah pembayaran. Dalam nota tagihan

terdapat tiga orang, yaitu sahib, mashub alaih dan musbfid-

Sedangkan dalam surat perintah pembayamn hanya terdapat dua

orang, yailt muharrir dan mustafid.

Adapun cek adalah surat yang di dalamnya terdapat

perintah dari pemberi pinjaman kepada peminjam untuk melunasi

pinjamannya, baik diberikan langsung kepada pemberi pinjaman
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atau kepada orang lain atau kepada orang yang membawa cek.

Cek ini menyerupai nota tagihan, ditinjau dari orang-orang yang

berperan di dalamnya, yaifu pemberi pinjaman, peminjam dan

pembawa nota atau surat tagihan. Sedangkan perbedaan cek

dengan nota tagihan adalah cek merupakan alat pembayaran, dan

ia menempati tempatnya naqd (uang; alat pembayaran), oleh

karena ifu pembayaran sudah dianggap lunas hanya dengan

memperlihatkannya. Sedangkan nota tagihan merupakan alat

kepercalnan dan pembayaran, oleh karena itu wakfu tagihan dan

pembayarannla berbeda. Aku telah menjelaskan tentang lang
kedua (nota tagihan) termasuk dari perafuran perdagangil, hukum
unsur-unsur perdagangan dengan menisbatkan kepada nota
tagihan dan surat perintah pembayaran, namun di sana aku tidak

menjelaskan tentang cek. (Lih. Al Qanun At Tiad Dr. Ali Hasan

Yunus).

Jika kami melegalkan hukum dengan surat perintah
pembaSraran, cek dan nota tagihan dalam penetapan hak-hak,

maka kami bertendensi kepada landasan yang agung, yaitu
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pencatatan utang

dalam apt yang menyebutkan tentang piutang dan larangan

kepada orang yang tidak mau mencatat. Pada rnasa kami ini tidak
ada seorang pun yang dapat mengingkari hak-hak yang

berdasarkan perjanjian (hitam di atas putih) 5nng ditr:lisnya sendiri.

Asy-Syirazi #s mengatakan: Dalam akad Qardh
tidak terdapat khiyar majelis dan khigr syarat, karena
tujuan adanya ldtiynr adalah untuk faakh (merusak
akad)- Sedangkan dalam Qardh, pemberi pinjaman dan
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peminiam, salah satunya boleh merusak (akadnya)

kapan saja yang dia mau, maka tidak ada gunanya

khiyar majelis dan khiyar syarat (dalam akad qardhl'

Dalam akad Qardh tidak boleh menentukan batas

wakfu, karena batas waktu merupakan bagian dari

menuntut ganti. Sedangkan akad Qardh tidak

mengandung penambahan dan pengurangan dalam

menggantinya. Namun dalam akad Qardh

diperbolehkan menslraratkan Rahn (gadaian), karena

Nabi $ pernah menggadaikan baju besinya dengan

gandum unfuk kebutuhan keluarganya, dan boleh

mengambil barang laminan, karena barang itu
mempakan jaminannya. Maka hal ini diperbolehkan

dalam akad Qardh (piutang) sebagaimana akad Rahn

kadai).

Penielasan:

Hadist di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, An-

Nasa'i dan hnu Maiah dari Anas.

Hukum: Khryar majelis dan khigr syarat tidak terdapat

dalam akad Qardh, karena tujuan adanya khilnr adalah faskh

(merusak akad). Sedangkan tiap-tiap dari pemberi pinjaman dan

peminjam memiliki otoritas untuk men-fasakh al/€ld Qardh kapan

saja dia mau. Maka tidak ada gunanya penetapan khiSar'
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As-Suyuthi berkata dalam Al Asybah wa An-Nadha'irpada
kaidah yang kelima, "Akad Qardh bisa rusak dengan menarik

kembali sebelum adanya tashamtf(penggunaan barang)."

Jika si pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada
peminjam sampai batas waktu tertentu, maka batas wakfu tersebut

tetap, namun pembayarannya secepatnya, begifu juga jika dia

memiliki akad yang mengharuskan unfuk membayar secepatnya,

lalu dia menundanya. Atau memiliki batas wakiu, lalu dia

menambah batas waktunya, maka hal ini tidaklah tetap.

Malik berpendapat bahwa batas waktu bisa masuk dalam
permulaan akad Qardh dengan mengembalikan barang
pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditenfukan, dan juga

bisa masuk pada akhir dari akad Qardh dengan cara orang lnng
memberi pinjaman meminjamkan kepada peminjam dengan cara

segera dikembalikan, lalu dia memberi batas waktu, maka akad

itupun memiliki batas wakfu. Sedangkan Abu Hanifah sependapat

dengan kami (ulama fikih Asy-Syafi'i) bahwa batas waktu tidak bisa

masuk dalam akad Qardh. Adapun harga yang kontan dapat

merniliki batas wakfu dengan adanya pemberian batas wakfu.

Dalil kami terhadap pendapat Malik, bahwa batas wakfu
menunjukkan bagian dari akad Qardh. Sedangkan akad Qardh
tidak mengandung penambahan dan pengurangan dalam
pengembaliannya, maka tidak boleh menenfukan batas wakfu
dalam al<ad Qardh. Adapun dalil kami terhadap pendapat Abu
Hanifah adalah saMa Nabi $,

.ubu. # *t 
"q.4,d 

b,,i" rJI
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bathil."

" setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah

Sedangkan memberi batas wakfu pada akad yang

menghamskan pembayaran dengan segera yang tidak terdapat

dalam kitab Allah adalah bathil, karena itu merupakan hak yang

tetap, maka tidak dapat diberikan batas waktu dengan pemberian

batas waktu, seperti al<ad Qardh.

Redaksi kami "tetap", pengecualian harga dalam masa

khiWn karena masa khiyar merupakan penantian sosial, maka

pemberian batas wakhr tidaklah tetap padanya. Seperti seorang

perempuan yang menemukan suaminya impoten, lalu dia

memberikan tenggat wakfu kepadanya (suaminya), lantas orang

perempuan ihr mencabut kembali tenggat waktu yang telah dia

berikan, maka sesungguhnya dia memang memiliki kewenangan

itu.

Ulama fikih Hanbali mengatakan: Pemberi pinjaman tidak

boleh menarik kembali, karena sesungguhnya akad ini lazim baE

hak pemberi prnjaman dan ia'iz bagi hak peminjam. Maka jika si

pemberi pinjaman ingin menarik kembali hartanya, maka dia ildak

merniliki kewenangan dalam hal itu. Sedangkan menurut imam

Asy-Syafi'I, dia (pemberi pinjaman) memiliki ke'u.renangan dalam

hal ihr. Karena setiap sesuafu yang bisa diminta dengan sesuafu

yang semisalnya, maka sesuatu ifu bisa diambil, seperti ghasab dan

Ariyah (peminjaman barang).

Cabang: Boleh menyaratkan Rahn (gadai) dalam akad

Qardh, karena Nabi S menggadaikan baju besinya kepada

seorang Yahudi di madinah dan beliau mengambil gandum untuk
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keluarganya. Dan juga karena hadits Aisyah bahwa Nabi S
membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan batas waktu,

dan beliau menggadaikan baju besinya. Dalam satu riwayat bahwa

ketika Nabi $ wafat, baju besinya menjadi jaminan penggadaian

kepada seorang Yahudi dengan tiga sia'gandum. Kadua hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan Ahmad, An-

Nasa'i dan hnu Majah memiliki riwayat yang serupa dengannya

dari hnu Abbas.

lbnu Taimiyyah Abu Al Barakat berkata, "Dalam hadits

tersebut terdapat ilmu fikih, yaitu kebolehan akad Rahn dalam

kampung halaman, dan juga bertransaksi dengan ahli dzimmah."

Penjelasannp akan dipaparkan dalam al<ad Rahn.

Aslrsyirazi & mengatakan: Waktu kepemilikan si

peminjam terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i:

Pertama, n peminjam dapat memiliki barang
yang dipinjam dengan adanya qaMh (penerimaan),

karena Qardh adalah akad yang bisa mengelola barang
dengan adanln penerimaan, maka kepemilikannya juga

dengan adanya penerimaan, seperti akad hibah
(pemberian). Oleh karena itu, jika barang lpng dipiniam
berupa hewan, maka bia37a atau nafkah hewan tersebut
wajib atas si peminjam dengan adanya penerimaan.
Lantas jika si pemberi pinjaman meminjami hewan
kepada aSnhnya, lalu sang ayah menerimanln, maka
dia terbebas dari bia3;a hewan tersebut.
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Kedua, dia tidak dapat memiliki barang piniaman

kecuali dengan tashamtf (pengelolaan) untuk bisnis,
hibah dan pengmsakan. Karena jika dia memiliki
barang pinjaman sebelum adanya pengelolaan, maka
boleh saja bagi si pemberi pinjaman menarik kembali
barang pinjamannya tanpa ada ridhanya. Atas dasar itu
biaya hewan pinjaman tetap wajib atas si pemberi
pinjaman. Lantas jika dia meminjami hewan tersebut
kepada ayahnln, maka dia tidak terbebas dari
membiayainya, sebelum ayahnya menggunakannya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam

masalah seseorang yang menyuguhkan hidangan
kepada tamunya agar dia memakannya atas empat
wajh:

Pertama, dia memilikinya (hidangan) setelah
pengambilan.

Kedua, dia memilikinya setelah meletakkan ke

mulut.

Ketiga, dia memilikinya setelah menelan.

Keempat, dia tidak dapat memilikinya, bahkan

dia memakannya dalam keadaan hidangan tersebut
tetap milik orang yang menyuguhinya.

Penjelasan:

Hukum: Kapan orang yang meminjam memiliki barang

yang dipinjaminya?
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An-Nawawi mengatakan dalam Ar-Raudhah Waktu

kepemilikan barang pinjaman terdapat dua qaulyang bertentangan

dengan pendapat As-Syafi'i rg. Qaul yang paling zhahir adalah

dengan adanya penerimaan- Kedua, dengan adanya pengelolaan.

Jika kami berpendapat (kepemilikan barang pinjaman)

dengan penerimaan, maka apakah boleh bagi si pemberi pinjaman

menetapkan kepada si peminjam unfuk mengembalikan barang

yang dipinjam selama barang itu ada. Atau bolehkah bagi si

peminjam mengembalikan ganti barang pinjaman, padahal barang

yang dipinjam masih ada? Dalam masalah ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari golongan ulama fikih Asy-

Spfi'i.

Ada yang berpendapat, si peminjam belum memiliki barang

pinjaman kecuali setelah adanya pengelolaan dengan bertisnis,

hibah, atau dengan memsaknya, atau barang pinjaman ifu rusak

ditangannya.

Redaksi "Jika si pemberi pinjaman meminjami ayahnya"

Ahmad berkata, "Akad Qardhmereka dimakmhkan."

hnu Qudamah berkata, "Akad Qardh ini mengandung

makruh bnzih, nalnun akad mereka sah."

Ini adalah pendapat hnu Juraij dan Al Muzani, karena

sesungguhnya harta png boleh dijadikan al<ad &lam, maka sah

untuk dijadikan akad Qardh, seperti her;,ran-hevuan lainnya. Dan
juga akad Qardh ini mengandung makruh tahrim, maka akadnya

tidak sah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi.

Sah hukumnya meminjami budak laki-laki bukan budak

perempuan. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, kecuali si
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pemberi pinjaman melakukan akad Qardh dengan mahram budak

perempuan tersebut, karena kepemilikan dengan akad Qardh
lemah. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan inqn Alkh.

Sebagian ulama fikih As-Syafi'i ada yang berpendapat,
"Peminjam dapat memiliki budak perempuan dengan adanya

penerimaan."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pendapat ini shahih," karena

sesungguhnya si peminjam dapat memiliki budak perempuan

dengan adanya penerimaan dalam beberapa sisi. Jika dia tidak

dapat memilikinya dengan adanya penerimaan, maka dia tidak

dapat memanfaatkannya.

Tentang pengembalian barang pinjaman, maka tidak ada

perbedaan pendapat di antara ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa si

peminjam boleh mengembalikannya kepada si pemberi pinjaman,

sedangkan bagr si pemberi pinjaman, apakah boleh baginya

menarik kernbali barang pinjaman yang sedang berada dalam

tangan si peminjam? Jika kami mengatakan bahwa si peminjam

tidak dapat memiliki barang pinjaman kecuali dengan adanya

pengelolaan, maka bagi pemberi pinjaman boleh menarik kembali

barangnya. Sebagian mereka juga ada yang berkata, "Boleh bagi

peminjam mengembalikan barang pinjaman dalam setiap

keadaan." Ini adalah nashyang terdapat dalam Al Umm.

Kebolehan menarik kembali barang piutang oleh orang

yang memberi utang bukanlah penghalang dari ketetapan

kepemilikan bagi orang yang menerima utang sebelum adanya

tashamtf (pengelolaan). Ingatlah bahwa jika seorang ayah

memberikan dan menyerahkan sesuatu kepada anaknya, maka

sesungguhnya anak tersebut sudah memiliki barang pemberian itu.
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Dan bagi sang ayah boleh menarik kembali pemberiannya. Begitu
juga dengan seseorang yang membeli barang dagangan dengan
barang dagang lain (barter), kemudian masing-masing dari kedua
pihak menemukan aib atau cacat pada barang yang telah
dibelinya, maka masing-masing dari keduanya dapat menarik
kembali barangnya, walaupun barang tersebut sudah menjadi milik
orang lain. Jika orang yang menerima utang men-tashamtfl<an
barang piutang, kemudian barang ifu ditarik kembali, maka
pengelolaan hartanya batal.

Jadi, sesungguhnya bagi orang lnng mernberi utang boleh
manarik kembali barangnya. Hal ini tidak menunjukkan bahwa
orcmg yang menqima utang tidak memiliki barang piutang k€fika
dia men-tashamtffannya. Oleh karend fu, jika si pemberi utang
mengutangi hanran, Ialu orang yang menerima utang
menerimanya, maka biaya atau nafkah hervan itu wajib atas orang
yang menerima utang. lantas jika dia mengutangi heuran itu
kepada aSrahnya, lalu ayahnya menerimanya, maka dia terbebas

dari pernbiapan herpan tersebut.

Cabang: Ularna fikih Asy-Spfi'i berbeda pendapat dalam
masalah seseorang yarrg menyuguhkan makanan kepada onng
lairn, dan dia dipe6olehkan unfuk mernakannlra hingga dia
memilikin5a. Diantara mereka ada yang berpendapat bahun oftmg
itu dapat memilikinya dengan pengambilan, jika dia mengambil
sesuap, maka dia telah memilikinya. Sebagaimana jika seseorang

memberi dan memasrahkan barang kepada orang lain. Oleh
karena ifu, jika orang yang menyuguhkan makanan ifu ingin
mengambil kembali makanan darinya, setelah dia (orang yang
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disuguhi) mengambil dengan tangannya, maka hal itu tidak

diperbolehkan baginya (si pemilik makanan). Diantara mereka ada

yang berpendapat bahwa orang yang disuguhi dapat memilikinya

dengan meletakkan makanan tersebut di mulutnya. Oleh karena

itu, orang yang memberi suguhan boleh mengambil kembali,

selama orang yang disuguhi belum meletakkan makanan ifu di

mulutrya. Diantara mereka ada yang berpendapat, orang yang

disuguhi tidak dapat memilikinya kecuali dengan menelan.

Sedangkan pendapat yang keempat, yaifu pendapat Asy-Syirazi,

bahwa orang yang disuguhi tidak dapat memilikinya dengan

memakannya, bahkan dia memakan suguhan itu masih tetap

dalam kepemilikan orang yang memberi suguhan.

Jika kami mengatakan bahwa orang yang disuguhi dapat

memilikinya dengan pengambilan atau dengan meletakkan di

mulutrya, maka apakah boleh baginya memberikan kepada orang

lain atau menggunakannya dengan selain dimakan? Dalam

masalah ini terdapat dua wajh Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i

berpendapat, hal ifu tidak diperbolehkan baginya, karena dia

hanya diberi izin unfuk mengambil manfaat secara khusus. Lantas

apakah boleh baginya untuk mengambil manfaat selain

memakannya? Maka (hukum dalam masalah ini) sebagaimana jika

dia diberi pinjaman baju, maka dia tidak boleh meminjami lagi baju

itu.

Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thagryib berkata,

"Orang yang menerima pemberian boleh melakukan apa saja yang

dia kehendaki dari beberapa bentuk tashamtf, seperti penjualan

dan hibah kepada orang lain, karena dia telah memilikinya, yaitu

seperti halnya jika ada seseorang yang memberikan dan

menyerahkan sesuafu kepadanya. "
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hnu Ash Shabbagh mengatakan: Pendapat yang

dipaparkan oleh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib tidak
sesuai dengan landasan keduanya, kerena menurut mereka berdua
diantara syarat hibah adalah ijab, qabul dan izin penerimaan hanya
untuk tashamtf yang terkandung dalam ucapan orang yang
memberi, sedangkan dalam kasus ini hal ifu tidak ada. Karena
sesungguhnya izin pengambilan hanln mengindikasikan pada

kebolehan memakan, maka tidaklah benar jika izin itu dapat
menghasilkan kepemilikan. Jika hal itu benar, maka boleh
mengambil seluruh makanan lnng disuguhkan dan
mengalokasikan ke rumahn5n. Begitu pula, jika kami mengatakan
(dia dapat memilikinya) dengan meletakkan makanan di mulutnya,
maka hal ifu belum sampai pada makan lang diizinkan, karena
sesungguhnya dia dapat merniliki makanan ifu dengan menelan
(memakan). Dia mengatakan: Menurutku, bahwa (memiliki) dengan
menelan dapat membatalkan makna memilikiqn, dan dia (orang
yang disuguhi) seperti halnya ormg lang mertrsak.

Dia juga mengatakan: Menurutku, menehn itu
mernbatalkan makna kepemilikan dan jadinra seperti kehilangan
atau kemsakan-

AslrSyirazi & mengatakan: Qardh boleh
dilakukan pada semua jenis harta yang dimilild dengan
jual beli dan diikat dengan sifat tertenfu, karena Qardh
mempakan akad kepemilikan yang sah dilakukan
dengan penggantian. Oleh karena ifu, Qardh boleh
dilakukan untuk harta yang dimiliki dan diikat dengan
sifat tertenfu seperti h.lnfra al€d salam- Sedangkan
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akad yang tidak diikat dengan sifat tertenfu, seperti
batu mulia dan lainnngd, maka dalam masalah ini ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh karena Qardh menunfut
adanya pengembalian yang s€una, sementara apa yang
tidak diikat dengan sifat tertentu tidak memiliki unsur
kesamaan.

Kdua, boleh, karena sesuafu yang tidak memiliki
unsur yang sama dijamin dengan nilai oleh pihak
peminjam. Bafu mulia dan benda lainnSla masuk datam
nilai tersebut dan han3la boleh diberlakulnn dalam jenis
harta yang memiliki kadar tertentu. Apabila seseorang
memberikan pinjaman uang dirham !/ang tidak
diketahui nilainya atau makanan lpng fidak diketahui
takarannga, maha transaksi tersebut fidak boleh, sebab
Qardh menunfut adanyn pengembalian. Apabila
kadarnya tdak diketahui, maka tidak mungkin pihak
peminjam dapat mengembalikannya.

Penjelasan:

Hukum, Qardh dinilai sah dalam semua jenis barang yang

boleh dijual, sementara sifahrya atau spesifikasinya ditenfukan
sebagaimana lnng kami kemukakan dalam akad salam. Akad

Qardh yang fidak diikat dengan sifat seperti dalam barang
berbentuk bahr mulia apakah boleh dipinjamkan?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-S5nfi'i
berdasarkan dua pendapat mereka tentang wajibnya
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mengembalikan pinjaman unfuk sesuatu yang tidak sama. Apabila
kami mengatakan, pihak peminjam wajib mengembalikan nilainya,
maka barang-barang yang tadi disebutkan boleh dipinjamkan.
Namun jika kami mengatakan, pihak peminjam wajib
mengembalikan barang yang sama, maka barang-barang tersebut
tidak boleh dipinjamkan.

Cabang' Kami mengatakan bahwa barang yang

dipinjamkan adalah benda yang sah diperjualbelikan dan diikat
dengan kriteria tertentu, yaitu harta dalam bentuk apa pun ada dua
jenis seperti yang disebutkan Ar-Rafi'i, yaitu:

Pertama, boleh melakukan akad salan padanya. Oleh
karena ifu, barang tersebut boleh dipinjamkan, baik ifu heru.ran atau
lainnya. Namun jika dalam bentuk budak wanita, maka perlu
dilihat; jika budak wanita itu haram dinikahi bagi pihak peminjam
lantaran garis kefurunan atau men5lusui atau perbesanan, maka
secara pasti budak itu boleh dipinjamkan. Namun jika budak

wanita ifu halal dinikahi, maka menurut nash grang zhahir, baik
pendapat lama atau pun pendapat baru, menegaskan bahwa akad
tersebut tidak boleh.

Menanggapi pemyataan Ar-Rafi'i tersebut, Imam An-
Nawawi berkata, "Menurutku, yang menetapkan bolehnya
meminjamkan budak yang haram dinikahi adalah yang dipastikan
oleh jumhur. Dalam Al Hawi disebutkan, 'Jika budak wanita itu
termasuk wanita yang tidak boleh bagi pihak peminjam, yaitu dia
meminjam wanita yang haram dinikahi atau wanita lainnya, maka
dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i; menurut
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ulama Baghdad, boleh, sedangkan menurut ulama Bashrah, tidak
boleh'."

Kedua, barang yang tidak boleh digunakan dalam akad

salam. Kebolehan meminiamkannya dibangun atas dasar bahwa
yang wajib dalam barang-barang yang telah ditentukan nilainya

adalah mengembalikan dalam bentuk yang sama atau nilainya.

Dalam kasus peminjaman roti ada dua pendapat ulama

fikih AsySpfi'i, seperti halnya al<ad salam pada roti; pendapat
yang paling slnhihseperti yang dinlratakan dalam l<ibtb At-Tahdzib
karya Al Baghawi, bahwa transaksi tersebut tdak boleh.

Sementara hnu Ash-Shabbagh dalam AsSt-$nnil dan lainnln
berpendapat bahwa transaksi tersebut boleh dilakukan. Dalam l/
Buyur, Al Iraqi memberi isyarat akan umtan perbedaan, yaifu jika

kita dibolehkan untuk melakukan akad sakm padanla, maka

dalam kasus ini pun boleh. Namun iika tdak, maka ada dua
pandapat ulama AqrSSnfi'i. Jika kami dibolehkan dalam hal itu,
maka barang tersebut dikernbalikan dengan timbangan lrang sama
jika merrang kami ma,vajibkannya dalam barang-barang lrang
telah ditentukan nilainya. Namun jika kami mewajibkan nilai, maka
itu pun meniadi wajib.

S5arat kesamaan tersebut ada dua pendapat, laitut

Imam An-Nawawi berkomentar setelah komentar yang

diberikan oleh Ar-Rafi'i, menurutku, penulis At-Tatimmah yaifri
Abu Sa'd Al Mutawalli dan Al Mustazhahri memastikan bolehnya

meminjamkannSn secara timbangan. Selain ihr, penulis AsySyramil

dan At-Tatimmah sepakat dalam hal ijma' ulama di berbagai

negeri yang pernah mempraktekkannlra dalam beberapa kurun

waktu tanpa ada yang menyangkal. Selain itu, ini pun salah satu
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madzhab yang dianut oleh Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan

Muhammad. Penulis At-Tatimmah Abu Sa'd Al Mutawalli, salah

seorang ulama fikih Asy-Syafi'i, menyebutkan dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i dalam masalah peminjaman ragi masam, salah

satunya adalah boleh karena literatur adat.

Dalam Fatawa Al Qadhi Husain disebutkan bahwa tidak

boleh melakukan kansaksi Qardh pada air yang mengalir, karena

kondisinya berbeda dengan hamudhah (cairan masam). Akad

Qardh pun tidak boleh dilakukan pada sumber-sumber yang

bermanfaat, sebab akad salam tidak boleh dilakukan padanya.

Selain itu, tidak ada akad Qardh pada alimn air karena belum

diketahui secara pasti.

Cabangr Ash-Shaimari berkata, "Akad Qardh tidak boleh

dilakukan pada uang palsu atau pun menggunakannya sebagai alat
tukar. Kalau sampai ada yang melakukan al<ad Qardh pada uang

dirham atau pun Dinar, uang itu tidak kembali, maka dia hanya
memperoleh apa lrang telah dia pinjamkan. Ada yang

berpendapat, nilainya pada saat diharamkan. Selain ifu, Qardh
tidak sah kecuali pada harta yang diketahui secara jelas. Apabila
seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain berupa uang

dirham yang tidak diketahui nilainya atau makanan yang tidak
diketahui takarannya, maka transaksi tersebut tidak sah. Sebab,
jika ukuran berat atau pun massanya tidak diketahui, maka
bagaimana mungkin bisa dikembalikan atau dilunasi.

Asy-Syirazi & mengatakan: Meminjamkan budak
wanita kepada orang yang tidak halal menyetubuhinya
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adalah boleh. Sedangkan bagi orang yang halal
menyetubuhinya tidak boleh-

Al Muzani berpendapat, peminjaman tersebut
boleh karena itu adalah akad untuk memiliki harta,
sehingga pihak peminjam boleh memiliki siapa saia
yang boleh disetubuhi, seperti jual beli dan hibah.
Redaksi yang dinashkan adalah yang pertama, karena
ifu merupakan akad belas kasihan yang boleh dilakukan
dari kedua belah pihak, sehingga pihak peminjam boleh
saja menyefubuhi budak wanita itu, seperti halnya akad
Arttnh, narnun berbeda dengan alod jud beli dan
hibah, sebab hak kepemilikan pada budak wanita
tersebut sempurnanln karena jika masing-masing pihak
ingin membatalkan secara sepihak, maka pihak lainnlm
tidak bisa memilih hak. Apalagi hak kepemilikan dalam
Qardh fidak sempurna karena masing-masing pihak
boleh membatalkan akad secara sepihak. Seandainya
kami membolehlon oftmg lrang boleh menyetubutri
budak wanita itu, maka ifu berimbas pada persetubuhan
pada hak kepemilikan yang fidak sempurna dan
tindakan itu fidak boleh.

Apabila seseorang melakukan akad alam
terhadap seorang budak wanita, maka dalam kasus ini
ada dua pendapat ulama fikih AqlSgpfi'i:

Pertama, menurut Abu Ishaq, fidak boleh, karena
kami tidak bisa memberi jaminan persehrbuhannya,
kemudian pihak peminjam mengembalikann3ra,
sehingga jadinya seperti orang lrang meminjam budak
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wanita kernudian dia menyetubuhinya lalu dikembalikan
kepada pemiliknya.

Kedua, boleh menurut ulama fikih Asy-Syafi'i dan
ini termasuk madzhab, sebab setiap akad yang boleh
diberlakukan pada seorang budak terhadap budak yang
lain, maka sah juga pada budak wanita dengan budak
wanita, seperti halnya jual beli.

Penjelasan Hukum' Meminjamkan budak selain budak

wanita, seperti budak pria, binatang temak dan lainnya boleh

dilakukan lantaran sahnya jual beli jenis barang tersebut, namun

harus diikat dengan sifat.

Abu Hanifah berpendapat, barang tersebut fidak sah

dipinjamkan. Dalam hal ini, Abu Hanifah mendasarkan

pendapatnya itu pada ketetapan hukum asal, bahwa akad salam

dalam barang-bamng tersebut tidak sah. Dalil kami adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Rafi', bahwa Rasulullah $ pernah

berutang unta muda kepada seorang pria badui, kemudian beliau

memerintahkan kepadaku agar aku melunasinya, lalu aku berkata,

"Aku tidak menemukan dalam kerumunan unta tersebut kecuali

unta jantan terbaik dan berusia fujuh tahun." Mendengar ifu beliau

bersabda,

?tis &tt q6t i"i,y,i;l
" Bayarlah dengan unta tersebut, karena

orang Wng paling baik adalah yang paling baik dalam

penyelaaian hak orang lain."
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Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al Bukhari.

Selain itu, mahar yang dinilai sah berada dalam tanggungan

seseorang, maka sah juga dipinjam, seperti pakaian. Sedangkan

peminjaman budak wanita boleh diberikan kepada orang llang
tidak boleh menyefubuhinya lantaran faktor satu garis ketunrnan,

mengrsui atau pun perbesanan seperti halnya lrang lain.

Peminjaman budak wanita itu tidak boleh diberikan kepada orang

yang boleh menyetrbuhi budak tersebut.

Al Muzani, hnu Daud dan hnu Jarir A*FThabari

berpendapat bahun perninjaman tersebtrt boleh. Selain itu, Ath-
Thabari menceritakan dari sebagian fuqaha Asy$afi'i dari

kalangan Khurasan pendapat yang menyatakan bahwa

penrinjaman tersebut boleh, namun pihak peminjam tidak boleh

menyetubuhinya.

Dalil kami adalah, peminjaman tersebut adalah akad belas

kasihan Snng tidak mauajibkan salah satu pihak yang melakukan

akad, sehingga fidak boleh menikmati tubuh budak uanita
tersebut, seperti halnya akcrd Adt/ah. Maksud perqrataan kami 'ltu
adalah akad belas kasih" yaifu mengecualikan transaksi jual beli

dimana seseorang membeli seorang budak wanita dengan budak

wanita lainnya, dan masing-masing pihak menemukan cacat

padanya. Dalam kasus ini masing-masing pihak boleh menyefubuhi

budak wanitanya dan tidak termasuk akad belas kasihan dan tidak

batal lantaran ada seseorcng lrang menghibahkan seorang budak

wanita kepada anaknya. Sebab hibah mengikat pihak yang diberi

hibah dan tidak mengikat pihak yang memberi hibah.

hnu Qudamah, salah seorang ulama madzhab Hanbali

berkata, "Menumt kami, ifu adalah akad 5nng berpindah kepada
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kepemilikan, sehingga budak maupun janda sama statusnya,
seperti halnya akad-akad lainnya. Kami pun tidak menerima
ketidakberdayaan kepemilikan, karena ifu bersifat mutlak, seperti
halnya semua tindakan. Berbeda dengan kepemilikan dalam masa
khiyar.Pemyataan mereka yang mengatakan 'kapan pun pihak
peminjam mau dia boleh mengembalikannya' terlarang, karena jika
kami mengatakan, yang wajib adalah mengembalikan nilai, maka
pihak peminjam tidak memiliki pengembalian budak, tetapi yang 

I

dikembalikannya adalah nilainya. Meskipun kita menerima hal itu, i

narnun ketika pihak peminjam bermaksud seperti ini, maka dia 
I

tidak boleh melakukannya. Selain itu, peminjamannya tersebut I

dinilai tidak sah seperti halnya jika dia meminjam seorang budak I

wanita untuk disefubuhi, kemudian dia mengembalikannya dengan I

kompensasi atau dengan aib. Apabila kondisi ini tedadi, maka I
ulama sepakat bahwa stafus sahnya tidak terlarang sebagaimana IhanvaH: 

:::::;::.m.u, dengan I
mengambil manfaat tidak diperbolehkan seperti I
meminjamkan seribu dinar kepada seseor.rng kemudian I
memintanya unfuk menjual rumahnya atau dengan I
syarat mengembalikannya dengan sesuafu yang lebih I
baik atau lebih banyak atau lainnya- Dalilnya adalah I
hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari I
ayahnya, dari kakeknya, *Bahwa Nabi $ melarang I
melakukan transaksi salaf dan jual beli- sataf adalah I
pinjaman menurut penduduk Hijaz." Diriwayatkan pula I
dari Ubay bin Ka'b, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas g, I

::: : :::_': .-:::kan'iransaksi 

p njaman 

I



dengan mengambil manfaat. Selain ifu, ifu termasuk
akad belas kasihan atau tolong-menolong, sehingga
apabila ada syarat pengambilan manfaat di dalamnya
maka itu dinilai keluar dari yang dimaksud.

Apabila pihak peminjam menetapkan qlarat
mengembalikann3n lebih rendah atau kurang dari apa
yang dipinjamkann3n, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat uliama fildh Aqr-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh karena hrjuan dari pinjaman
itu adalah mengembalikan barang yang sarna. Oleh
karena itu, apabila pihak pemberi piniaman
menetapkan sS;arat kurang dari barang yang dipinjam,
maka ifu berarti dia menetapkan syarat yang menafikan
tujuan pinjaman, maka tindakan itu dinilai fidak boleh.
Begrtu pula iika pihak pemberi pinjaman menetapkan
gprat mengernbalikan barang lebih dari apa yang
diptnfamkmnp.

Kdua, boleh karena pinjaman dijadikan lebih
membanfu pihak peminjam. Penentuan qnrat
pengembalian barang lebih dari !/ang dipinjamkan
adalah sgnrat yang melenceng dari fujuannya, sehingga
tidak boleh. Sedangkan syarat pengembalian barang
kurang dari yang dipinlamkan tidak melenceng dari
tujuann5n, sehingga dinilai boleh.

Apabila pihak peminjam yang memulainya,
kemudian dia lrang menambahkan pengembalian
barang dengan yang lebih baik atau mau menjual rumah
pihak pemberi pinjaman, maka itu boleh. Hal ini

f.
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didasarkan pada hadits Abu Rafi' rg, dia berkata,
'Rasulullah $ pernah meminjam seekor unta muda dari
seorang pria, kemudian beliau diberi unta sedekah, lalu
beliau memerintahkan aku untuk membayar utang unta
muda itu kepada pria tersebut. Aku lantas berkata, 'Aku
tidak menemukan unta lain kecuali unta jantan yang
terbaik dan berusia tujuh tahun?!' Mendengar itu
Nabi S menjawab, 'Bayarkanlah untuk pria itu, karena
sesungguhnya orirng yang paling baik dari kalian adalah
orzrng yang paling baik dalam menunaikan hak orang
Iain'-"

Lebih jauh, Jabir bin Abdullah ap meriwayatk .r,
dia berkata, 'Dulu, aku pernah mempunyai hak pada
Rasulullah #', kemudian beliau membayarnya dan
melebihkan unfukku."

Kalau memang kebiasaan seseorang ketika
meminjam, memberikan tambahan sebagai balas jasa,
maka dalam transaksi pinjaman tersebut ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh memberikan pinjaman
kecuali jika dia menetapkan syarat pengembalian
dengan sesuafu yang sama. Sebab, sesuatu yang telah
diketahui atau kebiasaan seseorang seperti halnya
syarat. Kalau pihak pemberi pinjaman menetapkan
syarat penambahan, maka itu tidak boleh. Begifu pula
jika hal itu diketahui secara kebiasaan.

Kedua, boleh- Ini adalah pendapat madzhab (Asy-
Syafi'iySlah), sebab penambahan tersebut bersifat
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anjuran, sehingga tidak bisa menghalangi status alGd
yang sah.

Apabila pihak pemberi pinjaman menetapkan
syarat yang rusak, maka syarat tersebut batal atau fidak
berlaku. Dalam akad pinjaman ada dua pendapat ulama
fikih AqrSyafi'i:

Pertama, sSarat itu membatalkan pinjaman
berdasarkan riwayat lnng menyebutkan bahwa Nabi $
bersabda,

.v.) #'atJZ 
" 

ert$,

" Setiap akad pinjaman Wng mengatnbil manfaat,
maka itu adalah riba.' Selain itu, karena pihak pemberi
pinjaman h.rp memberikan pinjaman tersebtrt dengan
gnrat, dan slrarat itu trdak benar, sehaqgg3 pihak
peminiam unjib untuk fidak menerima pinfrunan
tersebut.

Kedua, slrarat itu sah karena tuiuanqn adalah
menolong atau belas kasihan. Oleh karena itu, apabila
s5rarat ifu hilang, maka unsur tolong-menolong tersebut
masih ada.

Penjelasan,

Hadis yang berasal dari Amr bin Syr'aib, dari aSnhnya,

dari kakeknSn dirivrayatkan dari Ibnu Khuzairnah, Al Hakim, dan

Ibnu Hibban dengan redaksi,
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'Salaf yang berbarengan dengan jual beli tidak
halal dan tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. "

Di samping ifu, penulis Al Muntaqa meriwayatkan hadits

dari jalur Ibnu Umar, setelah ifu dia berkata, "Hadits tersebut

diriwayatkan oleh kelima ulama hadits terkemuka kecuali Ibnu

Hibban."

Namun Asy-Syaukani menilai keliru periwayatannya dari
Ibnu Umar dan berkomentar, "Yang shahih adalah

menyebutkannya dengan huruf waw, sehingga ifu menjadi riwayat
dari Abdullah bin Amr. Seperti itulah riwayat-riwayat tersebut

menjadi benar, karena Amr bin Syu'aib adalah kakek dari ayahnya,

Abdullah bin Amr. Wallahu a'lam."

Redaksi, i+16 -a'Fn adalah bahasa yang biasa disebutkan

dengan nota tagihan.

Kata, ,fr (unta muda) adalah unta berusia dua tahun.

Dalam pemyataan Abu Ubaid disebutkan bahwa itu adalah unta

sebagai ganti dari pemuda.

Kata, tj!+ (Vang terbaik) maksudnya adalah, yang terpilih

atau pilihan ketika dicari dan menyelesaikan tanggungan.

Hukum, Tidak boleh melakukan transaksi jual beli disertai

dengan salaf, yaitu pihak penjual berkata kepada pihak pembeli,
"Aku menjual rumah ini kepadamu seharga 100 dinar dengan
ketentuan engkau meminjamkan 50 dinar kepadaku." Hal ini
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didasarkan pada riwayat

kakeknya,

,o /t ot
tJ*

Amr bin Syu'aib dari ayahntn, dari

ar j, gPr ,4
to.*rus*IU

"f5

l, or. c to, I 4 l.

" €'t,P- ( t'
,

oz .- o2zo-
c&s t2 ,'flii-J- aa-i --. y-

.$+
"Nabi $ metarang dua hansaksi jual beli dalam satu

hansaksi jual beli, mehrang mengambil keunhngran dari sestrahr

yang belum dijaminkan, dan melarang menjual barang yang tidak

dimiliki."

Selain ifu, seseormg tidak boleh mernberi pinjarnan

beberapa dirham dengan imbalan pihak penerima pinjarnan

memberikan ganti kepada pihak pemberi di ternpat atau negeri

lain, dirrana nota tagihan difulis, jaminan kearnanan dan biap
angkutan selama dalam perialanan diberikan. Inilah madzhab kami.

Sementara lrnam Ahmad dan lainnya berseberangan dengan kami.

Mereka berargumen dengan dalil bahwa AMullah bin Az-Zubair

pernah meminjam uang dan memberikan pihak png mernberi

utang ifu sebuah catatan dimana dia bisa mengambil nilai

kompensasinya dari Mush'ab saudaranya dan walinya di lrak.

Dalil yang digunakan oleh ulama fikih Hanbali adalah itu

merupakan akad tolong-menolong. Sedangkan dalil kami adalah,

memberikan jaminan keamanan dalam perjalanan termasuk

transaksi mengambil manfaat, sementara setiap jenis pinjaman

yang mengambil manfaat termasuk riba.
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Pihak pemberi pinjaman tidak boleh memberikan pinjaman
apa pun dengan syarat dia harus mengembalikan dua dirham
kepadanya. Selain itu, ini termasuk riba ketika ada kesamaan pada

dua barang yang ditukar. Ini tentunya seperti jual beli, sehingga
tidak boleh ada kelebihan saat itu. Benar, jika itu berlaku pada

harta selain harta riba, seperti pakaian dan hetuuan, maka dalam
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti yang

diceritakan oleh syaikh Abu Hamid:

Pertama, boleh berdasarkan riwayat Abdullah bin
Umar @, dia berkata, "Rasulullah $ pemah memerintahkan aku

mempersiapkan safu pasukan, namun kemudian unta-unta perang

habis. Maka beliau memerintahkan kepadaku unfuk mengambil
satu ekor unta (6a'.'r) unfuk ditukarkan dua ekor unta dengan
tempo." Ini tenfunya salah satu bentuk pinjaman yang telah
dipaparkan dalam bab salam.

Kedua, tidak boleh. Inilah madzhab kami berdasarkan
hadits,

.?f fr-t"a;1z 
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" Setiap pinjaman yang mengambil manfaat (dari pinjaman
tersebut) maka hukumnSm haram." Selain itu, karena ifu adalah
penambahan yang tidak sepadan dengan kompensasi sehingga
dinilai tidak sah. Hal ini seperti kasus orang yang menjual
rumahnya seharga 100 dinar dengan ketentuan pihak yang

menerima memberikan 110 dinar kepadanya. Lebih jauh, jika
pihak pemberi pinjaman menetapkan tambahan kualitas, maka
transaksi tersebut dinilai tidak sah, sebab penenfuan syarat
tambahan ketika mengembalikan pinjaman saja tidak boleh apalagi
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syarat seperti itu. Berkaitan dengan hau,ran, telah dijelaskan dalam

bab salam berdasarkan dalil bahwa dia berkata, "Aku pemah

mengambil satu ekor unta unfuk difukar dua ekor unta dengan

tempo."

Akad Qardh tidak dimasuki oleh cara tempo. Apabila

seseorang memberikan pinjaman sesuafu dan menetapkan syarat

pengernbalian barang yang tidak sama dengan Spng dipinjamkan,

maka dalam kasus ini ada dua pendapt ulama fikih Asy-Syafi'i

seperti gnng diceritakan oleh penulis, Saitu:

Pertama, tidak boleh karena fujuan pinjarnan adalah

mengembalikan barang yang sama. Apabila pihak pernberi

pinjaman menetapkan s5arat pengembalian barang yang kurang

dari yang dipinjamkan, maka itu adalah s5arat 5nng menafikan

tujuan akad pinjaman, sehingga dinilai fidak sah. Hal ini seperti

kasus orang lang menetapkan syarat melebihkan barang

pinjaman.

Kdua, boleh karena akad Qardh dirnaksudkan untuk

menolong pihak peminjam. Dengan sgnrat penambatran nilai

barang maka ihr melenceng dari tujuan Qardh, sehingga dinilai

tidak boleh. Sedangkan dengan syarat pengernbalian barang

kurang dari barang yang dipinjamkan, maka ifu tdak melenceng

dari tujuan Qardh, sehingga boleh dilakukan. Wallahu a'lam.

Cabangr Apabila seseorang meminjam dari orang lain safu

Dirham, kemudian pihak peminjam mengembalikannya sebanyak

dua dirham atau safu dirham yang lebih baik darinya, seperti

dalam kasus pihak peminjam mengambil pinjaman satu Junaih

Mesir kemudian uang yang dikembalikan adalah Junaih
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Ustraliniyah (hlm. 263), atau dalam kasus pihak peminjam menjual
rumah pihak pemberi pinjaman atau menulis beberapa dirham
untuknya dalam nota tagihan saat berada di negeri lain tanpa ada
penetapan syarat dan bukan kebiasaan pihak pemberi pinjaman,
maka itu boleh.

Ada pula ulama fikih Asy-Syafi'i 5rang berpendapat bahwa
transaksi tersebut tidak boleh dilakukan dalam harta riba, namun
boleh dilakukan dalam harta lainnya. Namun hal ini ndak shahih
berdasarkan riwayat yang menyebutkan, "Bahwa Nabi g$ pemah
meminjamkan Yz shai kemudian pihak peminjam mengembalikan
safu sia'kepada beliau. Beliau juga pemah meminjam safu sia,
kemudian mengernbalikannya dua sha'. Beliau pun pemah
meminjam satu ekor unta muda dari seorang pria badui, kemudian
beliau mengembalikan unta yang lebih baik dari yang dipinjami.
Beliau bersabda, 'Orang terbaik adalah yang paling baik datam
menunaikan hak orang lain'.'

Jabir rS berkata, "Dulu Rasululllah $ pemah berutang
kepadaku, kemudian beliau membayamya dan memberikan
tambahan dari nilai utang beliau kepadaku."

Selain ifu, karena perbuatan memberikan tambahan adalah
sebuah perbuatan sukarela sehingga dinilai boleh-boleh saja
dilakukan. Begitu pula apabila seseorang meminjam suatu barang,
kemudian dia mengembalikannya kurang dari barang yang
diambilnya, sedangkan pihak pemberi pinjaman menerima
pembayaran tersebut.

Pertanyaan yang muncul, apakah jika seseorang yang
dikenal biasa meminjam kemudian mengembalikannya melebihi
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barang yang dipinjami atau barang yang lebih baik kualitasnya

boleh diberi pinjaman secara mutlak?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak sah pemberian pinjaman kepada oftrng

tersebut kecuali dengan syarat bahwa dia harus mengembalikan

barang yang dipinjam dengan nilai dan ukuran yang sama. Sebab,

sesuafu png dimaklumi melalui kebiasaan seperti halnya sesuafu

yang dimaklumi secara sgarat.

Kedua, pernberian pinjaman tersebut sah tanpa ada syarat

yang ditantukan, karena tambahan yang diberikan oleh pihak

peminjam saat membayar bersifat anjuran, sehingga tidak

menghalangi kebolehan penyelenggaraan al<ad Qardh tersebut.

Sesuatu yang dimaklumi secara kebiasaan, maka tidak

boleh dihalangi memberikan pinjaman kepada orang lain.

Tidakkah Anda melihat ketika menemukan kebiasaan seseorang

saat membeli kurma dari orang lain lalu dia memakannSn, atau

penjual memberikannSra sebagai tester atau pihak penjual

memberikan sampel untuk dimakan, maka ifu tidak menimbulkan

dampak hukum apa-apa. Hal ini seperti kedudukan sesuatu yrang

dis5raratkan dalam batalnSa transaksi jual beli.

Al Umrani berpendapat, apabila seseorang memberikan

pinjaman kepada orang lain dengan syarat yang rusak, seperti

memberikan pinjaman dengan tempo atau memberikan pinjaman

satu dirham dengan dua Dirham, maka syarat tersebut tidak sah

berdasarkan sabda Nabi $,

U # bt vqa-d b,i"'F
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"Setiap s5nnt yang tidak tercantum dalam Kibb Nlah,
maka syamt tersebut bathil."

Pertanyaannya, apakah transaksi Qardh tersebut dinilai
batal?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pertama, transaksi Qardh tersebut batal. Sehingga pihak

peminjam tidak memiliki barang, sebab akad Qardh hanya boleh

terselenggara dengan syarat tersebut. Jika syarat tersebut batal,

maka batal pula akadnya, seperti halnya jual beli yang ditentukan

dengan syarat yang rusak.

Kedua, transaksi Qardh tersebut tidak batal karena Qardh
adalah akad yang diselenggarakan dengan fujuan menolong atau

berbelas kasih kepada orang lain sehingga tidak batal lantaran

syarat yang rusak, berbeda dengan kasus jual beli.

hnu Qudamah dalam Al Mughni berkata, "syarat yang

ditetapkan dalam akad Qardh yang mana pinjaman dibayar kurang
dari apa yang dipinjami dan berlaku praktek riba di dalamnya,

maka itu tidak boleh karena tidak adanya kesamaan barang yang

ditetapkan dalam syarat. Kalaupun dilakukan dalam barang yang

lain, maka itu tetap tidak boleh. Ini adalah salah satu pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i. pendapat lain menyatakan bahwa itu boleh

karena akad Qardh bertujuan untuk membantu pihak peminjam,

sementara syarat pengembalian kurang dari barang yang dipinjami
tidak melenceng dari fujuannya, berbeda dengan penambahan

barang yang dipinjami."
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Asy-Syirazi *g mengatakan: Pihak peminiam waiib

mengembalikan barang dalam ukuran dan nilai yang

sama, sebab tujuan Qardh adalah mengembalikan
barang dengan ukuran dan nilai yang sarna- Oleh
karena ifu, ada yang mengatakan bahwa dunia ini
adalah pinjaman dan balas jasa, sehingga kita waiib
mengembalikannya seperti ketika meminjamnya.
Sedangkan dalam kasus pengembalian barang yang

tidak sama ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pihak peminjam waiib mengembalikan
nilai yang sama dengan yang dipiniaminya. Sebab,

sesuafu yang harus dibayar dengan pengembalian yang

sama ketika memang ada yang sama, namun untuk
yang tidak sma, maka dibayar dengan nilai yang sama,

seperti halnya kasus barang yang hilang.

Kedua, pihak peminjam waiib mengembalikan
barang yang sama, baik secara ukuran maupun benfuk
berdasarkan hadits Abu Rafi' 'Bahwa Nabi $
memerintahkan unfuk melunasi utang unta muda
dengan mengembalikan unta muda pula-' Selain ifu,
karena sesuatu yang meniadi tanggungan seseorang

berdasarkan akad Salam, juga berlaku pada akad Qardh
sesuai qiyas atau analogi pada sesuafu yang sama.

Berbeda dengan kasus barang yang hilang, karena
barang yang hilang haqya bisa diterima nilainya sebab

lebih mencukupi. Sementara ini adalah akad yang

dibolehkan lantaran ada kebutuhan, sehingga yang

dibayarkan harus sama dengan yang diterima
sebagaimana halnya dalam akad Salam, dimana

\
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barangnya harus sama dengan sifat yang diminta.
Apabila seseor.rng meminjam roti, dan kami
mengatakan bahwa meminjamkan harta yang diikat
dengan sifat tertenfu, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat ulama fildh Asy-Syafi'i:

Pertama, seperti roti tersebut.

Kedua, mengabaikan nilai.

Berdasarkan hd id, maka apabila seorang
meminjamkan roti kepada orang lain dan menetapkan
sgrarat mengembalikan roti tersebut, maka dalam kasus
ini ada dua pendapat ulama fihh Aql-Syafi'i:

Pertama, boleh karena akad tersebut didasarkan
pada unsur tolong-menolong. Seandain3Ta kami
melarangnla mengembalikan roti, maka hd itu akan
menyulitkan pihak peminjam.

Kdua, fidak boleh karena apabila kami
menetapkan syarat, maka ifu menjadi transaksi jual beli
roti dengan roti dan itu tidak boleh.

Penjelasan Hukum: Apabila seseorang memberikan
pinjaman berupa bamng seperti biji-bijian, minyak, Dirham, dan
Dinar, maka pihak peminjam wajib mengembalikan barang yang

sama, sebab ifulah yang lebih dekat dengan barang tersebut.
Namun apabila seseorang meminjam barang yang tidak memiliki
kesamaan seperti pakaian dan her,van, maka dalam masalah ini
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Pertama, pihak peminjam wajib mengembalikan nilainya.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid sedangkan

ulama yang lain tidak menyebutkannya. Sebab, nilai barang

tersebut dijamin saat hilang atau rusak, sehingga begitu pula yang

berlaku pada pinjaman.

Kedua, pihak peminjam mengembalikan barang yang

sama bentuknya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari berdasarkan hadits Abu Rafi'rg
tentang pembayaran unta muda yang dipinjam Nabi $. Selain itu,

pinjaman diberikan untuk menolong orang lain sehingga hal itu
sah-sah saja dilakukan. Tidakkah Anda melihat bahwa nisbah

dalam hal itu boleh dilakukan untuk akad yang mengandung unsur

riba? Dan tidak boleh dalam jual beli berbeda dengan barang yang

hilang atau rusak, karena sudah dipersiapkan sehingga pihak

penanggung harus mengembalikan nilai barang.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, 'Apabila kami mengatakan

bahwa nilai barang wajib dibayarkan, maka konsekuensinya saat

kami berpendapat, pihak peminjam mempunyai hak milik pada

barang ketika berada di tangan, maka dia pun wajib menangung

nilai barang tersebut saat barang berada di tangan. Namun apabila

kami berpendapat bahwa dia tidak bisa mempunyai hak milik pada

barang kecuali dengan menggunakannya, maka dia wajib

menanggung nilai barang tersebut lebih banyak dari barang yang

dimilikinya saat hilang atau rusak. Apabila kedua belah pihak

berbeda pendapat dalam hal kadar nilai atau sifat yang sama pada

barang, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak

peminjam diperkuat dengan sumpahnya, sebab dialah yang

berutang-"

I
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Cabang, Berkenaan dengan peminjaman roti, apabila
kami berpendapat bahwa barang yang tidak terikat kriteria atau
sifat tertenfu, seperti bafu mulia boleh dipinjamkan, maka roti pun
boleh dipinjamkan. Namun apabila kami berpendapat, barang
yang tidak terikat kriteria atau sifat boleh dipinjamkan, maka dalam
peminjaman roti ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi,i:

Pertama, tdak boleh. Pendapat ini pun dikemukakan oleh
Abu Hanifah dan ulama lainnya untuk barang 5ang tidak diikat
dengan sifat atau lciteria tertenfu.

Kdua, menumt lbnu Ash-Shabbagh, berdasarkan ijma,
seluruh ulama di beberapa negeri, mereka meminjamkan roti.
Apabila kami mengatakan boleh, maka pihak peminjam harus
mengembalikan roti yang sama se@ra timbangan. Namun apabila
kami berpendapat, pihak peminjam wajib mengembalikan nilai
barang yang tidak merniliki kesamaan, maka nilai roti tersebut
yang dikernbalikan. Berdasarkan hal ini, maka apabila pihak
peminjam menetapkan ryarat mengembalikan roti yang sma,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat urama fikih Asysyafi'i:

Pertama, sah, karena unsur menolong ketika memberikan
pinjaman roti hanga bisa terselenggara dengan cara seperti itu.

Kedua, tidak sah seperti halnya tidak bolehnya bansaksi
jual beli roti dengan roh. Wallahu a'larn.

Asy-Syirazi dg mengatakan: Apabila seseorang
memberikan pinjaman kepada oftmg lain beberapa
dirham di Mesir, kemudian keduanya bertemu di
Makkah, lalu pihak pemberi pinjaman menagihnya,
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maka pihak peminjam wajib mengembalikan utangnya.
Apabila pihak peminjam meminta pihak pemberi
pinjaman unfuk menerimannya, maka dia waiib
mengambilnya, sebab tidak ada mudharat yang timbul
ketika mengambilnya, sehingga dia pun wajib
mengambilnya. Apabila seseorang meminjamkan
makanan di Mesir kepada orang lain, kemudian
keduanya bertemu di Makkah, lalu pihak pemberi
piniaman menagihng?, maka pihak peminjam tidak
dipaksakan unfuk membayarnya. Sebab, harga
makanan di Makkah lebih mahal. Namun apabila pihak
peminjam memintanya untuk mengambilnya, maka dia
pun tidak dipaksa untuk menerimanya sebab dia harus
menanggung biaya akomodasi makanan tersebut. Kalau
kedua belah pihak memtrng ridha, maka transaksi
tersebut boleh dilakukan. Sebab, ada halangan yang
mendera kedua belah pihak, dan keduan!/a sama-sama

ridha. Apabila pihak pemberi pinjaman menagih nilai
makanan tersebut di Makkah, maka pihak peminjam
dipaksa unfuk membayamya. Sebab, selama di Makkah
dia seperti orang yang tidak memiliki apa-apa, dan
hartanya ketika tidak ada maka nilainya wajib
dibayarkan dan nilai hartanya wajib dibayarkan di
Mesir, sebab dia berhak atas hartanya di Mesir. Apabila
pihak pemberi pinjaman ingin mengambil ganti
pinjaman tersebut sebagai kompensasi, maka ifu boleh,
karena hak kepemilikannya masih ada di pihak
peminjam, sehingga boleh mengambil gantinya.
Sedangkan hukum harta tersebut berdasarkan
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terjadinya qaMh (memegang) dalam suatu majelis
sebagaimana hukum dimana dia mengambil pengganti
(kompensasi) dari modal akad slam setelah adanSTa

pembatalan akad, dan kami telah menjelaskan hal ini.

Penielasan:

Irnam fuySgafi'i dalam Arh-&tarf berlota, "Apabila

seseorang rnerrinFrn rnal@nan di M6ir, kernudian dia bertenru

dengan pihak pemberi piniman di Makkah dan menagih pinjaman

makanan tersebut, maka makanan ifu 6dak boleh diberikan,

lantaran pihak perninjam harus menangpng biaSn akomodasi

makanan dari Mesir ke Makkah, dan harga makanan di Makkah
lebih mahal. Apabila pihak perninjam meminta pihak pernberi

pinjaman unhrk mengambil pembapran makanan tersebut, maka
pihak pemberi pinjarnan tidak wajib mengambilnya sebab dia hanrs

menanspng biaya akomodasi ke Mesir. Namun apabila kedua

belah pihak ridha atas hal tersebut, maka itrr boleh dilakukan
karena hak ada pada keduan5n. Apabila pihak pernberi pinjaman

meminta pihak perninlam unhrk membayrar nilai atau harga

makanan lnng dipinjaminya saja di Makkah, maka pihak
peminjam dipaksa unfuk .membayar nilai atau harga makanan
pinjamannya itu. Sebab, makanan di Makkah seperti halnya orang
yang tidak memiliki apa-apa sedangkan hartanya seperti halnya

barang yang tidak ada, kemudian nilai atau harganya saja yang

dibayarkan."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Nilai atau harga makanan

diambil di Mesir pada saat penagihan bukan di Makkah, sebab

pihak peminjam hanya wajib membayar harga makanan tersebut
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saat ditagih. Begitu pula apabila makanannya diambil secara paksa

di Mesir atau dia melakukan akad salam dengan orang lain pada

makanan Mesir, kemudian keduanya bertemu di Makkah, maka

ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum pinjaman. Hanya

saja orang yang mengambil barang secara paksa ketika

membayarkan nilai makanan di Makkah, sedangkan makanan ifu

masih ada, maka pihak pengambil barang secara paksa tersebut

tidak mempunyai hak milik. Bahkan apabila dia kembali ke Mesir,

dia harus mengembalikan makanan yang diambilnya secara paksa

beserta nilai makanan tersebut. Apabila dia memiliki tanggungan

beberapa dirham atau dinar melalui akad Qardh atau pengambilan

secara paksa atau salam di Mesir, kemudian pihak pemberi

menagihnya agar dilunasi di Makkah, maka dia wajib

membayamya sebab tidak ada biaya akomodasi yang ditanggung

dan kondisinya tidak berbeda lantaran perbedaan negara."

Cabang, Apabila seseorcmg meminjam barang dari orang

lain, kemudian pihak pgminjam menahan barang tersebut dan

melakukan sesuafu terhadap barang itu, atau menghilangkan atau

merusaknya, lalu dia ingin memberikan ganti rugi pinjaman atas

bamng tersebut, maka itu boleh, sebab barang itu berada dalam

tanggungan pihak peminjam yang tidak ada kekhawatiran adanya

penyusutan nilai barang lantaran rusak sehingga boleh melakukan

sesuafu terhadap barang ifu sebelum dimiliki. Hal ini seperti kasus

barang yang diperjual belikan setelah dimiliki, namun berbeda

dengan barang yang ditetapkan dalam akad Salam, karena kondisi

barangnya tidak tetap sehingga dikhawatirkan ada penyusutan nilai

barang lantaran rusak. Ketetapan hukumnya selama berada di

tangan peminjam seperti ketetapan hukum apa yang diambil
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sebagai ganti rugi terhadap modal yang dikeluarkan dalam akad

alam setelah pernbatalan akad. Apabila barang yang dipinjamkan

masih tersisa atau ada di tangan pihak peminjam, maka dia tidak
boleh mengambil ganti rugi terhadap barang tersebut, sebab jika

kami mengatakan, pihak peminjam telah memiliki barang tersebut

saat bemda di tangannp, maka pihak pemberi pinjaman tidak
boleh mengambil ganti rugi. Sebab, hak kepernilikan pihak
pernberi pinjaman terhadap barang tersebut telah hilang dan ganti

mgi terhadapnSa tidak berada dalam tanggungan pihak peminiam

unhrk mengembalikan barang. Namun apabila kami mengatakan,

pihak perninjam tidak merniliki hak terhadap barang tersebut

kauali setelah dia melakukan sesuatu terhadap barang ihr, maka
pihak pemberi pinjarnan tidak boleh mengambil pengganti barang

ifu, sebab hak kepemilikannya lemah lantaran barang ifu masih

berada dalam kekuasaan pihak peminjam.

Masalah, Teriadi perbdaan dasardasar hukum antara
muamalah pemiagaan dan mr.nmalah l,Iadaniah. Apa yang teriadi

di antara para pedagang, mereka menggunakan hukum
pemiagaan yang menyelisihi hukum Madaniah, baik dalam

pelaksanaannla atau metodenya dengan langsung berhukum

dengan falas sebagaimana yang akan kami jelaskan secara

mendetail, insya Allah. Walkhu a'lam.
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Pengajuan Kredit kepada Pihak Bank untuk
Pengambilan Barang

Syaikh Abu bin Zaid Ali Mahmud -salah seorang hakim

Qatar dan Ketua Mahkamah Agung- berkata, "Namun di sini ada

yang perlu diperhatikan lantaran kondisi umum yang dialami oleh

beberapa pelaku bisnis yang mengimpor berbagai macam barang

dari luar negeri, seperti Eropa, Amerika, Jepang, Cina, India dan

negara-negara lainnya. Mereka sangat memerlukan pembukaan

kredit dari salah satu bank agar bisa membeli mata uang yang

ingin ditukamya dengan mata uang asing, sebab pihak pebisnis

biasanya membayar barang yang diimpor di lokasinya dengan

mata uang negara setempat. Sementara pihak bank mengambil

sedikit selisih atau unfung atas proses penukaran mata uang

tersebut sebagai upah.

Kasus ini sama dengan kasus pembelian mata uang sahr

negara dengan mata uang negara setempat, namun resikonya dan

kerugian yang ditimbulkan lebih minim, sebab tidak termasuk jual

beli nasi 'ar5 (riba nasi'ah) yang dilarang Nabi S, tetapi masuk

dalam bab jual beli mata asing, kemudian terjadi proses penukaran

mata uang tersebut dengan mata uang yang diinginkan.

Seandainya transaksi tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan,

maka semua transaksi dagang yang mereka lakukan berhenti dan

bisnis mereka mengalami kerugian. Sebab seperti yang dimaklumi

bersama, melakukan perjalanan jauh dengan membawa uang

dilarang. Sementara kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kondisi

darurat diukur sesuai kondisinya. Oleh karena itu, apabila

kondisinya memang mendesak, maka bisa diberi kelonggaran.
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Apalagi sebuah kondisi sulit menuntut adanya solusi yang

memudahkan dan kita boleh mengambil resiko Srang paling minim
dari dua kondisi darurat untuk menghindari yang lebih buruk.

Berdasarkan ini, kami berpendapat bahwa para pebisnis

boleh mernbeli mata uang asing dengan mata uang setempat,
lantaran kondisi lrang menunfut hal tersebut. Mata uang lrang dibeli
pun suatu kebutuhan, baik banSak atau pun sdikit. Hal ini
sebagaimana bolehnSa pihak pebisnis dan pihak penukar uang
(monq clarrgql melakukan bansaksi jual beli dengan kondisi
seperti itu, dan permasalahan ini seperti hal-hal yang dikecrnlikan,
lantaran kondisi darurat karena adanya rukhshah gar'i (dispensasi

hukum qnriat) dalam beberapa kasus rtba fadhl, seperti jual beli
Arijah (utand dengan mengecualikan kurma, narnun tidak
diketahui barang yang sama, atau seperti kasus jual beli pedang

dengan perak. Apabila kami berpendapat, hal itu dilarang seiring
dengan larangan Nabi $ tanpa mempertimbangkan kondisi
damrat, maka s€mua transalsi bisnis Sang ditakukan akan terhenti
dan batal."

Ibnu Al Qayyrm (Al flam, hlm. 267, jld. t0 berkata,
"Larangan nba fadhl diberlakukan sebagai tindakan pencegahan,

sehingga para pelaku bisnis dilarang melakukannnya karena
dikhawatirkan mereka terjerumus dalam prakter riba nasi'ah.
Yaitu ketika mereka menjual dirham dengan dirham lebih darinya,
maka mereka secara bertahap memperoleh keunfungan (benefitldi
awal sampai keunfungan di akhir, dan itu merupakan benfuk riba
nasi'ah. Oleh karena itu, salah safu hikmah Allah @ mencegah

rnereka dari perbuatan tersebut dan menghalangi mereka menjual
satu dirham dengan dua dirham secara tunai dan nasiah. Inilah
hikmah yang logis demi mencegah kerusakan sistem. RahasianSa
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adalah mereka dilarang melakukan transaksi dagang dalam nilai

mata uang dengan jenis yang sama, namun ada unsur nba fadhl

dan nasi'ah di dalamnya. Sebab, hal itu dapat merusak fungsi

mata uang dan menggiring mereka kepada praktek nba nasi'ah
dalam perkara satu jenis yang ditukar dengan dua jenis. Riba fadhl

terjadi dalam safu jenis. Larangan ini sejatinya memiliki tujuan,

sedangkan pengharaman riba fadhl adalah pengharaman terhadap

sarananya dan tindakan pencegahan. Oleh karena ifulah segala

bentuk riba nasi'arl tidak boleh dipraktekkan.

Sedangkan riba fadhl hanya boleh dalam kasus yang

mendesak, seperti jual beli Ari5ah. Sebab, sesuahr yang

diharamkan sebagai bentuk pencegahan lebih minim resikonya

daripada apa yang diharamkan karena maksud tertenfu. Bahkan

sesuafu yang diharamkan sebagai benfuk tindakan preventif

dibolehkan demi menjaga kemashlahatan umum, sebagaimana

dibolehkannya Ari5nh. Begitu pula larangan mengenakan emas

dan sutera bagi kaum pria sebagai benfuk tindakan pencegahan

dari perbuatan menyerupai kaum wanita dalam hal berpakaian,

narnun ada yang dibolehkan selama ada kondisi mendesak yang

memerlukan hal ifu diterapkan, seperti rukhsah atau dispensasi

yang diberikan Nabi S kepada Az-Zubair bin Awwam dan

Abdurrahman bin Auf unfuk mengenakan sutera lantaran penyakit

gatal-gatal yang diderita keduanya. Begitu pula dengan Arfajah bin

As'ad yang patah hidungnya pada perang Kilab, kemudian dia

menggantinya dengan batang hidungnya dengan emas."

Menurutku (An-Nawawi), beberapa praktisi bank Islam

menemukan beberapa masalah, diantaranya regulasi pengajuan

jaminan yang diberikan oleh bank-bank komersil berujung pada

riba, karena ia termasuk pinjaman yang menarik keunfungan atau
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manfaat. Oleh karena ifu, mereka berusaha menghindari bentuk
praktek riba tersebut dengan membuat regulasi lain, yaifu: Datang

dengan membawa barang impor dengan akad mengimpor barang

dengan pembayaran bank, kemudian pihak bank menjual barang

tersebut kepada pengimpomya dengan akad mwabahah
(mengambil unfung), lalu nilai barang tersebut menjadi utang bagi
pihak pengimpor tanpa ada praktek riba di Ini
sebenamya mempakan penrbebanan dan tidak lepas dari akad
yang merniliki kemiripan dengan praldek riba.

Aku pun telah b€rusaha mernberikan sarem kepada para

praktisi bank k€fi!€ ingin menghindari apa lnng dilakukan oletr

bank komersil bempa pernberian jaminan yang dibolehkan oleh
Syaikh Abdullah bin Zaid Al Mahmud, seperti yang telah kami
nukil di atas, 5raihl melakukan akad Wakalah antara pihak bank
dan pebislris, kernudian pihak bank mengimpor barang yang

diminta dan mernbaSnr harganya sebagai pihak wakil atau agen
yang kaya, dengan kaentnn dia membapr harga barang tersebut

beserta biaya akomodasi dan transportsi leunt ahli yang

direkomendasikan oleh pihak bank, lantas pekeriaan yang

dilakukannp ditentukan harganya sebagai upah terhadap

pekerjaannya yang dibayar oleh pihak pebisnis yang merr/akilinya.

Dengan demikian ketidakjelasan praktek riba dalam perdagangan

yang dibolehkan oleh syaikh dan yang dibolehkan oleh ulama

syar'i kepada bank Islam menjadi jelas. Wallahu a'lam.

Cabang, Contoh kasus pemberian pinjaman dengan

mengambil unfung atau bunga adalah seperti seseorang mernberi

dirham atau uang sebagai utang kepada orang lain, lalu pihak
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pemberi utang mengambil untung atau bunga dengan mengambil

harta milik lainnya seperti rumah sebagai ganti uang yang berada

dalam tanggungannya. Apabila uang itu telah dikembalikan, maka

pihak pemberi pinjaman itu pun mengembalikan harta milik pihak

pengutang. Transaksi seperti ini jelas haram- Selain itu, ini

termasuk transaksi uang dengan uang yang sama, namun

pengambilan untung berupa rumah tersebut termasuk riba.

Ulama sepakat bahwa pihak pemberi pinjaman, ketika

menetapkan syarat tambahan nilai pada pinjamannya maka itu

menjadi haram. Begitu pula hukumnya jika kedua belah pihak

sepakat terhadap transaksi seperti itu menurut pendapat ulama

yang paling shahih. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi S,
bahwa beliau bersabda,

C.t'tS ,&. e,9vP'tS US 5), iJ+l
I

.:)+ dYa;.'ts:#"i Y

" Tidak halal piniaman dan iual beli, tidak pula halal dua

syarat dalam jual beli atau pun dalam pengambilan keuntungan

Wng tidak dijarninkan, tidak pula dalam jual beli bamng yang fidak

engkau miliki." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i,

hnu Majah dan Al Hakim dari Abdullah bin Amr)-

Nabi $ mengharamkan penggabungan pinjaman dengan

jual beli, karena apabila seseorang memberi pinjaman kepada

orang lain dan melakukan transaksi jual beli, maka pihak

peminjam akan melakukan transaksi jual beli ifu karena ingin

mendapatkan pinjaman. Jadi, yang wajib dilakukan dalam kasus-

kasus seperti ini adalah harta milik pribadi peminjam dikembalikan

t
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dan uang yang dipinjamkan pun dikembalikan kepada pemiliknya.

Masing-masing pihak dimaafkan apabila memang mengetahui
larangan tersebut.

Pinjaman yang mengambil keuntungan jelas-jelas dilarang
oleh sejumlah sahabat seperti Ubay bin Ka'b, hnu Abbas, Ali bin
Abi Thalib, AMullah bin Sallam, dan Anas bin Malik. Malik, hnu
Majah dan ulama hadits lainnya meriwa5ntkannya secara marfu'.

Dalam Shahih Al Bukhari disebutkan hadits yang berasal

dari Abdullah bin Salhm, dia berkata, "sesungguhnya engkau
berada di wilayah dimana praktek riba merajalela. Oleh karena itu,
apabila engkau mernberikan pinjaman kepada orang tain,

kernudian dia memberi engkau safu ekor unta, maka hitunglah
(potonglah) harga unta ifu dari nilai pinjamannya."

Suahr ketika s@rang pria berkata kepada lbnu Abbas, "Aku
merninjamkan beberapa ikan seharga 20 dirham kepada
seseorixng, lalu dia menrberikan aku hadiah safu ekor ikan yang
nilainya 13 dirham." Mendengar itu lbnu Abbas berkomentar,
"Jangan ambil hadiah tersebut kecuali hanln senilai 7 dirham."

Dalam hadits hin disebutkan, 'Nabi $ pernah meminjam
safu ekor unta muda dari seorang pria, kemudian beliau mendapat
unta sedekah, lalu mernerintahkan aku untuk membayar pria badui
dengan safu ekor muda. Lantas aku berkata, 'Aku tidak
menemukan unta lain kecuali unta der,r,rasa yang baik lagi berusia 7
tahun?!' Mendengar ifu Nabi$ menjawab, 'Berikanlah unta itu
kepda pria badui ifu, l<arena snungphnta oft,ng trang paling
baik dari kalian adalah tpng paling baik dalam menunail<an hak
onng lain'."
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Apabila pihak peminjam membayar pinjaman dengan

sesuatu yang lebih baik dari yang dipinjaminya, tanpa ada

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka itu boleh. Apabila

pihak peminjam membayar utangnya lebih banyak dari yang

dipinjamnya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i. Karena penambahan itu dilakukan setelah melunasi

pinjaman, berbeda dengan kondisi pihak peminjam memberikan

hadiah kepada pihak pemberi pinjaman sebelum membayar

pinjamannya. Apabila tidak dihitung bagian dari pinjaman, maka

nilai pinjaman ihr masih tetap sama dalam tanggungan peminjam.

Hadiah tersebut diberikan hanyalah lantaran pinjaman ihr,

sedangkan Nabi $ bersabda,

ar (iyS E,y":;t Jb'q;a3 tFgt iq v

*.J'rtr'{,;t ,4ES a^i$ t-r; ,i#
rfY il e4L,,s#i j^:5 $ i $

"Mengapa ada omng yang kami pekeriakan menyelesaikan

kerjaan yang dititipkan Allah kepada kami, berkata, 'Ini untuk

kalian dan ini untuk hadiah untukku?!' Tidakkah dia sebaiknya

duduk di rumah atau ibunya saja, lalu melihat, apakah

dia diberi hadiah atau tidak?'

Dalam hadits ini Nabi S menjelaskan bahwa hadiah

tersebut lantaran sebab yang berkaitan dengan dirinya. Oleh

karena ifu, riwayat yang ma'tsur dat', sahabat dan jumhur ulama

menyatakan bahwa hadiah yang diberikan sebelum pelunasan
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utang dibebankan kepada pemilik hadiah, berbeda dengan
tambahan sifat yang diberikan ketika pembagraran utang.

Madzhab Ulama dalam Masalah Apakah Boleh
Seseorang Melakukan Transaksi dengan Hartanya

yang Mengandung Harta Syubhat Haram Atau
Akad lrang Mengandung Syubhat yang Rusak di

Dalamnya?

Akad dan qprat tidak bisa lepas dari pendapat, yaitu:

Pertama, tidak halal dan tidak sah, selama tidak ada dalil
q/ar'i yang mengindikasikan kehalalann5a, baik dari nash, ijma'
atau pun qSnsjumhur seperti yang telah kami kemukakan pada
pendapat pertama.

Kdua, tidak halal namun sah hingga ada dalil sam'i yang
mengindikasikan kehalalannya jika memang bersifat umum; atau
dikatakan sah namun tidak haram kecuali Pembuat syrari'at (Allah)

menetapkann5ra haram dengan dalil khusus atau umum.

Pendapat pertama di atas batil karena Al Qur'an dan
hadits menegaskan sahnp akad dan kepemilikan lrang terjadi
selama dalam kondisi masih kafir bahkan Allah S memerintahkan

untuk diselesaikan jika memang ada sesuafu yang haram setelah
memeluk Islam. Berkenaan dengan hal ini Allah $ berfirman,
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/ 2, l)zt#-9r5
" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungat) jika kamu onng-
onang yang beriman." (Qs. Al Baqarah l2l:278).

Dalam ayat ini Allah & memerintahkan mereka untuk

meninggalkan riba yang masih tersisa dalam tanggungan, namun

tidak memerintahkan mereka mengembalikan harta yang telah

mereka miliki ler,,ruat akad riba. Makna ayat ini menegaskan bahwa

hal itu tidak dilarang. Selain itu, Nabi ,6$ menggugurkan riba yang

masih dalam tanggungan saat menunaikan haji wada', dan tidak

memerintahkan umat Islam pada sesuatu yang telah dimiliki.

Nabi S bersabda,

rLgri'e,4 ti V:" rt'\j3 W( 6- 5i Qi{-

.c)u"yr # e # itu'lt \?r'J * 6s

,'#e,rb #but e'# t'tfi
"saungguhnya bagian yang diperoleh di masa Jahiliyah

tetap pada apa yang dibagikan, sdangkan bagian yang ditemukan

semasa keislamannya maka ifu adalah bagian Islam."

Lebih jauh, Nabi S pun mengakui akad pemikahan yang

dilakukan oleh para sahabat sewaktu masih Jahiliyah dan tidak

rnemisahkan pasangan mereka, tanpa melihat apakah akad itu

dilakukan selama masa iddah atau pun tidak, dilakukan dengan

wali atau tidak, dihadiri oleh saksi atu tidak. Bahkan beliau tidak
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Al Majmu'sJtarahet Uuhodzdzab ll 689



memerintahkan seorang pun memperbaharui akad nikahnya atau
menceraikan pasangannya, kecuali jika ada alasan haram yang

ditemukan saat telah memeluk Islam. Contohnya adalah kasus

Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi yang ketika memeluk Islam dia

masih merniliki sepuluh orang istri. Kemudian beliau
memerintahkan agar dia mempertahankan empat orang isbi dan
menceraikan sisan5n. Begifu juga dengan kasus Fairuz Ad-Dailami

5nng ketika memeluk Islam masih mempunlai dua istui yang

memiliki ikatan tali persaudaraan kandung, beliau

memerintahkannya unfuk memperhahankan yang safu dan
menceraikan yang lain.

Oleh sebab ifu, umat Islam sepakat bahwa akad yang

dilakukan oleh non muslim ditetapkan sah setelah memeluk Islam
jika memang tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat,
meskipun non muslim fidak melakukannya berdasarkan resfu atau
izin sang pernbuat syariat. Seandainya akad itu seperti ibadah
dimana ifu hanp dinilai sah dengan ketetapan syariat, niscaya

mereka akan menyampaikan ketidaksahan akad tersebut atau
ketidakbenaran apa yang bukan ahlinya berpegang pada ketetapan
qpriat.

Apabila ada 5nng mengatakan, ulama ahli hadits dan ulama
Hijaz sepakat bahwa apabila sebuah akad diselenggarakan dengan
cam haram dalam Islam, kemudian non muslim memeluk Islam

setelah ketetapan hukum ifu dihapus, maka non muslim tidak
diperintahkan untuk mengulangi larangan tersebut. Sebab, Islam

menghapus dosadosa llang pemah dilakukan sebelum memeluk
Islam. Oleh sebab ihr, akad yang mereka selenggarakan di luar
syariat dibawah akad yang mereka selenggarakan bersamaan

dengan larangan syariat, dan kedua hal ini sama menumt kalian.
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Kami menjawab bahwa tidak seperti ihr, bahkan akad yang

mereka selenggarakan bersamaan dengan larangan syariat

ditetapkan sah jika berkaitan dengan kepemilikan. Sedangkan jika

non muslim memeluk Islam sebelum mempunyai hak kepernilikan,

rnaka akad ifu batal. Berbeda dengan akad yang diselenggarakan

di luar syariat, karena akad tersebut tidak batal, baik sebelum atau

pun sesudah mernpuqni hak milik. Selain itu, aku pun belum

pemah melihat ulama fikih Asy-Syafi'i atau uhma fikih madzhab

lainnya menetapkan syarat mempunyai hak milik dalam perkara

nikah, bahkan mereka men5amakan antara Islam sebelum atau

sesudah memeluk Islam. Sebab, akad nikah itu sendiri

menimbulkan konsekuensi beberapa hukum itu sendiri, meskipun

tidak terjadi kepernilikan dari sisi perbesanan atau lainryn.

Begitu pula persetubuhan png dilakukan anhra dua jenis

kelamin menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun dilakukan

tanpa proses pernikahan. Ketika masing-masing akad dan

persetubuhan dimaksudkan pada dirinya -kendatipun fidak

berkaitan dengan png lain-, Pernbuat sSariat tetap mengakuinya

berbeda dengan perkara harta, dimana hrjuan dari akad 3ang

diselenggarakan adalah mempunlni hak kepemilikan. Apabila hak

kepemilikan tidak te4adi, maka tujuan akad itu tidak terselenggara,

sehingga Pembuat syariat pun membatalkannya lantaran tidak

mencapai fujuan yang dimaksud.

Dari sini terlihat jelas bahwa tujuan para hamba dalam

muamalat hanya dibatalkan oleh Pembuat syariat lantaran adanya

pengharaman, sebab hal itu hanya bisa ditetapkan halal dengan

penetapan halal dari Pembuat syariat. Selain itu, apabila orang

Islam menyelenggarakan akad safu sama lain sedangkan mereka

tidak mengetahui stahrs hukumnya, baik halal atau pun haram,
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maka seluruh ulama fikih -sepanjang yang aku ketahui-26
menyatakan akad ifu sah selama mereka tidak meyakini status

haramnya.

Apabila pihak yang menyelenggarakan akad saat ifu tidak
mengetahui status halalnya, baik dengan ijtihad, dengan taHid atau
pun dengan pemyataan seseorang, maka akad itu tidak sah kecuali
akad yang diyakininya bahwa pembuat syariat menetapkannya
halal. Seandainya izin Pembuat syariat secara khusus menjadi
syarat atas status ke-shahilran akad, maka akad itu dinilai tidak
sah kecuali setelah ada izinnya. Hal ini seperti halnya hakim yang

memutuskan hukum sebuah perkara tanpa melalui proses ijtihad,
maka hakim tersebut divonis berdosa meskipun keputusan yang

dibuatnya ifu memang benar secara tidak sengaja.

Kalau ada yang mengatakan, harus ada dalil syari'i yang
menegaskan status halalnya, baik secara khusus atau pun umum,
maka ada dua jawaban unfuk menanggapi pernyataan ini, yaitu:

Pertama, tidak boleh seperti kasus sebelumnya.

Kedua, kami mengatakan bahwa ada beberapa dalil syar'i
yang bersifat umum yang menyatakan status halal akad dan syarat
tersebut secara global kecuali yang dipisahkan atau dikecualikan
oleh syariat. Bantahan yang mereka kemukakan akan kami bahas

insya Allah. Yang tersisa adalah pendapat ketiga, yaifu maksud
atau tujuan.

Sedangkan sabda Nabi ,s,

26 l-jh. Majmu'Fataura lbnu Taimfi4ah(ild. 30 ).
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"hmngsiapa menetapl<an sebuah syamt t/ang frdak

tqantum dalam l{itab Allah (baca, Al Qur'an), maka syarat itu
batil, meskipun syarat yang dibuat seban5nk semfus, Iarena Kitab

Allah lebih hak dan sSmnt Allah lebih kuat;'

Kata syarat dalam hadits ini maksudnya adalah sumber atau

obyek lainnya. Contohnya adalah kalimat "Dirham yang memukul

Amir" yang maksudnya adalah yang diqnmtkan, bukan obyek

ya.ng dibicarakan, Cleh karena itu, redaksi 1nng digunakan Nabi $
adalah, "meskipun ada serafus syarat" maksudnya adalah,

meskipun ada serahrs yang disyaratkan dan bukan menghitung

pembicaman dengan syarat, tetapi menghitung yang disyaratkan.

Dalilnya adalah redaksi '6ii 9, LPS ,'arf $ Q€ 'Kitab Attah lebih

hak dan s5mrat Allah lebih kuaf' maksudn5ra adalah, Al Qur'an
adalah yang paling benar dari syarat tersebut dan syarat yang

dibuat Allah lebih kuat dari syarat itu.

Apabila yang ditetapkan sebagai qrarat termasuk perkara

yang diharamkan Allah, maka itu tidak berseberangan dengan

Kitab Allah dan slnrat-Nya. Oleh karena itu, diungkapkan dengan

redaksi 6ii b, LPS ,'ar1 $ QS "Kitab Altah lebih hak dan syarat

Allah lebih kuaf'. Sehingga bisa disimpulkan bahwa maknanya

adalah, barangsiapa menetapkan sebuah sgrarat dalam safu perkara

yang tidak tercantum dalam ketetapan hukum Allah atau dalam
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Kitab Allah, baik dengan perantaraan atau pun tanpa perantaraan,

maka syarat ifu batil. Sebab, yang ditetapkan sebagai syarat harus

sesuafu yang boleh dilakukan tanpa syarat, sehingga penetapan

syarat itu menjadi sah dan wajib dilakukan dengan syarat.

Contohnya, ketika tidak ada ketetapan hukum dalam Kitab Allah,
bahwa hak wala' diberikan kepada orang yang tidak
memerdekakan budak selamanya, maka ini termasuk syarat yang

tidak ditetapkan dalam Kitab Allah.

Perhatikan apa yang disyaratkan, jika memang ifu adalah

sebuah perbuatan atau hukum, dan termasuk yang dibolehkan
Allah, maka penetapan syarat tersebut boleh dan wajib. Namun
apabila tidak dibolehkan Allah, maka penetapan syarat itu pun

tidak boleh. Apabila seseorang menetapkan syarat, tidak boleh

melakukan perjalanan dengan istrinya, maka syarat ini termakfub
dalam Kitab Allah. Sebab, Kitab Allah membolehkan seorang

suami melakukan perjalanan dengan istrinya. Apabila dia

menetapkan syarat, tidak boleh melakukan perjalanan, maka ifu
artinya dia telah menetapkan syarat yang ditetapkan boleh dalam

Kitab Allah.

Isi hadits tersebut menegaskan bahwa apabila yang

ditetapkan sebagai syarat tidak termasuk dalam perbuatan yang

dibolehkan, atau dikatakan tidak tercantum dalam Kitab Allah,

maksudnya tidak ada penafiyan perbuatan tersebut dalam Al

Qur'an, seperti kalimat "Akan ada orang-orang yang

menceritakan kepada kalian dengan sesuafu yang kalian dan nenek

moyang kalian tidak ketahui", maksudnya dengan sesuatu yang

kalian tahu kebalikannya, dan jika tidak, maka banyak orang yang

tidak ada tahu.
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Kemudian kami mengatakan, Nabi $ tidak menolak akad

dan syarat yang tidak dibolehkan oleh Allah sebagai sesuatu yang

batil. Artinya bahwa tidak ada konsekuansi apa-apa padanya, baik

sebuah ka,vajiban maupun larangan. Hal ini tenfunln bertentangan

dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, bahkan akad dan syarat Sang

diharamkan terkadang menimbulkan konsektrensi hukum, karena

Allah telah mengharamkan akad zhihar dahm Kitab-Nya dan

mendeklarasikannp dengan sebutan, "Sebagai sebuah

kununglann dan kebohongan uapan." Selain itu, Allah & pgu

meunjibkan orang yang kenrbali dari pertuatan haramnla itu

dengan membaSar kafarat, sedangkan orang yang tidak bertobat

diwajibkan untuk tidak boleh rnenyetubuhi istinya dan

meninggalkan akad. Begitu pula dengan nadzar, karena Nabi $
melarang nadzar, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Abu

Hurairah r$ dan hadits hnu Umar, dia berkata, "Saunguhnia

nadar ifu ddak akan mendatangkan kefuikan ap-ap." Setelah

ihr Allah & mewajibkan pemenuhann5a apabila memang sebuah

ketaatan dalam sabda Nabi S,

4tr 5X,fi,i;-il *r'**ir 3x 3t

i,,,;-xar
"Elamngsiapa bemadzar unfuk menaafi Allah, maka ia

hendaknSa menaati-Nja. Bamrrysiap bqtadzar unfuk

mendurhakai Allah, nnka dia hendalag frdak mendurlml<ai-N1,a."

Akad yang diharamkan terkadang meniadi penyebab

ditetapkanngra sebuah karajiban dan larangan, namun tidak unhrk
pembolehan. Hal ini seperti halnya ketika Nabi S melarang
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praktek jual beli gharar(1ual beli yang mengandung unsur penipuan

atau ketidakjelasan), melakukan akad riba, melakukan pemikahan

dengan mahram, dan lain sebagainya. Selain ifu, yang dilarang

unfuk dilakukan tidak memberikan manfaat apa-apa, karena
Nabi $ melarangannya. Sebab, yang dilarang itu adalah

perbuatan maksiat (durhaka kepada Allah). Asal dari maksiat
adalah tidak menjadi penyebab memperoleh nikmat Allah dan
rahmat-Nya. Meskipun terkadang ia menjadi penyebab dibukanya
pinfu-pinfu dunia, namun itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Bahkan terkadang menjadi penyebab pelakunya memperoleh siksa
dari Allah S.

Kewajiban dan larangan terkadang menjadi siksaan atau
hukuman sebagaimana firman Allah &,

is;#;*L;6r o;I''"r*i
@ 6rt$,WGbbi'

"Maka disebabkan kahaliman orang-orang Yahudi, Kami
haramkan atas (memakan yang baik-baik Aang
dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak
menghalangi (manusia) dari jalan Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 160).

Memang terkadang ia menjadi rahmat sebagaimana yang

dibawa oleh syariat Islam yang lurus.

Orang-orang berbeda pendapat dalam kaidah ini, seperti

kalangan rasionalis dan lainnya, terkadang memposisikan sesuatu

yang belum diberikan izin oleh syariat dengan izin khusus, yaifu
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akad harar,r. Setiap akad haram, keberadaannya seperti tidak ada

dan keduanya dilarang.

Cabangt Apabila pemilik hanut berkata, 'Aku menjual

beberapa barang yang dijaminkan sendiri, dan fidak ada satr: orang

pun yang bisa menghilangkan jual beli barang tersebut", maka

apakah boleh pembeli membeli barang dari omng seperti ini

padahal memungkin bagi dia untr.rk mernbeli barang sQenis dari

penjual lainnya? Apakah boleh menggunakan sesuahr dari barang-

barang tersebut sebagai sampel, lantaran ada faktor kesulitan

menyelenggarakan akad memperoleh barang lain atau tdak? Baik

dalam kondisi darurat unfuk menggunakannlp atau tidak?

Kasus ini telah dijawab oleh trnam Taqiyyudin Abu Al

Abbas bin Taimiyah, dia berkomentar, 'Kalau pihak pembeli

membutuhkan pembelian dari barang tersebut, maka dia sebaikn5ra

membelinya, karena sebenamla dia adalah orang zhalim 1Bng

menghalangi orang lain. Kalau tdak ada syubhat dalam harta

miliknya, maka menghindarinya lebih utama sebisa murEkin."

Pernbelian barang dari orang tersebut, tertrtama dalam

kondisi mendesak, tidak diharamkan, bahkan meskipun dalam

kondisi ada peluang membeli dari omng lain, nalrlun karena

kondisi mendesak maka pembelian barang dari orang tersebut

tidak dimakruhkan. Karena orcmg itu merniliki harb yang

digunakan untuk membeli dan menjual, rnrnun kefika dia

mencegah orang lain dan orang-orang buhrh rnernbeli darinya, dia

menjualnya dengan harga yang lebih mahal, sehingga dia dinilai

berbuat zhalim terhadap orang lain. Tujunn5ra adalah

menempatkannya pada posisi menjual barang lebih mahal dari

harganya dengan menzhalimi orcrng lain, sehing;a para pernbeli
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pun terpaksa membeli darinya. Dalam kasus ini, apa yang dibeli
oleh pihak pembeli tidak diharamkan, namun apa yang diambil
oleh pihak penjualsecara tidak benar yang diharamkan.

Terkadang ada yang mengatakan bahwa dalam kasus ini,
harta pihak penjual bercampur dengan tambahan nilai yang
diharamkan, sehingga stafus hartanya menjadi syubhat. Hal ini bisa
dijawab dari beberapa sisi, salah safunya adalah, orang yang
memiliki harta yang status halalnya lebih dominan boleh
bermuamalah dengan harta tersebut seperti yang dikemukakan :

oleh beberapa ulama fikih Asy-syafi'i dan Ahmad. Namun apabila 
l

yang lebih dominan adalah harta haram, apakah muamalah yang 
I

dilakukan pemiliknya haram atau makruh? Dalam masalah ini ada I

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
I

Kemudian ada yang mengatakan bahwa tambahan nilai I
tersebut tidak berhak dimiliki secara pasti dan diketahui I
pemiliknya, maka yang wajib menurut jumhur ulama, harta yang I
tidak diketahui pemiliknya boleh digunakan untuk kemashalatan I
umat Islam. Ini dilakukan unfuk mencegahnya melakukan I
penambahan nilai agar tidak menzhalimi orang lain. seandainya I
kami menjadikan apa yang dibeli orang-orang darinya sebagai I
sesuatu yang haram, maka ifu artinya kami memperparah kondisi I
karena orang-orang membutuhkan barang tersebut darinya I
meskipun dengan harga yang lebih mahal. Memang yang mereka I
beli dari orang itu haram, namun mereka tidak mampu membeh I
dari orang lain. Ini tenfunya tidak layak unfuk dikatakan, namun I
pembelian seperti itu boleh-boleh saja. Selain itu, pembeli tidak I
menzhalimi siapa puD, karena barang yang dibelinya telah I
diberikan kompensasinya bahkan tambahannya. Orang yang I
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memiliki harta. Apabila pihak yang berhak memiliki harta tersebut

adalah umat Islam atau individu tertentu, maka dia sendiri yang

telah berbuat zhalim terhadap mereka setnua, lantaran dia

mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Sedangkan pihak

pembeli lnng memberikan kompensasi harga barang dan

tambahan nilainSa tidak menzhalimi siapa pun."

Ini jika hartanya bercampur dengan yang lain sehingga

tidak bisa dibedakan tnana harta yang haram. Hak pihak yang

dizhalimi tetap berada dalam tanggungan pihak yang menzhalimi.

Barang-barang yang berada di tangarurya tidak berhak dimiliki oleh

orang-oriang lpng dizhalimi, rnaka penggantiannya pun

dibolehkan, yaihr hendaknya pihak yang menzhalimi menrberikan

apa yang diambilnp secara tidak hak kepada yang dizhalimi.

Seperti inilah lang difatrrnkan oleh ulama. Ini pula seperti

sebagian besar paanggung utang, yang dianggap zhalim ketika

menangguhkan pernbayaran utangnya ketika telah Inampu

menrbalnr, karena Nabi S bersabda,

.ii! gt,J*
" Menunda-nunda pembSnnn ubng oleh oftng tnng

nurmpu adalah kahaliman."

Setelah ihr ketika dia memberikan ganti rugi terhadap apa

yang ada di tangannya dengan ganti yrang srna serta sedikit

tambahan, maka hal ifu boleh menuntt kesepakatan ularna.

Membeli bararrg darinfra pun 6dak dimakrutrkan, nalnun iika dia

menrberikan sumbangan sehingga menghalangi pelunasan utang

yang uajib dibalnr, rnaka dalam hal ini ada dua pendapat ularna.

Namun ada yang mengatakan, orang yang zhalim ihr ketika
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mengambil tambahan dan melakukan transaksi pembelian

dengannya, maka hak pihak yang dizhalimi masih ada pada

barang yang dibeli dengan hartanya. Berbeda dengan utang yang

diperoleh dengan keridhaan pengutang (gharim), karena
pemiliknya tidak memiliki hak pada harta yang diutangkan. Oleh
karena itu ada yang mengatakan bahwa hal ini didasarkan pada 

I

beberapa asal, yaitu: I

Pertama, dirham yang diambil sebagai tambahan tanpa I
hak, apakah hak pemiliknya tetap ada padanya atau bagi pihak I
yang pengambilnya memberikannya dimana pun dia mau? 

I
Dalam kasus ini ulama memiliki dua madzhab tentano I

Dirham, apakah ditenfukan dengan cara ditetapkan secaru Ourl I
dalam akad dan kepemilikan hingga dalam kasus ghashab I
(pengambilan hak orang lain secara zhalim) dan Wadi'ah(titipan)? I

Ada yang berpendapat bahwa hal itu ditentukan secara I
mutlak seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah I
satu riwayat. Ada juga yang berpendapat, bahwa tidak bisa I
ditetapkan secara mutlak seperti pendapat Ibnu Qasim. Ada juga I
yang berpendapat, hal ifu ditetapkan dalam kasus ghashab dan I
titipan, bukan akad seperti pendapat Abu Hanifah dalam riwayat I
yang lain. Ketika barang yang diambil dengan tidak benar I
bercampur dengan barang yang sama sehingga tidak bisa I
dibedakan, seperti yang terjadi pada minyak, susu, biji-bijian dan I
lain sebagainya, apakah percampuran ifu dinilai seperti rusak I
hingga hak pihak yang dizhalimi tetap ada dalam tanggungan, I
kemudian pihak yang menzhalimi menunaikan hak tersebut I
dimana pun dia mau? Atau hak pihak yang dizhalimi tetap ada t

:; 
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pada barang yang bercampur tadi dengan cara dibagi? Dalam

kasus ini ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan

Ahmad.

Seperti yang dimaklumi, dirhamdirham atau uangtang

yang lebih ifu tidak bisa ditetapkan secarct pasti, baik digunakan

unhrk merrbeli sesuafu yang berada dalam tanggrngan atau pun

manfaat. Pihak grang dizhalimi boleh mengambil seukuran barang

yang lebih pada penggantian 5nng nilainya satna, dan itu tidak bisa

ditentukan secaria pasti. Seandainya bisa ditenfukan s@ara pasti,

kenrudian dicampur dengan yang lain sehingga fidak bisa

dibedakan, maka hak pihak Snng dizhalimi pun gugur menumt

salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun bagaimana jika

tidak ada yang bisa ditentukan secara pasti dari asal? Menurut

pendapat mayoritas ulama, pihak yang dizhalimi hanya memiliki

hak grang berada dalam tanggungan pihak yang menzhalimi.

Ini sepadan dengan pemyataan orang 5rang mengatakan,

pihak yang mengelola akad Mudhanbah dan Wadi'ah kefika

meninggal dunia sebelum menetapkan Wadi'ah dan Mudharabh

se@ra pasti, maka itu meniadi utang yang harus diselesaikannSra-

Ulama tidak menjadikan pemilik harta atau pemilik modal

mempunyai hak kecuali pada harta warisan tersebut, karena

tindakan pengabaian pihak yang dititipi dengan tidak membedakan

Wadibh dari ltang lain menimbulkan konsekuensi harus

meniaminann3n atau memberi garansinya. Namun ulama

menggugurkan hak pemilik harta dari barang Sang berasal dari

harta orang lrang meninggal. Mereka juga mernposisikannya

sebagai salah seorang pengutang (debitur) png tidak mampu

manbalar, meskipun barang pada hartanya bercampur- Sebuah

kezhaliman teriadi ketika hal yang wajib ditinggalkan dan Srang
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haram dilakukan. Tindakan pihak yang dititipi barang
mengabaikan kewajibannya untuk membedakan barang-barang
tersebut adalah kezhaliman.

Pendapat ini -yaifu pengguguran hak pemilik harta atau
modal dari barang- meskipun tidak kami pandang, namun fujuan
kami adalah menjelaskan pengambilan masalah pada asal ulama.
oleh karena itu, ketika masalah ini dijabarkan dalam sub
pembahasan (cabang) oleh ulama madzhab Maliki, mereka
mendasari perkara ifu pada landasan bahwa hak pihak yang
dizhalimi berkaitan dengan tanggungan atau penggantian bukan
barang.

Kedua, pihak yang menzhalimi biasanya hanya membeli
sesuatu yang berada dalam tanggungan, kemudian dia
menyelesaikan uang tersebut. Tentang ke-shahil>an hal ini ada
dua pendapat ulama yang terkenal.

Ketiga, kami menerima bahwa hak yang dizhalimi
berkaitan dengan uang orang yang berbuat zhalim. oleh karena
ifu, apabila uang tersebut hilang, maka uang pihak yang dizhalimi
diganti. Inilah pendapat yang diambilnya, yaitu pihak yang
dizhalimi diberi pilihan antara menunfut bagian haknya atau
haknya berkaitan dengan uang orang yang berbuat zhalim,
sehingga uang yang lebih dari harta tersebut termasuk hasil
pengelolaan, keuntungan (benefit), dan lainnya yang boleh
dituntutnya. Namun hal ini ditanggapi bahwa pihak yang dizhalimi
tidak memiliki hak, kecuali sebatas hak yang dimilikinya saja,
sedangkan tambahan kedua yang diperoleh dari hasil pengelolaan
pihak yang menzhalimi didasarkan pada penghentian akad.
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Dalam masalah ini ada yang mengatakan, akad tersebut

tidak dihentkan, sehingga apa yang dimiliki oleh pihak penjual

yang zhalim dari pihak pembeli tidak bisa dimiliki, karena dia

mernilikinya dengan akad yang msak, sedangkan nilai uang yang

ditunaikannya berada dalam tanggungan pihak penjual yang

zhalim. Apa yang dimiliki pihak yang menzhalimi tidak bisa dimiliki

olehnya, tehpi menjadi milik orang-orang yang tidak diketahui,

dan uang mereka tidak boleh diutak-atik kcuali dengan izin

mereka.

Dalam masalah ini ada dua madzhab, goitut

1. Pihak pemerintah atau yang berwenang, seperti hakim

dan pihak-pihak terkait yang boleh melakukan tindakan

terhadap pihak-pihak lang tidak ada di ternpat

berkev.rajiban menyelesaikan utang lpng wajib

dibayarkan oleh pihak penjual dengan harta png berada

di tanganqB.
2. Pihak penjual boleh merninta melunasi utangnga yang

ada dalam tanggungan mereka dari harta png ada di

tanganngn dan dia tidak pedu mernerlukan izin pihak

Snng benuenang seperti hakim. Inilah ma&hab yang

paling slnhih.

Seperti yang diketahui, pemilik uang ifu boleh memintanyra

dari harta orang yang memiliki tanggungan dan tidak

mernbutuhkan izin dari pihak hakim, sepati kasus Nabi $
menrberikan izin kepada tamu yang dizhalimi untuk mengambil

haknya dari tanaman pihak hran rurnah tanpa izinnya. Juga,

seperti kasus Nabi $ memerintahkan isti untuk mengambil harta

suaminya secukupqn unhrk memenuhi kebufuhan arak-anaknya
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tanpa izin suami. Namun apabila hak tersebut diingkari, maka
Nabi S bersabda,

.fiv A g ys,ttAt r, Jl'{v|,tr 
"1

" Tunaikanlah amanah kepada pihak yang diberi amanah

dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadatnu-" Jadi,

bagaimana jika seseorang telah menjual barang lainnya dengan

transaksi jual beli yang rusak dan memegang hasilnya, maka dia

boleh meminta penyelesaian barang tersebut darinya dengan cara

lebih baik dan pantas.

Pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa
pemberhentian akad hingga donasi atau sumbangan-sumbangan

dipenuhi ketika dibutuhkan, maka mereka mengatakan bahwa

orang yang memiliki harta dari hasil ghashab atau Wadi'ah atau
Ariyah, sedangkan dia tidak tahu siapa pemilik uang tersebut,

maka dia boleh bersedekah dengan uang tersebut. Inilah pendapat

Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Namun
menyatakan bahwa apabila pemiliknya muncul, maka uang itu
tidak disedekahkan.

Pemberian ganti rugi dalam kasus ini tidak perlu

dikembalikan oleh pihak pemiliknya ketika mengetahuinya, bahkan

hak penguasaan terhadap barang yang diganti dikukuhkan secara

syar'i ketika diperlukan. Hal ini seperti kasus orang yang

meninggal dunia di satu tempat yang jauh dari pihak yang

diwasiatkan, ahli waris atau pun hakim, orang-orang yang

menemaninyalah selama dalam perjalanan, yang berhak

menguasai harta temannya yang meninggal unfuk disimpan dan

digunakan unfuk membeli segala keperluan temannya yang
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meninggal, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tmnsaksi iual beli

seperti ini boleh dan teman-temannya boleh memiliki barang yang

telah dibeli dan ihr tidak terganh.rng pada izin dari pihak atrli waris.

Tindakan tersebut tentunya tidak termasuk tndakan fudhuli,

bahkan diketahui melalui pernberian hak penguasaan s@arir sgar'i

saat dibufuhkan, sebagaimana halnya mereka (tenran-ternannla)

merniliki hak kuasa untuk memandikan, mengafani iern?ah
temannSla, dan tindakan lairurla, karena oftmg-

orang beriman adalah wali terhadap yrang lain.

Apabila hal ini telah diketahui, maka pihak penjual 3png
menjual barang 3nng dibelinp dengan tambahan tersebqrt dan

memperoleh uang dari pihak pembeli, maka ada yang

berpendapat, jual beli itu rusak dan tidak tergantung pada

pemberian izin, sedangkan pihak pembeli tdak urajib

mengembalikan barang yang telah dibelinya, ,narnun dia harus

mengembalikan trang yang diperolehnya. Apabila pengenrbalian

barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli fidak bisa dihkukan,

maka dia boleh mengambil barang yang sama yang terkadang

nilainp lebih atau kurang dari harga. Narnun lnng umum nilainln

sama.

Begitu puta dengan barang yang dibeli, tambahan pada

barang tersebut dikernbalikan kepada pemiliknla, sedangkan

perniliknya mengembalikan tambahan tersebut kepada yang

berhak. Karena oftrng yang menahan tambahan dari hasil

kezhaliman ketrka tidak dikernbalikan, maka bagi pihak Spng

dizhalimi boleh mengambil dari hartanya yang sudah berada di

tangan pihak p€niual senilai barang tersebut. S€danglon pihak

pern€Elang barang lnng menjual tnrtanya k€fika udak

mengernbalikan trrtanya, rnaka dia boleh il seukuran
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tambahan tersebut. Kemungkinan ini berlaku bagi semua pihak
yang melakukan hansaksi jual beli yang rusak sedangkan
barangnya sudah dimiliki.

Apabila ada yang mengatakan, barang yang dimiliki dengan
akad yang rusak tidak bisa dimiliki, karena masing-masing pihak
memegang barang pihak lain. Oleh karena ifu, apabila
pengembaliannya terhalang, maka pihak yang dizhalimi boleh
mengambil barang seukuran haknya, baik dari jenis hak atau pun
dari jenis lainnya.

Berdasarkan hal ini, tambahan dari uang pihak pembeli

hasil kezhaliman dan tidak bisa dibedakan yang berada di tangan
penjamin yang zhalim, ketika dia menggunakannya untuk membeli
sesuatu, sedangkan pihak pembeli telah menahan tambahan dari
hasil kezhaliman ifu, sementara pihak pembeli telah memiliki
barang yang dibelinya, maka apa yang berada di tangannya ifu dari
harta mereka disejajarkan dengan tambahan yang mereka miliki.
Oleh karena itu, pembelian yang tidak terselenggara dengan harga
yang sepadan dinilai haram. Jadi, bagaimana dengan orang yang

membeli darinya dengan tambahan? Berbeda dengan apa yang

diambil darinya sebagai donasi, dalam masalah ini ada penjelasan

lain yang tidak bisa dipaparkan di sini.

hnu Mas'ud & pernah ditanya tentang seseorang yang

melakukan praktek riba dalam muamalah ketika menambahkan
yang lain, dia menjawab, "ltu semua akhirnya menjadi milikmu dan
biayanya ditanggung oleh orang tersebut.".

Ulama dalam masalah ini pun menjelaskan secara panjang

lebar, namun tidak akan dipaparkan di sini. Dari kasus ini ada

beberapa prinsip hukum yang dibangun, diantaranya: Barang yang
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dimilild dengan akad rusak apakah boleh dimiliki atau tidak boleh?

Apabila seseoftmg melakukan tindakan pada bamng sehingga dia

tidak bisa mengembalikan barangnya, apakah hak itu berpindah ke

dalam tanggungannya? Atau tetap berada dalam harta yang

bercampur dengan barang dan yang digunakan unfuk

menggantikan barang? Masih banyak lagi perrnasalahan yang

serupa.

Kalau lorni mengatakan bahua akadrUa dihentikan,

terutama ketrka fidak bisa mernperoletr izin, seprlrti rnadzhab yang

dianut oleh ketiga uhma fikih flnranr Abu Hanifah, Malik, dan As1,-

Slrafi'r), mdo pernrasalatraruUa pun sangat jelas. Karena pada

urnunnya, orang menerima transaksi jual beli sep€rti ini. Selain

itu, pihak yang dizhalimi meskipun menriliki sedikit hak dalam

harta tersebut lantaran tambahan yary ai*ntin*Uta, rElka
separuhnya menfadi diberikan kepada p€rnilik kedai atau toko

1nng Huat'zhalim tadi, tanpa mernbedakan antara yang sahr

dengan hinnya. lbsus lang sama dengian ini adalatr kasus sahh
s€onng pihak rekanan (syarik) merninta menitnl barang lprrg
dimilih bsama, rnaka pihak }nng tidak rnau menjulrqp dipalca
unhrk meniualryn karena ia adalah rekan bisnisnSra. IGhu pada

salah satu rekanan terrdapat harta png tidak bisa dibagi seperti

halan, sedangkan pihak lainnya menrintanln unhrk menjualryp

dan menrinta bagiannya, rnaka rekanannya dipaksa untuk
melakukan hal ihr menumt pendapat jumhur ularna. Ini juga

madzhab png dianut oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

S€bagian ularna ftkih menriliki menyebutkan bahun ini
adalah ijma', karena hak rekan bisnis berada pada setengah dari

nilai keselumhan, bukan pada nilai separuhnla. Hal ini didasarkan
pada saMa Nabi $ dalam sebuah hadits slnhih,
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"Bamngsiapa memerdekakan bagian tnng dimilikinya dari
seorang budak bersama, sdangkan dia memiliki harta yang cukup
unfuk memba5nr harga budak itu (secara keseluruhan), maka harga
budak itu ditetapkan untuknya. Namun jika tidak, maka budak itu
hanya dimerdekakan sebanyak hak yang dimilikinya dari budak
ifu."

Di sini Nabi $ menjadikan hak rekan bisnis pada separuh

nilai keseluruhan barang lrang dimiliki secara bersama dan
memerintahkan unfuk menetapkan harga utuh budak itu, bukan
separuh bagian rekan bisnis saja.

Kalau memang demikian adanya, maka diketahui bahwa
tambahan yang berasal dari perbuatan zhalim tidak berbeda dari
barang tambahan yang tidak bisa dibagikan kecuali berdasarkan
bagian barang atau bagian kompensasinya. Barang pun terkadang
tidak bisa dikembalikan, sehingga nilai kompensasinya yang
ditentukan. Ini mengindikasikan bahwa pemilik kedai atau toko
boleh menggantikan harta yang berada di tangannya yang diambil
secara zhalim dan dia berkewajiban memberikan rekanannya yang
terzhalimi hak-hak mereka. Selain itu, bisa saja ada yang
mengatakan bahwa hak pihak yang dizhalimi berada dalam
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tanggungan pihak yang menzhalimi saja atau itu berkaitan dengan

barang bersamaan dengan bolehnya memberikan penggantian

untuk menyelesaikan hak mereka, karena tidak ada cara lain

menyelesaikan hak mereka secara adil kecuali dengan cara

tersebut. Maka dari itu, pihak yang membeli barang menerima apa

yang mereka beli dengan pembelian yang halal lagi boleh.

Ini juga menjadi dalil lain yang menegaskan bahwa pihak-

pihak yang membeli tidak menzhalimi pihak manapun ketika

melakukan transaksi pembelian, dan pembelian yang dilakukan

mereka dinilai boleh, sedangkan mencegah orang unhrk membeli

dari orang-orang tersebut adalah perbuatan zhalim yang tidak

pemah dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersamaan dengan

adanya kebutuhan untuk membeli, maka transaksi pembelian

tersebut dinilai tidak makruh, apalagi sampai diharamkan.

Apabila telah ditentukan bahwa yang menjualnya adalah

barang yang ditetapkan dalam akad, maka ini berkonsekuensi

pada penghentian akad, dan penghentian tindakan apa pun pada

harta pemilik yang tidak diketahui tanpa izin demi kemashlahatan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad itu harus dihentikan

terutama ketika dalam kondisi membutuhkan. Inilah madzhab

Imam Malik dan Abu Hanifah. Begitu pula Imam Ahmad

berpendapat, ketika dalam kondisi mendesak, seperti tidak bisa

meminta izin pihak pemilik karena tidak ada informasi sama sekali,

maka dalam kasus ini ada dua riwayat. Al Kharqi dalam kasus ini

memilih pendapat penghentian akad tersebut seperti madzhab

Imam Malik dan Abu Hanifah, serta juga pendapat Imam Asy-

Syafi'i, sehingga tindakan apa pun pada harta orang lain

dihentikan berdasarkan pembolehannya ketika bisa dimintai izin.

Sedangkan orang yang tidak diketahui tidak perlu dimintai izin,
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bahkan dilakukan tindakan tertenfu, demi kemashalatan.
Seandainya perniliknya baru tahu setelah ifu, maka penggantian
tidak perlu dikembalikan, tetapi dia hanln mengembalikan dana
tahmt', seperti haln3p pernilik barang luqathah.

Dari adat k€biasaan diketahui bahwa para pernirik harta

3nng dipertanggungiawabkan tersebut tidak merniliki tujuan sedikit
pun pada dan salah seorang dari p€rnilik tersebut tidak
dipaksakan untuk menjual barangqn dengan tarnbahan. Mereka
mernilih penjualan pihak penrbeli, namun pihak penjual yang
melakukan kezhalirnan kepada mereka. Dalam kasus ini pihak
pemilik harta fidak tahu menahu sehingga dia boleh melakukan
tindakan dengan alcd dan kepernilikan barang. Berbda dengan
kasus pemilik lang nrengetahui kasus tersebut, sebab harus ada
izin darinya unhrk penahanan barang menurut kesepakatan ulama.

Kasus ini sarna derlgan kasr.rs barang ten*ran atau ftqabh
yang tidak dik€tahui penrititmya. Nabi €' bersabda,

"funng tqrunn itu adalah harta nilik Alhh larrg diWkan
kepda siap ap gryDia kehqdaki."

Kalau pihak pen€mu barang lang iatuh atau hilang
menyedekahkann5ra" rnaka itu terganfung pada izin pihak pernilik
ketika dia mengetahuinp, menurut pendapat jumhur ulama.
Namun jika pihak pernilik tidak mengetahui, maka sed€kah ihr
dilakukan dan tidak dihentikan. sedangkan pihak penernu barang
ternuan Sang menjual barang tersebut, tdak dinilai zhalim. Di sini
pihak peniual berlale zhalim, nEunun pihak pernberi fidak
melakukan kezhalirnan, sernentara harta tidak bisa dihilangkan
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atau dirusak, karena berada di tangan pihak penjual yang berlaku

zhalim. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang diambil dengan

penambahan dinilai haram bagi pemilik yang tidak diketahui.

Allah @ menetapkan kepemilikan itu terselenggara demi

kemashlahatan pembeli, sedangkan pemiliknya tidak diketahui

meskipun pihak penjual berlaku zhalim.

Bantahan terhadap Kalangan yang Berpendapat
bahwa Kehalalan di Zaman Ini Sulit Ditemukan atau

Tidak Ada lagi

Yang perlu diketahui adalah, sikap wara'adalah salah satu

ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadits shahih yang berasal

dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi $ bersabda,
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"Sauatu trurg halal adalah jelas dan tpng haram pun jelas,

sdanglan di anbn kduanja (halal dan hamm) ada perkara-
pakam qubhat tnng tidak diketahui oleh keban5akan oftng.
Siap sajiz Wng maningalkan pakam sybhat, maka dia tetah
matyelanntkan agama dan kelzormatan diring. Siapa tnng
terjerunus dalam pakan syubhat, mal<a dia telah terj*unus
dalam Wng hanm, sepati hulnt^ pangembala tnng sdang
mengembahkan tarnkn5m di sekitar pgar pembabs dan hampir
saja dia meleowtin5n. Kekhuilah, saungguhnya setiap pensluasa

memiliki pagar pernbatas, keAhUlah saungguhnya Fgar
petnbabs AIhh adalah sqala yang diharunl<an-N5n. Ketahuilah

di &bm tubuh ada sqampl danh 5nng jika baik,

mal<a baik pula sefuruh tubuh, natnun jika rusak rrnka ruak pula
seluruh tubuh. Kebhuilah itu adalah tnfr." (HR. Jamaah)

Dalam hadits lain disebutkan,

#-jrY u JL,:#;rv e
" Tingall<an apa Wng memgakan dirimu menuju kepada

ap Wng Mak m*agalan diimu."

Hadits ini diriuayatkan oleh Ahmad dari Anas, An-Nasa'i
dari Al Hasan bin Ali, Ath-Thabarani dalam Al lkbir dan
Wabishah bin Ma'bad, dan Al l$athib Al BagMadi dari hnu
Umar.
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Dalam riwayat lain, Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam

Al Ausath dari Umar bin Al Khaththab ;$$, secara marfu'dengan

redaksi,

YV

,!#-,j

" Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. wufu auri

itu, tinggalkan yang membuat dirimu ragu menuiu kepada apa

yang tidak membuatnu tagu."

Selain itu, Nabi $ pemah melihat sebuah kurma jatuh, lalu

beliau bersabda,

,drE y:Ut'u:tf..r ii oei Uol'
" sandain5n aku tidak khawatir kurma ifu bensal dari

sdekah, nisca5n aku memakannYa."

Perlu diketahui bahwa ada beberapa prinsip hukum yang

perlu dikemukakan di awal pembahasan ini, yaitu:

Pertama. tidak semua yang diyakini oleh seorang ahli fikih

tertenfu bahwa sesuatu hukumnya haram adalah haram, tetapi

stafus haram ditetapkan oleh Al Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau

Qiyas yang menguatkan. Semua perbedaan pendapat ulama dalam

masalah ini dikembalikan lagi kepada dasar-dasar hukum tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa ada ulama yang tumbuh dalam madzhab

Imam fikih tertentu atau meminta fatwa dari ahli fikih tertentu atau

mendengar hikayat dari salah seorang syaikh, kemudian dia ingin

menggiring semua orang berpendapat sama dengannya, hal ini

JL.i#+G U ,& irgs &. ixlr
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tentr"rnya sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, ada beberapa contoh

kasus yang sarna, diantaranya adalah masalah ghanimah, yarrg

ditetapkan oleh As-Sunnah agar dikumpulkan dan seperlimanya

dibagikan. Anda bisa melihat permasalahan ini dibahas s@ara

detail dalam pernbahasan jihad dan perjalanan perang.

Kedua, apabila seorang muslim melakukan sebuah

bansaksi muarnalah dan berkeyakinan bahwa ihr boleh dilakukan,

lalu dia menahan atau memiliki harta maka bagi non muslim boleh

melakukan transalsi muamalah dengan harta seperti ifu. Namun
jika dia tidak berkalpkinan bahvr,a transaksi muamalah itu boleh

dilakukan, rnaka seperti png ditegaskan dalam sebuah atsr
bahwa Umar bin Al Khaththab rg mendapat laporan, sebagian

pegawainya mengambil khamer dari ahli dzimmah sebagai jizph,
maka dia berkata, 'Semoga Allah memerangi si fulan! Tidakkah
dia mengetahui bahura Rasulullah $ bersaMa, 'Sanoga Allah

memenngi onngomng Yahudi! Lemak heumn telah dihamml<an

kepda merel<a, rnrnun mq&a menghiasinSa dan manjualnSa lalu

memalan hasil pa{ualannyd." Setelah itu Umar bin Al Khaththab

berkata, "Palingkan mereka dari bansalsi jual beli tersebut dan

ambillah hasil penjualannya!" Selanjutr5ra Umar bin Al Khaththab

menrerintahkan pegawainyra agar mengambil uang dirham 5rang

digunalon mereka untuk membeli khamer dari ahli dzimmah,

karena mereka berkerTakinan hal itu boleh dilakukan dalam ajaran

agama mereka.

Oleh karena ifu, ulama mengatakan bahwa apabila orang-

orang kafir melakukan sebuah hansaksi muamalah sesarna mereka

dengan cata !,ang diyakini mereka boleh, lalu mereka saling

menerima uang, kenrudian mereka masuk Islam, maka uang

tersebut halal. Apabila mereka mernperkarakan uang tersebut
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kepada kita, maka kami akan memberikan pengakuan terhadap

uang yang ada di tangan mereka, baik pengajuan perkara ifu

dilakukan sebelum memeluk Islam atau pun sesudah memeluk

Islam.

Allah @ berfirman,

;)Lg;Ji'u 4)i V'i'ii'tiT WE <r- it\ 
q$-
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"Hai omng-orang yang beiman, bertakwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa iba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

oftng yang beriman." (Qs. Al Baqarah l2l: 2781.

Allah & memerintahkan orang-orang beriman agar

meninggalkan praktek riba yang masih dalam tanggungan dan

tidak memberikan insbrrksi mengembalikan harta yang telah

mereka miliki, karena mereka memandang transaksi tersebut halal.

Apabila seorang muslim melakukan transaksi muamalat dan

dia meyakini bahwa hal itu boleh dilakukan, seperti dalam kasus

hiyal ribawiyah (perdaya riba) yang difatwakan oleh ulama fikih

madzhab Hanafi dan mengambil hasil penjualannya, atau bercocok

tanam dengan ketentuan benihnya berasal dari pihak pengelola,

atau menyewakan tanah dengan bagian yang berasal dari luar atau

kasus-kasus lainnya, kemudian dia memperoleh uangnya, maka

boleh bagi muslim yang lain bermuamalah dengannnya, dengan

harta tersebut. Apabila setelah itu terbukti bahwa muamalah yang

dilakukan itu haram, maka dia tidak wajib mengeluarkan harta

yang diperolehnya. Karena hal ini lebih bisa dimaklumi dan
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dimaafkan bagi seorang muslim daripada seorang non muslim.

Ketika segilintir ularna fikih mempersulit ruang gerak sebagian

orang yang wan'dalam hal ini, mereka pun mengalihkannya

unfuk bermuamalah dengan non muslim dan tidak dengan muslim.

Seperti lnng diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak

memerintahkan seoriang muslim makan dari hasil muamalah

dengan non muslim dan mengabaikan uang dari muslim yang lain.

Batrkan bermuamalah dengan muslim yang lain lebih utama dalam

kebaikan, sedangkan bermuamalah dengan non muslim lebih

utama dalam keburukan.

Ketiga, haram ada dua jenis, yaitu:

a) Haram karena sifatnya, seperti bangkai, darah, dan

daging babi. Apabila benda-benda tersebut bercampur

dengan air, benda cair, atau dengan makanan lainnya,

lalu merubah rasa, wama dan bau, maka itu ditetapkan

haram. Namun jika tidak mengalami pembahan, maka

ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

b) Haram karena tindakannya, seperti barang yang diambil

dengan ara ghasha6 atau dengan akad png rusak.

Apabila b€nda tercebut bercampur dengan yang halal,

maka itu tidak membuat barang yang halal menjadi

haram. Seandainya seseorang mengambil dengan cara

ghashab uang dirham atau dinar atau terigu atau gandum

atau roti, lalu bercampur dengan uangnya, maka

semuanya tidak bisa dinyatakan haram. Bahkan apabila

keduanya sama dan sejenis, maka bisa dipisahkan dan

diambil barang yang halal sesuai ukuran yang dimiliki.

Kalau sumber uang orang lain telah sampai pada

keduanSra, apakah percampuran ifu seperti kasus barang
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yang rusak atau hilang? Dalam kasus ini ada dua

madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama fikih lainnya,

yaitu: Pertama, barang itu seperti kasus barang yang

rusak atau hilang, sehingga pihak yang dirugikan diberi

sesuai haknya dari mana saja harta tersebut berasal. Dan

kedua, haknya tetap ada pada barang itu, sehingga pihak

pemilik berhak meminta haknya dari barang yang

bercampur. Inilah prinsip hukum yang bermanfaat,

karena banyak orang yang mengira bahwa apabila dinar

haram yang bercampur dengan dirham halal, maka

semuanya menjadi haram. Pemahaman seperti ini

tentunya keliru. Ulama hanya bersikap wara' ketika

jumlah uang yang halal hanya sedikit, sedangkan jika

jumlah uang yang halal lebih banyak, maka tidak ada

perbedaan pendapat ulama dalam kasus ini-

Keempat, apabila tidak bisa diketahui siapa pemilik

hartanya, maka harta tersebut disalurkan unhrk kemaslahatan umat

Islam menurut pendapat jumhur ulama, seperti Imam Malik,

Ahmad, dan lainnya.

Apabila di tangan seseorang ada harta dari hasil ghashab,

Ariyah, Wadi'ah atau Rahn, dimana pemiliknya sudah tidak

mungkin diketahui, maka harta tersebut boleh disedekahkan atau

disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Atau diserahkan

kepada pihak yang adil unfuk digunakan demi kepentingan umat

Islam.

Ada juga ulama fikih Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa

harta tersebut dibekukan hingga pemiliknya jelas atau diketahui.

Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama tadi,
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karena iika harta tersebut dibekukan atau ditahan selamanya,
maka harta tersebut tidak akan berrnanfaat sama sekali, bahkan
berpotensi rusak atau kenrungkinan lainnya.

Abdullah bin Mas'ud rs pemah mernbeti seorang budak
wanita, kernudian dia masuk ke dalamnya untuk membalnr harga
peniualan tersebut. lalu ketika dia keluar, dia tidak menernukan
pihak penjual, rnaka dia pun berkunjung ke orangrorang miskin
dan papah untuk menyedekahkan uang pernbayaran tersebut. saat
itu dia berkata, "Ya Allah, ini dari p€nrilik budak uranita itu. Jika
pemilik budak itu terirna, maka ihr menlrdi sedekah bagin3n,
namun iika dia tidak menerima, maka ihr menladi milikku dan aku
berkarajiban mengenrbalikan harta lrang sama kepada pernitikqn
pada Hari Kiarnat."

Menurutku (An-Nawawi): AMullah bin Mas'ud.g
sebenamgn telah mengetahui bahwa dia mernberikan garansi atau
jaminan terhadap tanggungannya kepada pernilik budak wanita
tersebut dan dia ditmtft mengenrbalikan nilai atau harga penjulan
budak itu kedr.ra kalinp k€fika penjtnlnya rnuncur. Dengan
dernikian apa lrang dia sedekahkan tadi meniadi donasi atau amal
sosial pribadinya dan tidak menghalangi kamjibannya mengganti
uang penjual. Begitu pula ada sebagian ularna dari generasi tabiin
yang mengeluarkan fatwa tentang ormg yang mengambil harta
rampasan sebelum dibagikan, lalu pelakunya bertobat setelah
mereka berpisah dengan menyedekahkan harta tersebut unfuk
mereka yang haknln diambil. Fatwa ini pun diterima oleh ulama
generasi sahabat dan tabiin yang mernperoletr informasi tentang
kasus ini, seperti Muawiyah dan ularna fikih syam. Hal ini
menjelaskan asal berikumya.
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Kelima, inilah asal yang menyingkap tabir permasalahan

ini, yaitu bahwa pihak yang tidak diketahui dalam pandangan

syariat, seperti orang yang hilang dan tidak ada peluang

menemukannya kernbali. Karena Allah & berfirman,

W$y-t2i{i'i3*<
"Allah tidak membebani safu jiwa kecuali menutut

kemampuannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 2861.

" Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian." (Qs.

At-Taghaabun [64]: 16).

Selain itu, Nabi $ bersabda,

"Apabila aku memeintahkan sesuafu kepada kalian, maka

lakukanlah semampu kalian." (HR. Muslim dari Abu Huraimh)

Apabila Allah & memerintahkan sesuatu, maka itu
berkaitan dengan syarat mampu melakukan. Apabila tidak bisa

diketahui atau tidak bisa dilakukan, maka kewajiban atau perintah

itu gugur. Oleh karena itu, Nabi S bersabda berkaitan dengan

barang temuan,

f;fr:rY':'fi\;it6

v 
^iti:G 

r:u {Jf 6y
I
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"Apabila pemilik barang t/ang hilang datang, maka
kembalikan kepda perniliknya, namun jika pemitiknjn tidak
kunjung muncul, maka itu menjadi harh Allah yang Dia beril<an

kepada siapa aja Smng dikehendaki;'

Barang temuan adalah barang seseorang yang jafuh dari
pemiliknya. Ketika pemiliknya tidak bisa diketahui, maka Nabi 4$
menegaskan, "Ifu menjadi harta Allah Wng Dia berikan kepada
siapa saja yang dikehendaki." Hal ini menegaskan bahwa Allah
berkehendak untuk hak kepemilikan pemilik barang tersebut dan
memberikannya kepada pihak lang menemukannya setelah

diumumkan selama safu tahun. Ulama pun tidak berbeda
pendapat bahwa setelah barang temuan diumumkan selama satu

tahun, pihak yang menemukan boleh menyedekahkan barang
tersebut. begifu pula dia boleh memilikinya jika memang dia
membufuhkannya.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pihak yang
menemukan boleh memiliki barang temuan ifu saat dia dalam
kondisi berkecukupan?

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, pihak yang
menemukan boleh memilikinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa plhak yang menemukan tidak boleh
memilikinya saat dia dalam kondisi berkecukupan.

Apabila terbukti bahwa itu adalah harta hasil ghasha6 atau
dimiliki melalui akad yang tidak dibolehkan, maka ketika diketahui,
seorang muslim harus menghindarinya. Siapa yang Anda ketahui
bahwa telah melakukan tindakan pencurian harta atau fidak
amanah atau melakul<an ghashad maka pengambilan barang dari
pihak yang di-ghashab secara paksa tanpa hak, tidak boleh
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dilakukan, baik dengan cara hibah atau dengan cara penggantian,

atau pelunasan upah atau harga barang atau pun pembayaran

pinjaman, karena sesungguhnya itu adalah harta pihak yang

dizhalimi.

Apabila harta itu dimiliki berdasarkan penakwilan yang

berlaku dalam madzhab sebagian ulama fikih terkemuka, maka

Anda boleh menyelesaikannya dari uang hasil penjualan barang,

upah, pinjaman, dan yang lainnya. Apabila kondisinya tidak

diketahui seperti orang yang hilang, maka menurut hukum asal,

harta yang berada di tangan seorang muslim menjadi miliknya, jika

dia mengaku bahwa dialah pemiliknya atau dia menjadi wali,

seperti dalam kasus wali yatim dan wali baitul mal; atau dia

menjadi wakil atau agen. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh

seorang muslim atau dengan cara kepemilikan atau penguasaan,

maka dia boleh melakukannya.

Apabila kondisi harta yang berada di tangan seseorang

belum juga diketahui, maka perkara itu didasarkan pada hukum

asal, kemudian jika uang ters ebut di-ghashab sementara Anda

tidak tahu menahu hal tersebut, sedangkan sesuatu yang tidak

diketahui seperti yang tidak ada, maka pengambilan uang hasil

penjualan, upah pekerjaan, ganti rugi pinjaman berbeda dengan

pengambilan Anda terhadap barang temuan, karena barang

temuan diambil tanpa ada ganti rugi, dan pemiliknya tidak

diketahui. Pemilik harta tersebut belum diketahui, berbeda dengan

ini, karena Anda mengambilnya sebagai ganti rugi terhadap hak

Anda, jadi bagaimana bisa itu diharamkan kepada Anda? Namun

jika harta seseorang diketahui bercampur dengan sedikit harta

haram, maka tidak bermuamalah dengannya lebih baik sebagai

benfuk sikap wara'. Namun jika diketahui bahwa hampir semua
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hartanya berasal dari harta haram, maka ulama berbeda pendapat.

Sejartiqn, seorang muslim yang terjaga adalah muslim yang tidak

membiarkan perkara syubhat menpsup dalam muamalahnya.

Oleh karena itu, orang lnng meninggalkan muamalah tersebut

karena sikap wan', maka itu artinla dia telah membuat perkara

atau ajaran baru dalam Islam (baca, Bid'ah) yang tidak pemah

ditetapkan Allah dahm Al Qur'an dan Hadits.

Demikian apa lang dikemukakan oleh hnu Taimiy4nh.

Sementara ifu Dr. Muhamrnad Naiatullah, peraih nobel

penghargaan dari Raia Faishal dalam study Islamnya !,ang
diberikan oleh Rrsat Shrdy Ekonomi Islam Intemasional yang

bermarkas di Universitas Al Malik AMul Aziz, Jeddah, yang

diterjemahkan oleh Dr. Rafiq Al Mishri dengan judul "Mengapa

Harus Bank Islam", mengatakan:

Sektor Investasi dan Ketidakefektifan Pendanaan
dengan Utang

Sebagai langkah awal, mari kita melihat kembali keterkaitan
peminjam dan pernberi pinjaman dari sudut pandang pemberi

dana atau pemberi pinjaman. Tenfunya, yang diinginkan adalah

rasa tenang unfuk melunasi pokok pinjaman disertai dengan

manfaat atau bunga png ditetapkan dalam syarat. Jaminan yang

paling baik untuk itu adalah meminjamkan uang kepada pihak

yang menyelmggarakan akad pinjaman lang layak diberikan

kucuran kredit atau dana. Maksudnya orang-otang png memiliki

harta benda yang dinilai ctrkup melunasi utang dengan komitmen
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dari mereka. Ini tidak berarti bahwa pihak yang memberikan

bantuan finansial tidak memeriksa proyek yang diinvestasikan

senilai pinjaman tersebut, dengan tujuan menciptakan rasa aman

terhadap keselamatan dana kredit yang dikucurkan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal itu boleh dilakukan, namun

kegiatan ini menernpati posisi kedua dalam pertimbangannya. Dari

sisi lain, barangkali dia bisa saja mengabaikan kemungkinan-

kemungkinan yang meragukan untuk proyek yang dicanangkan,

ketika pihak peminjam memberikan lampu hijau untuk

mengajukan jaminan yang kuat, sedangkan dia termasuk pihak

yang layak diberikan kucuran kredit secara utuh, maka kredit

tersebut diberikan kepada mayoritas individu yang dipandang layak

menerima kucuran dana, bukan kepada individu atau pelaku bisnis

yang menjalankan banyak proyek yang menjanjikan keunfungan

besar. Apabila pihak yang memberikan dana tidak mencapai harga

pasar unfuk memperoleh keuntungan seperti yang ditetapkan

dalam syarat akad yang mereka buat bersama pihak peminjam,

maka semua prediksi tidak kembali dengan realisasi keunfungan

sedang berdasarkan asumsi mereka secara langsung.

Yang sering mereka asumsikan adalah keamanan, dimana

dalam kondisi yang paling baik bisa meminta prediksi yang logis

terhadap keuntungan yang cukup unfuk membayar manfaat yang

ditetapkan secara legal dalam akad. Sedangkan kemungkinan

keuntungan tertinggi adalah standar ekonomi2T yang menarik dana

27 Kami menetapkan hal ini namun membiarkan yang lain seperti semula.

Hal ifu dilakukan dengan fujuan study ini, karena mungkin masih ada prioritas

sosial dan standar lainya, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan
barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, lang mengarahkan pihak
penyandang dana atau manajemen atau kedua belah pihak secara bersamaan.

Sfudy ini sebenam5n. tidak menyinggung masalah-masalah tersebut sebagai ukuran
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investasi ke dalam proyek, bukan proyek lain yang diprediksikan
kurang memberikan prosentasi kannfungan, dinilai gagal dalam
merealisasikan fujuan mempengaruhi pihak pemberi dana. sebab,
dana khusus yang kembali kepada mereka tidak kunjung membaik
seperti halnya kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Dalam rangka menetapkan ukuran dampak ekonomis
dengan standar yang lebih jelas, mari kita membayangkan bahwa
dalam suafu wakfu, ada sejumlah proyek besar yang memberikan
kemungkinan prosentasi keunhrngan lebih tinggi dari prosentasi

manfaat pasar (market interaf. Hal ifu dihitung berdasarkan
perkiraan pihak manajemen dan penSnrplai dana. Semua tingkat
ketidakyakinan (uncerbin9) yang berkaitan dengan semua prediksi
adalah safu. Berdasarkan hal ini, maka semua proyek yang ada
bisa diurutkan secara bertingkat menurut prosentasi keunfungan
yang diprediksikan dari masing-niasing proyek. Begitu juga kita
bisa mengurutkan proyek-proyek yang sama secara bertingkat
menumt kelaSnkan proyek yang diajukan oleh pihak manajemen.

Terlihat jelas bahwa proyek-proyek tersebut tidak bisa
diposisikan sama dalam kedua umtan tersebut. Selain ifu,
kemashlahatan atau kepentingan masyarakat hanya bisa
direalisasikan dengan baik ketika proses penyuntikan dana kepada
proyek berjalan dengan baik sesuai urutan pertama, yaifu urutan
yang didasarkan pada keuntungan (profit).

Pengucuran dana berdasarkan biaya tetap secara akad
hanya mengikuti batasan urutan kedua yang didasarkan pada
kelayakan pihak-pihak yang melakukan akad pinjaman. Dalam

unhrk membandingkan antara efektivitas regulasi berserikat dalam memperoleh
keuntungan dan efektivitas regulasi yang berganfung pada interest.
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regulasi yang didasarkan pada manfaat atau intera\ profit yang

diprediksikan tidak memperoleh pengaruh dalam menjawab

pengkhususan pelaku bagi dana investasi. Sebab, synrat-syarat

yang diajukan untrk memperoleh dana tersebut hanyalah syarat

semata, kemudian setelah berlalu dikatakan, "ltu adalah pinjaman

yang membawa manfaat-"28

Sekarang mari kita tinjau keterkaitan pihak pernberi

pinjaman dan pihak penerima pinjaman dari sudut pandang pihak

penerima. Siapa pun yang menggunakan dana investasi pasti

sangat ingin memanfaatkannya sebaik mungkin untuk memperoleh

keuntungan atau profit sebanyak mungkin. Inilah yang

menyebabkan harus ada inovasi dalam sarana produksi dan

pelatihan menggunakan sarana baru. Hanya saja komitrnen yang

ditetapkan dalam akad, yakni mengembalikan modal dan

memberikan manfaat atau interat, tanpa melihat kinerja, dinilai

sebagai batasan qAas, terutama untuk proyek-proyek yang

berskala kecil dan perkebunan kecil yang tidak memiliki dana

talangan khusus unhrk menyelamatkan usaha pemiliknya, jika

mereka tdak mengandalkan penerapan sistem baru yang

memberikan keuntungan yang cukup.

Oleh karena itu, sebisa mungkin dana investasi tersebut

dikucurkan pada unit usaha yang menjanjikan prosentasi profit

yang tinggi. Namun itu tergantung pada sebesar apa tingkat

keyakinan, sebab sebuah proyek berjalan di bawah komitnen
pengembalian modal usaha disertai dengan keuntungan yang

28 Oleh karena itu, sangat sulit menerima pemyataan yang menyebutkan
bahwa harta interest pasar biasanya memiliki dua peran, salah satunya adalah
pembagian barang modal yang tersedia di tengah-tengah masyarakat antara
pemanfaatan atau penggunaan yang merealisasikan hasil produksi terbaik ... Uh.
Al Iqtishad, karya Boll Sam Lesson, cet. Kesepuluh, hlm. 602.
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ditentukan dalam akad. Penolakan pihak penyandang dana atau

modal untuk membagi kondisi darurat ketika merasa tidak yakin

dengan investasi menghalangi masyarakat memperoleh
panghasilan yang mernadai unfuk menghasilkan modal lev,at alur
pernbaharuan dan penggunaan tekhnologi baru.29

Dengan demikian kita mampu mencapai hasil optimal,
dimana profit yang diinginkan dalam afuran yang didasarkan pada

manfaat pendanaan proyek produksi berganhrng pada sejauh

mana hal itu berdampak pada realisasi prifatisasi dana investasi

yang efektif. Hal itu dikarenakan syarat yang berkaitan dengan
pernberian dana t€rs€but.

Dr. Ash-Shiddi<1i lanjut berkomentar:

Sektor Investasi dan Ketidakadilan Pendanaan
Usaha dengan Utang

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa pendanaan

proyek atau unit usaha dengan utang atau pinjaman yang

memberikan manfaat tidak berhasil menarik dana investasi unfuk
digunakan meningkatkan produksi. Di sini kami ingin menjelaskan

bahwa sistem pendanaan seperti ifu adalah cara yang melanggar

29 Kata pembatrannn lebih komperhersif daripada penglrnaan ungkapan
penggunaan tekhnologi baru. Sebagaimana lnng dimaklumi oleh para ekonom
bahwa png pertama mencakup penambahan semua gang masuk dalam konsep
atau pernahaman dasar terhadap kreatifitas, seperti memprodutrsi barang baru
atau menemukan lokasi pasar baru ....
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dan menyebabkan pendistribusian income dan kemakmuran

semakin parah di tengah-tengah masprakat.

Modal uang lang diperoleh oleh pihak manajemen dari

pihak penyokong dana digunakan unfuk membeli barang-barang

yang kebutuhan yang dinilai wajib unhrk mengorganisir unit usaha.

Usaha ini kemudian membeli atau menyediakan bahan-bahan

dasar dan perangkat lainnya unhrk digunakan oleh pihak pekerja

dan pegawai. Dana ihr digunakan juga unfuk menye\ ra gedung

dan tanah. Itu semua mempakan beban biap tetap. Pengembalian

dana itu tidak akan terlihat kecuali setelah proses produlsi dan

pemasaran hasil produksi telah dilakukan. Sementara harga jual

barang-barang tersebut belum diketahui secara mq;akinkan dan

pasti sejak awal proses pengerjaan. Selain itu, resikonya

tergantung pada harga jual yang dilepas dinilai cukup untuk

membiayai beban produksi dan meninggalkan profit. Namun

perkiraan ini bisa saja sesuai dengan kenptaan atau tidak sesuai.

Ini berarti bahwa komihren yang dibuat dalam akad untuk

mengembalikan dana pinjaman disertai intqat tidak sesuai

dengan kondisi nyata. Sehingga tidak boleh mamjibkan pihak

manajemen mernberikan intqest atau manfaat k€trka keunfungan

Sang diperoleh dari perputaran modal atau dana investasi tersebut

tidak positif.

Pemyataan sebaliknya seperti lnng b€rlaku dalarn

manajemen yang fokus prrda interat atau manfaat mengharuskan

mernpertimbangkan modal uang sebagai dasar untuk

menghasilkan nilai, padahal kenptaannp tdak seperti itu.

Pertambahan nilai merupakan fenomena lpng teriadi di pasar, dan

bukan sebuah keharusan yang berdiri sendiri dalam modal uang.

Dengan mempertimbangkan ketidaklpkinan harga produksi, rnaka
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bisa saja nilai produksi menghabiskan modal lebih besar daripada
nilai modal itu sendiri, atau sama atau lebih sedikit. Inilah kondisi
yang sebenamya tanpa melihat pihak mana yang menggunakan
modal uang tersebut, apakah dia adalah pemiliknya sendiri
ataukah pihak lain yang meminjamnya. Ini juga dinilai sah tanpa
melihat syarat yang digunakan dalam peminjaman, apakah itu
sesuai prosentasi keuntungan tetap atau ada dasar yang lain.

Satu-satunya hipotesa yang logis berkaitan dengan kondisi
manajemen adalah dia melakukan berbagai upaya sebisa mungkin
unfuk memperoleh keunfungan, karena gajinya selalu berganfung
pada pendapatan yang masuk, sementara potensi kerugian dalam
sebuah usaha bermula bukan dari tingkat manajemen saja, tetapi
juga dari kondisi alam yang melingkupi unit usaha (baca: Iklim
usaha). Memang benar, terkadang pihak manajemen menyatakan
bahwa iklim usaha sedang tidak kondusif, hanya saja hal itu tidak
bisa dinyatakan benar tanpa adanya realita yang mendukung,
maksudnya terjadi kerugian yang ditanggung oleh pihak
perusahaan. Oleh karena itu, fidak adil kiranya kita
mengenyampingkan realita tersebut ketika dana usaha dipinjamkan
untuk digunakan dalam bisnis yang menunggu adanya realisasi
keunfungan. Dengan kata lain, tidak layak kiranya menentukan
secara pasti keuntungan pasti, ketika iklim usaha tidak kondusif.
Artinya bahwa dana dari pihak pencari keuntungan positif harus
juga menanggung beban ketidakkondusifan iklim tersebut.

Ketika sebuah bisnis mengalami kerugian, maka pihak
manajemenlah yang menanggung kerugian tersebut dan membayar
interest dari harta khususnya. Bisa juga hal itu menimbulkan
dampak ketidakmampuan atau kefakuman sementara pada
aktivitas manajemen berikutrnya. Hal ini tentunya sangat
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disaSnngkan dari kaca mata individu atau pribadi, sebagaimana

halnya ketika dilihat dari kacamata sosial.

Kerugian yang dialami, seperti yang telah dikemukakan

tadi, tidak mencerminkan buruknya manajemen, karena sudah

seu,rajamya kita terkadang gagal dalam menjalankan beberapa

proyek bisnis. Oleh karena ifu, yang perlu diingatkan kepada pihak

manajemen adalah mereka berada dalam kondisi gagal sehingga

mereka tidak memperoleh upah balas jasa terhadap pelayanan

lang selama ini mereka berikan, apalag mereka tidak

menghasilkan kanntungan apa pun. Hal ini mestiqn membuat

mereka lebih cerdas dalam menyikapi kondisi tersebut di kemudian

hari.

Kalaupun pihak manajemen diberikan sanksi terhadap

sebagian harta 1rang ada, maka hal ini cukup sulit untuk

dilegitimasi, karena tindakan seperti ifu akan mendorong pihak

pernilik modal rnelakukan tindakan seperti halnya dua pihak yang

saling melakukan akad pinjaman dan diberi upah lebih banyak,

daripada memotir.rasi mereka unfuk membeberkan resiko bisnis

yang akan mereka tanggung, baik dengan menginvestasikan secara

langsung dalam proyek atau bisnis khusus mereka, atau yang tidak

langsung seperti mengajukan jaminan terhadap pinjarnan 3ang
mereka peroleh unhrk menjalankan bisnis lainnSa.

Sistern niaga lrang mengggunakan pinjaman, dan ini
merupakan salah safu format pendanaan eksternal png berlaku

pada bisnis produksi, sebenamln menopang kondisi penantian

yang pasif dan meletakkan unsur aktifitas manajemen dalam

kordisi gang buruk. Hal itu teriadi karena para pemilik modal png
mernilih pinjaman dan penantian, menjadikan merelo secara
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berkala lebih makmur seiring berjalannya waktu, sementara para
pemilik modal yang memilih membeberkan kekayaan dan
kemampuan mereka menghadapi resiko bisnis tidak memiliki
jaminan seperti itu.

Dalam skala ekonomi global, urutan yang tepat berakibat
pada pengucuran harta kekayaan dari pihak manajemen yang

mengalami kerugian, karena selalu saja ada pihak yang mengalami

kerugian, kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan

demikian kondisi harta kekayaan tersebut dapat menarik lebih

keuntungan, dimana pihak manajemen berkewajiban mengatasi

iklim bisnis yang tidak kondusif dengan memberikan kompensasi
kerugian dari keunfungan yang diperoleh dari usaha sebelumnya.

Harta kekayaan tambahan yang dikucurkan kepada pihak
pemberi dana dari pihak perusahaan yang memgi tidak muncul
dari dana cadangan atau tambahan yang tercipta dari penggunaan

modal uang yang dipinjami oleh pihak perusahaan. Apakah
kerugian tersebut berarti lain, disamping bahwa proses produksi
yang mengalami kerugian, gagal dalam menciptakan harta
kekayaan tambahan. Berdasarkan hal ini maka pengulangan

pembagian harta kekayaan yang ada untuk kebaikan pemilik dana
merupakan tindakan yang tidak adil. Ketika kita tidak meletakkan

kezhaliman yang diwajibkan pada sistem interat dalam sumber
pertimbangan, maka pembagian income dan kekayaan secara

zhalim semakin parah seiring dengan berlalunya wakfu. Inilah
kondisi yang mau tidak mau melemahkan pihak manajemen dan
menguatkan posisi pemberi dana.

Dalam beberapa kondisi; terkadang penggunaan dana
pinjaman dari bank oleh pihak produsen menimbulkan keuntungan
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yang berlimpah yang kembali kepada pebisnis, sedangkan yang

kembali kepada pihak bank hanya sedikit dalam bentuk interat
Oleh karena itu, perubahan syarat yang ditetapkan dalam

pengajuan dana atau modal, dimana kanntungan atau profit modal

sesuai dengan kzuntungan yang diperoleh s@ara nyata, hams

mencerminkan keadilan dan berperan dalam perbaikan efektifitas

privasi dengan meminta pihak bank untuk mengecek perusahaan

yang berpotensi besar memperoleh keunfungan unfuk diberikan

bantuan dana segar. Selain itu, funfutan keadilan tersebut harus

terealisasi secara keseluruhan ketika terjadi pembahan dalam

syarat yang menyebabkan pihak bank memperoleh barang

Wadi'ah (deposit) dari khalayak, dimana keuntungan dari barang

Wadibh ihr sesuai dengan keunfungan yang diperoleh bank secara

riil. Keuntungan lang diperoleh pihak bank akan dilakukan dalam

kondisi tersebut hingga pembagian keuntungan yang paling tinggr

diberikan kepada pihak yang memiliki Wadi'ah.

Perlu dijelaskan pula bahwa kezhaliman yang terselubung

dalam sistem bunga berdasarkan hak Snng dimiliki oleh pihak

penabung dan pihak pemberi pinjaman semakin bertambah dalam

kondisi inflasi, dimana kenaikan prosentasi interqt lebih rendah

daripada kenaikan harga dan profit. Oleh karena itu, pihak png
menitipkan barang Wadi'ah (deposrt) bisa saja memperoleh s@aret

konkrit pengembalian yang tidak positif, ketika prosentasi interat
lebih rendah daripada kenaikan harga. Selain itu, pihak bank tidak

bisa menjaga percepatan antara prosentasi interqt dari piniaman

dan kenaikan harga, karena mernbiarkan para pebisnis

merealisasikan keunfungan inflasi. Dengan demikian, perpindahan

dari manfaat ini ke dalam keikutsertaan rasio ketrnhrngan akan

menghilangkan kezhalirnan tersebut.
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Kredit Konsumtif

Terserapnya utang dalam sektor konsumsi lebih banyak
dikarenakan dua faktor yang berbeda:

Pertama, kondisi konsumen yang butuh dan tidak bisa
membayar biaya belanja di pasar atau pun di rumah sakit.

Kedua, kondisi konsumen yang ingin memperoleh mobil
atau mmah, namun tidak mampu membayar harganya secara

hrnai, namun dia memiliki harapan dapat melunasinya dalam
jangka waktu tertentu.

Kalau tidak mempertimbangkan kondisi konsumen yang
membufuhkan bantuan, maka kita akan menemukan bahwa tidak
ada perbedaan antara kondisi pertama dengan kondisi manajemen
yang bergerak di belakang dana investasi tersebut. selain ifu, tidak
ada peluang unfuk memperoleh keuntungan materi terhadap
nominal yang dipinjamkan kepada konsumen tersebut. Bahkan,
tidak ada nilai produktifitas dalam kondisi tersebut. Sementara
masyarakat sejak dulu mengetahui bahwa itu adalah tanggung
jawab sosial sebagaimana halnya negara-negara makmur membuat
kondisi tersebut sendiri. Permasalahan konkritnya adalah
bagaimana bisa memberikan bantuan tanpa memberikan sokongan
kepada bithalah iradiyyah (pengangguran), atau salah safu kondisi
nyata yang efesien atau kondisi buruk lainnya. Tenfunya, pinjaman
yang memberikan manfaat tidak tepat untuk fujuan tersebut,
karena hal itu mengakibatkan minimnya keuntungan bersih
terhadap bantuan tersebut, atau mengakibatkan hilangnya manfaat
secara total.
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Kita dengan mudah melihat bahwa apabila nilai atau harga

pada dana yang dipinjamkan lfunds loanabld tidak diletakkan pada

sektor produksi, maka sudah bisa dipastikan itu akan berdampak

pula pada harga yang diletakkan pada sektor konsumsi, meskipun

dalam kondisi tidak adanya hasil produksi yang baik terhadap

modal usaha dalam sektor tersebut sebagaimana lrang mereka

asumsikan pada sektor produksi. Nilai pada sektor konsumsi ini

mernberikan contoh dasar terhadap pinjaman mata uang asing dan

membenfuk sumber permasalahan terhadap kelompok masyarakat

fuqara. Selain ifu, ia juga menjadi sumber sengketa yang biasan5a

berujung pada pengalihan barang-barang yang dimiliki oleh pihak

peminjam yang jumlahnya sedikit kepada kekayaan pihak pemberi

pinjaman.

Kondisi kedua, kondisi komsumen yang menginginkan

pinjaman unfuk mer:nbeli barang yang bersifat konsumtif, meskipun

hal itu bisa dilirik sebagai investasi yang terkadang memberikan nilai

efesiensi png lebih dan tambahan daya bagi pihak konsumen unhrk

memperoleh income hanya saja kondisi ini tidak sesuai dengan

kondisi jtnl bdi dengan sistern pinjaman (hire pwchasQ atau krdit
asuransi linsblment crdilyang berlaku saat ini.

Kondisi-kondisi tersebut sering disusupi oleh barang-barcmg

meunh dan saran yang mou,rujudkan sejumlah kepuasan, narnun

hampir tidak melerrati batas kemampuan pendapatan. Memang

benar dalam koridor yang menjadi bahan pertimbangan pada

barang-barang konsumsi umum bahura itu menrpakan investasi

lrang menyebabkan p€rtumbuhan kemampuan konsumen

menrperoleh incomq sehingga bisa menerima ide pengembalian

ketrnhrngan dari investasi ini, hanln sartr hasil penjualan tetap tidak

bisa dipastkan (tidak stabil) dan tidak bisa diprediksikan hingga
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pada batas apa berada dalam iklim dimana ia lebih besar dalam

iklim investasi untuk barang produksi. Dengan demikian tidak ada

hasil produksi lrang bisa dipastikan diterima oleh pasar. Tambahan

asumsi income terkadang dapat diperoleh dan terkadang tidak

dapat diperoleh. Ketika income tambahan itu bisa diperoleh, maka

ada sejumlah unsur yang menalek neraca yang nienyebabkan

pelaksanaan pemberian keuntungan hasil penjualan barang

konsumsi umum menjadi lebih sangat sulit. Oleh karena itu,

kondisi ketidakstabilan pemberian nilai hasil keuntungan investasi

dalam barang-barang konsumsi umum membatalkan klaim rasio

tetap kanntungan yang diperoleh dari pinjaman llang
digelontorkan unfuk tujuan tersebut.

Baru-baru ini, tercatat adanya sejumlah peningkatan volume

l$edit konsumsi lconsumtion crdil dalam sejumlah daerah dan

negara. Lima puluh persen keluarga di Amerika Serikat

memanfaatkan kredit ini30 sehingga jumlah pemba5ramn angsuran

kredit konsumsi hampir mendekati seperempat pemasukan yang

diberikan (disposable incomdl pada tahun 7979.31

Karena beberapa faktor umum, beban pela5anan barang

secara kredit menunfut adanya rasio keunfungan yang sangat

ilnggr untuk pengucuran kredit (instalment crditt. Harga yang

dibayar oleh pihak konsumen untuk jenis ini lebih tinggi daripada

harga pasar yrang telah ditetapkan. Oleh sebab ifu, tdak heran hal

ini menyebabkan adanya peralihan investasi pelaku bisnis kepada

30 David Kablefizh, Kegelisahan Konsumen, cet. Al HurrJ, Nal York,
1994, hlm. 9.3l Majalah Time, edisi 17 Febmari 1970, hlm. 46
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kredit konsumsi yang terkadang berujung pada tamf hidup yang

lebih rendah.32

Kemudahan memberikan barang, promosi barang secara

agresif, dan propaganda dengan intensitas tekanan yang sangat

tinggi mendorong mayoritas keluarga mengambil kredit sampai

pada batas sulit ditolerir jika disesuaikan dengan jumlah harta png
ada, atau disesuaikan dengan pendanaan masa depan yang

dinantikan.

Membuat rencana unfuk membeli mobil dan sedikit

menabung sertia tersedia utuk pihak pembelinya fidak

mengharuskan lebih banyak daripada jumlah tanda tangan yang

sedikit. Itu tentunya merupakan hal lain.33

Pemberian kredit konsumsi menyebabkan peningkatan

utama terhadap permintaan yang tidak bisa diteruskan kecuali

dengan adanya perh.rmbuhan kredit lexponential growtl). Ada
banlnk upaya kontinyu yang dilakukan unfuk menarik sejumlah

besar orang dengan cara memberikan pengurangan harga

pembalnmn (diskon) dan kemudahan syarat pengambilan barang.

Namun cara seperti ini tidak bisa bertahan lama, meskipun saat ini

masih saja ada. Bahkan, semakin merebak meskipun dalam

kondisi inflasi. Hal itu teriadi karena kenaikan harga yang

diasumsikan menipu konsumen unhrk tertrs melakukan pembelian

secara kredit. Hal inilah yang menyebabkan semakin

32 David Kablefitzh, hlm. 286
33 Stan Berson -salah satu konsultan kredit konsumsi di [.os Angeles-

berkata, "Tidak mengherankan bahwa kita melihat ada orang yang berumur 26
tahun dengan pendapatan sedang kurang lebih 1000 dolar per bulan merniliki
jumlah tanggungan laedit antara 10 ribu sampai 12 ribu dolar unhrk sepuluh atau
lima belas kepada kreditur." Lih. Majalah Time, edisi 18 Februari 1980, hlm. u16.
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meningkatnya inflasi harga dan menyebabkan kondisi semakin
gawat serta memperparah krisis ketika benar-benar terjadi.

Pastinya, lembaga yang memberikan kredit konsumsi
dengan mudah yang bertanggung jawab terhadap sejumlah kondisi
lemah yang menimpa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara
langsung. Disamping itu, hal ini menimbulkan 'pengaruh yang
dapat membunuh semua level ekonomi. Karena kondisi tersebut
membiarkan keluarga perkotaan berada dalam tekanan mental
atau depresi yang sangat besar, sehingga membuat rumah tangga
hancur bahkan berujung pada penyakit dan kehilangan pekerjaan.
oleh karena itu, sangat mungkin jika pihak pemberi kredit berakhir
pada kehancuran total dari aspek ekonomi dan lainnya.

Intervensi sosial guna menghindari masalah ini sulit berhasil
tanpa upaya memberantas lembaga{embaga tersebut hingga ke
akar-akamya. sebelumnya kita telah mengetahui bahwa tidak ada
gunanya pengambilan keuntungan tetap dari kredit konsumsi.
Kalau yang diinginkan adalah memperrnudah pembelian barang
konsumsi umum, maka yang harus dilakukan adalah membuat
cara altematif unfuk mewujudkan fujuan tersebut, karena sistem
saat ini yang buruk tidak memungkinkan menghindarinya lewat
perbaikan yang tidak menghilangkan akar permasalahan, yaifu
pengambilan manfaat dari pinjaman, kemudian berpindah dari
utang antar individu kepada utang yang bersifat umum atau utang
pada negara lewat surat-surat yang diletakkan di pasar dan diberi
nama utang publik (public loanl.
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Utang Publik

Kebutuhan pemerintahan baru terhadap utang atau

pinjaman sebenamya muncul karena tiga faktor yang beragam;

Pertama, sebuah pemerintahan membutuhkan pendanaan

jangka pendek untuk memenuhi kebuhrhan belanja dan

pemasukan. Kebuhrhan ini secara instan terpenuhi dengan cara

transaksi jual beli tasurry bilb.

Kedua, pemerintah juga membuhrtrkan pendanaan jangka

menengah dan jangka panjang untuk indusbialisasi sektor publik

dan pelayanan publik seperti listik, hansportasi dan lainnp.

Ketiga, panerintah membufuhkan sumber keuangan Snng

besar untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh

bencana alam dan pemenuhan dana keuangan wajib unfuk

menufupi belanja pertiahanan selama terjadinya perang.

Dalam kondisi pertama di atas, tidak ada produksi atau pun

keuntungan yang bisa disisikan unfuk modal uang pinjaman.

Penetapan harga pada dana pinjaman (loanable fundt di pasar

investasi hingga mengharuskan pemerintah membayar manfaat

abru interat pinjaman jangka pendek png biasanya diperoleh

leuat jual beli tasutry 6//s, dimana waktu kepemilikannya telah

dekat, dan mernbayar premi atau intqatdi akhir transaksi berupa

pajak revenu6, hanya saja beban adiministasi pajak dalam

kaitannya dengan interqt atau premi png dibaprkan dianggap

sebagai pernborosah sosial, disamping hal itu mernbentuk beban

tambahan pada level ini. Itu sernua dikarernkan urutan yang dibuat

fidak sistimatis.
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Pendanaan sektor industri dan surat-surat sektor publik
dengan pinjaman berbau riba pada kondisi kedua sebenamya
muncul dari ketimpangan yang menyertai investasi pada sektor
khusus. Nilai produksi pada investasi pada sektor publik
merupakan produksi yang tidak meyakinkan, disamping itu
merupakan kondisi yang terjadi pada sektor privat secara persis.

Dari situlah pemberian jaminan profit positif untuk pihak yang
mengajukan modal dana dinilai sebagai tindakan yang tidak adil,
karena menimbulkan akibat beban kerugian secara keseluruhan
ditanggung oleh masyarakat, sementara pemilik modal dana diberi
jaminan tambahan pada kekayaan mereka.

Hampir semua pinjaman publik yang nilainya besar jatuh
dibawah kendali negara-negara maju. unfuk kondisi ketiga, muncul
selama perang yang pendanaannya diperoleh dari tambahan utang
riba. Mayoritas pinjaman tersebut diputar secara kontinyu. surat-
surat berharga lama dapat diganti dengan yang baru ketika telah
jahrh tempo, sedangkan premi atau interest dibayarkan dari
perolehan pajak. Inilah perolehan pajak yang wajib dibayarkan
karena ada nilai atau harga yang diletakkan pada pinjaman yang
diberikan pada pasar investasi. sebenarnya, kondisi kebufuhan ifu
sendiri dan pemanfaatan sumber-sumber dana yang efesien
menghalangi adanya penambahan nilai keuntungan. Sedangkan
pada kondisi pertama tadi, kita bisa mengasumsikan bahwa pajak
diwajibkan pada setiap individu yang mampu dimana surat-surat
berharga yang mereka miliki diberikan bunga atau premi,
dan pajak itu pada hakikatnya lebih tinggi daripada premi yang
dimiliki, dimana dengan ifu beban administrasi pajak dapat
tertutupi.

I
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Karena standar pinjaman saat ini sangat besar, maka

pelunasan akhimya tidak memerlukan pertimbangan yang serius.

Satu-satunya media sejarah yang berfungsi unfuk meringankan
beban berat utang hanya bisa dilakukan ketika terjadi inflasi, hanya

saja inflasi tersebut menciptakan kemashalahatan yang sangat

dalam untuk keberlangsungannya sehingga menyebabkan
pemerintah mengalami kendala lantaran besamya utang unfuk
mengontrol strategi stabilisasi yang efektif.

Konsep negara sebagai sebuah institusi yang sejahtera

mencerminkan kondisi rak5akrya dan bekerja unfuk memberikan
jaminan kemashalatan rakyatrya dengan upaya keras dari
individunya yang saling bekerjasama, sebenamya bertolakbelakang

dengan realita kervajiban membayar premi atau bunga dana 5rang

diperoleh untuk menghadapi kondisi ekstim, seperti perang,

kelaparan, dan bencana alam. Ifulah konbadiksi sejarah 3rang

diwariskan dari kapitalis lrang bekerja dan dari hasil didikan
individu png eskhim.

Pencarian solusi selama inflasi berarti bahwa kita harus

mengenlnmpingkan dampak sosial dan ekonomi lnng
menghantam stabilitas masyarakat. Kemudian meningkat kepada
pinjaman yang dimiliki oleh pihak pemerintah.

Pinjaman Luar Negeri (Intemational Monotery)

Dana pinjaman intemasional dahm tiga dasawarsa akhir-
akhir ini senrakin bertanrbah. Hampir sernua pinfrunan ini
terkadang semakin kompleks selarna b€rada dahm proses
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pengembangan (developing) yang dialami oleh semua penjuru

dunia kecuali dua puluh bagian. Pendanaan ler,rnt pinjaman, baik
oleh pihak pemerintah atau pun pihak swasta atau ls,vat agen dari
sebuah negara menimbulkan asumsi untuk membanfu
pertambahan produksi di berbagai bidang yang pada akhirnya
membuatnya berada dalam kondisi mampu melunasi pinjaman
beserta bunganya. Mereka melegalkan sistem ini dengan
berpatokan pada nilai produksi yang diasumsikan pada modal
dana, namun terlihat jelas bahwa ketidakyakinan nilai produksi
bagi modal dana lebih besar pada sektor ini, dan hal itu terjadi
karena beberapa sebab.

Pinjaman yang diperoleh oleh negara-negara miskin tidak
semuanya diperunfukkan untuk pengembangan, namun
diperunfukkan juga untuk pendanaan konsumsi darurat. Dalam
beberapa kondisi diperunfukkan juga untuk anggaran belanja

negara. Di hampir semua kondisi hal ifu terjadi untuk jasa

pelayanan terhadap sistem yang tidak merakyat dalam kekuasaan
yang hanya melayani kepentingan pihak peminjam (investor).

Penggunaan dana yang tidak produktif tersebut terkadang tidak
bisa mengembalikan dana asal, apalagi menciptakan nilai tambah
unfuk melegalkan pembayaran bunga.

Apabila pinjaman luar negeri tidak dimanfaatkan untuk
tujuan produksi, seperti biasanya hal itu menimbulkan kondisi yang

mengemcut pada sejumlah besar keefektifannya dalam melayani
kepentingan jangka panjang. Karena pihak pemberi pinjaman

biasanya membuat strategi. yang didesain r1nfuk melayani
kepentingan mereka secara khusus melebihi pelayanan terhadap
kepentingan negara yang menerima dana banfuan. Bahkan, bisa

saja dana bantuan tersebut diikat dengan ketentuan yang
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mengekang kebebasan negara bersangkutan dalam menenhrkan

sumber penyuplaian barang dan jenis tekhnologi.

Selain itu, ada pula dampak negatif lainnya terhadap

pengembangan, yaifu penderitaan yang terus menimbulkan

semakin buruknya pembagian incomq bersamaan dengan

ketidakstabilan kondisi sosial yang muncul dan semakin

meningkatnya pemborosan sumber daya. Inilah dampak negatif

dari watemisasi sistem pendidikan. Dari sudut pandang pihak

pemberi pinjaman dan pen-rsahaannya dengan beragam

kewarganegaraannya, menrpakan manuver unhrk menciptakan
pasar baru bagi para pengekspor, dan membuat ekonomi semakin

tunduk kepada sistem ekonomi khusus yang diusung mereka.

Dana bantuan sebenamya adalah istilah halus terhadap pinjaman

yang menuntut adanya bunga. Kepentingan pihak pemberi

pinjaman memberikan bantuan pinjaman lunak lebih besar

daripada kebufuhan negara pengutang, karena pertumbuhan

negara mereka sulit berlanjut tanpa melibatkan ekspansi pasar

global atau asing. Pembuatan senjata hanya berfungsi sebagai

contoh kongkrit dalam masalah ini.

Ada pula hal lain yang terjadi pada sektor ini yang sama

dengan apa yang terjadi pada sektor konsumsi. Wilayah yang

miskin selalu melakukan pinjaman hingga meleuati batas

kemampuannla. Hal inilah yang mengelabui mereka unfuk

menggunakan sumber-sumber yang diperoleh leunt cara tersebut

unttrk penspnaan Sang ceroboh atau tidak tepat. Bahkan wilaph
tersebut b"laiar menyesuiakan diri dengan berbagai sarana dan
prasarana. Seandainla Anda belajar unttrk mengendalikanqp
dengan menabung, berperilaku ekonomis, be.keria dengan

sungguh-sungguh guna mernbangun rENa depan Spng lebih cerah.
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Kemudahan pemberian pinjaman, peluang
keberlangsungan pinjaman serta ketidakberdayaan melihat peluang
untuk melunasi pinjaman, menyebabkan semakin parahnya
kondisi. Yang paling layak disalahkan dan dicerca atas sistem yang
digunakan dalam menjalankan kontrak ini, yaitu kewajiban
mengembalikan pinjaman disertai bunga, tanpa melihat hasil
konkrit dari penggunaan sumber dana tersebut.

Sistem yang digunakan dalam interaksi moneter
internasional menciptakan dorongan kuat unfuk meminjam dan
mudah diperoleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Satu-
satunya cara unfuk menerapkan sistem tersebut diadopsi oleh
semua negara adalah dengan membuka peluang sebesar-besamya

unfuk membebani dirinya dengan utang, yaifu pinjaman unfuk
melayani utang-utang lama dan pinjaman unfuk menangguhkan
penghitungan terakhir. Sehingga seseorang tidak bisa lagr

membayangkan cara lain untuk melanjutkan program mereka
kecuali dengan cara berutang.

Apabila kita tidak bisa meninggalkan utang yang
mewajibkan pembayaran bunga, maka safu-safu solusinya adalah
mengandalkan pengucuran sumber-sumber kekayaan dari orang-
orang kaya kepada pihak miskin dengan sistem pembayaran
transfer langsung (direct transfer paymenfi dan kerjasama. Dengan
demikian dana bantuan itu dapat digunakan untuk meningkatkan
produksi, mengembalikan dana lewat hasil produksi, dan
pembagian keunfungan konkrit untuk investasi. Harapannya, kita
dapat melirik solusi altematif ini untuk fase berikutnya, namun
solusi altematif ini terkadang tidak bisa menyelesaikan kondisi yang
dihadapi oleh pihak penggadai.
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Sistem saat ini menggiring negara-negara berkembang

unfuk memanfaatkan pinjaman berbunga hingga nilai pinjamannya

mencapai 400 milyar dolar Amerika,34 dengan bunga dan jumlah

konsumsi yang melebihi 40 milyar dolar Amerika dalam satu

tahun.35

Ketika tiga akad temporer dalam pemberian dana pinjaman

membuat negara-negara pengutang tercukupi atau tanggung

jawabnya menjadi lebih ringan, maka apalagi jika hal itu bisa

merealisasikan dana lebih unfuk melunasi pinjaman. Inilah kondisi

nyata sistem ekonomi intemasional yang membuka peluang unfuk

menekan negara-negara peminjam dengan kuat. Oleh karena ifu,

negara-negara berkembang mulai melirik bantuan, yaitu dengan

memanfaatkan se@ra maksimal banfuan tersebut, sebagaimana

halnya hikmah dari utang riba dalam konteks kerjasama ekonomi

intemasional telah dikesampingkan, bahkan tanpa memberikan

hak mempertimbangkan. Yang perlu dikernukakan di sini adalah

lembaga{embaga pemberi pinjaman dengan bunga mqpkini hak

kepemilikan individu secara egois yang terpusat pada satu individu

sehingga tidak meninggalkan kondisi nSnta dunia modem. Hal ih,r

karena lembaga tersebut tidak rnau melihat kondisi sumber daya

alam, kondisi lang muncul pada negara-negara tertenfu, kondisi

sejarah masa lalu, funfutan hidup berdampingan, dan rasa saling

mencintai antar sesarn penduduk dunia.

Sebenamya masSnrakat intemasional sangat mernbututrkan

sistem ekonomi baru yang berbeda dari sistern ekonomi lBng

I NeunWeek, edid 31 Maret 1980, hlm.4l
35 Maqryint 4bhfrtah tn ij,tinm'g4dh, Wa$'qi Tdf* At Bank Ad-

Dauli, no. 700n9,4 Oktober 1979, mengrrngkapkan balun ada 37,6 rdb,ar
dohr pada tahun 1978.
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diadopsi saat ini. Namun sayangnya masyarakat intemasional tidak
merasakan pentingnya menghilangkan sistem bunga dalam
transaksi yang bersifat materi antara si kaya dan si miskin, seperti
mengambil langkah pertama dalam rangka menuju perubahan
yang dimaksud. Setelah itu Dr. Ash-Shiddiqi melanjutkan
pembahasan dengan judul:

Ketidakseimbangan Pendistribusian Pendapatan dan
Kekayaan

setelah menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh
sistem bunga dalam beberapa sektor ekonomi yang penting,
sekarang kita menoleh ke dampak yang ditimbulkannya dalam
pembagian pendapatan dan kesejahteraan di tengah-tengah
masyarakat.

Lembaga pinjaman biasanya memberikan bunga tetap yang
menjaminkan penggelontoran sumber dana kepada pihak
pengutang yang notabene jumlahnya lebih banyak kepada pihak
pemberi pinjaman yang jumlahnya sedikit. Dalam hampir semua
kondisi, pinjaman tidak membuat pihak peminjam memperoleh
kesejahteraan tambahan yang dapat digunakan unfuk membayar
bunga kepada pihak peminjam. Inilah yang berlaku pada pinjaman
konsumsi dan hampir semua pinjaman yang diberikan kepada
pemerintah.36 Ini pula yang berlaku pada sejumlah pinjaman yang
digelontorkan pada sektor bisnis, dimana ketika sebuah proyek

36 Bahkan kredit pada barang dagangan yang menjadi korsumsi umum
mampu meningkatkan efektivitas perdagangan, yang akan bertambah pesat di
masa mendatang.
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mengalami kerugian, atau hanya memperoleh keunfungan yang

rasionya lebih sedikit daripada rasio bunga, maka dalam kondisi
seperti ini, lembaga pemberi pinjaman dengan bunga adalah pihak
yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengalihan suplay
yang tersedia dari pihak peminjam kepada pihak pernberi
pinjaman. Dalam salah safu kondisi, yaitu kondisi manajemen yang

berhasil memperoleh keuntungan melebihi rasio bunga, tidak ada
pengalihan suplay yang tersedia, karena bunga dibayarkan dari
sumber dana cadangan yang telah disediakan dari penggunaan

dana pinjaman.

Selain itu, hampir semua dana kredit yang diberikan oleh
pihak bank hanya diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Itulah dana
segar yang muncul bersamaan dengan proses pinjamanan dan

faktor penyebabnya. Dana segar yang tidak bisa disejajarkan

dengan suplay barang yang ada pada level pertama, berfungsi

sebagai alat unfuk mengembalikan atau menormalkan bagian dari
kesejahteraan masyarakat kepada pihak pemberi pinjaman.

Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, ada safu bagian

kekayaan saja yang dialihkan atau ditransfer dengan cara ini
didatangkan dari kekayaan cadangan yang didapatkan dari usaha
produksi terhadap dana pinjaman bank.

Begitu pula lembaga yang memberikan pinjaman dengan

bunga dan terkait dengan pemberian kredit lebih mengandalkan

proses pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, dimana pihak
penyokong dana dapat mengendalikan pengucuran dana secara

kontinyr unfuk kesejahteraan masyarakat yang ada maupun
cadangan.
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Ini pun sejalan dengan sistem pemberian pinjaman yang

berlaku di dunia intemasional, karena lembaga dana moneter
intemasional membebankan pihak peminjam bunga sebesar

70,25o/o dan mengembalikan dana kepada pihak pemberi dana
sebesar 9,2250/o.37 Pihak pemberi pinjaman dana ifu adalah
kelompok maqnmkat kaya yang dibutuhkan oleh masyarakat

miskin unfuk menutupi kelemahan ekonominya dalam neraca
pendapatannya dalam benfuk mata uang asing.

Pinjaman dalam bentuk inilah yang berlaku di bank-bank

intemasional dan agen-agen penyedia dana banfuan. Dari
pemaparan di atas, kita bisa mengetahui bagaimana dan mengapa

dana pinjaman yang diberikan kadang mengalami kegagalan untuk
meningkatkan kesejahteraan tambahan bagi negara-negara lang
menerimanya. Apabila sampai gagal, maka pembayaran bunga

dilakukan dengan pengalihan kekayaan lnng ada dari negam-

negan miskin kepada negara-negara kaya. Kondisi ini tidak
pemah dibayangkan ada dalam sebuah sistem dimana keunfungan

berkaitan erat dengan cadangan kekayaan utama, bahkan tidak
bisa ditentukan secara pasti sebagaimana yang berlaku dalam
sistem bunga.

Sistem bunga adalah faktor utama png bertanggung jawab

terhadap semakin buruknla dishibusi income dan kekapan pada

sebuah negara. Bahkan, pengorganisasian dana umum yang

diberikan untuk mengendalikan kondisi di beberapa negara belum

berhasil melawan laisis tersebut. Jalan yang paling baik adalah

melihatnp sebagai alat untuk semakin memperparah kondisi tidak
sehat, 1nifu penciptaan sisterr tersebut.

u Ash-Stnt ifah Al Yaungah Al Inldli4rtnh, Saudi Gazette, Jddah, edisi
30 Maret 1980.

1
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Semakin tinggi pemusatan kekayaan dan keberlangsungan

pengucuran dana dari yang banyak hingga yang sedikit, baik

memberikan jaminan kepada satu negara atau antar negara,

keduanya masih menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik
yang berujung pada kegoncangan kecil dan besar, dalam benfuk
pemberontakan masyarakat petani, pemogokan yang dilakukan
oleh tenaga kerja, perang saudara, serta perang dunia. Hal itu
dikarenakan jurang pemisah yang muncul antara kalangan

minoritas dari masyarakat kaya dengan kalangan mayoritas dari

masyarakat miskin, membenfuk ancaman terhadap kondisi

keamanan dan kestabilan dunia.

Kekuasaan yang Terpusat

Apabila pihak penguasa dalam batas tertenfu bertanggung
jawab terhadap kekayaan, maka saat ini perannya dalam

masyarakat materialistik modem lebih banyak. Bersamaan dengan
pemusatan kekayaan pada satu wilayah, maka berlaku pula

kekuasaan yang terpusat pada safu wilayah, baik secara ekonomi
maupun politik. Dalam masyarakat seperti Amerika Serikat, -
dimana dasar kekuasaan ekonomi bukanlah pihak berkompetensi,

tetapi hak kepemilikan dan pengendalian kapital abstract yang

memberi pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan

para pemilik bank yang menjadi penguasa utama bagi modal

dalam perusaahaan besar atau disebut juga dengan para pemberi

pinjaman-38 dalam penelitiannya, dalam bukunya Madlul

38 David M. Kotz, At-Tahal*um Al Mashrafi Biqr$aril<at At Kabirah fil
Wilalat Al Muttahidah, Brokllye, cet. Universitas Califomia, edisi1978, hlm. 1t18
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Tahakkum Al Masharif Bisysyarikat Al l{abinh dimana Kotzh
menyudahi pemyataannya, "Pengendalian tersebut memiliki
dampak terhadap level tertinggi dari pemusatan konsenhasi untuk
kekuasaan ekonomi dan politik yang efektif."39

Dia melanjutkan, "Bank-bank komersil saat ini telah
menjelma menjadi pemegang saham terbesar pasar modal dan
pemberi pinjaman terbanyak. "4o

Pemusatan kekayaan pada pihak minoritas (orang-orang

kaya atau pemilik modal) menyebabkan mereka semakin kaya,

bukan karena pemiliknya mempunyai pengalaman, pengetahuan,

dan keahlian daripada yang lain. Bahkan karena mereka memiliki
kekayaan, dimana kelebihannya kembali kepada lembaga-lembaga
yang menggunakan prinsip bunga. Kekuasaan mengiringi
kekayaan dan kecenderungannya pada kenyataannya semakin
terpusat. Ketika kelompok masyarakat yang jumlahnya mayoritas
semakin miskin, maka semakin jauh pula jurang pemisah antara
mereka dengan para pernilik modal. Inilah yang membenfuk
gambaran palsu terhadap demokmsi, sebab pers dan partai seperti
halnya lembaga-lembaga masyarakat lainnSn yang memanfaatkan
transaksi bunga, tunduk kepada upaya terorganisir para pemilik
kekayaan dan kekuasaan, bahkan dimanfaatkan unfuk kepentingan
mereka semata.

3e David M. Kotz, Madlut At-Tahat*um Al Mashnft Biqrgprikat At lhbinh,
adikel permasalahan ekonomi, jil. Xm, no. 2, edisi Juni 1979, hlm. 42.

40 lbid. rrlm.423.

I
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Kecendemngan Mengalami Inflasi

Salah satu dampak serius yang ditimbulkan oleh sistem

bunga adalah kecenderungan kuat bagi pihak bank untuk

melakukan ekspansi kredit yang berlebihan. Selain itu, sebab

tersebut tersembunyi dalam cara yang digunakan unhrk

menciptakan uang dalam sistem yang berdiri di atas prinsip bunga.

Sebagaimana sebab ini pun berkaitan dengan tabiat proses

pinjaman dalam bank-bank komersil.4l

Pinjaman merupakan proses yang pada dasamya berkaitan

dengan kelayakan pihak peminjam atau kemampuannya dalam

menjamin pengembalian pinjaman dengan bunga. Indikasi yang

paling utama dalam masalah ini adalah nilai kekayaannya, yaifu

harta yang dimiliki selama peminjaman. Sedangkan prediksi usaha

yang menggunakan dana pinjaman, hanya bisa masuk dalam

hitungan pihak pemberi pinjaman jika berada dalam dana

cadangan atau pertahanan kedua. Produktifitas usaha yang

diidamkan bukanlah hal paling penting bagi pihak pemberi

pinjaman. Dari situlah tidak ada keterkaitan antara menciptakan

uang baru dan menciptakan kekayaan baru ls,vat penggunaan

pihak produsen terhadap dana tersebut. Dengan demikian

penambahan suplay uang lewat pengadaan kredit pada bank-bank

komersil tidak meningkatnya suplay barang dan pelayanan. Karena

hal itu tidak diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Selain itu, ada

41 Tindakan bank central mengadakan uang yang memiliki kekuatan nilai
yang tinggi juga bergantung pada pinjamanannya kepada pihak pemerintah,
namun ketika aktilitas bank tidak dilalankan di atas prinsip pengambilan
keuntungan, maka secara keseluruhan hal itu menjadi kanrenangan pihak
pemerintah yang membuat kebijakan yang bersifat politis.
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juga sejumlah aktivitas yang tidak produktif yang bisa saja muncul
dari aspek yang lain. Bersamaan dengan ifu, aktivitas ifu sebaiknya
menguasai dengan baik pinjaman perbankan, bukan unfuk tujuan
lain, tapi demi kelayakan pihak-pihak yang mencari dana kredit.

Ketika keunfungan bank yang diperoleh dari dana pinjaman
dan pengadaan kredit tidak bergantung pada penggunaan uang
oleh pihak produsen, maka dari sifu muncul peluang unfuk
menciptakan dana kekayaan tambahan atau cadangan, karena hal
itu berlanjut hingga meskipun tidak ada prediksi 5rang bakal terjadi.
Keunfungan tersebut bisa direalisasikan dalam kondisi seperti ifu,
berupa kenaikan harga. Inilah yang menciptakan kecenderungan
yang kuat untuk terjadinya inflasi. Tidak ada lang bisa
mengendalikan kenaikan keuntungan bank komersil lebih baik
daripada kenaikan level harga. oleh karena itu, mengapa pihak
bank merasa khawatir ketika ada indikasi bahwa suplay uang
melebihi suplay bamng dan pelayanan?

Ada pula hubungan 5ang sangat erat antara pengadaan
uang dan pengadaan kekayaan, yang bisa muncul dengan cara
mengikuti proses pengadaan kredit investasi bagi pihak produsen,

ltang mana keuntungann5a diperoleh dari produk yang efektif,
seperti png telah dijelaskan pada bagian berikutrgra.

Setelah itu Dr. fuh-shiddiqi merangkum penjelasannya
dengan mengernukakan solusi altematif lnng layak dilakukan guna
menyelamatkan individu dan mas5rarakat dari perangkap riba, yaifu
sistenr Airdh atau Mudlnnbh, yang telah lorni nukit dalam
pernbatnsan Aidh.
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PEMBAHASAN RAHN (GADAI,AN)

Asy-Syirazi ds mengatakan: Boleh mengadakan

akad rahn sebagai jaminan utang dalam perjalanan,
berdasarkan firman Allah 6,

b
4 1t=t'ua;*, L;) Ay \,34 ?3 fr & i& "g

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah
frdak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendakn5n ada barang
tanggungan yang dipegang. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2831-

Boleh juga melakukan akad rahn ketika tidak
dalam perjalanan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan
oleh Anas rg,

'+ Gb irt *S 9b t,r "t, 
,u,3t '"ol

!)\t#|'*is*t
'Bahwa Nabi S pernah menggadaikan baju

besinya kepada seorang Yahudi dan beliau mengambil
gandum dari gadaiannya untuk keluarganya-'
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Penjelasan:

Allah s berfirman,z4jii;) Qyira^${|fi& Bog
" Jika kamu dalam (dan bermuamalah tidak sqam tunai)

sdang kamu tidak memperoleh seorang penulis, mal<a hendaknSn

ada banng tanggungan tnng " (Qs. Al Baqarah [2]:

283). Maksudnya adalah jika kalian meminjam hingga waktu

tertentu, sedang kalian dalam perjalanan, dan kalian tidak

menemukan seorang penulis (pencatat) yang akan menulis.

hnu Abbas berkata: Atau mereka menemukan penulis,

namun mereka tidak menemukan kertas atau tinta atau pena,

maka adakanlah pengganti penulisan itu dengan barang

tanggungan (jaminan)yang dipegang oleh orang VanS 
lemiliki 

hak

(debitur). hnu Abbas bertendensi dengan firman Allah, U;i'S;
"Maka hendakn5n ada bamng tanggungan trang dipqang."
Karena akad mhn tidak bisa terselenggara kecuali dengan adanya

penerimaan, sebagaimana pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i 
l

dan mayoritas ulama. Berdasarkan ayat ini pula para ulama yang j

lainn5a berpendapat bahwa barang gadaian hanrs ada di tangan si I
penerima gadai. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian I
ulama ada yang sepakat dengan riwayat ini. Berdasarkan ayat ini I
pula utama dari golongan salaf berpendapat bahwa akad mhn I
tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, pendapat ini I
dinSatakan oleh Al Mujahid dan 3nng lainnf. I

Adapun hadits Anas diriwayatkan oleh Ahnnd, Al Bukhari, I
An-Nasa'i dan lbnu Majah. 

I
Rdal<si, CSI/.- + "Kepada seorrng Yahudi." Ini I

sebagaimana yang telah diriwaptkan oleh Aar$nfi'i dan Al I
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rr!t
&t ,iol', hl3zvJJYJe::j *s

Baihaqi dari jalur periwayatan Ja'far bin Muhammad, dari

ayahnya,

ti + G:: irt'#5 *v tnr J,';r;. r'"ol

.y'a,ib u; bitr: a1grr;-nr
"Bahwa Nabi S menggadaikan baju besinya kepada Abu

Asy-Syahm seorang Yahudi dari keturunan Bani Zhafar, sebagai

jaminan peminjaman gandum." Abu Asy-Syahm adalah kunyalr
nya, sedangkan Zhafar adalah orang terdekat Bani Al Aus, dia

merupakan sekutu bagi mereka.

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,

sedangkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan

makna hadits yang sama,

Xrll

,y :yGv 
"E\U:* 

ryxyy
"Pada saat Rasulullah ,g$ wafat, baju besi beliau sedang

digadaikan kepada seorang Yahudi sebagai jaminan utang tiga

puluh srla'gandum." Dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i

dari jalur ini adalah redaksi 'i-*, "sebagai jaminan dua puluh."

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Baari, "Bisa jadi itu kurang dari

tiga puluh. Dalam satu riwayat terkadang ada penambahan sedikit

dan terkadang tidak."
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Bahasa:

Secara etimologi mhn artrnya adalah penahanan, diambil
dari kata, ti3.St 'gt "Sesuafu itu tertahan," jika ia ada dan tetap.

Termasuk dari kata ini adalah firman Allah &,'r4 6*,o- ?
" Tiaytiap din berbnggung javvab atas apa tnng telah
diperbuabzSn "(Qs. Al Muddatstsir [74]: 38).

Sedangkan secara terminologi rahn adalah menjadikan
harta sebagai jaminan atas utang, agar harta itu menjadi ganti
utang tersebut ketika kreditur tidak dapat melunasinya. rahn juga

digunakan unfuk barang gadaian, yaifu menamai maf'ul bih
dengan isim mashdar, jamakrrya adalah ruhun (cfrl) dan rihan

(0610, seperti l<ata kutublC-{31dan kitablQgl. Intinya nhnadalah

penetapan, dan dari kata inilah yang terjadi saat ini.

Hukum: Akad rahn adalah akad yang telah disepakati
kebolehannln, dalam hal ini juga terdapat dalil keabsahan akad
mhn pada saat berada di rumah, ini adalah pendapat mayoritas

ulama. Sedangkan pembatasan dengan ayat dalam perjalanan, 6gj

'*ji i6) riy ita^$ {3 # 6; ;X * Jika karnu datam perjatanan

(dan bermuamalah tidak se@m tunai) sdang l<amu tidak
metnperoleh seomng penulis, maka hendaknSa ada furang
tanggungzn Wng dipqang. " (Qs. Al Baqarah [2]: 2831, hanyalah

keluar pada tempat keluar yang biasa, maka tidak dapat dipahami
bahwa ini adalah ketidakbolehan akad rahn pda saat di nrmah,

karena adanya beberapa dalil hadits yang mensyariatkannya pada

saat di rumah (tidak bepergian). Dan juga biasanya dalam
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perjalanan tidak terdapat orang yang akan mencatat utang, maka

al<ad rahn ini tidak dibutuhkan kecuali dalam pedalanan.

Mujahid dan Adh-Dhahhak menentang pendapat ini,

keduanya mengatakan: Akad rahn trdak boleh dilakukan kecuali

dalam - perjalanan, ketika tidak-..menemukan orang yang akan

mencatat utang. Dengan pendapat ini, Daud dan Ahlu zhahir

berkata, "Dan ada beberapa hadits yang menunjukkan dalam hal

ini." hnu Hazm berkata, "Apabila si penerima gadai menyaratkan

barang gadaian yang ada di rumah, maka hal itu tidak boleh

baginya, namun jika si penggadai menyefujuinya, maka boleh. Ada

beberapa hadits yang menunjukkan hal ifu."

Al Imrani mengatakan dalam Al Bagn Dalil kami atas

kelegalan al<ad nhn pada saat di rumah adalah riwayat,

';tP...... t iia

'o..1 b ub;rt *s {tb IuF&
v'$3. l).t .y bGv'J?fi tfi#Jt;et
abb i'rb ,tts ,fr$\ 9# ,jf :y'rG

'f))*Vlt&utt*
"Bahwa Nabi $ berutang k"pulu Abu Asy-Syahm seoftmg

Yahudi sebanyak tiga puluh srla' gandum unfuk keluargan5n

setelah kembalinga beliau dari perang Tabuk di Madinah, dan

beliau menggadaikan baju besinya png seharga 400 dirham

kepadanya."

Dalam khabar ini terdapLt beberapa faidah diantaranya:
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1. Dibolehkannya akad rahn, karena Nabi $ pemah

melakukannya.

2. Kebolehan melakukan akad rahn pada saat di rumah,
karena beliau pemah melakukan al<ad rahn pada saat

beliau di Madinah, dan Madinah adalah kampung
halaman beliau.

3. Boleh melakukan transaksi dengan orang yang memiliki
harta halal dan haram, selama tidak diketahui mana yang
halal dan mana yang haram, karena Nabi $ melakukan

transaksi dengan seorang Yahudi. Dan sudah masyhur

bahwa orang Yahudi menghalalkan hasil penjualan

khamer dan pembuatannya.

4. Akad mhn hdak rusak sebab matinya si penggadai,
karena pada saat Nabi S wafat, baju besi beliau sedang

digadaikan.

5. Bahwa pembebasan utang sah dan pihak kredifur harus
menerima, karena sesungguhnya Nabi $$ Udak pindah

berhansaksi dengan para sahabatnya yang kaya raya
seperti Utsman dan AMurrahman, sebab beliau
mengetahui jika beliau berutang kepada mereka pasti

mereka akan membebaskan utang beliau. Andai saja

pembebasan utang tidak sah tanpa adanya penerimaan
(persetujuan) dari pihak kredifur, maka pasti beliau tidak
akan menerimanya. Maka Nabi $ memilih bertransaksi

dengan orang Yahudi yang telah diketahui bahwa dia

akan tetap menunfut haknln, dan karena al<ad nhn
mertrpakan sebuah jaminan, maka akad mhn boleh
dilakukan pada saat di rumah, seperti halnln tanggungan

dan persal<sian.
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Ibnu Al Mundziri berkata, "Kami tidak menemukan seorang

pun yang menentang kebolehan akad rahn dilakukan pada saat di

rumah kecuali Mujahid, dia berpendapat, akad rahn tidak boleh

dilakukan kecuali pada saat diperjalanan, karena Allah &
mensyaratkan perjalanan dalam akad rahn. "

Asy-Syafi'i rS. berkata setelah menyebutkan firman Allah

&,

&,,Ft rty i* {)'i rly r!i{. Ail qtd-

i:ciVAro'#e1Z$e
" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara htnai untuk waktu yang ditenfukan,

hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis

di antara kamu menuliskannya dengan benar. " (Qs. Al Baqarah

l2l:2821. Dan firman Allah &,
buii !;r t1,y i,r4 

?5 fr & lK "g
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak

s&ara funai) sdang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang. " (Qs. Al

Baqarah 121 2831.

Dia berkata: Sangat jelas bahwa dalam ayat ini terdapat

perintah pencatatan pada saat di rumah maupun di perjalanan.

Dan Allah S menyebutkan tentang rahn. Jika mereka melakukan

perjalanan, lalu mereka tidak menemukan orang yang hendak

mencatat, maka yang dapat dipahami -wallahu a'lam dalam ayat
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Dan Allah @ menyebutkan tentang rahn. Jika mereka melakukan

perjalanan, lalu mereka tidak menemukan orang yang hendak
mencatat, maka yang dapat dipahami -wallahu a'lam dalam ayat
ini adalah mereka diperintahkan untuk mecatat dan memberikan
jaminan, sebagai bentuk kehati-hatian bagi orang yang memiliki
hak dengan adanya jaminan dan barang, supaya dia tidak lupa.
Bukan berarti Allah mev,rajibkan mereka untuk mencatat, dan

mengambil barang jaminan, karena Allah @, berfirman, 6 iY

Vrt f<1i " Akan tetapi jit<a sebagian kamu mempercaSai

sebagian tnng lain." (Qs. Al Baqarah lzh 2831. Maka 5ang dapat
dipahami adalah bahwa jaminan hak dalam perjalanan serta dalam
keadaan kekurangan tidak diharamkan jika dilakukan pada saat di
rumah serta dalam keadaan tidak kekumngan. Dan tidak apa-apa
memberikan jaminan dalam sebuah hak yang dibayar dengan
segera dan utang, baik pada saat di rumah maupun dalam
perjalanan. Apa yang telah aku katakan ini, aku tidak menemukan
pertentangan ulama di dalamnya.

AsySyafi'i rs, memaparkan sebuah hadits Nabi $ yang

menggadaikan baju besin5ra kepada Abu Asy-Syahm, kemudian dia
berkata: Utang adalah hak yang telah terselenggara, setiap hak
dari sesuafu yang dimiliki atau sesuafu yang telah terselenggara

sebab safu cara dari sekian cara, maka boleh melakukan al<ad nhn
di dalamrya, dan tidak boleh melakukan akad nhn dahm sesuatu

yang belum terselenggara. Apabila ada seseorang yang mengaku

memiliki hak atas orang lain, lalu orang lain itu mengingkarinla,
kemudian dia melakukan akad sull (damail serta akad mhn
dengannya sebab hak tersebut, maka akad nhnrrya rusak, karena

al<ad sulh itu udak terselenggara sebab adanya keingkaran.
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Syaikh Asy-Syirazi xu mengatakan: Pasal: Akad

rahn tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan
unfuk mengatur harta (tashamtf,, karena rahn
merupakan akad atas pengaturan harta, maka rahn
tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan untuk
mengatur harta.

Penjelasan:

Hukum: Akad rahn tidak sah kecuali dari orang yang

diperbolehkan untuk mengafur harta. Adapun anak kecil, orang

gila dan orang yang terlarang untuk mengatur harta tidak sah

melakukan akad rahn, karena rahn adalah akad pengaturan

sebuah harta, maka akad rahn tidak sah jika dilakukan oleh

mereka.

Asy-Syaf i :g berkata, "Setiap sesuatu yang dibolehkan

penjualannya dari orang yang sudah baligh, merdeka lagi tidak

terlarang, maka boleh menggadaikannya. Sedangkan orang yang

diperbolehkan untuk menggadaikan dan menerima gadaian adalah

orang yang merdeka. Apabila seseorang diperbolehkan unfuk

melakukan akad hibah (pemberian), maka boleh baginya untuk

melakukan akad rahn. Seorang ayah tidak boleh menerima

gadaian dari anaknya, begitu juga penanggung anak yatim tidak

boleh menerima gadaian dari anak yatim yang ditanggungnya,

kecuali dari harta yrang lebih dari keduanya.

Akad rahn sah jil<a dilakukan dengan hak yang telah

terselenggara dalam tanggungan, seperti utang-piutang akad

Salam, penyerahan utang, harga jual barang-barang penjualan,

harga jual barang yang diruSak, upah, mahar, pembayaran Khulu'

t-
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(funfutan cerai dari istri) dan ganti rugi atas orang png berbuat
kriminal. Adapun dtlnt dalam aqilah (pembaSnran diSat dengan
berserikat), jika belum mencapai safu tahun, maka tidak sah,

karena masih belum ada karajiban apapun bagl mereka.
sedangkan jika sudah mencapai satu tahun lebih, maka hal ifu sah.

Cabang: Beberapa pendapat para ulama seputar
pembahasan akad nhn.

Semua ulama Snng kami kenal sepakat -selain Ibnu Hazm-
dalam Al Muhalla atas kebolehan melakukan akad /a/rn, baik
dalam perjalanan maupun pada saat di rumah.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa penetapan sgnrat dalam
akad nhn adalah sebuah sSrarat, sedangkan Rasul $ bersaMa,

:;y ,yu. # rtt 
"q e d L,p,F

,nt 
"q 

A_ d Gp, ';'*t ,fj ,b..p'*4';;tt

.7i

" Setiap syant 5ang tdak terdapt dalam kibb Alhh adahh
babl, walaupun terdapat senfus s5ant Dan funng siap Sang
manetaplan sjant tnng frdak t*dapt dalam kiab Allah, nnka
sSant itu bukanlah unfukn5a." Pendapat dari Mujahid adahh
slnhih, bahwa al<ad rahn udak boleh dilakukan kectrali dalam
perralanan.

Kemudian lbnu Hazm berkata, "Hadits penggadaian baiu
besi Rasul $ bukanlah dalil atas penetapan qprat nhn, dan kami

I

l

l
I

i
I
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tidak mencegah melakukan al<ad mhn dengan tanpa penetapan

syarat di dalam akad, karena pada saat yang demikian si

penggadai melakukan sebuah kebajikan, sedangkan melakukan

kebajikan dengan sesuatu yang tidak dicegah adalah baik."

Rukun akad rahnada tiga:

1. Orang yang melakukan akad, ini mencakup pada dua

pihak Penggadai, yaitu pemilik, dan penerima gadai,

yaitu pemberi utang yang barang gadaian diambil sesuai

dengan utangnya.

2. Objek akad, ini mencakup dua sisi. Barang gadaian dan

utang yang menjadi sebab terjadinya mhn.

3. Sighat (serah terima dengan ucapan), kecuali Abu
Hanifah tidak menjadikan bagi akad rahn selain satu

rukun, yaitu penyerahan dan penerimaan, karena ini

merupakan hakikat dari sebuah akad. Adapun yang

lainnya adalah bagian luar dari hakikatnya, sebagaimana

penjelasan tentang jual beli.

Adapun syarat-syarat akad rahn adalah si penggadai dan si

penerima gadai merupakan orang yang mampu untuk melakukan

transaksi jual beli. Jadi akad rahn tidak sah jika dilakukan oleh

orang gila, anak kecildan orang yang belum baligh.

Ulama fikih Al Maliki mengklasifikasikan syarat al<ad mhn

atas empat hal: Bagian pertama berhubungan dengan dua orang

yang melakukan transaksi, bagian kedua berhubungan dengan

objek akad rahn, bagian ketiga berhubungan dengan penyebab

terjadinya rahn, yaitu utang, dan bagian keempat berhubungan

dengan akad.
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Adapun baglan pertama: Orang yang akad jual belinya

sah, demikian juga dengan akad nhnrrya. Adapun orang lang
akad jual belinya terselenggara, maka akad nhntya pun
terselenggara. Maka disyaratkan unfuk keabsahan akad mhn
adalah si penggadai merupakan orang lrang sudah baligh. Jadi

akad nhn tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan
orang yang belum baligh. Adapun orang lnng sudah baligh dan

orang Snng akalnSa kurang normal serta yang semisaln5n, maka

allr.d nhn mereka sah, namun tidak terselenggara kecuali urali

mereka membolehkannya. Dan disgara&an penyebutan rahn
dalam sighat akad, seperti mengatakan, "Aku menjual barang ini
kepadamu seharga kira-kira sekian dengan merniliki batas wakfu,

unfuk tenggat waktu sekian dengan nhn $arnrnan) sekian." Atau,
"Aku memberi utang kepadamu sekian dengan rahn (jaminan)

sekian." Oleh karena ifu terdapat perbedaan antara akad jual beli

dan akad nhn dalam keadaan sakit.

Adapun orang sakit, jika dia berutang pada saat dia sehat,

maka tidak sah bagnya memberi gadaian sesuai dengan kadar

utangnSra dalam keadaan sakit. Beda halnp dengan jual beli,

karena dia boleh menerima pinjaman harta pada saat dia sehat,

kemudian dia menjualnp pada saat dia sakit. Sedangkan jika dia

berutang pada saat dia sakit, maka dia boleh memberi gadaian

sesuai dengan utangnln ihr pada saat dia sakit, sebagaimana dia

dibolehkan untuk menjualnp

Dsyaratlon untuk terselenggaranlra akad nhn adalah

seorErng mukallali maka akad nhn tidak terselenggara jilo
dilakukan oleh anak kecil, namun bisa terselenggarir dari waliryn.
Begrtu juga dengan wali dari orang lnng terc€ah pengelolaan

hartan5ra, jika akad nhn tercebul dilakukan derni kernaslahatan

j
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orang yang terlarang tersebut, dan akad rahn tidak sah jika demi

kemaslahatan walinya. Tidak sah menjual harta orang yang

tercegah pengelolaannya kecuali dengan adanya izin hakirn, dan

hakim tidak boleh memberi izin kecuali dia mengetahui bahwa

penjualan ifu demi kemaslahatan orang yang terlarang tersebut.

Adapun bagian kedua: Sesuahr yang berhubungan

dengan barang gadaian, yaitu setiap sesuatu yang sah

penjualannya, maka sah penggadaiannya, dan sebaliknya. Jadi

tidak sah menggadaikan barang najis, seperti kulit bangkai

walaupun telah disucikan (dibghl, begitu iuga tidak sah

menggadaikan babi dan anjing, karena penjualan dari semua ifu

tidak sah. Dan juga tidak boleh menggadaikan khamer, baik

khamer ifu milik seorang muslim dan digadaikan kepada seorang

muslim yang lainnya atau kepada kafir dzimmi, atau khamer

tersebut adalah milik seorang kafir dzimmi dan digadaikan kepada

seorang muslim. Jika dia menggadaikannya, maka akadnya fasid

(rusak) bagaimanapun keadaannya.

An-Nawawi menyebutkan dalam Ar-Raudhah dengan

mengikuti pendapat Ar-Rafi'i:

Rukun al<ad mhnada empat:

l. Marhun (barang gadaian), yaitu berupa barang bukan

utang dan juga bukan manfaat.

2. Marhun bih (penyebab adanya gadaian), 57aitu berupa

utang. Maka al<ad mhn tidak sah dengan barang yang

ditanggung atau dijamin sebab adanla sebuah akad,

seperti jual beli atau sebab hukum perpindahan tangan,

seperti barang yang diglzr,sllr,b dan barang lnng
dipiniam.
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3. Sighat (ucapan serah terima). Maka tjab (penyerahan)

dan qabul (penerimaan) yang dianggap adalah ijab dan
qabul yang dianggap pada akad jual beli. Sedangkan

perbedaan pendapat dalam masalah mu'athah
(peminjaman dengan mensyaratkan gadaian) dan istij,ab

(permohonan penyerahan) serta ijab semuanya telah

dijelaskan pada penjelasan tentang jualbeli.

4. Dua orang yang melakukan hansaksi, keduanya harus

mukallaf. Namun akad rahn ini merupakan akad sosial

(tabamtl, jika akad ini muncul dari orang yang memang

memiliki kepedulian sosial dalam barang yang dia miliki,
maka tidak ada masalah. Dan jika tidak demikian, maka

syarat terselenggaranya akad rahn tergantung atas

maslahat.

Ulama fikih Hanafi mengklasifikasikan syarat akad rahn
pada tiga bagian:

1. Syarat terselenggara.

2. Syarat sah.

3. Syarat tetap.

Adapun bagian pertama adalah syarat terselenggara, yaitu

barang yang digadaikan berupa harta, dan barang yang menjadi

sebab adanya rahnberupa utang yang berada dalam tanggungan.

Adapun contoh yang bukan termasuk harta adalah bangkai, darah

dan semisalnya, dari setiap sesuatu yang tidak dianggap harta oleh
syara', maka tidak sah salah satu dari semuanya dijadikan barang

gadaian.

Adapun sesuatu yang menjadi sebab adanya akad rahn
yang bukan termasuk tanggungan adalah amanat dan titipan.
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Apabila ada seseorang yang memberikan amanat kepada orang

lain, maka tidak sah baginya memberi gadaian bempa bamng

sebab amanat tersebut. Dan apabila dia melakukannla, maka akad

rahntya batal, karena sebuah amanat jika rusak di tangan orang

yang dipercaya sebab adanya bencana, maka dia tidak merniliki

tanggungan untuk menggantinya dan dia tidak memiliki kamjiban
apapun unfuk orang yang merniliki amanat tersebut.

Apabila amanat ifu rusak disebabkan oleh si penerima

amanat, maka barang ifu sudah bukan menjadi amanat, tapi

menjadi barang lrang dighashab. Bagaimanapun keadaanya,

tidaklah pantas sebutan amanat sebagai sebab terjadiryra akad

rahn. Adapun barang yang bukan termasuk tanggungan adalah

barang yang menyerupai tanggungan, dan barang tanggungan juga

dinamai dengan selainnya, seperti barang yang dijual sebelum

adanya penerimaan. Apabila seseorang menjual kepada yang

lainnya, dan orang yang membeli ihr belum menerimanya, maka

tidak boleh bagi penjual menggadaikan (memberi jaminan) barang

dagangan yang lain kepada si pembeli, sebagai jaminan dari

barang yang belum diterimanya' hingga si penjual menyerahkan

barang dagangan tersebut kepadanya. Jika dia melakukannlra,

maka al<ad rahnrrya batal.

Adapun bagian kedua adalah setiap sesuatu yang sah

penjualannya, maka sah penggadaiannya, kecuali beberapa

barang. Yang paling utama adalah barang milik bersama dan

barang yang merepotkan jika dijadikan gadaian, juga barang yang

besambung dengan perkara lain, seperti tanaman yang masih

tertanam di bumi, dan juga tidak sah menggadaikan khamer

diantara orang Islam. Adapun 5rang berhubungan dengan dua

orang yang melakukan transaksi adalah adaryn akal, jadi akad
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rahn tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum
tamyiz. Sedangkan anak kecil yang sudah tamyizdan orang bodoh
yang mengetahui tata cara bertransaksi, maka pengalokasian

keduanya dalam akad mhn sah jika ada izin dari wali. Sedangkan
baligh dan sifat merdeka bukan termasuk syarat sahnya akad rahn.
Hukum al<ad nhn yang rusak adalah penerimaan barang masih
dalam tanggungan, beda halnya dengan hukum akad rahn yang
batal, yaitu barang gadaiannya tidak berada dalam tanggungan.

Bagian ketiga adalah syarat terselenggaranya akad rahn,
yaitu adanya penerimaan. Apabila ijab dan qabul telah

dilaksanakan, serta syarat tetapnya akad telah terpenuhi, maka

akad rahn dinyatakan sah, namun belum terselenggara, kecuali
adanya penerimaan, ini menumt salah safu dari dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i yang paling shahih. Bagi orang yang

menggadaikan boleh menarik kembali dalam gadaiannya, selama
barang gadaian belum diserahkan, sama halnya dengan akad hibah
(pemberian), yaitu si pemberi memiliki hak untuk mencabut
kembali barangnya sebelum barang pemberiannya diserahkan,
namun jika sudah diserahkan, maka dia tidak boleh menarik
kembali barang yang telah diberikan kecuali seizin orang yang

menerima pemberian, atau adanya keputusan. Diantara syarat

terselenggaranya akad adalah pintar dan mukalhf.

Sedangkan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa syarat-
syarat al<ad rahn terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian pertama: Syarat terselenggaranya akad rahn.

Apabila ada seseorang yang menggadaikan sebuah rumah, namun
si penerima gadai belum menerima rumah tersebut, maka akadnya
belum terselenggara baginya, dan si penggadai boleh menarik

i
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kembali akadnya. Apabila barang gadaian sudah berada di tangan

si penerima gadai sebelum adanya akad, baik hal itu sebab adanya

akad ijamh (setr,raan), i'anh (pinjaman), ghashab atau akad yang

lainnya, maka rurnah tersebut boleh diterima olehnya setelah

adanya akad, jika masa yang memungkinkan penerimaannya telah

berlalu dalam akad tersebut, dan disyaratkan untuk sahnya

penerimaan adalah izin dari pihak si penggadai.

Bagian kedua: Syamt-syarat sahnya akad rahn ada

beberapa rrtacarrr:

1. Berhubungan dengan akad, pihr akad tidak boleh

diganfungkan kepada syarat yang mana akad tidak

menuntut adanya syarat tersebut disaat utang sudah

jatuh tempo, maka syarat ini dapat mernbatalkan akad

nhn. Apabila si penggadai mensyaratkan sebuah syarat

!/ang mana akad menunfut adan5a slnrat tersebut,

seperti mendahulukan si penerima gadai atas yang lainya

dari orang-orang yang berutang secara khusus dengan

barang gadaian, maka syarat ini tidak membahayakan

al<ad nhn.
2. Berhubungan dengan dua orang yang berkansaksi,

maksudnya adalah si penggadai dan si penerima gadai,

yaifu orang yang berhak melakukan akad, keduanya

harus baligh, berakal lagi tidak tercegah, walaupun ada

izin dari wali. Karena seorang wali tidak boleh mengatur

harta orcmg yang tercegah dengan al<ad mhn, kecuali

dalam dua keadaan:

Pertama.' Adanya hal darunt yang menraksa untuk

melakukan akad nhn, seperti kebutuhan orang yang
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tercegah pada makanan, pakaian, belajar atau

semisalnya, dengan syarat wali sudah tidak menemukan
cara unfuk memberikan nafkah kepada orang yang

tercegah selain menggadaikan hartanya.

Kedua: Adanya akad rahn dapat membawa dampak
positif yang kembali kepada harta orang yang tercegah,

seperti seorang wali menemukan barang dagangan dan
dalam pembelian barang tersebut akan mendapatkan

keuntungan atas orang yang tercegah, namun sang wali
tidak memiliki harta untuk membelinya, maka sah

baginya untuk menggadaikan barangnya (orang yang

tercegah), agar dia dapat membeli barang tersebut

sebagai benfuk kepeduliannya kepada orang yang

tercegah.

Adapun syarat-syarat sah yang lainnya akan dipaparkan
pada pasal-pasal berikut ini. Dan syarat-syarat yang telah
disebutkan di atas adalah pendapat ulama fikih Ahmad bin
Hanbal rg,.

Syaikh Asy-Syirazi e mengatakan: Pasal: Boleh
mengambil gadaian sebagai jaminan utang akad Salam
dan pembayaran utang, karena adanya ayat dan
khabar- Dan boleh mengambil gadaian sebagai jaminan
harga jual, upah, maskawin, pembayaran Khulu', harta
akad Shulh dan ganti rugi barang yang dirusak, karena
semua ifu merupakan utang yang sudah tetap, maka
boleh mengambil gadaian atasnya, seperti utang akad
Salam dan pembayaran utang. Dan tidak boleh
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mengambil gadaian atas utang akad Kitabah (penyicilan
kemerdekaan), karena akad rahn diciptakan agar
menjaga kompensasi sesuafu yang hilang
kepemilikannya, berupa harta, manfaat dan anggota
tubuh. Sedangkan yang diberikan kompensasi dalam
akad Kitabah adalah sifat perbudakan, dan sifat ini al..an

tetap menjadi miliknya kecuali dengan adanSn
pelunasan, jadi akad ini tidak membutuhkan pada al<ad

rahn. Karena sesungguhnya akad rahn dilakulon unfuk
menjadi jaminan utang, sehingga tidak dapat
dibatalkan. Sedangkan orang yang melakukan cicilan
kemerdekaannya, dia boleh membatalkan utang dengan
cara faskh (merusak akad) jika dia mau, maka dia tidak
usah memberi jaminan padanya. Adapun harta ji'alah
(sayembara) sebelum adanya amal, maka terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak boleh mengambil gadaian sebab
akad ji'alah, karena ji'alah merupakan harta yang
disyaratkan dalam akad sebelum akadngn tetap. Maka
tidak boleh mengambil gadaian sebabnya, sebagaimana
harta Kitabah-

Kedua: Boleh mengambil gadaian, karena ia
merupakan utang yang akan tetap, maka boleh
mengambil akad sebabnya, seperti nilai harga barang
dalam masa l<hi5mr.

Adapun harta perlombaan dan pemanahan, maka
terdapat dua pendapat AslrSSnfi'i:
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Pertama: Bahwa hal itu seperti akad ijarah, maka
boleh mengambil gadaian sebabnya-

Kedua: Bahwa hal itu seperti akad ji'alah, yaitu
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Adapun
pekerjaan dalam akad ijarah (sewaan), maka jika akad
ijarahrrya adalah pekerjaan orang yang menerima
ijarah, maka tidak boleh mengambil gadaian sebabtrgd,
karena tujuan dari akad rahn adalah menunaikan hak
darinya ketika dalam keadaan udzur, sedangkan
pekerjaannya tidak mungkin difunaikan dengan
selainnya. Apabila akad ijarahtya atas pekerjaan yang
masih dalam tanggungan, maka boleh mengambil akad
rahn sebabnya, karena masih memungkinkan untuk
menunaikannya dari barang gadaian tersebut dengan
cara dijual dan disewakan sesuai dengan pembayaran
orang yang akan bekerja-

Penjelasan:

Syaikh Abu Hamid berkata, "Diceritakan dari pendapat

sebagian ulama, bahwa akad rahn tidak sah kecuali sebagai
jaminan dalam utang akad salam. Pendapat ini menyelisihi ijma."

Menurutku, Terkadang utang yang berada dalam

tanggungan itu berupa nilai harga, dan terkadang hanya berupa

taksiran harga. Dan karena utang ifu merupakan hak yang tetap
dalam tanggungan, maka boleh mengambil gadaian, seperti akad

salam. Juga boleh mengambil gadaian sebab utang yang segera,

karena Nabi S menggadaikan baju besinya sebagai ganti utang
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yang segera. Dan tidak sah menggadaikan sebab utang akad

Kitabah.

Abu Hanifah berkata, "Sah menggadaikan sebab akad

Kitabah."

Dalil kami adalah barang gadaian merupakan jaminan yang

mana utang dapat dipenuhi darinya, maka tidak sah dalam

masalah utang akad Kitabah, seperti akad dhaman. Dan juga

karena akad nhndiciptakan agar debifur dapat mengambil haknya
jika kreditor tidak dapat melunasi utangn5ra, dan hal ini tidak

memungkinkan dalam al<ad Kitabah, karena budak mul<aAb dapat

menjadikan dirinya lemah kapan saja yang dia mau, lalu dia

menggugurkan kewajibannya, maka tidak ada gunanya barang

gadain sebagai jaminannya.

Adapun gadaian sebab harta ji'alah (sayernbara), dengan

perkataan orang yang melakukan sayembara, "Barangsiapa yang

mengembalikan kudaku yang larinya tidak dapat dikendalikan,

maka baginya safu dinar." Jika ada seseorang yang

mengembalikan kuda tersebut kepadanya, maka dia berhak

mendapatkan satu dinar, dan dia juga sah mengambil gadaian

sebagai jaminannya. Apakah sah mengambil gadaian sebab ji'alah

sebelum adanya pengembalian? Dalam masalah ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pertarna: Tidak sah. Ini adalah pendapat yang diambil oleh

Abu Ali Ath-Thabrani dan Al Qadhi Abu Ath-Tharyib, karena hal

ifu merupakan hak yang masih belum tetap, seperti halnya harta

akad Kitabh.

Kedua: Sah, karena hal ini akan tetap, seperti halnya nilai

harga dalam masa khi5nr.
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Adapun harta perlombaan dan pemanahan, jika setelah

adanya amal, maka sah mengambil gadaian sebagai jaminannya.

Apabila sebelum adanya amal, -jika kami mengatakan bahwa hal

itu seperti akad iiamh, maka sah mengambil gadaian sebagai

jaminannya. Jika kami mengatakan bahwa hal itu seperti akad
ji'alah, maka terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam

masalah akad ji'alah. Adapun pekerjaan dalam akad ijarah, maka

apakah sah mengambil gadaian sebagai jaminannya? Dalam

masalah ini butuh ditinjau ulang. Apabila akad ijamh itu atas

pekerjaan orang yang disewa oleh dirinya sendiri, maka tidak sah

mengambil gadaian sebabnya, karena tidak memungkinkan

memenuhi pekerjaan dengan gadaian tersebut. Apabila akad ijarah

itu untuk mengahasilkan pekerjaan yang masih dalam tanggungan,

maka sah mengambil gadaian sebagai jaminannya, karena masih

memungkinkan unfuk memenuhi pekerjaan dengan gadaian

tersebut, karena barang gadaian dapat dijual dan diserrra sesuai

dengan harga pekerjaan yang akan dilakukannya.

Cabang= Tidak sah menjadikan barang gadaian sebagai

jaminan sumpah, upah, maskawin dan pembayaran l{hulu', -jika

sudah ditentukan- dan juga tidak sah menjadikan barang gadaian

sebagai jaminan barang ghashab, barang pinjaman dan barang

yang diambil dengan saum.

Abu Hanifah berkata: Setiap barang yang menjadi

tanggungan, maka boleh mengambil barang gadaian sebagai

jaminannya, maksudnya adalah barang yang menjadi tanggungan

dengan semisalnya atau nilai harganya, maka boleh menjadikan

gadaian sebagai jaminannya, oleh karena itu barang dagangan

tidak boleh mengambil gadaian sebagai jaminannya, karena barang

dagangan itu bisa menjadi tanggungan dengan rusaknya akad. Dan
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boleh menurut Abu Hanifah mengambil gadaian sebagai jaminan

mahar dan pembayaran l{hulu', karena hal ini dapat ditanggung

dengan semisalnya atau dengan nilai harganya. Dalil kami adalah

bahwa sebelum rusaknya barang di tangannya, dia sudah merniliki

tanggungan utang, maka tidak sah mengambil gadaian sebagai

jaminannya, seperti barang dagangan. Sementara pendapat

Ahmad dan Malik selaras dengan pendapat Abu Hanifah.

hnu Qudamah berkata, "Apabila ada seseorang lang
melakukan al<ad rahn sebagai jaminan barang tanggungan, seperti

barang yang dighashab, pinjaman, barang png diterima dalam

penjualan yang fasid atau masih dalam proses tawar-menawar,

maka penggadainnya sah dan tanggungannln hilang."

Asy-Syafi'i rg berkata, "Tanggungan tetap tidak hilang, dan

hukum al<ad nhn dalam masalah ini terselenggara. Sedangkan

hukum sebelum adanya akad nhn tetap ada seperti sernula,

karena diantara keduanya tidak dapat saling menafikan, dangan

landasan bahwa orang yang sembarangan dalam barang gadaian,

maka bamng gadaian itu menjadi barang lang ditanggung

sebagaimana tanggungan ghasha6, sedangkan barang ifu tetap

sebagai gadaian seperti awal mulanya, karena ini merupakan salah

safu model akad nhn."

AqlSyirazi & mengatakan: PasaL Akad nhn
boleh dilakukan setelah tetapnya utang, yaifu seseorang
boleh melakukan akad rahn sebagai jaminan nilai harga
setelah adanya penjualan, dan utang dibayar setelah
adanya utang. Dan boleh mengadakan akad rahn
beserta adanya akad piutang, yaitu menqnratkan akad
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rahn dalam pelaksanaan akad jual beli dan akad Qard,
karena adanya hajat untuk mensyaratkan akad rahn
setelah tetapnya akad (iual beli atau Qardt. Sedangkan
pensyaratannya sebelum akad tidak sah, karena akad
rahn mengikuti utang, maka tidak boleh
mensyaratkannya sebelumnya.

Penjelasan:

Hukum: Boleh melaksanakan akad rahn setelah tetapnya
utang, seperti seseorang meminjam sesuafu, atau dia menyerahkan
barang, lalu dia mengambil gadaian sebagai jaminan barang
tersebut, karena gadaian merupakan jaminan utang setelah
terselenggaranya, maka akad rahn ini sah, sebagaimana
penyaksian dan jaminan.

Boleh mensyaratkan akad rahn bqerta tetapnya utang,
dengan mengatakan, "Aku menjual ini kepadamu dengan safu
dinar yang ada dalam tanggunganmu, dengan syarat engkau
menggadaikan ini kepadaku", atau, "Aku akan memberi pinjaman
kepadamu dengan syarat engkau menggadaikan ini kepadaku,"
karena adanya hajat yang menarik unfuk mensyaratkannya dalam
akad. Apabila syarat ini disyaratkan, maka bagi orang yang
membeli tidak wajib untuk melakukan akad rahn, atau dia tidak
dapat dipaksa unfuk melakukannya, namun ketika dia tidak mau
melakukannya, maka bagi si penjual memiliki hak pilih dalam
merusak penjualan.

Akad rahn tidak boleh dilakukan sebelum tetapnya utang,
seperti ucapan, "Aku menggadaikan ini kepadamu atas sepuluh
dirham yang telah engkau pinjamkan kepadaku", atau "Atas

I
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harga sepuluh yang telah aku beli darimu." Malik dan Abu
Hanifah *ys berkata, "Dalil kami shahih bahwa gadaian

adalah jaminan utang, maka ildak boleh mendahulukan darinya,

seperti halnya penyaksian, dengan mengucapkan,'Saksikanlah

bahwa aku meminjam seribu dirham kepadan5ra yang akan

dilakukan besok'."

A$rSyirazi o berkata: Pasah ndak boleh
mengambil gadaian atas beberapa barang, seperti
barang ghashab, barang curian, barang pinjaman dan
barang yang diambil ketika proses tawar-menawar,
karena jika dia menggadaikan atas harganya ketika
rusak maka fidak sah, karena dia menggadaikan
sebelum tetapnya utang. Apabila dia menggadaikan
atas materinya, maka tidak sah, karena tidak
memungkinkan mengembalikan materi dari akad rahn.

Penjelasan:

Hukum: Apabila sebuah perahu pembawa barang satu

kaum berlayar di laut dan mereka khawatir tenggelam. lalu ada

seseorang yang mengatakan kepada yang lain, "l-emparkanlah

barangmu ke dalam lautan dan aku yang akan menjaminnya."

Maka apabila barang ifu belum diketahui, maka tidak sah

mengambil gadaian dengannya sebelum pelemparan, karena dia

melakukan al<ad rahn dengan utang sebelum urajibnya. Apalah
boleh menrberi jaminan padanya? Dalam masalah ini terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang keduanya diriwayatkan oleh

Ash-Shaimuri:
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Pertama: Akad rahn dan memberi jaminan dengannya

tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur, karena nilai atau
harga tidak wajib sebelum pelemparan.

Kedua: Dua-duanya sah. Dan masalah ini memungkinkan
adanya pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang ketiga, yaitu,

Pemberian jaminan sah, sedangkan akad rahnnya tidak.

Apabila barangnya telah dilemparkan ke dalam laut, maka

wajib nilai atau harga barang tersebut dalam tanggungan orang
yang meminta untuk melemparkan, dan sah mengambil gadaian

serta jaminan dengannya, karena harga tersebut merupakan utang
yang wajib. Apabila orang yang menjamin memberikan gadaian

kepadanya, seperti barang ghashab, pinjaman, barang yang

diterima dalam al<ad fasid atau saat proses tawar-menawar, maka
al<ad nhtnya tidak sah menurut kami. Sedangkan menumt ulama
fikih Hanbali, Malik dan Abu Hanifah, al<ad mhtnya sah, narnun
jaminannya hilang. Karena dia telah diberikan uin unfuk
memegangnya sebagai gadaian, yang di dalamnya tidak ada
permusuhan darinya, maka dia sudah tidak memiliki tanggungan
padanya. Seperti halnya jika dia menerima sesuafu darinya,
kemudian memberikan lagi kepadanya atau dia membanfunya

sebagai jaminan. Mereka (Ulama fikih Hanbali, Malik dan Abu
Hanifah) berkata tentang perbedaan antara keduanya, bahwa hal
itu dicegah, karena barang yang ada di tangan orang yang meng-
ghashab adalah barang yang harus dikembalikan, sedangkan
barang yang ada di tangan orang yang menerima gadaian adalah
barang jaminan atau kepercayaan. Adapun barang yang ada di
tangan orang yang meng-ghashab, orang yang meminjam dan
yang serupa dengan keduanya adalah barang tanggungan.
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Mereka menentang pendapat imam Asy-Syafi'i rg dalam

ungkapannya, "Jaminan tetap dan hukum mhn di dalamn5ra tetap.

Hukum yang ada di dalamnya tetap sebagaimana keberadaannla,

karena tidak ada pertentangan di antara keduan5a, dengan dalil

iika orang lang menerima gadaian melampui batas terhadap

barang gadaian, maka barang ifu menjadi tanggungan seperti

tanggungan orang yang meng-ghashab, sedangkan stahrs barang

ihr tetap meniadi barang gadaian sebagairnana sediakala, begihr
juga perrnulaannya karena hd ini menrpakan sahh satu dari dua

model al<ad mln."

AslrSyirazi a berkata: Pasal: Akad rahn tidak
tetap dari pihak oremg yang menerima gadaian, karena
akad ini adalah bagiannSn. Orang yang menggadaikan
tidak memiliki bagran di dalamnp, maka dia boleh
menrsak akadnp kapan saja dia kehendaki. Dalilnp

adalah firman Allah &, '4i,J1i$1 " t*t* hendalm5Ta

ada brang tanggungan yang dipegang.' (Qs. Al
Baqarah l2}. 2831. Barang yang digadaikan disifati
dengan penerimaan (dipegang), maka hal ini
menunjukkan bahwa akad rahn belum tetap kecuali
dengan penerimaan, dan karena akad nhn adalah akad
sosial yang membutuhkan pada qabul (ucapan
penerimaan) dan penerimaan secara langsung. Jadi
akad rahn tidak bisa tetap selama fidak ada
penerimaan, seperti akad hibah. Apabila barang
gadaian ada di tangan orang lrang menggadaikan, maka
orang lpng menerima gadaian tidak boleh
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mengambilnya tanpa ada izrn dari orang yang
menggadaikan, karena sesungguhnya or.rng yang
menggadaikan memiliki otoritas untuk merusak akadnya
sebelum adanya penerimaan, maka orang yang
menerima gadaian tidak memiliki wewen.rng untuk
menggugurkan hak orang yang menggadaikan tanpa
seizinnya.

Sedangkan jika barang gadaian ada di tangan
orang yang menerima gadaian, maka Asy-Syirazi
berpendapat dalam masalah akad rahn bahwa
sesungguhnya barang gadaian tidak dapat dipegang
sebagai barang gadaian kecuali dengan izin orang yang
menggadaikan. Dia juga berkata dalam masalah iqrar
dan pemberian, 'Jika ada seseorang yang memberikan
barang kepada orang lain yang sirdah ada di tangannya,
maka barang ifu sudah dipegang tanpa ada izin dari
oremg yang memberikan."

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang
jawabannya dinukil dari masalah akad rahn ke akad
hibah, dan jawabannya dalam masalah akad hibah ke
akad rahn, lalu dia mengklasifikasikan keduanya atas
dua pendapat Aq;-Syafi'i:

Pertama: Salah satu dari akad rahn dan akad
hibah tidak membutuhkan izrn dalam penerimaan,
karena ketika suatu barang tidak membutuhkan
pemindahan dari pihak pertama, maka dalam masalah
penerimaan barang tersebut tidak membutuhkan izrn
dari pihak pertama.

T7Z ll ,il Uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Kedua: Bahwa dalam penerimaan tersebut masih
membutuhkan izin. Ini adalah pendapat png shahih,
karena akad ini merupakan akad yang ketetapannya
membufuhkan pada penerimaan, sedangkan
penerimaan membutuhkan pada izin, sebagaimana
barang tersebut belum berada di tanganqTa.

Adapun perkataan mereka, 'Karena barang ini
tidak membutuhkan pemindahan dari pihak pertarna,"
adalah pendapat yans tidak shahih, karena tujuan
adanya pemindahan adalah agar barang tersebut berada
di tangan orang yang menerimanya, dan hal itu sudah
ada. Sedangkan tujuan adanya iztn adalah untuk
membedakan penerimaan hibah dan rahn dari
penerimaan titipan dan ghashab. Dan hat itu tidak
dapat tercapai kacuali dengan adanya izttr- Diantara
ulama fikih AsSrSyafi'i ada yang memahami kedua
masalah ini secara zhahir, dia berkata dalam masalah
hibah, 'Penerimaan barang hibah tidak membutuhkan
izin, sementara dalarn akad rahn nnasih membutuhkan
izin, karena hibah adalah akad yang menghilangkan
kepemilikan, maka dia tidak membutuhkan pada izin
karena kekuatannya. Sedangkan akad rahn tidak
menghilangkan kepemilikar, maka dia membutuhkan
pada izin. Pendapat yang shahih adalah pendapat yang
pertama, karena perbedaan ini dapat dibatalkan dengan
pendapat ini. Apabila barang gadaian atau barang
hibah tidak berada di tangan orang lpng menerima
gadaian atau yang menerima hibah, maka penerimaan
barang ini membufuhkan izrn dalam akad mhn darr
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hibah beserta dengan kelemahan salah satunya dan
kekuatan yang lain.

Apabila seseor.rng melakukan akad pada suatu
barang sebagai gadaian atau sewaan, dan dia diberi izin
dalam menerimanya sebagai gadaian dan sewaan, maka
barang tersebut menjadi barang yang diterima sebagai
gadaian dan sewaan. Namun jika dia menerima barang
tersebut sebagai sewaan bukan gadaian, maka
penerimaan barang tersebut bukanlah sebagai gadaian,
karena dia tidak mendapatkan izin unfuk menerimanya
sebagai gadaian. Apabila dia diberi izrn untuk
menerimanya sebagai gadaian bukan sewaan, maka
penerimaan barang tersebut sebagai gadaian dan
sewaan, karena dia telah diberi izin dalam penerima.rn
gadaian, sedangkan penerimaan barang sewaan tidak
membufuhkan izin, karena barang sewaan masih dalam
hak orang yang menyewakan.

Penjelasan:

Hukum: As-Suyuthi berkata dalam kaidah yang kelima
dan Al Asybah wa An-Nazha'4 "Akad rahn bisa rusak dengan
adanya iqalah, ini adalah makna dari perkataan para ulama bahwa
akad rahn dapat rusak karena adanya fasakh dari orang yang
menerima gadaian, sebab rusaknya barang gadaian, sebab
mengganfungkan hak jinayal dengan sifat perbudakannya, dan
sebab bercampumya buah-buahan yang digadaikan." oleh karena
ifu, akad rahn tidak dapat tetap dari pihak orang yang
menggadaikan dengan segera, bahkan dia dapat merusaknya
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kapan saja dia mau, karena akad rahn merupakan suafu akad
perhitungan dan kebaikannya, maka dia boleh menggugurkannya

kapan saja, seperti pembebasan utang. Sedangkan dari pihak si

penggadai akad rahn tidak bisa tetap sebelum adanya penerimaan,

baik penerimaan itu disyaratkan dalam akad atau tidak disyaratkan,

dengan ini Abu Hanifah berkata.

Malik rg, berkata, "Akad mhn bisa tetap dari pihak si

penggadai dengan adanya ijab dan qabul. Jadi ketika dia

menggadaikan sesuatu, maka dia harus memberikannya, begitu
juga dia berkata dalam masalah akad hibah."

Dalil kami adalah firman Allah W, tiy'ba'$?i-gg-rKoS
b

'r$fii;j " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak

secara ,rrrrl sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

maka hendaknya ada barang tanggungan yang " (Qs. Al
Baqarah 121 283). Barang gadaian disini disifati dengan
maqbudhah (yang diterima). Maka hal ini menunjukkan bahwa

barang tersebut tidak dapat menjadi barang gadaian kecuali

dengan adanya penerimaan, sebagaimana menyifati budak
perempuan yang dimerdekakan dengan sifat tertentu, kemudian

suatu kafarat tidak sah kecuali dengan memerdekakan budak
perempuan yang mukmin. Dan juga karena al<ad rahn merupakan
akad sosial yang dikeluarkan dari konsep jual beli, sebab akad jual

beli sendiri merupakan akad kompensasi. Adapun perkataan kami,
"Bagian dari syarat akad rahn adalah qabul," merupakan
pengecualian dari waqaf.

Apabila hal ini sudah jelas, maka akad-akad diklasifikasikan

atas dua bagian:
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Bagian yarrg hzim dari kedua belah pihak, seperti jual beli,

Hiqmlah, ijamh, nikah dan Khuiu'.

Sedangkan bagian yang ja'iz dart kdua belah pihak,
seperti ulakalah, Syirl<ah, Mudhanbh, nhn sebelum penerimaan,

Dhaman dan Kitahh. Wallahu a'latn

A$rSyirazi * berkata: PasaL Apabila si
penggadai memberi izin kepada orang yang menerima
gadai dalam penerimaan barang yang ada padanya,
maka barang ifu masih helum dinamakan maqbudhah
(diterima) sehingga masa di dalamnya mencapai masa
proses melakukan penerimaan. Asy-Syirazi mengatakan
di dalam Harmalah: Penerimaan barang tersebut tidak
membufuhkan izin, sebagaimana dia fidak
membutuhkan pemindahan. Adapun pendapat yang
dipilih adalah pendapat yang pertama, karena
penerimaan harrya dihasilkan dengan pengambilan atau
memungkinkan pengambilan- Oleh karena itu, jika ada
seseor.rng yang menyewa rumah, maka dia masih
belurn menghasilkan penerimaan manfaatnya kecuali
dengan pengambilan, atau lewatnya masa yang di
dalamnya terdapat proses pengambilan, begitu juga
dengan kasus di sini. Berdasarkan pemaparan ini, jika
barang gadaian ada dalam majlis akad, maka dia boleh
segera mengambilnya jika dia menginginkan untuk
memindah barang gadaian tersebut, dan dia
memungkinkan unfuk melakukan ifu. Apabila
barangnya tidak terdapat dalam majlis al<ad (ghaib),
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maka dapat diambil oleh dirinya saat berlangsungnya
masa pengambilan, atau wakilnya menyaksikannya
(barang), kemudian masa yang di dalamnya
memungkinkan untuk penerimaan sudah berlalu.

Abu Ishaq berkata: Apabila barangnya berupa
barang yang dapat dipindah, seperti hewan, maka
masih belum bisa menjadi maqbudhah (diterima) kecuali
dengan berlangsungnya penerimaan hewan tersebut,
karena bisa jadi hewan itu dipindahkan dari tempat
semula, lalu tidak memungkinkan unfuk mengira-
ngirakan mam berlangsungnya penerimaan dari tempat
izin ke tempat penerimaan. Apabila barangnya berupa
barang yang tidak dapat dipindah, maka hal itu tidak
membufuhkan pada berlangsungnya penerimaan,
namun hanya cukup berlalunya masa yang seandainya
dia menginginkan pelaksanaan dan penerimaan dapat
memungkinkannya.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang
berpendapat, "Apabila ada orang yang dapat dipercaya
mengabarkan kepada penerima gadai, bahwa barang
gadaian tetap sebagaimana asalnya, dan berlalunya
masa yang di dalamnya dapat melakukan penerimaan,
maka stafus barang tersebut menjadi diterima,
sebagaimana halnya jika wakil penerima gadai melihat
barang gadaian, dan berlalunya masa yang di dalamnya
dapat melakukan penerimaan. Adapun redaksi Asy-
Syafi'i adalah yang pertama, sedangkan pendapat Abu
Ishaq tidak shahih- Karena sebagaimana memungkinkan
perpindahan hewan dari suatu tempat ke tempat yang
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lain, maka masa lrang memungkinkan unfuk
penerimaan masih belum nyata. Sedangkan pada selain
heuran, maka masih memungkinkan pengambilan
barang atau nrsakn3Ta barang. Adapun pendapat yang
dikatalan oleh ulama yang mengatakan, 'Kabar dari
orang yang dapat dipercaSn," maka tdak shahih,
karena masih memungkinkan setelah melihatnya orang
yang dapat dipercayra terjadi sesuatu lrang menimpa
barang tersebut, maka kemungkinan penerimaan betum
n!/ata dan bertentangan dengan wakil, karena dia
menempati posisi orang lpng menerima gadaian, l

hadirnln menempati hadimp orang yang menerima I

gadaian, beda halnya dengan oftmg yang dapat I

dipercaSra. 
I

I

IPenjelasanr 
I

Apabila akad rahn dilakukan atas barang yang ada di I
tangan orang lang menggadaikan, maka orang lang menerima I
gadaian tidak boleh menerimanla kecuali seizin orang yang I
menerima gadaian, karena orang yang menggadaikan memiliki I
otoritas untuk menrsak akad rahn sebelum adanya penerimaan, I
maka orang lnng menerima gadai tidak boleh menggugurkan I
haknya bempa penerimaan tanpa seizinnya. Apabila barang lnng I
digadaikan berada di tangan orang yang menerima gadaian I
sebagai titipan atau pinjaman, maka al<ad nhnrrSn sah. Karena I
jika akad nhn atsrs barang yang ada di tangan orang lnng I

Iffi:ffi;: ILl""gi 
akad nhn atasbarans png ada di 

I
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Adapun penerimaan di dalamnya, maka Asy-Syafi'i berkata

dalam Al Umm, bab: Akad rahn, dapat sempuma dengan adanya

penerimaan; Ketika dipahami bahwa penggadaian budak

perempuan tidak dapat dimiliki oleh si penerima gadai seperti

halnya kepemilikan dengan cara membeli, dan tidak memiliki

manfaatnya sebagaimana kepemilikan dalam akad ijanh, maka

tidak boleh menggadaikan kecuali dengan barang yang dilegalkan

oleh Allah @, yaitu berupa penerimaan barang yang digadaikan.

Apabila udak dilegalkan, maka bagi si penggadai boleh mencegah

si penerima gadai selama dia belum menerimanya, begihr juga jika

si pemberi gadaian memberi izin kepadanya dalam

penerimaannya, maka si penerima gadai tidak boleh

mengambilnya sehingga si penggadai mengembalikan dalam

masalah gadaian, karena telah aku jelaskan bahwa barang tersebut

tidak menjadi barang gadaian kecuali adanya penerimaan, bagifu

juga akad nhn ndak dapat sempuma kecuali dengan dua perkara,

maka ia tidak sempuma dengan salah safu dari keduanya tanpa

ada yang lainnya, seperti hibah yang tidak boleh kecuali adanya

penerimaan dan perkara yang semakna dengannya.

Apabila si penggadai mati sebelum penerimaan orang yang

menerima gadaian, maka peranan berkenaan barang tersebut bagi

si penerima gadai dan orang-orang yang berutang sama.

Asy-Syafi'i juga mengatakan dalam masalah penerimaan

gadaian: Apabila si penggadai menyatakan bahwa orang yang

menerima gadaian telah menerima barang gadaian, dan si

penerima gadai juga mengakuinya, maka hukum gadai baginya

telah sempurna dengan adanya pernyataan dari si penggadai dan

pengakuan dari si penerima gadai. Apabila sebagian barang

gadaian tidak ada dalam majlis akad, lalu si penggadai menyatakan

1
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bahwa si penerima gadai telah menerima barang gadaian, dan si

penerima gadai juga mengakuinya, maka aku melegalkan
pemyataan tersebut, karena terkadang dia menerima barang yang

sedang tidak ada dalam majlis akad, lantas dia menerimanya

dengan adanya perintah dari si penggadai.

Dia juga berkata, "Apabila ada seseorang yang memberikan
barang kepada orang lrang menerima pemberian, sedangkan

barang ifu sedang berada di tangannya, lalu dia menerimanlra,

maka al<ad hibah telah sempuma dan izin pemerimaan tidak
dianggap."

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah
penerimaan atas tiga pendapat, diantara mereka ada yang
berpendapat Salah satu dari keduanya (Rahn dan hibah) tidak bisa

tetap kecuali adanya penerimaan, dan tidak sah penerimaan

keduanya kecuali adanya izin. Dan apa yang telah dikatakan oleh
Asy-Syafi'i,* dalam pembahasan akad hibah, yaitu apabila

seseorang berkehendak unfuk merrberi izin, lalu dia
menyimpannya, serta dia menjelaskannya dalam akad rahn.
Diantara mereka ada yang mengumpulkan semua pendapat, lalu

dia mengklasifikasikan atas dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, salah safu dari keduanya (hibah dan rarin) tidak
membutuhkan izin penerimaan, karena apabila hal ifu tidak
membufuhkan izin dari pihak yang pertama, maka dia tidak
membufuhkan izin.

Kedua, masih membufuhkan izin. Asy-Syirazi &
mengatakan: Pendapat ini yang shahih.

Menurutku: Akad yang tidak lazinr bisa terselenggara

dengan adanya penerimaan, sedangkan penerimaan tidak
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dihasilkan kecuali dengan adanya izin, sebagaimana halnya barang

gadaian yang berada di tangan si pemberi gadaian.

Diantara mereka ada yang membawa dua masalah ini
secara zhahir, dia berkata dalam masalah hibah, tidak

membufuhkan izin dalam penerimaan, sedangkan dalam akad

rahn, tetap hams adanya izin dalam penerimaan, karena hibah

adalah akad yang kuat yang dapat menghilangkan kepemilikan,

maka dalam penerimaannya tidak membutuhkan izin, sedangkan

rahn adalah akad yang lemah yang tidak dapat menghilangkan

kepemilikan, maka dalam penerimaannya masih membufuhkan

uin.

Apabila hal ini sudah jelas, maka penggadaian barang yang

ada di tangan penerima gadai tidak membutuhkan pemindahan

tanpa adanya khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah, dan apakah

masih membufuhkan izin dalam penerimaan? Berkenaan hal ini
terdapat beberapa pendapat ulama fikih yang telah disebutkan,

baik kami mengatakan, "Membufuhkan izin", maka tetap harus

berlalunya masa yang telah jelas penerimaan yang semisalnya

dalam masa tersebut. Jika barangnya berupa barang yang dapat
dipindah, maka dengan berlalunya masa yang memungkinkan

unfuk memindahkannya. Apabila barangnya berupa barang yang

ada jarak antara si penggadai dan si penerima gadai, maka dengan

berlalunya masa yang memungkinkan untuk mendapatkannya.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Diceritakan dari
Harmalah, bahwa dia berkata: Penerimaan tidak membutuhkan
pada berlalunya masa, namun cukup adanya akad dan izin, jika

kita berpendapat bahwa izin merupakan syarat akad bukan yang

lainnya. Dan jika kita berpendapat bahwa izin bukan termasuk
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syarat karena barang telah berada di tangannya, maka tidak ada

gunanya, karena masa yang dianggap adalah awal penerimaan.

Pendapat ini keliru, karena penerimaan tidak dapat dihasilkan

kecuali dengan gerakan atau dengan adanya kemampuan, dan

dalam kasus ini salah satu dari keduanya tidak ada. Oleh karena
ifu, apabila barang gadaian bersamanya di dalam majlis akad, atau

di dekatrya, sedangkan dia dapat melihatnya atau mengetahuinya,

maka penerimaannSra adalah dengan berlalunyra masa, jika dia

mengambilnya dalam masa itu, maka dia memungkinkannp.
Apabila barang gadaian terdapat dalam peti di dalam rumah, dan

memang sudah pasti bahwa barang ifu berada di dalamnya, maka
penerimaannya dengan berlalunya masa png jika dia berkehendak

untuk membuka peti dan mengambilnya, maka

memungkinkannSa.

Apabila barang gadaian tidak ada dalam majlis, seperti ada

di rumah, sedangkan si penerima gadai ada di masjid atau pasar,

maka Al Muzani menukil dari Asy-Syafi'i;9, bahwa barang

gadaian ifu belum diterima sehingga si penggadai pergi ke
rumahnya dan mengambil barang tersebut. Asy-Syirazi berkata,
"lni bagi barang grang bisa pindah dengan sendirinya, seperti budak

atau binatang, adapun barang yang tidak bisa pindah dengan

sendirinya, seperti pakaian dan rumah, maka tidak harus pergi ke

rumahnya, namun cukup dmgan durasi waktu yang

memungkinkan unfuk penerimaannya."

Al Qadhi Abu Ath-ThaylXb mengatakan: Asy-Syafi'i telah

mejelaskan kasus )lang serupa dengan ifu dalam N Umm, karena
barang gadaian png dapat pindah dengan sendiri masih belum

diketahui tempatnya
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Sedangkan Syaikh Abu Hamid berkata, "Abu Ishaq keliru.

Asy-Syafi'i ;S, telah menjelaskan dalam Al Umm, bahwa tidak ada

bedanya antara hetvan dengan yang lainnya." As-Syirazi

meriwayatkan bahwa diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang

berkata, "Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada si

penerima gadai, bahwa barang gadaian tetap seperti sediakala,

maka penerimaannya cukup dengan berlalunya masa yang dapat

memungkinkan pengambilan." Dan ini bukanlah apa-apa, karena

bisa saja barang gadaian itu rusak pasca orang yang dapat

dipercaya itu melihat.

Asy-Syafi'i;ga mengatakan: Penerimaan masih belum

tedadi kecuali pada barang yang dihadiri oleh si penerima gadai

atau wakilnya. Ulama fikih As-Sayafi'i mengatakan: Kalimat ini

mengandung dua penjelasan:

Pertama, bahwa ini merupakan masalah yang pertama,

yakni penerimaan dalam akad rahn tidak dapat dihasilkan kecuali

si penerima gadai atau wakilnya menerima secara langsung.

Tujuan semua ini adalah menjelaskan kelegalan perwakilan dalam

masalah penerimaan barang gadaian, karena ia adalah

pemindahan barang dari tangan si penggadai ke tangan si

penerima gadai, dan hal ini tidak ditemukan kecuali dengan

kehadiran si penerima gadai atau wakilnya. Asy-Syafi'i

mencabangkan atas masalah ini di dalam Al Umm. Bahwa si

penerima gadai, jika dia mewakilkan kepada si penggadai dalam

penerimaan barang gadaian baginya (penerima gadai) dari dirinya

(penggadai) sendiri, maka hal ini tidak sah, karena si penggadai

tidak boleh menjadi wakil bagi orang lain atas dirinya sendiri dalam

penerimaan.
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Kedua, bahwa ini disandarkan kepada masalah yang

terdahulu. Jika si penggadai menggadaikan kepada si penerima
gadai barang titipan yang ada padanya yang tidak ada dalam majlis

akad, maka barang tersebut masih belum diterima sehingga si

penerima gadai atau wakilnya kembali unfuk menyaksikannya.

Mereka mengatakan: Barang tersebut masih samar, karena yang

dianggap dalam sebuah akad adalah hanSalah keberadaan objek
(barang) bukan lnng lainnya. Dan penyaksian itu mencukupi, jika

barangnya ada di pihak si penggadai. Adapun bamng Srang ada di
pihak si penerima gadai, maka harus memindahkannya. Wallahu

alam

Cabang, Apabila si penggadai memben vin kepada si

penerima gadai dalam penerimaan barang gadaian dan masa

proses penerimaan telah berlangsung, rnaka barang tersebut sudah

menjadi barang 5nng diterima. Gamnsi barang ghashab tidak akan

hilang dari orang yang mengghashab kecuali dengan gadaian yang

diserahkan kepada orang yang dighashab sebagai jaminan,

menumt salah safu dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.
Malik, Ahmad dan Al Muzani berpendapat bahwa garansi ghashab

hilang dari si penerima gadai.

Dalil kami adalah, bahwa tidak ada jarak diantara ghashab

dan rahn yang lebih banyak dari akad mhn dan penerimaannya.

Akad rahn trdak menafikan ghashab karena terkadang keduanya

dapat berkumpul, yaifu seperti si penerima gadai menerima
barang, lalu dia melampaui batas dalam penggunaannya. Apabila
si penggadai menerima gadaian berupa barang pinjaman yang ada

di tangannya, kemudian si penggadai mengizininya unfuk
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menerimanya sebagai gadaian, maka akad tersebut sah, dan dia

boleh mengambil manfaat dengan barang tersebut, karena akad

rahntidak dapat menafikan akad pinjaman, serta garansi pinjaman

masih tetap atasnya. Apabila si pemberi pinjaman melarangnya

untuk mengambil manfaat, apakah garansi dari si penerima

pinjaman hilang? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i,

Pertam4 garansi pinjaman hilang, karena barang tersebut

telah keluar dari akad pinjaman.

Kedua, garansi pinjaman tidak hilang darinya, karena

tanggungannya masih belum hilang.

Apabila si pemberi pinjaman menitipkan kepada si

penerima pinjaman, dan orang yang dighashab menitipkan kepada

orang yang mengghashab, maka apakah garansi darinya hilang?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pertama, garansi darinya tidak hilang, karena

tanggungannSn masih tetap.

Kedua, garansi darinya hilang, karena penitipan menafikan
ghashabdan pinjaman.

Asy-Syafi'i berkata: Adapun penerimaan budak dan pakaian

berupa barang yang dapat dipindah adalah si penerima gadai

mengambil barang tersebut dari tangan si penggadai. Adapun
penerimaan barang yang tidak dapat dipindah berupa tanah atau

rumah adalah dengan memintanya kepada si penggadai dengan

tanpa penghalang. Ini sesuai dengan apa yang dia katakan:

Penerimaan dalam akad rahn sama seperti penerimaan dalam

akad jual beli. Apabila si penggadai menggadaikan kepada si
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penerima gadai barang yang dapat dipindah seperti dirham-dirham

dan pakaian, maka penerimaannya adalah dengan mengambil dan

memindahkannya dari safu tempat ke tempat yang lain. Begifu

juga jika dia menggadaikan binatang, maka penerimaannya

dengan menggiringnyra atau menunfunnya dari satu tempat ke

tempat yang lain. Bagitu juga penggadaian barang yang tidak

ditimbang atau barang yang ditimbang, maka penerimaannya

adalah dengan penimbangan. Jika dia menggadaikan barang yang

tdak dapat dipindah seperti tanah, toko dan rumah, maka

penerimaannya adalah dengan keluamya si penggadai dan

menyerahkannSa kepada si penerima gadai serta diantara

keduanya tidak ada penghalang. Apabila keduanya sama-sama

berada dalam rumah, Ialu si penggadai keluar darinya, maka

penerimaan sah.

Abu Hanifah berkata, "Penerimaan tidak sah, sehingga dia

melepaskan rumahnla setelah dia keluar darinya, karena jika dia

masih berada dalam rumahnya, maka dia masih berkuasa atas

rumahnya, jadi pelepasan tidaklah sah." Pendapat ini tidak shahih,

karena pelepasan bisa dihasilkan dengan ucapannya dan

menyerahkan kekumaannya kepada si penerima gadai. 
l

Ketahuilah, bahwa keluamya dia dari rumahnya, kekuasaan 
I

terhadap rumahn5n tetap tidak hilang. Dan masuknya dia ke I

dalam rumah orang lain, bukan berarti dia berkuasa atasnya 
I

Sedangkan keluamya adalah menguatkan pada ucapannya, maka I

tidak ada gunanya kembalinya dia ke rumahn5n, demikian yang I

dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Apabila si penggadai I

*:'r:':tHlTffi *ffiffi terdapat perabotan 

I
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Abu Hanifah berkata, "Tidak, karena rumah itu dinenuhi
dengan milik si penggadai. Begitu juga ada yang menjelaskan

dalam masalah penggadaian hewan yang di atasnya terdapat
barang bawaan, jika si penggadai menggadaikan barang
bawaannya, maka akadnya sah. karena setiap barang yang boleh
diterima dalam akad jual beli, maka barang tersebut boleh diterima
dalam akad rahn."

Abu Hanifah berkata, "Apabila si penggadai menggadaikan
pelana dan tali kekang hewan tunggangan, lalu dia
menyerahkannya beserta dengan hewannya, maka penerimaan

dalam hal ini tidak sah." Ini bertentangan dengan apa yang telah
dia katakan terkait masalah barang bawaan.

Cabang: Apabila si penggadai memerintah wakilnya untuk
memberikan kepada si penerima gadai, lalu wakilnya tersebut
memberikan kepada si penerima gadai, maka hal itu
diperbolehkan.

Ash-Shaimuri mengatakan: Apabila si penggadai

mengatakan kepada si penerima gadai, "Jadikanlah seseorang

unfuk menjadi wakilmu untuk menerima barang gadaian dariku",
atau "wakilmu agar menerima dariku," maka hal itu boleh. Jika si
penggadai memerintahkan kepada wakilnya unfuk memberikan
kepada si penerima gadai, lalu dia memberikan kepada si
penerima gadai, maka hal itu boleh.
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Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Pengakuan dengan

penerimaan barang gadaian diperbolehkan kecuali dalam masalah

yang tidak memungkinkan pada semisalnya."

Menurutku: Hal ini sebagaimana jika keduanya mengakui

pada suafu masa atau tempat yang tidak memungkinkan

kebenaran keduanya di dalamnya, seperti keduanya berdalih

bahwa keduanya melakukan al<ad mhn sebuah rumah di Yafa,
padahal keduanlra berada di Kairo, sedangkan Yafa ada di bawah

kekuasaan Yahudi, rnaka hal itu tidak sah. Adapun apabila

keduanya mengaku bahwa keduanla melakukan al<ad mhn sebuah

rumah pada suafu hari di Aswan, sedangkan keduanya berada di
kairo dan memungkinkan bagi keduanya untuk pulang pergi ke

sana menggunakan pesawat, maka pangakuan itu sah. Wallahu

a'lam.

Catatan: Redaksi, "Dia berkata di dalam Harmalah..."
yaitu di dalam As5rS5nrh Al l{abia karya Ar-Rafi'i. "Harmalah
berkata", pertedaan diantara keduanya seperti perbedaan antara

nukilan pendapat Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Harmalah dan
perkataan Harmalah lnng mempakan pendapatnya sendiri. Oleh

karena itu An-Nawawi berkata dalam Ar-Raudhah sebagai

komentar terhadap Ar-Rafi'i ketika dia berkata. Uh. Raudhah Ath
Thalibin(4/66).

Cabang: Apabila seseorang menitipkan harta kepada

orang lain, kemudian si pemilik harta menggadaikan kepad*lp,
maka menumt pendapat Asy-Syafi'i yang jelas adalah bahwa harus

ada izin baru dalam penerimaan. Jika si pemilik harta mag-hihh-
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kan kepadanya, maka menumt nash Asy-Syafi'i yang jelas adalah

terlaksananya penerimaan dengan tanpa izin dalam penerimaan.

Sedangkan bagi ulama fikih Asy-Syafi'i terdapat beberapa
pendapat, pendapat yang paling shahih memiliki dua pendapat

Asy-Syafi'i, yang paling jelas dari keduanya adalah pemyataan izin

dalam keduanya (Rahn dan hibah).

Pendapat yang kedua, merupakan pemantapan bagi kedua

nash, karena barang gadaian adalah jaminan, dan hal itu dapat
dihasilkan dengan tanpa penerimaan. Sedangan hibah adalah

memberikan kepemilikan, hrjuannya adalah pemanfaatan, dan hal

itu tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya penerimaan. Maka

barang hibah yang ada di tangan si penerima hibah menunjukkan
kerelaan dalam penerimaan.

Pendapat yang ketiga, keputusan dengan dianggapnya izin
dalam rahn dan hibah, hnu Khairan mengatakannya, baik
disyaratkannya izin baru atau tidak. Akad tidak bisa tetap selama

masa proses penerimaan belum berlangsung, namun jika izin
disyaratkan, maka masa ini dihitung mulai dari adanya izin, dan
jika tidak mensyaratkannya, maka mulai dari waktu akad.

Harmalah berkata: Tidak ada hajat hingga berlalunya masa ini, dan
akad menjadi tetap dengan sendirinya. Pendapat yang shahih

adalah pendapat yang pertama-. Di sini An-Nawawi
mengomentari, dia mengatakan:

Menurutku: Redaksi, "Dia berkata di dalam Harmalah,"
maksudnya adalah Harmalah mengatakannya sebagai
pendapatnya sendiri, bukan nukilan dari Asy-Syafi'i rgg,

demikianlah Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya menjelaskan.

Dan aku memberikan catatan pada masalah ini agar tidak dengan
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ungkapan pengarang Al Muhadzdzab, sesungguhnya ungkapan ifu

menjelasakan atau seperti menjelaskan bahwa nukilan Harmalah

dari Asy-Syafi'i rgo. Jadi kesimpulannya bahwa setiap masalah

memiliki dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i bukan dua pendapat

AsySyafi'i.

Asysyirazi & mengatakan: Pasal: Apabila si

penggadai memberi izrn kepada si penerima gadai

dalam penerimaan, kemudian dia mencabut kembali
izinnya, maka si penerima gadai tidak boleh mengambil
barang gadaian tersebut, karena izinnln telah hilang,
lalu status barang itu kembali lagi sebagaimana dia fidak
memberi izin kepadanya. 

]

Apabila si penggadai memberi iztn kepada si 
]

penerima gadai, kemudian si penggadai grla atau 
]

terserang penyakit epilepsy, maka orang yang 
i

menerima gadaian tidak boleh mengambil barangnya, 
I

karena si penggadai telah keluar dari ahli izin, dan izin 
I

dalam penerimaan berada pada orang lnng mengums 
I

harta si penggadai. Jika si penggadai menggadaikan 
I

suafu barang, kemudian si penerima gadai I
menggunakan barang tersebut sebelum adanya I
penerimaan, maka hal ini buhrh ditinjau uluttg. 

I
Apabila si penerima gadai menjual barang ifu, I

atau menjadikannya sebagai mahar dalam nikah, atau 
I

ongkos dalam akad ijarah, atau meng-hibah{<annya dan I
memberikannln, atau menggadaikannya dan I
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penggadai melakukan akad Kitabah kepadanya, atau
dia memerdekakannya, maka akad rahntya rusak,
karena penggunaan dalam semua contoh di atas dapat
mencegah akad rahn, jadi akad rahn rusak dikarenakan
penggunaan tersebut.

Apabila si penerima gadai menjadikan budak itu
sebagai budak mudabbar, maka nash yang terdapat
dalam Al Umm adalah budak tersebut statusnya kembali
(kepada pemiliknya). Ar-Rabi' mengatakan: Dalam
masalah ini terdapat pendapat Asy-Syafi'i yang lain,
yaitu budak tersebut tidak kembali, ini merupakan
penjelasannya. Menurutnya adalah masih
memungkinkan untuk menarik kembali dalam masalah
menjadikannya budak mudabbar. Apabila si penerima
gadai menjadikannya mudabbar, maka masih
memungkinkan baginya untuk menarik kembali, lalu dia
menerimanya sebagai barang gadaian, dan menjualnya
sebagai utang. Pendapat yang shahih adalah yang
pertama, karena tujuan menjadikan mudabbar adalah
pemerdekaan, dan hal itu dapat menafikan akad rahn,
maka budak itu kembali sebagaimana jual beli dan
Kitabah.

Apabila seseorang melakukan akad rahn, namun
dia tidak memberikan, atau melakukan akad hibah,
namun dia tidak memberikan, maka hal ifu kembali
kepada nash Asy-Syafi'i, karena tujuan dari ifu adalah
meniadakan akad rahn- Sedangkan menurut penjelasan
Ar-Rabi' status budak tersebut tetap tidak kembali
(kepada pemiliknya), karena dalam hal ini si penerima
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gadai masih memungkinkan unfuk menarik kembali
akadnSn.

Apabila barang gadaiannya berupa budak
perempuan, lalu si penerima gadai menikahkannya,
maka status budak itu tidaklah kembali (kepada
pemiliknya), karena pemikahan fidak mencegah
keberlangsungan akad rahn, maka budak itu tidak bisa
dicabut kembali dalam akad rahn-

Apabila barang gadaiannya berupa rumah, lalu si
penerima gadai menyewakannya (maka bufuh ditinlau
d*g), apabila akad ijarah itu sampai waktu sebelum
jatuh tempo utang, maka status rumah itu tidak kembali
kepada pemiliknSp, karena penyewa.ur pada situasi
demikian tidak mencegah pada penjualan ketika telah
jatuh tempo. Jadi akad rahn tidak rusak sebab
penyewaan tersebut, seperti halnya pernikahan.
Apabila akad ijanh itu sampai tiba waktu jatuh tempo
belum selesai, maka jika kami mengatakan,
'Sesungguhnya si penyewa boleh meniualnln," maka
status barang itu tetap sebagai barang gadaian. Namun
jika kita mengatakan, 'Tidak boleh menjualnya", maka
barang tersebut kembali kepada pemiliknya, karena si
penerima gadai telah menggunakan barang kepada
sesuatu yang dapat menafikan ketenfuan akad rahn,
maka barang itu kembali kepada pemiliknya
sebagaimana akad jual beli.
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Penjelasan:

Hukumt Apabila si penggadai menggadaikan barang, lalu

dia mengizinkan si penerima gadai untuk menerirnanln, lantas

sebelum si penerima gadai menerimanya, si penggadai menarik
kembali izin5ra, maka si penerima gadai Udak boleh mengambilnya,

karena dia boleh mengambilnya sebab adanya izin dari si

penggadai, dan izinnya telah batal dengan penarikan kernbali

olehnSn.

Apabila si penggadai melakukan akad nhn, kemudian dia
gila, atau terkena penfkit epilepsy, atau bangkrut, atau hak
pengelolaannya dilarang oleh syariat, maka penerimaan barang
gadaian tidak sah kecuali dengan adanSa izin darinp, sedangkan

dia telah keluar dari ahli izin (orang 3nng boleh mernberikan izin).

Begitu pula, iika si penggadai memberi izin kepada si penerima

gadai dalam penerimaan, lalu sebelum si penerirna gadai

melakukan penerimaan si penggadai diserang p€nyakit gila atau

epilepsy atau termasuk omng yang dilarang mengelola barangnla,
maka izirya batal karena hal tersebut, natnun al<ad mhnrrya tetap
tidak batal.

Apabila hal ini sudah jelas, maka uali orang gila dan orarg

lrang terkena peqakit epilepsy butuh ditinjau ulang. Apabila
bagiannya b"n pa pemberian barang gadaian, seperti halqa
keduanya mensyaratkan penerimaan dalam akad jual beli png
dapat mengancam kerusakan jual beli dan perkara !/ang serupa

dengan itu, maka sang wali harus memberikannya, namun jika

bagiannya hanya dalam mengunrsi barang peninggalannp, maka

dia tidak boleh memberikannlra.
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Jika orang yang dilarang dalam mengelola hartanya

memiliki beberapa debifur selain orang yang menerima gadaian,

maka hnu Ash-Shabbagh berpendapat bahwa hakim tidak boleh

menyerahkan barang gadaian yang ada padanya kepada si

penerima gadai yang telah melakukan akad rahn dengan si

penggadai sebelum dia terlarang, karena hakim tidak memiliki
we\ renang untuk melakukan akad rahn dalam kondisi ini, begifu
pula menyerahkan bamng gadaian.

Cabang' Apabila si penggadai melakukan akad rahn
dengan orang lain, kemudian si penggadai menggunakan barang

tersebut sebelum adanya penerimaan, maka masalah ini bufuh
ditinjau ulang. Jika si penggadai menjualnya atau

menyedekahkannya atau menjadikannya sebagai kompensasi atau

dia menggadaikannya lalu memberikannya, atau yang digadaikan
berupa budak laki-laki, lalu dia memerdekakannya atau melakukan

al<ad Kitabah dengannya, maka akad rahn*rya batal, karena si

penggadai memiliki otoritas untuk merusak akad rahn sebelum

adanln penerimaan, maka penggunaan seperti di atas ini
merupakan pilihan darinya unfuk merusak akad.

Apabila yang digadaikan berupa budak perempuan lalu dia
menikahkannya, atau budak laki-laki lalu dia menikahkannya,

maka al<ad rahn tidaklah batal, karena pemikahan tidak dapat

menafikan akad rahn Oleh karena ifu, sah menggadaikan budak
perempuan dan laki-laki yang telah menikah. Apabila si penggadai

menyewakan barang gadaian -jika kita mengatakan boleh
penjualan barang setvaan-, maka akad rahn tidak rusak disebabkan

akad ijarah. Namun jika kita mengatakan penjualan barang sewaan
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tidak boleh, maka jika masa penyewaan selesai sebelum wakfu

jatuh tempo utang, maka akad rahn tidaklah rusak. Namun jika

wakfu jatuh tempo utang sebelum selesainya masa penyetd/aan,

maka akad rahnaya rusak. Apabila si penggadai menjadikan

budak yang digadaikan itu sebagai budak mudabbar, maka akad

rahnrtya rusak.

Cabangr Ketetapan penerimaan dalam akad mhn

bukanlah syarat dalam al<ad rahn Sedangkan Abu Hanifah dan

Malik berkata, "Ketetapan merupakan syarat di dalamnSn."

Dalil kami adalah bahwa rahn mentpakan suafu akad, yang

mana di dalamryra penerimaan diperhitungkan, maka penetapan

penerimaan bukanlah syarat, seperti allcrd hibah menurut Abu

Hanifah, dan seperti akad Qardh menunrt Malik.

Aslrsyirazi *ts mengatakan: Pasa[ Apabila salah

seorang yang melakulmn akad rahn meninggal, maka
dia berkata dalam masalah akad rahn, 'Apabila si
penerima gadai meninggal, maka alod rahla.nya fidak
rusak." Dan dia berkata dalam At-Taflis, 'Apabila si
penggadai meninggal dunia, malm si penerima gadai

fidak boleh mengambil barang gadaian."

Sebagian ulama fikih A$rSlpfi'i meniadikan apa

lnng telah dikatakann5n dalam At-Taflis sebagai
pendapat Snng lain, bahwa akad rahn rusak sebab
meninggalnlp orang yang menggadaikan. Dia
mengalihkan pendapat Asy-Syirazi dalam masalah
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meninggalnya si penggadai kepada si penerima gadai,
dan dalam masalah si penerima gadai kepada si
pemberi gadaian, dan dia menjadikan keduanya pada
dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, akad rahn rusak sebab meninggalnya si
penggadai dan si penerima gadai, karena akad rahn
tidak bisa terselenggara dengan wakfu yang singkat,
maka akad rahn rusak sebab pelaksananya meninggal,
seperti akad uralalah dan Syirkah.

Kedua, akad rahn tidak rusak, karena ia
merupakan akad yang akan terlaksana, maka ia tidak
rusak disebabkan kematian, seperti jual beli pada saat
khiSpr.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa
akad rahn batal disebabkan kematian or.rng yang
menggadaikan, dan fidak batal disebabkan kematian
orang yang menerima gadaian, karena sebab kematian
or.rng yang menggadaikan utang yang ada padanya
jatuh tempo, dan utang itu berkaitan dengan barang
peninggalan, maka tidak ada gun.rnya menetapkan
akad rahn- Sedangkan dengan kematian orang yang
menerima gadaian, utang yang ada di penggadai tidak
jatuh tempo, sehingga kebutuhan unfuk melanjutkan
akad rahn masih ada.

Dantara mereka ada yang berpendapat bahwa
akad rahn tidak batal karena kematian salah satu dari
keduanya (si penggadai dan si penerima gadai), karena
jika akad rahn tidak batal karena kematian oftmg yang
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menerima gadaian menurut apa yang telah ditetapkan
tentangnya, dan akad tidak terlaksana dalam haknya

dengan seketika, maka apalagi ketidakbatalan akad

rahn sebab kematian orang yang menggadaikan, dan

akad hanya terlaksana darinya setelah adan5n

penerimaan. Adapun apa yang dikatakan dalam At-
Taflis tidak ada kaitannya dalam masalah ini, karena dia
tidak menlntakan bahwa akad rahn rusak. Akan tetapi
yang dinyatakan di dalamnya adalah jika si penggadai

meninggal dunia maka si penerima gadai tidak boleh
mengambil barang gadaian tanpa adanya izin dari ahli
waris.

Penjelasan:

Hukumr Apabila seseorang melakukan akad nhn,

kemudian salah satu dari kedua omng lnng melakukann5ra

meninggal sebelum adanya penerimaan, maka Asy-Syafi'i

menjelaskan bahwa akad min tidaklah rusak sebab kematian

orang yang menerima gadaian, bahkan bagi si penggadai boleh

memilih antara memberikan barang gadaian kepada ahli waris

orang yang menerima gadaian atau tidak. Ad-Daraki menceritakan

bahwa Asy-Syafi'i rg berkata dalam tempat yang lain,

"sesungguhnya akad mhn rusak sebab kematian orang yang

menggadaikan sebelum penyerahan. "

Ulama fikih AsySyafi'i berbeda pendapat dalam masalah

ini menjadi tiga pendapat. Diantara mereka ada yang jawabann5ra

dinukil dalam setiap pendapat dari dua pendapat ke pendapat
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yang lain, dan dia memasukkan keduanya atas dua pendapat Asy-
Syafi'i:

Pertama: Akad rahn rusak disebabkan kematian salah

satu dari kedua orang yang melakukan akad mhn, l<arena nhn
adalah akad 7ia'lz, sehingga ia menjadi batal karena kematian,
seperti akad umkalah dan Syirkah.

Kedua: Akad rahnbisa rusak karena kematian orang yang

menggadaikan dan tidak rusak karena kematian orang yang

menerima gadaian, karena sebab kematian omng yang

menggadaikan utang yang diberi jangka waktu atas dirinya telah
jatuh tempo.

Apabila si penggadai memiliki utang selain utang kepada si
penerima gadai, maka hukum bagi si penerima gadai sarna dengan
para debitur lainnya, dan tdak boleh bagi ahli waris
mengkhususkan si penerima gadai dengan al<ad mhn Apabila si
penggadai tidak memiliki utang selain utang yang menjadi sebab
pdaksanaan akad nhn dan utang ifu berkaitan dengan seluruh
tirkah (barang peninggalan), maka tidak ada alasan untuk
menyerahkan barang gadaian. Tidak demikian halnya dengan
orang yang menerima gadaian, bahwa hartanya yang menjadi

utang tidak jafuh tempo sebab kematiannya, maka kebufuhan
unfuk menjadikan jaminan dengan barang gadaian masih ada.

Dan diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat
bahwa al<ad rahn tidak batal karena kematian salah safu dari kedua
orang yang melakukan akad nhn, karena jika akad mhn ttdak
rusak disebabkan kernatian si penerima gadai dan akad tidak bisa

terlaksana dari arahnya dengan seketika, maka apalagi
ketidakbatalan akad nhn disebabkan kematian si penggadai, -dan
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akad terkadang dapat terlaksana dari arahnya- setelah adanya

penerimaan.

Syaikh Abu Hamid mengingkari apa yang telah diceritakan

oleh Ad-Daraki, dia mengatakan: Justru perkataan Asy
Syafi'i rS, menunjukkan bahwa akad rahn tidak rusak disebabkan

kematian orang yang menggadaikan, karena dia telah mengatakan

di dalam Al Umm Apabila seseorang menggadaikan sesuatu

kepada orang lain, kemudian si penggadai meninggal dunia

sebelum dia menyerahkan barang gadaiannya, maka apabila dia

merniliki utang yang lain, maka hukum para debifur sarna, narnun

jika dia tidak memiliki utang yang lain, maka ahli waris boleh

mernilih antara memberikan barang gadaian kepada si penerima

gadai (debitur) atau membiarkannya. Apabila salah satu dari

keduanln meninggal dunia setelah adanya penerimaan, maka akad

nhn frdaklah rusak dengan tanpa adanya perbedaan pendapat,

dan ahli waris dari salah safunya menempati tempatnSra, karena

akad rahn dapat terlaksana dari pihak si penggadai, dan akad 5ang
terlaksana tidak batal disebabkan adanya kematian, seperti akad
jual beli dan ijanh. Wallahu a'lam.

An-Nawawi berkata di dalam Ar-Raudlnh, "Macam 3ang
kedua dari perkara yang muncul, gmg berpengaruh terhadap akad

sebelum adan5ra penerimaan barang gadaian adalah apa lang
dialami oleh kedua orang yang malakukan akad. Apabila salah satu

dari keduan5n meninggal dunia sebelum adanya penerimaan, maka

Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa akad itu batal disebabkan kematian

orang yang menggadaikan bukan orang lrang menerima gadaian.

Dalam masalah keduanya ini terdapat beberapa pendapat ulama

fikih AsySyafi'i. Pendapat yang paling shahih ada dua pendapat

Asy-Syafi'i, yang paling kuat dari keduanya adalah pendapat yang
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menyatakan bahwa akad rahn tidak batal bagi keduanya, karena

akad rahn adalah akad lazim, sehingga akad rahn tidak batal

disebabkan kematian keduanya, seperti akad jual beli. Qaul yang

kedua: Akad mhn tersebut batal, karena al<ad mhn adalah akad
ja'iz, sehingga ia batal seperti akad wakalah."

Pendapat ulama Asy-Syafi'i yang kedua adalah pemantapan

terhadap kedua pendapat Asy-Syafi'i, karena barang gadaian

setelah kematian orang yang menggadaikan adalah milik ahli

warisnya, dan dalam penetapan al<ad nhn mengandung mudharat

bagi mereka. Sedangkan dalam kematian orang yang menerima

gadaian utang masih tetap, dan ahli waris masih membufuhkan
jaminan.

Pendapat ulama Asy-Syafi'i yang ketiga adalah memastikan

dengan fidak adanya pembatalan akad disebabkan kematian

keduanya. Apabila kita mengatakan dengan dua pendapat As5r-

Spf i, maka ada yang berpendapat bahwa dua pendapat Asyr,

Syafi'i ifu khusus dalam masalah akad nhn yang didasari

kepedulian sosial (bbarrul. Adapun yang disyaratkan dalam jual

beli, maka tidaklah batal secara pasti, karena kekuatannya.

Apabila kami menetapkan al<ad nhn, maka ahli waris si

penggadai menempati tempatnya dalam hal pemberian, dan ahli

waris si penerima gadai menempati tempatnya si penggadai dalam

hal penerimaan, baik kami membatalkannya atau fidak, dan

pembayaran utang belum nlata dengan gadaian yang disyaratkan,

maka lhil,ar tetap dalam kerusakan jual beli. Apabila salah satu

kedua pelaku gadaian gila atau terkena penyaki epilepsy sebelum

adanya penerimaan barang gadaian, -apabila kami mengatakan:

Akad nhnfrdakbatal sebab kematian-, maka apalagi dalam hal ini.
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Jika tidak, maka ada dua pendapat ulama fikh Asy-Syafi'it Apabila

kami tidak membatalkannya, lalu si penerima gadai gila, maka

orang yang mengums hartanya yang melakukan penerimaan, jika

si penggadai tidak rnau menyerahkan kepadanya, sedangkan akad

rahn disyaratkan dalam akad jual beli, maka orang yang mengurus

harta si penerima gadai melakukan sesuatu yang membawa

dampak positif di dalamnya, berupa memsak akad atau

melanjutkannya.

Apabila si penggadai gila, -jika akad mhn disyaratkan dalam

akad jual beli, dan orang yang mengurus hartanya khawatir orang

lnng menerima gadaian memsak akadnya jika dia tidak

menyerahkannya dan bagiannya dalam penyerahan, maka dia

harus menyerahkannln. Jika dia tidak khawatir atau bagiannya

dalam merusak akad atau adanya rahn mentpakan akad social,

maka dia tdak boleh menyerahkannla, demikianlah mereka

menyatakannlra. Maksud mereka jika hal itu fidak darumt dan iuga
tidak ada tujuan untuk mencapai kebaikan, karena kedr.ra hal ini

dapat melegalkan penggadaian harta omng gila pada

pernrulaanya, maka apalagi melangsungkann5ra. Apabila baru

muncul pencegahan terhadap orang bodoh atau orang bangkrut,

rnaka tidaklah batal, menunrt pendapat madzhab. (Uh. Ar-
Raudhah, nq.

AslrSyirazi & mengatakan: Pasa} Apabila si

penggadai tidak mau menyerahkan barang gadaian,
atau dia merusak akad sebelum penyerahan, maka
masalah ini butuh ditinjau ulang. Jika penggadaian ini
tidak disyaratkan dalam akad jual beli, maka utang tetap
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tanpa adanya jaminan, dan iika penggadaian

diqlaratkan dalam jual beli, maka si penjual memiliki
hak khi5nr antara melangsungkan jual beli tanpa adanya
jaminan atau merusaknya. Karena akad rahn masuk
dalam akad iual beli dengan syarat adanya nominal
harga dan barang jaminan, lalu jaminan itu tidak
diserahkan kepada si penjual, sehingga dia memiliki hak
I&i5nr antara merusak atau melangsungkan akad.

Penjelasan:

Hukum: Apabila si penggadai tidak mau menyerahkan

barang gadaian atau dia merusak akad sebelum penyerahan

gadaian, maka dalam masalah ini butuh ditinjau ulang. Apabila

penggadaian tidak disyaratkan dalam akad, maka utang tetap

tanpa adanya jaminan, dan tidak ada hak khiymr bagi si penerima

gadai (penjual), dan jika penggadaian disyamtkan dalam jual beli,

maka si penjual memiliki hak khi5nr antara merusak akad jual beli

atau melangsungkannya, karena al<ad rahn masuk dalam akad jual

beli dengan adanya barang jaminan, lalu jaminan ifu diserahkan

kepada si penjual, maka dia memiliki hak l<hitnr, berdasarkan

firman Allah Tabla, 'r:r#1 5j, " Uu*u hendaknSn ada banng

tanggungan tmng dipqang." Jadi jika penyerahan tidak ada, maka

akad nhn tidak terselenggara.

Cabangr Penyerahan menrpakan rukun dalam sebuah

akad, -jika si penggadai melakukan al<ad nhn, namun dia tidak

melakukan penyerahan, maka akadnya tidak terselenggara-.
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Apabila penggadaian disyaratkan dalam jual beli, maka bagi si

penjual (si penerima gadai) memiliki hak khiWr Kemudian

barangsiapa yang penerimaannya dalam gadaian sah, maka

penerimaan barang gadaian juga sah. Dan hukum-hukum
pergantian dalam penerimaan salna dengan hukum-hukum yang

ada dalam akad, narnun si penggadai tidak sah jika dia memohon
pengganti, tidak juga budaknya, budak mudabbarnya serta budak

ummul waladnya, dan juga budaknya yang diizini, menurut

beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang paling shahih.

Apabila si panggadai memiliki bebempa utang, maka

permohonan pergantiannya sah, karena terpufusnya kekuasan

seorang majikan dari apa yang ada di tangannya (budaknSa),

seperti budak mul<atab, namun jika tidak demikian maka tidak sah.

Begitu juga sah permohonan pergantian budak mul<abb unfuk

kemerdekaan dirinya dengan kekuasaan dan pengalokasian. An-
Nawawi menjelaskannya dalam Ar-Raudhah-

Menurutku: hnu Rusyd mengatakan di dalam Bida3ah Al
Mujtahid, "Penggadaian mukab6 dan budak Snng diizini menumt

Malik." As-Sahnun berkata, "Apabila dia menerima gadaian dalam

harta yang dia pesan, maka hal ini tidak boleh, dan dengan ini

AsySyafi'i dan Malik sepakat bahwa orang yang bangkrut akad

nhnrrya tidak sah, sedangkan Abu Hanifah membolehkannSra."

AslrSyirazi *s mengatakan: Pasal: Apabila si
penggadai memberikan barang gadaian, maka akad
rahn telah terlaksana dari pihak penggadai, dan dia
sudah tidak memiliki hak untuk merusaknya, karena
rahn adalah akad kepercayaan atau jaminan, jadi jika
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akad rahn telah sempurna, maka dia tidak boleh
merusaknya tanpa adanya kerelaan dari orang yang
memiliki hak (si penerima gadai), seperti halnya akad
dhaman- Karena iika kami melegalkan b"gr si
penggadai unfuk merusaknya tanpa adanya kerelaan
dari si penerima gadai, maka adanya jaminan batal dan
faidah akad rahn gugur.

Penjelasan:

Hukum, Apabila si penggadai telah menyerahkan barang

gadaian, maka alad mhn telah terlaksana dari pihak si penggadai,

jadi dia sudah tidak memiliki hak untuk merusaknya.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: Pendapat ini merupakan
ijmak tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, karena akad

mhn diciptiakan untuk menjadi jaminan. Apabila penggadai boleh

unfuk merusaknya, maka dengan adanya akad ini jaminan tidak

tercipta, dan apabila barang gadaian telah diterirna, maka ia
menjadi jaminan dengan adanya utang atau dengan setiap bagian

darinya.

Apabila si penggadai menggadaikan dua barang dengan

utang seribu, dan si penerima gadai pun menerima keduanya,

kemudian salah satu dari keduanya msak, maka yang tersisa

adalah sebagai jaminan dari utang seribu ifu. Dengan ini Abu

Hanifah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan darinya dalam.4/
Ushul, dan yang diriwayatkannya dalam Az-Zi5ndal berkata:

Bahwa sebuah utang bisa gugur dengan barang gadaian fiaminan).
Dan dirir,rnyatkan dari Ahmad bahwa akad ini tidak terlaksana

dalam barang yang telah musnah jika adanya akad belum adanya
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penerimaan, dan tetap dalam barang yang masih tersisa, karena

akad ini sah dalam keduanya. Sedangkan rusaknya akad dalam

salah satu dari keduanyra tidaklah berpenganrh, sebagaimana

seseorang 5ang membeli dua barang, kemudian salah safunya

dikembalikan sebab adanya aib atau khiyaratau pembatalan.

Adapun si penggadai boleh memilih antara menyerahkan

barang yang masih tersisa dan menahannya. Jika barang yang

satunya telah diserahkan, maka al<ad rahn telah terlaksana dalam

barang tersebut, dan jika salah satu dari keduan5a rusak setelah

adanya penyerahan, maka si penjual tidak boleh merusakn5ra jika

adanya al<ad rahn disyaratkan dalam akad jual beli, karena jika

gadaian rusak secara keseluruhan, maka dia tidak memiliki hak
khiyar, apalagi yang rusak hanya sebagiannSra.

Dalil kami adalah bahwa barang gadaian adalah harta yang

ditahan disebabkan adan5a hak, maka wajib adangra barang

gadaian itu ditahan karena adanya hak dan setiap bagian darinSa,

seperti halnya jika si penggadai meninggal dunia, lalu dia
meninggalkan tirkahdan utang, maka tirkah (harta peninggalan) itu
ditahan karena adanya utang, begifu pula setiap bagian darinya.

Karena barang gadaian ifu merupakan jaminan sebab adanlra hak,

maka barang gadaian ifu menjadi jaminan karena adangra hak dan

setiap bagian darinya, seperti persaksian dan dhaman.

Apabila si penggadai telah melunasi utangnya, atau si

penerima gadai membebaskannSa dari utang, sedangkan barang
gadaian berada di tangan si penerima gadai, maka tetapn5ra barang

itu di tangannya adalah sebagai amanah. Abu Hanifah berkata:

Apabila si penggadai telah melunasi utangn5a, maka barang

gadaian berada dalam tanggungan si penerima gadai, dan jika si
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penerima gadai membebaskannya atau menghibahkannya,

kemudian barang gadaian nrsak di tangannya, maka dia tidak wajib

menggantinya sebagai penyeimbang dari pembebasannya, dan

rahn juga tidak menuntut adanya penggantian. Adanya hal ini
mempakan anugerah darinya, karena penerimaan barang

tanggungan yang ada di sisinya tidak dapat berpindah dan dia

tidak membebaskannya dari si penggadai.

AqlSyirazi & mengatakan: Pasal: Sesuafu dari
barang gadaian tidak bisa tertebus sehingga si
penggadai terbebas dari semua utangnya, karena
gadaian adalah jaminan yang murni. Maka gadaian
merupakan jaminan dengan adanya utang dan setiap
bagian darinya, seperti halnya penyaksian dan dhaman.
Apabila ada dua orang yang menggadaikan barang
kepada seseor.rng yang diantara keduanya memiliki
utang kepada orang tersebut, lalu salah safu dari
keduanya terbebas, atau ada seseorang yang
menggadaikan barang kepada dua orang yang mana dia
memiliki utang kepada keduanya, lalu dia terbebas dari
utang salah safu dari keduanya, maka separuh dari
barang gadaian tertebus (kembali kepada si penggadai),
karena sesungguhnya suafu jaminan barang yang telah
dihasilkan oleh salah satu dari dua orang yang
melakukan akad, maka penebusan utang dalam salah
safu dari keduanya tidak terhenti atau tertahan atas
penebusan utang yang lainya, sebagaimana halnya
barang yang dibagi diantara dua orang yang melakukan
akad-
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Apabila kedua orang yang menggadaikan dalam
masalah yang pertama menghendaki unfuk pembagian

atau seorang penggadai dalam masalah yang kedua
menghendaki untuk membagikan kepada si penerima
gadai yang mana utang si penggadai masih belum
terlepas darinya, maka dalam masalah ini butuh ditinjau
ulung. Apabila barang gadaian merupakan barang yang

tidak dapat kurang nilainya disebabkan pembagian,

seperti biji-bijian, maka hal itu diperbolehkan tanpa
harus adanya ridha dari si penerima gadai, namun iika
barangnya bisa berkurang dikarenakan pembagian,

maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih
AqlSyafi'i:

Pertama, pembagian barang gadaian tidak boleh
tanpa adanya ridha dari si penerima gadai, karena
dalam pembagian barang gadaian ifu terdapat dharar,
maka tidak boleh tanpa adanya ridha dari si penerima
gadai.

Kedua, pembagian barang gadaian diperbolehkan,
karena separuh dari barang gadaian masih berada di
sisinya, maka si penerima gadai tidak memiliki otoritas
unfuk menentang si pemilik dalam barang yang dia
tidak memiliki hak pada barang tersebut.

Penjelasan:

An-Nawawi mengatakan dalam Ar-Raudhah Sesungguhnya

penebusan sebagian barang gadaian dipat tergambarkan dengan

salah safu perkara di bawah ini:
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1. Beragamnya akad, seperti si penggadai memberikan
barang jaminan (gadaian) dalam separuh budak dengan
sepuluh dirham dan separuhnya lagi dengan barang yang
lain.

2. Debifur lebih dari satu orang, seperti si penggadai
menggadaikan safu barang kepada dua orang, kemudian
dia terbebas dari utang salah safu dari keduanya dengan
pelunasan atau pembebasan dari seorang debitur, maka
barang gadaian bisa tertebus dengan pelunasan separuh
utang, dalam safu pendapat ulama fikih Asy-S5afi,i
disebutkan: Jika utang keduanya telah terjadi, seperti
halnya dia memsak harta keduanya atau membeli dari
keduanya-, maka tidak bisa terlepas dengan pembebasan

dari salah safunya, dan hal ini bisa tertebus jika utangnya
berbenda. Adapun pendapat yang shahihadalah terlepas
secana mutlak.

3. l&editor lebih dari safu orang, seperti dua kreditor
menggadaikan kepada si debitur, jika salah satu dari
keduanSn terbebas, maka bagiannya telah tertebus.

4. Apabila dua omng mewakilkan kepada seseorang

dengan menggadaikan budak keduanya kepada si Zaid,
karena adanya utang atas keduanya, kemudian salah safu

dari kedua orang yang merdrakilkan melunasi utangnya,
maka ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini
terdapat dua pendapat AsySyafi'i.
Madzhab Asy-Syafi'i memutuskan dengan penebusan

bagiannya, tanpa memandang kepada safun3a wakil atau
lebih dari satu.
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Al Imam berkata, "Karena pokok pembahasan bab ini

adalah utang yang menjadi satu dan utang yang lebih

dari sahr. Apabila debitur atau kreditor lebih dari satu,

maka utangnya pun lebih dari satu, dan ini berbeda

halnya dengan penjualan dan pembelian sehingga kami

menyebutkan perbedaanya, karena yang diperhifungkan

dalam barang yang lebih dari safu dan barang yang satu

adalah dengan kedua pelaku jual beli atau dengan

seorang wakil, karena nhn bul<anlah akad ganti rugi

sehingga ditangguhkan di dalamnya sampai bertemu

langsung."

5. Apabila seseorang meminjam budak kepada kedua

majikannya untuk dia gadaikan, lalu dia

menggadaikannya, kemudian orang ifu melunasi separuh

utang dan dengan pelunasan separuh utang itu dia

memaksudkan secam umum tanpa menentukan bagian

salah satu dari kedua majikan tersebut, maka tidak

sedikitpun yang tertebus dari barang gadaian itu. Apabila

dia bermaksud menebus bagian salah safu dari kedua

majikan secara tertenfu, maka bagiannya telah tertebus,

dan dalam masalah penebusannya terdapat beberapa

pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i yang ketiga: Jika si

penerima gadai mengetahui bahwa budak tersebut

adalah milik dua orang, maka bagiannya tertebus, namun

jika tidak, maka tidak tertebus. Al Mahamili dan yang

lainnyra menceritakannya.

Al Imam berkata, "Kami tidak mengetahui safu pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i pun untuk masalah ini, karena tidak adanya
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penebusan untuk safu utang serta dua orang yang melakukan

akad, dan hal itu tidak ada bedanya, baik tidak diketahui ataupun

diketahui. Dan sesunggutmya ketidaktahuan berpengaruh terhadap

ketetapan khAur kemudian dalam beberapa masalah ini adanya

indikasi ketertebusan barang gadaian menumt pendapat yang lebih
jelas."

Menurutku: Penulis Al Hawi dan yang lainn5ra menjelaskan

bahwa adanya penebusan barang gadaian lebih jelas. Wallahu

a'lam.

Cabang: Apabila ada seseomng !/ang memesan makanan,

lalu dengan pemesanan itu dia mengambil jaminan (gadaian),

kemudian kedua pelaksananya melakukan akad salam, maka si

penerima pesanan terbebas dari pemesanan makanan, dan wajib
baginya untuk mengembalikan pokok harta si pemesan, serta

penggadaian batal, karena utang yang menjadi sebab terjadinya

akad nhn telah batal. Si pemesan tidak boleh menahan barang
gadaian hingga dia mengambil pokok hartan5a, karena si

penerima pesanan tidak melakukan akad raful dengan ini.

Apabila seseorang meminjam seribu dari omng lain, dan dia

memberikan jaminan (gadaian) kepadan5a, kemudian si pemberi

pinjaman mengambil safu barang sebagai ganti dari seribu

tersebut, maka seribu yang ada dalam tanggungan si peminjam
gugur, dan akad nhn pvn batal. Apabila bamng tersebut rusak di
tangan si peminjam sebelum adanya penerimaan dari si pemberi
pinjaman, maka penyerahan rusak, dan akad nhn serb al<ad Qard
kembali terjadi, karena gadaian bergantung pada utang.
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Syaikh Abu Hamid berkata, "Apabila seseorang menjual

setakar makanan kepada orang lain dengan seribu dirham hingga

batas waktu tertenfu, dan dengan harga itu dia mengambil

gadaian, maka apabila batas waktu telah jatuh tempo atau

penjualan itu secara kontan, maka bagi si penjual boleh mengambil

darinya beberapa dinar sebagai ganti harga. Apabila dia sudah

mengambil dinar, maka akad rahntya msak, dan apabila

keduanya berpisah sebelum penyemhan, maka penyerahan ifu

batal, dan harga barang kembali menjadi tanggungan si pembeli

dan juga barang gadaian, karena gadaian bagian dari hak harga

itu, maka gadaian tersebut gugur karena gugumla. Apabila dia

membeli seratus dinar darinya dengan harga seribu dirham yang

ada dalam tanggungannya dan dia menyerahkan beberapa dirham

sebagai barang gadaian, maka hal itu sah. Apabila keduanya saling

menyerahkan di tempat berlangsungnya akad, maka

pengalokasian tersebut sah, dan barang gadaian tertebus. Namun

apabila keduanya berpisah tanpa adanya penyerahan, maka

pengalokasian dan gadaian pun batal."

Cabang: Apabila ada dua orang yang memiliki utang

kepada seorang debifur, lalu kedua orang itu menggadaikan satu

barang yang dimiliki bersama oleh keduanya secara umum kepada

debifur tersebut, maka hal ifu diperbolehkan, sebagaimana halnya

dua orang ifu menjual sahr barang kepadanp. Apabila salah safu

dari kedua kredifur itu melunasi utangnya, atau debitur

membebaskannya, maka separuh barang gadaian itu tertebus,

karena suatu barang yang telah dihasilkan oleh kedua orang yang

melakukan akad dalam salah satu bagiannya, maka penebusan

salah satunya tidak tertahan atas bagian yang lainnya.
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Apabila orang yang telah tertebus bagiannya menunfut

barang gadaian agar dibagi, maka dalam kasus ini harus ditinjau

ulang. Apabila barang gadaian termasuk barang yang tidak dapat

dibagi secam merata, seperti pakaian dan her,van, atau keduanya

memiliki rumah, lalu orang yang bagiannya telah tertebus

menghendaki bagiannya, maka pembagian dalam hal ini tidak
boleh tanpa adanya persefujuan dari si penerima gadai, karena hal

itu merupakan pemindahan, sedangkan barang gadaian dicegah

dari hal yang seperti ifu. Namun apabila barang gadaian berupa

barang yang dapat dibagi secara merata, seperti makanan, maka

dia boleh menunfut bagiannya, karena hal ifu tidak berdampak

negatif terhadap si penerima gadai, begitu juga jika sebidang tanah

dapat dibagi secara merata, maka hukumnya srna seperti

makanan. Apabila barang gadaian harganya dapat berkurang

karena dibagi, seperti safu kamar, jika kamar ifu dibagi setengah-

setengah atau separuh-separuh, maka apakah boleh bagi si

penerima gadai mencegahnya? Dalam masalah ini terdapat dua
pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama, dia boleh mencegahnya, karena pembagian ifu
bisa berdampak negatif terhadap si penerima gadai.

Kdua, dia tidak boleh mencegahnla, karena barang
gadaian Snng menjadi haknya tinggal separuh, maka dia tidak
memiliki otoritas unfuk menentang si pemilik dalam barang yang

mana dia tidak memiliki hak di dalamnya. Ini adalah nukilan ulama
Baghdad dari Ar-Rafi'i.

Al Mas'udi berkata, "Apabila kami mengatakan bahwa
pembagian sekadar separuh-sepamh, maka pembagian ihl
diperbolehkan, namun apabila kami mengatakan bahwa
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pembagian itu adalah penjualan, maka tidak boleh. Apabila

seseorang menggadaikan barang kepada dua orang, karena dia

berutang kepada keduanya, lalu dia melunasi utang salah safu dari

keduanya atau salah satu dari keduanya membebaskannya dari

utang tersebut, maka separuh barang gadaian telah tertebus,

karena salah satu dari dua orang yang melakukan akad dalam

salah satu bagian dari satu barang, maka hukumnya seperti halnya

dua akad." Adapun hukum pembagian akan dipaparkan pada

pembahasannya. Insya Allah.

Cabang: An-Nawawi mengatakan dalam Ar-Raudhah

sebagai nukilan dari Ar-Raf i:

Apabila barang gadaian merupakan milik dua orang, lalu

bagian salah satunya telah tertebus, dengan pelunasan atau

pembebasan, kemudian dia menghendaki pembagian -apabila

barang ifu termasuk barang yang dapat dibagi secara merata,

seperti barang takaran dan barang timbangan-, maka dia boleh

membagikan kepada si penerima gadai dengan adanya izin dari

rekannya. fuy-Syafi'i telah menjelaskannya. Apabila bamng

gadaian berupa barang yang tidak dapat dibagi secara merata,

seperti pakaian-pakaian dan budak-budak, maka ulama Iraq

berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dipenuhi. Sementara

apabila barang gadaian berupa tanah yang berbeda-beda

bagiannya, seperti pakaian-pakaian dan budak-budak, maka ulama

Iraq berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dipenuhi. Apabila

barang gadaian berupa tanah yang berbeda-beda bagianngn,

seperti sebuah mmah, maka mereka berpendapat bahwa wajib

bagi rekannya untuk menyepakatinya, sdangkan dalam masalah si
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penerima gadai, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Adapun yang paling shahih, si penerima gadai boleh mencegah,

karena terdapat sesuatu dalam pembagian, yakni menjadikan

separuh dan minimnya minat. Ini adalah ungkapan lang
disebutkan oleh ulama Iraq dalam beberapa pendapat mereka.

Dan selain mereka menambah, diantara mereka adalah

sahabat-sahabat Al Qaffal, mereka mengatakan: Pembagian ifu
dibolehkan, karena pembolehan kami padanya berdasarkan bahwa
pembagian merupakan pemisahan hak -namun jika kami

menjadikannya sebagian penjualan-, yaifu penjualan barang
gadaian dengan yang lainnya, maka hal ifu tercegah. Adapun
mayoritas ulama sepakat atas kebolehan pembagian dalam kasus

ini, dan mereka menjadikan pengaruh adanSa pembagian adalah
penjualan karena bufuhnya pembagian kepada izin si penerima

gadai.

Kemudian apabila kami membolehkan pembagian, maka

bagi si penunfut harus meminta pendapat rekann5a, -jika rekannya

mernbanfunga, maka hukumn5a boleh-, namun jika tidak, maka

kasus ini dilaporkan kepada hakim agar dia membagikannya.

Sedangkan dalam satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
disebutkan: Tidak bufuh pada izin rekannya dalam barang-barang

lrang memiliki jumlah atau kadar, karena pernbagiannya

merupakan pemaksaan (tanpa harus ada Din dari rekannya).

Pendapat yang shahihadalah yang pertama.

Apabila si penerima gadai mengambil bagian dan dia telah

mendapatkan rekomendasi untuk melakukannya dari pihak si

pemilik atau hakim ketika si pemilik tidak mau melakukannya,

maka hal ifu diperbolehkan, namun jika tidak ada rekomendasi,
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maka tidak boleh. Apabila kami mencegah pembagian, lalu si

penerima gadai rela, maka yang dapat dipahami dari pendapat

mayoritas ulama adalah keabsahan pembagian tersebut-

Al Imam berkata, "Pembagian tidak sah walaupun dia rela,

karena kerelaan dari si penerima gadai hanya berpengaruh

terhadap penebusan barang gadaian. Adapun dalam masalah

penjualannya dengan barang yang bukan barang gadaian agar

barang itu menjadi barang gadaian, maka tidak berpengaruh." Ini

adalah kemusykilan yang begitu kuat.

Al Imam An-Nawawi berkata sebagai komentar terhadap

pendapat ini:

Menurutku: Hal ini bukanlah kemusykilan yang begitu kuat

bagi orang yang mau merenungkannya dan tidak menerima

hukum yang telah dilontarkan oleh orang yang menyebutkannya-

Adapun pendapat yang bisa dijadikan sandaran adalah apa yang

telah dikatakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam-

Apabila dua orang yang menghendaki pembagian barang

gadaian sebelum adanya penebusan barang gadaian walaupun

sedikit, maka perinciannya telah kami sebutkan. Apabila seseorang

menggadaikan kepada dua orang, lalu salah satu bagian dari

keduanya telah dilunasi, kemudian dia menghendaki unhrk

melakukan pembagian agar dapat dibedakan barang yang masih

menjadi barang gadaian, maka dalam pensyaratan kerelaan omng

yang masih ada gadaiannya adalah apa yang telah kami sebutkan.

Asy-Syirazi #s mengatakan: Pasal: Apabila si

penerima gadai telah menerima barang gadaian,
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kemudian dia menemukan aib dalam barang tersebut,
yang mana aib ifu ada sebelum adanya penerimaan,
maka dalam masalah ini butuh peninjauan ularrg.
Apabila dalam gadaian terdapat akad setelah adanya
akad jual beli, maka si penerima gadai tidak memiliki
hak khi5nr dalam merusak akad jual beli. Sedangkan
apabila dalam akad rahn ada syarat dalam akad jual
beli, maka si penerima gadai memiliki hak Lhiyar antara
merusak akad jual beli atau melangsungkannya, karena
akad rahn masuk dalam akad jual beli dengan syarat
penyerahan barang gadaian kepadanya, jadi jika barang
gadaian fidak diserahkan kepadanya, maka dia memiliki
hak ffii5nr.

Jika si penerima gadai tidak mengetahui adanya
aib sehingga barang gadaian ifu hancur di tangannya,
atau adanln aib baru muncul ketika barang gadaian ada
di tangannya, maka dia tidak memiliki hak untuk
memsak akad, karena tidak memungkinkan baginya
untuk mengembalikan barang seperti sifat pertama kali
diambil, maka hakqTa gugur unfuk menrsak akad,
sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah
barang penjualan ketika hancur di tangan si pembeli
atau adanya aib baru muncul setelah barang ifu ada di
tangannya, dan dia tidak harus memberikan ganti rugr,
karena ganti rugi hanyalah penggantian atas sebagian
kecil yang rusak, namun jika barang gadaian rusak atau
hancur, maka menggantin5ra tidaklah wajib. Begitu iuga
jika sebagian besar rusak, maka penggantiannya tidak
wajib. Wallahu a'lam-
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Penjelasan:

Hukum: Apabila si penerima gadai telah menerima barang

gadaian, kemudian dia menemukan aib padanya, yang mana aib

tersebut terdapat ketika ada di tangan si penggadai, maka dalam

masalah ini buhrh peninjauan ulang. Apabila akad rarln tidak

disyaratkan dalam akad jual beli, maka tidak ada khiyar dalam

merusak akad jual beli, karena si penggadai melakukan kebajikan

dengan melakukan akad rahn Apabila al<ad mhn itu disyaratkan

dalam akad jual beli, maka si penjual memiliki hak khigr dalam

merusak akad, karena syarat masih belum diserahkan kepadanya.

Dan apabila dia tidak mengetahui dengan adanya aib sehingga

barang gadaian itu rusak di tangannya atau aib itu baru muncul

setelah ada di tangannya, maka dia tidak memiliki hak khi5na

karena tidak memungkinkan baginya unfuk mengambalikan barang

gadaian sebagaimana dia mengambilnya. Dan dia juga tidak hams

mengganti rugi aib sebagaimana keharusan bagi si penjual unhrk

mengganti rugi aib. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa si

penjual diharuskan untuk menyerahkan barang penjualan, maka si

pembeli juga diharuskan menyerahkan ganti rugi. sedangkan si

penggadai tidak diharuskan untuk menyerahkan barang gadaian,

maka si penerima gadai tidak harus memberikan ganti rugi.

Dan dengan inilah, Ahmad, ulama fikih Hanbali dan hnu

Mundzir berpendapat. Karena barang penjualan jika rusak

keseluruhannya di tangan si penjual sebelum penyerahan, maka

wajib baginya menggantinya dengan nominal harganya, sedangkan

jika barang gadaian rusak di tangan si penggadai sebelum

penyerahan, maka memberi ganti barang gadaian tidak wajib

baginya. Karena jika kami mengatakan: Tidak ada ganti rugi bagi

si pembeli, maka bararti kami menggugurkan haknya, namun hak
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si penerima gadai tidaklah gugur, karena haknya berada dalam

tanggungan si penggadai.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Apabila si penjual menjual

barang kepada si pembeli dengan syarat si pembeli menggadaikan

dua budak kepadanya, lalu si pembeli melakukan akad mhn

dengan kedua budak itu kepadanya dan si pembeli memberikan

satu budak kepadanya, lantas budak ifu rusak ketika berada di

tangan si penerima gadai (penjual) dan si pembeli (penggadai)tidak

mau menyerahkan budak yang kedua, atau budak ifu rusak di

tangan si penggadai, maka si penerima gadai (penjual) tidak

merniliki hak untuk memsak akad jual beli, karena tidak

memungkinkan baginya unhrk mengembalikan budak yang telah

diambil seperti pertama kali dia menerimanya. Maka akad jual beli

tetap berlangsung tanpa adanya gadaian." Wallahu a'alam.
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